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P R A K A T A. 

Jtud V d:1.ri Buku Sejarah Nuional ini memuat s.atu periodc 
dan Sejarah Nuional Indonesia yakni periode Peraerakan Nasi~ 
nal. Penode ini rnen&pak.an uman Y&nl amat pentina dalam 
sejarah perjuanpn banpa. di mana bum terpelajar Indonesia 
!ebap; pemimpin-pemimpin Indonesia baik Y&nl terpbuna 
da1am partai politik maupun orpnjuli l1lilJ1a berjuana untuk 
meniadakan clilkrimin.ui politik dan IOiial-budaya lata membu­
latkan cit.ata kebanpun dalam ran&ka menpntarbn Rakyat 
indonesia ke Frbana Kerncrdeb.an. Adalah tidak mudah untuk 
menaambukan 1emua kqiatan pet~erabn rakyat Indonesia 
untuk melepakan diri dari belenau perUI.jahan kolonialillelan­
da. bila diinpt tert.t.Mnya waktu dan rilet yana diperlukan 
untuk mefllhuil.kan buku ini. 

Berc:lalarlwl bahan ya .. diperoleh dari Prof.Dr.Sartono 
IUrtodirdjo, Dr.Taufik Abdullah dan Dn.Abdurraclunan S~ 
mih.ardjo di ampina Yana kuni kumpulbn 1endiri. diuahakan 
untuk menahUilkan buku Jibd V ini ~e~uai denpn pandanpn 
lndonesia-c:entria. Diadari bahwa h.ui.l Yllll dicapai belum 
aebapimana yana diharapkan. Muih banyak hal-hal Yllll ber· 
hubunpn denpn periode ini belum tercakup. 

Akhimya ke pada ecmua fihak yana membantu hinaa 
terbitnya bu.ku ini kami ucapkan terimawih. Diharapun apr 
buku ini dapat berfaedah basi kita aemuanya. 

Y WmdT &uri 
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B A B I 

POUTIK KOLO'VIr1L BELA.VDA DA .V 
TRA.'iSFOR.HASI POLITIK 

A. DARJ VOC KE PEMERINTAH BELANDA 

I. Sia.tat Tcmam P!lk..o..u 

Pad.A pcrgantian abad sc=~.:ara n:~mi pe!merinlah Indonesia 
pindah dari Iangan VOC k.: Iangan pt:merintah Belanda. Setelah 
pada tahun J7QS 1jin ~ uktroi )-nya Jitiac.Jaun pada tahun I 798 
VOC dibubarkan denpn saldo kerugian sebesar I 34,7 jula KUid~n. 

Kemunduran JeiU kebang.krutan VOC yang telah berjalan 
!ejak awal abad 18 ditebabkan oleh pelbapi faktor. antara lain 
pembulruan yang cunng. pepwai yana tidak cakap dan korup. 
hutana besar. l.Ri pula !istim monopolinya !erta mtim pak~nya 
daJam pengumpulan bahan-bahan/hasil tanaman penduduk me­
nimbuJkan kemerosotan moril baik para penguasa maupun dan 
penduduk yan1 sanpt menderita daJam ~i~tim paksaan itu . Perlu 
ditambahltan bahwa perana Belanda densan lngsris untuk. me­
rebutbn he,emoni perdapnpn mengakibatbn kerusian besar 
•bli tehinaa mempercepat kebang.krutan VOC. 

Ke~indahan tampuk pemerintahan ke pemerintah Bclanda 
tklall dapt~t dihanpkan membawa perbaikan karena pemerintah 
lehmda a1en&hadapi perant-pennK yana dilancarkan oleh 
~ betar tetanganya. Pada waktu negeri Bclanda 
dikuaai oleh pemenntah boneka dari kekaisann Peranci~ di 
M.-.h kailat Napoleon. lnam mendapat k~patan meluukan 
daenh ~annya denpn merebut jajahan Belanda. Da•am ma1 
antan 1800 dan 1316, waJttu lndon~a dikembaJikan kepada 
Beianda, tidak ada perubahan sis tim ~merintahan yans hentrt1; 
dstim dap.na tetap dipertahanbn dengan penyenhan-palua ~rta 
.kontinxen !eperti yang telah dijaJanun VOC sehuna be~rapa 
abad dan temyata can eksploitasi yans membuat daenh jajahan 
produktif. 

Smlentan itu pert<>lakan ill Eropa ~bag1i .tki~t d~ ri 

Revo.lusi Pennds jup melua.skan peng:aruhnya teru:mu d.Vam 
benruk ~n 1erta cita-cita iibernl. Kaum liberai ::iih!a !~fP .l 



~mcnntah Belanda. antara lain yana mempunya.i pemblcaranya 
Dirk van H~ndorp mdancarbn ppun baru da1am mcnjatan­
un pohtik kolonial, yaitu yana diduarbn alai k.ebebaan dan 
k.eseJahterun wnum dari penduduk. Mereta matpSu!bn pr­
merintahan lai.IJIWll ICrta liltirn ~- Pertentupn timbui 
anta.ra lwun propelif Yaftl menpnjurbn politik liberal denpn 
~ hwnanitari.lme denpn kaum konservatif yana memper­
tahanbn liltim dapnJ dari politik VOC . Oalam pertentanpn 
itu akhimya faktor YIDI menentubn yalah k.eadaan di neteri 
Belanda eendiri. Karena penna Yalll dialami teeara berturuHurut 
te&.h membewa kemundurul pen~..,,..Mya tarenanya. Dada­
an ekonomi neaeri Beland8 unpt menyeclihbft. Ta~~~t.han &IIi 
tebqai neaeri pertanian dim.na induJtri mMih tlerbelalwlc. 
fWIIIi dari -.en ;.i•hennya tidak lain darinya •hr ,.... .. , 
IYii1 tanaman Yllll clapat clijual ctiplluna Eropa. s--tan iiU 
lQIIril meru.,.un lliDpn YUII lwat lwena c1eJ11111 k .. tjl"" 
indulll'inya dapat membenjiri daenh-d8enh ~· cllnp• 
buana-baranJ induatri itu. 

Politik ko&onial aeja.k 1800 sunpai kin-kin 1170 urc.­
bana-ambin& antara dua JIIMin,lillim daa•DI dan liltim ~ 
Kenyll&an dari kondMi nepri induk pada saau pihak dan lituai 
neiUi ~ mendorona penauasa mlonial k.epeda poli!ik 
kok>nial konservatif YIDI mcnauotunakan ICrta Yllll menurut 
kearlun munakin di.laksanabD. Oalam perkemt.npn .WUut· 
nya ~e;.;ar denpn k&:~uan industri ne,eri BelaDda 1e1ta 
bcnamaao aenpn kemcnanpn lwun liberal, leCII'a &unbat Jaa.a 
tok.ob-tokoh ~epert1 Oaendels dan Raffia dapaat dileraQikan 
tidak lain karcna idealisme mereta Y&nl memperjuanpan -. 
beb&sa.n pencoranpn, milik wah. k.ebebuan bercocok-tanam. 
berdapn&, bck~rja menuunilin tasiJ tanamanny•. keputi.an 
huk.um. dan peradiJan yang baik, bertenunpn denpn kea~ 
masyuaut yan1 ~~ lt:odallst~ . L);&endds t IW8 1811) 
sebapi aeorana revolusioner dan s.a.ngat menduk.ung perub&h.an­
r<:rubah&n llberaJ . bcr~•t~&ta untuk mem~rbaJ.kJ nasib rakyat 
dan meml,juk.an pertaruan dan per~j;ln. Loun dMlpadA 1tu 

Daendeb JUP bertindak untuk mempertahanb.n pulau Jawa dan 
itranpn lngri5. 

Sebapi l.anaUh yana sanpt luas pcnpruhnya. Uacndeis 
mc:l.akuk.an peromba.k.an 111t1m pemenntahan leCMa rada..a. 
Oiktakk.an dasar-dasar pcmerintahan menurut sisum 8ant 



Pemerintahan dipusatkan, Jawa dibagi atas daerah-daerah -
prefectuur - yang dikepalai oleh seorang prefek yang langsung 
ada dibawah perintah W ali negara. Pengadil_an pribumi diperluas 
dan diperbaharui, para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai 
~erintah meskipun masih mempunyai kekuasaan feodal. Ke­
sultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dijadikan daerah guber­
nemen/pemerintah; pelbagai upacara di istana Surakarta dan 
Yogyakarta disederhanakan. Secara tegas Daendels memberantll$ 
kericuhan-kericuhan yang terjadi dalarn soal pemungutan kon­
tingen dan periyerahan-paksa dan soal kerja-paksa. Usaha Daen­
dels dalam perombakan sistim feodal gagal oleh karena kepen­
tingan pemerintahnya untuk mempertahankan pulau Jawa ter­
paksa mengadakan pengerahan tenaga secara besar-besaran dan 
menurut pola tradisionil yang ada pada awal pemerintahannya 
sangat ditentangnya. 

Betapapun giatnya Daendels membangun sistirn pertahanan 
di Jawa., namun tidak lama sesudah kepergiannya, Jawa jatuh 
ketangan Inggris dan menjadi bagian dari daerah jajahannya 
India. 

. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Guber­
nur Jendral untuk mewakili raja muda Lord Minto. Seperti 
Daendels, Raffles, mempunyai keyakinan akan kebaikan .sistim 
pemerintahan Barat. Hendak dihapuskannya penyerahan palcsa 
dan jasa-jasa- perseorangan, dan diadakan kebebasan bercocok­
tanam dan berdagang. Berhubungan erat deng:m ini juga diusaha­
kannya untuk membatasi kekuasaan para bupati hanya sebagai 
pegawai dalam arti Barat dan sebagai pemungut pajak. Sebagai 
pembaharuan besar yang dilakukan yalah pemungutan pajak· 
tanah. · Menurut peraturannya dari hasil semua penanarnan sa wah 
dipungut 1/5; 2/5 atau 1/3 dari hasil panen besar (bruto) dalarn 
bentuk uang atau beras. Pemungutan dilakukan secara per­
seorangan. Dalam pelaksanaann.ya sistim ini mengalami ber­
macam-macarn A.~sulitan, an tara lain karena belum ada pengukur­
an tanah yang tepa~ lagipula tidak diperhitungkan hak-milik ata.s 
tanah sep.erti yang berlaku menurut adat. Pemungutan terpaksa 
dilakukan lewat/melalui pegawai-pegawai yang korup dan bertL-1-
dak secara sewenang-wenang. Scbab pokoki1Yalah bahwa ekonomi 
desa belum memungkink:an petani memperoleh uang sebaga.i 
ganti dari hasilbuminya. Menurut kenyataannya perkembangan 
sedemikian sehingga baru !ebih kurang l 00 tahun kemudia:-1 

3 



sisrim p:!jak-tanall itu d:tpa i di !«ksa nJka;,_ Penger' ::- ~ii i :Jii Jaw .. 
lndo!lesia kepada Belanda pau <. tal1un I h l 6 menghad;.;pb :. 
pemeriutah Belanda kepada persoalan sistim yang dipergunak:c; 
agar dat!rah jajc1han membcri keuntungan sebanyak-banyaknya 
kepada m:geri induknya. Masa sampai 1830 diliputi oleh perten­
tangan-pertentangan antara kaum liberal dan konservatif~ yang 
pertama mempertahankan bahwa tujuan itu dapat dieapai dengan 
sistim perusahaan kapitalistis Barat sedan8 yang kedua condong 
untuk menjalankan sistim pemungutan hasil tanaman. Kaum 
liberal menolak sistim pemeiintahan yang menerima basil tanam­
an sebagai p~ak atau pungutan paksa, sedangkan hal itu dapat 
discrahkan kepada/masult kedalam bidang perdaaangan. Kekuat­
an politik koJonial Inglis dipakai sebapi contoh oleh ·· me~ka 
tanpa mengingat kenyataan bahwa negeri BeJanda sangat lemah 
ekonominya. Kondisi ini yang menimbullcan kerqu-raawm pada 
kaum konservatif tcrbadap. prinsip liberal, laissez-fair. lllissez­
TJ(Wer. Para Komisaris Jcnderal, Gubemur Jenderal · Van der 
Capellen dan Du Bus de Gilipies yang bemiat melakukan poJitik 
yang melindungi hak-hak anak pribumi \ serta mempert.iti 
nasibnya terpaksa meneruskan politik expJoitui untuk memberi 
keuntungan dari daerah jajahan untuk ncgeri induk, sokongan 
keuangan yang diharapkan. 

Dengan tidak meJepaskan tujuan pokok politit kolonial 
yalah exploitasi daerah ,Waban bagi negeri induk, me.reka mencali 
cara-cara bagairnana prinsip kebebasan masih dapat dilaksanakan. 
Komisaris Jendral dan van der Capellen menjalankan politik-per­
lindungan rakyat dan tidak semata-mata menjalankan politik 
(non intenvensi) yang akan merugi.kan masyaraltat pribumi 
sebagai pihak yang lemah. Perusahaan-perusahaan swasta Barat 
tidak dihalang-halangi atau dibatasi usahanya selama tidak 
membahaya.kan/mengancam kehidupan penduduk. Hak-hak milik 
yang tidak terbatas bagi pengusaha Barat dan sistim pungutan 
paksa dari VOC ditolaknya. Politik Komisaris Jenderal terhadap 
pertanian penduduk pribumi temyata dualistis. Pada satu pihak 
masih dipertahankan sistim pungutan hasiJ tanaman lewat para 
pengusaha pribumi dengan pengawasan yang lebih ketat, sehingga 
hasil untuk pasaran terjamin tanpa membiarkan penduduk 
ditekan okh penguasa-penguasa. Disamping au pengusaha Bar-d! 

Liha t ll .W . We lder~n - R~ng<:rs . Tlr,• fCa ilur~ ,_~ ~ J.ibnal Co lonial Po u c \ 
NnhnlandJEaJt lndi~s.l&/6- 183(! T h e H "g u e . IO " ~.h 4 1 !J:' 152 



diberi keleluasaan untuk membuka perkebunan dan perusahaan 
pertaniannya. Berbeda dengan Raffles, mereka masih memper­
tahankan kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dan 
tidak karena semata-mata sebagai pegawai pemerintah kolonial. 
Kegagalan Raffles dalam memasukkan sistim pajak-tanah terletak 
pada peranan yang hendak diberikan kepada perseorangan dalam 
sistirn itu, Komisaris Jenderal mempertahankan desa sebagai 
kesatuan dan mengggunakan para penguasa sebagaj pihak yang 
bertanggungjawab atas pemungutan hasil. · 

MasaJah pembukuan perusahaan Barat menyangkut masalah 
kebebasan dan prinsip ekonomi liberal pada satu pihak dan 
masalah perlindungan hak-hak rakyat terhadap exploitasi dari 

· pihak yang ekonomis kuat. Yang menjadi pokok persoalan dalam 
hal ini y alah : 

(I) hak penduduk atas tanah ·yang tennasuk hak dari desanya. 
(2) pengerahan tenaga dari penduduk diluar kebiasaan tradisi-

onil. 

Oleh karena pembukaan (penyelenggaraan) perusahaan Barat 
kurang mengetahui atau tidak mengindahkan hukum adat yang 
berla.ku, timbullah kegelisahan dan kerusuhan-kerusuhan antara 
lain di Cirebon pada tahun 1816, diantara cara-cara pengusaha 
dirasakan sangat menekan. Para Komisaris Jenderal, Elout dan 
Muntinghe melihat bahaya bagi penduduk desa serta tenaganya di 
daerah-daerah berpenduduk padat, dimana usahawan-usahawan 
Barat membuka perusahaannya. yang akan merusak hak-hak 
miltk J)enduduk serta memeras tenaga rakyat itu. 
· Bagaimana prinsip-prinsip liberal dapat dijalankan tanpa 
melanggar hak-hak penduduk ? Pemecahan persoalan ini sebeh.im 
1830 dan sesudahnya tidak terlepas dari kepentingan pokok dari 
pemerintah kolonial, yalah exploitasi daerah jajahan untuk 
memberikan hasil kepada negeri induk. Dalam hubungan ini 
gagasan liberal merupakan cita-cita yang dapat mengurangi 
kecendenmgan untuk memakai sistim exploitasi cara voc 
meskipun pelaksanaannya baru benar-benar terwujud pada tahun 
1870. Proses yang amat lambat ini tidak lain disebabkan karena 
situasi ekonomis negeri induk dan kondisi masyarakat pribumi 
sendiri. 

Politik van der Capellen berkisar sekitar masalah peng­
gunaan tanah bagi pengusaha-pengusaha B<L~t. Apakah van der 
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Capellen menentans semua jenis pen•sab&en Barat ala\; Aulya 
yang merulibn mal)'arabt pribumi? Untuk meujamin bak 
pribumi maka tindakan pentiq Yllll dilabllran yalah ~ 
hapusk.an sewa tanah ditanah ~ J*1a 1823, redenabn 
pengbentian penyewun tdab dil.tkukan 1ejak 1821. Akibat dari 
pc::raturan ini tidak hanya menyaqkut para penatmha perke~ 

an, tetapi juga melibatbn para Mnpawa iltana yaq telah 
menerima pembayaran lebih · dahulu untuk janp.t wa1ttu ,_, 
cukup lama. Kegelisahan dikal•npn hanpftll itu membuat 
suasana semakin buruk ~ehinaa tem•kin kuat bcenderunpu 
untuk memberontak. Tambahan puJa, listim .,......,...;.n pel­
bagai tol kepada Cina sanpt memens rakyat dan ~ 
suasana pula. Kedua golonpn me!Uadi pendu1D•n1 kuat dari 
aeratan Panaeran Diponeaoro YaDI mulai melancarbD tenDpn­

nya tahadap Belanda pada tahun 1825. Du Bus de Gisipia 
denpn dibantu oleh nn Hopndorp menempuh politik ferhedap 
tanah dan tenap YIDI berlawanan, denpn politik Yllll dilatu­
kan oleh Komisaris Jendenl dan van der Capellm. ICecuali 
desa-desa YIUII telah bmliri pada waktu peraturan clijalankan 
(1816), soal penyewun taDah bqi pequaba a.at tidak boJeh 
dibatasi. Oleh YaD Ho,endorp disadari bnyataan 1Mhwa tanah 
yang belum dibuka untuk pertanian hanya . dapat diaunakan 
untuk perkebunan apabila terletak debt desa ~ehinaa teljamin 
akan memperoleh tenap kerjanyL Tenap kerja sudah diperoleh 
selama penduduk desa ingin tetap menjadi petani ymg bebas. 
Apabila tanah persediaan desa dipakai untuk pengusaha asin& 
penduduk desa yang semakin bertambah bmyak terpaksa me&­
cari pekerjaan pada perkebunan itu. 

Politik van Hogendorp ini disangsikan apaJcah akan secara 
cepat dapat memberi basil bagi negeri induk. Dipandang dari segi 
kepentingan rakyat. sistirn ini mengabaikan samasekali hak-hak 
rakyat atas tanah dan tidak memberi perlindungan kepada 
mereka dalam mengadakan hubungan antara majikan-majikan 
B;;rat. J adi sis tim perusahaan kapitalistis Barat diharapkan akan 
membeti keuntungan tanpa memperhatikan atau memperhitung­
kan akibat-akibatnya bagi rakyat. Apakah akibat bagi rakyat. 
flJ ;,anya tidal< dapat mempengaruhi politik kolonial pada waktu 
it c: Yang sangat menentukan yalah keadaan di negeri induk 
:>t:ndiri yang semakin memerlukan sumber-sumber l<ekayaan dan 
J ;t-2 rah piaha.\"1ny;.L Usu l van ~en Bosch Jia1ukan vanf! menyaran-



kan suatu sistim yang memberi lceuntungan dengan jalan meng­
gunakan jalan yang sesuai dengan adat-istiadat masyarakat 
pribumi Selarna periode antara 1516 dan 1830 penyusun politik 
kolonial Belanda mengalami kegagalan dalam mengetf:rapkan 
cita-cita liberal dalam hubungannya dengan daerah jajahan, tida.K 
hanya karena kurang pengertiannya/perhatiannya terhadap ma­
sYarakat tradisionil di Jawa, tetapi juga karena tugas utarnariya 
yalah menjalankan exploitasi daerah jajahan untuk memberi 
keuntungan bagi negeri htduknya. Pelbagai jalan tengah menge­
cewakan hal terakhir ini, maka akhirnya apa yang disarankan 
sebagai sistim tanam-pilia o!:=h van den Bosch dapat dilaksana­
kan oleh karena mernberi harapan yang paling baik untuk negeri 
md~ · 

Pada tahun 1830 keadaan, baik di Indonesia maupun di 
negeri Belanda, sangat memburuk; Hutang semakin besar untuk 
menutup biaya perang Belgia dan perang . Diponegoro. Maka 
untuk menghindari kebangkrutan, Jawa diharapkan memberi 
hasil culrup untuk mengisi kekosongan kas itu. Van den Bosch 
hendak memusatkan politik kolonial pada produksi. Disadari 
bahwa negeri Belanda tidak mempunyai perdagangan, perkapalan 
dan pabrik pada waktu itu. Yang diperluka:1 yalah menggunakan 
tenaga rakyat untuk penanaman hasi12 yang dapat dijual di 
pasaran dunia tidak secara bebas tetapi dengan ststim-paksa, jadi 
bukan sistirn pehanarnan bebas atau kc:>lonisasi bagi bangsa Eropa. 

Untuk keperluan mempertinggi produksi itu pribumi di­
haruskan ~ernbayar pajaknya dalam bentuk hasil yang d.iipat 
dijual sebapi export ke pasaran di negeri Belanda yan.! perlu 
dijadikan lagi pusat perdagangan dunia bagi hasil-hasil tropis. 
Kecuali itu mdustri di negeri Belanda perlu dihidupkan/diper­
kembangkan sehingga hasilnya akan dilemparkan ke Indonesia: 
Pelayaran · dan pengangku tan akan ada di tangan perkapalan 
Belanda scndiri. Sistim tanam-paksa yang diusulkan van den 
Bosch merupakan gabungan antara sistim Priyangan dan sistim 
pajak tana.~. Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya 
dengan jt:nis tinamm yang hasilnya dapat di-export dengan 
mendapat kebebasan bayar-pajak tanah7 Setiap kelebihan hasil 

2 LiNt Clive Day, Th~ pol~y IVId Admlni.rtrarlon of th~ Dutch in fa•v. New York , 
1904. hal. 149·250; dan peri:u. J .E. Stokvl., Vqn Wlf!;!~wt!lt rwar Z~ifb'--rtw~r ·" 
N~·llfd». Amatudaaa, 1911, hal. 81-95. 
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t;!naman dan 1'umlah pajak yang haJUs dibayar dibayarkan 
kembali kepada desa. Kegaplan panen akap menjadi tangungan 
pemerintah. Wajib tanaman-pa.k.Oia dapat dipnti denpn pencurah­
an tenaga untuk pellPJl8kutan dan pekerjaan di pabrik. 

Pada tahun 1831 van den Bosch memerintahkan penanaman 
nila, gula dan kopi. Sejak 1833 semua kopi wajib diserahkan 
kepada pemerintah, kelebihan basil dan yang di..;ibkan sebapi 
p$k harus dijual .kepada pemerintah denpn harp yang ctitentu­
kan olehnya. Meskipun usaha-usaha IW8Sta masih diijinkan 
berdiri; seperti Tanah Swasta. IC.onsesi, dan Hadiah-hadiah, 
namun Sistim TaJWD-paksa _~ban& tebapi uaba benkala 
besar sekali, denpn Pemerintah tebqai pena~wbe •• lift 
Nederlandsche Han•ls Maatschappij sebapi qm tu,...l: PuJ.u 
JaWullenjacti suatu usaha nepra YUII besu! 

Peraturan-peraturan Tanam-paba dalam pe1•kv••nya 
meflimbulkan penyimpanpn-peayimpanpn YUII ·maDberatbn 
beban rakyat. Telah terjadi balun bqian YUII ditanami untuk 
tanaman-paba melebihi dari 1/S, umpamanya iampai 1/3 atau 
1/2, kadang-kadang seluruh tanah desa itu. Pembayaran untuk 
setoran gu1a dibayar menurut apa yang dihasilkan pabrik dan 
tidak menurut jumlah tebu yang diserahkan. Banyak tenaga yang 
tidak dibayar. Kegagalan panen sering ditanggung oleh .petani 
sendiri. PekeJjaan yang dilalcukan di pabrik tiga kali lcbih bent 
dari pekerjaan di sawah; jumlah pohon kopi diperbanyak secara 
sewenang-wenang, dari 250 sampai 1000, penanam kopi dikum­
pulkan dalam tempat konsentrasi; seringkali rakyat dipindahkan 
ke tempat-tempat yang jauh dari desanya; pekerjaan bent 
diperlukan untuk pengangkutan, mengolah basil di pabrik. 
membuat jalan saluran air dan jembatan, kesemuanya tanpa 
upah. 

Sementara itu hasilnya telah dapat mengisi kekurangan 
perbendaharaan negeri Belanda, memberi banyak keuntungan 
bagi usahawan , para pegawai menerima \l.ang komisi banyak. 

Karena tidak didasarkan atas pengetahuan serta pengalaman 
tentang penanaman kopi, telah terjadi bahwa selama lima tahun 
lebih kurang 2000 orang perlu menanam dan memelihara 
kebun-kebun kopi yang letaknya 28 mil dari tempat tinggalnya. 
Hasilnya temyata hanya tiga pikul kgpi seharga 36 gulden. 

Di daerah Rembang pada suatu waktu 34.000 keluarga 
selama 8 bulan dalam satu tahun harus bekerja untuk tanam-
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paksa dengan mencrima upili hanya riga ,L\i ( ,_.: :. ... .- i. Cnruk 
keperluan penanaman tembakau. rakyat di h:t ru skJn !nenycra.h­
kan balok, bambu, kayu untuk los-los tembakJu. 

1. Sistim yang dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang 
sukarela. pada kenyataannya menjadi suatu paksaan. De-

• ngan pemberian prosenan kultur kepada para petugas, maka 
mereka berusaha keras mempertinggi produksi dengan 
menggunakan kekuasaannya. Dalam hubm'lgan ini rakyat 
ditekan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. 

2. Jumlah orang yang dike~hkan untuk penanaman ini sangat 
besar. kira-kira meliputi 80.000 ~eluarga atau lebih kurang 
4 juta orang; ini bl!rarti bahwa kira-kira, terlepas dari 
penanaman kopi, l/4 dari penduduk, dan 1/13 dari tanah 
b.ercocok-tanam terlibat dalam usaha itu. 

3. Beberapa jenis tanaman seperti nila di daerah Priyangan. Di 
distrik Simpur semua orang lelaki dari beberapa desa 
dikerahkan selama 7 bulan untuk penanam nila, jauh dari 
rumahnya. Kecuali itu dari distrik itu dikerahkan 5000 
orang laki-laki dengan 3000 kerbau selama 5 bulan untuk 
mengerjakan tanah ~agi pabrik. 

4. Dari penyelenggaraan tanan'l-paksa ternyata bahwa tanah 
yang dipakai untuk itu bebas dari pajak tanah akan tetapi 
orang-orangnya tetap kena pajak tanah, terbukti dari angka­
angka jumlah pajak-tanah yang sem4kin meningkat sejak 
1829. . 

5. Selisih antara pajak yang harus dibayar dengan nilai yang 
ditaksir dari hasil yang diserahkan, menurut peraturan harus 
dibayarkan kepada rakyat. akan tetapi dalam kenyataannya 
hanya sedikit sekali yang dibayarkan. Dari pcnanaman tebu, 
petani hanya mendapat upah menurut jumlah berat gula 
yang dihasilkan. 

Beberapa kejadian seperti kelaparan di Demak ( 1848) dan 
Grobogan {1849) yang mengakibatkan kern a tian secara besar­
besaran membuka mata pemerintah akan penderitaan rakyat 
yang diakibatkan oleh tanaman-paksa. Beberapa tokoh-tokoh 
yang mengenal keadaan di Indonesia mulai melancarkan gerakan 
untuk penghapusannya, antara lain Vitalis, Bn"..: h dan van 
Hoevell. Penghapusan kebanyak Jn dari tan arn -r ~k:>a d ihkukan 



· ·-:w .:, L :. ·. " , ' ''\.' . : _: ·, _lii1Jl1 LHLt pa u ;1 LJ!l li !l i ~o::: : niia. [~JL 

r . .J'.- '-' '~' · ''''" t.: L ;.:; l ~ c1 :: r~ mtakJ i.i L.t i:~ ill i Khb 
r 1 ~.b!l d:ir: sist ::ii unaman pak,., J ternyata mem bawa pdbJgaJ 

keunrungan-keunrungan. Seiama ma.,a dari 1 g41 ~ampai 1863 
Lliperokh 1aba sebesar 461 juta. sehingga pelbagai hutang dapat 
di1unasi. kesulitan keuangan negeri Belanda dapat diatasi. KecuaJi 
i ru perkapalan dan perdagangan di Negai Belanda dapat menem­
patkan Amsterdam sebagai pusat pasaran dunia untuk hasil-hasil 
tropi.s. 

lndustri tenun dapat dibangun secara larnbat laun , antara 
lain untuk mengatasi atur.m tarif yang memberi keuntungan 
kepaua inuustri dan perdagangan lnggris. Dengan kerjasama 
den~n NeuerlandS(;he Hanuels Maatschappij tNHM) export 
tenun Bclanua meningkat . dan paua tahun 1840 import di 
Jnuon~sia ~udah seharga 8.8 juta. lebih dt.~ri 10 kali dan impor 
pada tahun 1823. · 

Sesungguhnyll penghapusan pelbagai jenis tanarn-paksa agak 
tcrlambat kalau diingat bahwa kaum liberal mulai memegang 
tampuk pcmerintahan sejak 1 848. Hal ini dapat diterangkan 
bahwa ka ~1m liberal sendiri enggan menghapuskan sistim yang 
ternyata banyak menghasilkan keuntungan. 

Menurut UUD urusan jajahan dan termasuk pt=ngawasan 
keuangannya masih ada di tangan mahkota sedang pt=mcrintah 
setiap tahun wajib memberikan Japoran kcpadan}'a. Pada tahun 
1854 d~ng<Ul suatll Pcraturan Pcm~rintah ditentukan bahwa 
pl:'merintahan dilakukan menurut Hukum dan dengan demikian 
!>l' ~ari:i resmi mengakhiri sistim mcnurut van den Bosch. Apabila 
st!cara resm i Tanam-Paksa tel:ih d!il apuskan. menuru t kenyataan­
nya politik exploitasi masih berj :J.lan tcrus. Lazimnya politik itu 
disl.!hut /Jatig Slur pu/itiek yang dimaksud yalah surplus dari 
rajak yang dapar dibelanjJkan : di~unakan Ji Eropah . 

Antan.a IX41 ~<..tmpai 1~63 add k~:un!ungan bersih 461 juta 
dan ani<..tra ]ISJ() - I Kbb ada 692 juta. antara 186 7 dan I H77 ;.ada 
! :; I jutJ . Po llt i k d ..:o nomi y;Jnf! d1i :: l<1nkan d::.ari I X 15 sa111pai I X/0 
~;11.11 1 Jlll' il_::l'lllb . til~l. ~ i ll kt>b)a.tn lndom:~i a (Jawa) b;1gi kt:un­
tungan ncgeri Belamla Politik y<..tn!! di_lalankan o leh Muntinghe . 
Du Bu-; t 1~ 26 1830 l dan Va1 1 den Bosch (]830 1~ 331 

b,Tpangb l padJ g;.:~asan b'-1 h wa pelll eri n ta il jajahan Jdala11 sua t u 
··p,·ru,;alu:l l1 n.:gara" Dt'ng:ln m.:nggunak :1n NHM. lalu prod ub1 
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k.1p1ralis dan akhirnya sislirn tar. ::nn-paksa. h.: !1·L !, ,, jku :l '>i!i 
keadaan ekonomi di Indonesia. Kaum liber<tl nh" JUnj;.: :Jg ~~r.1iitik 

wWez-faire karena berkl!'yak.inan b:t hwa tanD:J rencana tlan 
pembatasan-pembatasan paJa perus;.;naan dan perdaf.:!ng:.uJ. rn aka 
perkembangan Jawa dan kepentingan Bl!'landa akan mc=ngalami 
kemajuan. Pertentangan politik tentang kebijak.sanaan p·::; litik 
daerah jajahan sejak tanam-paksa secara r~smi dihapuskan ber­
kisar sekitar k~!'bebasan berusaha. Sebagai akibat -perkembangan 
perdagangan dan peJayaran. golongan liheral semakin Iampi! ke 
depan dalam gelanggang politik, ke~uali penghapusan pelbagai 
tanam-paksa banyak perundang-undangan diputuskan. Peraturan 
Pemerintah 1854 menjadi perundang-undangan di Indonesia 
mulai dari Pengumuman Raja. tindalutn mahkota, keputusan 
Gubemur Jenderal. juga per.tturan menptur jasa kerja paksa. tot. 
hutan dan tanah. (art. 57): Comptahilitein Wt't pada tahun 1864 
yanJ mewajibkan agar angganm belanja Indonesia disahkan oleh 
Parlemen. 3 Dengan demikian ada pengawasan dari/oleh Badan 
Legislatif di Nederland , suatu kemenangan besar bagi kaum 
liberal. 

Masalah perkembangan perusahaan swa~ta sudah he~rang 

tentu ·menjadi pusat perhati3n. tenttama dalam menghadapi 
kondisi masyarakat J awa dengan hukum adatnya . dan hak-hak 
atas tanahnya. Menun•t kamn liberal. baik kaum kapitalis 
maupun petani kebebasan untuk menggunakan tanalmya dan 
mengubah tanah komlmal me;1jadi tanah perse·orangan. Maksud­
nya sudah jelas, bahwa undan,g-undang itu "menyediakan tanah 
dan tenaga bagi perusahaan kap:talis." 

Sementara itu pemerintah masih menyelenggarakan bebera­
pa tanaman paksa : kopi. gula dan lada . Di samping itu ada 
tanah-tanah partikelir. ada kurang dari 100 perkebunan swasta , 
kebanyakan kopi, ada pula pemsJhaan yang 'bebas' lebih kurang 
150 jumlahnya: menghasillkan tembakau dan nila: lli tanah 
kerajaan ada 150, untuk penanaman gula, tembakau. nila, ada 
juga kopi. Aksi terhadap Tanam-paksa mend<!pat p~:rhatian 

umum secara luas antara lain s~telah dik~rahui adanya lndische 
millioncn Uutaan dari Indonesia) yang ml!n~alir ke negeri Belanda 
selama sistim itu berjalan. Disad:ui bahwa sistim itu mcluk:Ji 
kepentingan serta keb:1hag1 Jn pri i,u mi . Politik palmdungan 

l1l~. :t t fh . \,'11 ll~ ... - nh· r .. ... t·n I · · ; ~ "·. !;: 1l d · . .. i .i l drn Jc C· i. d . ! i~: J ' .· 3 . J t~ "! .. J 
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mcnegaskan bahwa Gubernur-Jenderal perlu membda hak-hak 
pribumi dalam m~nggunakan tarwl! dan renaganya. Kaum liberal 
menentang exploitasi oleh pemaintah dan ingin menggantikan­
nya dengan inisiatif swasta. Untuk ini kondisi ekonomis perlu 
diciptakan. yaJah dengan memberi kebebasan bekerja dan peng­
gunaan tanahnya. Sistim yang dikehendaki oleh kaum liberal lain, 
tetapi tujuan tetap mengadakan exploitasi, jadi bukan How to 
manaxe a colony · but 'How to manage a colony for money.' 4 

Untuk membuka Jawa (Indonesia) bagi perusahaan swasta 
dan modal swasta seluas-luasnya, pemerintah Belanda mengada­
kan peraturan yang pada satu pihak menjamin kepentingan kaum 
modal atau usahawan, dan pihak lain kepentingan serta hak-hak 
kaum pribumi. Per kern bangan industri dan perdagangan di negeri 
Belanda telah mendorong kaum modal untuk menanam modal­
nya di Jawa. Tambahan pula hubungan antara Nederland dan 
Indonesia mulai lancar oleh karena Terusan Suez telah dibuka 
pada tahun 1869. Sebelum itu tt:lah ada hubungan telegram 
(1856). pos.(l862). 

· Unuang.:undang. Agraria dari tahun 1870 'menetapkan prin­
sip-prinsip dasar dari politik tanah. Pengusaha dapat menyewa 
tanah dari pemerintah untuk masa 75 tahun. Penduduk priburni 
dijamin hak-hak miliknya atas tanah menurut hukum adat, lagi 
pula ada kemungkinan memperoleh hak-milik perseorangan atas 
tanah. Selanjutnya menurut peraturan agraris ditetapkan bahwa 
tanah yang bukan milik perorangan penduduk adalah tanah 
pemerintah (tanah dumein). Tanah ini diba8i atas dua golongan: 

(I) tanah domein yang be bas dari hak-hak priburni: 
(.2) tanah domein yang meliputi tanah milik pribumi. 
Tanah dapat disewakan oleh pemerintah kepada bangsa Belanda 
penduJuk Indonesia atau Nederland atau perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di Indonesia. 

Penyewaan tanah dari pribumi dapat dilakukan oleh kaum 
pengusaha den·gan syarat-syarat tertentu : 

(I) t;:mah yang dimiliki pribumi dapat disewa selama 5 tahun. 
(:::!) tanah hak-milik pribumi dapat disewa untuk 30 tahun. 
(3) semua kontrak harus didaftar . 

.a l'~ril<'-'1 W .II. F. Manwdl .ial~m "[)c r:co numische ( ;,.,.,·hicJ.,,Ii ., van In die in 
Vnt~cl•·lurhl " . dahom HiStorisciJ~ OpsrelkJI, ' s-Grav.,nh"gc, hul. 14. 
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Konversi tanah yang dijalankan dalarn politik kolonial yalah 
bennaksud untuk mernberi hak-milik kepada penggarap tanah 
untuk dapat disewakan kepada pengusaha Eropa. Dengan derni­
kian pengusaha itu terjamin akan memperoleh tanah. karena 
orang yang akan menyewa perlu mempunyai hak-milik yang jelas. 

Sejak 1831 sampai 1877 remisC' atau keuntungan yang 
diperoleh dari Tanam-Pak.sa berjumlah 823 juta~ Modal ini 
terutama digunakan di Nederland. antara lain untuk melunasi 
hutang sebesar 236 juta; untuk menurunkan pajak 115 juta. dan 
sebagian untuk membangun kereta api 153 juta, dan untuk 
memperbaiki bangunan pertahanan sebesar 146 juta. 

Dengan berkobamya Perang Aceh sejak 1874, Indonesia 
dibebani hutang sebesar 400 juta. Kemudian banyak dibangun 
bangunan dari pekerjaan· umum seperti jalan kereta-api (150 
juta), irigasi (33 juta), pelabuhan (30 juta). Defisit ini menimbul­
kan persoalan budget bersama antara Belanda dan jajahan-jajah­
annya. Pinjaman untuk menutup defisit itu dibebankan pada 
anggaran belanja Indonesia meskipun pada masa sebelumnya 
sumbangan dari anggaran belanja ini kepada pengeluaran di negeri 
induk hanya dapat dibenarkan berdasarkan teori budget bersama. 

Seperti diutarakan oleh seorang pembela kepentingan Indo­
nesia, selama tahun-tahun makmur 1876 - 1877 dipertahankan 
kesatuan keuangan, yang berarti bahwa keuntungan dari Indo­
nesia menjadi penghasilan negeri Belanda kemudian 'tahun-tahun 
kurus' sesudah perang Aceh diusulkan pemisal1an keuangan dan 
pembayaran bunga pinjaman serta angsuran kembali porsekot­
porsekot. Cara membenarkan politik Batig Slot ini didasarkan 
atas prinsip kesatuan politik yang dengan sendiri menghan1skan 
adanya kesatuan keuangan. · Hanya para pengecam menegaskan 
bahwa kesatuan itu perlu/hams dibubarkan setelah masa baik 
berakhir. Diantara pengecam itu terdapat de Waal, van Dedem , 
van Kol, van den Berg, Schoepman, Bool, van Nunen, van 
Deventer. Van Dedem mengusulkan agar pemisahan baru dilaku­
kan setelah ada perhitungan penghasilan dan pengluaran dari 
Indonesia. Kesatuan itu pada umumnya mernang diakui sebagai 
tulang-punggung anggaran belanja kolonial. Politik mengelakkan 
beban itu dicap oleh Yan Kol sebagai politik immoril atau 
rnalahan dianggap sebagai perampokan yang tak rneng~nal rnalu . 
s l.ihat B. H .M. Vl~kkc . Nw::wtwra . A Hi:; tur)" u f lndun~sU.. Th" Hagu., , 1960. ha l. 

291; a tau Clive Day . op.ci; .. hOJI. J 09 . 
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De Waal memperhitungkan bahwa jumlah hutang 236 juta 
yang meliputi hutang VOC serta bunga-bunganya, pengeluaran 
pada masa sesudah 1800 yang dikeluarkan oleh Nederland untuk 
Indonesia. Sebaliknya hasil dari Indonesia antara 1815 - 1863 
berjumlah 507'12 juta. Menurut perhitungan van den Berg dari 
236 juta paling ban yak 96 juta menjadi be ban Indonesia aJcan tetapi 
apa yang diambil oleh negeri Belanda sebegitu banyak sehingp 
pada tahun 1884 Indonesia masih bertlak menerima 528 juta dari 
Nederland. atau apabila dihitung denpn bunga berpnda me!Uadi 
1585 juta. 

Pada 1899 van Deventer daJam u1ikelnya dalam majalah 
Gids menyebut jutaan YIDI dihasilkan oleh Indonesia 1ebqai Een 
E~schuld suatu "Hutans Kehormatan ·•.• Menurut van J>evoenter 
jwnlah selunabnya 8da 823 juta, jumlab YaDI diperoleh sebelum 
186 7 m.sih dapat diperhitlmlbn sebepi bqian dari tesatuan 
finamiil. Tetapi setelah CompllJbllltdts "Mt pada 1867 ada 
pemisahan keuanpn resmi sehinga yans- perlu dikembalilcan 
basil yan1 dipunpt sejak itu. sejumlah 187 juta. 

Denpn timbulnya pemasalahan ini kita meJIIinjak suatu 
fase batu daJam politik kolonial. yalah poltttk Etts. 

"' Politik l!tb 

Disampins untuns jutaan yang mengalir ke negeri Belanda, 
basil apakah lainnya yang terwujudkan oleh perusahaan per­
kebunan swasta? 

Selama sistim Tan!lll1-paksa dijalankan, tidak ada usaha 
untuk mC!Jlperbaiki jalan-jalan kecuali dengan kerja-paksa. Pem­
bangunan jalan kereta-api hendak diserahkan kepada pihak swas­
ta. Baru pada tahun 1862 uibuat jalan kereta-api dari Semarang 
ke tanah kerajaan, kemudi~n pada tahun 1864 dari Jakarta ke 
Bogor, dan pada tahun 1875 dari Surabaya ke Malang oleh 
pemcrint<.; h sendiri 

Di Se1n .atra _: .. ..: ... mu! J. i (1;i..;uat jalan kcreta api, pada tahun 
I b - -+ <1

; ' · ." ! ! : ; _ _:_, Lthu n l '\~- ~ di Sum atra Timur. dan pad:1 
t :..t ~ 0 . , - J 1 Sur:· ... : ra B:•- · r Pa c1 :~ -1 l'L r <! ~ ' :.id IG d 1 Jaw :1 :1 da 
i( . :J t 1 l L .. : . Ji ~·~!:~<a t :- ..! ± 3 < ' "1 km . 
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P::rmulaan dinas pos disu~un o!ch Daendcis yan~ l;.:rupa poe; 
distrik dengan menggunakan kuda pos. Pada talwn 1862 didiri­
kan dinas pos dalarn negeri. 4 tahun kernudian pos kduar neg~ri . 
Pada tahun 1856 dihuka dinas telegrum dalam n~geri dan baru 
pada tahun 1850 dapat dibuat hubungan deng<ln Eropa. P0merin­
tah rnengadakan dinas .telegram mulai tahun 1898 . . 

Selarna bagian pertama abad 19 perkapalan· Belanda sangat 
terbelakang. Penggunaan kapal-uap...dimulai pada tahun 1859 ol~h 
perusahaan De Vries dan :! tahun kernudian sudah berjumlah 18 
kapal yang berlayar di Indonesia. Denga.a1 dibukanya ten1san 
Suez, jumlah kapal-uap meningkat sehingga kapal-layar semakin 
terdesak. Pacta tahun 1865 tidak ada (sant) sebuah kapal-uap 
sedang jum~ kapal-layar ada 3077. Pada tahun 1900 perban­
dingan menjadi 3445 dan 184 .. Perkapalan dikuasai lnggris yang 
memusatkan kegiatannya di Singapura sehingga bagi Bdanda 
sukar menyainginya. Pada tahuii 1891 pemerintal1 mem berika.n 
monopoH perkapalan kepada KPM (Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij). Pelabuhan Tanjung Priok mulai dibangun pada 
tahun 1872 dan selesai pada tahun 1893. pelabuhan Padang pad::~ 
tahun itu juga mulai dibangun. sedang pelabuhan Bela\\·an sejak 
tahun 1890. Pekerjaan unn1k bangunan-bangunan umum. seperti 
jalan. jembatan, bangunan air. sebagian dilakukan dengan mc-ng­
gunakan kerja-paksa. dan sebagian dengan perongkosan dari 
keuangan pemerintah. 

Dari tahun 1890 santpai 1893 dibangun bangunan air unn1k 
daerah persawahan yang sangat luas dengan m~ngerahkan tenaga 
300.000 kerja-harian oleh tenaga kerja-paksa. Biaya yang dipakai 
sebesar satu juta. Dalam masa Tanam-paksa telah dibuat bangun­
an irigasi di Panarukan, Cirebon. delta Brantas dan Demak. Pada 
tahun 1885 didirikan dinas irigasi untuk menyiapkan irigasi 
daerah persawahan di daeral1 gubernemen. Kemudian didirikan 
.daerah-daerah irigasi, seperti Serayu pada tahun 1889. Daerah 
irigasi Demak meliputi 61.900 bau. Pekalongan IS(i.OOO ball. 
Pengaruh irigasi pada hasil pertanian pada umumnya sangat baik. 

Pada pemerintahan Komisaris-Jenderal. soal pendidikan 
diserahkan kepada para Bupati. Baru pada masa Tanam-paksa ada 
perhatian terhadap pendidikan para caJon bagi dinas Pemerint<~h . 

PaJa tJhun IIS48 dis~diakJn anggar;tn bd;mja 5~bcsar 25 .000 
gulden. Tanggungjawab untuk pemlidikan prihumi secara tcgas 
uijamu1 dalam Umbng-unJ;nlg t;.Jhun t 854. Sc-jak 18 I 4 kaum 

1:) 



misionaris Katolik dan kemuctian pada 185 I m.isionaris Protestan 
juga melakukan .keaktifannya di Jawa teruwna dalam bidang 
penpjaran. Pada tahun- 1848 di setiap kabupaten didirikan 
sebuah se·kolah setahun. kemudian menj8di dua dan pada tahun 
ISS 2 menjadi I 5; sekolah auru dibuka pada tahun I 85 I dan 
benamaan denpn itu didirikan jup sebuah sekolah dokter Jawa. 

Pada tahun 1864 sekolah Be'aoda jup dibuka untuk 
pribumi."'lqipula diangkat seorana inspektur pendidikan pribumi. 
Kemudian pada tahun 1867 deopn adanya Departemen Pen­
didikan Apma dan lndusiri, peudidi.kan semakin ~. dan pada 
tahun 1882 di Jawa sudah te6tiapat m.kira 300 .ekolah pribumi 
dan 400 eli daerah 1uar Jawa.. + 1 n jumWl murid 40.000 orana. 
Kemuodwan dWmU ketika .- bisil ekonwai pMa tahun 1884 
sehhw' )unlah turuo menjacti Unya 654 -..b 

Plda akbir abad 19 8da dua •aaaa .eV.b, -,.Jah leJtolab 
maU I YaDI memberi peDdidibn .a.ma 5 UhuD, dan 1ekolah 
aqka II baoya sebdar memberi peiiJuao ,.,... membM:a dan 
berhituna. P~ sekolah Ullb I temyata tidat c:uJwp untuk 
meoempuh ujian lclelnllmbt~,., _ (KA = pepwai rendah); untuk 
keperluan ujian itu diperlubn pelajaran bUasa Belanda yang 
diberikan hanya pada sekolah Eropa. Pada hal hanya sejumlah 
kecil anak-anak pribumi diterima di sekolah ini. Mereka tidalc 
hanya diharuskan membayar lebih tingi tetapi jup harus tabu 
bahasa Belanda. Meskipun pembatasan-pembatasan ini jumlah 
mereka pada tahun 1900 ada 2000. Sekolah Belanda temyata 
menarik karena memberi keuntungan materiil bagi lulusannya. 
Sejak penyerahan daerah jajahan Indonesia oleh VOC kepada 
pemerintah Belanda pada tahun 1799 sampai tahtin 1816 waktu 
pemerintahan Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda dari 
tanpn lngris. bentuk/susunan pemerintahan di Indonesia ter­
nyata mengalami kekacauan. Pertentanpn antara prinsip liberal 
dan konservatif, keadaan perang di negeri Belanda dengan 
ancarnan dari pihak Inggris, pemerintah darurat yang silih-ber­
ganti_. perubahan-perubahan sistim yang tidak mengindahkan 
keadaan masyarakat pribumi, kesemuanya itu merupakan sebab­
sebab dari kekalutan itu. 

Daendels mendapat kekuasaan mutlak untuk membuat 
perubahan dengan tujuan pokok yaitu mempertahankan Jawa 
tt!rhadap serangan lnggris. Jawa dibagi atas 9 prefectuur. para 
bupati dijadikan pegawai sipil dibawah perintah wefect . dan 
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meaclapat penJb•lmnya dari tanah dan tenap didalam daerah­
nya ICIUai denpn hukum adat. Merelca mendapat pangkat 
tertentu daJam .bierarki wnuin pepwai. Dalam administrasi 
penpdilan Daendels mem bentuk pcnpdilan berkeliling dan 
~rrcht, yaitu penpdilan untuk pribumi di setiap prefectuur, 
denpn pnfut sebqai ketua dan para bupati sebagai anggauta. 

Pada masa pemerintahaimya, Raffles merencanakan untuk 
membuat bupati sebapj pcpwai yang dipji sepenuhnya. Dimak­
sucllcannya apr penguasa Eropa dapat langsung berhubungan 
denpn rakyat denpn maayisihkan para ke~ daerah seperti 
telah dijalanbn. oaa.m pemunautan .,.;H-tanah hal itu telah 
clijalanbn Para bupati akan diberi fuDpi sebapi penpwas polisi 
clillrik daD maUd bplla dari pc:pwU di daerahnya tanpa 
...-pallyai penpauh politik ¥ Pada umumnya usaha Raffles 
..... a.- pua bupati yua tetap memunaut hasilnya dan 
ta.h Wudubmaya tetap. JDe111e111U11 bkuasaannya atas rakyat 
yana...,.namiayL 

o.lam hid•ftl pellllldilan, Rafl1es mendirikan Penpdilan 
Tmai eli tip kota pelabuhan besar, Penpdilan (Requests) dan 
Pmpdtl•n polili. Perbra besar ~lean kepada Residen sedang 
perkaD bcil diseleuibn oleh bupati. 

Para Komisaris Jenderal me~alankan politik yang semakin 
membatasi Jcekuasaan bupati menurut penturan dari S Januari 
1819 merelca diJarang melaJrukan perdapngan, tanah kedudukan 
1J11i bupati dihapuskan dan sebapi pntinya diberi pji u81lg. 
Akibatnya yalah bahwa para residen menpbaikan jasa-jasa 
mereta .ehinga mereb tidak menpmbil bagian dalam adminis­
trui. Van der Capellen bermaksud menempatkan para bupati 
pada Jcedudubnnya yana lama denpn berhak menerima jasa-jasa 
pancen. Mereka perlu membantu dengan pengaruhnya kepada 
nkyat. Gqasan Yalll menjadi dasar dari politik membatasi 
kelcuasaan bupati dan menyusun pemerintahan langsun1 bertalian 
ent denpn prinsiHrinsip humanitarisme yang mengarah kepada 
pemerintahan yang melindungi rakyat terhadap pemerasan atau 
penindasan pembesar-pembesamya. 

Menurut konstitusi 1814 dan 1815 R~a mempunyai ke­
kuasaan penuh untuk memerintah (mengatur pemerintahan) 
daerah jajahan. M<Yelis Perwakilan dalam hal ini tidak mem­
punyai hak mengawasi. Selanjutnya menurut Peraturan 1815 
raja, pemerintah tinggi di tangan Gubernur Jenderal dan 4 
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Penasehat dibantu olch Sekretariat Umum dibawah Sekretaris 
Kepala. Organisasi daerah luar Jawa merupakan daerah yang 
tidak terurus dalam administrasi. Di J awa kerangka administrasi 
Raffles tetap dipertaha~kan yaitu terdiri atas Residensi, Kabu­
paten, distrik dan desa; jumlah residensi ada 19. Semua pegawai 
di atas kepala desa digaji; Untuk mengurus tanaman perusahaan 
perkebunan, pemerintah mengangkat pengawas (opziener). 

· · .. Dengan adanya U ndang-undang Dasar baru pada 1848 perlu 
disusun undang-undang pemerintah (Hindia Belanda), sistirn 
keuangannya dan sistim audit yang harus diatur menurut 
undang-undang dari Majelis Perwakilan. Baru pada tahun 1854 
undang-undang pemerintahan Hindia Belanda selesai disusun. 
Undang-undang mengenai keuangan pada tahun 1854 itu juga, 
sedang undang-undang audit bant pada tahun 1864. Baru pada 
tahun 1868 pengawasan Parlemen terhadap pemerintahan Hindia 
Belanda dilaksanakan. Tambahan pula, dengan UU audit tahun 
1864 anggaran belanja Indonesia memerfukan persetujuan Par­
lemen, sehingga menteri jajahan perlu mempertanggungjawabkan 
administrasi jajahan. Berhubung dengan ini menteri jajahan perlu 
mernberi pengarahan yang sangat terperinci kepada Gubemur 
Jenderal. Untuk mdindungi dirinya, Gubemur Jendral terpaksa 
mernusatkan administrasi di tangannya sendiri. 

Pada umumnya mengingat hubungan antara kedua pejabat 
itu, maka sudah sewajamya eaton Gubemur Jenderal dipilih oleh 
menteri jajahan karena ia yang harus mempertahankan P.Olitiknya 
dihadapan Parlemen. Gubernur Jendral bertanggungjawab kepada 
raja. Menurut UU I 854 Gubernur Jenderal harus mendapat 
persetujuan Dewan Hindia untuk mengambil tindakan-tindakan 
administratif penting, meskipun ia tidak terikat oleh advis (saran) 
dari Dewan. 

Langsung dibawah Gubernur Jendral adalah residen yang 
dibantu oleh beberapa asisten-residen. Residen penguasa adminis­
tratif, legislatif. judikatif dan fiskal. Dengan adanya kedinasan­
kedinasan teknis di Pusat. tugas Residen yalah sebagai pelaksana 
instruksi dari pemerintah pusat. Asisten residen mengepalai suatu 
bagian dari karesidenan, sejajar dengan kabupaten. Asisten 
residen menjalankan tugas-tugas residen. kecuali bagian peradilan. 
ParJ kontrolir bertugas mengumpulkan kett:rangan-keterangan 
dan melaksanakan perintah dari atas. Diluar Jawa, para kontrolir 
berdiri s~ndiri dan kabupaten tidak dikenal. Bupati dibantu okh 
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pati::. kabupaten dibagi atas kawedanan yang dikepalai oleh 
weciana, kawedanan dibagi atas kecamatan yang dikepalai oleh 
camat atau asisten-wedana. 

Susunan tersebut diatas terwujud setelah diadakan reorga­
nisasi oleh van de Putte pada tahun 1874. Bersama dengan 
perubahan-perubahan lainnya yang telah dilalcukan sebelumnya.. 
meletakkan dasar bagi suatu dinas pamong praja. yang tidak 
merupalcan lembap yana didasaltan atas ikatan daerah atau atas 
hak waris, abn tetapi yana terdiri atas pegawai-pegawai pemerin­
tah- Bupati yang pada maa van den Bosch rnasih rnernpunyai hak 
tuNn-temurun mulai dipandanasebapi pepwai. 

Adapun tups dan ke_.bul para pamoDJP.._;a telah diru­
musbn ~- tepa da1am Swat Edaran dalam tahun 1867. 
ResideD diharapbD m~ tups melalui bupati, · men~ 
awasi dan merinpnbn pekerjun-..;ib, memperbatikan pe­
nanamm tanamm untuk bUan malwwl, mendorons pendirian 
sekolah untuk pribumi, dan sebapinya. 

Para bupati berlceYn,iiban menpwasi penanaman-wajib; me­
netiti perjuUian antara penanam dan penpasaha Eropa; rnenceph 
semua pembataaan otonomi dela, menpwasi sekolah pribumi, 
membuat daftar JUIU1UN apma, dan seteNsnya. Denpn 
perumusan tupHupl yanc tepa itu maka biro.krasi kolonial 
semakin dipiuhkan dari susunan politik tradisionil sehinga 
dapat dicepb ketew~wenanpn para peJIIUMa dan diper­
kokoh pemerintahan berdasarkan bukum. 

Bcrsamaan denpn pcraturan-peraturan itu dihapuskan jup 
pi'Oienan kultur yana diberikan kepada pegawai-pegawai Eropa 
( 1866); para bupati yana te1ab lebih dulu kehilanpn prosenan 
kultur itu, pada tahun 1867 tanah apptUJQgenya dicabut dan 
akhimya pada tahun 1882 haknya atas pekeJjaan pancen juga 
dihapuskan. Sisa-5isa dari hak-hak dari pencuasa tradisionil 
dengan demikian telah ditiad3kan. 

Sejajar dengan perkembangan itu, birokrasi kolQnial se­
makin diperkuat dengan penarnbahan jumlah pegawai-pegawai 
Be Ianda. An tara 1830 dan 1870 jumlah asisten-residen berlip 1t 
dua dari 30 menjacii 60. Disamping bupati diangkat seorang 
asistc n-residen yang masih dibantu oleh scorang kontrolir. Tug I.S 

kor~ tro l i r pada masa Tanam-paksa menjadi agen dari pemerint. h 
s ..:h i n b~a mempunyai kesempatan mengenal rakyat dari deLt. 
S,·_i•:!-.. 1855 para kontrolir mendapat tugas khusus u r ~ r uk mem L'-



lihara hubungan-hubungan erat dengan rakyat khususnya dengan 
penguasa pribumi. Menurut ketentuan pada tahun 1872 kontrolir 
menjadi pembantu asisten-rt!siden dan bertindak atas perintah 
asisten-residen, ia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan 
sendiri. Tugasnya selanjutnya harus mengadakan hubungan yang 
erat dengan penguasa-penguasa setempat dan keluarganya, meng­
ikuti se01ua perkembangan di daerahnya, mencari saran-saran dan 
keterangan, pendeknya ia menjadi penghubung antara masya­
rakat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda. 

Politik kolonial liberal sejak 1860 semakin menekankan 
kesejahteraan rakyat dan makin meninggalkan prinsip exploitasi 
dengan akibat bahwa administrasi semakin intensif. Ini berarti 
bahwa kekuasaan bupati semakin diperlemah. Dengan kemajuan 
pesat · dari · perusahaan Barat dan pemerintahan yang komplex 
dituntut kecakapan-kecakapan yang besar dari pamongpraja. 
Pendidikan para bupati temyata dianggap kurang untuk me­
menuhi tuntutan-tuntutan itu. 

Pada jaman VOC bupati dipertallankan untuk dipakai 
sebagai alat guna mengawasi penduduk, kemudian pada masa 
Tanam-paksa bupati menjadi agen dari Belanda untuk mengawasi 
produksi dan penyetoran hasil tanaman itu.' 

Menurut adat, kedudukan bupati turun-temurun. Prinsip ini 
pada mulanya dipakai oleh administrasi Belanda berdasarkan 
kenyataan bahwa bupati harus dipandang sebagai kepala/ 
pemimpin aristokrasi yang wajar dari rakyat, mereka masih 
mempunyai hubungan-hubungan wajar dengan rakyat. Sebagai 
kesatuan administratif kabupaten telah sejak lama merupakan 
dasar dari struktur administratif yang menyeluruh. Kesatuan itu 
dapat dikembalikan asalnya kepada masyatakat Jawa sebelum 
bangsa Barat datang. Penguasa penjajah meletakkan suatu hierar­
ki administratif diatas kedudukan bupati. Pada akhir abad 19 ada 
kecenderungan untuk melampuinya atau menggunakannya se­
mata-mata sebagai alat, bahkan sering hanya sebagai hiasan 

. belaka. 
Kedudukan dan fungsi bupati yang menjadi merosot seperti 

itu adalah tidak lain merupakan akibat proses yang semakin maju 
kearah pemerintahan langsung dengan mempertahankan dualisme 

1 lihal B. Schrieke, Jndon~~ilzn Sociological Studi~s. jilid I, The Hague • Bandung. 
1955, hu1. 190. 
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didal amnya. Menghapuskan ini berarti : (I) menghibngkan 
diskriminasi dalam bidang birokrasi, (~) :ltau Jemokratisasi yang 
berarti meng.llilangkan kedua golongan itu untuk memberikan 
tempat kepada pemimpin yang wajar. Ini kesemuanya berarti 
meniadakan kolonialisme sendiri. 

Perkem bangan selama a bad 19 di pelbagai lapangan mem­
bawa akibat yang menonjol, yalah proses urbanisasi. Sejak zaman 
kuna pemusatan penduduk di kota istana, bandar, pusat pemuja­
an, persimpangan jalan. 

Dengan tumbuhnya perusahaan perkebunan beserta per­
dagangan dan pengangkutan hasilnya. menambah jumlah pen­
duduk yang pindah ke kota-kota atau pusat.,-pusat perusahaan itu. 
Di mana pemerintah menempatkan kantor-kantor dan tempat 
kediaman pejabatnya sudah barang tentu rnenjadi kota yang 
banyak rnenarik penduduk d.ari desa untuk mencari pekerjaan. 
Kemajuan komunikasi terutama dengan terbukanya jaJan-jalan 
raya dan jalan-jalan kereta api memudahkan pemindahan dari 
(suatu) daerah pedalaman ke kota. · 

Faktor-faktor di desa juga mendorong perpindahan ke kota: 
antura lain semakin kurangnya tanah pertanian dan bcr ta mbah-­
nya jumlah proletar pedesaan. Perbedaan yang menyc ~ ;- '-:_ ::ntara 
desa dan kota mengenai tingkat kemajuan kehidupan. ? ·:!rkem­
bangan yang mendorong perubahan sistim pemerintahan tidak 
langsung kepada sistim yang langsung, berjalan sejajar dengan 
kemenangan kaum liheral yang berhasil menguasai politik koloni­
al. Seja_.k 1848 sistim tidak langsung yang dijalankan Van den 
Bosch tidak mampu mcmberikan pelayanan yang cukup bagi 
bangsa Eropah yang dat:1ng dalam juml~h semakin besar. Sejak 
jalan terbuka Iebar bagi perusahaan Barat semakin teras.1 keperlu­
an melakukan administrasi menurut sistim Barat. Dipandang dari 
sudut ini pemerintah menjadi dualistis. Pada satu pihak terjadi 
intensifikasi administrdsi yang terwujud pada semakin besarnya 
jurrilah pegawai pamongpraja Belanda serta tujuan usahanya 
meresap semakin jauh ke lapisan bawah dari masyarakat. Pada 
pihak lain pegawai pribumi perlu diubah dan disesuaikan dengan 
pokok-pokok/ prinsip pemerintahan yang modern (legal-rasionil) . 
Sistim dualistis dipertahankan agar dapat diteruskan politik 
exploitasi. Perubahan yang selalu dianggap/dipandang cukup 
besar pada 1870 sebenarnya hanya menyangkut jenis sis tim yang 
dijalankan, pergantian dari perusahaan negara ke perusahaan 
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swasta. Den:;an dcm1i<.ian dap;;. t dijamin prinsip pen.i. ::Jng , 
he bas. 

Sistim dualistis merupakan alat utama untuk mempertahan­
kan kondisi kolonial dalam arti subordinasi kepentingan daerall 
jajahan karena kepentingan negara induk. Apa yang Iazim 
dinamakan periode liberaJ (sejak 1870) tidak lain rnerupakan 
masa perdagangan bebas/perusahaan bebas yang membuka sum­
ber-sumber alam yang kaya-raya di Indonesia bagi pengusaha­
pengusaha Barat; modal asing juga dari negeri-negeri asing lainnya 
dapat ditanam di Indonesia. Politik pintu terbuka terpaksa secara 
konsekwen dijaJankan oleh Belanda karcna modal Belanda 
banyak ditanam untuk menghasiikan bahan-bahan export. Untuk 
menjamin export itu perlu diJakukan politik •pmtu terbuka· bagi 
nqeri-neseri asiJl&. 1 · · 

Sistim dualistis dalam bidang politik berja)an sejajar dengan 
sistim ekonominya. Jchususnya bidang perusahaan perkebunan 
itu. Dalam proees produksi yang semakin maju itu. banpa 
Indonesia tidak memegang peranan apa-apa, kecuali menyewakan 
tanah dan tenaganya secara murah. Maka dari itu dualisme 
dipertahankan dan untuk meJindungi keuntungan-keuntungan 
pemisahan kcdua masyarakat dipertahankan. 

Keperluan di Indonesia untuk mengembangkan administrclsi 
kolonial yang modern semakin terasa semakin banyak modal 
t~rtanarn disitu. Kemudian. terbukti bahwa kebutuhan-kebutuhan 
Indonesia mclebihi apa yang sebelumnya lazimnya dikirim ke 
Nederland. Timbullah pclbagai permasalahan : 

Pcrlu ada restitusi dari Nederland kepada Indonesia. Be­
rapa '? 
Dengan digantinya perusahaan pemerintah oleh perusahaan 
swasta. apakah f10litik drainage tdah dihapuskan ? 

Dengan dilancarkan kecaman terhadap fJOlitik drainage maka dari 
pelbagai segi tirnbul gagasan-gagasan baru untuk membuat per­
ubahan yang akan kbih memperhatikan kaum pribumi. Pemikir­
an-pemiki_ran berdasarkan atas : 
a) humanitarianisme. 
b) 

c) 

d) 

agama 
sosial - demokrasi 
politik ethis. 



S'" r ;.: \:; ,ng <>csungguhnyd m~mpu n y a ; k~ p~· nt i ng ;m untu l\ tn.: ng­
, 1~ n tli->an polittk d raino.~gc itu ·.• ~h:~ k ipun i.b bm pc• l!tJk l! bL·ral 
dttekankan perlindungan terha~Ltp kaum pribumi. na11·.un ck n~an 
sistim ekonomi yang Jipe;juangkan ada keccnderungan untuk 
menghambat perkembangan masyarakat lnJonesia. Perusahaan 
kapitalis St!mestinya terdorong dalam perkembangannya kt: arah 
perekonomian keuangan yang membawa akibat juga perluasan 
kondisi hidup. Sistim produksi kolonia.l tidak menghendaki 
pcrk~mbangan hidup rakyat yang akan mcngakibatkan tuntutan 
lebih banyak terhadap modal kolonial yang mcnyelenggardkan 
sistim produksi itu. Di sini faktor yang sanga.t menguntungkan. 
yalah tcnaga yang murah; sudah jelas bahwa kepentingan modal. 
akumulasinya yang dipentingkan dengan mcngadakan produksi 
yang semurah-murahnya. Akumulasi modal dalam perkebunan 
yang sangat besar dimungkinkan karena tenap murah itu. 
bahkan dikatakan bahwa "keuntungan itu dari perbudakan yang 
terbuka". Meskipun secard rcsmi diwajibkan ada kontrak an tara 
pengusaha dan petani. dalam praktcknya tidak ada jaminan bagi 
kepastian hukum petani pada waktu itu. Keuntungan mcngalir kc 
N~derland dan juga bunga dari modal yang ditanam dalam 
perusahaan ~rkebunan dan pertambangan. Tidak ada pcrr,. ;kaian 
modal untuk mcmpcrtinggi taraf kehidupan serta perkc lilh;mgan 
masyarakat Indonesia. Perkembangan proses produksi mcncipta­
kan kcperluan untuk mengadakan modernisasi sistim pcmcrintah­
an dcngan membentuk dinas tcknis disamping bcntuk/sistim 
organisatoris yang tradisioniJ. 

K~pcrluan akan pengobatan dan perawatan onmg sakit. 
pcngajaran. keamanan. pcradilan, kemajuan ternak dart rcrtanian, 
kesemuanya mcngharuskan pemerintah kolonial men,.;iptakan 
lembaga-lcmba~a kt·dinasan untuk dapat menyelenggarakan ini 
maka pcmcrintah perlu memungut pajak lebih tinggi , hal yang 
tidak tlapat diharapkan dari pctani scmliri. tdapi uari pcrusahaan 
Barat yang terang Jebih mampu membcrikan sumbangannya. 
Sebaliknya kd1idupan perusahaan sangat h.'rgantung tlari perse­
Ji<J<~ll tenaga yang murah. Disini tirnbul kontradiksi yang sulit 
dipn:ahkan tlalam hubungan politik dan ckonomi kolonial. 
Perlindungan dan kcmajuan masyarakat pribumi mcm bawa kon­
~-:kwensi bahwa pribumi tctap mcnjaui sumber tenaga yang 
m urah . Hal ini berarti -pcrluasan birokrasi kolonial yang scm akin 
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m~mperku a t perkembangan ke arah sistim l:mgsung. Akan te t3r 
dalam hal ini dualisme yang pada hakekatnya berakar pada 
diskriminasi ras menonjol lagi. Dibanding dengan golongan 
pribumi, lebih banyak golongan Eropah mendapat kedudukan 
atas. Golongan pribumi lebih banyak menempati lapisan bawah 
dan hanya sedikit saja lapisan menengah. 

Perusahaan Barat membawa akibat bahwa pemilik tanah 
rerpaksa menyerahkan tanahnya dan menjadi kaum bu.ti..th di 
:loahnya sendiri. Dalam lingkungan perusahaan atau perkebunan 
itu priburni tidak ada kemw1gkinan untuk mendapat kedudukan 
yang memerlukan pengetahuan dan ketrarnpilan teknik tertentu. 
Masalah penyewaan sa wah dan penggunaan . pengairan juga 
merugikan petani. Untuk menyiapkan tanah bagi penanarnan 
tebu pada .masa tertentu, tidak jarang tan am an yang belum masak 
di sawah perlu dicabut. Pengairan dengan giliran-giliran tertentu 
juga pada umumnya lebih menguntungkan pabrik gula. Ke­
carnan-kecarnan yang dilancarkan terhadap politik kolonial dalarn 
dua puluhf,ln tahun terakhir baik yang menentang apa yang 
disebut politik Batig Slot ataupun yang mencela politik drainage, 
tidak terlepas dari perkembangan baru dalam permasalahan 
politik kolonial. 

Regime /aissez-faire dalarn mengejar kemarnpuan ekonomis 
rnulai ditinggalkan dan tirnbul di kalangan luas gagasan untuk 
mengawinkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 
Apabila politik liberal yang lama berpendapat bahwa kebebasan 
ekonomi dengan sendiri akan mencapai kernajuan ekonomi dan 
juga kesejahteraan, kenyataan di daerah jajahan menunjukkan 
bahwa kedua hal itu tidak selalu bersamaan. Berkurangnya 
.kepercayaan kepada sistim /aissez-[aire ditirnbulkan oleh kesulit 
an-kesulitan keuangan di Indonesia dalam tahun delapanpuluhan. 
Kesadaran timbul dalam menghadapi, (kekurang~~kekuran.~a~) 
masalah pinjaman yang perlu dikembalikan oleh Indonesia. Pada 
tahap pertarna kaum politik meninjau keadaan politik kclc-nial 
dalam masa lampau, maka diketemukan masalah Batig S/or dan 
kemudian jenis politik kolonial yang diterapkan , yaitu politik 
drainage. Perdebatan mengenai masalah Batig Slot menunjukkan 
bahwa -banyak terdapat perbedaan pendapat dan konsepsi 
mengenai politik kolonial , hubungan antara negeri induk dan 
jajahannya. Akan tctapi mengenai pe ngarahan b::u-u dabm poli lik · 
kolonial ~e b a gai politik yang ko nstruksif tern ya ta acta keser:J~~ ::E:1 -



z,. ; : r ·-ndapal diantara pdba~ai J' .:' mu~ ... guicn;:ail : kJt!m konsl'r­
vatif. liberal, agama dan sosial-demokrat. Kl!semuanya menye­
tujui bahwa kehidupan rakyat di dacrah j:-,jahan - terutama 
kesejahteraan - menjadi tanggungjawab pemerintah kolonial 
dalam mengembangkan ekonomi daerah jajahan. Perhatian ter­
hadap kekurangan-kekurangan atau keburukan politik kolon~al 
liberal gaya lama dibangkitkan oleh kead2an yang serba ter­
belakang, penuh dengan kemiskinan dan kebodohan. Timbullah 
gagasan untuk mempertinggi taraf kehidupan rakyat, dengan 
politik kolonial yang kemudian dikenal sebagai well•aarts poliliek 
(politik kesejahteraan). 
I . Masalah kolonial mendapat pemecahan pada tahun 1877 

dengan penghapusan kultur dari i>emerintah secara tahap 
demi tahap. Kecuali itu mas:ilah hubungan keuanpn mulai 
dibahas. Kemudian juga ditepskan bahwa di. samping 
keuntungan yang dipungut d3ri Indonesia untuk Nederland. 
Indonesia sendiri tidak boleh menjadi beban Nederland. 
Kebijaksanaan politik koloni~ menekankan kem<Quan m~ 
ril. ekonomis dan sosial. Langl:ah-langkah mulai c:lipikir~ 
untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang dfperoieh 
dari daerah jajahan. Beberapa kejadian mem buat Be Ianda 
sadar bahwa indonesia mempunyai keperluan-keperluan 
sendiri. Dengan berjangkitnya penyakit daun kopi, ber­
kobarnya perang Aceh dan perang Boer di Afrika Selatan. 
Nederland mengalami banyak kekurangan anggaran belanja. 
timbullah masalah pemusatan keuangan Nederland dengan 
keuangan Indonesia. 

2. Penduduk pribumi masih tetap dalam «Hudukan ter­
belakang, tidak berkembang kecakapan dan ketrampilannya, 
tidak ada modal, sehingga dalam proses produksi · hanya 
menjadi buruh upah atau pekerjaan dengan pangkat rendah­
an. Ada pendapat bahwa mereka hanya mau berusaha untuk 
menghasilkan apabila dipaksa. Dalarn lingkungan. ekonomi 
tradisionil mereka hanya rnengenal perusahaan rumah atau 
kerajinan tangan. 

J Van Kol menyatakan bahwa terus-menerus terjadi drainage 
karena segala uang yang diperoleh di Indonesia ticla.k 
dibrlanjakan disitu. maka rakyat jadi semakin miskin . 
Rakyat telah dihisap dar:1hnya dan diperas oleh bangsa 
asi n,g . 



Perkembangan dalarn bidang politik yang mengub!lh haluan­
nya dan dalarn bidang ekonomis yang menunju.kkan perubahan 
besar menjadi perusahaan raksasa. sebenarnya mendapat dorong­
an dari . perkembangan· dalam lai?angan internasional, yaitu 
memuncaknya imperialisme modem serta neomerkantilisme yang 
terwujud sebagai expansionisme besar-besaran dari negara Barat. 
Negara itu terutama Inggris, Perancis, Jennan, berlomba-lomba 
mengua.sai mencari daerah yang belum masuk kekuasaan salah­
satu dari mereka, terutama di Afrika dan Asia. Berhubung dengan 
perkembangan intemasional itu Belanda terpaksa segera melaku­
kan politik pasifikasi, yaitu mengirimkan expedisi militer untuk 
menguasai daerah-daerah yang belum masuk tingkungan kekuasa­
an peq~erintah kolonial. Dengan dentikian hendak dielakk.an 
kemungkinan atau bahaya bahwa negara besar Barat menaruh 
perhatian terhadap daerah yang secara resmi (nominal) telah 
masuk lingkungan Hindia Belanda. 

Untuk mengurangi tekanan-tekanan dari negara-negara besar 
maka azas-azas ekonomi liberal dilaksanak.an, antara lain dengan 
penghapusan pajak-pajak import dan export yang diferensiil, 
sistim konsinyasi, pendeknya melakukan politlk pintu terbuka. 
Politik ini secara kuat mendorong ke arah intemasionalisasi 
perdagangan di Indonesia. suatu politik yang dapat turut mengu­
rangi minat negara-negara yang mempunyai kepentingan eko­
nomis untuk memasukkan kekuasaan politik di Indonesia. Modal 
intemasional berhasrat besar untuk beroperasi di Indonesia 
denga.n ~ondisi bahwa terjarnin keamanan serta ketertibannya. 

Dalam kecamannya, · Van Kol, seorang wakil partai sosial 
demokfat Belanda. menunju.kkan bahwa pasifikasi terus disusul 
oleh suatu kontrak .yang menentukan penyerahan hak-hak 
mengusahakan pertarn bangan serta konsesi-konsesi lain. Bah­
wasanya expedisi-expedisi militer merupakan gejala imperialistis 
juga dengan tegas diutarakan oleh Snouck Hurgronje yang 
menduga bahwa hal itu. lebih terdorong oleh ketamakan untuk 
memperoleh laba dan bukan masalah politik murni. Tambahan 
pula · pemerintah kolonial tidak menghendaki menyinggung a­
dat-istiadat serta perasaan keagamaan. 

Diantara mereka yang mempertahankan politik expansi itu 
ada yang membenarkan berdasarkan kenyataan bahwa pemerin­
tah seburuk-buruk.nya dari Belanda masih lebih baik dari pe­
merintahan kaum pribumi yang terbaik. Selanjutnya diajukan 
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scb Jg;i.i d<1lih bhwa pemerintaha.n ilu mdakukan kekejaman, 
pi!wmpokan scrt:1 pemerasan. St:mentara itu . biaya exp~disi­

c:xp~Jisi militer menjadi semakin tinggi. selama 10 tahun mem­
bubung menj.::di lebih kurang 450 juta gulden, berlipatganda dari 
biaya yang ciigunakan untuk irigasi, kesehatan dan pendidikan. 

Metode imperialisme modem dari negara-nt=gara besar tidak 
JittJjukan untuk mendapatkan daerah pendudukan lagi melain· 
kan untuk menjalankan exploitasi ekonomi dengan menanarn 
modal. mencari daera.h pemasaran produksi-produksi industri 
m~n~ka dan mendapat jaminan bahan menta.h. Banyak modal 
ditanam dalarn perkebunan karet , urnpamanya dari Inggris. 
Belgia, Amerika, Swis dan Jepang, selanjutnya teh oleh lnggris, 
gula da.ri Cina dan Jepang. Modal negeri Belanda sendiri 
l>erjumlah 2 ribu juta yalah 3/4 dari semua modal yang tertanarn 
di Indonesia. 

. S!ldah · menjadi kenyata.an bahwa penanaman modal di 
Indonesia dan di iawa khususnya sangat intensif, terutama 
setelah ada invasi modal asing. Dalam pada itu politik Belanda 
~msaha agar sedapat mungkin moda1 Belanda yang mendapat 
kesentp;tt3n pertama. Pada umumnya sistirn politik modal per­
tanian diperta.hankan dan temyata berhasil sekali. 

Bagaimana nasib kaum pribumi ? 
Potitik kolonial yang dijalankan oleb Belanda secara jelas 

menunjukkan hubungannya dengan perkembangan ekonomi ne­
gerinya. Pada umumnya industri di Nederland berkembang sangat 
terlamoot, sesungguhnya baru sesudah lt!bih-kurang tahun 1860. 
Sebelum itu kapitalisme industriil hanya dapat . berkembang 
dengan mendirikan pabrik-pabrik textil tenttama di daerah 
Twente di Noord Brabant. KecuaH itu perkembangan industri 
sebagian juga terganrung dari kapitalisme kolonial atau komersiil 
seperti industri yang mengolah bahan-bahan mentah seperti 
penggilingan kopi, pabrik minyak, coklat, tembakau, dan lain 
sebagainya. 

Dengan dibukanya daera.h jajahan sesudah 1870 untuk 
pen1s-ahaan swasta, maka semakin banyak modal yang ditanam 
disana sehingga timbul akumulasi modal dalam perkebunan dan 
pertambangan dalam puluhan-puluhan tahun terakhir abad XIX. 
Politik kolonjal yang liberal memberi kebebasan seluas-luasnya 
kepada kaum modal, baik untuk berusaha maupun untuk 
berdagang. Sejak 1870 perdagangan kolonial serta modalnya 
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m,Yu dengan pesal, dan Amsterdam sebapi pusatnya mengalami 
perkembanpn cepat sekali.Kaum borjuis.-liberal menjadi tulang­
pungung kapitalisme koloniaJ. maka politik koloniillnya ~r­
pepngan teguh rada ~istim laiss~=-fain serta politik "hands­
o[f'-nya. 

Sejak berlakunya Undang-undana Agrvia pada tahun 1870 
bum kapitalis mendapat kesempatan sccara bebas m~nanam 
modal. Banyak tanah kosona yang sejak itu disewakan kc:pada 
modal Eropah dalam duapuluh tahun berlipat ~puluh kaJi ( 18 71 
- 1892) dan lebih kurang pada. tahun 1900 meniadi duapuluh 
kali. Setelah terasa kekuranpn alam tanah. tnaka dijalapkan 
politik expansi di daerah-daerah luar Jawa yana mcnyediaJcan 
daerah exploitas.i baru bali modal Bclanda. Di smnpina modal 
untuk: perbbunan juga ditanam modal· industriil untuk pertam­
banpn setelah gerakan pasifikasi dilaksanakan. Nyatalah disini 
bahwa perkembanpn modal mempequnabn kr.kuasaan politik 
sebapi pendukungriya/alatnya: Expansi etonomi mendapat du­
kunpn kuat tlari partai liberal yan, menauasai sebaaian dari 
modal yang ditanam. MenjelanJ akhir abed 19 kaum liberal 
mengalami kemunduran, antara lain · karena !lejak t87o'' gi.ris' 
pem i~ah antara golongan-golonpn politik ditarik menurut la­
pangan agama. Lagi pula denpn perkembangan indu.41tri timbul 
pengerahan kaum bwuh dan paham sosial-demokrasi. Pertentang-­
an politik juga menjadi komplex karena ada penpruh dMri 
p.!rgob&kan antara dua golongan kepentingan yaitu kaum kapitalis 
dan koloniaJ, yalah kaum liberaJ dan kaum ·Prote.stali di NoOrtl . 
dan Zuid - Holand pada satu pihak, pada pihak lain kaum 
kapitahs industriil, yaitu yang ada di Twente dan kaum politik di 
daerah Sclatan. Adarun mengenai politik kolonial diantara 
golongan-golongan . politik itu pada hakekatnya tidak ada per­
~daan pendapat. Menjelang pergantian abad semakin kuat 
~ndapat bahwa politik koloniaJ harus meninggalkan politik 
exploitasi atau yang lebih dikenal pada waktu itu politik Batig 
Slot . Semua partai memberi tekanan pada politik kolonial yang 
didasarkan pula suatu k~wajioan moril dan yang diarahkan 
kepada perbaikan nasib pemluduk pribumi. 

Dari berjenis-jenis program partai-partai waktu itu tampak 
adanya kesamaan . yaitu bahwa <ber:Jll j:..~j:.tb.n tiJak lagj h<mt~ 
mt.>mbt'rik:m kt:'untung :t! l !'a~ i !W,:<~ n p·,duk . Ini tidak ''l'r<i rti 
bahwa !l<.'geri B,: L!IHi:l t idJk h c• i :d-:: t" ;,_ · .. ' .. ;::: 1, ;1 k •-' li n t:.ill~ J!l 1.Ltri 



Indonesia atau politik exploitasi sudah dilepaskan .>ama sekali, 
tetapi masih dijalankan terus meskipun dalam bentuk Jain . Dari 
pihak partai agama haJ.uan baru tertuju paJa kristenisasi sebagai 
suatu panggilan sebagai rakyat Kristen, rnaka mulai dilancarkan 
politi.k zending a tau missie. 

Politik kolonial perlu melaksanakan kewajiban moril untuk 
mempertinggi kehidupan penduduk pribumi, untuk itu perlu 
dihapuskan larangan-larangan untuk memencarkan agama, perlu 
diselenggarakan pendidikan moril sehingga pada suatu wakiu 
dapat menduduki tempat yang merdeka. Ditentangnya exploitasi 
ekonomis dan finansill, terutama penggunaan uang-uang Hindia 
untuk kepentingan dari BeJanda, sedang lebih banyak perhatian 
diberikan kepada kepentingan penduduk. Demikian kaum Kris­
ten. 

Kaurn sosial-demokrat juga mempunyai program mengenai 
politik kolonial; prinsipnya yalah bahwa pemerintah kolonial 
perlu terarah kepada pemerintahan sendiri daerah jajahan. Per- · 
kembangan moril perlu rnenjadi tujuan pokoknya, sedang ke­
sejahteraan penduduk dan perkembangan ekonoininya perlu 
diajukan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran itu banyak tunhttan 
yang diajukan, antara lain kebebasan dan tulisan atau bicara. 
pengadilan yang tak membayar, perbaikan polisi, perlindungan 
terhadap tintah darat, dan sebagainya. Selanjutnya dituntut juga 
penghentian perang Aceh, penghapusan kerja-rodi, uang kapala. 
pemisahan keuangan antMa Nederland dan Indonesia, meringan­
kan pajak. 

Dengan tegas dinyatakannya bahwa menjadi kewajiban 
negeri Belanda untuk mendidik bangsa pribumi kearah pemerin­
tahan sendiri. Pemerintahan daerah jajahan bukan suatu hak 
tetapi kew~iban, yang perlu dilakukan secara adil dan jujur 
berdasarkan rasa kemanusiaan. Bangsa Belanda mempunyai suatu 
mission (panggilan) untuk melindungi dan memimpin bangsa 
Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera. 9 

Program kaum liberal juga didasarkan atas tujuan untuk 
mengembangkan budaya penduduk dan mempertinggi kesejah­
teraannya. Secara konkrit diperjuangkan pelaksanaan desentrali­
sasi, pembentukan Dewan Kolonial dimana juga duduk kaum 
swasta, mempertinggi kwalitas pamong praja, tidak sebagai 
9 Perik53 H. Colijn. Vr11aK$fulcken •·all Heden en Mor,:en, o.,,. Haag . 1921 . hal. 9~ . 
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petugas yang serba tunduk tetapi yang dapat bcrtindak secara 
cerdas. Bany ak I em baga-lem baga yang menim bullcan kescngsara­
an penduduk perlu dihapus atau diatur secara lebih baik, seperti 
penyewaan tanah, penjualan candu, kledit kepada petani. tanah­
tanah partikelir dan kerja-rodi. Kesemuanya itu mendorong 
untuk perubahan-perubahan dalam pelbqai lapanpn. Tujuan 
pemerintahan jctiahan seperti yang dirumuskan oleh Cremer yalah 
berpangkal pada dasar untuk memberi kepada rakyat basil dari 
pekerjaannya, menjamin ketentraman dan keuanpnnyL Dalam 
kenyataannya, politik Cremer menguntunglcan perusahaa& 
perusahaan bcsar, scperti KPM, dan memberi konsesi kepada 
kaum modal. 

Perlcembanpn perdqangan, perkapalan dan perusahaan 
terutuaa memberi keuntunpn basi·~-~ untuk kepen­
tiqaa segokmgan dari mereka itu. FOc:k ")up membentangkan 
.......-·'pel1lbahaD-perut;Wlan, denpn menUJQukbn kepada ke­
wajiban Belanda untuk- menciptakan kesejahtaaan dan kem.;u&n 
basi kaum pribumi. Ditonjolbnnya keadaan ekonomis di Jawa 
yang sangat menyedihkan. Perlu diusahakan adanya keamanan, 
perlindungan miliknya, meringankan beban pcyaknya mem­
perbaik.i pertanian dan petemakan, juga mulai dideAJUilgkan 
masalah irigasi, edukasi dan eJDjaDii • . tidak ~iitUk modal Barat 
tetapi untuk kaum pribumi sendiri. 

Dari acara ini temyata hanya sebagian kecil yang dapat 
dilaksanakan. Partai-partai agama mempunyai program yang 
mendorong pemencaran agama Kristen, memajukan pendidikan 
dan kepastian hukum- kaum pribumi. Politik exploitasi perlu 
diganti dengan politik kewajiban ethis atau politik sosial. 
Pemyataan yang dilancarkan oleh semua golongan politik ini 
dipandang sebagai titik-tolak sejarah kolonial baru yang akan 
mengakhiri semua exploitasi di Indonesia baik oleh bangsa 
Indonesia maupun oleh negeri Belanda. Menurut penilaian kaum 
sosial-demokrat perubahan-perubahan yang diidam-idamkan ti­
dak banyak yang dapat dilaksanakan dan tetap merupakan 
janji-janji Y<!ng muluk-muluk. Dalam kecaman mereka dinyatakan 
bahwa bai~ :golongan agama maupun golongan liberal mendukung 
politik kapitalistis dan imperia!ist i:.;, yang bertujuan memperluas 
dacrah dengan militerismenya tanpa memperhatikan kesejah­
tcraan rakyat pribumi. Kaum ka r italis pertanian , pertambangan 
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d: :; P '~ rJ s .:!h :::J n yang mempunyai kepentingan bertentangan 
d t::1g4! n kepentingan kapitalis perdagangan dan perkapalan. me­
nyokong politik kolonial agar pribumi mengenyam kemakmuran 
serta upah yang lebih tinggi sehingga lebih kuat daya-belinya. 

Perhatian kepada daerah jajahan, terutama bagian yang 
belum langsung ada ·di bawah pemerintahan Belanda, menjadi 
sangat besar, oleh karena ada ·bahaya bahwa negara-negara be5ar 
yang sedang berlomba-lomba memperluas daerah jajahan di 
Afrika dan Asia. akan mencampuri urusan Hindia Belanda. 

Kedaulatan atas seluruh kepulauan Nusantara secara ber­
anpur-anpur mulai diakui setelah kentiaan-kerajaan pribumi 
ditaJdukkan. ·denpn perang kolonial atau "perang pasifikasi" 
menurut istilah Belanda yang dijalankan selama abaci 19 dan 
puluhan tahun pertama abad Ice 20. Dalih yang diutarakan untuk 
melakukan perang ini yalah bahwa perlu dilakukan pembrantasan 
terhadap ~eadaan ·yang buruk dan memulihkan keamanan dan 
ketentraman. Kontrak pendek yang disodorkan atas keunggulan 
militer Belanda mencegah hubungan-hubungan antara negara­
negara besar serta menjamin bahwa pemerintahan menegaklcan 
hukum. Expedisi-expedisi memakan biaya besar sekali .yang 
menurut pengecam imperialisme ini dipungut/dibebankan pada 
rakyat Indonesia sendiri. Protes keras dilancarkan pihak sosial­
demokrat yang mengutarakan bahwa imperialisme Belanda me­
nimbulkan· kesengsaraan serta kemiskinan orang Jawa. Dipujinya 
perlawanan yang gigih yang diperlihatkan orang Indonesia untuk 
mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan. 

Disamping alasan-alasan resmi untuk melakukan expansi/ 
expedisi itu sesungguhnya ada pula kepentingan kaum modal 
yang ingin mengambil keuntungan yang Jebih besar dari daerah 
yang akan diolah. Terutama modal yang ditanam dalam pertanian 
dan pertambangan kolonial akan mendapat kesempatl\!1 mengem­
bangkan usahanya, antara lain setelah Perang Aceh. perluasan 
perkebunan di Sumatra Utara dan Tamiang oleh Maskapai Deli . 

Politik expansi yang dijalankan sccara keras ditentang juga 
oleh kaum agama. yang menegaskan bahwa kaum Nasrani tidak 
diperbolehkan memiliki daerah jajahan. kewajibannya yalah 
mendatangkan peradaban dan agJma Kristen . Dalam prakteknya 
pcrubahan politik kolonial han ··a mcrupakln exploitasi untuk 
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perbendaharaan Nederland menjadi exploitasi untuk kepentingan 
modal. baik Belanda maupun asing. 

Expansionisme Belanda menjelang akhir abad 19 tidak 
terlepas dari perkelt1_bangan pesat kapitalisme sejak 1894, daerah 
exploitasi · semakin meluas dengan adanya gerakan pasifikasi 
tentara kolonial, modal akumulasi dalam perkebunan dan per­
tambangan meningkat (bank 103, pertanian kurang lebih 123, 
perdagangan 143). Nyata sekali bahwa untuk modal perdagangan, 
perkapalan dan industri, Indonesia kurang berarti, sedang untuk 
kapitalisme keuangan sangat menarik karena merupakan daerah 
penanarnannya. Sementara itu perdagangan dengan negara-negara 
lain jauh Jebih besar/ramai, an tara Jain dengan Inggris. 

Perkembangan kapitalisme dalam awal abad ke 20 sangat 
pesat, urnpamanya produksi gula berlipat dua antara 1904 dan 
1913; daerah luar Jawa dengan sumber kekayaan yang baru 
dibuka mengalami kenaikan produksi dari 74 sarnpai 305 juta. 
Disadari oleh umum bahwa penanaman kapital kolonial sangat 
menguntungkan, sehingga perlu memusatkan perhatian kepada 
pertahanan daerah jajahan antara lain dengan melakukan milita­
risme yang san gat kuat. Modal kolonial semakin berkem bang 
karena ba::yak ditanam dalam penggalian bahan-bahan mineral 
sedangkan tenaga sangat murah sehingga tidak ada pertumbuhan 
kekuatan rakyat, dan daerah jajahan tetap tidak memiliki modal 
sendiri. Kehidupan rakyat tetap pada tingkat minimal serta tidak 
berdaya menghadapi exploitasi ekonomis yang dijalankan oleh 
kapitalisrne modem itu. Pemerintah kolonial serta birokrasinya 
menjaga kepentingan-kepentingan modal. Apabila pada awal abad 
20 perkebunan dan pertambangan mengalami masa gemilang, 
nasib rakyat tidak mengalami pengaruh yang menguntungkan 
mereka. bahkan sebaliknya mulai tampak kemerosotan kehidup­
an. Perusahaan pribumi mundur, kepentingannya baik materiil 
maupun rohani diabalkan. Keadaan yang buruk itu secara 
mendadak menjadi jelas dan membuka mata umum terhadap 
keadaan itu ketika secara mendadak timbul wabah penyakit 
hewan, panen .yang rusak serta ·paceklik. Gagasan akan adanya 
'Jrese]ahteraan merosot' semakin meluas. 

Perluasan perusahaan dan perkembangan perkebunan Barat 
membuat rakyat tidak berdaya samasekali karena memakal 
alat-alat yang sudah tua, upah yang ditekan sampal screndah­
rendahnya, kekurangan tanah un tuk bercocok-tanarn sehingga 
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tirnbul golongan yang tidak bertanah lagi. semacarn proletariat 
pedesaan sehingga memungkinkan apa yang dinarnakan kaum · 
sosialis-demokrat berkata bahwa modal asing luar negeri meng­
exploitasi tenaga . yang murah~ Hal ini mungkin terjadi sebab 
kepentingan modal disokong oleh kekuasaan politik kolonial 
yang terjerat dalam jaringan imperialisme. Birokrasi kolonial 
mempertahankan dan menjaga susunan modal koloniaL Tempat 
dari kaum pamongpraja pribumi yalah menunjukkan loyalitas 
dan melaksanakan perindah atasan mereka. Pemerintahan koloni­
al perlu menjamin agar ada kondisi yang atabil. terutama yang 
menyangkut tenaga kerja. lnvestasi di Indonesia perlu menghasil­
kan keuntungan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi terutama 
untuk negeri asal modal itu. Pembuatan jalan-jalan kereta-api, 
saluran-saluran air, pembukaan sekolah-sekolah, hubungan pe­
layaran, pos, telepon dan telegram. kesemuanya dimaksudkan 
sebagai prasarana untuk menjamin kelancaran perusahaan itu. 

3. Gagasan-gagasan baru mengenai fungsi jajahan 

Bersamaan dengan pem ban gun an itu mulai didengung­
dengungkan gagasan-gagasan baru tentang fungsi daerah jajahan 
serta persoalan yang d.ihadapi Belanda dalarn mem biayai ongkos 
pembangunan di Indonesia: 

I. kecaman terhadap politik Batig Slot 
2. pemisahan keuangan Nederland - Indonesia 
3. politik moril terhadap Indonesia 

Politik kolonial bertujuan untuk menguasai daerah-daerah 
produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan modal, baik dari 
Nederland maupun .negara-negara besar lainnya yang tidak 
mungkin lagi ditolak dari Indonesia. Modal perdagangan mem­
punyai tujuan yang berbeda dengan modal perusahaan yaitu 
langsung mempunyai kepentingan untuk memperbaiki tingkat 
hidup rakyat dari daerah pemasarannya sehingga daya-beli 
mereka diperkuat. Politik pintu terbuka memberi kesempatan 
negara-negara besar seperti lnggris, Amerika, dan negara-negara 
Eropah lainnya menanam modalnya di Indonesia kecuali itu juga 
menjamin mendapat sekuh:t yang kuat. Modal Amerika merupa­
kan saingan kuat dari modal Eropah, terutama kapitalisme 
perdagangan yang sangat mendukung/menaruh perhatian tcr-
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11:.J d ..i n negar~-n~gara berkembang. Jepang kcmudian juga mum:ul 
-,eb<J gai k.ekuatan kapitalisme yang juga menamh perhatian besar 
terhadap Indonesia. 

Kekuasaan modal perdagangaa dan perusahaan ingjn mem­
pertahankan kedudukannya yang pertama untuk tetap membuka 
pasarannya sedang yang kedua untuk tetap memperoleh basil 
perusahaannya, yalah bahan-bahan mentah. Gagasan-gagasan un­
tuk memikirkan kemajuan serta kesejabteraan rakyat menim­
bulkan tanggapan yang baik, oleh karena emansipasi pribumi itu 
sementara waktu tidak membahaya.kan kedudukan kaum modal 
dan penguasa kolonial sendiri, bahkan · bagi kapitalisme per­
dapnpn diharapkan keun.tuup.n-keuntunpn tertentu. Politik 
etis dipadaaa dui IIUlut ini merupakan percobun untuk 
meliclamwihn prabn em•nsip.a denpn kepentinpn kaum 
modal. 

Menjelua perpntim abad .....tin bertambah besar ke­
sadaran akan pentiDa artinya Indonesia ~asi Nederland, disebal> 
kan antara lain oleh perebutan daerah kekuasaan negara besar· 
imperialistis yang secara berlomba-lom}?a mencari daerah jajahan 
di Afrika dan Asia. Perhatian tcrbadap daerah luar Jawa yang 
belum terbuka mulai menimbulkan kekhawatiran kalau-kalau 
imperialisme itu juga akan menguasainya. Maka expedisi militer 
sangat digiatkan untuk memaksakan pemerintahan kolonial 
kepada rakyatnya, lagi pula untuk meluaskan daerah exploitasi 
bagi perusahaan pertambangan dan perkebunan. Sementara itu 
banyak .kritik yang terdengar di beberapa kalangan ·sosial dan 
politik. Kecaman itu ada yang langsung menentang kolonialisme 
dan imperialisme ada yang mengecam politik kolonial yang 
senantiasa berpengkal pada gagasan bahwa jajahan diperuntukkan 
bagi negeri-induk, atau apa yang Jazim disebut drainage­
politiek/atau politik exploitasi. Kesadaran akan politik kolonial 
dengan demikian menimbulkan persoalan tentang fungsi daeral-t 
jajahan yang selaras dengan rasa tanggungjawab sebagai penguasa 
kolonial . Seperti diketahui di kalangan luas tumbuh kesadaran 
akan humanitarisme dalam hubungan kolonial. yaitu mempcr­
hatikan nasib rak.yat pribumi. Program pclbagai golongan politik 
semua dan secara serentak menitikberatkan tanggungjawab moril 
dalam melaksanakan politik koloniaJ . Kesadaran akan tugas 
kolonial ini diperkuat oleh masalah-masaJah yang timbul pada 
dasaw :u~ ~ te n l:hi r ahad ! 9 v::i tu masalah keuangan bersam a 
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antara Indonesia dan Nederland, masalah kemelaratan rakyat 
yang berlawanan dengan kemajuan industri perkebunan atau 
kemunduran kemakmuran rc~kyat atau suatu inzinking (kemero­
sotan). 

Sikap paternal dalam politik kolonial mulai tampak dalam 
pidato takhta ratu Bel~da pada tahun 1901 yang menyat~ 
bahwa "negeri Belanda mempunyai kewajiban untak mengusaha­
kan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari 
penduduk Indonesia". Perkembanpn · penduduk dan bukan 
pengolahan tanah yang mef\iadi tujuan pokok politik kolonial; ini 
berarti bahwa diakui hak penduduk untuk ditingkatkan peradab­
annyL Siapa ~· yana berkepentingan da1am pdaksanaannya ? 

a. Politik etis 

Garis politik koloDial baru pertama-tama diucapkan secara 
resrni ol_e}\ . van Dedem se~epi angota Parlemen. Dalam 
pillatonya p8aa tlhun 189i diutarakannya keharusan untuk 

. rilemisahkan keuangan IndonesiA dari nqeri Belanda. Diperjuang­
kannya (juga kerruUuan rakyat, a.l. denpn membuat bangunan 
umum) disentralisasi; kesejahteraan rakyat dan expansi yang pada 
umumnya menuju kesuatu politik yang konstruktif. 

Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial yang pro­
gresif diteruskan oleh Van . Kol, van Deventer dan Brooschooft. 
Van Kol menjadi jurubicara golongan sosialis dan dengan 
pengalam~mnya di Indonesia melancarkan kritik terhadap keada­
an yang serba merosot di Indonesia. Dalam kecamannya, 
Brooshooft menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerin­
tah mengambil keuntungan/bagian dari penghasilan rakyat dan 
tidak mengembalikan sepeserpun. Politik liberal mementingkan 
prinsip kebebasan terutama untuk memberi kesempatan bagi 
pengusaha memakai tanah rakyat da~ segala peraturan dibuat 
untuk melindungi para pengusaha Belanda sendiri, a.l. dalam soal 
rnemiliki atau menyewa tanah, undang-undang perburuhan dan 
undang-undang pertambangan. Ak.ihat dari perkembangan se­
macam itu mendorong orang-orang yang kehilangan tanah me­
nyewakan tenaganya di pabrik, sehingga merekJ mengalami 
demoralisasi dan karena itu timbul desorganisasi masyar:.~katnya . 
Politik yang diperjuangkan untuk rnengadakan desentralisasi 
kesejahteraan rakyat serta efficiency, kemudian terkenal sebagai 
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po/itik etis - seperti judul karangan yang berbunyi "Ke­
cenderungan etis dalam politik kolonial". Dari kalangan kaum 
liberal muncullah van Deventer sebagai pendukung ide politik 
kolonial baru. Program . kolonial dari kaum liberal yang hanya 
atau terutama "memajukan perkembangan bebas perusahaan 
swasta" tidak dapat disetujuinya karena ia lebih mengutamakan 
kesejahteraan materiil dan moril kaum pribumi, desentralisasi 
pemerintahan serta penggunaan tenaga pribumi dalarn adminis­
trasi. Van Deventer sebagai pemimpin liberal mempunyai penga­
ruh besar karena karangannya "Hutang Kehormatan" dalam 
tahun 1899. Dikecamnya politik keuangan Belanda yang tidak 
memisahkan keuangan negeri induk dari negeri jajahan. Pemisah­
an itu dapat dilakukan sejak 1867, dan din~atakan bahwa selama 
periode antara 1867 sampai 1878 telah diambil 187 juta gulden 
dinamakannya politik ini politik batiK slot - yang tidak menam­
bah tetapi meng-exploitasinya. Uang sejak 1878 perlu dikem bali­
kan sebab itu merupakan Hutang Kehormatan. 

Perubahan ha1uan politik ko1onia1 jUga dipercepat oleh 
perkembangan · ekonoinis sekitar 1900. Perkebunan gula dan kopi 
mengalami kerugian besar karena terserang oleh penyakit­
penyakit. Industri perkebunan yang mengaJami kemajuan pesat 
sejak 18 70 dan karen a perbaikan teknis dapat mengatasi krisis 
dan wabah/penyakit tebu sehingga politik ko1onia1 liberal men- · 
capai hasil baik dengan keuntungan-keuntungan yang berjuta­
juta. Dalam keadaan itu banyak modal asing ditanam secara 
besar-besaran. Bagaimana nasib rakyat di tengah-tengah kemaju­
an/perkembangan industri perkebunan itu? Pada kenyataannya 
kemakinuran rakyat terancarn, karena perusahaan-perusahaan 
pribumi me·ngalami kemunduran. Disamping itu juga kepentingan 
materiil dan moril rakyat, antara lain di bidang irigasi, pendidik­
an, kerja rodi dan perpajakan. 

Kejadian-kejadian yang mendadak, antara lain panen yang 
gagal, penyakit temak; bencana alam, mendesak agar segera ada 
pertolongan. Sementara itu keuangan negeri mundur sekali. 
Keadaan yang sangat memburuk itu diakui dalam Pidato Takhta 

- pada tahun 190 l' dim ana ditegaskan usaha-usaha apakah yang 
dilakukan untuk menanggulangi keadaan ekonomis itu: 

( l) · Dibentuklah Panitia Kemunduran Kesejahteraan untuk 
menyelidiki sebal>·sebab kemunduran itu. Hasilnya akan 
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dipeiJWlabn sebag-.ti tandasan politik praktis. Laporan yang 
lcngkap baru selesai diterbitkan pada tahun 1911 . 

·(2) Untuk memajukan perusahaan pribumi perlu dihidupk;tn 
kembali baik usaha-usaha agraris maupun yang 1ndustriil. 

(3) Diadakan peraturan-peraturan/usaha-usaha untuk menccgah 
kemwaduran lebih lanjut • . autara lain dengan mcngadakan 
piiljaman tak berbunp se~ 30 juta yang dikembl.'lik~~n 
<blam jangka waktu S a 6 tahun; pemherian sebagian hadiah 
uan1 sebesar 40 juta 1ulden. · 

(4) Beberapa penyclidikan keadaan ekonomis seperti yang 
· ten:antum daJam kalya Van Deventer, Kielstra dan D. Fock, 

knemuanya memberi pmbaran bahwa rakyat di pedescwl 
saapt miskin; hidup dari, hari ke hari; hasil minimum dari 
tanah yana Ielah terpeCah-pecah~ upah kerjanya sangat 
Jeodah. 

.Kelimpubln Van DeYenter yaJah bahwi perkembaJWIUl 
~It lebih cepat dari sumber-sumber sepertr makanan dan 
taaak. Pendapatan keluarp f 80, .dmAunya f 39 berupa uang 
tunai; siianya· c~a~~~m · bentuk hasil bumi, sedangkan pajak menjadi 
f 16 cW1 dari itu f9 berupa uan1 tunai. 

Menurut Kielstra dalam wrveynya bcllwa scjak 1816 sum­
banpn Indonesia ~besar 832 juta. dan apabila scbagjan ~jak 
1867 dianggap sebapi hutang kehonnatl!n maka scmentara itu 
sumber1Umbemya sendiri tidak mencukupi untuk menutup 
penseluarannya malahan ada kekurangan-ke•:t,rarigan sebcsar IS I 
juta dan 272 dalam periode J 872 .. 1903. 

Fock berpcndapat bahwa pcndidikan yang lebih haik alam 
mcmpcrkuat kaum pribumi dalam administrasi : ia jug<t mcnyaran­
kan agar dilllilhakan irigasi, pcmhangunan jalan kerct~api. 

pcmbelian kembali tanah-tanah partikelir. untuk memajukan 
kesejahteraan rakyat disaronkan agar dipcrbanyak bangunan 
irigasi. pemhcrian kredit untuk pertanian. ml!ndorong industri. 
Dari laporan-Japoran itu terhukti hahwa tidak lagi politik 
kolonial liberal dianut scpenuhnya, tetapi ada kt:~enderungan 

untuk memberi kesempatan kepada ncgara untuk campurtangan. 
Negeri Bclanda diharapkan memberikan c;umhangan. untuk 
mcmajukan kcadaan di Indonesia. Yang diut<imaklin yalah 
perkembangan materiil. tanpa diperhitungbn ar~~ ya ng ~e­

sungguhnya menjadi keperluan rakyat sendiri. 



D:.1L..ti H pu!il ik. ,.1-:. c\v::;jib~tzi u r~-~ r ~ r~ y~·lng t~,lal1 didukung nlch 
se; nu ;; goli_mg:ln . diny ;..;takan bahwa ne!Seri HdanLla h <~ n<s mem­
pahatik:m keptHtingan pribumi dan me!llbantu Indonesia dalam 
111asa kesulitan. Politik Etis mulai dilaksanakan dcng;m pemberian 
bantuau s~::besar f40 juta. suatu pemberian yang tdah h.:-ta_hun­
tahun Jiperjuangkan oleh kaum Etisi yang semu~:1ya mt:nuntut 
pengembalianjutaan yang tclah -diambil oleh Nederland. 

Politik Etis mengubah pandangan dabm politik koJoniaJ 
yang b<..'ranggapan lndon~sia liuak lagi sebagai "wingewest" 
(Jacrah y:mg meJ'lguntungkan) menjadi daerah yang perlu 
dikembangkan sehingga d<~pat dipenuhi kep~rluannya, dan 
ditingkatkan budaya rakyat pribumi. 

Perhubungan kolonial antara negeri Belanda dan lndo­
nesiu pcrlu diselaraskan dc:ngan p~.:rkembangan di luar Indonesia 
yang memmtut agar kolouialisme mcninggalkan politik exploitasi 
y~ materiali~tis. ~aum Etisi melan-:arkan kritik terhadap 
politik kolonial tibcral YJJ"l& telal1 mcmp~rjuangk.an k~bebasan 
kerja dan kebcbasan explottasi partikelir. Mereka berpcndapat 
bah wa k~bebasan kerja dan usaha mengunttmgl.>an S~elama 20 
sampa.i 30 tahun tct::~pi kemudian temyata ada exploitasi yang 
le"m:1h oleh yang kuat dan kemakmuran yang kcdua mertirnbuJ­
kan penderitaan yaug p~rtama. Maka kebebasan itu bisa Jihapus- . 
kan dan pcm.:rintah harus memikul rugas mernimpin yang femah 
dan m~nga wa.si yang kuat. Pengetrapan prinsip perdagangan 
liberal Jaiam hubungan kolonial merupakan suatu pengorbanan 
untuk suatu Joktrin, hanya menguntungkall bagi yang kuat. 
Dengan mengalami (kesesuaian dan sebagainya) J.;unjungan di 
Erupa yang membawa kenltlmluran, usaha pen.1agangan InJonesia 
semakin maju. Ada dua kelompok kepentingan yang berhadapan 
yaittl golongan modal kolonial. yaitu terutama bersifat liberal, 
dan modal industri yang tcrutama terdapat di Tw~:ntc dan 
uaerah sdatan. 

\i::Jsalah etisclu: politiC'k hams dimulai dc:ngan politik 
kese-jahte-raan bagi rakyat keb:myakan, justru ada11ya berita-berita 
tent.111g kemerosotan k~.:hiJupan rakyat. Seperti yang st:cara tegas 
dinyalakan oleh pc:mimpin party . A .R. Dr. Kuyper, sistim 
e:x..pk•ilasi harus diganti dengan sistim pcrwallan. kemudian sistim 
poUtik j ttg<-~ :;t:ring uisd:::ut polirik patemal1stis, ya1tu suatu umsan 
dari s~tu pihak - yaitu pihJk Bd::ii1Ja -- untuk kepaluan rakyat 
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pribumi, sehingga berlaku pula disingkat sebutan politik yang 
bersemboyan "chez vous,sourvous, sans vous".' 0 

Kapitalisme kolonialis pada awal abad 20 mengalami per· 
kembangan sangat pesat; aliran emas dari Indonesia semakin 
besar; produksi gula meningkat sekali, menjadi berlipat dua 
antara tahun 1904 dan 1913. Begitu juga hasil-hasil dari 
perkebunan teh, karet, teinbakau, lada, beras, dan kapuk dan 
timah. Di daerah-daerah luar Jawa dengan kekayaan sumber 
alarnnya. produksi naik, yaitu dari f 74 menjadi f 305 juta, 
terutama karena industri/perkebunan tembakau dan produksi 
minyak tanah. Beberapa perseroan besar memegang monopoli, 
seperti BPM, Shell Co, Standard Oil, dan.menguasai daerah luas. 

Peranan koloni sebagai tempat penanam modal semakin 
penting dan kemunglcinan mempertahankannya hanya dengan 
memperkokoh perhubungan antara bangsa.bangsa serta me­
melihara perdamaian dunia. Politik pintu terbuka membawa 
akibat suatu denasionalisasi hubungan . perdagangan dan lebih 
bergerak kearah intemasionalisasi. Disini koloniallsnle yang me· 
luas sebagai imperialisme berusaha menguasai daerah produksi 
dan pasaran-pasarannya. disarnping memerlukan bahan-bahan 
baku, juga hendak melemparkan hasil industrinya Kepentingan 
dua jenis modal bertentangan. 

Pada satu pihak hendak dipertahankan keduc:1ubn mengu· 
asai baik produksi basil perkebunan maupun pasaran untuk 
pelemparan produksi industrinya Pada pihak lain tidak dapat 
dihinda.ri tekan~tekanan modal asing yang hendak berexpansi 
di Indonesia. Untuk menjaga kepentingan modal, ditempuh oleh 
Belanda suatu politik yang mengambil sikap berdamai dengan 
gerakan emansipasi yang hendak mewujudkan aspirasi nasional, 
Suatu politik yang terkenal dengan nama politik asosiasi dan yang 
diharapkan oleh kaum Etisi dapat memperkuat sistim kolonial. 

Banyak sifat-sifat imperialisme terdapat didalarn kegiatan­
kegiatan orang Belanda di Indonesia IGta melihat suatu surplus 
modal yang tak dapat ditanam secara menguntungkan didalarn­
negerinya: sendiri; maka modal ini ditanarn dalarn perusahaan­
perusahaan pertanian, pertambangan dan pengangkutan, baik di 
Jawa yang tenaga kerjanya .sebagai faktor produksi sangat murah 
harganya,maupun di propinsi-propinsi luar Jawa dimana tanah-

I 0 lihat LE. Stokvis, "Goede woordcn zonder Geld", di do.dam IN Taak, 1918, hal. 
413. 
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nya ma.:;iil melim:.1al1. ~ -~aUJn u;Ju:; tri ~>eruJya ~tpaya mc;nperluas 
pasaran untuk b:trang produksinya. Aiat-a!at kekuasaan nas1onaJ 
dipergunakan untuk rnenjamin modJI yang telah ditanam . Meski­
pun demikian berbeda dengan kcku3Saan koloniaJ lainnya Neder­
land mcnjaJankan politik "pintu ferbuka", yang mengijinkan 
masuknya modal dan barang produksi industri asing dengan 
syarat--syarat yang sama seperti modal dan produksi Belanda 
sendiri. 

Dengan mudah dapat diperlihatkan. bahwa imperialisme itu 
senafas dengan usaha mencari kesetnpatan untuk memperoleh 
keuntungan uang. seperti pasaran atau kesempatan penanaman 
modal. Mengenai kolonialisme Belanda telahditwUukkan.bahwa 
yang demikian itu baru terjadi pada tip puluh tahunan terakhir 
dari a bad 19. Selanjutnya masih perlu dipenoalkan seberapa jauh 
golongan yang memonopoli kepentinpn ekonomi menmpu 
kekuasaan dan suara rakyat. dan mengunakan sumber-samber 
umum untuk memperoleh kepent:inpn sendiri. Jika dipikir 
dalam-dalam • mualah-masalah ini deapn mudah dapat di­
pahami. Ling.kup karanpn ini dan sumber-sumber yang tenedia 
tidaklah mengijinkan untuk inembicarakannya berlccpanjanpn. 
Selanjutnya masih perlu dijelaskan akan peranan dari golonpn­
golongan kapitaJis dalam kegiatan politik dan administratif. 

Penjelasan di sini hanya terbatas untuk menunjukkan. 
bahwa kep~ntingan ekonomi agaknya rnemang menjadi faktor 
penentu yang tcrpenting dari imperialisme, tetapi perlu diingat 
juga, bahwa itu bukanlah satu-satunya yang menentukan. Bahkan 
konsepsi ekonomi tentang imperialisme ini harus dipandang 
dalam batas sifat dari situasi historis masing-masing negeri. 
Sebagai negeri kecil dengan industri yang berkembang agak lebih 
kemudian , Belanda tak mampu menjamin negara-negara besar 
daJam ekspansi imperialismenya. Sebaliknya, politik ekonominya 
menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan negara-negara 
besar. Banyak contoh-contoh di dalam sejarah kolonial Belanda 
memperlihatkan fakta-fakta, bahwa kepentingan-kepentingan 
ckonomi sering bersamaan dcngan ideologi humaniter, sehingga 
dengan muJah dapat diperokh suatu J!as:ln untuk mem benarkan 
kerentingan-kcpentingan ekonomi ilu . 

Doktrin tcntang missi pengadaban diberi perurnusan yan g 
terat. Ada angg::~,an, bahw:l pcrluas :.~ n kontrol po litik a t:t s suatu 
d;:er<.th ;.~ ; : :..n n: ·mLtJngk:: : keaman;m J..1n k.: terti ban y:.J:l),.' 

u r~~)! t :! n: .. ·;npu :; \ ·:.ti kewaj li '.!;' unt ctk men\'ebark:in k~ka~ :L:' 



peradabannya kepada bangsa lain. Perkem bangan dan tersebarnya 
kegiatan missi ada hubungan erat dengan doktrin peradaban itu. 
Akhirnya, kalau semua movitasi-motivasi dari para partisipasi itu 
diperhatikan, maka menurut hemat kita. opini lama yang 
berpendapat, bahwa conquistadores Spanyol datang ke Benua 
Baru demi Kejayaan. Kebesaran Tuhan dan Emas (Glory, ·God 
and Gold) itu mcmang benar-benar berlaku bagi imperialisme 
Belanda. 

Sclama periodc antara 1900 1914 ditunjukkan pengertian 
terhadap cita-cita rakyat Indonesia yang hendak mulai bergerak 
kearah emansipasi dan kemerdekaan . Dicarinya bentuk pemerin­
tahan kolonial yang merupakan suatu sistim dimana Barat dan 
Timur dapat hidup berdampingan dan yang mcmberi kemungkin­
an untuk mempersatukan kedua unsur dalam suatu kesatuan 
politik. 

Sclama pcriodc 1900 1925 banyak kemajuan s~rta per­
ubahan dan hangunan-bangunan besar tdah dijalankan. kesemua­
nya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat 
didakkan . Di antur.mya yalah : 

ll) dcscntralisasi 
( :!) pen&bahan-pcrubahan pemerintahan 
(3) perbaikan kesehatan rakyat. emigrasi 
( 4) perbaikan pertanian dan peternakan 
( 5) pembangunan irigasi. lalulintas 

Usaha.:.usaha pembangunan itu dijalankan untuk mengikuti 
perkembangan yang tidak dapat didakkan lagi. antara lain 
s~hagai akibat politik kolonial s~:~dumnya . yalah kolllcrsialisasi 
dan birokrarisasi. Yang pada gilir.mnya mcmerlukan kn/1/tllti/...a.\i 
yanJ.! kbih luas dan cepat. edukasi yang lt>bih terbuka d:m 
mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat pada unn1mnya. Biaya 
untuk melaksanakan pembangunan itu diperjuangkan di Par­
kmen agar dibebankan pada pemerintah Belanda melipu ti jum la h 
'>t!b~ ~ar 40 JUla yang diberikan seba):!ai r~stitu~i 

Sejak 1883 1898 tdall dibuat bangunan-l'angunan rrll-
dt: h.t tf. ~-:p ... rti plan kert'l<J-api sebt>sar 231 juta. pdabuhan . hI 
.JU l.t. pl·ngairan 49 jute~ . Seba_\.!ian bt>s~H dari pembiayaann~ :.1 Li a!'~tl 

ci i l ld t: !) ,k llg:lll paj;a k-pajak tau tam a dari pt>rusahaan dan per­
~.-·h: lla ll dan •.kn~an pinjaman-pinjaman b:ml. St•jak I <.J 12 Hinctia 
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Be1anda sebagai badan hukum dapiit ' 'inengadakan pinjaman 
sendiri. 

Pada tahun ' 1903 di Jawa dan Madura ada dalam exploitasi 
1788 Jan jalan kereta-api negara, 261 km swasta, 1838 km trem 
kesemuanya 3887 krn. Dengan jaringan seluas itu ternyata 
mempunyai pengaruh besar pada pasaran hasil-hasil bumi. ter­
utama beras. Kecuali mempermudah perdagangan, komunikasi 
antar dal!rah dan kota yang semakin mudah dan cepat. mempcr­
mudah mobilitas penduduk, mempercepat urbanisasi. Meringan­
kan penjagaan keamanan dan pemerintah:.~n umumnya. dan lain 
sebagainya. 

Sangat vitiil bagi pertanian yalah pengairan. Dan oleh pihak 
pemerintah telah dibangun secara besar:besaran sejak 1885 
bangunan-bangunan irigasi Brantas dan Demak, seluas 96.000 
bau: pada tahun 1902 menjadi 173.000 bau. Menurut rencana 
tahun 1890 akan dibangun irigasi selua5 427.000 bau selama 10 
tahun. akan tetapi pacta tahun 1914 hanya terlaksana 93.000 
bau. Untuk mernbebaskan rakyat dari cengkeraman tintah darat 
atau 'riba' maka didirikan bank-kredit pertanian, yang diketuai 
oleh pembesar pemerintah setempat, keanggotaan pengurus 
dipegang oleh pl!gawai-pegawai negeri. Modal hendak diusahakan 
dari deposito dan simpanan-simpanan. 

Untuk menolong petani dalam memperoleh benih padi 
secara murah didirikan lumbung:-Iumbung desa yang akan men­
distribusikan benih dengan maximum 5 pikul bagi setiap keluarga 
yang harus ·ctikembalikan sebu~an sesudah panen dengan ditam­
bah 10% bagi penyusutannya. Di Cirebon pada tahun 1902 hanya 
ada 994lu~bung, beberapa tahun kemudian menjadi 1084. 

Usaha-usaha lain untuk meningkatkan kehidupan rakyat 
yaitu pendirian bank simpanan, regie candu; rumah gadai negeri, 
pengawasan, pengerahan tenaga kerja ke daerah seberang, pem­
belian kern bali tanah-tanah partikelir dan emigrasi. 

Dari sisa-sisa · Tanam-paksa, · tanaman kopilah yang masih 
dipertahankan di beberapa daerah seperti Minahasa. Dalam 
penanaman tebu banyak terjadi tekanan·tekanan dari kepala 
daerah untuk penyewaan tanah, pengerahan tenaga kerja sedang· 
kan dalam pembagian air kebun-kebun tebu didahulukan. Keada­
an yang sangat menyedihkan yalah kekejaman yang dilakukan 
terhadap "kuli" yang dikerahkan untuk bekerja di perkebunan di 
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Deb. seperti dilukiskan dalarn bulu "De millioenen uit Deli". 
Seblpi usaha untuk melindungi rakyat. herendiensten mulai 
~ dan pembelian kembali tanah-tanah partikelir. Sejak 
1836 para tuan tanah diberi kekuasaan feodal terhadap penghuni 
tanllbnya. bak mana makin lama menimbulkan ~daan yang 
makin bwuk. Baru mulai tahun 1909 tersedfa uang untuk 
mel.aksanakan pem belian itu . 

b. · E~i . 

Penduduk dr Jawa dan Madura pe(ta tafiun I 865 berjumlah 
14 juta dan pada tahun 1900 te1ah berlipat dua. Dacr.th yang 
aabur tanahnya. menjadi yang padat penduduknya. Di c.laerah itu 
.... umumnya Sbdah tidak ada 1Qi tanah kosong. bahkim tanah 
penawahan juga diguna~n untuk penanaman tanaman export. 
leperti tebu, tembakau. oalarn abad ke 19 teijadi migrasi dari 
Jawa Tenph ke Jawa Timur, berbubung dengan perluasan 
tanaman tebu. Perusahaan gula ini memberi pencarian bana di 
daenh di mana perkembangan penduduk lebih cepat dari 
perluaun tanah pertanian. Dari tahun 1885 sampai tahun I 900 
-penduduk bertambah 30%, sawah penpiran hanya bertambah 
s·, 1%, tanah pertanian I 6%. 

Emiarasi Ire daerah luar Jawa diset'abkan karena pennintaan 
bear akan tenap keija di daerah-daerah perkebunan Sumatra 
Utara, khususnya di Deli, sedang emigrasi ,t(e Lampung mem­
punyai tujuan untuk menetap. 

c. Edukasi 

Pengajaran diberikan di sekolah kelas I kepada anak-anak 
pepwai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta 
di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi pada umumnya. 
SekoJah jenis pertama didirikan menurut stb. I 893 no . I ~8. di 
ibukota · karesidenan, afdeling, onderafdeling atau kota pusat 
perdagangan dan kerajinan . Pada tahun I 903 terdapat 14 sckolah 
kelas I di ibukota karesidenan dan 29 di ibukota ajdeling 
matapelajaran yang diberikan yalah membaca. menulis. b.·r 
hitung. ilmu bumi., ilmu alam. sejarah. menggambar. 

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terrlapat 24 :' 
selwlah k.elas II ncgeri, '326 sekolah partikd1r. diantaranya tl ~' 

l' err::'tak ~ian ) 

D ird, to r .l ( I n : : r:r! t: q :· J:: r::lf r 1 
' ' (\ I ll bid ;! ; j :! ! '('lj i ., .:.: : : l I : ~ 'I I 
Scjar LJ !J Ua 11 l' u rl · :; :! : :1 1 



uari zt:nding. Jumlah murid pada tahun I 892 ada 50.000. 
diantaranya 35.000 . di s~kolal:l nege.ri dan 15.000 di sekolah 
iwas-ta. Pada tahun 1902 ada . f623 . orJng mak pribumi yang 
belajar pada sekola:h · Eropah. Perbandingan dT Jawa dan Madura 
antara jwnlah anak .yang bcrsckolah dengan jumlah ~ndulluK 
arl.,tah t : 523 dan biaya yang dikcluatkan untuk setiap anak 
hanya f0.03S 

Untuk mendidik calon pamongpraja ada 3 s~kolah OSVIA 
di Bandt.:"\g, \lagelang daH Probolinggo dengan 60 murid setiap 
s::kolah. Ada 3 sekolah guru di Bandung. Yogyakarta dan 
Probolinggo. satu sekdlah doktcr · pribumi di Jakarta yang 
mt:ngduarkan 18 dokter sctiap tahun, sepertiganya dipt:runtuk­
kan bagi Iuar Jawa-. Urttuk Jf!wa dan MadUra _ad:! h:iokter untuk 
I 00:00() penduduft: Pada tatiun '1902 dibut(a ~J::olah Pertanian di 
Bogor. · 

d . Politik -kesejahteraan 

Dengan perkembangan pesat perusahaim perkt!bunan tim­
bu llah keperluan/tuntutan untuk menciptakan prasarana­
prasarana - bailc jas~rjasa · maupYn 1-embaga-lembaga ~ :.... yang 
scsuai dengan tingkat perkembangan ekonomi ini, yaitu masyara: 
kat yang · becla.ndasan pada . ek<>nomi keuangan dan · tatanegara 

·modern: Yang menjadi persoalan_besar yalali bahwa tuntutan itu 
diajukan oleh politik· kolonial liberal dan penduduk golongan 
Eropah yang hidup da.lant sektor ekonomi :maju sedang pada­
umumnya rakyat masih hidup ~~.:ara agraris pada taraf ckonomi 
seut!rhana. Perusa.l1aan perkebunan Barat memcrlukan komunika­
si y~ng baik untuk pen·gangkutan hasilnya; pemerintahan yang 
bai.k untuk menjamin keamanan, tersedia.nya tanah dan tenaga; 
penuidikan untuk . menyediakan tenaga pekerja/administratif. 
Perekonomian yang dualistis pada satu pihak memberi ke~pat­
an bagi industri perkebunan untuk berexploitrsi dengan tanah 
dan tenaga mttrah karen a bel urn di kenai . di . kalangan . rakya t 
kontrak dalam artl sebenamya p:ada pihak laih tarap kehwupan 
rakyat masih rendah ..:.. ketrampilannya . pendidikan, organisasi­
nya. - sehingga tidak ·dapat maju dalam menghadapi kesahtan 
d;:onomi yang kuat~ ma.lahah merosot kcduduk:annya dari pe­
tani-p~milik tanah menjadi pckerja pada pabrik. Kondisi hid up 
r:Jkyar pribumi - meskipun ada di t~ngah-tengah kcm ajuan pcsat 
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industri pe rk~bunan - m~mpunyai ciri scbagai b~rikut : makanan 
sangat sederll anu, pakaian ya11g s~dcrhana. perumahan tid ak 
kokoh. 

Di Jawa tidak mudah timbul kdas men~ngah yang 1\UJt 
yang dapat menyaingi bangsa Arab. Cina dan Eropah . Di luar 
Jawa kondisi untuk pL·rrumbuhan golongan itu lebih baik kart:na 
penduduk tidak b~sar dan mudah mengambil bagian dal o:. m 
perkcmbangan c konorni . 

Pcnctrasi ckonorni-kcuangan bclum berhasil m~ngllilang­
kan setiap tradisionil scltingga pcrubahan-paubahan dJri I po litil\. 
negara) yang Jituntut oklt p~rkemhangan industri dan modcrni­
sasi. Untuk menaikkan tingkat kchidupan raJ<yat diusulkJn agar 
diadakan gerakan kop~::rasi yang di.mulai dari· rakyat s~· tH.liri 

dengan bantuan dari pemerintah. 
Bcberapa permasalahan yang memerlukan pem~cahan . 

yalah : masalah penduduk . irigasi. kc-riba-an , sistim kred it . 
masalah keschatan rakyat. masalah candu, pemadatan, ma<;a!ah · 
p..:rhuruhan. 

c . Sistim krcdil. 

Pem1intaan akan krcJit sangat besar di kalangan rakyat yang 
kcbanyJkan hidup clengan hutang. Kredit yang diberikan okh 
Cina. Arab dan omr1g pribumi pada umumnya mem beri bunga 
dengan riba yang mcncapai I 5% sebi.1lan . Karena sangat ke­
kurangan modal rakyat terpaksa mengam bil krcdit .a tau bay a ran 

tcrlt:bih Jahttlu dari gajinya. Untuk membrantas sistirn ini IH ;tka 
pcmerintah mcnuirikan rumah-rumah pegadaian sejak 1900 ya ng 

memcgang mo nopo li pegadaian itu. Pcnggadaian menjadi prakt d.: 
yang sangat Ulllllll l. p:tda t.: hun IQ29 jumlah baratl g ~· .1 11:; 

digadaikan Jda 56 jut<J sella rga 20 7 juta rupiah . Kn:dit ini 
produktif cblam arti baln\ a di:; i.lnakannya untuk membeli bcnil :. 
bamng juala:l atau modal beriualan di warung-warung Bu ng:t 
yang dipcrvleh oleh pcmcrintah pada tahun 1926 St!besar 17 jut a. 
mJ ka tni Jikritik brena hal itu semacam riba jU !,!3. 

Pad a ca lwn I 904 diJiribn ban k kr.: dit rak;. .. a t ya n:; 
mcmb~' ri l,~ t u nj uk kL·pada LtKya t mc ngenai rc nggun JJil kn.:d 1t 
1tu. l. ~ tm btt n \! tk '::J ditl irikan :..kth.' :t !l ~u rn ba nga n raky at ~ ~.:nd i r i 
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palil~ n u~n,c:.1n l.htamban ounganya. 0 ..:1 :·':...: 

dicegah kcmerosotan harga bcras s.:i1abis pan .n 

Pada tahun 1917 jumlah bank padi ada 11.000 akan tet.1 ;'1 
dengan perbaikan pengangkutan serta kemajuan ekonomi­
keuangan, modal rata-rata setiap bank pada tahun 1917 yaJah 
243 piku1. jum1ah peminjam rata-rata 125 sampai 182. Disamping 
bank padi juga didirikan bank desa yang memberikan pinjaman 
kecil untuk petani setempat. Bunganya mula-mula 10%. kemudi­
an diturunkan menjadi 6 dan 8%. 

Pada tingkat kabupaten Q.idirikan bank kredit rakyat yang 
memberi kredit untuk memajukan industri dengan bunga 18% 
setahun pada tahun 1921, kemudian diturunkan menjadi I 5 a 
12% pada tahun 1929. Pinjaman diberikan selama l 0 sampai 20 
bulan; tahun itu ada 89 bank meliputi 960.000 peminjaman dan 
penabungan. Meskipun tidak berhasil mendorong produksi pri­
burni. tetapi telah mendidik rakyat tentang penggunaan uang. 
Kegagalan lain yalah bahwa tidak dapat diwujudkan koperasi 
dalam soal pinjam-meminjam. 

Usaha mclaksanakan koperasi pada umumnya mengalami 
kegagalan karena pelbagai faktor yang menghalang-halangi antara 
lain masyarakat desa belum sepenuhnya tercakup dalam 
ekonomi-keuangan: tidak ada kelas menengah pribumi yang 
menjadi pcnggeraknya. masih kuat rasa komunal di desa sehingga 
tidak ada dorongan mencari kemajuan. Perundang-undangan pada 
tahun 191 5 dan kemudian tahun 192 7 mengatur kemudahan­
kemudahan bagi usaha koperatif. Akan ietapi pada tahun 1927 
hanya terdaftar 90 badan koperasi kredit, · sedang koperasi 
konsumsi lebih besar jumlahnya. Banyak koperasi yang menjadi 
bagian dari Pergerakan Nasional berdiri karena hasrat kaum 
pribumi menandingi/menghindari dominasi Cina. 

Persoalan kesehatan rakyat sangat bcsar karen<; dalam 
daerah yang padat penduduknya.· wabah pcnyakit muuah ber­
jangkit. Dinas kesl!hatan pcm..:rintah m~:mpunyai ldinik )' an ~ 

hcrschar di seluruh lndon..:sia Jan d <!ngan penyuntikan J..Jn 
pt"n .. :acaran herhasii mengur~lll:: i l'P JLi .:n:J. an u ra L111i '- "~J: . 

pl'iha~al penyakil pen.!! . D -:!1:,:~ 111 f''-' [h.' LII1~J ll u:m pcLl,! :Jf ~l ! l d: . \ ·: ~ 
un ruk mem lX' n kcsaJaran ~i!HUi- nJUU~' :- .l!l>! 11\~: il'l ll ~ .\! .·:: .· . · 
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Masalah pcmadatan candu ditimbulkan oleh imigrasi Cina kc 
Hindia Belanda yang mempunyai kebiasaan minum candu. Pada 
tahun 1930 dian tara 16 7.191 pemadat ada 80.762 orang dari 
golonpn Cina. Untuk mt:ngawasi dan membatasi pemadatan, 
pemerintah memega111 monopoli sejak 1904-di Jawa dan pada 
tahun 1920 diperluas keluar Jawa,seluruhnya ada I 051 tempat 
pemualan, sedang daerah-daerah yang bebas dari pemadatan 1/20 
dari jumlah penduduk. Dari monopoli itu pemerintah pada tahun 
1930 ·mendapat 29 juta gulden atau 5% dari seluruh pajak yang 
masuk. 

.Maalalr perburuhan sangat penting artinya bagi perusahaan 
Barat yana menanam modalnya di Hindia Belanda oleh karena 

· dapat . mena-exploitasikan daerah-daerah hanya apabila tersedia 
bum buruh. Ada daerab-daerah yang sangat jarang pendU(luk­
nya, 10hinaa penediaan tenaga sanpt terbatas, atau tenaga kerja 
tidak teratur. Denpn dihapuskannya exploitasi negara pada 
tahun t870 dan denpn pendirian .perkebunan dati perusahaan 
swuta maka ada keperluan menentukan sangsi-sangsi untuk 
pelangaran kontrak-kontrak kcrja. Pada tahun 1877 peraturan 
polili dihapuskan, yang menentukan bahwa pelanggaran itu 
dihukum denpn penjara atau denda. 

Pada tahun l880 Ordonansi kuli dijalankan untuk menge­
rahkan tenap buruh ke daerah-daerah di mana penduduk sangat 
jarang, maka pengusaha diijinkan membuat kontrak dengan kaum 
buruh dengan sangsi hukuman. Ordonansi Sumatra Timur hendak 
meHnctungi buruh yang didatangkan dari Jawa dan Cina. Seluruh­
nya meliputi jumlah kira-kira 450.000 orang. Menurut kontrak 
itu lmVikan berkew~iban memberi upah/gaji secara teratur, 
perumahan, makanan. rumah sakit dan pengobatan yang bebas, 
pengangkutan kembali ke daerah asalnya secara bebas. Inspeksi 
perburuhan mengawasi pelaksanaan · kontrak-kontrak tersebut. 
Dengan adanya kontrak buruh berdasarkan sangsi hukuman. 
pengusaha di SOnfatra Utara mendapat tenaga cukup murah. 
meskipun masih jauh lebih mahal dari buruh di Jawa. Jumlah 
tenaga buruh yang dikerahkan terbatas untuk menjaga agar tidak 
timbul situasi dimana tanah untuk perkebunan bcrkurang oleh 
keperluan tanah pertanian bagi pendatang dari Jawa. 

Karena aksi ILO yang mempersoalkan jenis buruh itu dan 
Undang-Undang Tarif di Amerika Serikat dari tahun I 930 yan g 
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menolak hasil perkebunan yang menggunakan tenaga kontrak itu, 
maka perkebunan tern bakau melt!paskan hak-haknya. atas dasar 
sangsi hukurnan itu dengan menggunakan buruh bebas. Pada 
tahun 1931 dan 1936 berlaku Undang-undang yang menghapus­
kan kuli kontrak itu secara bertahap sehingga pada tahun 1946 
akan rerhapus seluruhnya. 

f. Perubahan pemeiintahan/administr-dsi 

Lama sebelurn 1900 telah terasa oleh umum bahwa pcmc­
rintahan sangat mengalami scntralisasi. seluruh jalannya pemcrin­
tahail ditentukan olch n1enteri jajahan dan pusat pcmcrintahan 
ada· di Nederland. Sejak 1854 bcrdasiukan ~eraturan · t<ihun itu 
Piulemt!n - memi:Junyai hak mengawasi pemCrlntahan Hindia 
Be Ianda· dan kepcntiiigaiury.l· · ada.· di_ ' bawah pOJitik di - ncgerl 
Befa:nda.· Yang stmgat menghambat yalah bahwa pusat pemerin­
tahan Sendiri •tidak·-mempunyai kefegasah " urit~k - meng.imhil 
fceputusan~ . umpamai1)'3 .' 1~tari8 piritftap(Jsatt _.'SiSmn · Tanatn:­
paksa. kebebasan · berusaha ~ kaurri modal. masaJah Aceh, 
masalah Cina, pcmi.<f.than- kewmgan · negeri Belanda ·dan Hindi a 
Be1anda penyelcsaiannya k~nrtutri)'a :: bcrlang!t-ung,. ·bettaht.in­
tahun. 

· Untuk · penyeresaian dengan perkembangan · perusaha.an be­
bas sejak L870 • . adminiStr.W perhi diubah bero<~Sarkan prinsif> 
pcrsarnaan dan t!konomi. Rcorganisasi bertujuan rnempertinggi 
cffteiency dan memperbesar otonomi, niaka untuk keperluan itu 
diambil sebagai contoh Ieinbaga-lembaga otonom yang telah 
didesentralisasikari di Nederland. Desentralisasi mencakup tiga 
hal, yaitu : 

(I) dclcgasi kekuasaan Jari pusat pcmcrintahan ke pemcrintah­
an di Hindia Befanda., dari pcmerintahan ini ke departemcn, 
pcjabat lokal. dan dari pcjabat Belanda ke pejabat pribumi. 

(2) ·rnendptak:an lembaga-lembaga otonorn yang mengatur urus-
an sendiri 

( 3) pcmisahan keuangan ncgcri dari kcuangan pribadi. 

Und ang-u ndJng Desen tralisasi d:tri tahun 1903 mcnci ptJkan 
dewan-dew:m !okal - O(!ik · dv:di t karcsiJenan maupun d.:! wdn 



kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang mem­
buat peraturan-peraturan tentang pajak, umsan-urusan bangun­
an-bangunan urn urn , - seperti jalan-jalan, taman-taman, jembat­
an-jembatan, makam-makam -dan sebagainya. Pada tahun 1905 
didirikan dewan kota di Batavia, Mr. Comelis dan Buitenzorg, 
setahun kemudian di beberapa tempat di Jawa dan di luar Jawa. 
Golongan Eropah mempunyai mayoritas; diantaranya anggota­
anggota ada yang diangkat Gubernur Jenderai, ada yang dipilih, 
ada yang berdasarkan jabatannya, seperti bupati dan patih dalam 
dewan daerah/k3.residenan. 

Usaha-usaha lebih lanjut dalam desentralisasi dijalankan 
terus, pada tahun 1914 diajukan suatu rcncana perubahan 
pemerintahail tetapi ditolak; pada tahun 1918, diterima peratur· 
an 'Ontvoogding' d.aripamong praja dan pada tahun 1922, sistirn 
bani pemerintahan (Bestuurshervonning 1922). Pada tahun 1918 
telah dilantik sutu Panitia Perubahan pemerintahan yang bertugas 
rbenyiapka.n perul)a.han ~alam negara Hindia Belanda tahun 
t9i5. " . . . 

g. Pemerintahan daerah 

Berda_sarkan Undang-undang Perubahari (Bestuursher­
vonniJJ.gswet) tahun 1922, Hindia Belanda dibagi atas gouver­
nementen, yaitu kesatuan-kesatuan daerah yang kemudian diberi 
nam~ provinsi. Yang mula-mula dibentuk yalah Jawa Barat pada 
tahun 1926, Jawa Timur pada tahun 1929, dan Jawa Tengah 
1930. sedang kedua residen di Sur.1karta dan di Yogyakarta 
menjadi gubemur; pada tahun 1926 Maluku juga menjadi suatu 
gouveniement. 

Selaras dengan perubahan-perubahan diatas, dewan-dewan 
karcsidenan dihapus dan pada tahu~ 't925 dewan-dewan ka­
bupaten dibentuk. 5elain itu dibtmtuk pula dewan provinsi, 
dewan·dewan kota , dan di lnar Jawa juga dewan-dewan Jokal. 
Dewan propinsi dipimpin oleh gubemur, kedinasan atau para 
anggauta dari tiga golongan penduduk, yang sebagian dipilih oleh 
anggota dcwan kabupaten dan dewan kota dan sebagian Jain 
diangkat. Pek~ rjaan routine dilakukan oleh dewan utusan di­
ba wa h pim pinan gu bem ur. 

De wan k:J bup:tte n ber;t•n• i:lh 76 J i 1 <1'"-';1 .• ::m dikettui ofeh 



Bupati. Seperti pada dewan provinsi, sebagian dari anggota ada 
yang dipilih. ada yang diangkat. Sebagian besar dari anggota 
priburni, berasaJ dari golongan pegawai. sedang petani sangat 
sedikit diwakili. DaJam lidutg urnumnya ada pcmbqian atas 
komili. antara lain yang mengurus pekeljun urnum, pasar, 
peraturan-peraturan. sedangk.an pekerjaan routine ada di tanpn 
de wan komilaris-komisaris. Jumlah dewan kota a~ 3 2, pada 
tahun 1901 di Jawa dan 13 di luar Jawa; yana menjadi ketua 
yalah seoraJ11 wali.kota. Semua anggota dipilih. meskipun mayori­
tas masih dipegang oleh golongan Belanda. Ini disebabkan oleh 
batuan haJt memilih. antanl lain dengan p8jak pendapata~ yang 
sedikit-dikitnya f300. Angota dewan kota harUs pa1wn bahasa 
Be•eodl; Yaril meJakubn pcbljaan sefwi-harl admiJ.· <Iewan 
badMn. DewaR lobi j11m.iPpiDya di luar l-.wa ada 10 baah, kecuali . - . .I : . ~ . . 
deWIIIl di Sumatra · Timut, tcsemuanya mc:mpunyai ·mayoritas 
pribumi . 

. Mcll1Jz'ml aldair abad 19 pcrkembanpn administr.i sanpt 
pesat lwena banyak pelayanan ya111 perlu ctilelenaaDkan oleh 
pemerintah: 1897 urusan hutan-hutan: I 899, urusan per­
tambanpn; ~ekit* 1900 urusan bank kredit; kernudian secara 
berturut-turut diadakan dinas pertanian. perikanan; · k~inan. 
dinas kescbatan dan peternakan diperluu, ~ejak 1907 penpjar.an 
jup diperluas. Sehubunpn dengan expansi Iktivitu nepra maka 
c:tidirikan ·depmemen-depemmen baru. ~ Pada tahun 1904 Depar­
temen Pertani.an; 1907 Departemen Perusahaan-perusahaan Ne­
pra yang pada tahun 1911 beqabung menjadi Departemen 
Pertanian, lndustri dan Perdagangan. 

Dalam ranglca pelalcsanaan desentralisasi, secara berangsur­
anpur akan dibentuk provinsi dan kemudian kabupaten sebagai 
daerah otonom. Di mana provinsi belum terbentuk, tetap berlaku 
pelaksanaan undang-undang tahun 1903. 

h. Undan~undang dasar 

Perubahan pemerintahan mencakup jup rencana memper­
besar kekuas<l:tn kepada pejabat pribumi. Politik Etis bertujuan 
memajukan .-:1 kyat dan berhubung dengan bertambah besarnya 
biaya administrasi aJ:.t gagasan untuk menghapus dualisme dan 
mengganti pcjahat B~landa cten)!an pejabat Indonesia. Peiabat 

50 



tu1ont:sla t1dak la c:J bcnunf!Sl ·,..;[).n.!ai p~.·rni.Jsan ll.: tapi se b~1gai ala , 
admmtstrasi vang tei ,d 1 dil,~b.::.k~n , i;..~ri bimbin!!J11 pl· jabJ : 
Belantla lrmti'Ou~ din~?J Dcn):!J n demih.1an JUmlah asistcn-rc::siden 
dan kontrolirnya dapat dtkuran~i . PaJa umumnya olllvoogding 
tidak dapat berjalan lancar karcna aJa k<?khawatiran bahwa 
pejabat Belanda akan kehilangan huhun)!an dcngan rakyat sama­
sekali. 

Salahsatu bt!ntuk pclaksanaan dan pemb~rian otonomi 
kepada Hindia Belanda adalah persiapan-persiapan mendirikan 
Dewan Rakyat. Pada tahun 1907 oleh Fock diusulkan perluasan 
Dewan Hindia. Kemudian penggantinya, de WaaJ Malefijt pada 
tal1Un 1913 mengusulkan pendirian suatu Dewan Kolonial, 
beranggota 29 orang, diantaranya anggota-anggota Dewan Hindia, 
II anggota yang dipilih oleh dewan lokal, sebagian mewakili 
kepentingan Belanda dan sebagian lain yang diangkat, untuk 
membela kepentingan pribumi. 

Volksraad atau Dewan Rakyat menjadi baJan perwak.ilan 
berkeanggotaan 39 orang, 19 diangkat. Badan ini tidak mempu­
nyai kekuasaan legislatif hanya memberi advis antara lain 
mengenai keuangan. Pada tahun 1920 jumlah anggota menjadi 49 
orang, diantaranya 24 dipilih dan 24 diangkat, terrnasuk 8 
pribumi. Anggota Dewan Rakyat mempunyai kebebasan untuk 
mengecam aturan-aturan pemerintah. Dengan pecahnya Perang 
Dunia I timbullah suasana yang lebih demokrdtis. Bahasanya 
boleh digunakan ·bahasa Indonesia sebagai bahasa debat. Pidato 
dalam sidang-sidang perrnulaan sangat bersemangat, bahkan 
sering · revolusioner. mengandung ban yak kecaman terhadap 
pemerintah dan banyak kekecewaan-kekecewaan. kesemuanya 
mclahirkan perasaan anti-kolonialisme, anti-Belanda dan anti­
kapitalism~ . 

Perasaan ini meluap waktu di negeri Belanda ada pergolakan 
pada akhir Perang Dunia I, sehingga Gubemur Jenderal meng­
umumkan janji untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. 
Janji itu scgaa disusul dengan pembentukan Panitia Pcrubahan. 
Panitia ini dibcntuk pada tahun 1919 dan mcncakup wakil-wakil 
dari p~lbapi kep(' :Hin!!a n pc-li tik. Lapor:m memuat juga pen­
dar.a t - :';:>nJ~:p :.~ t y an ~ m..:nyin :p~l l1!;! d..:ng:.Jn nl L'nf!c mubkan tlua 
t 1 ~ ti y :~ :: .: !', _. i, - i-: : :· l!;;;~t K.·h · .. _ :Jan r-·m1 dJ t'indjh ke Indonesia 
LJJ:1 ; · ;: ::: : :- : ;·; !1 1: ::L1. p, ., J_, .. J ,J iu~~ · , 111~nL· . 1hup un::.ur-uns ur 
Pr· ·· · · : : .:.::, . ..; ..... L, ui ;-! .. ·~~ . - ~ '- ; · ·: .. : l ·· ,ti~ L ii . .J :: ...._'l'L'ii H·.: !JrJda LLln i-ii n~o.~ i;i 
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Bclanda perlu diatur kern bali, berdasarkan landasan baru; Dewan 
Rakyat perlu diberi kekuasaan legis:iatif; dan masih banyak 
usul-usul yang sangat maju. 

Undang-undang Dasar baru negeri Belanda dari tahun 1922 
memuat gagasan-gagasan seperti yang disarankan oleh Panitia 
Perubahan. Hindia Belanda diakui sebagai bagian integral dari 
Kerajaan Belanda. Pemerintah Tertinggi Hindia Belanda ada pada 
Mahkota, sedang pemerintahan umum dijalankan oh:h Gubemur 
Jenderal (scperti) yang diatur dalam undang-undang, kecuali 
untuk kekuasaan yang menjadi hak Mahkota (art. 60). Menurut 
artikel 61 konstitusi ditetapkan o1eh badan undang-undang di 
Negeri Belanda; badan perwakilan 1okal perlu didengar dahulu; 
kecuali hal-hal yang menjadi hak Mahkota pt!raturan-peraturan 
tentang urusan Hindia Belanda perlu ditetapkan oleh badan­
badan lokal. M.enumt artikel 62 semua peraturan olch badan­
badan lokal yang bertentangan dengan Mahkota dan kepentingan 
umum dapat ditiadakan dengan undang-undang. 

i. Tatanegara 1925 

Perubahan-perubaha.n dalam Undang-undang Dasar meng­
haruskan perubahan-perubahan besar dalam konstitusi Hindia 
Belanda. Regeerings Reglcment 1854 diubah menurut usul Fock 
pada tahun 1922. Kemu<lian. de Graaff mcngusulkan perusahaan 
dari Regeerings Re2;.'"t:f!lt.:nt 1854 itu yang diterima oleh Staten 
Generaal sebagai konstitusi (Staatsinrichting) pada tahun 1925. 

Rencana perubahan yang diusulkan de Graaff menim bulkan 
banyak ketidak-puasan baik di ka1angan kaum nasionalis maupun 
Belanda yang progressif. Mereka membentuk panitia untuk 
merumuskan suatu kenyataan tentang sistim politik di Hindia 
Belanda. Ketuanya Oppenheim dan anggota-anggotanya adalah 
Carpentier-Alting, Dr. Kleintjes ahli dalam Hukum Konstitt:si, 
van Vollenhoven-ahli hukum adat, Snouck Hurgronje ahli dalam 
Hukum Islam. Dalam kesimpu.lan laporan mereka dilancarkan 
kecaman terhadap usul resmi dari Panitia Perubahan yang hanya 
mementingkan perubahan undang-undang dan bukan penyeraha n 
pemerin rahan. 

Pad a tahun 19:!8 timbuiLlh ll iran pem b:1 ha ruan daLt m 
pemerintahan yang juga rerkcnal seb:\p i ·~ e rakJ n ontvougclir.g 
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(pcndewasaan) pamong praja pribumi. Dasar politik ini yalah 
prinsip protektorat, yaitu yang hendak membiarkan penduduk 
pribumi ada di bawah pirnpinan kepalanya sendiri baik yang 
diakui maupun yang diangkat oleh Pemerintal1 Hindia Belanda. 

Pada tingkat perkembangan pemerintahan waktu itu bupati 
yang sebenarnya menurut huku!TI ada di bawah "saudara tua", 
yaitu residen, dalam prakteknya telah menjadi bawahan asisten­
residen, dan melakukan tugasnya berdasarkan persetujuan serta 
kerjasama dengan kontrolir. Menurut kenyataannya kontrolir 
menjadi kepala daripara wedana. Dengan demikian bupati hanya 
secara resmi berkedudukan sebagai kepala pamong praja pribumi 
akan tetapi telah banyak kehilangan kekuasaannya. Sampai 
jatuhnya Hindia Belanda baru sepertiga dari tujuh puluh kabupa­
ten mengalami ontvoogdi'ng. 

Perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat ke arah 
:_dunia modern sebagai akibat kemaju<\fi perdagangan, perusahaan 

dan koinunikasi memerlukan diferensiasi serta spesialisasi dalam 
pelbagai kedinasan scbagai unsur pemerintahan modern. Lapang­
an pekerjaan pamongpraja ... ulai bersilangan dengan cabang­
<;abang pemerintahan lain, seperti dinas perta.nian, kehewa.nan, 
pekerjaan umum, perbankan, pengajar.m, kesehatan dan sebagai­
n-ya. Untuk mempertahankan ketentrama.n dan ketertiban diper~ -
lukan organisasi politis yang rapi sehingga pamongpraja tidak lagi 
memenuhi syarat. 

Di samping itu kedinasan-kedinasan baru didirikan, seperti 
dinas paja.k. dinas pajak tanah, dinas koperasi, dan krt!dit rakyat, 
dinas. kesehatan, dan lain-lain. Ba.nyak wewenang pamongpqja 
mulai-diserahkan kepada kedinasan-kedinasan itu. Sebagai coritoh 
yang menyolok yalah pemisallaJl pamongpraja dan pengadilan, 
dengan dihapuskan pengadilan QOlisi oleh pamongpraja d<Jn 
diganti dengan landgerecht, pengadilan negeri. 

Untuk mencap~ kemajuan dalam pelbagai bidang, seperti 
perdagangan dan kerajinan, diperlukan penyuluha.n secara luas 
kepada rakyat . . Selama dinas-dinas baru belum mempunyai 
hobungan erat dengan pamongpraja, penyuluhan itu tidak dapat 
mencapai rakyat Terasa seka.li ba.hwa soal penyuluha.n itu sangat 
memerluka.n perintara yang telah berabad-abad rn endapat 
kepercayaan rakyat, ya.itu pan10ngpraja. Dalam menyiapkan dan 
mengetrapkan peraturan perlu diikutsertakan dan dimint~1 
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nasehat mereka, bahkan kedinasan dilarang membuat 
peraturan-peraturan sendiri Y&nl mencapai bidaq pamofliPr.;a. 
Telah menjadi kenyataan bahwa spesialjSasj tidak menpraqi 
bahkan memperkuat peranan pam<Jilll)nUa. 

_ Tidak lama setelah d.i1a.ksanakan perubahan sejak tahun 
1926 meqenai pembagian atas daerah-daerah sangat terasa 
kepincangan serta kcsulitan-kestilitan yang tim buJ di Jcalangan 
pamongp• sehingp pada tahun 1931 periu diadakan perubah­
an laii· Jumlah residensi dikurangi menjadi 17. di mana-mana 
bupati -di dampingi oleh seonng asiaten residen, sedang jabatan 
kQntrolir diadakan lagi, bahkan kepadanya diperbantukan se­
orana a tau dua calon kontrotir. Perubahan terakbir. itu berhasil 
mempedruat kcdudukan bupati, YUII bubn Iaad merupakan 
"saudara muda .. dari resid~ tetapi berbdudukan se~ar deDpn 
dY. 

Di umping kedpdukannya dmm pemerintahan pusat baik 
gubemur maupun bupati ~ mempen>leb fuapi kepemimpinan. 
yaitu mlllinl-muing sebapi ketua dewan provinsi dan d~wan 
kabupaten, 1agi pula Jllaliq-niaina mer&IJikap ketua dari dewan 
harlan badan-badan perwakilan ~enebut. DalaJn susunan pamong­
pr.;a yang baru seorang residen bertugu mengawai pemerintah­
an kabupaten serta mengkoonfinuihn pelbapi-dinas kesejahte­
raan dan pemimpin pelabanaan perencanaan. 

Bupati mempunyai lcedudubn yang -dualistis: ia menjadi 
lcepala kabupaten baik sebapi kesatuan administrasi maupun 
sebagai daerah otonom. Tupsnya menjadi bertambah berat. 
bahkan menjadi lebih sulit karena ban-yak yang serba baru 
baginya, antara lain pimpinan umunr dalam pekerjaan umum, 
pengawasan keuangan lagi pula tugas yang berseluk-beluk sebagai 
ketua dewan kabupaten. Pada umumnya para bupati memp~yai 
kecakapan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan-tuntutan 
baru itu. 

Kedudukan asisten residen diturunkan, oleh karena ia bukan 
lagi atasan dari bupati, tetapi seoraJl8 "saudara mudanya", yang 
mendampinginya dalam pemerintahan sehari-hari. Disamping itu 
ia masih juga menjadi anggota dewan kabupaten dan dewan 
hariarulya. Para kontrolis mempunyai lingkungan pekerjaan sama 
dengan kepalanya, yalah asisten-residen . la bertugas untuk lcbit: 
banyak membuat hubungan dengan anggota-anggota pamon~­

praja bawahan dan lebih mengalami kehidupan di desa-dcs 3. 
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Pada akhirny~( 'f,'ara Wedana dan Asisten Wedana sebagai 
· uris;u-r terbawah dan hierdrkl- birokrasi ternyata menjadi dasar 
bag(pemerintahan. Pada merekalah terletak kewajiban yang berat 
untuk' -melaksanakan peraturan-peraturan di daerah pedesaan. 
Baik sebelum maupun sesudah perubahan pemerintahan tang­
gungjawab rriereka ' semakin meningkat, maka semakin terasa 
tuntutan- untuk: nieinpertinggi tingkat pendidikannya. Di daerah­
.!aerah Iuar Jawa perkembangan pemerintahan menunjukkan 
perbedaan. Karena jarang penduduk.nya, struktur masyarakatnya 
dan lembaga-lembaganya, lagi pula perbedaan badan pemerintah 
pribumi, maka susunan pemerintahan berlainan dari yang ter­
dapat di Jawa. 

Di Iuar Jawa terdapat masyantkat-masyarakat adat yang 
hid up dengan penuh kesengsaraan, tam bahan lagi ada ban yak 
sekali daerah-daerah dengan pemerintahan sendiri(zelfbesturende 
landschappen). 01eh karena intensitas pemerintah Belanda ku­
rang daripada di Jawa, maka juga kurang terasa pengaruh dari 
proses desentralisasi. spesialisasi. dan ontuoogding seperti yang 
dilakukan di Jawa. 

Sete1ah pendirian gubernemen Maluku pada tahun 1926 
mengalami kegagalan, barulah pada tahun 1938 diadakan tiga 
provinsl atau eilandgewest, yalah Sumatra, Borneo (Kalimantan) 
dan Timw; Besar,. dengan berturut-turut ibukotanya Medan. 
Banjannasin dan Makasar. Provinsi Sumatra dan Borneo masing­
masing mempuny~i satu "masyarakat kelompok". lengkap de­
ngan dewan pc::rwakilan dan dewan hariannya, di bawah pimpinan 
residen sebagai ketuanya. Di setiap keresidenan terdapat pdbagai 

· dinas khusus, antara lain pekerjaan umum, kesehatan rakyat. 
kehewanan, pertanian, yang masing-masing dipimpin oleh inspek­
tur daerah. 

Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan 
pemerintahan sendiri (zelfbestuur) baru mulai dilaksanakan 
beberapa tahuri sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu dengan 
memulihkan pemerintahan sendiri · di Sulawesi dan Bali. Dari 
perkeinbangim pemerintahan dalarn abad ke 20 nyatalah bahwa 
pemerintahan tidak lagi bersifat patriaka1 namum belumlah dapat 
dikatakan bahwa demokratisasi telah berkembang deng:.m pcsat­
nya. Di luar Jawa perubahan administrasi menunjukkan perbeda­
an menyolok dengan perkcmbangannya sejak 1900. Diciptakan­
nya birokrasi y3ng ada di ba·.vah hegemoni pamong praja Eropah. 
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Desentrahsasi bertUJUan untuk menghapus sisa-sisa dan 
masyarakat tradisionil yang menghalang-halangi perkem hanga n 
administrasi modern , seperti masyarakat-masyarakat adat 
Kemudian diciptakan di Jawa bagian-bagian tentorial yang 
setengah otonom, sedang di luar Jawa pengurangan " dacrah 
pernerintahan sendiri" sejak 1914. Dengan diciptakannya masy~ 
rakat kelompok tgroepgemeenschap) pada tahun 1936 sebaga1 
unit administratif dihidupkan kcmbali kesatuan-kesatuan kuno 
yang sepcnuhnya aua di bawah kekuasaan pamong praja Bdan­
da. 

Dalarn dasawarsa ter.tkhir pemerintahan Hindia Belanda . 
semboyan modernisasi dalarn administrasi dihubungkan denga n 
menghidupkan kembali prinsip Belanda yang terkenal sebagai 
pemerintahan tidak langsung. Anakronisme feodal ini dihenarkan 
oleh pemerintah kolonial dengan menunjukkan kepada prinsip 
etnisitas (kesukuan)' sebagai dasar pemerintahan dan bukan 
prinsip teritorialitas. Pandange&n Belanda ini tidak menghendaki 
kalau "unsur asing" disuntikkan ke dalarn struktur administrasi 
di luar Jawa. maka dari itu kedudukan kepala adat dikembalikan 
lagi sebagai bentuk dari apa yang mereka sebut "bentuk beba-.. 
dari desentralisasi". 

Pada waktu menjelang Perang Dunia Kedua kekuasaan 
kolonial sangat kuat. pimpinan pusat semakin ketat. maka 
menjadi semakin samar-samar gambaran masadepan Hindia Bdan­
da. H.al . ini dcngan nyata sekali dapat dilihat dari pernyataan 
Gubernur Jenderal de Jonge pada tahun 1936, yang menggambar­
kan bahwa suatu otonomi baru dapat diberikan kira·kira tigaratus 
tahun kemudian ! 

Baik segi sistim pcmerintahan tidak langsung maupun dari 
segi dualisme St:bagai hakekat masyaraka t kolonial. b i da n~ 

hukum dan peradilan di Hindia Belanda juga terdiri atas J u;1 
bagian yang masing-masing mencakup lingkungan yan)! bcrbed;1 
sekali. Pada satu pihak ada pcngadilan gubcrnemen J an p..td <J 
pih<1k lain pengadilan pribumi . Bai k d;.d am. Pcraturan P,::nen n t:J!: 
dari tahun I R54 kt!mu di<ill t l<JL.i1 11 pnat uran Hin di a d;m taiw :-, 
1925 pcmba_.: ian at.1s Ju:.t bag.iJn it u L tap IJcrbl--u . 

Pengadil an ~whcm ..:m~·n d !i11 .JSLI KkaJJ okh P L' Ill:rJ Jl l. l 

ko loniai LiJil J ija l;l!l kar; uic r: f' C f!. i\~JI Jlc' ll1 t: f i!; t a!l ill~: ll '. •r tl: 
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" ' .::nui1lt hukum adat yang pada umumnya udak rcrtu! is. SetL a .h 
h wa dan Madura. ada dibawah pengadilan gubememen terk~cuali 

Surakarta dan YogyaRarta; sedangkan diluar Jawa, 3/4 dari 
Sumatra, l/2 dari Kalimantan, Bali, Lombok, Nusatenggara 
sduruh, 7/ 8 dari Sulawesi, Seram dan Tern ate seluruhnya. 

Pada tahun 1819 didirikan Mahkamah Agung (Hoog­
Gerechtschof) antara kekuasaan pemerintahan dan pengadi!an. 
PJda tahun 1848 Mahkamah itu mendap~t kekuasaan mengawasi 
pengadilan di k-.va dan baru pada tahun 1869 berdasarkan 
Kc;-~1tusan Raja pada pegawai pamong praja dibebaskan dari 
pengadilan pribumi, meskipun karena kekurangan tenag.a ahli 
hukum baru pada tahun 1891 semua pengadilan negeri diketuai 
olc!h ahli. huku·m. Sesudah tahun itu masih ada pengadilan hukum 
pidana yang dilakukan pamong praja selaku hakim polisi. Pada 
tahun 1914 pengadilan ini pada prinsipnya ditugaskan kepada 
hakim negeri. 

Secara resmi pada tahun 1918 berlakt1lah hukum pidana 
Hindia BeJanda yang didasarkan atas satu kitab undang-undang 
baik bagi orang Eropah maupun orang pribumi. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan. bahwa mcnurut 
nyatanya politik kolonial dan tindakan Belanda berjalan di atas 
garis yang telah dibuat oleh Komisi Soal-soal Mandat. Sesuai 
dengan prinsip-prinsip sistim Mandat Rangkap , maka secara 
berturut-turut Belanda bcrusaha men~adakan perubahan­
perubahan di bidang pemerintahan dalam negeri, memajukan 
kcsehatan, pendidikan dJn syarat-syarat kerja, dan mem beri 
C1:>ilitas-fasiliras yang diperlukan bagi pengembangar~ sumber­
sumber alam. Menurut pemyataannya. Belanda ingin menganggap 
di rinya sebagai rnandataris di Hindia Timur dan ingin melaksana­
kan tanggungjawab yang dualistis pada kekuasaan yang meng­
awasinya. 

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitas-realitJs 
kolonial. Telah kita lihat, bah wa jurang yang Iebar memisahkan 
kata-kata pada rumus politik yang muluk-muluk atau ideologi 
kolonial dari tindakan kolonial sehari-hari. Pem bentukan Dewan 
Rakyat seakan-akan memberi kesan, bahwa prinsip mehentukar. 
;: ;;:;ib senJiri dan pemerintahan sendiri telah dilaksanak:m, teta o r 
k.J rena komposisi dan fungsinya, Dewan Rakyat tictak dapa t 
diharapkan untuk bertindak, baik sebagai perwakilan maupur; 



sebagai pemerintahan sendiri yang bertanggungjawab. Semcnt:!~ il 

itu Belanda mengadakan perlawanan terharap kaum nasional!s 
dengan anggapan, bahwa mereka itu tidaklah mewaKili rakyat. 

Cara Belanda memecahkan masalah sistim Mandat Rangkap 
yang tidak munskin dipersatukan menunjukkan, bahwa kepen­
tiAgan penduduk pribumi ditempatkan di bawah kepentingan 
dllnia lliar pada umumnya dan negeri induk pada .khususnya. Di 
dalam politik kolonialnya Belanda tidak mau dengan senang ha ti 
memberi pertanggunganjawab kepada protektoratnya, karena 
kepentingan pribumi tidak pernah dipandang sebagai faktor yang 
penting. Sebaliknya, kepentinpn kapitalis-kapitalis raksasa, yang 
menuntut jaminan bqi usaha .Barat di Indonesia. lebih didahulu­
~ duipada kepentiqm umum peaduduk pribunii. 

A.kbimya dapat ditujubn, bahwa likwidui koloniali.sme 
Belanda dilebabbn oJeh dua kekuatan utama: setelah P.O. II 
masalah kolonial menjadi masalah dUDia intemasional: 
nasionalisme dapat menaerakkan kekuatannya untuk mdawan 
kembalinya koloaialilme. Tindakan Belanda itu dapat kita 
utarakan sesuai denpn tat.kata Burke "A great empire and 
little minds go ill together". 

B. PERKEMBANGAN POLITIK KESEJAHTERAAN, 
1900- 1918. 

1. KemDVsotan politilc etis dan.politik asosiasi 

Periode sejak 1900 sampai akhir Perang Dunia I menyaksi­
kan perkem bangan yang pesat dalarn bidang ekonomi, sosial dan 
politik. Meskipun negeri Belanda apabila rubanding dengan 
negara-negara lain dalam urusan daerah jajahannya agak terlam­
bat. kegiatannya dalarn masa itu cukup menghasilkan kemajuan. 
sehingga tepatlah apa yang dirumuskan oleh Mayer Ranneft 
bahwa zaman itu ditandai dengan Etheik. Economie en Orde. 

Gerakan pasifikasi daerah-daerah luar Jawa mempunyai 
pengaruh besar dalam keamanan. ketertiban serta kcmakmuran 
daer:Jh-daaah itu. Perusahaan-pcrusahaan bcsar. serta HVA . 
BPM . th n KPM . di!nana-mana mcn ~·gantikan peru~ah:l :.i · 
perusahaan pcrs.:orangan yang kecii se rta bcrhasil mempergc!· 
produks; se,· tra besar-b·-· : ·•r:ln . l\l esk1p un rv~ !ir i~ ,' intu : ;·· · . 



tetap dipertahankan, akan tt:tapi mulai tampak di kalangan 
pengusaha Belanda suatu· gerakan Neo-Merkantilisme, yang ber­
usaha untuk memegang pirnpinan pemsahaan di tangan Belanda 
sendiri; Proteksionisme ini dijalankan untuk mengelakkan penga­
ruh yang semakin besar dari kapitalisme internasional yang 
hendak menanam modalnya di Indonesia. Kalau pada tahun 1909 
dari investasi llh milyar gulden satu milyar adalah modal 
Belanda, pada tahun 1913, 50% dari dua rarus juta milyar adalah 
milik Be Ianda dan pad.a tahun 1929, 56% dari 640 milyar, sedang 
modal Inggris ada 19%, 11 % milik Perancis, 8% milik Am erika 
dan 2% milik Jepang. Dalam menghadapi persaingan besar antara 
negara-negara besar d.alam mencari daerah jajahan maka negeri 
Beland.a terpaksa menjalankan politik "pintu terbuka" jadi tidak 
semata-mata karena dasar politik liberalnya. Meskipun ajaran 
liberalisme pada umwnnya masih dianut, namun pemerintah 
Hindia Belanda secara aktif menjaiankan exploitasi pelbagai 
usaha pertarnbangan, seperti tirnah, batubara, minyak tanah ; pula 
dalam membangun komunikasi, yaitu pos, telegrap, telepon dan 
kereta-api. 

Kalau eli satu pihak alat komunikasi yang berkembang 
sangat cepat mendorong expansi ekonomis itu, pada tidak lain 
struktur pemerintah sangat menghambatnya, antara lain karena 
ada sentralisasi yang sangat kaku. Ma~'sejak akhir abad 19 sudah 
terdengar kritik keras terhadap pemerintah Hindia Belanda dan 
tuntutan untuk mengadakan desentralisasi. Kecuali itu otokrasi 
juga merajalela eli kalangan pemerintah Hindia Belanda sehingga 
sangat terasa dominasi para pegawai pemerintah. Kekuasaan 
pegawai yang sangat besar itu menirnbulkan julukan bagi Jawa 
sebagai le paradis des fonctionnaires. 

Untuk melancarkan usaha-usaha yang menyangkut adminis­
trasi pemerintahan terutama pad.a tingkat daerah, sangat diper­
lukan deSentralisasi sehingga kepentingan-kepentingan daerah 
dapat eliperhatikan. Lagi pula sistirn administrasi yang otokratis 
perlu elidobrak dengan pembentukan badan-badan perwakilan 
yang dapat memberi suara dati . pihak umum, seperti dewan 
kabupaten, dewan provinsi dan dewan rakyat. 

Di samping itu di Negeri Belanda kebanyakan dari pejabat­
pejabat tinggi yang mengurusi soal-soal Hindia Belanda tidak 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang Hindia Belanda 
sehingga terpaksa menyandarkan diri pada saran-saran itu yang 



tidak terlepas dari kepentingan gotongan-golongan tertentu, 
seperti dari para pengusaha atau pemimpin tentara. Perhatian 
tokoh-tokoh politik dibangkitkan lwena ada permasalahan­
permasalahan kolonial yang diperdebatkan di Parlqnen untuk 
menentukan anggaran belanja bali daerah j~ahan. 

BeiSamaan denpn aerakan politik kemunduran kemakmur­
an atau denpn politik etis, telah dilancarkan: 

1). perobahan sistim pemerintahan; 
2). politik desentralisasi; 
3). otonomi Hindia Belanda terhadap neaeri Belanda. terutama 

dalam statusnya sebap.i badan bukum; 
4 ). pemisahan · 8J1IIU'8I1 beluU& neaeri Beland& dan Hindia 

Belanda. 

Masa selama duapuluban tahun ini menyakrikan: I). expansi 
kolonialisme yan1 dileltai merkantilisme buu; 2). produbi yang 
semakin meninJkat; 3). perhatian pemerintah dalam bidang 
sosial. 

Perkembanpn yana pesat dalam bidans industri agraris, 
pertambanpn dan penpnakutan telah dimunakinkan oleh ke­
amanan yang dapat diciptakan karena pasifikasi daerah sangat 
berhasil. Tanah serta tenap yang murah merupakan kondisi yang 
meriguntungkan bagi modal Belanda dan modal intemasional 
untuk membuka pelbagai perusahaannya. Hasil kemajuan ekono­
mis itu tidak menimbulkan pertumbuhan sosial, yaitu pada 
penduduk tidak ada pertumbuhan modal dan penabungan oleh 
karena tingkat kehidupannya tetap rendah. Diferensiasi sosial 
yang timbul karena perkembangan itu terutama terbatas pada 
lapisan atas, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang 
produksi. Bahkan penduduk temyata semakin tergantung dari 
pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa tanahnya dan 
pembeli tenaganya. 

Akibat dari perkembangan itu yang sangat menyolok yalah 
perbedaan ekonomis yang sangat besar an tara golongan Barat dan 
golongan pribumi. Hanya scgolongan ke~.:il kaum pribumi mem­
perolch keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat 
kolonial itu . yaitLi golong<ln pegawai nt:gcn uari pdbagai keumas­
Jil dan pamongpr;;Ja . 

Da lam bidan;! peme n n tahan . r' J m c :1!!Pr:•._!J E:-opah hercug :1 ~ 



mengawasi pamongpraja pribumi akan tetapi dalam prakteknya 
mempergunakan sebapi alatnya. Semakin lama semakin besar 
campurtangan mcreka dalam soal-soal kecil. sedangkan kepemim­
pinMl serta kekuuaan pamongpraja sebagai pegawai semakin 
dibatasi, ma.ka tepatlah apabila dikatakan bahwa mereka dalam 
keluarga pamongpraja boleh dianggap tennasuk katagori anak­
anak dan pembantu-pembantu. 

Pada umumnya jarak antara golonpn sropah dan masyara­
kat pribumi menjadi semakin bcsar. Dalam pe1bagai bidang. 
ekonomis, sosiaJ dotn politik. diskriminasi berdasarkan wama 
kulit semaldn kuaL Dengan demik.ian posisi kekuasaan serta 
hak-ha.k iatimewanya hendak dipertahankan. Sendi-sendi masya­
rakat koion.ial ini .mulai terancam oleh gerakan emansipasi dan 
kemudian aerakan nasional kaum intelektuiJ golongan pribumi. 

Pendapat-pendapat baru meqenai tangungjawab pemerin­
tah kolooial mendorona para penauasa kolonial untuk memper­
hatikan keadaan SOiial ~n economi yang serba terbelakang di 
Hindia Belanda. Pdbapi pennasalalian dicarikan pemecahannya: 
soal pauperisasi, kesehatan ralcyat. kerja · rodi, exploitasi rakyat 
di tanah-tanah partikelir, pemencaran apma Kristen. pendidikan. 

Dalam duawana pertama ~!bapi peraturan dan 1embaga 
diadabn, seperti ,cfi:na pepdaian pada tahun 1903. 1umbung 
desa pada tahun 1901: pada tahun itu jup didirikan bank kredit 
dan bank koperasi: penppusan kerja rodi secara berangsur­
angsur dan yang terakhir pada tahun 1918. 

Dalam bidana penpjaran terjadi perkembangan yang pesat. 
Pada akh.ir abad 19 terdapat 72 I sekolah rendah dengan 
131.000 orang murid. Pada tahun I 907 sekolah ke1as II diperluas 
dan didirikan sekolah ke1as I denga.n pel~aran bahasa Belanda. 
Sejak 1912 jenis sekolah ini diu bah merijadi HIS ( Holltmdsche 
lnltmtbche School). Perluasan penpjaran tingkat atas terjadi 

. secara berangsur-anpur, pada t8h\m 1902 STOVIA didirikan; 
pada tahun 1913_ NIAS dan setahun kemudian sekolah dokter 
hewan. sedang tT.tda. tahun 1927 seicolah kedokteran diubah 
menjati GHS ( Genees/cundige HoogeschooiJ. 

Proyek Kesejahteraan Rakyat juga meliputi kesehatan rak­
yat yang 5ecara khusus akan diurus oleh suatu Dinas Kesehatan 
Umum sebagai suatu bagian dari Departemen Pendidikan . 
Dalam abad 19 pihak pamong praja telah menja1ankan pencacar­
an dan penyuntikan dan sejak 1851 telah mempunyai tenaga inti 
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terdiri atas dokter-dokter Jawa. Karena timbulnya wabah pada 
tahun 1911 mulai banyak anggaran belanja yang dignnakan 
untuk mendirikan rumah sakit. apotik, pencacaran, perbaikan 
perusahaan. dan sebagainya. Hasil dari usaha kesehatan rakyat 
tampak pada merosotnya angka kematian yang tidak -Iebih dari 
duapuluh per ribu. 

Seperti dalam bidarig pendidikan, daJam lapangatfkesehatan 
rakyat pihak zending dan missie menjalanka.ii Regiatannya untuk 
mcmbantu mempertinggi kehidupan rakyat di samping usahanya 
mernencarkan ajaran agamimya. Sejak I 909 kegiatan missie 
Kristen semakin Iuas terutama .dalam bidang pendidikan dimana 
sekolah-sekolah missie mendapat pengakiJan pemerintah dan 
sering pula mendapat bantuan. 

Usaha untuk menjalankan pripsip-prinsip Kristen dalam 
pemerintahan seperti "Surat Edaran. Mingguan" dan .. Surat 
Edaran Pasar" yang melarang segala kegiatan resmi pada hari 
Minggu. menimbulkan kegelisahan penduduk yang tidak me­
ngenal -nilai atau prinsip itu daJarn - lingk:ungan :budayanya. 
Sudah ~arang tentu politik kristenisasi ini mendapat oposisi dari 
ummat Islam yang dipelopori oleh organisasi Muhammadiyah. 
Seperti diketahui organisasi ini kemudian melancarkan kontra­
aksi yang berupa pendirian lembaga-lembaga humaniter, seperti 
sekolah-sekolah, klinik , rumah yatim-piatu. 

Perkembangan yang didasarkan atas politik-kesejahteraan 
rakyat serta pclitik asosiasi mcnirnbulkan golongim intelektuil 
yang penuh dengan kesadaran akan diripya seita keadaan yang 
serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah dari gerakan 
yang dilancarkan <?kh kaum intelektuil itu suatu faktor yang 
merupakan kekuatan sosial baru. 

Apabila selama masa 1900 - 19 I 4 ada suasana baik 
terhadap haluan politik etis dan tidak banyak terdengar kritik 
t~rhadap politik itu, sejak. 1914 masyarakat mulai bergolak dan 
banyak dil aiicarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis gagal. 
Dalam kecaman itu juga diutarakan bahwa politik paterna1istis 
yang bersemboyan ches l'OUS, sour mus. sa1is vous tidak memper­
rutungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada 
mereka. 

Polit ik asosiasi mcncita-citakan suatu masyarakat Indonesia 
di mana dua golongan yaitu Eropah dan pribufl'J akan dapat 



hidup berdampingan di daiam mJ:>y<i rakJ t itu . G t~ long:w pribumi 
yang. telah mendapat pendidikan Barat akan dapat ol!kcrjasama 
dengan golongan Eropah, maka berdasarkan gagasan ini jumlah 
sekolah Bar.at perlu diperbanyak agar kerjasama itu dapat dibina 
sebaik-baiknya. Dengan munculnya pergerakan nasional itu ma­
ka politik asosiui praktis kehilangan dasar existensinya. Perkem­
bangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan kearah r-ctdikali­
sasi, baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropah. · 

· Suatu politik "Berjalan bersama tetapi terpisah" (Geeheiden 
: $lllnettgtulll) seperti yang dianjurkan ofeh politik etis temyata 

tidak dapat dipertahankan. Gejala kolonial memang merupakan 
:pertemuan (konvergensi) dua w1sur yana pada hakekatnya 
terpiSafi. · maka p61itik asosiasi merupakan pengelabuan diri­
sendiri . da.n pada hakekatnya milik kolonial tidak dapat diper-
tahankan. ·' 

· · Politik etis timbul kecuali karena ada 'perasaan dosa' 
temadap politik kolonial dafam masalampau juga karena ada 
kesadaran akan keadilan dan rasa tanggungjawab atas kesejahtcra­
an rakyat. Di samping itu. politik ini perlu mernberi kelonggaran 
kepada modal kolonial untuk bergerak. 

· Lahirnya pergerakan nasional juga memberi arah kepada 
politik kolonial terutama·sebagai kekuatan yang sadar akan nilai 
dan kekuatan sendiri, setta yang mernpunyai cita-cita untuk 
hidup yang bebas. Faktor yang membuat gerakan ini kemudian 
menjadi ·lebih radi~ yalah katena oposisi yang dilakukan 
ditandai olch perbedaan ras sedang k~bebasan diberi nilai lt:bih 
tinggi dari kesejahteraan. · 

· Dafam menghadapi masalah pergerakan nasional itu pe­
merintah kolonial terpaksa meninjau kembali politilcnya. Perlu 
ditetapkan l'ctgi pendirian baru, acara baru serta pemikiran baru · 
mengenai hubungan antara negeri induk dan jajahannya. Pen­
dukung suatu pofitik emansipasi menganjurkan untuk mengganti­
kan politik bevoogding (melindungi sefaku wali) menjadi politik 
ontvoogdlng (me~dewasakan). 

Selaras dengan itu tidak akan dilakukan kekuasaan saja 
tetapi lebih banyak menahan diri dalam menjalankan pemerintah­
an dengan mengurangi aktivitas, tidak terlalu menonjolkan dirt 
dan menunjukkan sikap sabar. Golongan yang menyokong politik 
indianisasi memandang bahwa nasionalisme h~ndaknya dihadapi 
dengan mduaskan lembaga·lembaga pengajaran. ala t-alat pe· 



merinta.han daJam bidang sosial dan menceg;~h p~nggunaan 

ukuran BarcH. 0\!ng .. n dcmikian secantlangsung dikehendak.i apr 
nasionalisme Indonesia diakui secara resmi. 

Dalarn kenyataannyM pendirian para penguasa kolonial. 
khususnya pard Gubemur Jenderal, menunjukkan keraau-r.auan 
· · b.lau bukan kekbawatiran. Golonpn serta keprit.dian meteka 

juga menjadi faktor- penentu basi sitap politiknya terhadap 
peraerabn nasionad. Tanaapan-tauaapan serta tindak•n­
tindakan mereka mencenninkan dimana pendirian mueb dan 
seberapa jaul1 mcn:ka henikap Pf'OIIRSit", moderet ataupun 
koDSelVatif dan reaksiODCr. 

Boedi Oetamo yea JKDjelmabn ppun untuk IDf'--..i 
kem~ cWi perkembapn yana hmDonis di fUndia Belanda 
serta memuatbn perhatiaa bpadl patualan · ~ pcl'­

kembenpn lelmik dan iDdustri, 1erta rerivalilme budaya pri­
bumi, tidak 1DCIUP"'an • nan politik ·tem•'8P peweaiiitUan. 
kolonial, sebiqp an..- ..__.. _. dilolujui olcb pca~e-
rintah pada taL 28 .Daeinber 1909. 

Lain halnya deftiiiB Sarebt 1tMm YIN denpn ~ 
keapmaannya memptinya.i potenslluubiasa WltUk JDelllbimp.an 
pengikut di antara rakyat kebanya.kan. Meakipun tujuannya 
mencakup kegiatan sosial-economis, menertibbn kehidupu · ke­
agamaa.n. mempertingi tarc1f kehidupan ralcyat pada urnumnya, 
pula menganjurkan kepatuhan kepada pemerintah, penguasa 
kolonial menyadari sepenuhnya kekuatan organjsas:i masa itu 
sehingga berkebenstan untuk menyetu~.pendirian Sarelcat Islam 
sdaku organisasi n~ional. Disangsikan apalcah pernimpin­
pemimpinnya mampu mengendalikan pcnaanut-penpnutnya se­
l'1lra terpusatkan pada pengurus ~mya. Yang disetujui yalah 
Sarekat blan1 selaku organisasi lokal yang berdiri sendirHendiri. 
Dengau menunju~kan kepada penyimpangan·penyimpangan dan 
e:~s·ests yang terjadi dimana-mana sekitar pergerakan Sarekat 
lshun itu. Pemerintah Belanda mencoba menyembunyikan kc­
takutannya terhadap p~rkembangan baru dalam 1masyarakat 
Indonesia dan men~'Unakan timbulnya gejala-gejala yang kur.mg 
baik dalam organisasi Sare.kat Islam sebagai alasan untuk menolak 
pt•nnohonannya. Terutama dari pihak yang konsen-atif, seperti 
kebanyakan dari kaum pamongpraja Eropah dan kaum pengusaha 
swasta telah ditunjukkan kl:!bingungan serta kegelisahan terhadap 
gl:!rakan itu . Han ya tokoh-tokoh seperti Gonggrijp, residen 
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Rembang, Snouck HurtrronJe sdaku pcn~s~hat pem~rintru'1 , .jan 
kemudian pc:nggantinya Rink.es, mcnyarankan agar orga.nisa51 it.; 
diakui s;Ua. katena gerakan itu dapat d.ipandang sebagai cara-cara 
untuk melahirkan iteudaran serta harapan atau cita-citanya. 

Tindakan pcmerintah kolonial tt~hadar Imh.~·he Partij yang 
dipimpin oleh Douwes D~klccr. Soewardi Soeryaningrat ·dan 
Tjipto Mangunkusumo lebih tegas lasi. Aksi politik radikal yang 
dilancarkan oleh lndische Partij ter.tng-terangan menghendaki 
apr peln1:rintah kolonial harus diakh.iri dan mengecapnya sebagai 
despotis. Para pemimpinnya dibuang dan organisasi dibubarka.r1. 

Pe..:ahny11 Perana Dunha Pertama (1914 ..:.. 19IH) m~mttawa 
penpruh besar pada situasi kolonial daJi timbullah masalah· 
masalah tcntana muadepan hubunsan kolonial. Pada umumny~ 
suasana di antara rakyat cutup baik, bahkan dari mana-mana 
disampaikan pemyataan setia kcpada pemerintah Belanda. Di-

. samping pemyataan loyalital itu jup timbul p.:rsoalan sc:kitar 
cara-Qnl mcmpertahankan Hinilia BclMnda. Budi Oetamo dalam 
kongresnya di Bandung pada tahun 191 S · m~nyarankan agar sval 
renecrahan milisi untuk pcrtahanan ~cndaknya dibicarakan oleh 
suatu. lembap perwakilan yang mernpi.myai hak legisJ;-; tif. Per­
St:rik.atan Bupati menyarankan lembaga yang mempunya.i ilak-hak 
menyarankan. hat interpelasi dan enquete. 

Panitia yang kemudian didirikan dan d.ikenaJ sebagai Panitia 
lndie Weerboar.· (India herketahanan) tcrdiri atas pelbagai p~r­
serikatan pribumi yang terkemuka." Kedudu.kan panitia menjadi 
sangal Jemah oJch karena banyak perbedaan paham di ant:~ra p;;:ra 
anggotanya. 

Dari gerakan lndie Weerbaar itu tampak dengan jelasnya 
twttutan serta tujuan Pergerak.an Nasional dan bagaimana pecan­
an yang dimainkan oteh pemuka-pem~k.a pribumi dalam masya­
ra.kat di masadepan. Ditambah ol~h kegelisahan yang limbul 
karena .keadaan ekonomi yang semakin memburuk selama perang 
itu maka mulai tampak sifat radikal dalam Pergerc1kan Nasional. 
yang akhirnya terwujud daJam Kons~ntrasi Rad.i.kaJ. Tuntuta.n 
ger.tkan ini tidak lain dan tidak bukan yalah pembentukan suatu 
parlemen yang lengkap hak-haknya. 

Sejak pergimtian abad telah timbul gagasan baru teutalli? 
penjajaha.n. antara lain paham yang berlawanan Jengan tujuan 
VOC yang hanya hendak mcngumpulkan devidend (keuntungan) 
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sebesar-besarnya dari daerah jajahan. Ticiak disetujui juga pen­
dapat bahwa dacrah jajahan hendaknya dimanfaatkan bagi 
penjajah. 

Pa<'a satu pihak sistim kolonisasi jelas tidak sesuai dengan 
keadaan. baik di Indonesia maupun d.i. Nederland. pada pihak laiu 
sistim asimilasi yang mengharuskan adanya pen;amaan keduduk­
an belum dapat dijalankan. Jalan lain yang · tebih sesuai yalah 
-:istim asosisasi yang menghcndaki hubungan antara pribumi dan 
golongan Eropah sebagai sahabat sekutu, yang saling membantu 
mencapai kemajuan. Diantara mcreka tidak dikenal hatasan­
batasan perbedaa.n ras. 

Oleh karena dipandang mustahil, pelaksanaan· altematif lain 
yang menuju ke suatu kesatuan tenliri ata.co pelbagai golongan­
golongan itu. maka politik asosi~si dianggap paling tepat. Semua 
pendu~uk mempunyai tempatnya . dalam mil.-;yarakat Hindia 
Belanda dengan hak·hak yang · sar.ia dan masing-masing inem-· 
punyai fungsinya sendiri serta nilai-nilainya sendiri . Semua 
golongan mempunyai tujuan sama, hanya dalam mencapai tujuan 
itu golongan-golongan itu bergerdk secan1 tcrpisah-pisah. 

Tujuan politik asosiasi hendak menyalurkan aliran-aliran 
paham dalarn dunia pn"bumi dan menjebatani paham yang 
berlawanan. tiruan atau penyesuaian. Masyarakat Hindia Bclanda 
pcrlu bcrlandaskan pada· persamaan kedudukan dan saling hor­
mat-menghormati. Alat yang sangat utama untuk mencapa{sistim 
asosiasi itu yalaJI pengajaran. 

Salahsatu tujuan da!am sistim asosiasi yalah pengembangan 
budaya Belanda. an tara lain mclalui pengajaran. Meskipun peng­
ajar,m adalah tugas pokok pemcrintah tetapi inisiatif swasta 
hendaknya diberi kesempatan berkembang. Dengan menyebar­
tuaskan pengajaran Bahasa Belanda. dapatlah pelajar dicakup 
dalam dunia pikiran Nederland. 

Kesatuan seperti yang digambarkan oleh kaum asosiasionis 
tidak memperhatikan perbedaan-perhed<ian besar dalam budaya 
pelbagai golongan. Ke~uali itu terdapat pemisahan-pc::misahan 
kuat dan sebaliknya temyata tidak ada ikatan ekonomis maupun 
politis. 

Mereka menunjukkan bahwa unsur yang menjadi ikatan 
yalah unsur Belanda pada umumnya. dan pendidikan Belanda 
khususnya. Dalam hal ini ada kemun gkinan untuk menyusun 
suatu soli daritas yang tnl!merlukan suatu rnilik budaya bcrsJ ma. 

(j l) 



Dalam hubungan ini dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia 
tidak mempunyai isi dan kekuatan yang dapat mendorong 
kepada tindakan-tindakan yang berarti. 

· Seperti apa yang inenjelma sebagai organisasi politik, Poli­
tiek Ekonomische Borld (PEB)., tokoh-tokoh dari pelbagai agama, 
golorigan etis dan ras serta pelbagai haluan -- orien tasi politik 
kanan dan kiri , tergabung di dalamnya. Yang menj"adi dasarnya_ 
yalah pimpinan Belanda yang kokoh dan yang perlu dipertahan-
kan . dian tara pelbagai golongan penduduk~ 1 · 

Kesatuan yang dikehendaki dalam sistim asosiasi selalu 
digambarkan suatu kesatuan dalam kerang.ka kolonial, yang 
.sebagai ikatan politik lebih marnpu mempersatukan dari ikatan 
kulturil. Gagasan . bahwa ikatan politik ini dapat . diwujudkan 
sebagai suatu stiuktur politik atas (bovenbouwJ oleh pemcrintah 
kolonial Bclanda menjurus kc suatu konservatisme yang hcndak 
mempe~hankan sistim koloryial itu. Selanjutnya pelbagai kesatu­
an etis. kulturil dan politik dari masyarakat-masyardkat regional· 
tradisionil dapat dijadikan onderbouwnya at;:~u struktur-bawah-
nya. 

Pertanyaan yang timbul yalah apakaJ1 aspsiasi antara Barat 
dan Timur dapat didasarkan atas landasan politik st:perti itu '? 
Pihak yang lemah atau yang menjadi struktur-bawah hanya akan 
menjad.i alat u11tuk meru:apai tujuan golongan di atas. Di sini 
menjadi jelas b'allwa sistim asosiasi · seba.gal alat tidak dapat 
dipakai un tuk mencapai tujuan sep~rti yang digarisk.an oleh 
politik f:tis, yaitv. kes,ejajaran keperitingan sesungguhnya dari 
kaum' pri~umi dan gol~an Belanda 

Sistim kolonial pada hakekatnya mengand)mg kepentingan 
yang bertentangan; yaitu dari golongan yang mcmerintah dan 
yang diperintah. Pol:itik kolonial ditentukan dari titik pendirian 
h pe ntingan dari penguasa. maka dengan sendirinya ideologj 
kolonial mencoba mempertahankan kekuasaan itu dan memper­
kekalkan hubungan atau ika1an kolonisatot dan yang dijajah. 
Dipandang dari sudut ini maka jelaslah bahwa politik asosiasi 
tidak lain hanya merupakan ideologi yang dipakai untuk mem­
benarkan hubungan kolonial antara Belanda dan pribumi lndo­
n::siJ dan mempertahankan status q1.1o iru. 

11 Lie Riiksunheidd 1922, hal. 122-125. 
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2. Politik konservatif dan politik profresif 

Suatu bentuk politik kolonial konservatif yang didasa.rkan 
ataa . kewiijiban moril terhadap d_aerah jajahan adalah ideologi 
kolonial yana dirumuakan oleh Colijn. Denpn kegiatan politik 
YUII dilancarkm oleh orpnisui-orpnisa Pergerakan Nasional, 
plhak penpaa terpa)aa mercnUJllk,an kembali soa1 hubunpn 
daeDh j~ dan aqeri induk. 

Colijn, seorang tokoh politik terkemuka, dalam karangan· 
nya berjudul Kolonillk ~ff111311v/ckn RJII H~m en Morgen 
meaep•k• bahwa politik kolollial perlu djpriskan menurut dua 
pomk: (1) meDunrt arah, irama, dan . tempo; (2) menurut 
....,.._. dali l*i• wiN . h$p Pe'll" k.oJonial ••b meq­
' . b bn IIIII' Jlllllidnp ··(aak akatnya) cJibeb.bn da:i 
h1d . hire~- =t 1 . ~- dip& iuf8h . dan ditmpatbD Uiltui" 

''"'•ki ·_polili ~- lebih merdeb. Dalam. ~ 
1 ··n . itu pcdu dillarmali k 1 z %1iari . baop= baapa di 
h t · · · daB- pliii budaya Alia pedu clipertabanJwL 

.Pucfanpn Colijn I ·yana mauadi titiki().lak politik koloniaJ­
nya mencakup pokqk-polrok sebapi bcrikut; · 
( 1) n.ua Timur mempunyai pcder'un pokok dari ·dunia 

Blnlt,. mtara lain tentana pab8m hidup, ~f 
t= .. nya, ctan· tetmiii\YL 

(2) perublhan ctiteblblwl Oleh potitik· kolonial IIC11diri yang 
m~kbn pedltdLan modem, dina kesehatan, teknolosi 
modern. dan sebapinya. 

(3) tidak ada apa YaDI diiebut nasion . Indonesia sebagai 
kesatuan organiaasi rakyat, melainkan yang ada kelompok· 
kelompok etn:is. _ 
SelaJtiutnya menunrt Colijn 'Hindia' tidak mantpu berdiri 

sendiri, lagi pula tidak dapat menentukan waktu kapan akan 
dapat berdiri sendiri. Negeri Belanda jup perlu mernikirkan 
waktu bilamana tugas kok>nialnya dapat diakhiri . 

Menurut Colijn daerah--daerah perlu diberi otonomi dan 
perlu pula dioentuk pemerintahan·pulau ( eiland--gou.,ernement). 
Hindia Belanda hanya merupakan suatu kesatuan oleh karena hal 
itu dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kesadaran yang ada yalah 
kesadaran pulau ( eilandbesef) .1" Suatu lembaga verwakilan bagi 

12 L1h~t H . Colijn dal~m Knlnniil~ Vr.J.J~Itukurr van Heat!n en M o rgt!ll , .-'lm-'ud•m . 
1928. hal b0 -64 . 
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daerah pulau akan turut bertanggungjawab dalarn pemerintahan 
daerah itu. Yang dengan jelas dinyatakan oleh Colijn yalah bahwa 
( 1) tidak ada kcsadaran banpa Indonesia, (2) kesatuan Indonesia 
hanya merupakan suatu lam morlfJIIIJ. Kecaman-kecarnan dari 
sementara 'tokoh Belanda dui kelompok de Stuw mengutarakan 
bahwa Colijn melupakan bahYf! faktor kesadaran dan kemauan 
(nasional) adalah unsur pokok bqi penyusunan kesatuan nasio­
nal. 

Pemikiran komervatif meqenai maaalah pemerintahan dae­
rah jajahan tampak je1as dalam uraian Treub, seorang tokoh dari 
kalanpn ·pequsaha Belanda. Senada denpn pendapat Colijn, 
Tn:ub fe~teranpn meqingkari adanya nasion indonesia, 
bahkan .ketip sukubanpa belar di Jawa tidak menpngpp 
dirinya sebapi nasion.; ·Suk\H&lku di luar Jawa tidak mengangap 
suku Jawa sebapi rebn setanahair. Satu-satunya ikatan antara 
mereka yalah supremasi Belanda. 

Apabila muyarakat koloniaJ pada akhir tahun duapuluhan 
gelisah dan dikejutkan oJeb peraolakan-pergolakan Pergerakan 
Nasional, Treub meJM8Mka" bahwa ia tidak percaya pada 
kekuatan-kekuatan IOSial, baik dari golonpn nasionalisme, dan­
komunis ataupun golonpn Islam. Kegelisahan dipandangnya 
hanya bersifat sementara saja. Rakyat Indonesia dianggap jauh 
daripada masak untuk pemerintahan sendiri dan pula belum 
masak untuk parlementarisme. Dianjurkannya untuk keperluan 
stabilisasi keadaan di Hindia Belanda supaya ditempuh jalan 
kern bali kepada hubunpn pada awal a bad 20. Hanya per­
kembangan yang lambat-Iaun akan sesuai dengan kenyataan. 
Perlu diusahakan agar sistim pemerintahan otokratis ditegaskan 
lagi dan jarak an tara golongan Eropah dan pribumi dikembalikan. 
Dikecarnnya bahwa pemerintah Hindia Belanda terlalu condong 
kepada n:nungan-renungan yang hyperethis. Disarnping itu para 
bupati juga dikecam bahwa mereka lebih berbahaya dan tidak 
dapat dipercaya dari pada kaum extremis yang lebih terbuka 
sifatnya. Dalam korps pamongpraja pribumi terdapat unsur-unsur 
yang mentalitasnya tidak cocok untuk menciptakan hubungan 
yang baik dengan golongan pengusaha Eropah. karena diperlukan 
kepercayaan dan kerjasama yang baik. Hal ini sukar dilaksanakan 
sebab pada hakekatnya semangat para pamongpraja itu her­
tc:ntangan deng<''l semangat para pengusaha perkebunan. 

Masalah mengenai pemerintahan yang diketengahkan yalah 



berkisar sekitar pemerintahan lewat aristokrasi dan perkembang­
an demokrasi melalui dewan-dewan perwakiJan. Kecaman ter­
hadap para pemongpraja sangat melemahkan otoritas mereka. 
Sementara itu jiwa demokratis tidak dikembangkan. 

DaJarn kecaman diatas sesungguhnya dicenninkan ke­
pentingan golongan mana yang hendak dibela oleh Treub. 
Golon.gan itu tidak akan memperoleh keuntungan dari suatu 
emansipasi ··politik dan ekonomis dari kaum pribumi. Ditegaskan 
oleh jurubicara golongan itu bahwa untuk kepentingan negeri 
Belanda dan Hindia selaJu harus diperhatikan agar perubahan­
perubahan politik dilakukan tanpa mengabaikan baik kepenting­
an golongan pribumi maupun golongan pengusaha Eropah. 
Setiap warga Belanda harus menyadari hal ini dan pemerintah 
tertinggi atas Hindia Belanda jangan sekaJi-kaJi diletakkan apabila 
disana rakyat belum marnpu mengarnbil-aJih pemerintahan itu 
dalarn segaJa bidang. Suatu kemerdekaan jangan sarnpai menekan 
tujuan yang lebih tinggi, yaitu mempertahankan kehidupan 
politik bersama dengan Negeri Belanda. 

Sikap golongan pengusaha Belanda yang menentang gera.kan 
"lepas dari Negeri Belanda" menunjukkan pandangan yang surarn 
mengenai keadaan Hindia Belanda yang lepas dari pemerintah 
Belan_da. Perusahaan dan perdagangan akan hancur dan kaum 
buruh akan kehilangan nafkahnya. Maka dari itu ditegaskan lagi 
agar pemerintah menggunakan kekuasaan otokratis yang me­
nuntut ketaatan yang mutlak. 

Dari pennasaJahan-pennasaJahan yang dikupas oleh bebera­
pa tokoh nyatalah perhatian dipusatkan kepada persoaJan inti, 
yaitu : 

( I) hubungan politik an tara Negeri Belanda dan Hindia Belanda. 
terutama soal status mana yang akan diberikan kepada 
Hindia Be Ianda ; 

(2) hubungan sosio-kulturil antara orang pribumi dengan bangsa 
Eropah khususnya, dan antara budaya Timur dan Barat 
pada umumnya. Kedua pennasaJahan terjalin erat s:?.~u­

sarna-lain sehingga dalam pelbagai uraian, faktor politik, 
sosio-kulturil dan ekonomis tercakup daJam susunan ideolo­

_gi kolonial. 

Dengan memuncaknya Pergerakan Nasional yang bersifa t 
radi kaJ, timbullah reaksi di antara golongan Eropa yang meny~1 -



SU il org.a : li :.J ~I poi: tik de n ~~ ;-, haJUa '! y;:u~ oers: :·at ~ X trim kanan 
a tau konserv:ltif. Go Iongan yang s.:ma ta-uuta t~rdiri a tau unsur­
unsur Eropa dan yang membela k·.:pentingan kaum pcngusaha. 
tergabung. dalam partai Vackrlandsche Club ( VCJ. Tujuann~a 
terutama memperjuanglcan stabilisasi masyarak3t Hindia Belanda 
dan dengan demikian menol:!k status dengan hak herdiri sendiri.1 3 

Selanjutnya VC menghendaki agar hubungan Indonesia dengart 
negeri Belanda semakin dipererat. Diakuinya hahwa pcmberian 
hak-hak istimewa kepada golongan tertentu harus ditinjau kern­
bali. Janganlah kepentingan khusus Belanda didahulukan dari 
kepentingan yang syah dari kaum pribumi. 

Pendirian VC dapat dirumuskan sebagai berikut : 

( 1) menolak pergerakan nasionaJ yang henda.k: menggulingkan 
pemerintah Belanda. 

(2) di Hindia Belanda tidak ada kesatuan sejarah, budaya dan 
bahasa, maka tidak ada dasar untuk berdiri sendiri selalcu 
kesatuan. 

(3) kepentingan umum yang perlu dibela adalah kepentingan 
negeri Belanda. 

(4) Hindia Belanda dan Negeri Belanda perlu dicakup dalam 
lingkungan besar yang di.sebut Groot Nederlllnd (Nederland 
Ray a). 
Jelaslah bah~a VC bersikap sangat konservatif karena 

kepentingan para anggotanya selaku penguSaha h:mya dapat 
didukung apabila status quo dapat dipertahankan. Ini berarti 
bahwa pimoinan dan kekuasaan Belanda perlu dipertahankan 
pula. 

Suatu kelompok yang kemudian lebih terkenal dengan 
Stuwgroep (kelompok pendorong) mengemukakan pandangan­
nya yang luas dan dalam jangka jauh-mengenai politik kolonial. 
Kelompok ini hendak mencoba suatu kerjasama diantara bangsa 
Belanda di Negeri Belanda yang mempunyai keyakinan bahwa 
bangsa Belanda mempunyai kewajiban untuk mcmbantu pelak­
sanaan tugas kolonial Negeri Belanda. Tugas itu akan selesai 
apabila masyarakat persemakmuran Hindia ( lndische Gemee­
nebcsr) telah berdiri tegak sebagai negara mcrd ·: ~: a di t~.-·r.!~ah· 

tuu:ait ne!!ara iain . !"l!!!:'ra i · u m l! 'll p u m · ai b: wJj i _:.; ·1- :<. :>".';:;ji b ;.: n 

-~ . · · " · t JJ e-l.l J 7 
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in temas!on::l! . aE tara b in rn engakui dan melindungi hak-hak dan 
kepen tir:gan pen ct ~dukn]'a yang bukan pribumi. Oleh kelompok 
ini jug:1 dipandang se bagai hal yang pokok yalah ikatan yang 
kekal a.ntara N ·~g.~ ri Bdanda dan masyarakat persemakrnuran 
Hindia .14 

P o litik kolonial merupakan suatu proses perkembangan dan 
penggeseran yang mengikuti emansipasi d~ri daerah jajahan yang 
berkembang menurut sifat dan pembawaan sendiri untuk me­
wujudkan kcsejahteraan jas mani dan rokhani. Dalam perkem­
bangaini hak mencntukan nasib sendiri hanya merupakan sarana 
dan bukan tujuan. Politik em:: :1sipasi kelompok ini juga secara 
tepat disebut politik likwidasi. Oleh pengecam-pengecamnya 
politik in. dicap tidak realistis, karena cialam waktu yang dekat 
tidak ada tempat bagi masyarakat persemakmuran Hindia. maka 
fidak ada artinya untuk berbicara mengenai. masadepan yang 
jauh. Dipandangnya gagasan itu ada di luar ·politik praktis dan 
terlalu visioner atau idealistis sifatnya. 

Apabila kelompok de Stuw ini dibanoing dengan golongan 
VC maka dengan jelas tampak sifatnya yang progresif dan 
pandangannya yang luas. Jelas sekali bukan politik emansipasi 
yang dip;;:rjuangkan golongan de Stuw langsung bertentangan 
dengan politik status quo dari VC. meskipun keduanya meng­
inginbn ikat an yang perrnanen (tetap) antara negeri Belanda 
dengan Hindia Bc: bnda. Perbedaan yang menyolok yalah bahwa 

golongan yang pertama tidak mengikuti paham asosiasi, sedang­
kan yang kedua mcng:mutnya. 

G o long:w !:lin yang sangat dekat pandangannya dengan 
kelompok de Sww yalah golongan Leiden ( Leidsclzc groep). 
Golongan ini juga mendukung politik kolonial yang bertujuan 
memberi status otonomi kc: pada Hindia Belanda Jan mendasar­
kan poli t.i k.nya ;:-ada pri nsi p demokrasi yang Juas. Berdasarkan 
pengetahuan keahlian ke ba r: yakan to koh-tokoh dalam golongan 
ini da!J.m bida ng bud .1 ya rLnJia Be!Jnda kh ususn ya dan dunia 
Timur pada u r.w mn ya. r'c ngertian hubu ngan kolonial diberi 
landasan nilai-n ila i Ti m ur. :Vfenurut go!ongan ini terlalu disodor­
kan b <.' ntuk-!:entu k Jemo ~:n~ i lLtn r rrHka perlu dipert<:~hankan 
keaslia n bud;,ya rrib urnL c~nt aLtl a i n peradilan menurut hukum 
tempat atJU SC c!.l <: i::l h . ~ c" L : :.-tur dew;m-dewan m~nuru t gay a 

14 Peri!< ~.l d a lar:1 ::Je Sruw, 19J2 , ha l. 245 ·248 : pe r! !<.s a pula d:llam K o lonialt! Studit!n. 
19JO. hdl. 53 8 -544 
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ketimuran, pendeknya masyarakat Timur hendaknya dikembang­
kan. Sangat dicelanya politik kolonial yang mengabaikan prinsip­
ptinsip dan dasar-dasar ketirnuran. 

Sebaliknya VC mengecam kelompok ini sebagai golongan 
yang idealistis dan tidak mengenal kehidupan praktis. Gagasan 
mereka tidak realistis karena penduduk Hindia Belanda belum 
masak untuk kemerdekaan. Pergerakan Nasional adalah gerakan 
yang terJalu pagi dilancarkan, maka sangat membahayakan. Yang 
mereka dukung yalah perkembanga.ri yang lambat-laun. 

Men_urut pandangan Ia wan mereka, yaitu golongan Uthrecht, 
yang mendapat dukungan golongan pengusaha. golongan Leiden 
buta terhadap realitas yang sebenamya mengingkari idealisme etis 
mereka. Pe.J2.;aran di .Leiden. ada di luar kenyataan kehidupan di 
Hindia Belanda dan masih perJu mengadakan perbedaan antara 
teori-teori yang bagus dengan kemungkinan nyata dari ·praktek. 
Pra.ktek ini hendaknya jangan dikorbankan untuk teori. 

3. Po/itik sis tim Blll'tJt Timur dizn po/itik terhadap Islam 

Apabila menjelang tahun tigapuluhan politik asosiasi telah 
ditinggalkan karena kegagalannya menghadapi pergolakan politik 
dalam masyarakat kolonial yang merrdorong kearah diskriminasi 
pada satu pihak dan radikalisasi pertentangan politik. timbuUah 
gagasan sintese sebagai ideologi kolonial yang mencoba meng­
gambarkan masyarakat kolonial yang berkembabang menuju ke 
suatu sintese antara Barat dan Timur . Perumusan gagasan ini 
tennuat dalam karangan raksasa de Kat Angelino. 1 5 · Masalah kolo­
nial hanya dapat dipecahkan dengan menempatkannya dalam 
rangka proses budaya besar, yaitu pertemuan an tara dua budaya 
Barat dan Timur. Kontak yang digambarkan oleh politik asosiasi 
dipandangnya dangkal karena mengabaikan kontak ·akar-akar 
rohani dari budaya-budaya yang saling berhadapan. 'Bekerja­
sama secara terpisah' yang menjadi semboyan kaum asosiasionis 
dipandang tidak dapat menghasilkan kesatuan, karena budaya 
Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi 
antara budaya Barat dan Timur. 

Menurut de Kat Angelino, Barat dan Timur harus saJing 
"membuahi". Milik budaya Timur perlu diatur. Barat dengan 

IS 
Lihal A.D.A. de Kat Anacllno,Colontal Polley, l jilld, 's-Gra\'enhap, 1931. 
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segala pengalaman serta kekayaannya perlu mengabdi Timur, 
antara lain denpn memasukkan jiwanya pada kesadaran hu.kurn­
nya Janganlah penpruh hanya terbatas pada pengpbungan dua 
kesatuan yang berada. Barat hendaknya memberi pengertian 
kepada Timur tentana disiplin sehinga dapat memikul tanggung­
jawab sendiri. Sintese yang nyata yalah perpaduan antara 
kekuatan-kelruatan hidup yang sehat. Hal ini sesuai dengan 
ideologi politik kolonial modem yang mempunyai tujuan di 
samping untuk menaembangkan k.esejahteraan neaeri induk juga 
secara adar mendukung politik kolonial morii yang . wajib 
memperhatikan kesejah~ dan perkembanpn penduduk pri­
bmni Dua funpi pokok cWi idee sintese yalah perlindungan 
dan mc:mbanakitkan ketahman. Tetapi meniadi panan•n Barat 
untut memberibn pimpinm daJam memoc:lemiasibn Timur 
itu. :r.w.m Jllelldoroq ke suatu lintese di" aerm Ajahan temyata 
perlu dipupuk bsadum abn t.esatu.n mab pimpinall .&ant 
masih tetap diperlukan. 

Meskipun lifat patriakhal lllalih · tampak deapn jebsnya 
dalam idea sintese ini, namun ditolaJmya k.onsepsi k.olonialisasi 
denpn jalan mengnasai atau manakluk.kan. Dalam kenyataannya 
dunia kolonial masih merupak.an "sebuah kamar kanak-bnak 
dimana harus ada babunya". 16 De Kat Angelino tidak setuiu 
denpn Kipling dan beJ:pendapat bahwa Timur dan Barat dapat 
keljasama sebapi manifestasi solidaritas kemanusiaan atau pan­
hwnanimte. 

Peranan Barat bukanlah untuk mendesak Timur, tetapi 
untuk mengembangkan serta mem!Yulcannya. Barat dapat mem­
beri kekuatan moril dan spirituil untuk menjiwai evolusi Timur, 
jadi . mewujudkan ketiasama Tiinur-Barat yang selaras, dengan 
jalan menghargai sifat masing-masing dalam segala bidang. Faktor 
yang merintangi idea sintese ini yalah perbedaan wama kulit . 
Politik kolonial wajib memajukan sintese ini dan memenuhi 
panggilan kepemimpinan Barat, melainkan juga untuk mem­
bangun suatu masjarakat harmonis dengan Timur dan Barat 
sebagai konponen-konponennya. Menurut De Kat Angelino 
politik kolonial Belanda harus meninggalkan prinsip politik tidak 
campur-tangan dalam hal-hal tradisionil. Secara keseluruhan. dan 
sebagai gantinya menerima politik sintese dengan ketiga prinsi p-

16
· P~r1k.sa A . D . A . de Kat Angelino Ualam Kolonwle Srudi~n. I ~31 , hal.40 I . 

74 



nya. yaitu memberi perlindungan. rr.engadakan konsolidasi bu­
daya Indonesia dan mengJdakan penyesuaian dan perkembangan 
dunia mod~m. 

Pemikiran ini ternyata tidak terlepas dari pandangan bah~·a 
p::-rad:.~ban 3ar<Jt lebih tinggi dari peradaban Timur. Lagj pula. 
didalam gagasan sintese itu ten:akup suatu rasionalisasi dari 
nolitik kolonial yang menginginkan paternalisasi dan perlin­
.iungan-pcrlindungan kolonial di dalam hubungan kolonial. 

P..:merinlah kolonial Belanda. yang menghadapi rakyat 
luJonesia dengan mayoritasnya sebagai pemduk agama Islam. 
perlu memusatkan perhatian kepada politik terhadap afama 
lsl;Hn. Sepanjang sejarah penjajahan. ideologi Islam ternyata 
merupakan kekuatan sosial yang besar sl.!kali dalam mengadakJn 
perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti 
perang Padri dan Perang Ace h. maupun pem berontak:Jn pdani 
s~perti peristiwa Cikgon dan Cimareme. kesemuanya dipimpin 
oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh idwlogi Islam. Karena 
p~ngetahuan penguasa kolonial menge1ui Islam di Indonesia 
sangat kurang bahkan seringkali salah. politik yang mereka 
jalankan terlalu didasarkan atas perasaan takut dan curiga dengan 
aki ba t bahwa setiap gerakan kaum muslimin dicap sangat 
mem bahayakan pemerintah kolonial. 

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia pacta tahun 
1889 maka politik terhadap Islam atas nasehatnya mulai didasar­
kan atas fakta-fakta dan tidak atas rasa takut saja. Dikemukakan­
nya bahwa para pemimpin agama tidak a priori bermusuhan 
dengan pemerin tah kolonial dan orang yang kern bali dari naik 
haj i tidak dengan sendirinya menjadi orang fanatik dan suka 
memberontak. Sebaliknya Snouck Hurgronje. memperingatkan 
Jgar Islam sebagai kekuatan politik dan religieus jangan dipan­
u;.~J g rendah . Apabila ideologi Islam disebarkan sebagai doktrin 
politik yang digunJkJn untuk membuat agitasi terhadap pemerin· 
tJhan asing seb:JgJi pemerint:.Jhan kaum kafir sehingga orang 
meraguk:Jn <Jtau mengingkJri leg.Jlitas pemerintah Belanda. maka 
··-: ... ::Ida bahayJ bahwa fJnatisme agama ~kan menggerakkar. 
r~1kyat unruk. mcngllJpusk:.in orde kolonial. Politik yang disar;:m · 
"- ;11: pcrlu m .:mbe,IJkan Jn!;JrJ (I) Islam sebagai ajaran agJI11J da n 
1.2) lsl.tm s~·b:Jg.Ji :Jj;irJn polili"- . Sl·bma ummat lsbm me ngJ nul -
11) ; ! ~l· b~JgJi Jg;lma. lllJka mcrt'kJ palu diberi kehcbasan mel:..tku · 
"- ;1:-, h ·wajibannya . Sd)<..dikn) a ap<Jbib lsiJm dis:.t!ah):!Unab n 



sebagai alat agitasi politik maka pemerintJh tidJk boleh <;;n ~ ­

gung-tanggung memberantasnya. Politik itu selilf;JS denpn r.~tra ! ­

itas agama yang dijalankan di negcri Beianda de ngJn sikap toleran 
terhadap paham lain. suatu pendirian yang langsung berakar pdJ 
liberalisme dan humanitarisme . 

Politik yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje meru~'akan 
bagian dari pandangan mengenai perkembangan ma:;adt:pan Indo­
nesia. Menurut Snouck Islam hanya dapat menerim .. p: merintah­
an asing secara terpaksa beserta ·suatu: k"c' ;qensi a;. tar;: 
penguasa Kristen dan warga Muslimin. Deng;; n demikian tJdak 
mungkin dikembangkan suatu hubungan kekal antara Indonesia 
dan negeri Belanda. 

Dalam menghadapi Islam penguasa kolonial menurut tradisi 
dapat mengharapkan dukungan dari kaum adat meskipun golong­
an ini tidak dapat me nahan pengaruh, baik dari per kern bangan 
Islam maupun dari perubahan-perubahan ke arah modemisasi. 
maka dari itu tidak mungkin politik ini dijaiankan untuk 
mencapai tujuan pemerintahan koloniai dalam jangka panjang. 

Selanjutnya Snouck tidak menaruh kepercayaan pada 
Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kemajuan. Menurut 
Snouck, Indonesia harus mengalami perubahan untuk mewujud­
kan suatu masjarakat modern . Masyarakat ini akan terwujud 
sebagai masyarakat yang telah diwesternisasikan. Berdasarkan 
gagasan pokok ini penguasa kolonial mempunyai tanggung­
jawab moril untuk memajukan budaya Barat. Dalam hubungan 
ini kaum aristokrat Indonesia perlu diajak ikut serta dalam 
kehidupan sosial dan budaya· Barat. Golongan ini dengan ke­
pemimpinannya akan dapat menjembatani jarak antara yang 
berkuasa dan yang dikuasai sehingga akhirnya akan ada budaya 
milik bersama. 

Dalam usaha mclapangkan jalan ke arah asosiasi. penpjaran 
Barat merupakan alat utama untuk mclancarbn proses moderni­
sasi dan menyisihbn h:Jmb;JtJn dari kekuatJn tr:Jd i~ ioni l. Per­
kemb:mg:Jn ini tidak cbr:tt dit <t! J;Jn LJ~i ma].._:J ic \\ :J t siq!m ., ~ ,~ ~iJ~i 

h;.: luann ya Japat di ar.1hbn Kt'J'J J,t ].._ d :.J niuL n Pd: ~ lT i :: lJ 1 : ..:: ·. B,·­
l ~ilda. 

(;;.., _c: a ~:!ll Sill ''" L l lc:J h: 1 .-rkt ' . !~ cL:ri _II\ '.". 1 •. · : • • : ; : : - •• • :,: :· : : ·.,.:-. 
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nya. gagasan ini bersifat patemalistis dan tidak melihat kenyataan 
bahwa politik ini akan mengalahkan diri sendiri, oleh karena 
kem$an penpjaran akan menciptalcan kekuatan sosia1 baru 
yang akan mefllhapuskan sistim kolonial. 

Bagaimana praktek politik kolonijll seperti yang dipriskan 
oleh Snouck HUI'JI'O!Ue itu? 

Seperti diurai.lcan dalam bqian lain selama abad ke 19 
terut-menerus terjadi pemberontakan di .daerah pedesaan yang 
pada lllllwnnya diserakkan oleh pemuka agarila. Dalam meng-

. hadapi masalah ini Snouck memperinptkan apr tidak langsung 
menuduh atau mencuripi pemuka apma sebagai bian~keladi 
peqolakan-peraolakan itu. Huuslah dibedahn antara pemuka 
YIDI m~ tupsnya sebapi penpjar apma dan yang 
mongnnebn . kedudulwmya ICiaku pemimpin untuk keperluan 
-.itui politik. Untuk dapat memberibn hal itu secara tegas 
mab perlu diperketat penpwaaan atas keJiatan para pemuka 
IIPJII& itu. M~ apma, membaca aJ.Qur'an, ilmu apma 
b8emuanya adalah 1ep1 dan perlu diberi kebebaan. Hanya 
Pemerintah perlu bertindak tepa dimana bgiatan-ke&iatan 
apma mulai cfiaunabn untut gerakan politik melawan pemerin­
tah. 

Pada wnumnya pejabat-pejabaf Belanda dihingppi oleh 
suatu ~ - fobi. dan segera mencap tindakan atau kegiatan 
sebapi usaha subversif untuk melalrukan perlawanan terhadap 
pam0J11PrajL Upacara tarekat, pelajaran ngelmu, jual-beli jimat, 
dan lain-lain, Jwena seringkali diselubungi oleh tingkah laku yang 
aerba rahasia,. pula karena sering terjadi faktor penting dalam 
pemberontakan, Iekas dicurigai dan dipakai sebagai alasan untuk 
menindak pelaku-pelakunya. Denpn bantuan Snouck banyak 
kegiatan-kegiatan dapat ditetapkan sifatnya sehingga tidak perlu 
diadakan tindakan yang menindas. 

Kejadian-kejadian sekitar tahun J 9 J 2 - J 916 yang meng~ 
ikuti pendirian tarekat Islam menunjukkan betapa besar peranan 
ideologi Islam dalam menggerakkan rakyat, terutama di daerah 
pedesaan dimana kegelisahan sosial memberi suasana baik bagi 
pergolakan dan pemberontakan. Dalam keadaan penuh dengan 
kegelisahan .itu segala perasaan dapat disalurkan melalui agama 
dan membangkitkan pergerakan total. Untuk masyarakat tradi­
sionil perbedaan yang dibuat oleh Snouck temyata tidak sesuai. 
Lagi pula, pergo!akan yang dicetuskan oleh Sarekat Islam 
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membuktikan Snouck memandang rendah akan Islam sebagai 
kekuatan sosiaJ. 

Politik yang disaranka.n .oleh beberapa pejabat · seperti 
Snouck Hurgronje, Rinkes dan Gonggrijp, yalah agar Sarekat 
Islam diakui pendiriannya karena melihat bahwa Sarekat Islam 
merupakan kebangkitan suatu bangsa menjadi dewasa, baik 
dalam bidang politik maupun . sosial. · 

Organisasi Islam yang kedua muncul sesudah Sarekat Islam 
ya.iah Muhammadiyah. Sifatnya refonnis dan non-politik dan 
kegiatannya dipusatkan dalam bidang pengajaran, kesehatan 
rakyat dan kesosialan lainnya, Karena sikapnya terhadap sistim 
Barat tidak menolak, bahkan banyak mengambil-alih saja dalam 
sistim pengajaran dan perawatan orang sakit, sehingga pemerintah 
kolonial bersedia memberi bantuannya. Meskipun tidak men­
jalanka.n kegiatan politik, pengaruh refonnismenya. terutama 
yang disalurka.n lewat peng;ijaran modern diantara penduduk 
kota. sangat Iuas. Hal ini menimbulkan ketegangan, terutama 
dalam hubungannya dengan kaum orthodox yang merasa ter­
ancam oleh kemajuan itu. Refonnisme juga mulai mendapat 
tantangan dari golongan adat dan priyayi. Kolonialisme Belanda 
setengah takut akan pengaruh reformisme mencoba mem· 
pertajam perpecahan dalam kalangan Islam itu. Perpecahan itu 
lebih tampak dengan jelas waktu kaum orthodox mendirikan 
organisasi sendiri, yaitu Nahdhatul 'Ulama, yang dengan cepat 
sekali meliputi daerah-daerah pedesaan dimana para kiyayi dan 
haji menjadi pendukungnya. 

Pada waktu-waktu. tertentu ada usaha untuk membentuk 
suatu persatuan antara aliran-aliran dalam Islam akan tetapi tidak 
cukup berhasil, seperti gerakan pan-lslamisme, usaha penye­
lenggarakan al-lslam Congress. Sampai akhir jaman penjajahan 
Belanda belumlah berhasil usaha menyatukan aliran-aliran itu. 

4. Kegagalan poiitik etis 

Politik etis yang mulai dilancarkan dengan semangat ber­
kobar-k<?bar, antara lain karena terdorong oleh tanggungjawab 
moril terhadap kehidupan pribumi, pada awal puluhan . tahun 
kedua rnulai kabur dan pelaksanaannya sangat diragu-ragukan . 
Perkembarigan sosial-politik sejak Kebangunan Nasional dan 
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pecahnya Perang Dunia pertama menirnbulkan situasi polirik 
yang sangat melemahkan tujuan seperti terrnaktub dalam politik 
etis itu. Pada tahun 1916 orang telah mengatakan bahwa politik 
itu mengalami kebangk.rutan dan kemajuan yang dicapai bukan­
lah jasa haluan etis. 

Etika Kristenlah yang meningkatkan kegiatan zending dan 
missie dalam bidang pengajara'n, kesehatan dan bidang sosial 
lainnya. Dalam prakteknya perkembangan materiil dan spirituil 
penduduk terbatas pada tindakan-tindakan yang terpaksa dijalan­
kan saja. antara lain perluasan pengajaran relatif sedikit. Untuk 
setiap kepala dibelanjakan 5 sen pada tahun 1905, kemudian 
pada tahun 1918 menjadi 20 sen, sedangkan untuk keperluan 
perang 125 . sen per kepala. Keadaan sosial tidak banyak 
mengalami perbaikan, kernis.ldnan, butahuruf, kurangilya kese­
hatan, masih tarnpak jelas dalam kehidupan rakyat. Menurut 
kecaman .Stokvis "etilca hanya didengung-dengungkan akan tetapi 
orang takut akan konsekwensi keuangannya••. Periode yang juga 
disebut 'jaman kemajuan' ditandai oleh perkembangan pengajar­
an. Perrni?taan akan sekolah sangat besar dan jumlahnya dapat 
dipakai sebagai. ukuran tentang kemajuan masyarakatnya. Dua­
lisme yang masih dipertahankan dalam sistim sekolah, menunjuk­
kan suatu derajat diskriminasi dan elitisme. Ha! ini sangat 
membatasi kemajuan pengajaran Barat yang sangat dipandang 
tinggi di mata rakyat. Di ·sini tujuan humanisasi hubungan Barat 
dan Timur seperti yang diajarkan oleh politik etis juga tidak 
terlaksana. 

Dengan munculnya Pergerakan Nasional maka tidak hanya 
kesadaran rakyat memuncak akan tetapi kegiatan untuk men­
capai kemajuan dilakukan oleh pihak rakyat pribumi sendiri. 
Dengan demikian tujuan politik etis, yang antara lain membang­
kitkan kesadaran rakyat menyelenggacakan perkembangan, telah 
diambil-alih oleh pihak kaum pribumi sendiri, maka patemalisme 
kaum etis sudah tidak diberikan lagi oleh pemerintah Hindia 
Belanda. Perannya hanya sebagai semacam wasit yang hanya 
mengawasi agar perkembangan pelbagai kekuatan sosial berjalan­
secara wajar dengan tidak menimbulkan pertentang:m satu-sama­
la in 

Dab m hubu iig<ill ini polit ik .! tis-humandis seperti diper­
- -.' · ~~. ::: :-t cl ~h Snouck Hurgronje hendak mcng:1l ihbr budaya 
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Barat berdasar.kan gagasan asosiasi. Hal ini dikecam oleh golongan 
Kristen yana berangapan bahwa usaha untuk memindahkan 
buah budaya Barat tanpa : menanamkan akamya akan menemui 
kegaplan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik etis 
mendapat dukunpn luas tidak lain karena cit.cita dan tujuan 
yang tennuat di dalamnya berjalan sej.;ar dengan politik Kristen 
sehinaa bum etisi mendapat sokongan penuh dari partai-partai 
apma di nepri Belanda. 

C. POLITIK REAKSIONER: 1918 - 1930 

1. Jtlll;t 1111111 Limburg Stirum 

Ke ppl•n ·politik etis tampak je1as pada tahun-tahun akhir 
Perma I>unia I wattu diman•mana timbul kelaparan dan 
kemiltinan.. Perheda•n antua aolODPD Eropa dan pongan 
pribumi sanpt menyolok. Pen•ahaan menp1ami kemajuan pesat 
dan keuntunpn berlipat-pnda. Hal itu disebab.kan oleh per­
mintaan besar a.kan produksi Hindia Belanda da1am pasaran 
dunia. Untuk dapat mengbadapi sainpn, pengusaha menuntut 
agar pemerintah tidak menghalang-halangi perusahaan mereka. 
Usaha untuk membantu rakyat hanya dijalanlcan oleh pengusaha 
didaerah-dacnh dimana mereka mempunyai kebunnya, jadi · 
semata-mata untuk memelihara kepentinpnnya. 

Tidak mengherankan apabila kira-kira waktu itu kegelisah­
an sosial sanpt meluas, pemberontaiwi=-pemberontakan petani 
di Jam~i (1916), Pasarrebo (1916), Tjimareme (1918}, Toli-Toli 

( 1 ~20), merupalwi perwujudan yang jelas dari keaelisah itu. 
Organisasi-orpnisasi nasional, seperti CSI dan PFB (Person eel 
Fabrlek~Bond) mel\iadi penyalur rasa tidak puas dan menaalami 
radika)isasi dalam tujuannya. Aksi politiknya menjadi revolusio­
ner dan mempergunakan aerakan buruh sebagai senjata. Modal 
asing dicap sebagai: kapitalisme 'yang berdosa', bahkan terdengar 
pula semboyan· sosialistis. seperti perjuangan kelas melawan 

- kalim modal asing. Meletusnya pergolakan di Negeri Belanda 
memperhebat gerakan itu. 

Dalam menghadapi suasana yang penuh kegelisahan itu 
Gubernur Jenderal van Limburg Stirum yang telah terkenal 
sebagai tokoh yang bersikap sangat toleran terhadap perkembang-
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an di Indonesia, menjanjikan a.kan mengadakan Komisi Perubahan 
yang a.kan meninjau kekuasaan Dewan Rakyat dan struktur 
administrasi pemerintah Hindia Belanda. Tindakan ini menimbul­
kan reaksi he bat di neaeri Belanda, dipandang sebagai konsesi 
yang tidak bertangungjawab. ldenbuq selaku Menteri jajahan, 
menyokong tindakan itu dan beranggapan bahwa perubahan yang 
tepat ya1ah perubahan hakekat Dewan Rakyat yang perlu 
dijadibn lembap pemerintah yang bertanggungjawab. 

Komisi yang dilantik memang kemudian hanya membatasi 
diri pada perubaban Dewan Rakyat dan perubahant sistim 
administrasi. Pemerintahan Van Lim bUll Stinun (1916 - 1921) 
dapat menpmbil hati kaum terpebUaf, karena pandangannya 
sanptpropesip. utilitarianiatis dan memberi kesempatan organi-: 
sai hidup denpn sehat dan terbuka. Pada masa itu ada hubungan 
YaDI cutup ramah antara pemerintah denpn pemimpin pribumi. 

Sehabis peraq, ekonomi sanpt m.Ju dan export menina­
bt, m_. utama pemerintah yalah menu~Qukbn kepada mltyat 
bahwa penduduk di daerah Ajahan ~ban membuka 
tanahnya bqi ekonomi dunia. Hindia Belanda lulrus berdiri 
ICJidiri dan berusaha meniDlbah produbi, baik dari peNSahaan­
perusahaan maupun dari penduduk sendiri. Hal ini selans denpn 
anjuran Panitia Perubahan pemerintahan yang menyatakan bah­
wa sumber-sumber kekayaannya perlu dip)i denpn kekuatan 
sendiri. Penduduk hendaklah disiapkan untuk memperhatikan 
kepentingannyL . 

Selama pemerintahan Van Limbuq Stirum perbatian di­
pusatkan pada aksi ekonomis dan aksi perbwuhan, sedan& aksi 
Per&enkan Nasional menpmbil arab politilc yang condong ke 
kiri. Proses radikalisasi bertambah kuat sejak 1921 . antara lain 
disebabkan oleh : 

(1) timbulnya lcrisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis 
perusahaan gula seja.k 1918; 

(2) pergantian tampuk pemerintahan ke tangan Gubemur Jen­
deral Fock yang sifatnya sangat reaksioner. 

Pada tahun 1920 export mulai menurun sehingga meng­
akibatkan kerugian-keruglan besar bagi perusahaan-perusahaan 
Barat, diantaranya menjadi bangkrut. Penghematan, dan pengang-
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guran menambah kegeltsahJn sosial sena membuat hubungan 
politik penuh ketegangan. Para pemimpin Indonesia condong 
agar ekonomi ada dibawah pengawasan pemerintah, sehingga . 
keuntungan dapa t mem beri manfaat .kepada rakyat. Sangat terasa 
pula bahwa kepentingan ekonomi golongan Barat semakin 
berkuasa sehingga masalah upah dan kontrak tanah tidak mudah 
diubah demi kepentingan pribumi. Dualisme dalam ekonomi . 
disini dipertahankan untuk . memungkinkan sistim exploitasi 
ekonomi sebagai salah satu raison d'etre sistim kolonial. Akibat­
nya yalah semakin jauhnya jarak an tara taraf kehidupan pribumi 
dan golongan Eropah. 

2. Politik penindasan 

Pengaruh modal besar pada pemerintah . Hindia Belanda 
makin besar pada masa pemerintahan Gubemur Jenderal Fock. 
Sebagai etikus gaya lama yang hendak m~merintah sebagai wali, 
Fock memerintah secara otokratis dengan: mengabaikan kekuat­
an rakyat yang sedang berkembang. Tambahan pula Fock 
mendapat tugas untuk menghemat pada satu pihak, dan menam­
bah penghasilan pemerintah dengan menaikkan pajak. 

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan satu contoh yang 
menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah tetap menguntung­
kan kaum pengusaha dan merugikan rakyat. Dibatalkannya pajak 
export untuk minyak tanah merugikan pemerintah lima puluh 
juta gulden setahunnya. Pajak industri gula telah mengurangi 
pembayaran pajak kira-kira jumlah yang sama karena perhitungan 
harga penjualan yang aneh. Sementara itu pajak rakyat dinaik­
kan, pada tahun 1919 sampai dengan 1921 kira-kira 24 juta · 
gulden setahun menjadi 28 juta pada tahun 1922, 32 juta pada 
tahun 1923, 34 juta tahun 1925. Menurut laporan Mayer 
Ranneft-Huender selama pemerintahan Fock .tekanan pajak pada 
penduduk Jawa dan Madura naik dengan 40%. Sementara itu 
poli tik penghematan dilaksanakan secara ketat sehingga 
mengakibatbn pengangguran pada semua lapisan dan banyak 
tenag:a yang disia-sidkan. Semua bid:mg dari kesejahteraan rakyat 
men ~~alami P '~ngu:Jngan anggJra n belanja. kesehatan rakyat. 
pert:Jni<ln. p c·ten ,;:;k 1n . p ~ rikar:;n Jan p<!rcbgangan . 

P..ra ' clfJn-p~r:; u : ;-:: :1 in: ;nemmbulkan pula kekecewaan, 
bahkan k ·k,;:;:JlJn kaum terpt::i ajar. Di bawah pimpinan tokoh· 



to~oh pergerakan mulai dilancarkan pemogokan-pemogokan se­
bagai protes terhadap tindakan-tindakan pemerintah: pada bulan 
Januari 1922 pemogokan terjadi di pegadaian dan pada bulan Mei 
1923 diantara pegawai kereta-api. Reaksi pemerintah sangat 
keras; h.3.k berapat dicabut, kota Y ogya.karta diduduki · oleh 
angkatan kepolisian dan kira-kira seribu pekerja dipecat. · 

Politik dari Fock selalu didasarkan atas prinsip etis meski­
pun menurut kenyataannya ada kecurigaan terhadap organisasi­
organisasi Indonesia dan menentang. perluasan kekuasaan golong­
an pribumi. Akibat langsung dari politik Fock sejak 1922 tidak 
lain ya!ah radikalisasi pergerakan nasional. Dalam Dewan Rakyat 
muncul konsentrasi radikal, gerakan non-koperasi terhadap pe­
merintah kolonial mulai meluas di kalangan kaum terpelcijar. 
Aliran terakhir ini sangat condong ke arah gerakan sosialistis yang 
sejak tahun belasan sangat berpengaruh dalarn Pergerakan Nasi~ 
nal. 

Sementara itu pemerintah berusaha keras untuk mencari 
keseimbangan keuangan, antara lain dengan penghematan secara 
besar-besaran untuk menutupi kenaikan pengeluaran dari Perang 
Dunia dan pengeluaran untuk pembuatan bangunan-bangunan 
umum, yang telah dilakukan sejak pemerintahan Van Limburg 
S tirum. Dalam perjuangan dalam bidang ekonomi peranan 
pemerintah dalam bidang perusahaan terdesak oleh pihak swasta. 
Pengaruh kaum pengusaha semakin lru~t dan berhasil memaksa 
pemerintah untuk melindungi laba mereka. Aksi golongan itu 
juga ditujukan terhadap Pergerakan Nasional dan gerakan buruh. 
Dikatakan bahwa masaknya Pergerakan Nasional mundur satu 
abad ! Lagi pula den~ demik.ian evolusi dapat diselamatkan 
bahwa dualisme ekonomi menjadi nyata sekali, jelaslah dari 
ucapan Helfferich pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa 

. sementara perusahaan-perusahaan luar negeri banyak membuat 
laba, keadaan ekonomis pribumi dalam beberapa segi mundur ! 

Pergolakan memuncak pada akhir tahun 1926 dengan 
pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatra Barat dan beberapa 
tempat lain di Jawa. De Graeff sebagai Gubernur Jenderal baru 
yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis 
terpaksa bertindak secara keras; 4500 orang dipenjara, kira-k.ira 
1300 dibuang ke l'igul, 4 dihukum mati. 

Perkembangan ini berjalan sejajar dengan proses perluasan 
industri Barat yang membawa akibat bahwa golongan Barat 
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hendak hidup berkelompok sendiri tetpisah dan dibedakan dari 
golongan pribumi. Di kalangan te~ pribumi pada umumnya 
ada kecenderunpn untuk mengabunglcan diri kepada orpnisasi 
nasional Denpn demikian gagas•n IM'iasi tidak beJFma lagi di 
kalangan luas golongan pribumi. Ini berarti bahwa proses 
polarisasi telah berjalan dan antqoniane antara Barat dan 
pribumi mulai sanpt ~. Kenyataan yana ada yalah bahwa 
makin kuat radikatis•si Peraerabn Nasional makin reakiioner 
dan represif tindakan-tindabn YIDI diambil pemeriutah Hindia 
Belanda. 

Pada tahun 1931 De Graeff dipnti oleh de Jon,e yang 
dataD1 di Indonesia pada waktu malaite muih menjalela. 
Sibpnya I8DIIt reabioner dan tidak benedia menpkui Per­
...an Nlllioaal; pen denpn mudah dibnn&us. npat-rapat 
..- diawwi oleh polili rm..ia lleCal'a ketat. Pemerintah yang 
pidk dan tens dalam tindabnnya menpkibatbn kelumpuhm­
nya Peraenkan Nasional .. 

Depreli ekonomi pada tahun 1920 ben1Jana pada akhir 
puluban tahun ketip denpn dabljatnya. Selama periode itu 
jumJah export di pertahankan bahbn penasahaan berbasiJ ber­
krmbal 1ebih besar lq:i, abn tetapi kelemuanya itu hanya 
dapaf dilabanakan dengan menetan biaya produbi, termasuk 
sewa tanah dan upah tenap buruh. DaJam menpdapi krisis 
pada tahun 1929 politik kolonial bertindak dengan jiwa yang 
sama, yai~ hendak melindungi kepentinpn penausaha Belanda. 
Reabi pemerintah Belanda terhadap devaluasi matauang di 
beberapa negara ditujukan terhadap upah buruh yan1 diturunkan 
apr biaya · produlcsi menjadi lebih rendah. Buruh dan tani 
pribumi dipaksa menangung akibat peraturan itu. Perkebunan 
rakyatpun juga terpalcsa mengurangi produksinya. Rentetan 
akibat-akibat dari depresi memberatkan penderitaan rakyat : 
pengangguran, kemiskinan, kelaparan, beban pajak yang berat, 
pendeknya tingkat kesejahteraannya merosot. Hal ini tidak 
bertambah baik setelah diadakan devaluasi pada tahun 1936. 

Apakah akibat krisis ekonomi itu pada Pergerakan Nasional? 
Pada umurnnya aktivitasnya tidak terlalu tampil ke depan, 
meskipun hal ini sebagian disebabkan juga oleh tindakan dan 
pengawasan yang semakin keras oleh pemerintah setelah ada 
pemberontakan pacta tahun 1926 dan 1927. Pertentangan di pe r­
tajam terutama ben.lasarkan perbedaan kepentingan golong:.n. 



pertentangan nasional dan ras. Pada satu pihak extrim kanan dan 
konservatif berdirilah VC sebagai penjelmaan chauvinisme Belan­
da yang mempertahankan kepentingan pengusaha. dan pada 
pihak lain extrim kiri. !Uta dapati PJ\1 yang berjuang berdasarkan 
idee non-koperasi dlri Indonesia Merdeka . Pemerintah de J onge 
memakai politik menindas terh~dap Pergerakan Nasional yang di 
matanya dipimpin oleh orang-orang yang dijiwai oleh teori-teori 
yang fantastis . Berkali-kali dipakainya hak exorbitant untuk 
menindak pemirnpin-pemimpin itu . kebebasan berkumpul dan 
mencetak sangat dibatasi. Sebaliknya politik melindung:i kepen­
tingan para pengusaha dengan golongan mana ia selalu diiden­
tifikasikan. Kedatangan Gubemur Jenderal Tjarda van Starken­
borg Stachouwer membawa perubahan, karena Pergerakan Nasi­
anal diakui dan politiknya lebih luwes terhadap aktivitas per­
gerakan itu. 

Bagaimana sesungguhnya pendirian Pemerintah Belanda 
terhadap perkembangan ke arah 'ontvoogding' atau otonomi dan 
akhimya kemerdekaan wilayah Hindia Belanda? Dasar-dasar 
sistirn pemerintahan Hindia Belanda terletak pada perundang­
undangan negeri induk, sehingga setiap perubahan tergantung 
dari pada lembaga-lembaga pemerintah Belanda. Perubahan­
perubahan seperti yang diusulkan dalam laporan komisi per­
u bah an (1918) diajukan ke Parlemen Belanda. Baru pada tahun 
1922 diketahui perubahan-perubahan itu setelah perubahan 
Undang-undang Dasar Negeri Belanda disahkan. Pada tahun 1925 
Undang Undang Tatanegara, kemudian terkenal sebagai Tata­
negara India ( Jndische Staatsregeling) Jisahkan. 

Pemerintah Hindia Belanda masih dikepalai oleh Gubemur 
Jendral dibantu oleh Dewan India. Gubernur Jenderal diangkat 
oleh Menteri Jajahan dan ditugaskan untuk melakukan adminis­
t rasi umum. Dewan Perwakilan mempunyai suara dalam pemerin­
tahan kecuali mengenai hal-hal yang dite ntukan oleh undang­
undang. Otonomi yang diberikan terbatas pada perbuatan atur­
an<tturan meng~? n a i soal-soal dal am. Pemeri n tahan tertinggi ada 
di tang;.m Mahkota. sed:m g pemerintahan umum dijalankan okh 
Gu h" rn ur lL·nd eral bndasa rkan un d a n~-undang . 

Rl' \ is i yang di;.t d:! kan sa ng ;.J t te rba tas . bahbn kura ng d:t ri 
.q-:• ya :1 g d i u~ lllk a n okh K omi~i P,· rubahan . Jumlah JllffO Ll 
prih um i Ja l:..t m De\\ :Ill Rak yat diku r:m :;i . pl.' rbl.'da :tll pcnclJ pa t 
:i!l!J r:J Cuhc nw r J ,·nlk rJI d'"·ng:t n DewJn RJ kyJ t d isl-r:J!1 k:m 



kepada Mahkota, anggaran belanja tet:ip diid<.ipkan oleh P:n­
lemen Belanda. 

Perubahan-perubahan masih dikuasai oleh prinsip diskri­

minasi ras tulangpunggung dari sis tim kolonialisme . Pem bagian 
penduduk Hindia Belanda atas tiga golong:il1 yalah gJlongan 

Eropa, pribumi dan Timur-Asing. Dasar pemi.kirannya yalah 

bahwa golongan pribumi yang belum m:~ju perlu dilindun~i dan 
tidak tercakup dalam sistim hukum yang dip.:rsatukan . PaJa 
hakekatnya dualisme atau pluralisme dari masyar<:~kat kclonial 

tidak dihapus dan tidak ada kemajuan dalam memberikan 
otonomi kepada Hindia Belanda. 

Sementara itu gerakan diantara kaum nasionalis untuk 
memperjuangkan otonomi telah memajukan usul-usulnya sehagai 
agitasi dan kontra-aksi terhadap usaha pihak pemerintah yang 
lambat-laun dan serta mengecewakan itu. DiselenggarJkannya 
kongres AI-Indie dimana tokoh-tokoh menguraikan pandanpn 
dan cita-citanya; dikirimkannya delegasi menghadap Guhernur 
Jenderal, dibentuknya organisasi Radicale Com en tratie kesemua­
nya itu bertujuan untuk mengecam pemerintah dan menegaskan 
tuntutan mereka. 

D. DASAWARSA TERAKHIR HINDIA BELANDA 

(1930 - 1942) 

1. Dalam ba_vang-bayang dcpresi ekonomi dunia 

Dasawarsa ketiga ditandai oleh suatu perkemhang:m yang 
pesat sekali dalam bidang perusahaan, khususnya perusalla :.~ n 

perkebunan. Hasilnya tidak ada taranya dalam Sejarah Indonesia. 

bokh dikata meningkat sekali sehingga mendorong export s~rL1 

menarik modal dari pelbagai negara , antara lain Amerika d:.~n 

Jepang. Tepatlah apabila dikatakan bahwa Indonesia te rbukJ 
Iebar bagi lalulintas dunia. Perkemb<:~ng<..tn ini membawa berb:.~g;Ji 
ak.ibat dalam bidang politik d;Jn sosial. 

D:!l:J.m lapangan sosial terasa :..:da kep erluan mend..:sal-. unt uk 
m .:ngJtur pe rburullan d:m m~lindungi hak-h:.~k bum buruh. ~l'fL ! 

mendap kan upah y ang p:.~n!Js . Pcr!: Jti::n intl' f!1 :.~s i on al tak:J~ii ' 

nns :.~bh perburullan di Indonesia memak sJ p.c:;gua sa i--.c· IP; Ji,tl 
m ..: menuhi dasJr-Jas~u kem:.~nu s i :.J an d a!Jm I11 1..'Ih' il1tJLti1 i'-.: Lil u r­
an per:.Jtur:.tn bagi k<.wm buruh . 



Pelbagai segi kehidupan yang masih terbelakang seperti soal 
pend.id.ikan, kesehatan, dan ikatan hutang-piutang dari ral\yat 
perlu ditingkatkan. Pelbagai kegiatan ini beljalan sej;ijar dengan · 
kem&,juan dalam perusahaan dan perdagangan yang menciptakan 
suatu derajat kemakmuran, meskipun terutama hanya dapat 
dinikmati oleh lapisan atas dari masyarakat kolonial. Hal ini pada 
satu pihak menimbulkan kepercayaan pada penguasa kolonial di 
Hinilia Belanda bahwa negeri ini dapat melaksanakan sendiri 
pemerintahan serta pembangunannya, pada pihak lain ketegangan 
antara pihak majikan serta penguasa dengan pihak kaum buruh 
serta rakyat kecil pada umumnya. Semakin menyolok perbedaan 
serta jurana tinabt kehidupan antara kedua golonpn itu. 
Kege1isahan sosial selama puluhan tahun itu mcncctminkan 
ketepnpn Yan& ada di belatana .tesejahteraan serta kemakmur­
an itu. Pemoaobft.pemoaotan dan qitasi-agitasi yang memun­
cat pada pemberontabn dalam tahun 1926 dan 1927 merupa­
ba tanda yaD& jelas bahwa pertembanpn IOiial-ekonomis 
lrmcfil BelaDda membawa akibat meruncing:nya perhubungan 
yaq tidak seimban& atau selaras an tara penguasa · dan yang 
diperintah. 

Perkembanp.n proses produksi yang sangat cepat dengan 
basil yana bertambah besar serta upah yang sangat rendah, 
memerlukan penyesuaian tidak hanya terbadap evolusi dari dunia 
luar Hindia Belanda tetapi juga terhadap hak-hak azasi dari 
penduduk pribumi. P~merintah kolonial terlalu didasarkan atas 
kek.uasaan dan kurang memperhatikan kepamongannya. Kepen­
tingan rakyat d.isini terlalu d.iabaikan, politik terlalu ditentukan 
oleh pihak sana serta terlalu terarah kepada kepentingan dan 
menurut ukuran Barat. Seharusnya Indonesia send.irilah yang 
menjadi pusat politik kolonial Belanda. Sebagai tanda perubahan 
haluan dapat diutarakan tiga hal, yalah : 

( 1 ). ada kesadaran bahwa priburni sangat kurang day a ketahan­
annya ekonomis; 

(2). perlu ditekankan pada keperluan Indonesia sendiri; 

(3). diusahakan agar ada kontak lebih besar dengan jiwa rakyat 
Indonesia. 

Apakah pokok-pokok politik itu betul-betul dapat dihayati '' 
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Dalarn kenyataa.nnya faktor-faktor lain juga turut memainkan 
peranan dalarn politik itu yalah : 

( l) pemisahan golongan Belanda dan asing semakin jauh dari 
pribumi; • 

(2) kesadaran kebangsaan kaum pribumi sendiri semakin besar 
dan meluas; 

(3) kepentingan modal dan industri besar baik di Nederland 
maupun di Hindia Belanda sendiri. 

Dalam keadaan .ini kaum etisi dan kaum idealis menghadapi 
kekuatan yang extrim yang datang dari dua pihak,yalah pihak 
kawn nasionalis dan pihak kolonial yang konservatif dan reaksi­
oner. Sudah menjadi kenyataan bahwa sampai runtuhnya pc­
merintah tfindia Belanda golongan kedua yang tetap unggul, dan 
tetap dipertahankan status koloni dari Hindia Belanda maka dari 
itu pelbapi cita-cita politik dari masa sebelumnya, yalah politik 
Etis dan Asosiasi dibuangjauh-jauh. Dipertahankin sampai titik 
terakhir suatu dualisnie yang mencakup pada satu pihak dunia 
perusahaan Barat dan pada· pihak lain dunia pribumi yang 
menjadi peke.rja upahan. Jarak perkernbangan antara kedua 
sektor semakin besar. Dengan perkernbangan sangat pesat dari 
perusahaan-perusahaan, lebih banyak orang Belanda datang ke 
Indonesia. Yang menyolok ya.lah mereka lebih kuat rnemberikan 
ke-Belanda-annya serta lebih mengutarnakan keuntungannya 
yang hen~ dilcumpulkan dalam waktu ·sesingkat-singkatnya. 

Keadaan seperti digambarkan · di atas secara mendadak 
berubim karena Hindia Belanda terseret ke dalam krisis ek.onomi 
yang merajalela di selurUh dunia. Sebagai negeri yang banyak 
mengexport Hindia Belanda sangat terpukul, lebih-lebih karena 
selama beberapa tahun tidak mau melepaskan standard emasnya. 
Perusahaan-perusahaan besar terkena, dengan akibat bahwa pe­
nurunan upah dan pemecatan secara besar-besaran membawa 
penderitaan berat bagi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda juga 
mengadakan penghematan, kesemuanya tindakan yang diselaras­
kan kepada tuntutan untuk mempertahankan standard emas dan 
dengan dernikian sam a sekali tidak mempertirn bangkan kepen­
tingan penduduk. 

Kond.isi itu semakin mempertajam garis pemisah menurut 
warna kulit, antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. 
Kemewahan golongan yang pertarna dan sikapnya yang semakin 

88 



tertutup semakin menjauhkan mereka dari rakyat. Dengan 
Iatar-belakang ini maka mulai dilontarkan permasalahan tentang 
hubungan-hubungan antara kedua bangsa itu, dalam susunan 
masyarakat yang bagaimana dapat hidup bersama. bagaimana 
kedudukan politik masing-masing, nilai-nilai budaya mana yang 
akan menjadi pegangan masyarakat itu. Dalam konkritnya 
golongan-golongan politik mulai memperjuangkan kehidupan 
bangsa Indonesia dalam suatu negara yang merdeka. Bagaimana . 
mem.:apai tujuan ini ternyata m.;:..,ih banyak perbedaan sikap dan 
p~:ndirian, maka terdapat partai yang non-kooperatif dan yang 
koperatif: ada yang memperjuangkan lewat pelbagai fase dengan 
tuntutan pembentukan secara berlarut-larut lembaga-lembaga. 
seperti parlemen, negara uni, dan akhirnya negara merdeka 
penuh. 

Derajat progresivitas atau kalau dikehendaki sifat reaksi­
oner politik kolonial dapat diukur dari reaksinya terhadap 
pelbagai tuntutan itu. Garis-garis warna kulit yang memisahkan 
kedua golongan bertambah tajam dan perasaan kaum pribumi 
yang dibedakan serta dibelak<!ng kepentingannya menjadi dasar 
kokoh dari kehidupan kolonialisme. Meskipun sangat diperham­
bat oleh jaman '"me!esed" (malaise) dan tindakan menekan oleh 
pemaintah, nasionalismc tum buh tents dengan tidak tertahan 
Ltgi serta lebih sadar akan tujuannya. Dialog antara kaum 
nasionalis dengan pcmerintah kolonial mencerminkan politik 
kolonial yang sangat konservatif dan reaksioner. 

:\IC'ningkatn1·a t)(J/itik rC'aksioner 

Hal ini jelas sekali d;ui kebijaksanaan yang diam bil okh 
Gubl:'rnur Jenderal de Jonge ( 1931 - 1936) yang membuka 
halaman baru dalam politik kolonial pada a\\'al tahun tiga 
puluhan. Politiknya bersifat sang:.~t reaksion.:r terh:.~dap pergerak­
an nasional. y:lllg ternyata sama sekali tidak dipahami arti dan 
hakl:'katnya dan tidak hendJk diakui existensinya. Beberapa per­
aturan mengen:ti larangan b~rkumpul dJn berapat. hukuma.Jl bagi 
p~ga w:.~i yang m~:ngga bungk:.Jn diri pad a kegiatan ''ex tremistis" , 
h~tk-h ak ll1L'I11buang Jan m~nginternir tcrhadap bum n:tsionalis 
r~tdikJI. kl:'semuanya seLtras dt:ngan politik 1-:ck-:'rasan yang 
llll:'ll ll lljukkan kd.;urangan pengertiannya akan nasionJlismt.: lndo­
lll'Si a . dan p;tdJ pihak lain tautama kcpentingan bum pt:ngusaha 



yang perlu dibda dan dipertahankan selama masa krisis itu. 
Peningkatan pergerakan nasional menjadi dasar politik menindas 
de Jonge: selama pemerintahannya banyak diterapkan hak-hak 
exorbitant dengan mcng-internir lr. Sukarno ke Flores dan 
kemudian ke Bengkulu, Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir ke Digul 
Atas dan kemudian ke Banda. Belumlah lagi berpuluh-puluh yang 
terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927 serta aktivis 
radikal pada tahun-tahun berikutnya ke Digul Atas, atau terkenal 
juga sebagai Tanah Merah. Kecuali kaum komunis, juga anggota­
anggota partai nasionalis radikal, seperti Partindo, PNI dan Penni 
dideportasikan ke sana. 

Politik menindas juga diterapkari terhadap partai-partai yang 
bersikap non-koperatif, seperti PNI dan Partindo yang berturut­
turut dibubarkan. Dengan demikian aksi politik praktis tidak 
mungltin dijalankan dan menjadi lumpuh sama sekali, meskipun 
tidak padam. Terutama golongan non-koperatif sangat menderita 
akibat politik penindasan dan mulai mencari taktik koperasi. 

Politik de Jonge juga menciptakan per.1turan Toezicht 
ordonTUDitie (Ordonansi Pengawasan) pada 1 Oktober 1932 yang 
dapat menolak ijin untuk menyelenggarakan pengajaran apabila 
dipandang membahayakan ketata-tertiban masyarakat. Peraturan 
itu sudah barang tentu mendapat pertentangan hebat, karena 
dirasakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sangat kurang 
memberi kesempatan bagi pribumi untuk menuntut pelajaran, 
bahkan usaha pribumi sendiri yang dipelopori oleh Ki Hadjar 
Dewantara dihalang-halangi. Meskipun pejabat sangat hati-hati 
dalam menjalankan peraturan itu. akan tetapi kebebasan peng­
ajaran tetap terancam. 

Pemberontakan pada kapal perang De Zeven Provincien 
pada 4 - 10 Februari 1933 sebagai protes terhadap gaji yang 
sangat kecil , mengubah haluan politik kolonial terhadar per­
gerakan nasional. meskipun pergerakan itu tidak ada sangkut 
pautnya dengan pemberontakan itu. 

Dikhawatirkan bahwa keadaan ekonomis yang jelek :Jk:.Jn 
membuat rakyat peka serta mudah dipengaruhi oleh par;• 
pemimpin pergerakan yang mungkin sekali akan memperpin:J kJ i1 
ke,l'mpatan untuk mcngh asu t. Untu" 111L' I1L'L'f!ah hal ini pl' mc"n:~­

t.di muL!i meni nda " parLii-partai ~ ;mg non-kopl'r;ttif 
P:tdJ :JW:tl I Q 3 .~ han yak r:J pa t-r J p;t t d i hu hJ r k.tn k:t ,,. ~~ '"' 

Lk:q';tt l·LkJpan ~ .111~ dq':tn dang <'kli J 't11 I~I ~l·h:tg;ti kt~ ll l:i! l , : : ~t .. k 
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memberontak, antara lain di Surabaya, Purworejo, Probolinggo, 
Cilacap, Kebumen, dan sebqainya. Pem bubaran rapat seperti itu 
mempunyai akibat yang menguntungkan partai radikal, seperti 
Partindo, karena mendapat propaganda yang baik. Kenyata­
annya ya!ah bahwa banyak yang menggabungkan din kepada 
partai itu. Tidak mengheran.kan apabila pada 27 Juni 1933 
keputusan Gubememen mencntukan Jarangan bqi pegawai ne­
geri untuk menjadi anaota partai itu. Tindakan kemudian 
mempunyai sasarannya pemimpin-pemimpin, yana satu persatu 
ditan&kap, .lr. Sulwno pada 1 Apstus 1930 kemudian pada 25 
Februari 193:4, Mob. Hatta. Sjahrir, Maskoen, Boerhanoeddin. 
dan lain-Jainnya. Scmentara itu teru.menerus dilakukan gro­
pyolum (penyerbuan) terhadap pertemuan-pertemuan atau to­
koh-tokoh peqerakan, pengledahan, kesemuanya sesuai dengan 
politik Colijn dan De JoiJIC YIDI hendak melllhancurkan 
putai-opartai radib1. Politik bras ini dapat di.katakan berhasil 
da1am arti . blhW. . partai . kehil•npn. anaota .dan kontaknya 

-den8an rakyat. Untuk mcnahindari kebinasun maka diperlubn 
reorientasi dalam stratcgi dan taktik perjuanpn. 

· Reorientasi ini juga mendorong ke arab persatuan dan 
kcrjasama yU& crat antara orpnisasi-organisasi peiJerakan nasio­
nal. ~rubahan tUtik dalam menahadapi politik pemenntah 
samasclralj tidak mensubah tujuan pcrjuangan, yaitu kesatuan 
na.sional, persatuan organisask>rganisasi dan kemerdekaan ·Indo­
nesia. 

Bqaimana sikap dan politik pcmerintah kolonial terh~dap 
perkembanpn ini? Apabila sejak awal tahun duapuluhan tahun 
diproldamasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia oleh Perhim­
punan Indonesia. pada pertengahan tahun tigapuluhan cita-cita 
itu hendaJc di\vujudkan dalam perjuangan · politik di gelanggang 
Dewan Rakyat. Petisi Soetardjo mengusulkan suatu konferensi 
antara wakil-wakil Indonesia dan Nederland untuk merencanakan 
perubahan-perubahan yang dalam sepuluh tahun dapat memberi 
status merdeka ke~J<Jda Indonesia. Sebagian besar dari partai­
partai, goiongan-golongan dan tokoh-tokoh pergerakan men­
dukung petisi itu dan melancarkan pelbagai aksi . Seluruh 
perhatian pergerakan dipusatkan pada petisi ini. 

Meskipun petisi ini bunyinya tidak revolusioncr, terapi 
pihak Belanda membuat reaksi yang menunjukkan sikapnya yang 
konservatif. Dianggapnya usul ini terlalu pagi dan diajukan tidak 

91 



pada saat yang tepat; lagi pula waktu sepuluh tahun dianggap 
terlalu pendek. Reaksi dari penguasa kolonial menunjukkan 
kesangsian apakah suara para pengusul · mencerminkan dan 
didukung oleh keinginan rakyat 65 juta. Otonomi hanya dapat 
direalisasikan secara lambat-laun dan dari lembaga-Jembag3 · 
bawah ke yang atas. 

Walaupun usul itu ditolak mentah-mmtah, namun politik 
kolonial muJai melaksanak3.n j:>erubahan pemerifltahan pada tahun 
1938, berdasarkan atas rencana tahun 1922 dan sebagai kelanjut­
an dari Undang-undang desentralisasi tahun J 903. Didirikan 
provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubemur Sebagai wakil 
pemerintah pusat sedang Dewan Provinsi yang mengatur rumah 
tangga daerah. 

Di sini gagasan Colijn yang konservatif tampak dengan 
jelasnya, yaitu pendirian pemerintahan pulau-pulau dan dewan­
dewan lokal perlu mengoper fungsi Dewan Rakyat. Dasar dari 
politik.ini yalah pembentukan suatu federasi. Bagaimanapun juga 
bentuk pernerintahan yang disusunnya, kekuasaan Belanda dalam 
soal-soal kedaerahan masih tetap dipertahanbn. Bagi pengusaha 
kolonicil keinginan hidup dalam ikatan kolonial dengan Belanda 
dianggap suatu kenyataan yang tidak perlu diragukan. Suatu 
akibat yang tarnpak jelas yalah bahwa penolakan petisi sernakin 
menjauhkan kedua golong~ - penguasa dan yang diperintah. 
Dirasakan oleh urnurn bahwa suaru perrnintaan >_:ang sederhana­
pun telah ditolak rnentah-rnentah, suatu bukti dari pandangan 
serta pendirian Belanda yang picik serta sempit. Tiada lain jalan 
bagi kaum pergerakan untuk mernperkuat barisan dengan rnern­
perkuat organisasi dan persatuan bangsa. Usaha ke arab persatuan 
ini juga didorong oleh keadaan internasionaJ yang sejak 1939 
menjadi gawat dengan expansi Nasional Sosialisrne Jennan. 

3. Frustasi pada pihak Pergerakan Nasional 

GAPI sebagai penjeirnaan gerakan kesatuan itu didasarkan 
atas hak menentukan nasib sendiri, kesatuan nasional, dernokrasi 
dan kesatuan aksi. Baiklah kita ikuti bagaimana reaksi Belanda 
terhadap perjuangan GAPI ini, sehingga dapat kita ketahui corak 
po!Hik kolonial pada tahun-tahun terakhir dari cx.istensi penguasa 
kolonial. Semboyan yang didengungkan yalah "Ind_onesia Ber­
parlemen" suatu tujuan yang menghendaki kerjasama erat antara 



Betanda dan Indonesia, terutama diperlukan atas desakan keada­
an intermisional yang mengancam kedua nege.ri itu. Seperti 
halnya dengan petisi-Soetardjo aksi ini mendapat dukungan luas 
di kalangan masyarakat. Tujuari yang jelas perumUsarinya- serta 
yang mempersatukan, memperkuat barisan perjuangan nasional. 

Uluran tangan dari pihak Indonesia ini terutama ditafsirkan 
oleh Belanda sebagcii suatu chantage, yaitu menggunakan keadaan 
perang untuk memaksa'konsesi. Keterangan Pemerintah Belanda 
baru keluar pada 10 Februari 1940 yang menyatakan bahwa 
perkembangan dalam · bidang jasmani dan rohani akan memerlu­
kan perubahan dalam bidang ketatanegaraan. Sudah barang tentu 
hak-hak ketata-negaraan rnemerlukan tanggungjawab dari para 
pernimpin. Tanggungjawab ini hanya dapat dipikul apabila 
rakyat te1ah mernahami ke6ijaksanaan politik. Se1arna Pemerin­
tah Be1anda yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan politik di 
Hindia Be1anda, tidak rnungkin didir~kan Parlernen Indonesia 
yang mengambil alih tanggungjawab itu. 

Kesimpulan dari pihak dan pemimpin Indonesia tentang 
penolakan itu yalah bahwa Indonesia akan rnenjadi daerah jajahan 
untuk selama-lamanya. Jalan lain yang perlu ditempuh yalah 
melancarkan propaganda seluas-luasnya di kalangan rakyat untuk 
me1aksanakan cita-cita negara kesatuan Indonesia yang didasar­
kan atas demokrasi dan sistim parlementer dengan pemilihan 
umumnya. Pendudukan negeri Belanda oleh Jerman tidak rnem­
pengaruhi pendirian pemerintahnya yang tidak mau mundur 
setapakpun jua. Yang sangat rnenarik perhatian yalah bahwa sikap 
konservatif itu tidak rnengurangi 1oyalitas bangsa Indonesia 
terhadap nege.ri Belanda bahkan ada keinginan umurn untuk·kerja 
sama dalam rnenghadapi perang itu. Sebagai sikap yang rrien­
dukung usaha Belanda yalah bahwa pelbagai aksi politik dihenti-
kan. · · 

Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia diutarakan 
oleh Gubernur Jenderal Tjarda bahwa rnasyarakat dalam 11elbagai 
seginya mengalami perubahan, gagasan-gagasan mengenai per­
ubahan sosial dan politik perlu disimpan dahulu sampai sesudah 
perang sehingga dapat dikaji lagi dan disesuaikan serta menjadi 
lebih jelas lagi. Keterangan yang tidak tegas ini hanya menimbul­
kan kekecewaan saja, serta mernbuat rakyat semakin skeptis dan 
ragu-ragu akan pelbagai usaha dari Belanda yang diajukan 
kernudian. Maksud Belanda terhadap · pergerakan nasional se-

93 



makin jelas dengan tindakannya seperti pembrangusan pen, 
pengawasan lebih keras terhadap rapat-rapat dan tepatlah apabila 
dikatakan bahwa pada akhir 1940 Hindia Belanda sudah me~Uadi 
negara po~i. 

Sementara itu perjuanpn di linakunaan Dewan Rakyat 
terus berlangsung. Tip mosi diajukan, mosi Thamrin. mosi 
Soetardjo dan mosi Wiwoho. Meqenai mosi pertama Pemcrintah 
meniadakan istilah "Inlander" dan mengantikannya denpn 
"lndonesier" atau .. Inb.eems .. , akan tetapi berkeberatan untuk 
menggantikan ''Nederlan~lndie" dengan "lndonesi~". Mosi 
kedua mengusulkan untuk meniadakan segala diskriminasi ~r­
dasarkan kriterium ras bagi penahuni Hindia Belanda dan 
membentuk satu kewarpnepraan bqi semua lapisan sosial. 
Tangapan Pemerintah tidak lain daripada penlJJldaan. pemecah­
an penoalan sampai sesudah Pcrana. Mosi Wiwoho tnengunakap 
kembali soal perluasan stJuktur ketata-negaraan Hindia Belanda 
yang memerlukan pembentukan Dewan Negara, perluasan ke­
kuasaan Dewan Ralcyat dan tanaun&jawab Jcepala Departemen 
terhadap Dewan itu. 

Satu-satunya hasiJ yang nyata dari mosi-mosi itu yalah 
pem bentukan suatu panitia pada bulan Maret 1941, terkenal 
se bagai Commissie-Visman, yang bertugas meneliti keingi.nan 
cita-cita serta pendapat yang ada pada pelbagai golongan dan 
bangsa, lapisan dalam lapangan perkembangan tata-negara serta 
kedudukan pelbagai kelompok penduduk di dalam susunan itu. 

Panitia ini tidak dianggap "sungguh-sungguh" dan di­
pandang hanya sebagai cara mengelakkan perhatian rakyat. 
Hasilnya diumumkan pada bulan Desem ber 1941 dan karen a 
kancah perang Pasiflk sudah sangat dekat, tidak ada pengaruhnya 
terhadap perkembangan politik. Pendirian serta pandangan yang 
m~njiwai laporan itu sangat subyektif dan dari titik pendirian 
bersifat kolonial yang menyatakan bahwa "penduduk sangat puas 
dcngan pemerintahan Belanda". 

Pemerintah sendiri menyatakan pada akhir 1940 bahwa 
~c L ap pem bicaraa.:1 ten tang kemerdekaan Indonesia perlu Jitolak. 
k;.; :cna in i rncmbuar :rerkembangan ketata-negaraan yang demo­
kr ~' ' Js be;c~oah menjadi per:Juangan kekuasaan. Soal mipu n 
;1 t'.Jnd:J sJ::1 pai p:.:r::!ng seksai. Hal ini serasi den!!an pendap:l i 
111 : .--: te n JJi::< h::n. Welte~. v:1r.g pada i April 1941 menv:1tak :1 r ~ 
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bahwa selarna rakyat Belanda tidaJc dapat memberikan sua.ranya, 
perubahan-perubahan tidak bersifat demokratis. 

K~diaan untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian 
ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta 
mencntukan struktur dan kedudukan daerah seberang dalarn 
kcndaan diucapkan secara resmi oleh Ratu Wilhelmina pada 10 
Mei 1941 dalarn suatu pidato radio. Dalam kenyataannya suatu 
konferensi untuk membicarakan masalah itu perlu ditunda juga 
sampai sesudah perang. 

Sampai pada saat-saat terakhil- dari pemerintahan kolonial 
Belanda semua usul pihak lndonesua baik untuk memberi status 
merdeka kepada Indonesia maupun ajakan kerja sama dalarn 
menanggulangi bahaya perang tetap ditanggapi dengan menjalan­
kan_ politik menunda, yaitu menungpu sampai perang selesai. 
Pendirian ini tetap dipertahankan jup dalam meopadapi Piagam 
Atlantik yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bcntuk 
pemerintahannya sendiri. · 

Usul tentana milisi pribumi yana berdasarkan kew;Uiban 
setiap wupnegara mempertahankan negerinya, dielakkan de­
ngan alasan bahwa suatu perang modem lebih memerlukan 
angkatan pera.ng yang terdiri atas prajurit profesionil. Hanya 
karena suatu pensbematan milisi sebcsar lima atau enam ribu 
orang dapat dilakukan. Tidak dapat disa.ngkal bahwa soal milisi 
ini dikhawatirkan oleh Belanda sebagai alasan bagi bangsa 
Indonesia untuk menuntut hak-hak politik yang lebih besar, 
seperti perubahan ketata-negaraan. Memang Belanda temyata 
hanya menyetujui miJ.isi pribumi secara terbatas dan tidak 
disertai oleh pemberian ha.k-hak ketata-negaraan kepada rakyat. 

Suasaria pada bulan-bulan terakhir jaman Hindia Belanda 
diliputi oleh perasaan apatis tercampur tidak percaya dan 
akhirnya menjadi anti Belanda. Politik menunda dan mem beri 
janjj.janji merusak kepercayaan terhadap maksud-maksud Belan­
da. Tujuan untuk bekerjasama dengan dasar hak yang sarna 
ditolak sebagai chantage politik. ~tiap keinginan dianggap sepi 
dan semua usul-usul ditolak mcntah-mentah. 

Sampai saat terakhir sifat-sifat pokok kolonial yang konser­
vatif dipertahankan, y~tu masyara.kat yang diberi ciri dualistis, 
dimana kedudukan golongan penguasa kolonial tetap terjamin 
sedana golongan yana diperintah tetap dibatasi hak-hak dan 
dipedakukan sebapi bangsa yans belum masak untuk berdiri 
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sendiri. Ditinjau dari pandangan historis dewasa ini jelaslah 
bahwa perkem banpn sesudah perang dunia benar-benar mem­
buktikan bahwa politik itu tetap dipertahankan dan tidak banyak 
terlihat perubahan sikap ataupun pendirian sesuda,h perang. 
Hanya perjuangan banpa Indonesia sendiri dalam revolusi sajalah 
y~ng akhimya dapat mcndat.anakan kemcrdckaan basinya. 

Seluruh proses perkembanpn cxpansi koloDial Belanda di 
Indonesia membcri gambaran bapimana keku•sa•n kolonial 
ditanam dalam masyarakat lndoaaie serta terciptanya hubungan 
kolonial yans tidak banye tc ..... pada hubunpn ekonomis dan 
politik. Telah ditonjolbn pcr.aaan idcologi yang dipakai untuk 
membcDarkan JwloniN' c, sistimnya adminiltrui yang men- · 
jamin ketentereman dm .utertiben apr keuntunpn ekonomis 
untuk nqeri ialkAk dapM. menpljr tcnas. . Politik kolonial yan1 
ditualllkan •'-Pi ~ OllfJliiMi dan perbmbana­
an daeralHtaerah sampai ekhir jaman HiDdie BeJenda tctap 
dijiwai olch )aepeatillpHepentinpn nepri induk .ebinga 
hubunpn antara ....,.-i iaduk itu dcnpn dacrab j.;ehan scring 
disamakan denpn hubuapn ma.ra modal dan tenep kerja. 

Keperluan untuk mcmpcrtehanken dominasi kolonial itu 
memaksa pequasa koloniaJ kecuali mcmpeiJUnakan kekuatan, 
jup menyusun cara-cara membenarkan situasi itu denpn ideo)~ 
gi-ideologi sebapimana dibcntangkan di atas. scpcrti ide asosiasi, 
politik etis, politik sintese. atau negara Nederland-Raya. Situasi 
kolonial hendak dipertahankan denpn diskriminasi rasial dan 
politik non-akultur.llif. · · 

'Garis warna' terdapat dalam sctiap masyara.kat kolonial , 
yang memisahkan· kaum kulit putih dari massa yang berwarna. 
Seluruh struktur ekonomi, sosial dan politik didasarkan atas 
prinsip itu. semua hubunpn bersifat hubungan antara atasan dan 
bawahan. atau antara superioritas dan inferioritas. Dalam stratifi­
kasi sosialnya kaum penjajah ada di lapisan atas dan yang dijajah 
di lapisan atas dan yang dijajah di Japisan bawah, dan garis 
pemisahnya sering sedemi.kian sehingga menyerupai sistim kasta. 
Hal ini didasarkan atas konsep superioritas ras dari kaum kulir 
putih. 

Dibanding sengan regime koloniaJ lnggris . di Indonesia garis 
warn a kurang keras. Be Ianda lebih liberal dalam si kapnya 
terhadap sistim kasta . meskipun hubungan sosial tetap tidJk 
b~bas dan pada tingkat yang sarna. Pada umumnya aJa tole r:uu 



rasial, antara lain terbukti dari adanya perkawinan antar bangsa, 
ketunmannya diasimilasika.n dalam golongan kaum kulit putih. 

Kontrol ekonomis dan politik dipegang erat-erat oleh 
Belanda; ~ mulai ada perhatian terhadap kemakmuran rakyat 
pada awal abad XX, sebelumnya hanya menenting.kan tenaga 
ketia yang murah, penyerahan basil bumi yang wlijib, sehingga 
status ekonomi dan politik banpa Indonesia sangat rend&h; 
perdagangan dan ekonomi menjadi monopoli Belanda. Dalam 
bidana politik dicapai sedilcit kemajuan dengan adanya per­
waltilan-perwakilan, meskipun terbatas pada perundang-undangan 
dan masill dibatasi oleh hak veto pemerintah pusat. Lagipula ada 
jaminan bahwa suara terbanyak masih pro Belanda. 

Diskriminasi ras terutama diterapka.n dalam bidang ekonomi 
dan edukasi; dasar kesempatan untuk memperoleh edukasi sangat 
terbatas sehinga perkembangan elite intelektuil sangat terham­
bat karenanya. (Lihat selanjutnya di bawah pokok 'non-akutura­
si'). Dilihat dari segi ini edukasi merupa.kan bahaya bagi 
kekuasaan kolonial karena meratakan jalan ke arah emansipasi 
dan akhimya kemerdekaan. · 

Inherent dalam politik 'garis warna' ialah kebiasaan mem­
buat pemisahan sosial antara golongan kulit putih dan bangsa 
Indonesia. Kontak sosial terbatas, golongan Belanda exJdusif, 
hubungan hanya terbatas antara majikan dan anakbuah, tuan dan 
pembantu. Semua aktivitas sosial, seperti rekreasi, sport, seni, 
tempattinggal, pendidikan, dan lain-lainnya, kesemuanya ter­
pisah. 

4. Politik non-akulturatif 

Filsafat pokok dari politik kolonial Belanda yalah non­
akulturasi. Belanda berusaha melindungi budaya asli terhadap 
pengaruh-pengaruh asing, hendak membangun struktur politik 
berdasarkan adat lama dan bentuk-bentuk lokal sari pemerintah­
an Belanda yang tidak langsung yang dipertahankan sampai akhir 
regimt: mereka. Tidak ada usaha kuat menyebarluaskan bahasa 
Bel;mda. lingua franca yang dianjurkan yalah bahasa Melayu, 
pada umumnya proses Westernisasi atau moder.tisasi hendak 
Jibatasi sekeciJ-kecilnya. Berbeda dengan politik koloniaJ Peran­
cis. Beianda tidak mempunyai mission cil'i!isatrice sehingga tidak 
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ada usaha untuk mendidik elite yana menjadi pelopor dari 
akulturasi yang menyebarkan · budaya Belanda (Barat) kepada 
rakyat Indonesia. Tidak ada pula usaha untuk mengadakan 
asimilasi politik di mana bangsa Indonesia dijadikan warganegara 
penuh dari ~ederland dengan segala haknya; tidak ada maksud 
membuat Indonesia sebagai provinsi Belanda dengan ibukota 
politi.k di Nederland dan administrasi sentral di Nederland. 

Aldbat dari politik non-akulturatif itu yalah bahwa proses 
Wlltemisasi sangat terhambat, pendidilcan terbatas, proses em~ 
sipasi sangat lambat, sangat kurang latihan ketrampilan teknik, 
sangat perlahan-laban. perkembangan ke arah kemerdekaan po­
litiJc. Keuntungannya yalah bahwa banyak lembqa tradisionil 
yang utuh dan erosi kulturil tidak sederas daerab-daerah yang 
mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial. 
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BA B 11 

STRUKTUR SOSIAL 

A. STRUKTUR SOSIAL - EKONOMIS 

1. Pertumbulum hnduduk. 

WWu Raf1es mcmerintah sebqai Letnan Gubemur Jen­
deral lngeris, ia memperhitungtan' bahwa penduduk pulau J awa 
sebanyak empat setengah juta jiwa· Denpn angka ini saja pulau 
Jawa sudah merupakan pulau yang terpadat di daerah apa yang 
dulu dilebut Hindia timur ini Hal ini tak mengherankan. Sejak 
zaman b~~ kuno pulau Jawa dan beberapa tempat 
di S1imatra memma teJah diberitabn sebapi daerah-daerah yang 
belpenduduk ber-''laba-lakaa ". ApaJaai kalau dibanding denpn 
Wlerah-daerah yang hanya merup8ka1i ''kerajaan-kcnjaan desa" 
yang salina terpencil. Walaupun demikian kenailcan jumlah dan 
kerapatan penduduk di Jawa merupabn salahsatu gejala sosial­
ekonomis )'UII terjadi selama masa kolonial. Menurut sensus 
1930, penduduk pulau Jawa telah berjumlah 40 juta jiwa. Jadi 
dalam waktu 130 - 140 tahun saja penduduk Jawa dan Madura 
telah naik sepuluh kaJi lipat. 

Sebenamya dari sudut kerapatan penduduk Indonesia de­
ngan mudah dapat s;Va dibagi atas tiga golongan besar. Suatu 
pembq:ian yang kebetulan sejajar pula dengan perbedaan ekolo­
gis dari daerah-daerah tersebut, yaitu: 

1. Kelompok berkepadatan penduduk yang tinggi, yaitu pu1au 
Jawa, Bali Selatan, sebagian Sumatra Barat, dan Sulawesi 
Selatan. Kelompok ini terdiri dari kira-k:ira 75% dari seluruh 
penduduklndonesm. 

2. Kelompok berkepadatan sedang, yaitu daerah-daerah luar Jawa 
., . lainnya, harnpir seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi 

Tengah dan Utara, Nusa Tenggara. 
3. Kelompok berkepadatan rendah, yaitu daerah apa yang pernah 

disebut sebagai Timur Besar. seperti Maluku, Irian Jaya dan 
pulau kecillainnya. 

Disarnping tantangan .Jam yang hebat ·- keterpencilan dari 
s.1 tu pulau dengan pulau lain. hutan-belantara tropis yang sulit 
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untuk diolah dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan tradisionil 
yang masih bercokol di kalangan penduduk asli, yang berakibat­
kan pembatasan kelahiran yang ·cukup penting, adalah faktor 
menyebabkan tak pentingnya daerah.-daerah dari kelompok 
ketiga_ini dalam masalah pertumbuhan penduduk. Sebab itu yang 
.perlu diperhatikan yalah kelompok pertarna dan kedua. 

Begitulah daerah vulkanis dari kelompok pertama, dengan 
musirn hujan dan kemarau yang agak teratur serta tanah yang · 
relatif masih muda, merupakan tem{lat yang merangsang bagi 
pertumbuhan penduduk. Sedangkan daerah-daerah lain, dengan 
tanah yang telah tua dan hujan yang tak begitu teratur, tidaklah 
demi.kian halnya. Sementara daerah-daerah dari kelompok per­
tama dapat memperkembang teknologi pertanian. pada ketinggian 
yang cukup, maka daerah lain umumnya terikat pada sistirn 
perladangan yang berpindah-pindah. Lain daripada sistirn per­
sawahan yang urnumnya berlaku pada daerah kelompok peitama, 
sistim pertadangan yang berpindah-pindah tidaklah memerlukan 
perhatian yang khusus dan teknologi pertanian yang tinggi. 

Pertarnbahan penduduk tidaklah semata-rnata tergan tung pada 
rnasalah ekologis dan alamiah serta perkembangan teknologi 
pertanianan saja. Terlibat pula dalamnya faktor-faktor sosial­
ekonomis lainnya, seperti kesehatan, keamanan, extensifikasi dan 
intensifikasi pertanian, proses migrasi extern dan intern. Tentu 
saja semua iru terpusat pula pada masalah perbandingan antara 
kematian dan kelahiran. 

Dalam ·.hal inilah terdapatnya kesuka.ran untuk meneliti 
dengan jelas proses dan tahap dalam peristiwa kependudukan di 
tanah air kita. Agak sulit diketahui secara pasti hubungan antara 
gejala sosial-ekonomis dengan tahap serta tirigkat kecepatan dan 
kenaikan jumlah penduduk. Sebabnya yalah karena sistirn pen­
cacahan yang agak baik dan bisa dipercaya barulah dirnulai pada 
dasawarsa kedua dari abad ini Dan yang lebih sempurna 
dijalankan pada ~awarsa ketiga. Sedangkan menurut perkiraan, 
peristiwa kependudukim yang terpentlng justru tetjadi sejak awal 
abad ke 19. Hal ini terutarna, seperti telah diungkapkan oleh 
ahli-ahli Belanda, tetjadi di pulau Jawa. Tirnbul kesan seolah-olah 
politik agraria Belanda baik cultuurstelsel ataupun politik liberal, 
mendatangkan berkah yang demikian baik.hingga penduduk J awa 
naik secara mengagumkan. 
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Masalah yang pertama yang harus diteliti, kata Prof. Widjojo, 
b\llcanlah . perlqr_~ yang he bat tersebilt, tetapi bagaimana per­
kiraan itu bisa· .didapatkan. Mab daiai:D hai lni akan kelihatanlah 
betapa tak sempumanya cara · pencacahli{ atau penghitungan. 
Sering pencacahan · diWqlkan oleh pamong desa yang tak begitu 
mengerii ten tang arti. Pencacahan. Lagi pula pencacahan sering 
dihubungkan dengan · pajak kepala. Tirnbullah--llecenderung­
an untuk rnernperkeciJ jumlah anggota keluarga yang sesungguh­
nya. Maka angka yang didapatkan sebenarnya jauh .lebih kecil 
dari jurnlah yang stsungguhnya. Usaha lain yang dilakukan 
~engan rnernalcai sistim kelompok, berdasarkan perkiraan kasar 
saja, juga samasekali tak bisa dipercaya. Kesulitan ini akan lebih 
jelas lagi jika rnasalah jurnlah penduduk harus dihubungkan 
dengan perirnbangan antara yang meninggal dan yang lahir. 
Parnong desa sering tidak mencatat sama sekali kelahiran dan 
kematian bayL BuJcanJcah - menurut pikiran mereka - bayi-bayi 
itu "belum sempat jadi . orang"? Karena bal-hal . terse but . diatas, 
besar · seka.Ji dugaan bahwa , selama a~d .19 dan . awal abad 20 
perkiraan jumlah penduduk Jawa · seben~ya jauh lebih rendah 
dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi tahap kecepatan pertum­
buhan penduduk. barangkali juga tak sehebat ,yang dibayangkan. 

Bahwa . pertumbu~an terjadi dengan cukup' pesat adalah pasti. 
Faktor utarna yang sering diajukan . yalah terjaminnya keadaan 
dan diperkenalkannya cara penjagaan kesehatan ,rakyat yang 
mOdern. Dibawah kepala-kepala tradisionil mereka, .. anak negeri 
sering terlibat dalam segala macam perang, hingg,a angk.a kemati­
an cukup tinggi adanya. Disamping jtu karena ketiadaan sistim 
pengamanan keselamatail anak negeri;yang merata luas, kejahatan 
pun serfng terjadL · · 

Betapapun kecenderungan ahli-ahli Belanda untuk kadang­
kadang melebih-lebihkan berkat yang dilimpahkan oleh sistim 
kolonial, faktor terjaminnya keamanan yang lebih merata adalah 
salahsatu gejala yang sehat bagi perturnbuhan penduduk. Dengan 
adanya sistim keamanan yang terpusat l<:emungkinan untuk 
berpindah ke daerah yang lebih mernberikan prospek ekonomis 
yang lebih baikpun terbuka lebih Iebar. 

Sampai dimana penjagaan kesehatan modern yang diperkenal­
kan pemerintal1 Belanda mempeicepat lajunya pertumbuhan 
penduduk masih harus dipersoalkan. Terutama jika peranan ini 
harus dilihat dalam kontex abad 19. Sebab selama abad ini-
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tinda.lcan; preventif terhadap penyakit menular, yang sering 
diangpp sebagai jasa pemerintah yang terbesar, masih sangat 
terbatas daerah jangkauannya. Hanya kurang lebih dua setengah 
persen saja dari penduduk pulau Jawa yang sempat menilanati 
vaksinasi. Atau denpn k.ata lain, hanyalah penduduk yang sering 
berhubungan denpn golongan Eropa sajalah yang mendapat 
sekedar berkah dari sistim preventif ini. Sedangkan yang me­
nerima pcnaobatan langsuna secara modern, biJ& didup, hanya­
lah golongan Eropa saja. ~ . -Bahwa adanya segoJonpn kecil yang 
mendapatkan kesempatan} unbik mendapatbn fasilitas modem 
sedikit banyaknya dapat jup memberikan -pantulan pada masya­
rakat sek:elilina. ~ baranabti bila dibtabn • .,._. uboco­
ran nfimat, adalah jelas.f · N.man. Wama- ·abad 19. peftiWl dari 
fasilitas peJIIOMtan serta ;pciQqam · ~ataamOc:te.n tidaklah 

· merupabn faktor Yalll l&lipt llienentubn. • 
IW-hal · ,...,. clileiiUt · diiit. msnilterihn ·bun . :Wrwa 

sebenarnya ---~-.bad · t9· pertumbula 'paailfldiii:· iii Jaw 
tidatiM tedalu ~· · M ....... nya halr;enk* . tedetak · pad& 

iumJah yaq riil, teupi leJina pada perbitwtpn YIDI tidal teliti. 
Pad& abatt-:20. perbaikan dalam sistim pencacahan dilakukan. 

Denpn beptu bmap pertumbuban serta hubu.npn antara 
periatiwa kependudukan deapn mUllah sosiiHkanomis kelihat· 
m denpn lebih jeW. Apalali setelah tahiui 1930, ketib sensu:. 
pertama yang paling bisa dipercaya dan yang dijalanlcan dengan 
cukup teliti dilakukan. Proyek pertumbuhan penduduk sering 
harus bertolak-pangkal dari tahun ini. Sejak 1905 sampai 
dengan 1920, ketika sensus yang apk fumayan diadakan 
diperkirakan pcrtambahan penduduk pulau Jawa yalan kira-kira 
10 per seribu jiwa. Pada tahun 1905 jum1ah pcnduduk ialah 
kira-kira 29 juta 300 ribu jiwa, ditahun 1920 te1ah menin~t 
sampai kira-kira - menurut perkiraan yang rendah - 34 
setengah juta jiwa. Kecepatan pertumbuhan penduduk agak 
tersendat-sendat karena masih tingginya angka kematian. yaitu 
kira-kira 32,5 sampai 35 per seribu jiwa. Anglc.a kematian yang 
tertinggi yalah di tahun 1918 ketika terjadi wabah penyakit 
yang membunuh puluhan ribu jiwa. Jadi kita bisa membayangkan 
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang terendah dalam 
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empat setengah dasawarsa pertama abad ini terjadi pada antara 
1915 dengan 1920. Malah di beberapa daerah terjadi pengurang­
an. Walaupun pukul rata pertumbuhan dalam periode ini (ter­
utama an tara 19 I 7 - 1920) tingkat pert urn buhan yalah kira-kira 
8 pennil. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi sesudah 1920. 
Wabah-wabah besar tidak terjadi lagi. Dilaporkan bahwa sejak 
tahun 1920 sebagian besar daerah Indonesia telah terbebas dari 
epidemi cacar. dan sesudah 1928 terbebas pula dari wabah · 
kolera. 3 

Antara 1920 dan 1930 pertumbuhan penduduk pulau Jawa 
yalah kira-kira 17,6 per seribu juta. Tetapi pertumbuhan ini 
tidaklah merata, daerah2 yang telah padat, yang merupakan 
daerah migrasi keluar, kenaikannya tidak menyolok. Hal ini 
disebabkan karena sebagian dari pertumbuhannya mulai disedot 
oleh daerah-daerah penerima. Demikian pula sebaliknya daerah 
penerirna migrasi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. 
Daerah-daerah yang pertama yalah antara lain Kedu dan Rem­
bang, yang kenaikannya masing-masing hanya 3,2 dan 9.5 per 
seribu jiwa. Sedangkan daerah-daerah yang tennasuk kelompok 
kedua, yaitu penerima, yalah daerah Besuki, yang kenaikan tak 
kurang dari 32,9 per seribu jiwa. Di samping itu daerah-daerah 
sekitar kota-kota besar, sebagai akibat dari urbanisasi, juga 
tumbuh dengan cepat. Karesidenan Betawi (Jakarta) naik sampai 
27,2 perseribu jiwa. 

Ketika sensus 1930 diadakan maka penduduk Indonesia 
telah berjumlah 60,7 juta jiwa. Dari jumlah ini 41,7 persen 
berdiam di pulau Jawa. Seperti halnya dengan Jawa maka 
kecepatan pertum buhan penduduk di pulau lain juga tidak 
seim bang. Walaupun sensus semen tara dari tahun 1920, tidaklah 
mencakup daerah-daerah luar Jawa dengan memadai, tetapi dapat 
diperkirakan bahwa antara 1905 dan 1920 kenaikan jumlah 
penduduk tiap tahun kira-kira 42,8 per seribu jiwa. Daerah­
daerah Sulawesi dan Nusatenggara ( termasuk Bali) mengalami 
pert urn buhan yang cepat sekali. Masing-masing daerah tersebu t 
naik tiap tahun kira-kira 86.8 dan 78.7 perserihu jiwa. Tetapi 
antara 19~0 dan 1930 krjadilah peristiwa yang agak aneh juga . 
!'\usJtengg;.ua menjadi daerah yang tl.'rlam hat laju . kenaikan 

Hrcrn;.an . o p elf h .ti 1'!4 
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pi:11llliUUkn: a hanya 24.4 per s~ribu jiwa. s~c.!angkan Maluku 
tampil sebagai Jaaah yang tt:r~~pilt. Sebagai h:;eluruhan dacrah 
luar Jawa mengJiami pcrtambahan kira-kira 28,0 per seribu jiwa. 
Kenyataan ini. disamping. membuyangkan betapa masih terke­
bei:.Jkangnya sistim perhitungan. juga memperlihatkan kecen­
derungan bahwa bila titik k~j~nuhan dari kemampuan daerah 
pcnerima penduduk bam telah tcn::apai, maka perpindahan dan 
pengurangan kelahiran bisa terjadi. Kasus di pulau Bali aJalah 
contoh yang paling jdas dari ke~enderungan ini. 

Sensus 1930 adalah pencacahan jiwa yang pertama yang 
dilakukan secara baik. Direncanakan bahwa setiap sepuluh tahun 
sensus akan diadakan. Tetapi pada tahun 1940 perang dunia 
kedua telah berjangk.it, perhatian pemerintah tentu saja lebih 
ban yak terpusat pad a masalah-masalah pertahanan. J adi perkira­
an jumlah penJuduk pada tahun akhir pemerintahan HindiJ 
Belanda lebih banyak berdasarkan proyeksi pertumbuhan saja. 
Dari kecenderungan-kecenderungan yang diduga telah terjJdi , 
seperti kenJikan rata-rata tahunan diperkirakan saja jumlah 
penduduk. BerdJsarkan perhitungan seperti ini diperkirakan pada 
tahun I 9-+0 jumlah penduduk Indonesia yalah 70.4 juta ji\Va. Di 
Jawa ada kira-kira 4g,4 juta. sedangkan di daerah luar Jawa 
jumlah penduduk ialah 22 juta jiwa. Jadi sebl·narnya s~mboyan 
kita di awal Ri:\·olusi pada tahun 1945 dari Stldut demogratis bisa 
dianggap sehagai pemikiran rendah. Scolah-olah saja antara 1942 
dan 1945 tiJak terjaJi pcristiwa-peristiwa dalam kependudukan. 

2. KctJac/arun penJzuluk dan gcjala swia/-ekunomis. 

Apa artinya kenaikan jumiJh penduduk ini dalam s~j;uah 
dan perkembang::m masyarakat Indonesia'? Seperti telah diurai­
kan diatas, tingkat kepadatan dan ke.:epatan kenaikan penduduk 
tidaklah merJta. Tabel I memperlihatkan ketimpan,gan dalam 
penyeb:uan penduduk ini. Walaupun rata-rata kepadatan pendu­
duk Indonesia. menurut s~nsus 1930 ini. h:myaL.th 31.9 jiwa per 
kilomt•ter p~rs,:gi. di Jawa sJja tin~kJt kep;1datan adalah J I (>.I 
SL'llangkan di ILur Ja"a hany..tlah 10 .1 Ak:.Jn kbih nll·nyolok lagi 
kaLJu kiL1 h:ndingkan Sl'hll:th ~.bL' rall krt~..·ntu d~·ng:Jn dJ~..·r:th 

yan)! lainn~ J Jih.:1 \Llluku hJ: l ~ :ddh 1.8 ji\\a 1''-'r kilom..:!l..'r 
p~..·r~q!i. m:JI-. :t JJ~,.' r..th Cirl'bon t..tl-- kur;tng dari (, 59.l)_ d;Jll 
l3:tndung h--: I Di lu:tr J:l\\ :1 :- .1:1g t..:r;':JLI:..tt Jdalah d:d.tran tinggi 
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Agam I Sumatra Barat I yang Kl'J'JdJt;mnya p~:rkilom~:ta prrs~gi 
yalahll7.1. 

Scperti tdah juga disinggun~ Jiatas. krpadatan penduduk 
jug;1 sejajar dengan cor:~k patanian dan setingkat t~knologi 
p~rtanian. Daerah-daerah pasawahan y;mg tdah mc:ngc:nal sistim 
pl'ngairan yang ,.:ukup tinggi mt'fupakan trmpat-tempat yang 
krpaJat. SeJangkan uat:rah-daaah ladang dan pdadangan yang 
bcrpindah-pindah dengan tingkat td;.n')(ogi yang bdum tinggi 
men1pakan dat:rah yang jarang penduduknya . 

Tabd I 
Kc:padatan Pcnduuuk ( 1930). 

Dacrah 

Jawa Barat ( tcnna 
~uk Jakarta I 
Jawa Tengah 
Jawa Timur 

Jumlah pulau Jawa 
Sumatra 
Kalinwntan 
Sulawesi 
Maluku / lrian hya 
1'\ usa T enggara 

Jumlah lnJon\.·sia 

J umlah Pen­
duduk 

11.397.146 
15.295.504 
15.055.7 14 

41.718.364 
8.254.843 
2. 168.661 
4.231 .906 

893.400 
3.460.056 

60.727 .233 

Luas daerah 
Km 2 

46.877 
37.375 
47.922 

132.174 
473 .606 
539.460 
189.035 
49().456 

7J.(l)4 

I 904.345 

~I J !llb'-· r · \\H.IJoj., 1"\iti'.J'Iro . Populwri''" T,. •. ,J lui .,, 

Kcpadatan 
rata-rata 

243.0 
408.2 
492.0 

316.1 
17.5 
4 .0 

22.4 
1.8 

47.0 

31.9 

Di ~amping itu k\.·lihatan pula l'l' ngarull !_!l'Ografi._ dan 
i:t"luri:,. ~ ang 111\.'nycb;abl-.;lll orang l'l' lllkrung untuJ.; lll\.'ng,: lom­
J' v k J'.tda tan;ah-1.111:tl 1 ~ ang ll·Lall dlll'- : lii;~J.. :II Ll3l·" uJ..i ad.d.:li 

, ;, ,,_-r;ail ~ :ang rdJtif ll'l J..l'Jlllldi;r n h · rh·mh;111g. '-l' h;.':ri ;r~.al • .tt 

: : fc':J : · .dtl'll~ ;t r.rr.: llli;.'LIIl d;tri d ;tl'J', Iil Ltl' l. 1..: :11\'Jl.r illl kl'l. tj'. ll. l l ~ 

:· - ;l , it ;dukt i \ :1 t ;,i .tkl:til L··c·;."ilt t 1111;.';.'1. ~. : I Ill ( hnd :J" :II J..:11 1 , _ ;: ' \1 ' 

! ' t -~l 1 1 ~U(1 _j;\\ ;1 j' v r J..il l· lllc'll'f !'l' l '- <..'~ 1 . 'll·t.q •i l-! :tlllh:tL II lJl:, ,: , ,.,_.,·r. r 

··, , ,. 1··.11, 'l' ll'l. ri. .!i l iil;il J..c· r.q •:: t. ,;• ,jj d;rc·r.tl l l' l'l"";:\\:t ll.t' l :' .1 iti. 



1.341 jiwa per kilometer persegi. Demikian juga halnya dt!ngan 
Karesidenan Bogor. Kerapatan penduduk rJta-rata hanyalah 191 
per kilometer persegi. Sedangkan di daerah persawahan tak 
kurang dari 1.205. Sebab itu bisa dimengerti bahwa daerah ini 
juga merupakan daerah pertanian yang berkembang dengan 
~:epat. Tanah luas tetapi yang diolah belum seberapa. Tidak 
demikian keadaannya dengan Madura, yang secara ke­
sdunihan mempunyai kerapatan penduduk yang rentlah. hanya 
359. dan di uaerah tegalan 535, sectangkan di daerah persawahan 
~.64 7. Jaui penumpukan yang besar, sehingg:.1 kt!paJatannya 
malah lebih padat dari daerah persawahan di Yogyakarta. yaitu 
2.351 . Kcadaan ini terutama disebabkan oleh miskinnya tanah 
yang bisa Jiolah di pulau tersebut. Akibatnya yalah, migrasi ke 
luar secara besar-besaran. 

Kenaikan kepadatan penduduk serta penetrasi ekonomi 
Eropa. terutama setelah 18 70, ketika perkebunan-perkebunan 
bes:u m ulai beroperasi. mengakibatkan hal-hal yang saling ber­
tentangan. Di samping diperluasnya da,erah tegalan, diperbaiki­
nya sistim irigasi dan diadakannya intensifikasi pertanian. per­
kebunan-perkebunan besar juga berakibatkan diperkecilnya pe­
milikan tanah - dan diperbesarnya jumlah petani penyewa dan 
pt!tani yang tak punya tanah. Hal ini merobah struktur penduduk 
desa dan mempengaruhi pula tingkat kemakmuran. 

Pertumbuhan penduduk tentu saja memberi dorongan un­
tuk memperluas daerah pertanian. Dalam hal ini adanya per­
kebunan. yang memerlukan sistim p_engairan yang baik. serta 
politik etis. yang juga mementingkan irigasi bagi keperluan 
pertanian raky~t. ikut memberikan saham. Pada dasawarsa 
pertama abad ini banyak juga daerah persawahan baru yang bisa 
dibuka. D:~erah Karawang. umpamanya, dalam periode ini ber­
hasil dijadikan sebagai salahsatu pusat produksi beras yang paling 
penting. Tetapi pengluasan tanah pertanian bukan tak ada 
bat asnya. Perluasan daerah persawahan yang tanpa memper­
hitungkan perbandingan ekologis bagi pentingnya peranan hutan 
yang prawan. bisa menim bulkan hal-hal yang justru memperkecil 
daer:.th yang tel:.th sanggup berproduksi . Bahaya erosi menyebab­
kan pcrluasJn itu bapim::~n::~pun harus ada b::Jtasnya. AkibJt dJri 
ketcrb:.ttasJn ini mudah diJuga bahwa perluJsan atau e.\tensifika­
si ratanian krtinggal dibanding dengan laju pt:rtam bahan pen­
duduk . Antara 19~8 Jan 1938 diperkirabn kenaikan areal tanah 
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pertanian di Jawa sebanyak 4 perserr, sedangkan antara 1920 dan 
1930 kenaikan penduduk Jdr•kira 17 persen. Begitu juga 
kira-kira yang terjadi pada dasawarsa berikutnya. 

Akibat langsung dari kenaikan penduduk yalah terbqi-baginya 
pemilikan dan pemakaian tanah. Tanah-tanah Ylnl telah kecil 
dipotong-potong la&i aapaya anaota ke.luarp Ylnl berhak. 
m.iliknya. Salahsatu ilust:nli pemah diberikan oleh Burpn da1am 
memperbandingkan keadaan sosia1 ekonomis desa Pekalonpn 
pada pertengahan abad 19 denpn awal abad 20. Pada tahun 
1868, bcrduarkan Hukum blam, ada enam orans penduduk yang 
~ menge.luarkan .r.akatnya, tetapi pada tahun 1928 tak 
seoranapun lasi secara hukum diw~Ujbkan bayar zakat ( walaupun 
mereka wnwnnya malih membayar fitrah setelah bulan Puasa). 
Pemilik tanah di desa tenebut pada tahun 1868 masih 
mempunyai antara 0,7 sampai 1,1 ha, di tahun 1928 luas 
tanahnya telah menciut menjadi 0,5 ha. 4 Sebqai keseluruhan 
besar pemilikan tanah rata-rata di pulau Jawa merotat dengan 
cepat. Pada tahun 1922 tiap pembayar p~Yak tanah rata-rata 
mempunyai luu tanah seluas 1,15 ha, sedangkan pada tahun 
1938 telah menjadi 0,86 ha. s _ 

Namun angka rata-rata ini samasekali tidaklah membayang­
kan keadaan yang sesungguhnya, karena di bcberapa daerah luas 
tanah rata-rata yang dimiliki jauh lebih kecillagi. Di suatu desa, 
dalam linsJrungan Daerah lstimewa Y ogy_a.karta, luas tanah yang 
dimiliki perseorangan rata-rata hanyalah 0,3 ha. Banyak pula 
yang hanya memiliki kebon rumah saja, tanpa memililci sawah 
atau tegalan. 

Sebagai catatan perlulah diingat bahwa pemilikan tanah di 
Daerah lstimewa Y ogyakarta ( dulu disebut sebagai salahsatu 
Yorstenlanden, adalah gejala baru, yang bersumber dari perobah­
an hukum tanah yang dimulai berlaku sejak tahun 1918. Sebelum 
periode itu para petani hanyaJah mempunyai kewajiban menger­
jakan tanah yantz dipercayakan padanya oleh pemegang hak 
apanage - yaitu yang diberi hak oleh raja msr.vakilinya sebagai 
~'em ilik tanah yang sesungguhnya. Sejak 1918 hak-hak apanage 
dihapuskan . Dengan ini maka hak raja. sebagai pemilik tanah 
keraiaan vang tunggal dihapuskan pula . Akibatnya yalah ikatan 

' ' I! Bur ~ <' "" Rcporl ' ' '" ' <l<s~ l'e~longan ·· . h~ l. 1924 . 
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petani dengan tanah tambah Iiat. Ia bisa mewariskan secara syah 
hak miliknya. Namun dengan begitu tanah terkena pacta hukum 
tradisionil tentang warisan . Akibat selanjutnya tentu saja penge­
pingan tanah terus berlanjut sesuai dengan jumlah keturun::m 
yang berhak. 6 

Di samping proses penciutan tanah yang dimiliki, per­
tumbuhan penduduk dan diperkenalkannya sistim pajak - yang 
serta-merta memperkuat pengaruh corak ekonomi uang - juga 
muncul golongan petani buruh, yang semasebli tidal'(. memiliki 
tanah. ~lereka hanyalah mencJ.ri kehidupan deng:m mengupah­
kan tenaga mereka pada pemilik tanah ataupun pacta perkebunan. 
Berdasarkan survey yang diadakan pacta tahun 1926 kelihatm 
ba.!1wa ada dacrah-daerah yang memiliki jumlah prosentase 
buruh-tani yang sangat tinggi, seperti Priangan, Jakarta, Banyu­
mas, dan Besuki; ada pula yang rendah, seperti Banten, Kedu, 
Cirebon, Surabaya, dan Madura , sedangkan daerah-daerah lain. 
seperti Pekalongan, M:1diun, Kediri dan Pasuruan, jumlah buruh 
tani tak begitu tinggi. Tetapi dari tahun ke tahun ada kecend~­
rungan untuk menaik pada setiap daerah. Pacta tahun 1905 
diperkirakan bahwa di seluruh Jawa ada kira-kira 5,3 persen atau 
341.110 petani yang bisa termasuk kategori buruh-ta.ni at<\u 
petani bukan pemilik tanah. Pacta tahun 1926 diperkirakan 
bahwa tak kurang dari 27,8 persen yang bisa dimasukkan ke 
dalam kategori buruh-bukan-pemilik-tanah. Pada tahun 1926 
diperkirakan bahwa tak kurang dari 37,8 persen yang bisa 
dimasukkan kedalam kategori buruh-:tani, petani tanpa milik 
tanah dan kuli atau kerja kasar . 7 

Jadi apa y~g sesungguhnya terjadi yalah semacam apa yang 
disebut Boeke "pengluasan yang statis", walaupun daerah per­
tanian berta.mbah luas dan intensifikasi dalam produksi hasil 
pertanian diadakan yang muncul bukanlah pemecahan masalah, 
tetapi hanyalah problim baru. Jalan keluar bagi kemacetan dari 
pengJuasan pertanian hanyalah bersifat fragmentaris , terpecah­
pecah, dan tanpa variasi - masalah agraris dicari jawab secara 
agraris pula, tanpe kesadaran adanya keterbatasan dalam hal ini. 

• fcnlan g masalah "konomi a,raris dan pemilikan tanah d i Darrah !sumo"'"' 
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Apalagi tantangan yang dihadapi bukanlah hanya masalah ber­
tambahnya mulut yang harus makan, tetapi juga, seperti telah 
disinggung di atas, penerobosan ekonomi uang dalam kehidupan 
desa. Hal ini membawa masalah-masalah yang saling berkaitan 
satu dengan yang lainnya. 

Undang-undang agraria 1870 bennaksud, antara lain, melin­
dungi anak negeri dari cengkeraman bangsa-bangsa asing yang 
telah mulai sejak pertengahan abad 19 memiliki tanah. Dengan 
undang-undang asing ini ditentukan bahwa orang asing tidak 
dibenarkan secara hukum memiliki tanah. Tetapi, terlepas dari 
kegagalannya yang kadang-kadang kelihatan dalam usaha peng­
kontrolan ini, pemilikan tanah kadang-kadang dilakukan dengan 
memakai perantara anak negeri - undang-undang ini samasekali 
tidak mengadakan pembatasan pemilikan tanah bagi pribumi­
pribumi yang berhasil mengadakan jawaban yang tepat bagi 
perubahan struktur ekonomi tersebut. Disamping itu undang­
undang agraria, yang dianggap sebagai pemula dari politik liberal 
tersebut, mengundang perkebunan dengan modal besar atau 
pengusaha Belanda untuk mempercepat krisis agraria. 

Perkebunan yang terpenting di pulau Jawa yalah perkebun­
an tebu dan industri gula, yang mengolah hasil tanaman. adalah 
salah satu cerita sukses dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. 
Tetapi dari moril kehidupan rakyat dan perkembangan masyara­
kat, perkebunan _ besar tersebut tak ubahnya dengan pisau 
bennata dua. Adanya perkebunan-perkebunan yang diseleng­
garakan dengan modem tentu saja dapat ·membocorkan "ber­
kah"nya kepada masyarakat sekitar, seperti perbaikan sistim 
pengairan dan kemungkinan untuk menjual tenaga untu~ m_en­
dapatkan pencarian nafkah tambahan. Tetapi akibat sampingan 
malah mempunyai pengaruh lebih mendalam.yang memperkecil 
kesempatan petani untuk mencari jalan ke luar dari tekanan 
alamiah. seperti pertumbuhan penduduk yang mereka hadapi. 

Perkebunan tebu berlandaskan pada sistim sewa un­
tuk waktu yang tertentu .. Biasanya tanah disewa untuk sekali 
musim panen. Selama masa itu petani pemilik tanah bisa juga 
bekerja sebagai buruh. Keharusan untuk menyewakan tanah pada 
musim panen tebu berarti bahwa si pepetani harus memilih bibit 
padi yang cepat. menghasilkan dengan mutu yang lebih rendah. 
Sebab bagaimanapun juga, berdasarkan perintah, pertimbangan 
pertama haruslah diberikan bagi kepentingan perkebunan. Demi 
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k-:p~: ntingan perkebunan tanah persawahan harus segera dibersih­
kan. Dan s1 petani harus segera bisa menjadi buruh. Jadi adanya 
perkebunan, jangankan akan berfungsi sebagai contoh bagi suatu 
proses -perkembangan masyarakat agraris, malah menyebabkan 
mereka harus lebih terpaku pad.a sistim yang lama. I! 

Bukankah upah sewa tanah dan ganti kerugian bagi 
penanaman padi ~ yang bermutu rendah berarti tambahan kemak­
muran bagi rakyat? Tetapi inilah masalahnyL Perubahan yang 
mendadak tanpa penyediaan cara dan sa.rana bagi aldbat dan 
kenyataan baru yang ditimbulkan perubahan tenebut malah 
menimbulkan akibat yang_ membalik. Belum terbiasa dengan 
pemilikan uang yang jauh melampui keperluan harlan sering 
menimbulkan munculnya tindakan-tindakan Ymll secara ekone> 
mil -meru(likan, seperti jodi, penalwnburan untu~ slametan dan 
sebqainyL Maka YUII diberibn banyalah sinp sebentar di 
taqm petani, dan maJah bubn tat jarua ikut memt.wa harta 
YUII telah dipunyai. Denpn bqini rakyat makin terpntung 
nasibnya pada perkebuuan. Jita hutang yana terbuat tak bisa 
dipenuhi dengan penjualan tenap pada perkebunan maka ja1an 
singkat yang terbuka yalah me~Vua~ tanah. Pengepingan dan 
peociutan tanahpun terjadi pula. Dan selanjutnya jumlah buruh 
tanipun bertambah pula. 

Begitulah di sarnping terjadinya penciutan luas tanah yang 
dimiliki serta makin besamya jumlah buruh-tani, jumlah tani-tani 
kaya, yang juga berperanan sebagai tuan-tanah juga bertambah. 
Gejala ini, d.isamping disebabkan ketidak-mampuan petani-petani 
yang lemah untuk mempertahankan milik mereka guna men­
dapatkan uang tunai sebagai pembayar pajak dan sebagainya, juga 
didorong oleh keharusan bagi orang-orang asing untuk menju­
aJ kembali tanah yang te1ah dimiliki. Hal yang belakangan 
ini terutama terjadi di Priangan. Pada tahun 1903 diperkirakan 
kurang lebih 1 1.3 persen dari pcmilik tanah di Priangan memiliki 
t:mah lebih dari 2.84 ha . Pada tahun yang sama dari ISO orang 
anak negeri yang mempunyai tanah lebih dari 25 ha .. 71 orang 
perd1:tm di Priar!!an . -J Tidaklah be['itu mengherankan pula 
R. 
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bahwa prosentase buruh-tani juga tinggi di Priangan. Pada tahun 
1903, 10 pe~en dari petani Priangan adalah buruh-tani yang talC 
memili.ki tanah. Sedangkan Surabaya yang tidak mempunyai 
banyak petani kaya, prosentase buruh-taninya hanyalah 0,9 
persen. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh seorang sarjana 
Belanda kelihatan pula bahwa jumlah pemilik tanah besar juga 
bertambah dengan cepat, terutama di c.laerah keresidenan-keresi­
denan Jawa Barat dan keresidenan Besuki. Pada tahun 1905 
jumlah pemilik tanah yang mempunyai tanah lebih dari 17,7 ha. 
di seluruh Jawa yalah sebanyak 1.209, orang, pada tahun 1925 
jumlahnya telah naik menjadi 3.387 orang. jadi ada kenaikan 
sebanyak 2178 orang. Di Priangan jumlah ini naik dari 556 orang 
pada tahun 1905 menjadi 1.226 orang pada tahun 1925. Pada 
tahun 1905 hanyalah 1 S orang saja di keresidenan Besuki yang 
merniliki tanah lebih dari 17,7 ha. atau 25 bau. Duapuluh tahun 
kemudian jumlahnya telah meningkat menjadi 50. Di sduruh 
Jlulau Jawa hanyalah dua keresidenan saja, yaitu Pekalongan dan 
Surabaya yang mengalami penyusutan jumlah petani besar 
tersebut Sedangkan di daerah-daerah lain kelihatan tendensi 
yang menaik. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh suasana pesisir 
kedua daerah tersebut yang memungk.inkan lebih banyak tJntuk 
mengadakan diversifik.asi kerj~ sehingga kele bihan uang dari para 
petani kaya bisa juga tersalur pada yang lain dan sebalil_cnya 
keperluan uang dari para petani biasa bisa diisi dengan mengam bil 
kerja lain, yang tidak bersifat agraris. Sejak berakhirnya Perang 
Dunia I Surabaya memang menjadi salahsatu pusat perindustrian 
yang terpenting. 10· 

Jadi sebagai keseluruhan dapat dikatakan bahwa 
pertumbuhan penduduk ditambah lagi dengan pengaruh terbuka­
nya Jawa bagi perekonomian dunia. terutama melalui perkebun­
an-perkebunan besar, . tidaklah men1pakan faktor dinamis per­
kembangan .· masyarakat. Pembaruan-pembaruan atau inovasi. 
yang diharapkan untuk dapat menemukan jalan keluar, segera 
terlanda ole"'h problim-problirn yang lebih besar tersebut. Dari 
sudut kesejahteraan berarti merosotnya kemakmuran, sedangkan 
dari sudut strukturil menyebabkan terjadinya pem bagian golong­
an yang berdasarkan pemilikan tanah. ~i ilai pendapatan rata-rata, 

10 
t'e lzer . op.cit., ApP<!ndix C . T•hel XXVII . ha l. 2S7. 
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sejak akhlr abad 19, merosot dan kwalitas makanan juga 
berkurang. 1 1 

Pene.kanan kelas masyara.kat berdasarkan pemllinan tanah 
juga membawa perobahan dalam corak pergaulan SOiial. Di satu 
pihak terjadi jurang yang Jebih dalaJn antara pemilik tanah, atao 
kadang-kadang tua&tanah, dengan bwuh-tani atau penyewa 
tanah - jadi yang muncul scmacam ''polarisasi · ekonomi" 
didalam - dan di pihak lain timbuJ pak.saan alamiah basi 
perlunya "Jcemiskinan yang dipikul bersama" (shared pover­
ty"). 1.2 

T entu uJa hal-hal terse but diatas, terikat erat pula dengan 
seluruh po1itik dan sifat kolonialiwne Belanda. Tetapi denpn 
pertumbuhan peaduduk yang tidat menyolok serta denpn 
tradisi budaya yaq kuraDa bersifat patrimonial dan birokratis 
bcberapa daerah luar Jawa, dapat melepaskan diri dari jeratan 
ekonomi tradilionil dan lebih akrab terlibat dalam putaran 
ekonomi yans ctibukakan olch pemerintah koJoniaJ. 

3. hl~bturm dif~ lcerj(l. 

Berkaitan denpn teJjadinya peristiwa sosial-ekonomis 
yang telah diw:aikan diatas terjadi pula pelebaran differensiasi 
kerja. J umlah dan jenis kerja yang bisa dilakukan bertam bah 
banyak. Orang tak lagi terpukau hanya pada satu atau dua kerja 
saja, tetapi beberapa pilihan telah terbuka, karena masyarakat 
juga telah mengenal keperluan 'baru dan memerlukan penambah­
an pelayanan. Begitulah amat menarik umpamanya data yang 
diungkapkan oleh Burger dalam membandingkan perlcembangan 
yang terjadi di desa Ngaplak dan Pekalongan dalam waktu 
setengah abad (masing-masing dari tahun 1868 dan 1928 dan 
1926). Pada dasawama ketiga abad dua puluh ini desa Pekalong­
an ada 7 orang tukang jahit, 5 orang tukang mas, 36 pedagang 
Jan 7 orang tukang gerobak. Di desa Ngablak terdapat juga 7 
orang tukang jahit , 2 orang tukang mas. 2 orang tukang kayu. 29 
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pedapnJ dan 11 orang tukang geroba_k. Pada abad yang lalu di 
dua desa tenebut Jolongan-:-Solongan pekerja yang tersebut 
diatas -~kali tidak ada. 1 ~ • · • Jadi dalaln w,aktu set en ph a bad 
beberapa jeniJ pekerjaaJI bani dan sistim pelayanan baru telah 
muncul. · Denpn bta lain penpruh · upah dalarn kehidupan 
pedcam makin ·pula- JreljhataJI. Tentu ..;a kejadian di desa 
tenebut tidak bqitu ~a diambiJ sebapi ukuran. tetapi ,ejala 
umum meman1 menuju kearah differensiui Y&n~lebih luas. 

Pelebaran jenis- korja sedildt banyaknya menpuanp berat 
himpitan solial sebagai altibat kemcrosotan agraris di daerah 
pedesaan. Hal ini dibicarakan tetutama pentin1 artinya di Jawa. 
Karen& lain .daripada daerah-daerah Sumatra. terutama Sumatra 
Barat, dan Kalimantan Selatan, Y&nl berhasil :. menyesuaikan 
siatim produbi pert:anian mcreb denpn tuntutm ekonomi 
export, petaJti.petani di dela-desa di puJau Jawa, umpamanya 
masih cendcruq pada intcmifikasi tanpa j>erobahan yan1 funde­
mentil dari sistim produksi. 

Perbcdaan kedua pola jawaban ~dap masalah alamiah 
dan penetrasi ekonomi dunia ini jup mempenpruhi kecepatan 
mobilitas sosial dari masyarakat pedesaan. Desa-desa atau napri 
-nagari di Sumatra Barat, Jebih sc,era mengad~ s.kala penilaian 
baru terhadap kedudukan scseoran1 dalam muyarabt. Penetrasi 
ekonomi dunia Yang diikuti oleh perobahan dalam kehidupan 
ekonomi desa - kecenderungan untuk bertani bap keperluan 
export dan mulai kelihatan - menyebabtan tategori adat sebagai 
sattHatunya dasar nilai bagi stratifikui atau pelapisan masyara­
kat harus ditinjau. 14 

Uang telah bisa .dikurnpul bagi siapa yang berusaha dan 
punya rezeki dan dengan uang beberapa simbol dari status sosial 
bisa pula didapat. Begitulah mobilitas yang gencar terjadi, 
walaupun dasar-dasar simbolik tradisionil cenderung untuk 
dipertahankan. Bahwa kedua proses ini - mobilitas sosial sebagai 
akibat perobahan ekonomi dan kecenderungan untuk memper­
tahankan simbolik dari penyambungan tradisi - menimbulkan 
konflik-konflik yang juga terpantul pada pengubahan politik 
akan kelihatan pada bagian-bagian yang lain dari buku ini. Tetapi 
pelebaran jenis kerja dan terbukanya kemungkinan-kemungkinan 

I J D. H . Burger ." L<~punm DcSil P~lc4lon1fan . 
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lebih luas untuk mencari rezeki merupakan salahsatu dinamisasi 
dalam masyarakat. 

Tentu saja pelebaran diferensiasi kerja lebih meluas di­
sebabkan oleh pengaruh kota serta terbukanya kesempatan­
kesernpatan baru di kota-kota~ Karena itu tidaklah mengherankan 
pula bahwa pelebaran diferensiasi sering pula sejajar dengan 
urbanisasi. Jenis kerja dan jasa yan& selama ini tak. dikenal 
ataupun tak diperlukan dalam kehldupan tradisionil. seperti 
pertambangan, beberapa jenis pengangkutan tertentu; pegawai 
pada maskapai dagang dan sebagainya, kini telah terbuka, 
sehingga secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa susunan 
masyaiakat mengalami perubahan. Walaupun mayoritas terbesar 
adatah golongan tani, tetapi pengertian yang d.ikenakan kepada 
gOlongan tani telah pula lebih beraneka-ragam~ - dan jumlah 
pelapisan masyalakat bertam~ah pula: ·· 

Tabel 2 
Keiiatan ekonomi dari tenaga kerja 

di Indonesia. 1930 --

Kegiatan ekonomi 
Tenaga kerja (dalam -ribuan) 

Prosentase 
Laki-laki Wanita Jurnlah 

Pertanian (kehutanan. 
perikanan. petemakan) I 0.518 3.502 14.020 67,7 
Pertam bangan 55 41 96 0,7 
Kerajinan 1.477 628 2.105 10.6 
Perdagangan 801 290 1.091 6.2 
Pengangkutan 225 66 291 I ,5 
Jasa-jasa 661 317 1.025 4,9 
Lain-lain dan yang 

1.070 628 1.698 8,4 tak diketahui 

Jurnlah sernua 14.807 5.4'72 20.279 100,0 

Sumber: Wi<1ioio NitiS4Uro• op.ctt, hal . !14. 

Berdasarkan Sensus 1930 kelihatan bahwa sebagian ter­
besar rakyat Indonesia bekerja dalarn Japangaan .pertanian (ter­
masuk perikanan dan petetnakan). yaitu k.ira-kira 67,7 persen. 
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K~ rajinan atau manufaktur merupakan jenis kerja yang kedua 
yang banyak dilakukan sebagai mata pencaharian. Baru kemudi­
ar disusul oleh perdagarigan. Tetapi sebenarnya dalam masa 
peralihan terjadi juga perangkapan jenis kerja. Petani bisa saja 
melakukan kcrja da1am lapangan kcrajinan ataupun perdagangan. 
Dan begitu pula seorang yang sebagian besar hidupnya berdagang, 
sering menganggap dirinya sebagai petani .kan:na sumber kckaya­
annya berasal dari basil pertanian yang dikcJjakannya pada 
musiinnya. ApaJqL wanita yang sering bertani tetapi juga 
menambah penghasilan dengan mengerjakan kerajinan rumah­
tangga. 

Sebagian ~ dari pekerja Yllll tcrmasuk kategori kerajin­
an bekerja dalam industri textil, yang umumnya lebih bersifat 
industri keci1 atau rumahtanga.Peranan kota dalam pelebaran 
difercnsiasi kerja ini akan lebih jela, jika kita sadari: pula bahwa 
Jcira-kira sepcrempat dari penduduk yang tinga.l di kota-kota di 
Jawa tcrlibat dalam usaha kefa.iiDan, tcrutama- dalam industri 
batik. Sedangkann diluar Jawa hanya 17,6 penen dari tenaga 
kerja di kota-kota yang aktif dalam usa.ha kerajinan. 

Perbandingan antara jum.lah penduduk yang aktif dalam 
perdagangan memperlihatkan kenaikan dari yang belakangan. 
Jika pada tahun 1905 dipcrkira.kan ada kira-kira 1,87 persen dari 
30 juta penduduk Jawa yang terlibat dalam perdagangan. maka 
pada tahun 1930 diperkirakan perbandingan telah menaik, yaitu 
2,27 pcrsen dari 40 juta penduduk. 

15 

Pelebaran di ferensiasi kerja berarti terlepasnya ikatan 
terhadap kerja yang hanya terkait pada pertanian dan sejenisnya. 
Disamping memperkenalkan penyewaan jasa dan tenaga pada 
berjenis usaha dan lembaga, sepcrti pemerintahan, pengangkutan, 
pertam bangan, serta badan-badan usaha asing, maka dalam proses 
ini makin bertambah pula jumlah pengusaha yang merdeka. Ada 
diantara mereka yang hanya sebagai pedagang kecil , pengusaha 
in J ustri kecil dan sebagainya, tetapi telah pula muncul pengusaha 
pribumi yang sanggup mempekerjakan orang lain . Walaupun 
d: . .dam perkembangan ini mcrcka hams berhadapan dengan 
p:.:agusaha keturunan Cina. tetapi secara berangsur jum!ah pengu­
sa ha yang terlepas dari agraria tetap bertambah mcnunjuk.kan 
h~endcrungan yang bertambah. 5ebab itu dalam sejarah politik 

1 < W . F . Werth « m . o p . cit .. h il l. 144 . 
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k.ita tak terlalu mengherankan bahwa aspek-aspek tertentu dari 
pergerakan nasional juga berkaitan dengan mulai bangkitnya 
pengusaha merdeka ini. 

4. -Migrasi intern dan extern. 

Dalam pembicaraan terdahulu telah kelihatan bahwa distri­
busi penduduk antara daerah satu dengan daerah lain tidaklah 
selalu seimbang. Ada daerah yang sangat jarang penduduknya dan 
ada pula yang sangat rapat. Tekanan pada satu daerah yang padat 
sejak dari zaman dulu telah merangsang untuk berpindah tempat 
dan memperluas daerah jangkauan teknologi pertanian yang telah 
dirniliki. Sebab itu daerah penerima pendatang biasanya adalah 
daerah yang masih punya kemungkinan untuk diperkembang. 

Tekanan ekonomis atau, barangkali lebih tepat, tekanan 
untuk mendapatkan produksi baru, bukanlah faktor satu-satunya 
yang menyebabkan orang berpindah atau menyebar ke daerah 
lain. Jika perpindahan perseorangan mungkin bisa disebabkan 
oleh berbagai motif yang kadang-kadang khusus sifatnya, maka 
perpindahan yang berkelompok bisa juga disebabkan oleh faktor 
non-ekonomis. seperti tradisi politik dan sosial. Tekanan politik 
yang ditimpakan penguasa dapat menyebabkan sekelompok 
masyarakat untuk mencari daerah baru. Hal ini umpamanya bisa 
dilihat pada daerah Bugis _dan Makassar. Bila penguasa, yang 
secara teoretis adalah titisan darah dari yang suci, telah tak bisa 
diterima lagi maka terjadilah perpindahan. Demikian juga di 
Jawa, bila pemegang hak tanah, yang dipercayakan raja, tak bisa 
diterima lagi, rakyat meninggalkan desa mereka dan mencari 
daerah baru. Tradisi rnelalukan migrasi didapati di Sumatra Barat. 
Sejak dari abad ke 15 telah rnulai rnasyarakat Minangkabau 
mengenal perpindahan ke daerah lain, walaupun selalu menjaga 
hubungan adat dengan daerah asal. Dari sudut tradisi ini dapat 
pula dilihat keinginan untuk mendirikan suatu daerah kekuasaan 
baru, yang terlepas dari yang telah ada. Begitulah urnpamanya 
tradisi Tapanuli yang memungkinkan kepala kelompok untuk 
menjadi penguasa setempat. - atau dengan istilah mereka 
mendirikan harajoan - menjadi salahsatu pendorong bagi me­
lebarnya daerah budaya Toba-Batak_ ke .daerah Simalungun di 
Sumatra Timur. 

116 



Perang dan terancarnnya keamanan mempakan faktor yang 
penting. Sejak zaman V 0 C umpamanya, akibat dominasi senjata 
Belanda, mulai kecenderungan perpindahan orang pesisir Utara 
ke daerah pedalaman Jawa. Tetapi perpindahan lebih banyak 
teJjadi sejak awal abad 20 ini. Di samping terus berlakunya 
faktor-faktor yang sejak dulu telah ada, situasi baru ikut pula 
memaink:m peranan. Sebagai akibat kenaikan kerapatan pen­
duduk. pemerintah berusaha dan inemberi fasilitas bagi dimung­
kinkannya perpindahan penduduk (migrasi). Dibukanya j:.ihn 
kereta-api yang menghubungkan KJ.lis.1t dan B<myuwangi pada 
tahun 1901 merupakan salahsatu pendorong pagi migrasi dari 
Jawa Tengah ke ujung Jawa sebelah Timur yang masih kosong. 
Sejak awal abad ini maka daerah-daerah Kedu, Yogyakarta, 
Madura, Kediri dan Madiun di Jawa adalah merupakan daerah 
yang melepaskan migran-migran kedaerah lain. Sebaliknya Besuk.i 
adalah daerah-daerah penerima migran yang terpenting. 

Antara 1920 dan 1930 penduduk Kediri naik rata-rata 32,9 
perseribu jiwa. Pada tahun 1930 tersebut diperkirakan sepertiga 
dari penduduk dilahirkan di luar daerah. Mereka kebanyakan 
kelahiran Kediri, Yogyakarta, Kedu dan terutama Madura. Di 
daerah perkebunan kopi di Besuki banyak orang dari Madura 
yang mendapatkan tern pat baru. 

Demikian kencangnya proses migrasi orang Madura ke ujung 
Timur pulau Jawa, sehingga pada tahun 1930 diperkirakan 
hanyalah 45 persen saja dari pemeluk budaya dan bahasa Madura 
yang berdiam di pulau asal. Sedangkan 97,8 persen dari pen­
dud1Jk kabupaten Panarukan, dan 98,2 dari penduduk kabupaten 
Bondowoso, keduanya tennasuk keresidenan Besuki, berasal dari 
Madura. Begitu pula di kabupaten Kra.ksaan, keresidenan Malang, 
94,2 persen dari penduduk berasal dari Madura. 

Perpindahan intern yang lain, terutama terjadi di Tapanuli 
dan Sumatra Barat. Baik karena dorongan untuk mendapatkan 
daerah baru, maupun atas ajakan pemerintah Belanda supaya 
dapat bekeJja pada perkebunan, yang merupakan sumber export 
yang terpenting. perpindahan dari daerJh Toba-Batak bertambah 
banyak ke daerah Simalungun. Sumatra Timur. Pada tahun 1915 
hanyalah 9.000 jiwa yang menjadi penetap baru di Simalungun. 
Pada tahun· 1926 jumlah :r.i telah n:llk mer.jadi 26.GOO. 
sedangkan pada tahun 1930 jumlahnya tel:lh n.Uk pula menjadi 
42.000 orang. Kira-kira 60 persen dari penduJuk yang mcninggJI-
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kan Tapanuli menetap di Sumatra Timur. Perpindahan iAtem dari 
Toba-jjatak juga mengalir ke daerah Dairi, sebelah utara danau 
Toba. Pada tahun 1930 jumlah pendatan1 dari Toba teJah 
.kira-.ldra sama denpn jumlah penetap asli. 16 

Toba-Batak yan1 pindah berkdompok dan kemudian me­
netap sebapi petani, maka oran1 Minanakabau lebih banyak 
menpdakan lllipasi secara peneonupn dan bekerja sebqai 
pedapng atau tukaq. lkatan denpn tanab-qal tak merdta 
lepaskan. Sebab itu mereka menyebut merantau. yaitu bepeqian 
tanpa melepaskan ikatan - peqi yana akan kembali. Sejak akhir 
abad 19 dan se1ama zamaD kokmjel daerab-rantau yallh kota­
kota di Sumatra .Barat leDdiri. Di -.pin& itu jup d.aah ran tau 
tradilionil, seperti Aceh Barat dan Riau daratan. Tetapi sejak 
awal abed ini makin -.yak YUII peqi ke Sumatra Timur 1erta 
daeraiHiaaah Sumatra lailmya YaDa pdma dibmaaun, leJM!lti 
Lampung. Walaupun ide merantau 1Ddilionil tetap berpenpruh. 
mipasi intern telutama terjadi di daeraiHiaaah padat dan 
kekuranpn tanah penawahan. Kecamatan Maninjau, umpam• 
nya, sepertima dari anak neaeri berada di luar. Arti ini akan 
kelihatan lebih besar, jika diketahui pula bahwa 23,S persen dari 
kepaJa keluarga adalah wanita. Nyatalah bahwa banyak sekali 
laki-laki dewasa yang meningalkan kampung halaman merantau 
mencari reze.ki. Kemampuan pemerintah kolonial untuk mencip­
takan sistim keamanan yan1 agak mantap merupakan pendorona 
untuk mengadakan migrasi intern di daerah-daerah lain. Semacam 
mobilitas geografis teijadi dengan kecepatan yang lebih deras. 
Tentu saja kecenderungan dari proses ini disebab.kan pula oleh 
daya tarik terbukanya kesempatan-kesempatan dan keija baru. 
Begitulah secara keseluruhan kira-kira 6,6 juta dari 60,7 juta 
penduduk kolonial, berdasarkan Sensus 1930, berada di Juar 
daerah kelahiran semula. 

Keterbukaan k~::sempatan ini pula terutama yang mendorong 
migrasi extern -- perpindahan dari satu pulau ke pulau lainnya 
b;~ik sccara berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Dari Kaliman­
tan Sdatan hanyak mengalir perantau-perantau ke Riau dan 
.lambi. Sebahknya Kalimantan Selatan Jimasuki oleh pendatang­
nendatang dan Sulawesi Selatan. Tentu saja, pulau Jawa sebaga1 
d ~J ~L th yang tcrpadat d<Jn ::.t:KaJigus J U~J merupakan pu ~il 



kekuasaan politik dan ekonomi di zaman kolonial menjadi pusat 
terpenting dari mobilitas ini. Dari J awa banyak mengalir para 
migran dan ke Jawa pendatang-pendatang dari pulau-pulau lain 
banyak mencari penghidupan baru. Aliran pendatang ke Jawa 
adalah salahsatu akibat dari daya-tarik Jawa sebagai pusat segala 
kesempatan yang bertautan dengan modernisasi yang diperkenal­
kan oleh pemerintah Belanda. Pendidikan menengah dan tinggi 
yang ~crutama terktak di kota-kota besar di pulau Jawa, seperti 
Jakarta. Bandung, dan Surabaya. menarik anak-anak dari golong­
an atasan penduduk pulau lain. Bila mereka telah menyelesaikan 
pelajaran banyak pula yang menetap. karena di Jawalah terutama 
tenaga dan keahlian mereka mendapatkan tempat yang sepadan. 
Migrasi kecil-kecilan dan tak terencana dari para kaum terdidik 
dari segala daerah merupakan salahsatu faktor terpenting dari 
berkembangnya nasionalisme "Indonesia Raya". dengan berjenis 
manifestasinya - penggalian budaya. penerbitarr majalah dan 
buku bernada kebangsaan, pergerakan-pergerakan · nasion a!. se­
kolah-sekolah swasta, dan se bagainya. Di perguruan-perguruan 
mereka yang datang dari segala pelosok tanah air saling bertemu 
dan memupuk saling pengertian dan diluar dinding sekolah 
mereka sarna mengalami kenyataan dari masyarakat kolonial. 
Karena itu, meskipun secara kwantitatif jumlah pendatang jenis 
ini tidaklah begitu besar tetapi secara kwalitatif pengaruh mereka 
sangat penting dalam perkembangan sejarah tanah air. 

Tentu saja kaum terpelajar tersebut bukanlah satu-satunya 
kelompok yang berpindah ke Jawa. Pedagang-pedagang. pegawa.i 
rendah, tukang, dan militer, juga terdapat diantara pendatang­
pendatang baru ke Jawa. Walaupun prosentasenya kecil sekali 
dibanding dengan penduduk Jawa. namun di Jawa Barat, banyak 
terdapat pendatang-pendatang dari Sumatra Barat. ~linal1asa dan 
Maluku. Sedangkan di Jawa Tengal1. pendatang dari luar Jawa 
yang terbanyak berasal dari Maluku , dan di Jawa Timur banyak 
pendatang yang berasal dari Minahasa dan Maluku . 

Aliran migrasi antar-pulau yang terpenting yalah dari Jawa 
ke Sumatra. Berdasarkan Sensus 1930. dari 825.000 kelahiran 
Jawa yang bcrada di pulau-pulau lain. 767.000 orang atau 92.2 
persen herJda di SunntrJ. \blah jumlah sukubangsa-sukubangsa 
dari Jawa (Jawa. Sunl1;.1. clan \L.JdurJ) eli sduruh SumJtrJ 
mencapJi angka 1.046.000 atau 13.5 rlT:;en dari p~:1Juduk anJk 
n~geri SumalrJ kt:sL·IuruhJn. Sukuban_::5J Ja\\'J sebenarnv:.t t<:I:Jh 
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merupakan sukuhangsa ketiga lli Sumatra . Jumlah mcrcka aual;d: 
11.4 perscn dari penduduk sduruhnya. dihawah sukuban!!sa 
Minangkabau ( ::!5.6 pcrsen). dan Batak ( 15.8 pt·rscn I. Sebagian 
hesar. kira-kird 60 persen dari pendatang-pendatang Jawa heradLJ 
di Sumatrd Timur dan sisanya tcrutama di Lampung. 17 

Cordk dan sifat aliran migrasi ke Larnpung dan kc SumatrLJ 
Tirnur tidaklah sarna . Sumatra Timur didatangi karena dihukanya 
perkebunan-perkebunan besar dan rnigrasi diJakukan herda!oo;trkan 
ketentuan dan perjanjian perburuhan. Sebaliknya. dengan Lam­
pung, pendatang-pendatan~ adalah rnereka yang mtmingg<dkan 
daerah rnereka kan:na kurangnya tanah pertanian dan migra)Ji 
terjadi setelah diatur dan diberi keleluasaan yang wajar okh 
pemerintah. Pada kasus Sumatra Timur, problim pokok yalah 
rnasalah perburuhan. sedanpan pada kasus Lampung. rencana 
dan pelaksanaan dari emigrasi - atau, menurut istiJah sckarang 
transmigrdsi - yang rnenjadi rnasalah. Padahal yang pert;tma 
terlib<.~t dengan Jangsung soal keadilan dan harkat manusia . 
padahal yang kedua yalah usaha bagi hidup yang lebih baik . 
Emigrasi adalah salahsatu unsur dari formula Van Devenh:r untuk 
membayar "hutang kehormatan" disamping "edukasi" dan " iri­
gasi " . Emigrasi adalah bagian dari "politik etis". yan!! mulai 
dijalankan pada tahun 190 I . 

Pt'laksanaan dari emigrasi dimulai . karena laporan y ;tn~ 

diterima pemcrintah tentang kemiskinan dari kercsidcnan 1\.\.'lhl. 
Pemerintah kemudian mcngirim seorang asisten residcn untuk 
mcngadakan penditian ten tang kcmungkinan pcmindahan kc­
luarga-keluarga yang mt!larat. Wal;,wpun laporan tc1ah Sl'k -.ai 
tahun 1903. barulah tahun 1905 pcml.'rintah llll'ngambil tindak­
an . Pada tahun terscbut kelompok transmigran pl.'rtama . yan~ 
terdiri dari I 55 keluar~a didatan!!kan dari Kcdu ke Gcdo ngtat ~m . 

LampunJ; . Sl·buah d~sa cl idiribn . Pada tahun 1906 dl''<t h ·d u;t 
yan g did a tangi okh 5)) kl·luarg;t didirikan J' llb T ctari ~ .: b1 ~ 1 J 

du ;, t;dllln Ltk ada kl·lua rp ~ ;tng did atang kan . Tal llln I 0()>-, 

J'l'rcP baa n d ilu a, kan kl· lkn ~ l--ulu d;n ju~ ;t 1\ l· Sum J tr ;t T t ll l '. : ; 

Pa d. t f: t, ·, tni h · l iil; tLt: ·, 1\ q: ;tp l;tn ' ;tn~ ll h ' ilyu l" l\ Tl'fll\ ;, !. , 

I 'c'l': ~,'r!l l ! . : il 1\ u ran~ 111 c' ll ;: .:d;,k. t' l '~ lr\c· \ ~ ;1 1 1 ~· !lh' ll d ; d ; t l l '. L ti !. , :~ .-· 

J."· r,, ;l \ .!ll :,.: :!f...J il <lh l:t !. t' ,c' l i ' .: l .: l r. :".~ t : : i ;_: l. ,l : l' ,tl ,, tr .: .. , ·:, t.· r. · 
~,·: ·· ,i llt ~. <:.,·· ·-·k .: lt lt , !.: k <it< k f. , , IL : .:f. , !t., . !: : 1.1 ; , . _ r .·• .. , ... 
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Lk. proJuktlf l<igi karena kctuaan. Disamping itu ~:ara p.:· 
l;-~ksanaan urusan transmigrasi. yang maksudnya untuk membantu 
para transmigran. - seperti kredit dan sebagainya ·- tidakJah 
begitu baik. Yang lebih jelek lagi yalah kesehatan yang tak 
terjamin. Menjehmg 1914, ketika dokter pertama kali uiangkat · 
untuk keperluan para transmigran. angk.a kematian diantara 
mereka lebih tinggi dari angka kelahiran. 

Bolehlah dikatakan dasawana pertama dan kedua dari usaha 
transmigrc~si berjalan dengan tersendat-sendat. Cerita yang dibawa 
dari transmigran ke daerahnya kembali bukanlah ~rita yang 
mendatangkan kqairahan untuk berpindah. Aplllagi scjadc 190 S 
perkebunan-perkebunan dari Sumatra Timur mensirim caJo-ccJo 
me~eka untuk. membujuk petani-pctani miskin pe.rJi ke tanah 
Deli Yan& dipmbarkan sebapi sumber uang yang berlimpah­
limpah. K.abar angin dan manaaement yang buruk menyebabkan 
usaha eJDilrasi tak. berjalan denpn lancar. Namun beaitu. pad a 
tahun 1930 di LampUJll telah menetap 29.282 jiwa sebagai 
transmigro~n, sedanabn di Sumatn Timur d4in BengkuJu. masing­
masing berjumbth 4767 dan 1.924. Sedanakan luas tanah yang 
telah ditanami iaJah 10.167 ha di Lampung, 1.906 ha di Sumatr.t 
Timur dan 481 ha di Bengkulu. 18 

Barulah pada dasoiwlli'SM ketip usaha ini Jebih digiatkan dan 
barulah sejak waktu ini transmigrasi yang besar-besaran diadakan. 
Tetapi sebelumnya suatu patokan, yang berisi ''10 pantangan". 
antara lain "jangan memilih yang bukan petani". "jangan 
memilih orang tua". "jangan m~mbawa serta or • .ng bujangan". 
dan sebagainya. dan perbaikan dalam sistim administrdsi serta 
kesehatan, diadakan. Pada tahw1 I 93 2 dipindahkan 7.000 jiwa. 
k~muc.lian setdah menplami kemunduran selama dua tahun. 
maka tahun I 934 jumJah terse but bisa dill pat dua. tahun 193 7 
jumlah yang dipindahkan yalah 19.639, tahun berikutnya naik 
menjadi 32.000, dan sclanjutnya kenaikan yalah sekitar sepuluh 
ribu jiwa tiap tahunnya. 1 ~ 

Migrasi ke Sumatra Timur temtama disebabkan olch dibuka­
nya perkebunan-perkebunan besar. Secara pelan-pdan hal ini 
tdah dimulai dari akhir ahad 19. ketika perkebunan memerlukan 
t~::naga yang murah dan bisa di percaya. Buruh yang dipekerjakan 

I 8 J.S. f urnivall. NnhrrlartdS/IUJ/t- .. 1, Stl<dy <Jf plural rc<JIIUIII .. . c~mbridiJ~. N"w Yur 1< , 
I 944 , hal. JS 2 . . 

19 Uraian yang l>•ik men1~nai lnn•mip:n•i. lihal l'eh~r. op. cit., hal . ISS . . 2 .ll . 
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diikat oleh semacam kontrak, yang telah digariskan oleh Ordo­
nansi kuJi I 880 (kemudian diperbaharui pacta 1889). Berdasarkan 
kontrak itu seorang buruh yang didatangkan harusJah bekerja 
menurut ketentuan perusahaan. Jika ia dianggap melanggar atau 
bekerja malas. maka si buruh terkena apa yang disebut poenale 
sancti~. ia dihukum tanpa proses peradilan yang biasa. Maka 
jadilah buruh perkebunan seluruhnya tergantung pada sikap 
pengusaha-pen!,rusaha perkebunan. Hal ini dengan mudah menim­
bulkan ekses-ekses, dan masalah perburuhan segera menjadi 
problim etis dan kemanusiaan, tidak Jagi soal ekonomis. Perlaku­
an tuan-tuan dan kakitangan perkcbunan ·ini merangsang protes 
sosial di negeri Belanda. Pada tahun 1902 kcluar parnflet yang 
terkenal, Millioenen uit Deli yang memaparkan dengan jelas 
scgaJa macam kesewenangan yang meliwati batas. Akibatnya 
yalah usaha-gsaha perbaikan mulai dirintis. Menjelang dasawarsa 
kedua abad ini beberapa perbaikan dalam peraturan perburuhan 
diperkenalkan. Peraturan-peraturan yang dimaksud untuk me­
lindungi buruh ini terutarna menyangkut tiga hal, yaitu: Pertama, 
uraian yang jel:u tentang hak dan kewajiban buruh dan peng­
usaha; kedua,· inspeksi dan pengawasan keadaan buruh; ketiga, 
menggantikan sistim kerja kontrak dengan kerja behas. Jadi 
bekerja tidak Iagi dibelenggu oleh aturan-aturan yang disokong 
oleh ancaman poenale sanctie. tetapi berdasarkan perjanjian 
bebas. Dan gaji minimum pun ditentukan, dan praktek ·.varung­
warung yang menjual keperluan buruh yang senng hanyalah 
merugikan, juga diperhatikan. 10 

Tetapi tak seluruhnya usaha ini berhasil. Kerja mcrdeka 
bera.rti keharusan membayar pajak bagi kesultanan di Sumatra 
Timur. di samping itu buruh yang terikat kerja kontrak juga 
cukup banyak. Apalagi perkebunan bukan tida.k punya dukungan 
politik yang biSCI memperkecil kemampuan berbuat dari pemerin­
tah. Sementara itu tarikan Deli sebagai negeri dollar tetap 
bcrkumandang, migrasi dari Jawa., terutama dari Kedu makin 
lancar. Para pekerja dari Jawa tidak Jagi datang sendirian tetapi 
juga membawa serta istri mereka. Dengan begini pula semacam 
kelompok sosial mereka bentuk pula. Kelompok sosiaJ yang 
terikat oleh segala jenis perlakuan dari tuan perkebunan. 

Begitulah jika pada akhir abad 19 sebagian besar dari 

20 Lihat J. S. Furnivall,op. cit., h•l · 353-356: W.F.Wertheim. op.cir .. 
hal . lSO - 2Sl. 
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pe :(~ rja perkebunan _adalah orang-orang Tionghoa. maka sejak 
dasawarsa pertama mayoritas berasal dari Jawa. Dari jumlah 
buruh perkebunan sebanyak 359.633 jiwa yang tercatat pada 
tahun 1.931, maka 306.029 berasal dari pulau Jawa. Dari jumlah 
ini, sebanyak 172.181 orang masih terikat dalam kerja kontrak. 
Sedangkan lainnya telah bekerja sebagai pekerja merdeka. Mereka 
umumnya terdiri dari pendatang-pendatang baru. Gotongan 
Tionghoa merupakan kelompok pekerja kedua yang terbesar, 

. jumlah mereka semua, baik yang terikat dalam kontrak atau 
tidak, yalah sebanyak 44.416. Sedangkan sisanya, 9.188 orang, 
terdiri suku ban gsa lain. 

BeJ:jenis migrasi, intern dan extern, perseorangan atau 
kelompok, transrnigrasi atau perburuhan, ataupun perdagangan 
dan pengajatan. membawa akibat-akibat sosial yang_ . penting. 
Dengan terjadinya mobilitasi geogra.flS terwujud pula hubungan 
yang lebih erat antara beberapa daerah di Indonesia dan sekedar 
penunman dari tekanan kepadatan penduduk yang terlaksana. 
paling kurang sepanjang menyangkut lapangankeJ:ja. Perkenalan 
antar-sukubangsa, terutama yang dilakukan oleh para terpelajar. 

_ memberi kemungkinan terbukanya komunikasi yang akan men­
jurus pada kesadaran tentang kesatuan dari sukubangsa dari 
seluruh tanahair. Komunikasi yang dijalin meliwati mobilitas 
geografis ini adalah salahsatu benih bagi tumbuhnya nasionalisme 
Indonesia. Tetapi disamping itu masalah barupun muncul pula. 
Perpindahan ·yang dilakukan secara berkelompok. seperti suku 
bangsa Jawa ke Lampung atau or.mg Toba-Batak ke Simalungun. 
menimbulkan proses kulturil yang tak selamanya menuju pada 
terwujudnya integrasL Dengan membawa pra-anggapan kulturil, 
dengan segala · akibat · sosial dan politisnya, dari daerah asal 
masing:.masing para pendatang sebenarnya juga dirasakan sebagai 
tantangan oleh penduduk asli. Begitulah umpamanya tuntutan 
kulturil yang bersumber dari harajoan, yaitu daerah kekuasaan 
baru, dari sukubangsa Toba-Batak, yang menuntut membuka 
tanah bagi penguasa, menirnbuikan reaksi dari orang Sunalungun, 
yang mengharuskan siapa yang masuk haruslah ikut aturan orant 
yang menanti. Konflik ini hanya bisa diselesaikan dengan 
ketentuan pemerintah. Namun antara penyelesaian formil dengan 
kelanjutan konflik yang mengendap terdapat perbedaan. 2 1 

ll Lance Cutln,op. eft .. 
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Secara ekonornis perpindahan mendatangkan hal yang po­
sitif. Politis dan sosial akibat yana ditimbulkan tidaklah selama­
nya sama. Kota, yans me~Uadi sumber menplimya semanpt ke 
arah tenvujudnya nasionalisme Indonesia, terutama dalam ber­
hadapan denpn orang .asing, jup merupalcan salahsatu sumber 
yang menyebabkan meneauhnya ikatan kedaerahan. Hal yang 
belakangan ini tel]adi bila terbukanya kesempatan yang meng­
haru.skan adanya penaiqan. Dalam hal ini Swnatra Timur ada.lah 
contob dari mual•h perpindahan YIJI8 menyebabkan terung­
kapnyr secara je.lu aspirati dui Yalll benumber dari sotidaritas 
kcsukuan. . 

Sibp . .n.dua daD akibat perpindaban ini tentu saja tak 
~ dai politik • iW aMI, )'alii dcz n -... men1 dabn 
.,.....,_ .... bead ._ <wan~a kalit ataa I'M, da m.m-
pina itu •• pit .. **'pmaft bali bill 1 
untuk •em ............. ,_eabub .w.mliltim kolcJnal. 
l)enpa .... lain ............. •yalll besjud:s jeci: tai ........ 
bes • II" UDtuk meMAf U ·• p11tan Y1111 terbata 

B. PENYEBARAN PENGAJARAN DAN MOBILIT AS SO­
SIAL 

I . PmdllhuJwm. 

Sejak satu peristiwa Yllll membanaakan Raffles. seorana 
pencinta sejarah tanah Jawa, .yalah bahwa daiiiJil pelllplian 
ilmiahnya ia dibl!ntu oleh bl!npawan pesisir Yllll sanpt ttr­
pelajar. Bangsawan inilah yang menolongnya menterjemahkan 
telcs dari manuskrip Jawa kedalam bahasa lngris. Kemudian, 
pada i>ertengahan abad 19, seorang pelukis banpa "Hindia ... 
telah sangup memasuk.i masyarakat kelas tingi di EropL Ia tak 
canggung-canggung untuk ilrut serta dalam perdebatan-per­
debatan di salon-salon para intelektuil dan bangsawan Eropa. Ia 
adalah Raden Saleh. 

Kedua cerita bagus, tetapi keduanya hanyalah keistimewaan 
yang sangat langka teJjadinya. Walaupun sekolah "dokter Jawa" . 
yang maksudnya semula tak lebih dari untuk mendidik mantri 
cacar bagi anak negeri, telah didirikan pada tahun 1851 dan .satu 
dua kweekschool. yang bennaksud melatih guru bantu -
kadang-kadang juga untuk tenaga lain yang diperluk.a.n - menje-
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b n.:; c. Jii r alJad k~ )lJ st:kol<ul yang biasa disebut ··modem" 
sangat terbatas sekali. Kcluarga-keluarga terkemuka demi kemaju­
an karier anak mereka sering harus menyewa guru privat. 
Demikian keadaannya dengan keiuarga Djajadiningrat yang ter­
kenal, demikian pula keadaannya dengan banyak keluarga lain­
nya. Sementara itu di beberapa kalangan orang Belanda makin 
terasa betapa perlunya·memperkembang pendidikan gaya Barat, 
bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan 
administrasi pemerintah kolonial, tetaJ)i juga seperti dikatakan 
oleh · van der Prijs - untuk mem bentengi Belanda dari "volkano 
Islam". 

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan yalah Sekolah Kelas 
Dua. yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan 
Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari 
golongan masyaralcat atasan. Di samping itu ada pula ·sekolah 
rendah yq terutama disediakan bagi. anak-anak Eropa. Sejak 
awal abad 20 diperkenalkanlah sistim sekolah desa atau rollcs­
school,yana pendiriannya terpntung atas kemampuan masyara­
kat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah. Setelah 
menyelesaikan sekolah yang bisa diselesaikan dalam w-aktu tiga 
tahun ini - yang diajarkan hanyaJah sekedar kepand.:lian mem­
baca. menulis dan berhitung - murid-murid yang terpilih dapat 
melanjutkan pendidikannya ke sekolah sam bungan a tau vervolg­
school untuk masa dua tahun. Secara berangsur sistirn ini 
menggantikan kedudukan · Sekolah Kelas Dua, sebagai lembaga 
pendidikan yang terpenting bagi anak negeri. 

Untuk keperluan anak-anak dari kelas atasan didirikan pula 
HIS (HoUandsch lnlandsche School). Dalam sekolah ini secara 
berangsur mulai dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa· pengan­
tar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama tujuh tahun, murid 
yang pintar dan yang mempunyai orang tua yang cukup mampu 
dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager 
Ondcrwijs), sekolah lanjutan pertama, dan dari sini kemudian 
bisa terus ke AMS (Algemeene Middelbare School). Jika nasib 
demikian baiknya rnaka bersyukurlah jika bisa melanjutkan 
pelajaran ke sekolah tinggi. Mula-mula tentu harus ke Eropa. 
tetapi sejak awal tahun J 920-an heberapa kemungkinan telah 
terbuka pula di tanah ''Hindia" ini. Selain untaian MULO dan 
A..MS. ada sekolah HBS (Hoogere Burgetschool), yang masa 
bcl:ijarnya lima tahun, atau sekolah-sckolah vak. seperti STOVIA 
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(sekolah "dokter Hindia") yang kemudian perlahan-perl::!h:m. 
menjadi perguruan tinggi, sekolah teknik, dan untaian Kweek­
school dan HIK (Hogere Kwcekschool). Keduanya yang bela­
kangan diperlukan bagi yang ingin menjadi guru HIS atau guru 
kepala. Murid sekolah bumiputra, dari sekolah desa dan sambung­
an te.rsebut, juga dimungkinkan untuk melanjutkan pelajarannya. 
Beberapa murid-murid terpilih dari sekolah sambungan diberi 
kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk sekolah normal, 
sekolah guru untuk sekolah desa, atau sekolah tukang. Kemudi­
an, pada tahun 1924, murid-r.nurid ini diberi kemungkinan untuk 
menyeberang ke lingkunga{l sekolah "Belanda". Untuk keperluan 
ini didirikanlah sekolah schakel, dimana murid mulai belajar 
bahasa Belanda dan, tentu saja, mulai hanrs menyesuaikan diri 
dengan suasana yang lain, yang serba tertib sebagaimana layak.nya 
seorang murid sekolah "gubememen". 

Jika saja kemung.kinan institusionil ini betul-betul terbuka 
secara nyata dan riil, masalah pendidikan tidaklah akan begitu 
kalut. Tetapi inilah problirnnya. sekolah yang didirikan pemerin­
tah atau yang disponsori tersebut makin lama makin menarik 
perhatian. Sekolah tersebut dianggap sebagai alat untuk dapat­
memasuki lingkungan hidup baru - hidup kepriyayian - bagi 
golongan bawah, dan penambah dasar legitimasi bagi golongan 
atasan. Begitulah seorang tuanku laras, kepala dari federasi 
nagari, dari Sumatra Barat, menulis bahwa baginya kelahiran 
bukanlah dasar yang terpenting untuk memangku jabatan tetapi 
yang terutama yalah pengetahuan. Deini.kian juga halnya pada 
waktu yang bersamaan pada akhir abad ke 20 - Sultan 
Hamengkubuwono VIII, mengharuskan adanya ijazah bagi se­
orang anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai 
pejabat pemerintah. Berita koran dari awal abad irii hampir tiap 
tahun melaporkan teritang kegagalan dari raturan anak-anak 
untuk memasuki sekolah yang tersedia. Tiap tahun jumlah yang 
gagal memasuki sekolah meningkat, walaupun jumlah dan jenis 
sekolah juga bertam bah .. 

Tida.ldah mengherankan betapa kecilnya jumlah anak-anak 
yang .bisa memasuki sekolah. Juga tidaklah aneh betapa kcrdilny a 
perbandingan antara anak yang bisa mema~uki sekolah dengan 
kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 1930 berdasarkan sensus 
yang diadakan temyata bahwa prosentase yang bisa mcmhaca 
dari r:1kyat Indonesia hanyahh 6 ,44 persen ~; :j a dan paJa vva ktu 
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itu jumlah murid bumiputera d.i sekolah MULO - ketika jumlah 
penduduk telah mencapai angka lima puluh juta - hanyalah 
7. 768 orang saja. di akhir penj;ijahan Be1anda; ketika jumlah 
penduduk telah mencapai an&ka kira-kira 70 juta, tercatat 
hanyalah dua juta lebih sedikit yang masih berasa di bangku 
sekolah dari seluruh jenis dan tingkat perguruan yang d.irniliki 
dan d.iberi subsid.i oleh pemerintah. 

Besitulah keadaannya secara kwantitatif. Namun sekolah­
sekolah yang bercor.sk Buat, baik ~kolah "burn.iputera" maupun 
sekolah "Belanda", seperti lembap pendidikan Jainnya memberi · 
penguuh yang melebihi sasaran yang d.imaksud. Diterimanya dan 
dijadikannya sekolah sebap.i salahsatu syarat bagi mobilitas sosiaJ 
adalah kelanjutan dari tndisi yang mengagumkan keunggulan 
ilmu, esoteris ataupun bub.n. Dengan diperkenalkannya sekolah 
bercorak Barat, yang memberi kemungkinan bagi keunggulan 
dalam berbagai m~ ilmu. maka proses pclebaran dari diferen­
siasi kel]apun dilanjutlcan denpn lebih cepat. Sekolah-sekolah 
"Belanda... terutama dari tingkat menengah keatas. memper­
kenalkan pada murid-murid. macam-macarn ilmu, maka proses 
pelebaran dari di ferensiasi keljapun di lanjutkan dengan lebi11 
cepat. Sekolah-sekolah '"Belanda". tcrutama dari tingkat me­
nengah keatas, memperkenalkan pada murid-murid, yang berasal 
dari berbagal latarbelakang budaya tradisionil dan beberapa 
golonpn masyarakat, suatu pola berpik.ir yang sama.. Melalui 
sistim dan corak i>eJ~aran yang diberikan. mereka .menjadi lcbih 
dapat mengenal lingkungan masing-masing. Sekolah juga berfung­
si sebagai jembatan komunikasi. antara mereka. Tetapi sekolah­
sekoWt Barat juga menjadikan para terpel:Jjar scbagai bagian. 
atau lebih tepat, "provinsi" saja, dari dunia intelektuil yang 
kosmopolit. 

Proses tenebut diatas tidaldah mengherankan. Situasi kolo­
nial, di samping itu juga bisa menciptakan faktor yang meng­
ingkari kenyataan riil yang ditimbulkannya. Sekolah dimaksud 
untuk mengajarkan berbagai keahlian dan orien tasi yang sangat 
bersifat kepegawaian, dalam arti bahwa ijazah · dikaitkan dengan 
tingkat dalam hierarki birokrasi. Tetapi logika itu ditantang pula 
oleh kategori ras yang dipakaikan . Kerja dan kedudukan tidak 
semata-mata tergantung pada kemampuan tetapi sangat terkait cl'3t 
dengan ras - orang kulit putih hantslah diutamakan - Jan 
keturunan - anak orang berpangkat tentu harus didahulukan . 
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Hal ini rnenyebabbn bcrmurH.:ulannya knaga terdidik dan 
tl!rpelajar yang sarnasekali berada di luar sistirn kolonial. walau­
pun mereka dilatih untuk menjadi tenaga inti dalam sistim itu. 
Hingga kemudian sistim itu sendiri menjadi sesuatu yang hams 
uitolak. Begitulah kaum terpelajar bukan saja berhenti men­
dambakan ikut serta dalam sistim kolonial dan mendapat hiernrki 
yang scpadan Jalamnya tdapi juga menolak untuk samasekali 
memperhitungkan kemungkinan dirinya berada dalam sistim 
tersebut. Sebagian dari mt:reka itu ikut dan memimpin pergerak­
an kemerdekaan, bukan karena keija, tetapi karena panggi.lan. 

· Keinginan untuk mencad pilihan lain dalam dunia pengajar­
an dan pendidikan serta kebutuhan yang nyata terhadap sekolah 
yang "modern" dan sekuler memberi dorongan munculnya 
sekolah swasta. Di samping itu sekolah agama mulai pula 
memperbaharui sistim dan methode pengajaran mcreka. Hal ini 
terutama diJaJ...-ukan oleh golongan reforrnis Islam. Sekolah swasta 
jcnis ini berkcmbang. dcngan pesat di bebcrapa daerah. Hampii­
tanpa kec_ual..i sckolah swasta yang tidak bersubsidi, terakhir, baik 
lsl~m maupun "sekuler" bersikap nasionalis ·yang anti kolonial. 

Munculnya ooberapa alternatif dalam dunia pendidikan 
se.benarnya membayangkan pula aspek lain dari akibat yailg 
ditimbulkan oleh pengajaran modern, yang mulai berkernbangnya 
percaturan ideologis. Walaupun telah mcmiliki pola berpikir yang 
sama. kenyalaan bahwa murid-murid bcrasal dari berbagai dacrah 
dan lingkungan budaya dan dari beijenis tingkat sosial dan 
ckonomis, ikut mempengaruhi cara mereka dalam berdialog 
dengan lingkungan. Hal ini memberi ·wama dalam perumusan 
dasar anggapan scrta dta-cita. Perbedaan ini lebih intensif lagi 
kar~na sebagian kaum terpclajar tidaldah mcrasa diri mcreka 
st:!bagai bag.ian dari Junia in tdektuil yang kosmopolit a Ia Barat. 
tetapi dengan dunia yang dibimbing oleh rasa kebangkitan Islam. 
Begitulah st:kolah, sebagai lembaga pendidikan, bukan saja 
menjembataryi berbagai sikap keasingan tctapi juga melemparkan 
bebaapa altematif dalam kehidupan, baik dari sudut profesi 
jabatan. maupun sudut ideologis dan kulturil. 
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bcrsubsidi. 

Waktu negeri yang dulu bemama Hindia Belanda ini 



merr.asuki gt:rbanl'! abad 20 jumlah sekolah sangat terbatas. 
Sekolah rendah pemerintah sduruhnya hanya berjumlah 601. 
sedangkan jumlah penduduk diperkirakan st.! ban yak 3 7 juta. 
Tctapi dl samping sekolah pemerintah ini ada pula sekolah 
swasta, yang umumnya diperuntukkan bagi penduduk non­
priburni, sebanyak 359 buah. Di bebcrapa daerJh sckolah y&mg 
didirikan missie dan zending cukup banyak, yaitu berjumlah 45 I 
buah. Jadi keseluruhan jumlah sekolah hanyalah 1.501. Dari peta 
penyebaran sekolah terhhat pula hahwa perkembangan daerah­
daerah di Indonesia samasekali tidak scimbang. Perdnan sekolah 
missie dan zending membuat ketid.ak seimbangan ini lebih 
menyolok lagi. Di seluruh daerah Minahasa yang bt:rpenduduk­
kira-kira 450 ribu, sekolah pemerintah saja berjumlah I J 5 buah, 
sekolah partikulir 14 dan sekolah dari gereja 237 buah. Sedaug­
kan seluruh Sulawesi Jainnya jumlah sekolah belumlah melebihi 
20 buah (pada tahun 1895 jumlah yang tercatat 14 buah). Di 
seluruh Sumatra, kecuali daerah Tapanuli Utara. jumlah sekolah 
pemerintah. swasta dan missie hanyalah 98 buah. Sedangkan di 
Tapanuli Utara saja, daerah Batak-Kristen, jumlah ketiga jenis 
sekolah te~ebut sebanyak 200 buah.1 ~ Memang benar bahwa 
jumlah sekolah tidak bisa diambil sebagai gambaran yang 
membayangkan suasana sesungguhnya - sekolah te~ebut bisa 
saja muridnya tak lebih dari sepuluh orang - tetapi jumlah ini 
d.apat memberi sekedar penunjuk tentang tingkat keterlibatan 
badan pemerintah dan partikulir lainnya dala.m pengajaran gaya 
Barat. 

,Sekolah yang lebih baik, yang seluruhnya memakaikan 
sistim dan tingkat pelajaran yang tak kalah dari n~geri Belanda 
lebih kecil jumlahnya. Dari jumlah yang kecil ini hanyalah secuil 
saja tempat yang tersedia bagi anak-anak pribumi. Begitulah pada 
tahurr 1900 tercatat sebanyak 169 ELS diseluruh Indonesia, 
dengan jumlah murid anak pribumi sebanyak 1.545. Sedangkan 
jumlah murid Eropa beriumlah 13.592. Dari sekolah ini murid­
murid bisa melanjutkan pelajaran ke sekolah ''dokter Jawa", di 
Betawi yang telah mengalami beberapa kali pembaharuan sejak 
didirikannya pada tahun 1851. Atau secara teori bisa saja terus 
ke HBS (Hoogere Burge~chool). Secara teoretis. sebab praktis 
hampir tak mungkin. Hanya kurang dari satu persen tamatan ELS 

22 Bernard Oahm. lfutory oflndo1Je3/4 In tht: T-nrluh Ct:ntury, london . New 
York: Praeaer, 1971, hal. 16. 
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yanJ bisa menikmati pendidi.itan lima tahun HBS tenebut. Jika 
begitu, lebih baik masuk sekolah pegawai. atau OSVIA (Oplei­
dingschool voor inlandsch~ ambtenllTen) YallJ jumlahnya ada 
kira-kira enam buah. Setelah belajar tujuh tahun dan bila !elesai. 
mudah-mudahan kemudian bisa mendudulti tempat yang ter­
tinai dalarn kepepwaian -- menjadi bupati. Sekolah YallJ lebih 
umum yalah K weebcbool. yang jumlahnya ada sebanyak lima 
buah, antaranya dua di luar Jawa, Menado dan Bukittingi. 
Setelah menpl•mi beberapa ka1i perobahan kurikulum - pakai 
bahau Belanda, kemudian tidak. kemudian pakai lagi, dan 
~ebqainya, tekolah ini diharapkan menJhailkan JUru-guru untuk 
•kol•b pemaintah, (.,.sa waktu itu tentu SekoJah Kelas Dua 
dan Sekolah Keia Satu). 

STOVJA di Jabrta dm1 K weebchool, biasa disebut Sekolah 
R.t,ia, di Bukittinai lMIDPUJ1Yai tempat YIDI unik juga daJam 
sejanb bbenpaan. Di STOVIA muJai benemi semanpt na­
lionalisme, mula-mula benifat ke Jawa-an, kemudian jup berse­
mi yaq berbau ke-Hindi.-an. Set.pi satlHatunya selcolah 
dokter untuk pribumi maka STOVIA adalah sekolah yang 
pertama yaiJa menaumpulkan murid-murid dui seluruh penjuru 
tanah air. Selrolah Raja di Butittinai tidak hanya mendidik 
calon guru. tetapi, sarnpai awal dasawana kedua abad ini, juga 
mendidilc caJ.on pegawai dan sebagainya. Bangsawan Aceh yang 
telah dikalalikan Belanda, dikirim kesana. Begitu jup anak dari 
golongan atas lainnya dari seluruh Sumatra. Peranan yang 
terpenting yalah· daJam mempeTkembang bahasa Malayu. Van 
Ophuysen yang terkenal sebapi perumus ejaan Melayu pemah 
mengajar di sekolah ini 

Jika dilihat angka-angka diatas, nyataJah betapa sangat 
5empitnya lapangan pendidibn YallJ diperkenalkan pemerintah. 
Tetapi masalahnya tidak sduruhnya tergantung pada pemerintah. 
Kecurigaan bahwa sekolah pemerintah tersebut akan menasrani­
kan anak negeri sudah cukup memberi aJasan untuk menjauhi­
nya. Pada akhir abad 19 pemerintah terpaksa menutup dua 
sekolah gadis di Sumatra Barat, karena ketiadaan murid. Mem· 
biarkan anak-anak gadis keluar rumah untuk sekolah bukanlah 
hal yang patut dipuji menurut tradisi dan agama. 

Tetapi sejalan dengan makin meluasnya pengaruh pemerin­
tah dalam kehidupan ekonomi dan administratif. mulailah 
keinginan untuk ber.;e kolah bertambah di kalangan rakyal. 

130 



Suasana ini juga dibantu oleh mulai bertiupnya uJar<1 polltik dis 
yang ingin membayar "hutang k::hormatan" eu1t:1n lain dengan 
memajukan edukasi. Hal ini diperlancar karena dimt:binya sis tim 
sekolah desa atau volksschool. yimg didirikan o!t::h m~prJ.ka t 
setempat dan dengan subsidi dan bimbingan dari pe:-n~rintah. 

Sekolah tiga tahun ini sekaligus mempunyai sas:uan uniuk 
menghilangkan keasingan terhadap sekolah - anak negeri tak 
usah takut dinasranikan - dan juga men~:,>urangi heban biaya 
pemerintah. Diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal van Heutz, si 
Jenderal yang dianggap berjasa "mengamankan '' Aceh, pad a tahun 
1908 sekolah ini cepat berkembang dan meluas. Pada tahun 1913 
menurut gubemur Ballot dari Sumatra Barat, jumlah sekolah desa 
tercatat 111 buah, pada tahun 191 S jumlah telah naik menjadi 
350 buah. Kenaikan yang pesat dari sekolah desa ini boleh 
dikatakan umum di seluruh daerah yang telah mengalami 
penetrasi yang lanjut dari pemerintah kolonial. Dalarn sepuluh 
tahun saja, an tara 1910 sampai dengan 1920 diseluruh "Hindi a 
Belanda,. jumlah murid yang memasuki sekolah desa naik dari 
71.239 menjadi 423.314. Sarnpai dengan tahun 1930 kenaikan 
jumlah seko1ah dan murid tetap fenomenaJ. Pada tahun ini 
jumlah murid telah naik sarnpai 1.229.666. Barulah sesudah 1930 
kenaikan yang agak pelan terjadi - pe1an dalarn pengertian deret 
ukur, bukannya deret tambah. Begitulah tahun 1935 tercatat 
hanya 1.595.140 murid dan tahun 1940 jumlahnya hanya naik 
menjadi 2.186,374 orang. 

· Jika ditambah dengan murid-murid yang melanjut.kan ke 
sekolah sambungan atau vervolgschool maka pada tahun 1930 
jumlah murid keseluruhan ialah 1.482.402 Uadi murid-murid 
sekolah sambungan hanyalah 253.736 saja). Pada tahun 1940 
jumlah murid sekolah sarnbungan naik menjadi 282.358 orang. 
Memang bukan kemajuan yang menyolok. Hal ini membayang­
kan betapa sedikitnya kemungkinan bagi anak-anak sekolah desa 
untuk melanjutkan pelajaran. 

Kecenderungan seperti ini juga kelihatan pada sekolah­
sekolah "Belanda" yang memakai bahasa Belanda sebagai ba.l1asa 
pengantar, baik milik pemerintah maupun swasta bersubsidi. 
Pertumbuhan yang menyolok didapati pula pada th>awarsa 
ketiga, sedangkan pada dasawarsa keempat k:-liha! pula pwses 
pengendoran perkembangah . An tara i 9GO ,:1Jn t.1hu:1 1910 
murid-murid pribumi dari IUS d rr n ELS naii< iT. i?'liaJ i 5. 188 
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kena.ikan dua kali lipat. Pada tahun 1924 pemerintah memper­
kenalkan sekolah-seko1ah schakel, yang menghubungkan sekolah 
"bumiputra" dengan sekolah "Belanda''. Hal ini menolong 
sekedarnya bagi kenaikan dari jurnlah sekolah-sekolah "Belanda". 
Antara 1910 dan 1930 kenaikan sampai delapan kali lipat atau 
dengan angka absolut menjadi 43.411. Tetapi pada dasawarsa 
keempat kenaikan hanyalah dua kali lipat ~ Pada tahun 1940 
jumlah murid ketiga · jenis sekolah tenebut tercatat 88 .223 
orang. 

Laju kenaikan ini akan lebih ken tara jika dilihat pula jumlah 
yang sanggup mendapatkan ijazah. Hal ini penting karena angka 
murid yang tak sanggup menyelesaikan sekolah cukup luarbiasa 
jup tingsinya selama zaman .koloilial. Sejak tahun puncak 
kemajuan pendidibn pya Barat sampai akhir kolonial prosen­
tue murid yang sanaup mendapatbn ijazah hanyalah kira-kira 
seperempat saja atau 2S persen. Dalam waktu t:iga tahun 
(1900-1914) jumlah murid pribumi yang bisa menyelesaikan 
pe1ajaran dari sekolah Belanda. bailc kepWiyaan pemcrintah a tau 
swasta bersubsidi, yalah 143 orana. pada dasawarsa berikutnya 
(1910-1914) angka ini telah naik lima kali, yaitu 652. Tetapi 
dalam satu tahun saja, 1930, jumlah murid yang bisa menyelesai­
kan pelajaran dengan berijazah, yalah sebanyak 4.674. Jika 
pertambahan murid pada dasawarsa keempat, seperti dikatakan 
di atas tidaklah begitu deras, sebaliknya dengan kenaikan 
jum1ah tamatan. Pada tahun 1940, ketika murid berjumlah 
88.223, maka yang bisa menyeJesaikan pelajaran yalah sebanyak 
7.790- suatu perbandingan yang lebih baik dari tahun 1930. Hal 
ini bukan saja karena lebih diperketatnya murid yang bisa masuk 
sekolah-sekolah tersebut, tetapi juga tampaknya disebabkan 
kemampuan ekonomis yang relatif lebih baik dari para orangtua 
yang memasukkan anaknya ke sekolah mahal tersebut. Dan, 
faktor perbaik<ln dalam disiplin serta sistim sekolah bukan tidak 
pul~· mcr1:1i~: k :: " perar. :m . 

S e;:-·· ~ti sd.nbh rend :.~ h, perkembangan yang terpenting dari 
J.i r i;,· :· . .. J:.1T1 ju ::1L1h sc ko l:Jh mcnengah juga terjadi antara tahun 
l 9 l ' ' J ., . ] ') ~ ·:::. s~t::la~! tJhun 1930 tcrjadi pasang turun dan 

· 1 a i~. \ ' , ! : '.: S:.!l ir _· bcrga P. :' :m pada ~tiap tahun nya . Gejalalain 
y:.! l:." • b: 1;v.;::: w ,•L:urun :-;d~olah kejuruan. seperti Kweekschool 
dan " J .. l .. r_·r l .. ' .. J .. . rr: . ;· · :- .: :...J:-~ sckoiah yang tertua. selama 
pcri n d -.· in l rT "i .. : pl~ ; :.: :: k~Lendcrungan ya ng akan tcrus 
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berlanjut sarnpai mGa sesudah mGa penjajahan, maka lebih 
populemya sekolah urn urn. Sekolah-sekolah kejuruan tetap 
memainkan peranan penting hanya dalam lcelompok sekolah 
'"Bumiputera... Pada tahun 1930 jumlah murid dari sekolah 
kejuruan dari - kelompok .. Bumiputera .. , yang terdiri dari 
sekolah-sekolah guru (nonnal), menteri kesehatan, pertukangan, 
perkebunan dan mapng, yalah sebanyak 15.716. Pada kelompolc 
'"Belanda .. , jumlahnya hanyalah 5.233 orang. Dalam jumlah ini 
telah terhitung murid-murid MOSVIA, PHS (sekolah dagang), 
Ambacht, Kweekschool, HIK, dan sebagainya. Sedangkanjumlah 
murid priburni sekolah MULO ~a pada waktu yang bersamaan 
telah mencapai anJka 6.906 orang. :21 

Jib c:tiikuti pertum buhan sekolah-scltolah menengah 
umum, seperti MULO, AMS, dan HBS, mab keli.hatanlah bahwa 
antara tahun 1910 clan 1930 terjadi bnailwl YIJII luar biasa. 
,. tahun 1910 jumlah murid pribwni dari ltetipjenis sekolah 
elite ltisebat .....,_.. SOO orana. Pada tahun 1930 jurnlahnya 
tiDiah Dllljedi 7. 776 {tmpa MlJLO, jumlahnya yalah 870 orang 
... ). BBS bllpimanapun jup tetap tabu dan sangat berat, 

-- .... A)(S lebib terbub. 
Tabe13 

PertuJQbuhan jumlah tahunan seltolah (pemerintah 
dan sublid.i),puu, murid dan lulusan 

(lolonpn ln~onesia asli) . 

.......... 0...( ...... Mwid( ...... Lui-dan 
T.._ .......... .............. ;.•..t:olalll ijauh (sepia ............ ... .......,, -tinpat) Jen• •tolall dan 

&inatat). 

19JJ/J4 20.591 41.111 1.902.935 371.113 
l9J4/l5 20.1'87 4e.515 1.170.750 395.726 
1915/36 ....... 41.4e7 1.901.091 412.360 
1936/37 20.197 41.909 l.OIG.825 4)4.6511 
•• J7/JI 20-913 43.222 2.095.1711 45].0111 
19M/J9 21.44e 44.925 2.22J.596 41J.917 
19H/40 22.136 46.510 2 .]10.533 510.095 

S..Mr : ,... der Ve•, ~ 111{-lloru T•ble I - IV _ 

Dalam Tabel 3 bisa dilihat perkembangan per tahun dari 
sc:tiap jenis sekolah, dan tingkat sekolah. Hal-hal yang menarik 

23 I . S. Fumm.u, op. ctt., ball77. 
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perhatian untuk d.icatat yalah bahwa perbandingan jumlah guru 
dan sekolah hanyalah · 2 : 1 barulah pada tahun ajaran 
1939/1940 perbandingannya agak lebih menguntungk:ln g1:ru. 
Tetapi sebaliknya perbandingan guru dan murud yalah 1dra·kira 
1 : 50. Bisa pula dimengerti sekedarnya bahwa mengapa perban· 
dingan antara jumlah murid dengan yang menerirna ijazah 
berbanding 4 : 1. Disamping tingginya "dro[HJut" atau pelajar 
yang meninggalkan sekolah sebelum se1esai, kesempatan guru 
untuk memperhatikan anak · didiknya ternyata terbatas sekiU. 
Tentu saja hal ini mengena pada seko1ah desa dan sambungan. 

Setelah tahun 1930, seperti telah dikatakan diatas, per­
kembangan sekolah pemerintah dan swasta bersubsidi, sangat 
pelan sekali. Hal ini disebabkan · karena dirnulainya politik 
penghematan, sebagai akibat malaise yang menimpa perekonomi­
an dunia. Apalagi Gubemur Jenderal yang mulai memerintah 
tahun 1931 adalah seorang konservatif, yang datang ke tanah 
''Hindia Belanda .. untuk membuktikan tekad mentor politiknya, 
Colijn, yang mengatakan bahwa pemerint3h Belanda sangat kuat, 
"sekuat Mont Blanc di pegUnungan Alpen". Ia datang untuk 
menjalankan "politik apa yang mungkin", bukan kebijaksanaan 
yang bersumber pada "apa yang di inginkan". Di samping itu 
kemacetan juga disebabkan oleh politik yang lebih memper­
hitungkan tenaga tcrdidik yang dihasilkan sekolah sudah tak 
sanggup lagi ditampung oleh lowongan kerja yang tersedia. Hal 
ini antara lain mendorong komisi penyelidik HIS, yang dipimpin 
oleh Prof. Schrieke untuk menasehatkan pemerintah pada tahun 
1930 supaya tidak lagi menambah jumlah HIS. Masalah sekolah 
·tidak saja menyangkut soal tersedianya tenaga yang diperlukan, 
tetapi juM permint~ yang_muncul. . ·-· _ ·-

3. Perguroan Tinggi : da/am dan luar negerl. 

Sekolah tinggi bagi orang inlander? Mana mungkin. Mereka 
tidak mempunyai kemampuan alamiah untuk · bisa memasuki 
dunia ilmu dan ketrampilan yang demikian peliknya. Begitulah 
kira-kira ocehan beberapa orang Belanda konservatif ketika 
timbul gagasan dari beberapa golongan swasta untuk mendirikan 
sekolah tinggi. Maksud yang utania memang bukan untuk 
inlander, tetapi situasi politik etis dan suara yang nyaring tentang 
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desentralisasi dan otonomi. baik dari dalam pengertian antard 
Hindia Belanda dan metropolitan ataupun antara anak negeri dan 
pengusaha. tentu bukan merupakan kampanye yang bailc jika 
pribumi dikesampingkan begitu saja. Demikianlah bcbcrapa 
perguruan tinggi secara bertahap mulai didirikan. 

Tahun 1924 sekolah teknik yang berada di Bandung, yang 
didirikan pada tahun 1920, dijadikan Technische HogeschooJ. 
Pada tahun yang sama murid-murid yang pintar tamatan Recht­
schott/ atau sekolah hakim di Betawi boleh menguji pemntungan 
untuk memasuki sekolah hakim tinggi atau Rechtskundige 
Hogeschool. 

. Pada tahun 1913 STOVIA di Jakarta mendapatkan ternan 
dengan didirikannya NIAS (Nederlandsch lndische Artsen 
School) . Pada tahun I 927 STOVIA secara berangsur mulai 
ditransformasikan menjadi seiColah tinggi kedoktcran atau Ge­
neeskundige Hogeschool. Sernbilan tahun kemudian STOVIA 
dihapus.kan dan tinggallah NIAS yang tetap menjalankan tugas 
sebagai sekolah kedokteran setengah akademis. 

Satu-satunya peristiwa yang perlu dicatat dalam sejarah 
perguruan tinggi selama tahun 1930-an yalah dibukanya akademi 
pemerintahan atau Bestuursakademie, yang menerima murid 
tamatan AMS dan berprogram selama tiga tahun. J ika seorang 
murid belum akan terjun ke dalam lapangan pemerintahan. maka 
ia bisa melanjlitkan. ke sekolah halcirn. Setelah kuliah 5atu tahun 
dipersilahkan pula untuk mengambil ujian untuk mendllpat gelar 
mu3ter in de rechten. Peristiwa yang ham.pir tc:rlupakan karena 
teljadi di saat-saat terakhir sebelum penyerbuan tentara Jepang, 
yalah dibukanya fakultas sastra dan pertanian. Pada tanggal I 
Oktober 1940 Faculteit der Letteren en WijsbeKeert~ dan sebehts 
bulan kemudian didirikan pula di Bogor, Landbuuwkundige 
Faculttit. 

Demikianlah jika pendirian sekolah tinggi ini tampaknya 
sangat tersendat-sendat, tak pula obahnya dengan ikut sertanya 
anak-anak Indonesia asli didalamnya. Scjak dimulai proyt:!k 
perguruan tinggi sampai dengan tahun ajaran 1929/1930, kecuali 
pada tahun 1926/1927, jumlah mahasiswa Eropa tetap lebih 
banyak dari jumlah mahasiswa pribu!Tii. Mula-mula Jibuka 
( 1920/21) jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia tak lebih 
dari dua orang. Dari golongan Cina ada sebanyak empat orang, 
sedang dari golongan Eropa sebanyak 22 orang. Tahun berikut-
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nya allgka lll<.ll t~i::.wa pribLulli aai.k menjadj empat, tctapi jumlail 
mahasiswa .Eropa yalah &ebanyak 29 orang. Pertama kali jumlah 
keseluruhan mahasiswa pribumi lebih banyak yalah tahun 
1926/27, yaitu 30 orang, sedanakan Eropa hanyalah 28 orang. 
Tet.api tabun berik.utnya. k.etika jwnlah mahasiswa Eropa telah 
naik sampai dcngan S2 orang, jumlah mahasiswa pribumi 
menc:apai jumlah 44 orana saja. Barolah kemudian. jumlah 
mahlliswa pribumi melebihi jwnlah mahasiswa dari aolongan­
aolonpn lain. Sampai denpn tahun ajaran 1939/40 jumlah 
mabMilwa Jebepi keselwuhan, lejak mu.lai dibubnya perpuuan 
tiDgi, yalah sc=banyllk 3.242 onna. cti antaranya 1.489 or8ng dari 
JOionl•n pribumi, 1.012 dari ..,...n Eropa dan 741 orang dari 
JOioDpn CiDa. atau kirHdnr4S peneD dari eo&onPn pribwni, 32 
penen dari JQionpn Eropa. dan 23 penen dari JO)oapn Cina. 
~ iDi abn Jebih menyolok .lqi jb ctiperbatikan 

pula qb tamatan pequruan tingi. Pertama sekali orana 
lndoDMia yan; megamatkan ~ di .ekolah tinai yalah 
pada tahUD 1925. Jumlah hanya.ebanyak empat orana. sedan& 
mlhllisWa Eropa sebanyak .embilan orana. ·dan mahasiswa Cina · 
·tiP orang. Pada tahun .;.ran 1933/34 untuk pertama kali jumlah 
mahuiswll pribumi yang meruuuatkan ~aran lebih dari se­
puluh orang dan sekaliaus juga melebihijwnlah dari golongan-g<r 
lonpn lain. Jumlab yang menyelesailcan pe.lajaran pada waktu itu 
yalah sebanyak 34 orang, antaranya 14 pribumi, 12 Cina, dan 8 
Eropa. Sampai dengan tahun ..;uan 1939/40 perguruan tinggi 
dalam negeri telah menghasilkan sebanyak 532 orang. Pribumi 
yang dengan bangga boleh pakai JP:lar akademis sampai c.lengan 
tahun ters~but berjumlah 230 orang, sedangkan orang Eropa 
sebanya.k 195 dan Tionghoa 105. Atau dalam prosentase masing2 
42 persen, 3 7 persen dan 20 persen -- satu perbandingan yang tak 
jauh berbeda dengan angka yang memasuki perguruan tinggi. · 

Betapa kecilnya angka ini akan bisa terlihat dengan menb ... 
ingat bahwa pada waktu itu jumlah penduduk lndonesi2t telah 
mencapai kira-kira 70 juta jiwa. Dan jumlah yang bisa menduduki 
sekolah-sekolah rendah "Bumiputcra" telah mendekati angka dua 
jut a . 

Di samping kesempatan untuk ·belajar di dalam negeri. 
se benarnya sejak awal abad ini telah pula mulai pintu terbuka 
bagi anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri. terutama 
sekali negeri Belanda. Pada tahun I 900 ada lima orang mahasiswa 
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yang belajar di Negeri Belanda. Se~.:ara pelan-pelan jumlah ini 
makin lama makin naik. Bangsawan terkemuka dan kaya mulai 
mengirimkan anak-anak yang betul-betul dirasakan penuh harap­
an. Karena yang bisa dibiayai oleh pemerintah ini sangat sedikit 
jumlahnya makahanyalah yang betul-betul mampu yang sanggup 
mengirim ana.k mereka ke Eropa. Sebab itu banyak di antara 
mahasiswa, yang dianggap sebagai· ··warga negara" Hindia Be Ianda 
berasal dari golongan Cina yang mempunyai kehidupan ekonomis 
lebih baik. Sejak tahun 191 0-an mulai berkembang di beberapa 
tern pat sistim studie[onds atau dana-dana siswa, yang anggotanya 
biasanya terdl.ri orang-orang sekerja dan sekampung. Studiefonds 
ini juga berusaha mengirimkan anak-anak yang berhakat ke 
Eropa. Tan Malaka yang akan memainkan peranan penting dalam 
seja.rah pergerakan dan Revolusi pergi ke negeri Belanda dengan 
biaya studiefonds dari kecamatannya. Tahun 1911 sebuah desa, 
Kota Gedang, di Sumatra Barat, mengirimkan dua orang calon 
guru ke negeri_ Belanda. Usaha ini kemudian akan tambah sering 
lagi, terutama dari daerah-daerah ya~g mengenal perkauman yang 
besar. Cara lain untuk bisa belajar ke Eropa yalah dengan biaya 
sendiri. Hal ini tentu saja agak sukar, tetapi adanya STOVIA 
telah memberi kemungkinan bagi dokter yang tanggung itu untuk 
mencari uang kemudian melanjutkan studi kedokteran m~reka ke 

· Eropa. Inilah umpp.manya yang dilakukan oleh Dr. Abdul Rivai , 
yang pemah menjadi anggota Yolksraad dan terkenal sebagai 
pengeritik sistim kolonial yang cukup extrim. Cara ini pulalah 
yang dila.kukan oleh dokter Sutomo, tokoh nasionalis kooperator 
yang sangat berwibawa. Bukan tak pula ada yang belajar sambil 
bekerja, seperti menjadi koresponden suratkabar dan sebagainya. 

Waktu dokter Rivai melanjutkan studi di Negeri Belanda 
dan juga me~jadi redaktur dari majalah yang terkenal Bintang 
Hindia di awal 1910-an jumlah mal1asiswa Indonesia bantlah 
antara 1 5 dan 20 orang. Merckalah yang mula-muia mendirikan 
perkumpulan mahasiswa, yang kemudian akan jadi sangat ter· 
kenai dan berpengaruh. Tetapi hal ini baru terjadi pada per· 
tengahan tahun I ~nO-an , ketika pendat:mg Jari tanah In done<; ia 
mulai bertambah banyak. Banyak di antara mereka ya;tg data ng 
telah berpengalaman sekedam ya dalarn orpnis.1si kep '.? mudaan. 
Kedatangan orang-orang cant ini ml.! robah cora.k org:;u:is3~ i 

maha.3iswa dari pcrkumpubn kekelu arg:12n saja m enjadi mo to r 
yang terpenting dalam pergerakan kebangsaan . 
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Sejak tahun ajaran 1924/25 ketika jumlah mereka mulJ.; 
di~atat dengan baik, sampai dengan 1939/40 rata-rata jumlaJ1 
mahasiswa pribumi yang memasuki perguruan-perguruan tinggi di 
Negeri Belanda yalah sebanyak 21 - 22 orang sdiap tahunny ;; 
Sedangkan dari golongan Cina yalah antara 22 - 23 orang. Tahur. 
1925/26 tercatat sebagai tahun yang terendah da1am jumlah 
kedatangan mahasiswa - hanya 11 orang - seda.ngkan tahun 
1931/3 2 merupakan tahun yang tertingg(, -~ 33 orang. Selama 
pedode limabelas tahun ini jumlah kese1uruhan mahasiswa 
Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di Negeri 
Be1anda yalah sebanyak 344 orang, sedangkan dari golongan Cina 
sebanyak 360 orang. Angka-angka ini memang . bukanlah per­
bandingan yang seimbang jika diinpt bahwa golongan Cina 
hanyalah merupakan minoritas yang kurang dari 2 persen d:tri 
seluruh penduduk di Indonesia. 

Sebagian besar dari mahasiswa Indonesia yang benda di 
Negeri Belanda belajar di Universitas Leiden, yang bukan saja 
merupakan salahsatu pusat ilmu yang tertua di Eropa, tetapi juga 
pusat intelektuil dan politik kolonial yang e~. Jumlah mahasis­
wa yang belajar di universitas Leiden yalah sebanyak 199 orang. 
Mereka memasuki berbagai fakultas, seperti kedokteran, hukum 
dan sastra. Universitas Kotapraja Amsterdam menempati tempat 
ke dua, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di sana yalah 
sebanyak SO orang. Di universitas Utrecht, yang juga merupakan . 
sebuah universitas tua, tetapi lain daripada Leiden, adclili pusat 
penmHts kebijaksanaan politik .kolonial yang konscrvatif, jumlah 
mahasiswa Indonesia yang pernah belajar yalah s~.:tanyak 34 
orang. Baik di Amsterdam, yang sering mengeluarkan pikiran­
pikiran yang radikal , maupun di Utrech, yang konseryatif, yany 
di t,;hun 1930-an bl!raua di bawah pengaruh Prof Treub dar. 
mcnjadi sandaran ideologis bagi tokoh-tokoh kolonid, ~epert i 

Colijn. mah a~iswa mcmp:.:bjcri bcrbagai disip! i:1 ilr11 i::h. 
Di Si.!DlJ: in': it u se kl>br: tinggi kknik di Delft. sl'kol:th ting.o-:i 

p.: r t... :. i.In eli \\ · a~ ~ ·: nt.l F ~ '; J <. :·, '>t.:kolah tinggi ekonorni Kott cn l::tr i 
r: ... : ,~i kl! nj . · ;~ i u: -_: . n; :;l: ...: '.; ',wa K.:ti ~ :.J km ;-:. t h:r-:c h ti t masi: ., · 

o r:i:' :' 
-i IC L.d; ' , !· ... : J., _, C. : _.· ·, · ,· n ~· ; :· r :: ·: t l hc.: rap a o r;!!lg ak hir>l: . 

ya r: ~ hi ' :~ r;, _· ~.:... . : _ ,_~ : r.:.~ : ~ _·_:; ::L. ' j~ ; ; f: C n L' L . ~ i S:... b : IUiil J':..' ;"". !!1:~ 

:lll. Pa ~L! \',' ..; ~ - [ ' r ~ ~-". l ; ;l i . , • . cdx r n~ - ~ [ ~ I~ L
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diduduki Jt!rman scbagian dari mahasiswa Indonesia juga ikut 
menjadi barisan bawahtanah. Yang menyebabkan studi mereka 
terkatung-katung. Narnun peranan negeri Belanda alcan lebih 
terasa jika diingat bahwa beberapa·putra Indonesia juga berhasil 
mendapatkan titel kesarjanaan yang tertinggi di sana. Tahun 
1913 seorang pemuda Banten dari keluarga terkemuka, Djaja­
diningrat, menghasilkan disertai yang sampai sekarang dianggap 
sebagai salahsatu karya puncak dalam studi filologi Indonesia. Ia 
adalah Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat. Ia kemudian diikuti oleh 
beberapa ahli filologi lain. Dalam lapangan hukum muncul Dr. 
Soepomo, yang menjelang Perang Pasifik diangbt sebagai pr<r 
fesor Indonesia yang pertarna dalarn hukum adat. Ia juga 
kemudian diikuti oleh yang lain. Semua mereka adalah hasil-hasil 
dari Leiden. Rotterdam juga menghasiJkan ahli-ahli ekonomi 
Indonesia yang terkemuka, seperti Dr. Samsi dan seorang yang 
tidak sampai menyelesaikan disert~i tetapi mentpakan ba,rjan 
yang tak . terpisahkan dari sejarah Indonesia modem -- Moham­
mad Hatta. · 

Di sarnping mengikuti pendidikan fonnil (ii pergtuuan 
tinggi, pemuda-pemuda Indonesia ada jup mnnasuki akademi­
akademi bebas ataupun mengikuti pelajaran privat. A~ dian tara 
mereka yang pindah-pindah, hanya sekedar untuk mencari 
pedoman bagi pembulatan program yang ingin mereka terapkan di 
tanahair. Inilah yang dilakukan oleh tokoh pendidik Ki Hadjar 
Dewan tara di akhir tabu 191 0-an, irti pulalah yang dilakukan oleh 
Mohammad Sjafei, yang terkenal dengan sekolah INS-nya di 
Kayutanarn, pada tahun 1920-an. 

Selain Belanda, pemuda-pemuda Indonesia juga bersekolah 
dan berkelana di beberapa negara Eropa Barat, terutama Jerman 
dan Belgia. Ada juga yang sempat belajar dl Amerika Serikat. 
Pada akhir 1930-an seorang dokter Indonesia berhasiJ mendapat­
kan gelar M. D. (Medical Doctor) dari Johns Hopkins University 
(Baltimore). 

Perguruan tinggi, bukan saja menambah. betapapun sedikit 
jumlah yang mendapatkan kesemp.atan ini, jenis keahlian dalam 
masyarakat, juga memperhalus hierarki antara para terpelajar 
Indonesia. Hier'arki antara terpelajar. yang lebih banyak diwujud­
kan dalarn bentuk otoritas keilmuan daripada status sosial, akan 
merupakan faktor yang agak'menentukan dalam sistim pemilihan 
pimpinan dalam pergerakan kebangsaan, dan, kemudian juga. 
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dalarn kepemi.mpinan pemerintahan di zaman Perang Kemerdeka­
an. Di samping itu peJ'IWU811 tingj lebih membu.ka kemungkinan 
bagi para pemuda untuk menpdakan pencarian ide dan pemikir­
an sendiri. Denpn beaini pergwuan D:Pai ikut serta manpeduas 
jenis pilihan dalam mengariskan haridepan hlnpa 

Keadaan ·yang wakhir ini lebih tenia denlan permm YaDI 
dimain.kan Kairo. AI-Azhar, pusat peaaetahuan bl.m YUI& tatua 
di dUDia, DuvJ.U.Iam, uniYenitas modem Yma peaama di Mair, 
dan UniYersit.s Fuad 'adllab .1embap-iembap .yaa jup ibt 
menempa kaum ~ l•clooeD. Jumlah • ......_ l.ndol. 
sia yang beWar di . . JWro tat diketabui den-· ,.a Sebd 
mabaiAra dataDI tak· te._,.nya Jiwat komulat·B ' da, ...,_ 
jup mereka YUII JMIIi.Jebltpi wup•iepQ kolaai I • 1iL J_. 
tak ada catatm Ymll ""'~kiP bisa diperdapat. Y-.-JIMti .... 
abM 20 teWl mula ~ meb · wa . ._ p • J 
Indonesia YDI menplihlcan perhatiaa elm Nett t b Kmo. Di 
tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an diperkiaka ... Jdra.IER 
3SO orans mahuiswa ~'Jnoah", berada di sana. "Jawab" '*-li 
kelompok pendatang YUll berUal dari lndonaia elm .....,.. 
jung Melayu. Seperti mahasiswa di Nqeri Belmda. rnab• · wa 
Indoitesia di Kairo, terutama yang berasal dari Sumatra. talibet 
daJam pergerakan kebangsaan. Mereu mulai tespeupiuh oleh 
cita-cita nasionalisme yang disebarkan di Mesir pada waktu itu -
pensejajaran cita-cita kebanpaan denpn Islam . .DeDpn ideolosi 
ini keluaran dari Kairo berusaha mcmberi pemecaban t.u daa.n 
pertengkaran ideologis antara nasionalis "sekuler", Y&D8 sanua­
nya dipelopori oleh terpelajar didikan Barat, dan Islam, yang 
dibenarkan oleh uJama-ulama. 

Di beberapa daerah, terutama di Sumatra Barat, kaum 
terpelajar yang pemab benekolah di Kairo berhasil menplahkan 
keunggulan uJama dalam pergerakan massa dan memperkecil 
peranan yang bisa dimainkan oleh terpelajar didikan Barat. 
Mereka. baik sebagai tokoh politik pergerakan maupun sebagai 
pendidik. berhasil memperluas pengaruh di kalangan rakyat. 
JaJan yang terpenting bagi penyebaran pengaruh ini yalah 
jaringan sekolah. yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan 
mereka. Sekolah swasta. yang ment!kankan pendidikan agama 
:.~tau yang umum tetapi bemafaskan agama. bukan saja 
merupakan pemecahan hag1 kekurangan dari jumlah yang 
t~rsedia. tetapi juga mem berikan pilihan baru dalam dunia 
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pendrdil-~3:1 . Kan.:na it u pcrtum Luhaa st:kc,l;i.'l swo.stJ di tJnJhair 
kita adalah s:tlahsatu proses sejarah yang tak bisa diabaikan 
begitu saja. 

4. Sekolalz swa!ta yang tak bersubsidi. 

Sekolah dalam pcngertian yang umum sebenarnya tidaklah 
bcgitu asing dalam trad.isi di tanahair kita. Pesantren, madrasah, 
:iUrall dan berbagai jenis sekolah agama sudah lama dikeDal. 
Tradisi sckolah ini tetap berlanjut, sekalipun telah ada pilihan­
pilihan lain. Pcsantren dan madrasah merupakan jenis sekolah 
yang coraknya bcrtolak belakang dengan sekolah yang di­
perkenalkan pemerintah, baik dari sudut isi peng.ajaran. cara 
pendidikan, maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan 
oleh scorang anak didik. Sejak 1920-an setapak demi setapak 
telah mulai perubahan dari ~berapa pesantren dan madrasah 
yang urnumnya digerakk.an oleh kaum reformis Islam. Sckolah 
agama yang didirikan oleh golongan ini mulai mema.kai sistim 
baru dan memperkenalk.an berbagai jenis-jenis pengajaran umwn. 
Kedua mal:am sekolah agama ini di bebentpa dacrah merupakan 
sekolah swasta yang paling pcnting. 

Sekolah umum swasta pada dasarnya bisa dibedakan antara 
yang mengikuti sejauh mungkin corJk serta sifat dari sekolah 
pemerintah dan be~ubsidi dan yang dengan sadar mencari sifat 
lain. Taman Siswa adalah usaha yang paling jelas dalam usaha 
untuk memberi dasar ideologis bagi sekolah . Demikian juga 
sekolah umum yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan 
agama, sepcrti Muhammadiyah yang mengiku t sertukan pengajar­
an dan pendidikan agama untuk anakdid.ik mercka. Di samping 
itu ada pula sekolah swasta yang tidak saja mencnri dasar 
ideologis, tetapi juga memp;:rk~nalkan corak pendidikan baru. 
[ni lah umpamanya yang dilakukan oleh L\IS ( lndonesisch Neder­
landsche Sclzool) Kayut:mam ya:1g terkenal. Harnpir tanpa 
kewali tlapat dikatakan bahwa sekolah swasta umumnya bersifat 
nasionalistis yang anti kolonial. Sekolah didirikan oleh pcrkum­
pulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pen­
didikan dalam pergerabn mereka. Sebab itu banyak pula 
ditlirikan berbagai kursus bcbas mulai dari kursus memberantas 
butahutuf, mengetik. sampai deng..:m kursus politik. 

Karena coraknya yang bl!rbl!da dan didirikan berdasarkan 
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dorongan yang berbagai-bagai dari keingi.nan mengisi kekurang­
an sekolah sampai Jengan hasr.t~ yang lebih idealistis - maka agak 
sukar mengikuti dengan seksama sekolah-sekolah swasta tak 
bersubsidi ini. Tidak menght:rdnkan bahwa pemerintah Belanda 
menamakan mereka sebagai wiltie scho/en atau sekolab liar. 
"Li:u" karena sifatnya sering bercorak anti kolonial dan juga 
karena sekolah-sekolah itu sering mengalami masa pasang naik 
dan pasang surut. Hal ini tidak saja terkena kepada sekolah yang 
tak terilcat dalam organisasi besar tetapi juga pada sekolah yang 
tennasuk matar.mtai dari organisiW pendidikan yang ~. 
seperti sekolah-sekolah Taman Siswa dan Muhammadiyah. Seko­
lah yang merupakan cabang tersebut umumnya didirik<m oleh 
penduduk sete_mpat dan baru tanudian Jllmlikatkan diri dengan 
organisasi besar. Jadi dal8m banyak hal, terutmaa yang mcnyang­
kut keuanpn, tenedianya pJru-guru. dan jumlah murid, sekolah­
semlah sangat terpntun& pada ~eadUn setempot. Selagi organi­
sasi at~tu perworanpn penpmbil inisiatif dari pendirian sekolah­
~kolah tersebut masih aktif dan dapat kepercayaan masyarakat. 
sekolah bisa diharapkan maju. Tetapi suasana Jain akan muncul 
bisa pcnf!uasa setempat atau polisi muJai bcrtindak, !Cman~at 
para pendukung mulai luntur, keada.an ekonomi mulai merosot. 
dan s.:bagainya. sekolah-sekolah tersebut terpaksa h.a.rus gulung 
tikar. 

Keadaan yang selaJu bellJcrak seperti diJukiskan di atas 
sang.at menonjol selama periode akhlr tahun 1920-an sampai 
dengan pertengahan tahun 1930-an, ·· a tau selama dasawarsa 
puncak dari p~:rgerakan kebangsaan. Setelah periode terscbut -
setdah politik rost en ord~ dipaksakan keadaan lebih baik 
untuk dapat menghitung jumlah sekolah tersebut. Begitulah 
berdasarkan perhitungan dari lnspektur Pendidikan pada tahun 
1937/ 1938 tcrdapat sekolah swasta yang tergolong "liar" se­
banyak 1.691 (tidak rcrmasuk sekolah-sekolah Taman Siswa). 

Perim:iannya adalah sebagat berikut : 

Taman Kanak-kanak 
ELS 
HCS (untuk anak-anak Cina; 
HIS 
Sd1:tk<·l 
~tu LO 

l -L' 

101 
58 

2 10 
8 54 



h weeks~· h ool 
Lain-bin 

14 
395 

S.:ha~iJn tbri s~K\) Iah y;m~ dicatat ini :.ll.blah dimiliki dan 
Jil-.unjun,l!i olch ~olong:.~n Eropa J:.~n CinJ. \\'abupun jumbh 
s ~.·l\nLlh <.Liri golong:.~n-golong:.~n ini t:.~k b:fitu L'esJr tctJpi m.:reka 
lllL'mpunyai murid ~ ang cuk.up bcsar jun:l:J il!iya. ~furid yang 
ll:r~.atat dari So;;'KOI.-!h krscbut di :Jtas y:ilah r>?rjumbh 57 .535 . 
Dari juml;d; ini hanya 19.255 dari ;;olo:1p 1~ J'::bumi scdangbn 
dar golong;m Cina berjumlJh sebanyak 3: 90J orang danlainnya 
d:Jri golungan Eropa (4 .33 7) dan "Timur .-\sing· ·. 

S:Jbhsatu aspek yang tak hokh diabikJn dalam menghitung 
::.~.·1\olah sv.asta ini yabh bahwa mutunya jib dibanding dengan 
~d; o !J h pcmeri n tJh <..~ lJu basu bsidi um um ny a sanga t rendah. 
hccuali bcberap:J y;mg bc-t<;~l-netul baik. screrti 1:\'S. yang 
Ilh:mclllg s.:ngaja menobk tJwaran untuk mendJpatkJn subsidi 
!'L·mcriiHJh. sekolah-sekolah ini di pimpin dan di seknggarJkan 
t)kh guru-guru yang tak mc-menuhi syarat . Bahwa sekolah 
1<:rs\.:but m<.~sih bisa bertah:.tn dan malah sempat hilang dan 
tunbuh Jalam waktu yang tak terlalu berj:1uha;1 membuktikan 
bdapa besarnya hasrat belaj<Jr d:m juga memr~rlihatkan bahwa 
tidJk ::.c-!Jmanya masadepan atau karier anJk dil;.>takkan orangtua 
pada ketaikatan pada sistim koloni:.d. 

Se(ari:l formil. sc:kolal1-s~kobh ya1~g dipimpin Ki Hadjar 
Dewantoro bisa tu~olong "liJr". d:.dam arti tid:lk dapat subsidi. 
h: t:tpi cukup dap:.~t penJ;ll:.trgJJn Jari s~tdut ;:llltll. Di sekitar 
t~t!llll1 1930-an jumbh sekolah yang tagabu::g dalam Taman 
Si ~ WJ y:JblJ st:ban~ a!\ 99 buah. dengan rain,:ia;l :.eba~Ji berikut : 

HIS 
\ILLO 
A'lS 
1'- '~ ,,d .. ~~· lluol 

45 
46 

7 

.-\ : 1~b ini .tLblall :.m~ka y:u;g kon::.avatif. s>?h l' JJLim Ltbcl yang 
d tb~.·rikm tan~ di J au<.~ bd'1<..'LII'J s.:K•) b :J ~ ;.,;;=' berliiri dt·ngan 
:~~ lllJ TJi ll.J!l Si' '' J . \lun~ki:1 ~d;olah-sc:l-.0 Li il I!:! tap ~t ksa gulung 
tih.ar s~.· bd.tm s~.· n ; pJt llll'!l clal':! l l'~· npl-;u;:n ;.!Jr; \L!j.:lis Lu l: m di 
) L l:C~·..,f..:JriJ . 
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Peranan dari sekolah swasta tidaklah sama di mana-mana. Di 
Tapanuli Utara dan daerah Minahasa sekolah swasta. yang 
kehanyakan didirikan oleh zending.dan umumnya dapat subsidi. 
!>angat penting peranannya dalam perkembangan daerah . Kehadir­
an sekolah seperti ini menyebabkan kedua daerah Kristen 
tersebut merupakan daerah yang paling terpelajar - dalam arti 
prosentase yang pemah bersekolah menurut gaya Barat di seluruh 
tanahair. Di daerah lain halnya berbeda. Daerah yang tak 
mengenal pergerakan kebangsaan dengan intens umumnya sedikit 
sekali mempunyai sekolah swasta dan karenanya sangat menggan­
tungkan diri kepada sekolah yang terkait langsung atau tidak. 
dengan pemerintah kolonial atau pada madrasah tradisionil. 
T eta pi di daerah. di mana teJjadi pergerakan kebangsaan, 
terutama yang bemada- fsllm. selrola!Hekolah swasta merupakan 
pilihan yang l:ukup rnerangsang. 

Tabel 4 
Sekolah Pemerintah dan Subsidi dibanding dengan 

Sekolah-sekolah golonpn Islam di Sumatra Barat (I 933) 
(tidak tennasuk Madrasah dan Sekolah Mengaji (Islam)*) 

l'nnniftlah I Sut.idi I sIam ") 

TonJkal ~kolah 
Sclr.e> 

Muriel Tonalr.at Sckolah 
~Jr.<> 

lah lah 
Murid 

HIS 13 3 .43S ~lr.olah apma ""Mumi .. S89 9 ~8S 
Schakrl 3 401 Apma dcnpn pengrt.huan 4S~ ~5 . 292 

wnum 

IU.- Dua odan VtrvOIJ 16.1 ~t.~ ~kol..h umum discrlao 13~ 44 .577 
schO<'II rondodikan a~ma (al . HIS . 

d,.n k'b~pln)' illl . 

ELS b I Ot> l 
Ml'LO 4 511> 

J " rr. I a h IS<> .1: ~ M I I 7.1") 79 154°1 

1.. .!1 . 11 .d. • · -~ -' HIS f ' • . .'l t1 kt1 l l' _-. .; n .· JlJ Jn k .: ' ' u /,~ 11 dfJ.? .JIJ i \..J :!ll /, Jk. cJI dt ' ll l!~n 1nu11J 

"'_~ _ - n ... ' .: J.. d "n"-' ·" ' " J..._., : 

tLI \ : 111 ~ tc· r ;--c' !l t il~ ~ \ ,, ,·, ~ !' l"f Ll j u p d i,· ~ll ;ll ~ :.!;!11 h:.dl w J 

, c·~ ~ ' i.: :: '" J' Lt u:: :~ . : :: ' 1 \ ,, n -. .. ~,:' : ,:,_ ·: ~ 1- !J ' ; , l' i !!l l,j,_, mc·Jll~t-> ll l-- in~ ·;.: 

··; .. J!i;.:;~ i ~"' ~· r l. i ! . : · ~ ~~ k.l~ ~~.. .· ~~.. } .. L~ : · : . .J t : ~ :i : "" t:ll k l k~~ ~~! ~JI 1. ~;., ' }' L' f l l 

... . : I :. ~ ,: ; .:-· "'· .: ... : :i:-·- r.>. ·, . · 
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mempercepat proses demokratisasi pendidikan dan juga mem beri­
kan kemungkinan lain dalam sistim dan corak pendidikan . Tak 
dimungkinkan untuk memasuki sistim kolonial . karena ijazah 
yang bersifat "liar". anak-anak keluaran sekolah swasta ini 
menemukan diri mereka sebagai "orang luar ' ' yang mutlak dari 
sistim . Sebab itu tidaklah terlalu jauh dari ke:1 :1ataan ucapan 
yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah swast~ . yang didirikan 
dan diselenggarakan oleh pribumi. mendidik calon-calon nasional­
is. 

Demokratisasi dalam pendidikan, yang membuka pintu 
pada siapapun yang sanggup, bukanlah tujuan utama sekolah 
pemerintah. Pada sekolah yang bersifat "Belanda", ras, kelas, 
status dan pendidikan menjadi persoalan. HanyaJah pada sekolah 
yang temtasuk kategori "Bumiputra" demokratisasi agak lancar. 
Tetapi, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah-sekolah ini juga 
sangat terbatas. 

Pembicaraan tentang Jatar belakang murid-murid dari se­
kolah "Belanda" akan memperjelas persoalan sampai di mana 
sekolah-sekolah modern merupakan faktor dari mobilitas sosiaJ 
dan peralihan struktur masyarakat. 

5. Latarbelakang sosia/ dari nwrid-murid sekolah pemerilltah. 

Siapakah yang berhak memasuki sekolah pemerintah ? 
Apa~ah sekolah ini berfungsi pula sebagai alat bagi mobilitas 
sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini heberapa patokan umum 
haruslah lebih dulu diajukan . Walaupun sekolah desa atau 
mlksschool dan lanjutannya sedikit banyakn ya dapat dianggap 
se bagai sekolah pemerintah juga. tetapi sudah dapat dipastikan 
bahwa murid-murid yang memasuk.i se kola h terst'but umumn~ a 
adalah golongan penduduk biasa. Tak ad a st> dikit kemungkina :' 
bagi murid-murid ini untu k meny t> br ra ng kt' sist im se kolah 
' ' Be!J n d<.~ ". lndikator atau pert anda yan ~ terbJ il-; ya lJh murid­
m uriJ HIS . karena se kolah ini JJ~l::lh ku nci p..: rt Jn:J bJ~I c; jq,m 

l' L':h~iJibn .. B .. ' land:l ... ~ J!l!,' mcrr ~ c r i 1-.~.·mu n ~l-;in:Jn k h ll b~.· ... J r 

b.!~~ r:lllriJ ::<I! UI.. !~ : :?IJ; : j: J li-;JJ1 J' ;,';; J !d ik :JJ1 L! J:l J1 h'i11J1 l' f ~ i:! l'k :::~ 

, !, ri n·,cm:.J' ""i ~ i ~ t im k ~"'i 'lii:d D 1 ' : " n r·i11~· !Ill HIS m~.·nL! :l ~ 
lc' n <t:i m;; di:--: l ;: k-;udl.-;.:!1 ~ - L.! L:.l i .<!u •ulc n~ c hon !. ~ ~.· kc,Ltl i ~ Jn,_: 
~'·:r ,!~'· ' ri-.: J ;l ~t:.:tu s . 
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Untuk mt!nentukan status seseorang dJI..im masy~tr<.ti.. :Jt 

kolonial pemerintah Bclanda bcrpegangJn pada penghasiLm . 
Beruasarkan perhitungan tertentu maka yang berpengllasibn di. 
atas Fl. 1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang m~.:mpu­
nyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia kcpegawai;.tn ini 
artinya berlaku bagi pangkat asisten wedana ke atas. 

Berdasarkan ketentuan pemerintah (Stblu. 1914 No. 3 59) 
ad:.1 empat das;.tr penilaian )"Jilg memungkink:.in or<.~ngtuJ m~n~i­
rimkan anak-anak mereka ke HIS. yaitu keturunan . jabJtJn. 
kekayaan at.Ju pcndidikan. Jadi seorang keturunan b:.~ngsa\\ ..111 

tradisionil mempunyai hak untuk memasuki HIS demikian jugJ 
seorang yang puny a jabatan dalam pemerintahan. scpcrti wed <.til:.!. 

demang dan sebagainya. Di samping itu penJiJibn Bar<Jt y:.~:;g 

pern:1h diterima si orang tua- paling kurang MULO atJu y:1:-:g 

setingkat -dan penghasilan rata-rata Fl. I 00,- scbulan mem h:ri 
hak si anak untuk memasuki HIS. Demikian menurut ketentu:.Jn­
nya. 

Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Berdasarbn penditi­
an yang diadakan oleh Komisi HIS ternyata sejak tJhun 191 ~ -

jadi sejak zaman St!kolah Kelas Satu, yang merupakan pc·nd~.Jlltllu 
dari HIS, yang resmi berdiri tahun 1914 - kelihatan bJ!-1,,:! 
prosentase dari yang sesuai dengan ketentuan tersebut rendall 
sekali dan mempunyai kecenderungan untuk bertambah rcnd Jh. 
Dari kalangan pegawai pemerintah kelihatan bahwa pros.:nuse 
dari golongan pegawa..i tinggi, seperti regent, makin tuk ada Jrti . 
Jika pada tahun 1912 kira-kira 1.58 persl.!n atau, dengan :.~n:;b 
abso1ut 257 orang dari orang tua murid ad:.~lah pegawai tin:;;i . 
maka pada tahun 1915 tingga11agi 1,36 persen (walaupun :.~ n~k..~ 

absolutnya naik) . Sej::k tahun 1925 proscntJsenya sus:.~h ~i;'er­

hitungkan lagi. Sementara itu d:.1ri golong:.1n pegaw:.~i menen:;:.~ 1: -
yang bergaji di atas Fl. I 00,- sebulan a tau paling n:ndah den~ :!:l 

pil..ngkat asistenwedana - ada k.ecenderung:.~n untuk lllt.'I l ~ !..!p 

dalam jumlah prosentase Dari tahun 1912 sam pi Jl'npn I ':i :-: 
terjJdi fluktuasi anura l 0.31 persen, paling rcndah. SJI11j'Ji 
18 ,27 persen. p:.1!ing tinggi. Tetap i dJri 1-.::tlangJn p~:~:J\\Ji r~: n,~ ~~ :: 

- yang bergJji Ji ba,,·ah Fl. 100.- sd~ubn - :.tn~b rro~,·::;:.:,c· 

tetap tinggi yaitu ~ekit:.Jr 31 s:1mpai 3o p~:~.:n . Golon~J r· ;;11 

merupakan golong:lll yang lt'rbesar yJ:lg menLtsuk k:.tn Jn:...~, : :: .: 

k.c HIS . 
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Angka selebihnya dari masa 1912 sampai 1927 terscbut 
beradaJ dari golongan swast.a. Walaupun tidak bcgitu jclas 
pcm hatasan an tara kelas menengah dengan kelas menengah 
bawahan. yang di buat oleh komisi. tetapi ada kecenderungan 
umum yalah makin besamya prosentase dan goJongan keJas 
menengah bawahan yang memasuki HIS. Pada talmn 1912 dari 
golongan kelac; meneng-cth tcrcatat sebanyak 4 .259 atau 26,12 
persen dari semua murid.. sedangkan dari kelas. menengah 
bawahan jumlahnya yalah sebanyak 4 .005 atau 24 ,25 perscn. 
Pada tahun 1927 walaupun angka absolut sudah jauh 1ebih tinggL 
prosentase dati kelas menengah telah menurw1, menjadi I 5,59 
(angka absolut sebanyak 9.657) scdangkan dari kclac; mencngah 
bawahan angka prosentase telah naik sampai 29,16 persen 
(dengan ang)ca abSolut 18.063). 

Berdasarkan variabcl lain. yanl( mernakai status, bukannya 
jabatan, sebapi ulruran, komisi HIS memperlihatkan bahwa pada 
tahun I 926 sebqian terbesar dari murid HIS, baik kepunyaan 
pemerintah. maupun swasta yang bersubsidi. berasal dari apa 
yang disebut kategori C, yaitu masing-masing 63.57 persen pada 
sekolah pemerintah dan 75.30 pada sekolah swa.4!ta. Yang 
tennasuk kategori C yalah: pegawai. peugusaha keciJ, militer, 
petani, nelayan, dan orangtua yang pemah dapat pendidikan HIS . . 

Ya~ bisa c:lianggap kelas atasan yalah dari kategorl A dan B. 
Dalam kategori A tennasuk kaum bangsawan dan pejabat tinggi 
serta swasta kaya. yang berpenghasilan bersih lebih uari 75 
gulden sebulan. Mercka merupakan orangtua dari 34,93 pt:r sen 
dari 'jumlah murid ms pemerintah dan 23.79 rerscn dari murid 
swasta. Sedanglutn yang masuk kate~ori B yalah or.m~Lua yang 
tamatan sekolah MULO, dan KweekschooJ ke atas. Anak-anak 
dari golongan ini merupakan 1.50 persen dari murid HIS 
pemcrintah dan 0,9) dari sekolah swasta . 

Bcrdasarkan catatan ini nyatalal1 bahwa HIS , sejak semula 
telah mem buka pintu · bagi terjadinya semacam m obilitas sosia1 . 
Terlepas dari ketentuan pemerintah. HIS ternyata membuka 
kesempatan bagi golongan swasta dan bagi golongan yang 
berpenghasilan rendah. K~cemJerungan ini l~bih kentara pada 
perbandingan latarbclakang murid sekolah Schake/, sckolah yang 
merupakan perantara antara sistim Bumiputra dan sistim Belan­
da. Pada tabel 5 kelihatan bahwa lebih dari 9 : persen dari 
murid-murid Schakel berasal dari orang tua yan!l tida k be rpe n)!· 

I ,,..., 
.~ 



hu:.ilan tingg.i . Hal ini tentu saja bisa Jimeng~:rti, Ju..rena anak­
anak Jl:lri gulong<ln ini li!bih banyak lagi yang m~masuki lt:bih 
dulu sistim pendi<iik:Jn Bumiputra yang bcrmula tlengan volks­
S<.:huol. IJ~mikian pula tidaklah rnengherankan hah wa sebagian 
terhesar dari murid ELS, yang mema.ng lebih diperuntukkan 
untuk golongan Eropa, berasal dari kalangan atasan. 

Pada tingkat penh>ajaran menengah terjadi semacam per­
geser.m. Sifat yang agak demokrasi dari ke~mpatan belajar 
makin diperkecil. Seperti ELS dcmikian pula HBS, betul-betul 
sangat hersifat sekolah untuk kelas tinggi. Sedangkan MULO dan 
AMS m~mperlihatkan kecenderungan hahwa makin tinggi se­
kolah makin keciJ kemungkinan bagi kalan)l!lil b:1wah untuk 
melanjulkan pdajansn. Suatu hal yang tentu saja bisa <li mengerti. 

Tabel 5 
Status Ekonomi orang tua murid-muriu dari 
Sekolah "B.elanda" (Pcmerintah dan Subsidi) 

dalam prosentase 

1 ~luruh ~iong;&n I r:IS • I 

Jcn i> Sd.ubh P:n,l: :..:~o il .&:l r;,aU-r.iLt 

J it-s·4·;ah J i ii.\J'j, Utb•w:lh dill as 
r. 1.;00 f . t.:oo r ,_,()(} i. 1.100 

t::LS 10 I ~qq 100 11.5 88.5 100 
HIS 6~.6 .17.4 100 1>2.3 J7.7 100 
!ICS IIJ .•o 11)1"1 ~.~ Sl.l 100 
S.:hak.J Sdtoul "'~ - ~~ 7 . .2 100 Q~ li 1.4 100 
Spcdalc S<:hool t;~ . I I 100 ss.; 14.5 100 
T t"'· hn i~l H::·~hcol ss.s «.5 :oo .H'~ c-41 100 

MliUJ 4n.J Sl.7 100 30.4 61.6 100 
A'iS 4-I .S 555"" IOU 30. 7 b9.J 100 
IIBS " 78 . 100 3.9 90. 1 100 

Sum!>~ : •an <kr Veur . t>p.rit .. hal . 211 . 

Prihumi . 1-: rupa . ern;~ J~n ban~sa Asi~ lainn~· a . 

Dari gambaran latar belak::mg sosiaJ murid-m urid yang 
bt:rk~.:sempatan memasuki sekolah sistim ''Bela.nda" kelihatan 
bahwa bagi golongan yang tak begint berada dan berpangkat juga 
terbuka kescmpata n u11tuk memasuki sistim kolonial. Tetapi 
be tapa besarnya h sempalan ini abn kelihatan jika dibandingkan 
antara jumL.i.h ya:1g bisa bersekoL:lh dengan yang tidak. Karena 
kcbngkaan uari kes~ lllpat :w ini lah sekolah merup<Jkan daya tarik 



yang kuat dan diangpp sebagai jalan terdekat untuk mendidik 
anak menjadi .. orang berpangkat". 

Tetapi apalcah lulus sekolah mcrupakan jaminan untuk 
mendapatkan tempat dalam sistim kolonial? Bahwa keunggulan 
ilmu dalam hierarki tradisionil mendapatkan pcnghargaan, yang 
mempenpruhi bqi status sescorang dalam masyarakat, adalah 
benar, tetapi apakah akibat basi kedudukan fonnil seseorang ? 
Sampai di mana kebenaran dugaan sekolah sebapJ jalan untuk 
mcndapat panakat dcngan kenyataan ? 

6. $e/co/Qh, kamJpatiUI UrjQ, don mobl/itOS S03iiiJ 

Jaa ~ama dari penpjaran sistim B~t yalah memperlcuat 
dasar leptimasi atau kesyahan bqi penguua bumiputra. Dengan 
penpjaran Baiat mereta merasa lebih percaya diri sebab pada 
diri mereta telah terlrumpul dua sumbcr kesyahan, yaitu ke­
tunanan yana mempunyai tarikan ttadisionil, dan pen~~Uaran 
Barat, yang memunJkinkannya untuk menjadi perantara .denpn 
pe1JIU858 asing. Karena itu tuntutan bagi penpjaran Barat sanpt 

. lccras berpma di kalanpn mereka. Tuntutan ini merijadi lebih 
keras karena dimulainya pelebaran kelas pegawai oleh pemerintah 
kolonial. Keluhan-keluhan tentang pelebaran kelas pegawai atau 
priyayi adalah gejala yang agak umum juga pada awal abad ini. 
Hal ini langsuag mengancam kedudukan keluarga pegawai lama 
yang hanya harus bertopeng pada kebanggaan keturunan. 
Demi mcmpertahankan harkat sesungguhnya dari kepegawai­
an, yang dulunya terlibat dalam hubungan yang khusus 
dengan raja, maka adaptasi budaya harus ada. Dan caranya yalah 
mendapatkan ketrarnpilan teknis menurut corak Barat. Tanpa ini 
kegoncangan dalam kepegawaian tak bisa dielakkan. Begitulah 
umpamanya, pada tahun 1905 bupati dari Tuban mengeluh 
bahwa dari 260 orang priyayi yang baru di angkat di karesidenan 
Rembang hanyalah sepuluh orang saja yang mendapat didikan 
Osvia. 24 

Keadaan makin lama makin berubah. Dengan makin 
banyak sekolah, maka makin keras pula keharusan adanya 
diploma IJagi mendapatkan pekerjaan dan kenaikan pangkat. 
Pada tahun 1940 semua regent. yang jumlahnya 65 orang, dan 
sebagian besar patih di pulau Jawa ·adaJah tamatan Osvia. 

24 Dikutip oleh Bern..rd Dahm ,op. dt., hal. l9. 
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Sebagian dari mereka malah telah menduduki perguruan tinggi. 
Dari jumlah 340 wedana, sepersepuluhnya adalah tamatan Osvia. 

Di luar kepamongprajaan lembaga pengajaran Barat meng­
hasilkan tenaga-tenaga yang terlatih yang bisa di pekerjakan 
pemerintah. Sebagai contelh dapat di sebutkan bahwa pada tahun 
194 I tercatat 90 sarjana hukum pribumi bekerja pada badan­
badan pernerintahan, antaranya 54 orang bekerja di bawah 
Departcmen Kehakirnan, 306 orang dokter bekerja pada Dinas 
Kesehatan..: Pada tingkat lebih rendah bisa disebut bahwa pada 
tahun tersebut 58 dari jurnlah 139 onmg mantri hutan adalah 
orang Indonesia asli, sebanyak 139 orang pula bekerja sebagai 
mantri pertanian, dan sebanyak 63 orang bekerja sebagai mantri 
hewan. Sernuanya adalah tenaga terlatih dan termasuk kelas atas 
dan menengah dalarn struktur kepegawaian. 

Dari pembicaraan tentang latarbelakang sosial murid-murid 
HIS, sekolah yang membuka pintu bagi kelanjutan pendidikan, 
dapat diduga· bahwa banyak juga di an tara pejabat yang men­
dapatkan kedudukan karena keahlian yang dirnilikinya tersebut, 
berasal dari golongan bawah. Sekolah dalam hal ini telah memulai 
sernacam pelebaran mobilitas sosial dan dengan pengaruh yang 
lebih terbatas, mernulai gerak kearah tr.msformasi sosial. Or.mg 
baru dimungkinkan untuk mernasuki lapisan sosial yang lebih 
tinggi dasar kesahan dari lapisan atas mulai di persoalkan hila saja 
dasarnya tak di dukung pula oleh pengajaran baru. Kecenderung­
an bagi terbukanya jalan yang lebih Iebar bagi mobilitas sosial 

Tabel6 
Pekerjaan orangtua dari pegawai pernerintah 

( golongan Indonesia ) 

Gaji Gaji 
Pekerjaan Orang tua ( Komis dan Klerk ) ( Juru Tulis) 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 
Wedana dan pegawai tinggi 483 25,91 372 15,2 
Klerk dan guru 307 16,47 435 17,7 
Juru tulis dan mantri 619 33,21 939 38,3 
Mandur dan opas . 105 5,63 337 13,8 
P~ani · 271 14,54· 295 12,-
Pedagang 79 4,24 73 3,-
Jumlah 1.864 100,- 2.451 100,-

SumhCI': dikulip oleh van der Veur, op.clr., lull. 38. 
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terdapat pula dJ iam dunia kepegawaian. Anak-anak dari pegawai 
yang rendah , ka rena pendidikan yang mereka peroleh , mem­
punyai kesempatan untuk mclampui tingkat yang pemah dicapai 
oleh orangtua mereka. Hal ini kelihatan dengan jelas dari hasil 
survey yang dilakukan oleh Komisi HIS. Walaupun ada beberapa 
kelemahan dalam metode serta .cara pengumpulan data . namun 
kesimJ)ulan umum tentang keterbukaan ja1an bagi . mobilitas ini 
tak dapat diabaikan. 

Memang proses pembirokrasian dari kalangan atas masyara­
kat Indonesia adalah pengaruh yang terpenting dari jaringan 
sekolah-sekolah Barat. Birokrasi sebagai kelas atasan tidak saja 
terpantul pada kedudukan resmi tetapi juga pada status yang 
berdasarkan kekayaan. Diperkirakan bahwa kira-kira 53 persen 
dari 4,016 orang pribumi yang berpenghasilan dari Fl. 3000 
sampai dengan Fl. 8000,- setahun adalah pegawai negeri.25 

Angka ini bukanlah angka yang pasti, tetapi diberi indikasi 
tentang betapa pentingnya peranan sekolah dalam proses pelebar­
an biro.krasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa arah sekolah lebih 

. banyak ditujukail untuk membentuk tenaga-tenaga yang teri.kat 
pada sistim kolonial . Kecenderungan ini bukan saja merugikan 
pemerintah sendiri tetapi juga mem batasi ~emampuan sekolah 
sebagai faktor penggerak daJam per kern bangan sosial . Ketidak­
mampuan menampung hasil sekolah bisa berakibatkan mtmcul­
nya golongan terp ::lajar yang merasa dirim~.1L <1Jrugikan oleh 
pemerintah. Di sam ping itu keterbatasan yang terlekat pada 
sekolah menyebabkan para terpelaj :1r kbih terpaku pada tindak­
a..'1 politik, bukannya $trategi pengembangan masyarakat sebagai 
kesduruhan. Sekolah lebih ban yak me.1yum bang bagi terciptanye:. 
kelas menengah yang terlepas dari kerja mc-rdeka dan yang 
bersifat pcngusaha ekonomi. 

Pada tahun 1928/ 29 di kota-kota s:1ja clari s .. ·Juruh tcnaga 
ya ng mendapat d i(': kan Ba rat , mab 80'l2 r l' rscn a<Llah orang 
g;·,jian - tidak dipersoalkan apak ah pangb i :Jl.:i U g;tji mcl"l:lJ< a 
sc~uai dengan ke m a;, , pu :m <J ta u tidak . d?. ri l ' •' l: ~e rint:th ::~L :!U 

r ..: ngusaha asing (terutama d.·ri golonga: 1 Ci na ) . . Ibnya Jua 
sl'te ngah pl'l"'ic n yit ng be kerj a scba ~ · :. 1 i b:m ah<in d ari majika n 
l ndl~ nesia. Kec ilnya sumbar.gan sekolah ll arat bagi pengemr:mg-

~ ~ c..; _M c . 1\. :.~ : .u, :\'ar: ., ,_· :.:: ,n •. u z ... l F.' r-,"t•l:o t i ·n i'l I n~:',; = !:. .• :· !.! Nc '' Y •11 k. 1 t; 5 ! 
t.al. 2 '1 . 3 •) . 
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an tenaga yang tcrlepas kelihatan pada statistik bahwa hanya dua 
persen saja dari terpelajar Barat tersebut bekerja sendiri . Selebih­
nya, yaitu limabelas persen, tidak mempunyai pekcrjaan tetap . 

Sekolah tclah. membuka pintu sistim kolonial bagi anak 
negeri dan dalam mengadakan sekedar tranformasi dalarn tubuh 
birokrasi - membuka kesempatan bagi !apisan bawah unruk 

· menebus lapisan atas - tidakl~'l selalu senada dengan kecen­
derungan lain ~~a. Sekolah memang rnerupakan lmnci tetapi 
bukanlah merupakan jaminan untuk mendapatkan tempat yang 
sesuai dengan yang dijanjikan . Adanya ukuran-ukuran lain yang 
bersumber pada pras~mgka politik dan menghalangi dinamisasi 
ya.r1g m ungkin bisa diperkenalkan oleh sekolah. Begitulah dalam 
sistim pengangkatan pegawai atau promosi, maka ras dari 
pemerintah yang berkuasa: menjadi ukuran yang mutlak perlu. 
Sehingga terjadilah situasi ;di mana tcnaga-tenaga terdidik Indo­
nesia - dengan tak usah menyebutkan yang juga berpengalaman 
terpaksa tid~~_dap~t mendapat tern pat atau jika. tern pat terse but, 
menemukan dirinya dinilai di bawah dari kemampuannya yang 
sesungguhnya. Pada tahun 1928/29 diperkirakan 25 persen dari 
tenaga terdidik Indonesia berada dalam keadaan demikian. 
Menyadari k(!adaim inilah maka Komisi HIS menasehatkan 
pemerintah untuk menghentikan proses perluasan jaringan peng­
ajaran karena katanya "tempo dari pengluasan melebihi dari 
pcrkembangan sosia1"_26 Maksudnya tentu saja perkembangan 
sosial dalarn situasi kolonial. 

Proses pengluasan memang terhenti atau sangat diper­
larnbat, tetapi kemampuan pemerintah untuk menampung te· 
naga-tenaga terlatili tersebut, baik karena alasan ras, ekoncmi, 
maupun politis, tetap sangat terbatas. Hal ini bukan saja ikut 
mempakan salaitsatu faktor yang menyebabkan ti.mbulnya go­
longan terpelajar yang merasa tliperlakukan tidak adil oleh sistin1 
koionial, tetapi juga mendorong adanya kehan1san mentransfor­
qasikan bekal yang diberikan oleh sekolah. Di saat makin 
memuncaknya gerakan kebangsaan pada tahun 1930-an, hal ittt 
me!Ti pcrlihatkan dirinya deng:m berkembangnya stkolah-sekolah 
swasta, usaha-usaha pelli!rbitan, koperasi dan sebag-.llnj' a. Pelebur­
an dari sifat st!kolah "Belanda'· sekaligus memupuk semang.J t 

lf f. O.C .. 6a . t>al. 7 3. 
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llcb~rapa pcmimpin Sl pada lahun 1911/1912, a.l. kelihatan HOS. Tjukroaminotu (no.(,.) . 

Sumhcr : /,ukisatJ Seujurah. 



' { ~ 
Tiga scrangkai tukoh lndis~hc Partij : Suwardi Surjaningrat. Ouuwes Dekker dan Dr Tjipto 
f\1 :i!lgunkusumo. 

~ u o .. , ,,., : l.ul..tS.JII l<~volusi Ruk .l 'ut fnclom·slu. I '1·1 5 I Y4'J. 



Salah satu dcmonstrasi Sarekat Islam dalam mcmbela kcpentingan rakyat. Gambar : Demonstrasi 
S<:~rcka t Islam J i Surabaya, I 916. 

Sumhcr : l . ulr.il·an Sttdjaralr. 



Suasan<J P~.:mbub;m Volksraad tahun 1918 okh G\.JbcrnurJt!mlcral Van LimburgStirum 

Suonll~r : /.ul<i.""' SttcJ}t.JrJII 



lknlkr; , 'Ltillau S1swa Hijau dcngan Mcrah-Putih di stt.lut sw.Jah mulai bcrkibar, pcndidikan 
T:un.tn St:.W<t ~: ud <dt mubi tcrtattallt . Tt.!tapi nama Tamuu Siswu bdum dipakai ( 1921 ). 



~ . 
I 

.. . . . ... - .... ~: ~ 

·:.~vi ' .. 

~--
Taman Sisw<1 mula-mula berdiri dcngan bagi<~nnya Taman-Anak (Janu;tri 1923). Tampak K.H . 
D~wantar<~ memakai dasi, di tcngah-tcngah Nyi Hadjar Dewantara. 

Sumh~r : lluku P.-riugatau 1'aman Siswa JO 1'ahu11, I 922 · 1952. 



Tempat pembuangan Tanah Merah, Boven Digul, Irian 
Sumber : A .ria Dersoklk 



lkbl'rapa tokoh Perhimpunan Indonesia tahun 1920 an antara lain Moh. Hatta. S:utono, twa 

Ku sumJ Sumantri. 
Sunol>•·• : / . l.kis;m Rt:volusi Rakyutlmlanesia . 1945 - 1<>49. 
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Kongrcs Pcrcmpuan Pertama tahun 1928 di Yogyakarta. 

'-: "mhc< J',: :inJ:uCall .10 laium kciuiliufl pugnakan ll'olnitu /n<Jonnia (;!2 D~sembet 192/J -- :.?2 Dt!Jember 1958}. 
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Bcbcrapa pc111impin Indonesia yang bcrada di dalam tahanan tahun 1934 karcna kcgiatan ml!n:ka 
daiJill nii.!IICapai lndonl!sia Merdcka. Tampak : Moh. Halla dan Sutan Syahrir (kcdua Jari kanan) . 

Suuwcr : Hcpnnlub1 "lilA YU" . 



Salah satu aksi (;API untuk mcnuntut Indonesia her-parkmen. 

Sumhcr : / .uki.tun U••••olu.ti Huk .l'lll /llc/flllr.viu 1945 - 1949 



Rapat pcmoentukan konsentr:Jsi n;isional tangg:!l 21 ~11-i I 039 di Jaki1 rt<t , y:mg kcmudian 
mefahirkan G:~hung<tn Poli!tk Indonesia (Gapi) . 

Sum her :l.lttiJtln Rr.,olrul R.ik.t•IJI /utlo,r.•/11 1945 - I 9~9 



Kongres Bahasa pada tanggal 25 - 28 Juni 1938 di Silrakarla yang mcmbahas krmungkinan 
pemakaian bahasa Indonesia di segala bidang. 

Sumber : l.uklsdn Re110/U$I Rakyal Indonesia. 194.5 - 1949 



Salah satu rapat komite untuk memperjuangkan usul petisi Sutarrl_io. Gamlnr : Rapat di 

Palembang. 
Sum her : J,uk/Jnn St!lljnral•. 
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Pcscrta Kongres Pcmuda I ncloncsia bulan Oktobcr 1928 di J a karla 

Sumber : Reprodubi ""IDA YU". 
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Panitia Kongres ?emuda Indonesia II padc· hulan Oktober 1928 di J:Jbrta yang mdahirkan 
Sumpah Pemuda 

SumbN' : Reprodulul "IDi\ Y U" 





Bcberapa suratkabar abad 19 dan masa Pergcrakan Nasional. 



kebangsaan dan merintis ke arah terbentuknya corak lain, yang 
bukan kolonial, dari masyarakat. 

Jadi sekolah modern telah berfungsi sebagai katalisator bagi 
terwujudnya dua jenis elite,_yaitu birokrat modern dan int.e~e.ktu­
il. Keduanya berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tctapi 
berada dalam lingkungan politik dan sosial yang berbeda. 
Keduanya mempunyai tern pat atas susunan hierarki sosial. teta-pi 
yang pertama lebih di dukung oleh legitimasi politik, sedangkan 
yang lain oleh keunggulan ilmu . 

. Sementara itu, seperti telah bisa di duga, tamatan sekolah 
swasta, yang biasa disebut "sekolah liar", baik yang bercorak 
sekuler dan terutama agama, makin menemukan diri mereka 
berhampiran dengan kaum terpelajar bebas ini: Walaupun tradisi 
pendidikan mereka berbeda-beda - terutama jika dibanding 
dengan keluaran sekolah agama - mereka menghadapi situasi dan · 
kemungkinan sosial yang hampir sama. Keduanya mendapatkan 
tempat terlepas dari claim politik atau kekuasaan. Keunggulan, 
bukannya kekuasaan. yang menjadi sandaran mereka. Yang satu. 
golongan terpelajar Barat. tersingkir atau menyingkirkan diri dari 
sistim kolonial, sedangkan yang lain, terutama terpelajar yang 
berazaskan agama, tak punya hak dan kesempatan untuk 
mengimpikan untuk menjadi bagian dari sistim. 

Perbedaan antara kedua golongan ini - kedua jcnis ter­
pelajar merdeka tersebut -- lebih menonjol dalam lapangan 
ideologis, bukannya dalam pengertian sosiologis. Tetapi perbeda· 
an dalam tradisi ke-intelektuil-an menyebabkan mereka sanggup 
mengajukan . dan menguji pilihan potitis dan ideologis bagi 
masyarakat dan bangsa. 

Persaingan, pergolakan, serta persekutuan, yang saling ber­
ganti antara kelompok-kelompok birokrat, terpelajar Barat dan 
terpelajar agama. merupakan salahsatu aspek yang penting dalam 
proses pembentukan bangs..1. 

Membicarakan pelebaran jaringan sekolab ul!ra;· ~i ~nelibat­

kan diri dalam persoalan situasi kolonial seiiagai kes·..:luruhan. 
Sekolah bukan saja harus di lihat sebagai alat ke arah pembaham­
an masyarakat, peningkatan kecerdasan dan sebagai alat bagi 
terbukanya mobilitas sosial, tetapi juga tak kurang pentingnya 
sebagai penjelmaan yang subtif dari politik kolonial. Politi!( 
kolonial yang terkait erat dengan segala latarbelakang ftlosofis 
dan dasar etis yang bersifat rasionalisasi - ''beban orang 
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kulitputih" - dan prasangka rasiai. Karena itulah hasil yang bisa 
dicapai oleh sekolah, yang didirikan dan diperkenalkan oleh 
pemerintah kolonial, serba terbatas dan serba benifat dua. 

Sekolah sebagai alat mobilitas sosial dan jalan bagi terwujud­
nya suatu transformasi sosial harus berhadapan dengan logika 
lain, yang bersifat kolonial. Pertirnbangan kolonial ini menyebab­
kan terbatasnya jangkauan sekolah sebagai faktor dinamisasi 
masyarakat. 

Sekolah yang di perkenaJkan supaya mendapatkan tenaga 
bagi keperluan administrasi dan kemudian di perkembang supaya 
- menurut argumen pada penganut politik etis - terjalin 
hubungan kulturil yang erat dan abadi antara negeri Belanda dan 
"Hindia Belanda", juga mendorong munculnya musuh dari sistim 
yan1 melahirkannya. Sekolah bukan saja menghasilkan adminis­
trator yang baik dan setia tetapi juga nasionaJis yang.tadikal dan 
anu kolonial. 

Begitulah membicarakan sekolah berarti membicarakan sa­
lah satu dinamik terpenting dalam perkembarigan masyarakat 
kolonial. 

C. PERALIHAN STATUS SOSIAL 

1. Pendahuluan. 

Sejak akhir abad ke J 9 beberapa jenis mobilitas dalarn 
masyarakat, baik secara geografis maupun sosiologis. telah 
terjadi. DaJam pengertian geografis kelibatan bahwa perpindahan 
tempattinggal dan kerja makin lama makin sering dilakukan. 
Transmigrasi, migrasi intern dan urbanisasi menunjukkan adanya 
keinginan untuk keluar dari lingkungan hidup yang lama. Karena 
pengaruh penetrasi ekonomi asing dan kerapatan penduduk. 
mobilitas dalam kerjapun terjadi pula. Sebagian dari masyarakat 
tani telah menunjukkan perhatian kepada kerja dagang. walaupun 
masih secara kecil-kecilan. Jenis pekerjaan tukang dan pelayanan 
pun telah bertambah banyak pula. 

Peralihan kerja ini dan juga perpindahan tempat mungkin 
saja tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kedudukan seseorang 
dalam penilaian masyarakat yang melakukannya tetap dianggap 
sebagilimana ia dinilai dulunya. Dalam hal ini kita menemukan 
semacam mobilitas yang bersifat horizontal, yang mend~tar saja. 
Tetapi ada kalanya peralihan tersebut membawa akibat bagi 
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kedudukan seseorang. Begitulah seorang yang pindah ke kota dan 
mt!ndapat kerja yang baik akan naik harganya di mata masyara­
kat desanya. Demikian pula · keadaannya jika seorang dalam 
kerjanya makin mendapat sukses. Dalam hal ini terjadilah se­
macam mobilitas sosial vertikal yang naik ke atas. Pengaruh 
pcnyebaran pengajaran dan pelebaran birok.rasi telah memper­
lihatkan bahwa hal ini juga St!ring terjadi. 

Berjenis mobilitas ini bisa terjadi dalam masa satu generasi 
saja. Urbanisasi dan transmigrasi umpamanya sering terjadi hanya 
dalam masa satu generasi saja. Sering pula mobilitas ke arah 
menaiknya kedudukan seseorang terjadi dalam dua generasi -
kedudukan anak lebih tinggi dari kedudukan yang pernah dicapai 
ayah. Sekolah antara lain berfungsi sebagai alat untuk kemung­
kinan mobilitas yang naik ini dan lembaga birokrasi sering 
menjadi salurannya. Sukses dalam jabatan ini sering mem­
pengaruhi nilai terhadap peranan dalam masyarakat. Bahkan juga 
pandangan masyarakat terhadap keluarganya ikut naik. 

Begitulah perobahan sosial-ekonomis dengan segala aspeknya 
ikut mempengaruhi kedudukan dan status seseorang dan juga 
terhadap nilai-nilai yang mendukung stratifikasi sosial. Perobahan 
yang cepat. apalagi yang dipaksakan dari luar, bukan saja 
mempersoalkan dasar-dasar nilai tersebut tetapi ju~a mengajukan 
beberapa sistim penilaian. Di zaman kolonial masyarakat ber­
dasarkan hukum dan politik yang dipaksakan dari luar. keharusan 
untuk mengadakan semacam penyesuaian kulturil , dan tak 
kurang pentingnya, pengabdian dari dasar-dasar yang lama. Dasar 
penilaian yang majemuk terjadi. ada yang berdasarkan keduduk­
an politik, administratif. agama. tradisi , dan keunggulan ilmu dan 
kerohanian . Semuanya saling berbeda tetapi juga tidak sdamanya 
saling menutup. Seseorang bisa dinilai menurut bebaapa jenis 
patokan nilai. Dalam keadaan yang seperti ini maka muncul pula 
sarana yang memperkecil antar pc:!nilaian subjectif kemungkinan 
terwujudnya kesesuaian dari pemangku peran dengan tanggapan 
objektif dari masyarabt yang mengitarinya . Semacam kontlik 
tcntang patokan nilai dari lapisan atau stratifikasi sosial terjadi . 

Dt!mikianlah jika ukuran hukum kolonial yang harus ber­
kuasa maka dalam masyarabt kolonial yang plur<Jiistis -· 
plurJ!istis dalam pengertian antropolo1!iS - maka urutan lapisan 
masy:HakJt telah ditentubn dc>ng:m m~Jctakk<.~n oran~ Belam!J 
Jan Eropa lainny<~ di puncal\ alas . Kemudian diikuti okh 
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golongan Indo dan Timur Asing. Dan barulah pada lapisan paling 
bawah adalah golongan bumiputra. Jadi tidaklah an~h. bahwa 
banyak pula orang-orang Indonesia yang telah dapat p~~didikan 
Belanda dan ingin mcncapai karier yang baik dalam p~kerjaan 
berusaha untuk mendapat pengakuan resmi sebagai orang yang 
dipersamakan haknya dengan orang Eropah (gelijkgesteld). 

Tetapi masalahnya tentu saja tidaklah semudah itu. Pc­
merintah Belanda bagaimanapun juga lebih ingin memerintah 
secara tak langsung. Yang terpenting yalah mencari mekanisme 
yang bisa menjamin kedudukan puncak Belanda diatas piramida 
sosial yang memungkinkannya_ mendapat legitimasi politik. Maka 
perbedaan dua jenis Jingkungan dan jurisdiksi administrasi -
Eropah dan bumiputera - haruslah jelas dan, kedua. scmacam 
rumusan untuk mempertahankan masyarakat yang tetap organik . 
tanpa perobahan yang traumatis. Makin utuh masyarakat tradisi­
onil makin baik. Dengan bcgini mobilisasi penduduk untuk 
keperluan exploitasi ekonomi akan lebih baik atau. menurut 
argumen lapangan penganut politik etis yang beraliran liberal. 
ikatan kulturil dan politik antara "Hindia Belanda" dengan 
"negeri induk" akan lebih terjamin. Di samping itu ada pula 
keperluan-keperluan praktis: biaya memerintah negeri yang 
demikian Juas ini tidak terlalu ban yak. Hal ini menim bulkan 
keadaan yang memaksa Belanda harus memperkuat pcnguasa 
tradisionil dalam berhadapan dengan rakyat mereka sendiri. 
tetapi memperlemah mereka dalam berhadapan dengan Belanda. 
Beberapa simbol dan penopang dasar legitimasi tradisionil -
seperti hak penguasaan tanah dan hak inendapatkan pelayanan 
kerja dari rakyat - · dihapuskan, namun kekuasaan penguasJ 
tradisionil diperku·at dengan kekuatan yang bersum ber dari luar 
sistim - kekuatan politik pemerintah. Karena itu antara kekuasa­
an dan penilaian berdasarkan prestige tidak selalu t-!1jalin 
dengan baik. Seorang kapala yang kuat dan berkuasa belum tentu 
mendapat penilaian yang sesuai dari rakyat. 

Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya suatu perubah­
an sosial dan peralihan dari pengertian lapisan sosial yang 
menyeluruh. T~tapi lebih memungkinbn timbulnya kecen­
derungan untuk mcnilai status sescorang berdasarkan paanan 
khusus yang dimainkan. Altcrnatif dalam penilaian krhadap 
pcran makin hcrtambah banyak dan akihatnya konflik antara 
pendukung altcrnatif itupun bertamhah kcras pula. lnilah yan~ 
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bisa disebut sebagai konflik "antar-elite", pertarungan antar­
kelompok dari lapisan-atas masyarakat. Antara lapisa·n yang 
mendasarkan keunggulannya pada keturunan, kedudukan ad­
ministr~tif, tradisi, agama, pendidikan Barat. kekayaan, dan 
sebagainya. Walaupun dalam konflik berbagai penilaian t~rsebut 
bisa dijadikan sebagai dasar kekuatan penopang claim se.kaligus, 
perbedaan antara kelompok yang terikat dengan sistim kolonial 
dengan yang berada di luamya sangat penting. 

Konflik "antar-elite" tersebut adalah .Pencarian bagi peng­
akuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap harkat kehor­
matan yang ditimpakan oleh lapisan tersebut terhadap diri 
mereka. Pencarian ini membayangkan dengan jelas bahwa mereka 
juga menginginkan didapatkan ketetapan yang mantap tentang 
identitas diri dan atau, malahan perbaikan dari tempat mereka 
dalam hierarki sosial. Pencarian ini lebih intensif lagi karena 
pemerintah kolonial mempercepat secara bikinan, peralihan 
dalam kehidupan ekonomi dan administrasi, dan juga membuka 
kemungkinan untuk hal tersebut. Sekolah, pelebaran birokrasi 
dan penambahan jenis kerja adalah hal-hal yang selalu menggugah 
kemungkinan membekunya sistim status atau sistim penilaian 
terhadap peranan sosial. 

Begitulah dengan mulai mencairnya tembok pembatas rasial 
dengan makin banyaknya orang ln4{>nesia asli yang berhasil 
menduduki kedudukan yang lumayan . dalam sistim birokrasi. 
bertarnbah banyaknya golongan menengah yang telah melepas­
kan diri dari kehidupan agraris. maka sistim status makin 
digoncang. Gerak mobilitas vertikal yang menaik mengharuskan 
terjadinya pelebaran lapisan atas~ dan malah juga mengancam 
terjadinya semacam sirkulasi - orang yang menduduki lapisan 
tertentu harusJah diganti. 

Situll$i yang mulai agak mencair seperti ini - yang tentu saja 
belum merupakan kepastian bagi terjadinya perubahan yang 
fundamentil - bisa dilihat dalam kontex yang bersifat supra­
desa, para lingkungan yang umum dan pada tingkat desa. 
Keinginan pemerintah Hindia untuk mempertahankan masya­
rakat yang organik tetapi juga menjadikannya sebagai salahsatu 
mata rantai dari untaian administrasi mengharuskan terjadinya 
perobahan dalam struktur pemerintahan dcsa. Hal ini langsung 
menyangkut struktur masyarakat desa sebagai keseluruhan. Di-
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tam bah dengan peralii-.an sis tim ekonomi ·dan proses urbanisasi, 
maka perubahan dalam masyarakat desa lebih mendalam lagi. 

Perubahan sosial di zaman .kolonial memang bersifat serba­
du~l dan tak selamanya menunjuk.kan arah konsisten. Di samping 
terjadinya proses pembaharuan strukturil. juga tak kurang pen­
tingnya proses pengabdian nilai-nilai. Di samping terjadinya usaha 
penyesuaian kulturil, antara aspirasi-aspirasi tradisionil dengan 
kenyataan politik, muncul pula gerakan penolakan terhadap 
situasi kolonial tersebut. Penolakan ini dilakukan, baik oleh yang 
ingin mempercepat proses timbulnya masyarakat yang baru, 
maupun oleh yang menginginkan kembalinya kemantapan lama. . 
Tetapi dalam suasana begini pula unsur dinamisasi dalam masya­
rakat mulai menjalar dan gerak ke arah tercapainya integrasi yang 
lebih luas, yang tak terikat hanya kepada kesetiaan lama mulai 
lancar. 

2. Pelebaron birokrasi dan "lndonesiasi" da/am kepegawaian. 

Salahsatu akibat dari pengluasan dan pemantapan dari apa 
yang disebut pax neerlandica yalah perlunya tenaga-tenaga 
pribumi untuk mengerjakan beberapa keperluan administrasi 
pernerintahan. Pemirnpin formil tradisionil, yang bertindak se­
bagai penguasa daerah, saja sudah tak memadai lagi. Karena yang 
diperlukan pemerintah Belanda bukan hanya penyambung pe­
merintah, tetapi juga tenaga terlatih dalam berbagai jenis kegiat­
an , seperti kesehatan, kehutanan, dan malah juga kemiliteran dan 
kepolisian . Jadi diperlukan pula ·spesilisasi dalam pekerjaan. 

Selama penetrasi politik dan ekonomi belum begitu jauh 
masalahnya tidaklah begitu sukar. Dengan memperkuat secara 
militer Korps Administra.si Eropah, suatu korps yang terikat erat 
dengan kategori ras, pemerintah yang berpusat di Batavia bisa 
mernak.sakan kehend.aknya pada korps lain - penguasa tradisio­
nil. Tetapi makin dalam penetrasi, maka makin diperlukan tenaga 
terla tih dalam pemerintahan modem, baik sebagai pelaksana dari 
pe!ayanan pemerintahan yang makin pelik, maupun sebagai 
perantara antara dua lingkungan penguasa tersebut. Untuk 
keperluan ini sekolah didirikan. Dengan sekolah kategori keahlian 
atau diploma diperkenalkan pula, disamping kelanjutannya kate­
gori ketur.man. Akibatnya yalah bahwa yang dijadikan pegawai 
tidaklah le>gi semata-mata yang berasal dari kalangan bangsawan 
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--~~ii L ~ lu....:.:.l :i ar~ ~~~:guasa trndisi.: " ~ s:.:; .l. Ana;.;.-anak o~n_g 
'· :bir.yakan m .. .Jai bisa mcmasuki i;..;· • .;ki.,;; J:!n yang dulunya 
~ illgat jauh dari jangkauan orangtua merei:.a. Kan:na p.:kerjaan 
pegawai ini berarti terjadinya pendapatan yang lum:l}'an dan 
i..!rbebasnya dari kerja kasar maka tentu saj11 sangat menarik dan 
memikat. Tetapi makin memikatnya kerja jadi pegawai berarti 
makin keras persaingl!Jl yang harus dihadapi oleh anak-anak 
ban~awan untuk mendapatkan . kedudukan yang mereka angga~ 
sebagai hak ist!mewa mereka. Tidaklah aneh bahwa perasaan 
keg~lisahan di k:ilangan bangsawan menjalar. "Anak-anak prijaji 
~j·(lja 'soedah terlaloe banjak", kata patih Tulungagung dalani 
notanya pada tahun 1891,17 "tambah beberapa anak orang ketjil, 
dimana-mana kantoor penoeh magang-magang jang tentoe harep 
oj1di prijaji". ,S..;bagian dari go1ongan atasan tradisionil ini malah 
~ulai menjauhkan anaknya dari kemungkinan karier dalam 
kepegawai:m pe.nerintahan. 

Harapan d.:.ri magang-magang tersebut tentu saja beralasan. 
:qukan saja dengan kerja keras mereka bisa mendapatkm peng­
:.kuan sebagai pgawai penuh dan kenaikan pangkat. sp·:sialisasi 
::erja juga memerlukan prestise yang cukup supaya bisa b::rfungsi 
d~ngan baik. B~gitulah menjelang akhir abad 19 dan k..:mudian 
diuraikan lebih lanjut bahwa pada awal abad ini beber:c;Ja jenis 
kedudukan baru dianggap sebaiai termasuk golongan pri~· ay i. 

Masalah kepriyayian akan dibicarakan kemudian, namun 
seperti telah disinggung pada bagian terdahulu. nyatalah bahwa 
pekerjaan dalam bidang kepegawaian memberi kesempatan untuk 
menjalani mobilitas vertikal. Kemungkinan ini tentu saja sangat 
dibatasi oleh adanya pembatasan rasial yang sangat mempersem­
pit jalan bagi orang Indonesia asli untuk bisa menaiki tangga 
'kepegawaian sampai tingkat Atas. Apa1agi jika ingin menyeberang 
ke dalam lingkungan Eropa. 
' Begitulah umpamanya, menurut teori, siapa saja yang telah 
i:t~ius dalam ujian untuk menjadi p~gawai tinggi (grootam bte­
i1aars-examen) berhak mendapatkan pos dalam administrnsi 
Eropa. Pada tahun 1904 R.A.A. Kusumo Judo, yang kemudian 
menjadi bupati Ponorogo dan salahseorang anggota Vo/lcsraad 
yang pertama, berhasil lulus dalam ujian tersebut.. Ia segera 
mendapatkan kedudukan sebagai aspirant controleur. · Tetapi 

17 Partowidjojo. "Nota. Hal p<'npdjaran (S..knta) Dja-", T.B.B. V. ( 1891 ). lroL366. 
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harapannya untuk melanjutkan karier dalarn aJministrasi Eropa 
ini sia-sia belaka. Tak lama kemudian ia dipindahkan ke kantor 
kredit anak negeri - jadi dalarn lingkungan administrasi bumi­
putra. Dan tak pemah lagi ia bisa mencicipi karier sebagai bagian 
dari administrasi Eropa. 28 Baginya, seperti juga bagi pegawai 
Indonesia lainnya, hanya tersedia tempat pada sektor bumi­
putera dari pemerintahan. Paling tinggi yang bisa mereka harap­
kan yalah menjadi bupati. Menjelang akhir pemerintahan Hindia 
Belanda beberapa perobahan terjadi. Pembentukan raod (dewan­
dewan)" daerah dan program apa yang disebut ontvoogding. 
betapapun pelan jalannya, adalah usaha ke arah terciptanya 
jembatan bagi dua lingkungan korps terse but. 

Sementara itu pelebaran birokrasipun terus berjalan. Proses 
pelebaran ini bertarnbah cepat, karena meluasnya tuntutan 
desentralisasi, baik dalarn hubungan antara Hindia Belanda 
dengan negeri induk, maupun antara pemerintah Batavia dengan 
daerah dan antara Belanda dengan anak negeri. DesentraJisasi dari 
negeri Belanda berarti kebebasan yang lebih banyak bagi pengu­
asa kolonial, sedangkan desentraJisasi daerah memberi kemung­
kinan untuk berbuat sesuai dengan situasi di daerah. Apapun 
politik yang mendasari tuntutan desentralisasi tersebut, tuntutan 
ini sejalan dengan keinginan kaum etis untuk mengadakan proses 
"lndianisasi" pengurusan Indonesia sejauh mungkin dilaksanakan 
oleh orang Indonesia sendiri. Pikiran ini makin tarnbah santer 
sejak berakhimya Perang Dunia I secara politis pikiran ini 
melahirkan Vollcsraod dan kemudian disusul oleh raad daerah. 

Secara administratif hal ini terpancar dengan lebih mening­
katnya perbandingan jumlah antara pegawai orang Indonesia 
dengan orang Eropa lainnya. Dalam usaha penghematan maka 
menarik golongan Indonesia asli juga jauh lebih murah. Lebih 
murah dari golongan Eropa dan juga dari golongan Indo. 29 

Proses "Indianisasi" ini lebih cepat jalannya setelah terjadinya 
zaman malaise di awal tahun 193Q..an. Dengan tidak membeda­
kan kedua kelompok . pegawai, tabel 7 yang dipetik di bawah 
memperlihatkan kenaikan perbandingan dari tenaga Indonesia 
aslj yang terjadi dalam waktu sepuluh tahun. Temyata bahwa 

18 
29 
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tenaga administratif secara prosentase mengalami kenaikan yang 
cepat. Kemudian disusul oleh administratif teknis. 

Tabel 7 
Perbandingan prosentase staf administratif menurut 

golongan penduduk, antara 1928 dan 1938. 

1928 1938 

Klasifilwi Kerja [Eropa Indonesia Timur Eropa Indonesia 

AsinJ 

Tek.nis 84,77 14,38 0,85 71.14 20,12 

Administratif teknill 77,06 22,28 0,66 55,81 41,98 

80,45 18,8 0,7S 67,08 36,46 
Kcuanaan 
Administratif 93,66 5,1 \,24 65,18 32,16 

92,46 7,33 0,21 83.97 15,68 
Penpw..an 

Timur 
Asing 

2,74 
2,21 
2,46 
2,66 
0,21 

~erbandingan prosentase ini memang tidak menunjukkan 
keadaan yang sebenamya. namun bisa menjelaskan proses yang 
teijadi. Secara absolut hal ini belumlah begitu mengagumkan 
karena jumlah keseluruhan pegawai dibanding dengan jumlah 
penduduk sangat tidak berimbang. Kecilnya angka perbandingan 
ini menunjukkan pula betapa masih sangat terbatasnya pelayanan 
yan1 bisa diberi.kan oleh pemerintah kolonial. Apalagi kalau 
dihitung jumlah orang Indonesia yang bisa menempati skala gaji 
tertinggi. Pada tahun J 932 tercata t 8 5. 708 orang pega wai banssa 
Indonesia, yang berarti 85% dari seluruh korps pegawai. Tetapi 
dari jumlah ini hanyalah 277 orang saja yang tennasuk skala gaji 
tinggi (A), sedangkan yang masuk skala ~i menengah (B) 
berjumlah 6054 orang. lni berarti bahwa lebih dari 90 persen dari 
jumlah semua adalah pegawai rendah saja (19.J77 orang). 
Sebaliknya dari jumlah 17.034 orang yang berkebangsaan Eropa, 
maka 7.951 orang atau lebih dari 40 persen adalah pegawai tinggi 
dan hanya 322 orang saja yang masuk kategori pegawai rendah. 
Sedang yang lainnya (8. 761) adalah pegawai menenph. 3 0 

Dibandingkan dengan penduduk-Indonesia yang telah berjumlah 
SO juta lebih maka angka 277 orang yang tennasuk pegawai 
tinggi cukup menunjukkan betapa langkanya kemungkinan yang 

JO 
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:,isa Jicap.:.. Ja!am situasi koloniaJ tagi anak jajahar . 1~·~ :;an lain 
dJri ungka tersebut di atas juga menunjukkan bahwa ·.vclau;::~:n 
;;ecara teoritis kesempatan tersedia, namun tembok pt!mb ·•·ts 
rasial cukup kuat untuk bisa ditembus begitu saja. Ka::.. ;u 
angka-angka di atas bcrdasarkan ~ar-kecilnya gaji, maka ke­
mungkinan · seorang Belanda yang mempunyai tanggungjawab 
administratif yang lebih kecil mendapat gaji yang lebih besar dari 
pegawai bumiputra juga bisa diperhitungkan. 

Tabel8 
Susunan kepegawaian berdasarkan golongan penduduk 

dalam prosentase ( 1938) 

Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai 
Goiongan penduduk rendah meneng1h menengah tinggi 

rendah tinggi 
. , I 2 3 4 

·E r ·o p a ' 0,6 33,3 5-7,6 92;2 · ' 
Indonesia 98,9 60,6 .. . 38,0· 6,4 
Indonesia yang te1ah 0" · , .. 3,4 2,0 0,5· 
dipersamakan dengan 
Eropa 
Tim ur Asing O.J 2,7 2,3 0,8 

J uin ~a h 100 100 100 100 

' ' , Struktur kepegawaian akan lebih jelas lagi jika dilihat 
perimbangan kedudukan dari golongan-golongan penduduk. Pada 
tabel 8 kelihatan . bahwa dalam kelompok pegawai tinggi: 
goloRgan Eropa memegang dominasi mutlak. sedangkan pada 
kelompok pegawai rendah, golongan Indonesia adalah mayoritas 
san gat besar. Makin tinggi gaji maka rna kin kecil prosen t~ 
golongan anak negeri, dan makin rendah gaji dan kedudukan 
maltin besar pula prosentase mereka. Golongan-golongan ini, . b~k 
secara jumlah dan prosentase maupun politis, memang ,tidak 
begitu memegang peranan penting. -

Salahsatu hal yang menarik juga dalam tabel ini yalah bahwa 
· walaupun angka pasti dari jumlah golongan Indonesia yang telah 
"diperBelanda" .tak dinyatakan derigan jelas te~tu cukup mem­
beri indikasi bahwa mereka yang berada dalam kolom dua dan 
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tiga lebih besar jumlahnya. Sebag~ tamatan sekolah "Belanda" 
yang telah biasa berbicara dalam bahasa Belanda, mereka merasa 
dengan naturalisasi pintu karier mereka terbuka lebih baik. lni 
adalah contoh yang cukup jelas dari akibat psikologis yang bisa 
ditirnbulkan oleh situasi kolonial yang menimbulkan bebe~pa 
kemungkinan penilaian yang tak selamanya saling berhubungan. 

Sebab itu perlulah pula dftanyakan apa artinya pelebaran 
birokrasi dan proses "lndianisasi", dalam kontex masyarakat 
sebagai keseluruhan? Apakah akibatnya terhadap kelas aristo­
krat-birokrat lama? Dan bagairnana pula dengan penguasa­
penguasa tradisionil di daerah yang tidak mempunyai tradisi 
aristokrasi birokrat ? Karena salahsatu syarat· terpenting untuk 
memasuki alam birokrasi baru tersebut adalah pendidikan dan 
pengajaran Barat, bagaimana pula dengan kelompvk, yang tidak 
tergabung ke dalarn sistim kolonial ? 

3. Status sosial : lingkungan supra-desa. 

Adalah hal yang lumrah bahwa seseorang yang sanggup 
menyebabkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang seniesti­
nya tidak akan dikerjakannya maka orang yang pertama tersebut 
mempunyai kekuasaan terhadap orang yang kedua. Bisa pula 
diduga bahw1 umurnnya orang yang kedua tersebut melaku­
kannya dengan harapan bahwa apa yang diinginkannya juga akan 
dipenuhi oleh yang pertama. Diakui bahwa yang pertama lebih 
berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi - ia bisa 
memerintahkan sesuatu - namun yang kedua juga punya hak 
untuk mengharapkan, walaupun ia lebih rendah, lebih lemah. 
Situasi seperti ini memberi dasar kesahan dari pe!aksanaan 
kekuasaan . Lukisan di atas adalah suatu model, tetapi juga 
.merupakan suatu gambaran yang terpancar dari tradisi politik 
kita. Antara kekuasaan yang sah dan status terdapat kesejajaran, 
yang didukung oleh manifestasi kekuataan yang telah dilembaga­
kan dan ikatan serta simbol yang selalu di pupuk. 

Keadaannya tentu jadi lain jika masyarakat seperti ini harus 
menghadapi kekuatan dari luar yang memaksakan kehadiran 
dirinya serta keharusan berlakunya keinginannya. Begitulah yang 
dialami masyarakat kita di zaman kolonial.Perwujudan kekuasaan 
dan kelanjutan dasar dari status sosial menjadi sasaran dari politik 
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pemerintah kolonial yang tak selalu konsisten. StJUktur kekuasa­
an tradisionil harus selalu menjadi sasaran dari pelaksanaan 
peralihan pemikiran politik dan filsafat kolonial. Bahwa koloni 
haruslah memberi basil bagi negara induk adalah pasti, tetapi 
yang menjadi masalah ialah bagaimana caranya. Dan bahwa 
keterlibatan yang terbatas dalam urusan pemerintahan masyara­
kat koloni adalah penting - biaya akan terlalu besar jika terlalu 
melibatkan diri - tetapi menjadi soal yalah bagaimana bentuk 
dari keterlibatan tersebut ? 

Mestikah penguasa tradisionil diperkuat supaya leblh mudah 
bagi mereka untuk melaksanakan keinginan-keinginan pemerin­
tah, seperti yang dianjurkan oleh para konservatif? Ataukah, 
seperti anjuran para liberal, kedudukan rakyat banyak dinaikkan 
dalarn berhubungan dengan penguasa tradisionil mereka ? Kedua­
nya dilakukan saling bergantian oleh pemerintah kolonial, sesuai 
dengan kekuatan pengaruh ideologis yang berkuasa dalam penen­
tuan politik kolonial. Dan keduanya berakibatkan terjadinya 
krisis kekuasaan dan harkat atau prestige dari penguasa tradisio­
nil. Politik pertarna berarti mengingkari secara kasar konsensus 
yang telah berurat berakar tentang m:lllifestasi dan kadar 
kekuasaan-kekuasaan dirnunculkan sebagai hal yang bersifat 
memalukan, bukannya yang terhormat. Sedangkan yang kedua 
berarti menanggalkan sendi-sendi legitimasi dari penguasa tradisi­
onil. Dan bila antara manifestasi kekuasaan dari pemerintah 
kolonial tidak sempurna dicernakan · oleh penguasa tradisionil, 
terjadilah penambahan sumber kekuasaan. Sumber-sumber ke­
kuasaan yang berbeda-beda - yang sah secara tradisi dan yang 
punya kekuatan mengikat secara rill - . menimbulkan pula konflik 
dari kesetiaan." Hal ini berarti pula penambahan faktor yang 
melelahkan daya berlakunya kekuasaan penguasa tradisionil. 

Begitulah selama abad ke 19 berjenis politik yang -saling 
bergantian berakibatkan kemerosotan kedudukan dan kekuasaan 
golongan bupati di Jawa. Menjelang akhir abad 19 golongan ini 
bukan ~a kehilangan banya.k hak-ha.k istimewa mereka, seperti 
hak pancer dan penguasaan tanah, tetapi juga simbol kemegahan. 
Mereka makin terikat pada pemerintah, hingga terjadilah se­
macam transfonnasi kedudukan: dari penguasa tradisionil, yang 
benifat aristokratis dan turun-temurun, mel\iadi pegawiu, orang 
~ian saja. Jadilah mereka, menurut Furnivall, dengan agak 
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betlebih-lebihan , semacam "hiasan" 3
-
1 belaka dalam struktur 

kekuasaan kolonial. 
Sebagai bagian dari sistim politik yang bersifat patrimonial 

maka para bupati atau penguasa lokal adalah wakil dan 
kelanjutan dari kekuasaan raja. Mereka adalah manisteriales 
(dengan memakai istilah yang diperkena,kan Sl·hrieke) atau 
birokrat dalam arti bahwa kehadiran serta kesJhan mereka 
seluruhnya tergantung pada raja-raja yang mempunyai kekuasaan 
charismatis. Walaupun dalam kenyataannya para bupati sering 
berasal dari keluarga penguasa lokal yang turun-temunm. namun 
bila raja mau, hak mereka bisa dicabut dan kedudukan mereka 
diganti dengan yang lain. Jkatan yang berlanjut antara kraton 
dengan ilristokrasi daerah ini tak lain dari pacta kesetiaan yang 
telah dilem bagakan. Sebagai kelanjutan dari kekuasaan kraton di 
daerah maka para bupati mendapatkan hak-bak khusus serta 
simbol-simbol yang mengingatkan akan ikatannya dengan raja. 
yakni sumber segala kekuasaan. Selama terjadinya proses penetra­
si yang lebih mendalam dari kekuatan politik Batavia maka 
krjadilah pelonggaran ikatan operasionil antara raja. pemegang 
lcgitimasi, dcngan para bupatinya. Kemerosotan politik yang 
dialami oleh krdton diiringi olch krisis dari kedudukan para 
bupati. Dengan meletakkan diri sebagai "kakak", kemudian 
"ayah", dari sumber kekuasaan, yaitu raja, maka Belanda bukan 
saja menggoyahkan dasar-dasar sakral dari struktur politik tradisi­
onil, tetapi juga memungkinkannya untuk memakai para bupati 
sebagai pelaksana aspirasi politik dan ekonominya. Ditambah 
dt'ngan pengungkaian hak-hak istimewa yang selama ini terlekat 
pada para bupati maka secara praktis mereka di ubah menjadi 
pegawai saja. Keadaannya maiGn bertam bah parah dengan makin 
dipcrlakukannya efisil:nsi lblam pemcrintahan yang memerlukan 
ketrampilan dan spcsialisasi. Faktor keturunan kcmudian harus 
pula dipermasalahkun dt>ngan sungguh-sungguh. (Hal ini tdah 
diuraikan dengan panjang-lebar dan baik oleh B. Schrieke. '"The 
Nuti\'c. Rulkrs'' dulam bukunya Indonesian Sociological Studies, 
Part One). Sebab sering yang berhak mcnurut ketentuan yang 
askriptif. yang turun-tcmurun , tidak memcnuhi syarat bagi 
teria,ksananya ctisicnsi. Dengan sekolah, scperti tdah diuraikan di 
at as .. t;:rbuka kcsempat:m bagi masuknya darah baru. 

31 J S . rurni vall . up , ·ir . . hal. 2'19 . 
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Suasana seperti inilah yang menjadi keluhan dari para bupati 
dan kaum bangsawan lokal Jainnya. Menyusupnya darah baru ke 
dalam tubuh birokrasi aristokratis dianggap men-yalahi adat dan 
sibp yang samasekali tak memperdulikan hak serta kehormatan 
tradisionil yang ditunjukkan oleh pcjabat-pejabat Eropa dan juga 
oleh politik pemerintah, scperti umpamanya deng:tn ketcntuan 
dari Hormat circulaire ( 1913) - menjadikan mcreka terlcpas dari 
rakyat dan dari evaluasi yang wajar dari rakyat. lnstruksi rahasia 
pemerintah kepada pejabat Eropah supaya lebih memperlihatkan 
sikap yang wajar kepada para birokrat aristokratis lama terscbut 
samasckali tidak menolong krisis yang dialami.32 Tetapi krisis 
ini, yang sepintas lalu bisa dianggap sebagai pro~t:s defeodalisasi 
masyarakat. menimbulkan kemun::;kin:m baru bagi kelas pegawai 
bawahan - orang yang baru masuk ke dalam arena kebirokrasi­
an. Mereka dap keturunan mereka melihat kemungkinan yang 
lebih besar untuk menaiki tangga sosial. Pada awal abad 20 gerak 
yang berlawanan srakan-akan terjadi; kalangan bup:tti lama mulai 
mendidik anaknya untuk karier di luar kepamongan. sedangkan 
priyayi rendah memperjuangkan anak mereka untuk menaiki 
tangga kepamong:tn .3 ,l 

Orang baru ini segera menyesuaikan diri dengan cara ke­
priyayian yang berlandaskan nilai-nilai lama. Mcnyesuaikan diri 
hukan saja untuk mcnghindarkan kemungkinan terjadinya ke­
bosanan dari dalam tetapi. lebih renting L.1gi, untuk memberi :uti 
scsungguhnya dari mobilitas yang tdah diliwati. Pengabdian 
nilai-nilai yang mendukung kepriyayian lama merupakan taruhan 
bagi keampuhan dari kehadiran mereka yang baru . Kt>inginan 
untuk menggabungkan diri kc dabm kelas yang sl!dang meng­
alami krisis ini mcnunjukkan suatu gejala dari masyarakat yang 
sedang mengalami peralihan. ketika antara prestige dan keinginan 
untuk ikutserta tidak tcrjadi kesejajaran . Prestige yang scdang 
merosot sept:rti dialami oleh bupati dan bangsawan lama. malah 
rnenimbulkan kegairah:111 priyayi haru dan rendallan untuk 
helajar d~mi karicr dJ!am k..:priyayi<Jn. dan m..:nyc::suaibn diri 
d..:ng:.~n lingkungJn k..:rriyayi:.tn Peng;1bdian nilai dJn k..:ingin<.~n 
untuk m.-ngg:.tbun<!kJn diri ini ml'mheri k..::-.;111 JdanyJ jurang 
ant:ua gaya dan suh~tJmi gJyJ yang scblu diuiJ~ tb n -.uhstansi 

\all ~i d . up. dr .. h ~il 4 5 4fl . 
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kekuasaan yang sedang meluncur. Begitulah sehingga orclllg tidak 
puas hanya dengan terbukanya satu jalan. yaitu sekolah dan 
pendidikan, tetapi jup memanfaatkan segaJa kemungkinan yang 
ada untuk mendapatkan sirnbol yang berupa gelar-gelar kebangsa­
wanan. Suatu praktek yang demikian meluasnya hingga terpaksa 
diadakan pemberesan secara administratif. Dan sementara itu 
penghalusan tangga-tangga hierarki tetap berjalan. Dalam dunia 
kepegawaian yang aristokratis dan diper·aristokrasi-kanjenjang 
kedudukan, sebagai akibat dari kelanjutan spesialisasi, bertambah 
banyak. 

Gejala sosiaJ-politik yang menggoyahkan demarkasi stratifi­
kasi dan struktur kekuasaan tidak hanya terjadi di pulau Jawa 
saja. Dengan jangkauan pengaruh yang berbeda-beda dan terjadi 
dalam jangka waktu yang lebih pendek dari pada cL Jawa, 
ambivalensi yang ditirnbulkan oleh politik Belanda juga kelihat­
an. Secara teoritis sebagian besa.r daerah luar Jawa diperintah 
secara tak langsung atau indirect:~ -Maksudnya .yalah mem­
biarkan sejauh mungkin berlanjutnya struktur kekuasaan, pelapis­
an sosial serta cara hidup tradisionil. Pemerintah kolonial, 
menurut teorinya, hanyalah menjadi penasehat dan pengawas. 
Tetapi kenyataannya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari 
cengkeraman politik kolonial. Korte verklaring atau plakat 
pendek, yang maksudnya hanyalah sekedar pengakuan atas 
kedaulatan Batavia, makin lama makin menjadi penyerahan diri 
mentah-mentah. 

Begitulah umpamanya yang terjadi di Aceh dan Sumatera 
Tirnur. Aceh dengan resmi dibagi atas dua bagian: daerah indirect 
yang terdiri dari lebih kurang seratus "zel[bestuur" atau lands­
chap dan daerah _direct, yang terdiri atas beberapa puluh pula 
daerah adat dan administratif. 35 Sedangkan Sumatera Timur 
terdiri dari tiga puluh em pat daerah-daerah -- yang terbesar yalah 
Deli. Serdang dan Langkat. 36 

Untuk rnenetapkan daerah jurisdiksi atau zelfbestuur di­
perintah oleh zelfbestuurder. yang dalam tradisi Aceh disebut 

J4 Tentans masalah ini, lihat huku klasslk d<lri Rupert F:merson, Malilyslll : A study 
in Diner and Jndtnct Rull. terbiran pettama 1937. University of Malaya Press. 
Kuala Lumpur, 1964. 

J5 Of' . A. J . Piekaar, Atjth rn d' Oo,lo6 mt!t Jap4n. W. van Hueve. Den """' -
Bandunc, 1949, hal . 7 . 

J6 Riddler , CN Jn'lllut!d """ -$Ursc:M cultunl of dr aurochronr brvollrtr~~ ru 
Oonlur$1 Min Sumatra. I 9 J 9 . 
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Ule!balang, tentu saja sifat mengalir dari kesetiaan gampong atau 
desa harus dihentikan. Ult!ebalang tidak lagi dimungkinkan untuk 
memperluas daerah pengaruhnya - seperti terjadi dulu - atau 
daerah jurisdiksinya. Sebaliknya ia juga dilindungi dari kemung­
kinan kehilang-.m daerah. 

Kelihatannya bukanlah m~:njadi suatu halangan besar untuk 
-menggabungkan gampong-gampong ke dalam satu unit teritorial 
yang dikuasai oleh seorang uleebalang. kedudulan uleebalang · 
hanyalah kelanjutan saja dari tradisi. Tetapi uleebalang st::t.:ara 
tradisionil terpaut erat pula dengan lembaga kesultanan. Semen­
tare~ sultan yang tak pernah merupakan raja mutlak. tergantung 
pada dukungan politik, militer. dan terutama. ekonomi dari para 
uleebalang, uleebalang juga memerlukan pengakuan dari Sultan. 
Sejak berakhirnya perang Aceh-Belanda, kesultanan praktis di­
hapuskan, sedangkan lembaga t~rsebut tetap dianggap sakral.37 

Dengan begini salahsatu hal yang fundamentil yaitu sarakata dari 
Sultan, telah terhapus. Sarakata yang mereka terima dari Sultan 
lebih bersifat kontrak dalam pengurusan perdagangan bukannya 
sumber legitima'ii kekuasaan politik. Jika penguasaan ini ber­
akibatkan politis dan militer, maka keduanya sebenarnya adalah 
perluasan dari penguasaan dagang. dan bukan sebaliknya.38 

Uleebalang terutama berfungsi sebagai perantara dalam per­
dagangan yang diproduksi oleh rakyat di pedesaan atau gam pong. 
Maka pengangkatan uleebalang sebagai zelfbestuurder yang 
menguasai daerah, yang dulu hanyalah berupa wilayah pengaruh 
saja, dapatlah dianggap sebagal penumpukan kekuasaan yang 
berasal dari luar tradisi. Politik Belanda. yang mula-mula diren­
canakan oleh Snouck Hurgronje. merobah sc~.:ara drastis sifat 
hubungan antara uleebalang dengan gampong-gampong. Tuntutan 
politis uleebalang bukan lagi sesuatu yang menjalar dari penguasa­
'"'" ekonomis, tetapi bersumber dari kekuasaan itu sendiri. Jadi 
pernyataan hahwa pemerint<~han seluruhnya berada ditangan 
adatrechteliikekastee}9. haruslah diterima dari sudut pengertian 
"kaste" dan bu~annya corak atau dasar hukum adat yang 
mendasari kekuasaan tersebut. 

37 

38 

39 
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nya perkembangan yang tidak sejalan antar.t landscltap-landscllap 
di Aceh ·· · semuanya tcrgantung kepada vitalitas dan perhatian 
zelfbestuurdcr ·· tetapi juga menimhulkan scmacam ketidak­
pastian dalam kehidupam gampong. yang bcrtolak dari anggapan 
adanya harmoni an tara agama dan adat. Keuthji' em bait leung_ku 
ma', kcpala gampong (keuthji) adalah ayah. sedangkan pemangku 
ag-.Jma (teungku meunasah) adalah ibu. Ke-uleebalang-an yang 
ditonjolkan Belanda bersumbcr pada suatu asumsi bahwa ulama 
dan pemegang ·kekuasaan duniawi ada persaingan y<mg fundamcn­
til. Sebab itu dapat diduga bahwa dalam menghadapi hubungan 
antara teungku meunasah dan keuthji yang harus sejajar dan · 
S<lling berkonsultasi, para zcltbcstuurder didorong untuk mcro­
bah sifat hubungan mcnjadi s~;~atu hal yang bersifat patroll·client. 
Salahsatu akibat dari hal ini y·alah merundngnya antithese antara 
ulama· uieebalang. yang nH!n~uduki fungsi seperti penghulu di 
Jawa. dengan uJama-ulama yang independent yang menginginkan 
terjadinya kembali suatu iccseimhangan. Sdagi s~orang uki!balang 
sdia kcpada pemerintah, keduduk:Jnnya samasekali tidak ter­
ganggu. Tetapi da:;ar le!,.-itimasinya makin hari makin goyah. 
Bukan saja makin mcnonjolnya diskrepansi antara tuntutan 
kc-A..:eh-an yang sdalu dikcrnbangkan. yang samasckali tdah 
dirobah ~.:craknya. tctapi juga kemungkinan·kemungkinan yang 
didapat klas uleehalang menimbulkan di Ralangan mereka para 
inteligentsia. Dari kalangan ini pula prost.:s d~·mokratisasf ke-
ulccbalang-an ak<lll nwlai mcnjahlr. . 

Kedudukan raja-raja ke~.:il di St:matt!ra Utard tentu saja 
bertambah ku :i t (kng<.m adanya dukungan politik dan ekonomi 
knrtama dcngan konsesi-konst.:si yang mcrt.:ka bcrikan - - dari 
pemerintah da n maska pai-maskapai perkebunan. Sepl!rti hanya 
dcngan lands~.:hap-landschap di A~o:d1. perkembangan daerah­
daerah zcltbestuur terse but sangat ban yak rula krgantung dari 
pcnguasa-pcn~ua~a mcreka. Ailakronismc terjadi kJrena ke­
engganan zeltbesttltmler. scperti sultan-su ltan di tanah S\:­

mcrunfung. tintuk membiarkan perubahan-p.:rub:J han yang bcr­
mub dari bawah yang mungkin dianggup :1kan m.:nggoyahkan 
kckuasaan. Namun krisis tcrjadi juga. karen:~ perk.:bunan bcsar 
tidak saja mcmbawa janji-janji mataial kta pi juga rndanjutkan 
pendrasi pl·ngaruh ckonomi Jan mcnarik oranf:·Orang dari luar 
daer-th . ~bk;t jadilah d:Jcrah di ,;-:kirar pusat p:.: rkcbunan merupa­
bn dacrah r <•ra mi:,!r:Jnl. Y<lllg jumlaltnya ill<tk in tncng~blibn 
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p~nduduk asli . Menjelang t<.~hun I Y30 pcnuuduk asli di Langkat 
hanya 3 5. sed:mgkan di Dl!li-Serdang tak lebih dari 28. dari 
pcmluduk bumiputra. Jika saja para migrant tcrsebut datang 
scl:ara spontan dan tanpa dibehani oleh tuntutan adat yang 
mereka bawa dari asal masalahnya tidak begitu sukar. Bagaimana­
pun juga mereka han1s berada di bawah perlindungan pcngua_sa 
prihumi dalam hidup sehari-hari, scdangkan di perkebunan 
mcreka scluruhnya tunduk kepada ketentuan J)l:rke~~.tnan. 

Pada zelfbestuurder dan raja kedl bukanlah birokrat­
aristokr-dtis, yang memberi keuntungan bagi masuknya homines­
novi (orang baru). Jika dulu para uleebalang t.ak terikat dalam 
hubungan patrimoniul dcngan sultan - mereka menyangk.utkan 
kesetiaan tertinggi hanyalah pada diri-sendiri, sedangkan ikatan 
dengan sultan h:bih bersifat persekutuan berdasarkan kepentingan 
sakral dan .:konomis-politik - maka sekar,mg adaJah penguasa 
daerah. yang askritif, yang disokong dan diawasi olch kekuatan 
asing. Raja atau sultan di Sumatra Timur adalah penguasa lokal. 
yang dulunya sibuk berper-.mg satu-sama-lain (lihat umpamanya 
luki~an da~ John Anderson, yang mengunjungi Sumatra Timur 
p:tdll dasawarsa kedua abad 1 9 dalam bukuhya East Coa.tt of . 
Sumatra) dan pada daerah masing-masing tt:rlihat pula daJam 
ketidak stabilan kerajaan. Baik uld~balang atau zelJbestuurdcr 
maupun raja kccil terscbut secara institusionil tidak digugah oleh 
kemasukan darah baru. Mereka memerintah melulu berdasarkan 
kcturunan. Karena itu yang terancam scbagai akibat dii>erlukan­
nya cfisiensi dan spesialisasi yaJah pembantu yang mengitari 
mereka. Para penguasa lokaJ terscbut hams didampingi oleh·y":mg 
mempw1yai kesanggupan administratif. Namun dengan keharusan 
ini mak!! hak mereka untuk mcnunjuk pcmbantu dikurangi, dan 
bulrnn itu saja, para pembantu fersebut harus lebih banyak 
mendengarkan petunjuk dari penasehat dan pengawas. yaitu 
controleur dan resident. 

Walaupun dalam bentuk yang berbeda deQ&an bupati di Jawa 
kt>merosotan .wibawa dan kcmampuan untuk memanifestasikan 
anggapan dasar tentang kekuasaan juga terjadi pada penguasa 
lokal di luar Jawa. Dan seperti di Jawa pula maka kemerosotan 
prestige samasekali tidak mengurangi keinginan · untuk ikutserta 
ke dahtmnya. Demikianlah terjadi penjamuran pemakaian gelar­
gelar kebangsawanan. Berkurangnya kemampuan untuk me-­
wujudkan arti kekuasaan yang terletak pada lembaga trddisionil 
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yang mereka duduki. memberi kemungkinan untuk orang luar 
untuk mencicipi prestige yang bersifat simbolis. Kedudukan 
dalam tubuh birokrasi-koloriial, kekayaan, serta kehampiran pada 
lembaga aristokraSi asli memberi kemungkinan untuk hal ini. 
Apalagi timbuJ pula kecenderungan untuk membawa claim 
kebangsawanan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Mobilitas 
geografis juga diboncengi oleh mobilitas status yang diselundup­
kan. Kontrol hal-hal seperti ini yang disinyalir oleh lem baga­
lembaga kesultanan di Sumatra Timur dan Riau. Dan pada hal-hal 
seperti ini pula mereka menyatakan ketidak-berdayaan daJam 
mengatasinya. 4 0 

. Pencairan batas stratifikasi sosial yang ketat, baik dalam 
bentuk riil ataupun simboJik, juga memberi pengaruh yang 
mendalam kepada penghuni hierarki-atas dalam masyardkat. 
Sementara sebagian dari mereka makin bertambah gigih mencoba 
mempertahankan kemurnian "dardh" dan mengelus dasar lama 
serta mencari akomodasi kulturiJ, yang akan hisa melarutkan 
kepahitan traumatis yang ditimpakan oleh kekuasaan kolonial. 
maka sebagian lagi mulai kehilangan kepercayaan terhadap 
lingkungan yang lama. yang dirasakan sebagai dunia yang semu. 
Kecenderungan kedua ini dipercepat oleh kesempatan yang 
pertama yang diberikan oleh Belanda bagi golongan ini - untuk 
memasuki sekolah sistim "Beland~ ... Anak-anak dari lingkungan 
inilah yang pertama . berkenalan dengan dunia intelektuil yang 
sarnasekali terbebas dari tradisi yang menjanjikan dunia yang lain. 
Penekanan pada pemikiran rasionil menimbulkan diantara mere­
lea keengganan menerima dunia kebangsawanan atau kepriyayian 
yang dihidupkan pemerintah. Dari kalangan merekalah muncul­
nya pertama kali golongan yang mencoba mencari alternatif lain 
dari corak masyarakat dan sistim status. 

Maka inteligentsia baru tersebut mengalami rnasa sosialisasi 
lebih lanjut ketika herada di kota-kota. ketika mereka Ler~da 
agak jauh secara fisik dan ide dari daerah lingkungan tradisi 
masing-rnasing. Di kota-kota besar yang bersifat /ndisch, di mana 
umumnya sekolah-sekolah tingkat menengah keatas berada dan 
dihuni oleh lrerbagai bangsa. bertemu beberapa corak pemikiran 
dan jenis pckcrjaan. SebagiJn dari calon-calon inteligentsia sejak 
mulai dari sekolah tdah berkenalan dengan lrerbagai perkumpul-

40 AdtJt"clrtbund~l ,.,1951 dan Lll. 1953. 
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an y;;ng tcrbuka bagi segala bangsa dan yang .. mencoba membuat 
pulau persamaan sosial di tengah-tengah lautan masyarakat yang 
ha;·us tcrikat pada struktur koloniaJ. Perkumpulan ini. baik . yang 
resmi ataupun yang tidak dan hanya melingkar di sekitar seorang 
"hapa angkat" intelektuil saja. banya"'k yang dipimpin oleh kaum 
etikus dan penganut theosofi Belanda. 41 Tetapi di samping itu 
banyak pula di antara m~:reka yang mendapatkan dialog antara 
pengetahuan yang disercip di sekolah dengan lingkungan sosial 
yang dihadapi. Dialog intelektuil ini mendatangkan kepada 
mereka ketimpangan-ketirnpangan yang tidak bisa diterima be­
gitu saja. 

Begitulah ketika masih di sekolah banyak juga dianrara 
mereka menceburkan diri pada perkumpulan sekolah dan 
pemuda. Muncul di kaJangan mereka beberapa perkumpulan 
seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, long Ambon. dan 
sebagainya. Semua ini bennula hanyalah dari kepentingan untuk 
menghilangkan rasa keasingan dari sua.c;ana metropolitan yang 
bersifat Indisch, yang memungkinkan beberapa cordk hubungan 
sosial muncul. Tetapi kemudian keinginan ini menaik menjadi 
hasrat yang lebih ideologis dan melihat ke depan. Perkumpulan­
perkumpulan pemuda tersebut mulai membayangkan diri sebagai 
pembentuk bangsa. pemimpin bangsa. dan sebagai pt!waris 
scsungguhnya dari ma\adepan. Tidak mengherankan pula bahwa 
sebagian dari mereka terlibat dalam kontlik dengan generasi 
tua. 42 

Kesadaran generasi s~bagai kekuatan intelektuil dan sosial 
m ulai dari suasana sepcrti ini. Kesadarm ini kern udian akan 
mempcngaruhi pandangan terhadap scjarah Indonesia modern. 

Setelah keluar dari sekolah, beberapa kemang.kinan karier . 
terbuka bagi mereka. Sebagian dari mereka bergabung ke 
dalam sistim koloniaJ tetapi sebagian lain berdiri di luamya.Bagi 
yang tetap berada di luar sistim ini maka jalan yang terbuka yaJah 
melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahlian yang mereka 
tuntut dan mencoba melanjutkan cita-cita yang telah tcrpupuk 

41 lihat Robert van Niel , op. cir. , Lihat juga uta penJantau d .. lam Solihin Salam 
Hadjt Agus Salim. Hidup dan Pudjuangannjo. Penerbil Ojaja MW'ni. Ojabrta • . • 
I 961. 

42 Lihal ump~man:vu Or. TMufik Ahdulhah . " Moderninlion in lh" Minansk:.ahau 
World"' . dalam Claire Holt et ·al (cds) Cultu" attd Politic ilf lndott~rlll . . Cornell 
lJniv,..rs ity l'rc ... llhaca. lundun . 1972. 
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selaJrnt sekolah. Mereka mendirikan sekolah-sekolah swasta. 
menerbitkan majalah-majalah dan suratkahar yang beraliran 
nasionalistis. · dan, yang tak kurang pentingnya. mendirikan 
partai-partai dan perkumpulan-perkumpulan kebangsaan. Ke­
majuan pendidikan dan penyebaran kepandaian mem ba<.:a ber­
akibatkan bertambah luasnya daerah jangkauan merdca. Kekuat­
an golongan intelligentsia ini bertambah pula karena bergabung­
nya Julusan sekolah tingg.i. baik tamata~~ luar neg~r~ maupun yang 
berada di luar negeri. Penambahan ini bukan saja mem~rkuat 

·mereka dalam berhadapan denpn kaum birokrat. tctapi juga 
m_empertebaJ kepercayaan niasyarakat terhadap- mereka . 

Ide pokok yang mereka lontarkan yalah penciptaan bangsa 
Indonesia. Dari beberapa l~tarbelakang hudiiya. agama, suku­
ba.Dgsa. tradisi dan bahasa mereka ingin membangun bangsa yang . 
~ yang modem. dan terbebas dari sega1a keterbelakangan. 
Sejak: semuJa sasaran mcreka. adalah sistim kolonial. yang 
diangpp sebagai faktor yang merendahkan harkat kemanusiaan. 
dan terutama. masyarakat-masyarakat tradisionil _ yang terpecah­
pecah. lnilah problim yang selaJu menghant.ui mereka sebagaima­
na mungkin 1.mengingatkan akan kcbesaran yang telah ternoda 
oleh kolonialisme dan sekaligus melihat kc depan, kepada 
munculnya bangsa yang besar dan baru. Perjuangan yang pertama 
yaog penting yaJah membangkitka.tt kembali kenangan historis. 
dan bila perlu memupuk mithos kebesar,m. karena dengan begini 
kcpahitan hari kini bertarnbah jelas. -Tetapi sebaliknya dcngan 
memupuk ini berarti akan memperjauh tujuan untuk mencipta­
kan suatu bangsa. Dalarn menyusun strategi unt~.tk mencapai dua 
tujuan dengan bahan yang sama, terjadilah perbenturan­
j:Jerben&uNR · ideQJogi· di antara kaum intelligent5ia. Perbentur-,m 
ini juga diptJrkuat· oletJ • -po.(ti~bangan mengenai sikap yang 
sebailcnya dalam berhadapan dengan pemsriQtah. Belanda. Mesti­
kah bersikap kerjasama, hingga dengan begini usaha bisa diper­
lancar. ataukah seluruhnya tidak mengakui se~.;ara moral kt:had~r­
an pemerintah kolonial? Tujuan serta arah sesungguhnya dati 
perjuangan. kemerdekaan, dan penciptaan . bangsa juga merupa­
kan faktor bagi perbenturan intern antara-kaum intelligentsia. 

· Kaum intelligentsian baru ini, yang dihasilkan oleh sub-hu­
daya kota 43 dan y~lg,_,mjmlpcyl?_~~-<4f1,di.rj . mereka dari ikatan 

4) lslilah In diperken~&lluan oleh Hildred Gcet1. dltlam Ruth Me Vo::y (ed). lndmusill. 
Yale University Preu, New Haven 19bl. 
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SJ:!>tJm kolonial. dalam pcrjuangan ment:oba mengadakan identifi­
kasi diri dcnglln masyarakat d~sa. dan deng;,m kcJas bawahan 
dalam masyar;~kat kota. s~~ara moral mcreka mengingkari 
Kelin~ian status birokrdt bang..'iawan. yang dianggap scbagai 
~ningg-.iJ~ii m~Siflampau yang feodalistis dan terlcebelakang. dan 
_juga menyangsikaii'1~timasi golongan tcrsebut s~bagai pemirn-
pin . 

Dalam mcngadakan identitikasi ini mercka merumuskan 
dta-cita berdasarkan gambanin-gambaran ideal dari masyarakat 
tradisionil yang tdah disesuaikan dengan gambaran mercka 
tentang dunia modem. Suatu modernisasi dari gambaran ideal 
dari inasayrakat tradisionil diadakan - seoJah-olah masyar.tkat 
tradisionil Indonesia tcrdiri dari satu corak saja. Nainun dengan 
bcrpcgangan pada cor.tk masyarakat desa. betapapun telah 
diperb.,gus gambarannya. mereka rnemperlihatkan protes kepada 
adaptasi kulturiJ yang tdah dilakukan oleh para literati bangsa-­
waJJ. yang mencol;>a melarutkan kebangkrutan politik dan_ ekon~ 
mi ledahtm rumusan yang bisa diterima. 

Tetapi. intelligentsia modem pada· umumnya terkpas dari 
dil~mm:t antara dasar· kcsahan atau ll."ititimasi rnerelca sebagai 
pemimpin dan kcinginan untuk mengadakan perobahan struk­
turik l111tuk mengadakan perobahan sosial. dari corak masyarakat 
kolonial dan .. feodal" mcnjadi masyar.tkat yang demobatis dan 
mcrdeka, mereka harus mcnyatakan dengan jelas dasar Jegitirnasi 

· mt:rt:ka. Dalarn haJ ini sistim stratifikasi tradisionil tclah meny~ 
diakan tempat bagi mereka. Sebabrai orang yang melebihi dalam 
iJmu, mereka sebcnarnya tclah mempunyai tetngat yang tinggi · 
dalam jenjang hierarki sosial. Scperti dulu p»rct ~. gura 
agama. dan pcndekar. mendapatk~ ~mpat yal'lg terftotm•t• 
kaum intelligentsia nlendap-.ttkan kesahan sebagai pemimpin. 
Dalam mi:'nyebarkan pengaruh. mercka mendirikan partai dan 
perkumpubn. Ba&i suksesnya usaha ini maka jalan yang ter­
pe-ndek yalah membangkitkan dasar tradisionil dari kesahan 
mereka sebagai. kelas pengambil inisiatif. Dengan begini pengaruh 
terjamin dan dengan begini pula diharapkan perubahan- sosial 
yang diharapkan bisa dimulai. Tetapi inilah soalnya. dengan 
mcmperk~nalkan idt: per~bahan so~. yang mcnyinggung ma­
salah strdtifikasi sosial, mereka sckaligus juga mcmpersoalkan 
kedudukan mereka. Mungkinkah mereka merombak struictur 
yang telah memberikan mcreka kedudukan untuk menjadi elite? 
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Dengan merombak struktur bubnkah kr: duJukan aC::b yang: 
maeka miliki menjadi goyah, dan Jengan begini pula. ke­
mungkinan mereka untuk menjadi pelaksana perubahan sosial 
mcnjadi terancam. 

Sifat perubahan sosial yang tertahan-tahan yang terjadi 
sebenamya bersumber justru pada nexibilitas dari sistim masya­
rakat di Indonesia pada umumnya. Konfrontasi yang _mutlak 
dihindarkan dan akomodasi. sangat menonjol, tetapi dengan 
begini maka jalan panjang kearah perubahan pun direntang pula. 
Sifat serbadua dari intelligentsia ini lebih jelas kelihatan ketika 
mereka telah muncul sebagai elite politik yang sesungguhnya. 
Ketika kemerdekaan telah tercapai dan ketika kesempatan untuk 
mendapatkan kekuasaan telah terbuka maka para intelligentsia 
yang telah menjadi pemimpin partai a.tau pejabat penting makin 
berusaha memperluas pengaruh. Jalar. yang terpendek yalah 
memanipulasi unsur tradisionil. Hubungan yang lebih mesra 
diciptakan, tetapi pengabdian sikap tradisionil dijalankan pula. 
Penulis-penulis Balai Pustaka muncul dengan protes sosial, yang 
ingin mengadakan perubahan masyarakat dengan jalan menjadi 
tokoh konservatif sebagai karikatur dan tokoh "maju" biasanya 
romantis. Tetapi kritik sosial me-reka lebih tertuju kepada 
pribadi-pribadi, yang ditokohkan . yang memanipulasi secara tak 
wajar kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh tradisi dan 
adat . Namun mereka umumnya belum Iagi mempersoalkan 
lernbaga-lembaga tradisionil. Mereka lebih rnerupakan moraJis 
dalam zaman yang sedang mengalami perubahan. Keadaan 
berobah pada tahun 1930 ketika generasi baru dalam dunia sosial 
dan pemikiran mulai mengadakan peninjauan yang rnendalam 
terhadap tradisi perbandingan yang tinggal dengan dunia luar. 
Mereka tidak mendapatkan jawaban yang sarna, tetapi telah 
mem buka pin tu ujian bagi tradisi sendiri dan konsep dunia rnaju. 

Claim intelligentsia untuk mendapatkan tempat yang ter­
horrnat dalam hierarki sosial berdasarkan atas sesuatu yang 
dicapai, yaitu keunggulau ilmu dan . pcngaJaman ... yang tidak 
terbatas hanya pada Iingkungan sekitar saja. Sebagian dari mereka 
rnungkin berasal dari kduarga bangsawan lama. tetapi sebagian 
lain mungkin sekali dari golongan biasa saja. Tetapi dalam 
penentuan hierarki, yang menunjoJ yalah pencapaian sendiri. 
bukan yang bersifat askriptif. turun-temurun. Hal yang belakang-
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an ini hanyaJah nh·narnbah kehormatan. tetapi bukan menjadi 
dasar utama. 

Keadaa11 yang sama juga dialami oleh para ulama dan 
pemimpin agama. Bukanlah keturunan yang dipentingkan 
walaupun sering juga kej~dian anak seorang ulama menjadi ulama 
pula ···· tetapi keunggulan dalam ilmu agarna dan, kadang-kadang. 
ilmu yang lt:bih esoteris. seperti mistik. Dalam proses pengadap­
tasian agama kedalam struktur sosial dan politik tradisionil. 
keunggulan dalam ilmu agama ini pada beberapa masyarakat 
ditanahair ldta juga dilt:mbagakan. Begitulah halnya dengan 
munculnya kedudukan pengh\Jni di Jawa. khatih adat di Minang­
kabau atau imam-imam di h:mpat lain. Semua kedudukan itu 
telah dijadikan sehagai kedudukan "resmi" dan. sering pula. 
dijadikan sebagai pangk.1t yang turun-temurun sesuai dengan adat 
daerah masing-masing. Dengan begini mereka kemudian menjadi 
pejabat sekulcr untuk urusan agama dan bcrada di bawah 
perintah regent, Sultan atau penghulu adat.44 

Tetapi agam1, tidak bisa terikat pada kekuasaan sekuler. 
Tetapi adanya lembaga pengikat ummat maka Islam lebih banyak 
menyandarkan diri atas perkembangan madrasah dan sekolah 
agama. Dengan menjadikan pemimpin agama sebagai pegawai 
agama maka terjadilah kekosongan yang samasekali tidak bisa 
diterima. Sebab itu orang baru harus muncul. Begitulah di 
samping pejabat agama, masyarakat Islam juga mempunyai guru 
dan intelektuil agama. Mereka tidak mengurus administrasi 
agama. seperti mcsjid, perkawinan. zakat fitrah dan sebagainya. 
tetapi mcnjadi pemimpin spirituil yang sesungguhnya. Mereka 
mengajar anak-an;~k mengaji dan yang selalu menyebarkan ilmu 
serta hi_kmat agama. Bertolak dari gagasan yang lebih hakiki 
dalarn ·kehidupan manusia, yalah masalah transendental, maka 
tak jarang prestige dan pengaruh guru-guru agama lebih besar dan 
luas dari pada pejabat sekuler. Panggilan serta seruan mereka 
bukan hanya bisa menggerakkan pengikut mereka untuk berbuat 
demi agama tetapi juga menentang kekuasaan duniawi. Di 
beberapa daerah pengaruh mereka demikian besar sehingga tak 
satupun perin~ah penguasa sekuler bisa berjalan tanpa persetuju-

44 
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T"nran1 kedudukan penchulu agama di Jawa. lihat umpamanya. G .W.I. Drewc•. 
Drlr Jalltlllnschr GoertH rn Hwnnr u•·rr~~ri/Ur. MenJenai kedudukun pejab:at 
agama dalam struktur ad•t liluit Taufik Ahdullah , "fsl11m and Ada I ; an 
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an mereka. Sebab itu tak mengherankan pula bahwa pemerintah 
Belanda berusaha dengan beberapa cara, antara lain yang terkenaJ 
Goeroe Ordonantie ( 1905 dan diperbaharui 1925), yang meng­
haruskan guru-guru swasta, termasuk agama untuk melaporkan 
kegiatan pendidikan mereka kepada penguasa pribumi setempat, 
untuk melekatkan mereka di bawah pengaruh dan kekuasaan 
para birokrat aristokratis. 

Walaupun mereka umumnya berdiam d.i desa atau di 
perbatasan desa, daerah jangkauan pengaruh serta jaringan 
madrasah atau pesantren mereka melampui batas-batas desa. 
Mereka adalah perantara utama antara desa dengan dunia yang 
luas, baik dengan lingkungan sekitar maupun dengan dunia Islam 
secara keseluruhan. Kehadiran rnereka d.i desa sering pula 
menyebabkan sensitifnya desa terhadap pergolakan dan perubah­
an yang terjadi di dunia Islam. Orientasi mereka adalah supra­
desa dan jangkauan pengaruh serta hubungannya supra-desa pula. 

lkatan yang melampui desa tersebut antara lain disebabkan 
tradisi ntadrasah atau pesantren yang rnenjadikan hubungan guru 
dan murid sebagai sesuatu yang selalu berlanjut. Sekali orang 
mengakui seorang lain menjadi gurunya rnaka adalah kewajiban 
morilnya untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dengan begini 
pesantren dan madrasah, walaupun berdiri sendiri selalu .mem­
punyai hubungar; spirituil dengan yang lain - dengan pesantren 
lama. yang dipirnpin oleh bekas guru, atau pesantren juga 
mendorong terjadinya hubungan . yang menetap antara sesarna 
santri. Bila mereka selesai belajar dan mendirikan pesantren baru 
maka ikatan ini biasanya dipertahankan. Begitulah sebuah pesan­
tren sering merupakan matarantai dari orientasi tertentu terhadap 
agama. 

Keberhasilan pesantren atau madrasah dibeberapa tempat 
untuk rnenjadi salahsatu sumber authority atau wewenang dalam 
mengatur hidup kemasyarakatan dan pribadi sering menirnbulkan 
aliansi antara lembaga tersebut dengan kekuasaan sekuler. Semen­
tara penguasa sekuler atau duniawi dengan didampingi dan 
dibantu olehpejahat agama, melakukan tindakan dan memanifes­
taslkan kekuasaannya maka pcsantren dan guru-guru agama 
sering muncul sebagai pemberi legitimasi spirituil terhadap semua 
itu. Keadaan ini memang menimbulkan suatu harmoni sosial dan 
menyokong kemantapan k~tentraman. Tetapi he~l itu juga men- · 

. jadi benteng bagi kelanjutan sikap konservatif. Su<t~u kritik 
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terhadap penguasa sekuler dirasakan pula sebag<li ketidak-wajaran 
oleh pemimpin agama. Dan dc:mikian pul.1 sebaliknya. Tetapi 
dalam suasana yang sama. sering pula terjadi suatu konflik antar.t 
kedua jenis wewenang tersebut. Wewenang sekuler daJam hal ini 
sering diwakili oleh pejabat agama. Suatu kecemburuan profesi 
sering menimbulkan perbenturan yang tak mudah diselesaikan. 
Apalagi bila salahsatu merasakan yang lain telah mulai memasuki 
daerah jurisdiksinya. DaJam hal ini bisa pula dilihat suatu pola 
bahwa makin jauh sebuah pesantren mempe~oaJkan agama dari 
masalah syariat atau hukum dan mclanjutkan pada problim 
tarekat maka makin besar pula kemungkinan bahwa per­
benturan akan terjadi. Pada yang belakangan ini sering terjadi 
kecenderungan untuk mengaburkan arti hukurn, baik hukum 
dunia ataupun hukum agama-keduanya dianggap masih pada 
taraf yang rendah dalam usaha mencari kesempurnaan hidup. 

Secara resmi, seperti juga antara kaum intelektuil sekuler. 
tidak ada hierarki yang jelas antara pemimpin-pemimpin agama. 
Tetapi ikatan guru dan murid yang diperabadikan m..:mberi jenis 
hirarki tersebut. Disamping itu keungguJan ilmu - belajar di 
Mekkah dan kemudian di Kairo adaJah tambahan yang sangat 
dihargai - serta k~mampuan untuk melebarkan pengaruh adalah 
faktor-faktor yang menyebabkan seorang pemirnpin agama <li­
anggap lebih tinggi dari yang lain. Hierarki seperti ini akan lebih 
terasa dalam jaringan pesantren yang mementingkan pengajaran 
tarikat. 

Pada dasawarsa pertama abad ini terjadilah semacam per­
ubahan daJam sistim pesantren dan dalam corak hubungan antar 
pesantren Jan guru-guru agama. Di mulai di Sumatra Barat. 
sebagai pengaruh pendatang baru dari Mekkah, yang k~udian 
ditamb<!P oleh pendatang dari Kairo terjadi usaha reformasi 
agama. Hal ini bukan saja menyangkut pem bersihan agama dari 
segala r.al yang tidak berasal dari Kitab Suci dan Sunnah Nabi. 
dan menjadikan agama sebagai dasar bagi perobahan sosial tetapi 
juga menjadi taqlid kepatuhan yang membuta kepada ajaran yang 
telah bertradisi sebagai suatu yang menurunkan derajat agama­
agama yang teruntuk bagi orang berakal. Dengan begini pula 
hubungan kepatuhan yang abadi antara guru dan murid hams 
dipersoalkan. Pada tahun I ':112 di Jawa muncul Muhammadiyah. 
sebuah organisasi yang bercita-dta hampir sama dengan gerakan 
agama di Sumatra Barat. 
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Peristiwa ini menimbulkan terjadinya pap~~ahan masyar" 
kat Islam atas dua golongan besar, pengikut kaum mud::; d<:!1 

kaum tua. Dalarn hubungan status sosial, hal ini, st:perti halnya 
dengan pt:ndidikan umurn, mencairkan ikatan hierarki guru dan 
murid. Dan, tak kur.mg pentingnya, organisasi, hukan saja 
kemasyhur.m atas keunggulan ilmu. muncul sebagai salahsatu 
cara untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Pcmimpin agama 
yang mumi harus bersaingan pula dengan pernimpin agarna yang 
mernakaikan organisasi sebagai alat mobilitas. 

Begitulah status sosial dari ling.kungan yang mengatasi desa 
maka selama zaman koJonial terjadi semacarn pencairan dan 
mobilitas. Hientrki terbuka bagi orang baru untuk rnasuk. 
Pendidikan, pengaruh luar, komersialisasi, dan urbanisasi mem­
buka kesempatan ini. Tetapi perubahan yang fundamentil yang 
menyangkut nilai-nilai dari stratifikasi sosial tidak.lah terjadi. 
Mobilitas personil tidak sejalan dengan peralihan nilai. Dalam hal 
ini temyata perubaban di desa lebih penting. 
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BAB Ill 

PERGERAKAN NASIONAL 

A. AWALPERKEMBANGAN 

1. Budi Oetomo. 

Dengan semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat. 
Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, ·seorang dokter Jawa di 
Jogyakarta dan termasuk golongan priyayi rendahan. dalam 
tahun 1906 dan 1907 mulai mengadakan karnpanye di kalangan 
priyayi di ptilau Jawa. Walaupun hasil karnpanye tidak sebagai~ 
mana yang diharapkan tetapi hasilnya juga ada. seperti di daerah 
Jawa Tengah sendiri sejak itu terbuka kemungkinan · adanya 
kerjasama diantara pejabat pribumi 1 • Peningkatan ini akan 
dilaksanakan dengan membentuk "Dana Pelajar". Dalarn per­
jalanan karnpanye itu pada akhir tahun 1907, dr. Wahidin 
bertemu dengan Sutomo, pelajar STOVIA, di Jakarta. Pertemuan 
yang memperbincangkan nasib rakyat itu temyata berpengaruh 
besar pada diri pemuda Sutomo1

. Cita-cita untuk meningkatkan 
kedudukan dan martabat rakyat itu . sebenarnya juga sudah ada 
pada para pelajar-pelajar STOVIA 3 , karena itu karnpanye dr. 
Wahidin makin mendorong dan memperbesar cita~cita tersebut. 
Sutomo kemudian membicarakan maksud lcimpanye dr. Wahidin 
de:1gan teman~temannya di STOVIA. Hasil pembicaraan memper­
.lihatkan bahwa cita-cita dr. Wahidin setelah diolah mengalami 
perubahan. Tujuan semula mendirikan suatu dana belajar diper­
luas jangkauannya. Begitulah pada hari Rabli tanggal · 20 Mei 
1908 di Jakarta pelajar-pelajar tersebut di gedung STOVIA 
mendirikan organisasi yang diberi nama Boedi Oetomo, dan 
Sutomo ditunjuk sebagai KetiJa. 

Dari bulan Mei sampai awal Oktober 1908, Boedi Oetomo 
yang baru muncul itu merupakan organisasi pelajar deHgan para 
pelajar STOVIA sebagai intinya. Tujuannya merumuskan secara 

I An111ra lain d:.lpal dibaca dalym J.:Jva Bod~. tal. S November 1906. 
l R. So.,tomo •. Kemm,(· lunangan. S~rabMja , 1934, h~l. 79 - 8 L 

3 &tavu11uch Ni~wsb14d , tgl. I J J uli 1908; GecnaWlln Mangoen ko.:•ocmo , '" IJe 
Goboorle nn Bocdi Oetomo", SoembtaiiKnh. G~dotl:bo~lc Bo~di Oetomo /908 .• 
20 Mei 19/IJ. 
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samar-samar yaitu: "kemajuan bagi Hindia", dimana jangkauan 
geraknya terbatas pada penduduk pulau Jawa dan pulau Madura 
dan baru kemudian meluas untuk penduduk Hindia seluruhnya 
dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin 
dan agama. Sarnpai menjelang kongres pertama terdapat 8 cabang 
Boedi Oetomo yaitu di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya I, Yogya 
II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo. 

SeteJah cita-dta Budi Utomo mendapat dukungan makin 
meluas dikaJangan cendekiawan Jawa. maka pelajar itu menying­
kir dari barisan depan. Sebagian karena keinginannya agar 
generasi yang lebih tua memegang peranan bagi gerakan itu. 
Ketika kongres Boedi Oetomo dibuka di Yogyakarta, maka 
pimpinan beralih kepada generasi yang lebih tua, yang terutama · 
terdiri dan priyayi-priyayi rendahan. 4 

Tanpa pengalarnan sedikitpun dalam hidup keorganisasian. 
Boedi Oetomo merupakan wadah dari unsur-unsur radikal dan 
bercorak poUtik, seperti pada diri dr. Tjipto Mangunkusumo, dan 
unsur yang kurang memperhatikan keduniawian yang cenderung 
bersifat fllsafat, seperti pada diri dr. Radjiman Wedyodiningrat. 
Ketuanya Tirtokusumo, sebagai · seorang bupati lebih banyak 
memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial daripada mem­
perhatikan reaksi dari penduduk pribumi. 

Setelah perdebatan yang panjang tc:ntang corak Boedi 
Oetomo, malca Pengurus Besar memutuskan untuk membatasi 
jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura dan 
tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang 
kegiatan yang dipilihnya oleh kar:ena itu yalah bidang pendidikan 
dan budaya. Karena kebanyakan pendukungnya yalah golongan 
priyayi rendahan, maka. dapat dipahami mengapa Boedi Oetomo 
menganggap perlu meluaskan pendidikan barat. Pengetahuan 
bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa bahasa 
itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak 
dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, maka 
Boedi Oetomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi 
@Iongan priyayi daripada bagi penduduk pribumi pada umum­
nya. Slogan Boedi Oetomo berubah dari "perjuangan untuk 
mempertahankan penghidupan" menjadi "kemajuan secara 
serasi". Hal itu menunjukkan pengaruh. golongan tua yang 

4 Lebih lanjut dapat dilihat pada V~nlag Con6r~~ Boedytam~~, Djogjak:~rta. I 909. 
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moderat dan golongan priyayi ymg Jebih mengutarnakan jabatan· 
nya. Dengan demikian, maka sikap "proto-nasionalistis" dari para 
pemimpin pelajar yang kentara pada awal berdirinya Boedi 
Oetomo, kini terdesak kebelakang. 

SeteJah dua pemimpinnya yang berbeda ~ndapat dengan 
anggota Pengurus Besar, yaitu Tjipto Mangunkusumo dan Surjo­
diputro, berhenti dari badan pengurus sebelum kongr~s yang 
kedua, Pengurus Besar Boedi Octcano mc:njadi lc:bih scragam. 
Setelah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Boedi 
Oetomo sebagai badan hukum, maka dihardpkan organisasi itu 
akan melancarkan aktivitas secara luas. Tetapi s~gera Bocdi 
Oetomo menjad.i lamban. y;mg sebagian .disebabkan kesulitan 
keuangan. Lain daripada itu para bupati telah mendirikan 
organisasi sendiri, para pemuda STOVIA dan · anggota muda 
lainnya berhenti sebagai anggotanya karena kecewa terhadap 
jalan yang telah ditempuh Bocdi Oetomo. Namun pada akhir 
tahun 1909 Boedi Oetorno telah mempunyai cabang di · 40 
tern pat dcngan jumlah anggota Jebih kuraitg 10.000 orang. 

Perkembangan selanjutnya merupakan periode yang paling 
lamban bagi Boed.i Oetomo. Aktivitasnya hanya terbatas pada 
penerbitan majalah bulanan Guuot: Dt:sa dan bcbcrapa petisi, 
yang dibuatriya kepada pemcrintah berhubung dengan usaha 
meningg}kan mutu sekolah menengah pertama. Tatkea.!a kepemim­
pinan pengurus pusat makin lemah, maka cabang-cabang melaku­
kan aktivitas sendiri yang tidak "banyak hasilnya. Pemerintah 
yang mengawasi pcrkembangan Boedi Oetomo sejak berdirinya 
dengan penuh perhatian dan harapan, akhimya menarik"kesimpul 
an, bahwa pengaruh Boedi Oetomo terhadap penduduk pribumi 
tidak begitu besar. Beberapa bagian pernerintahan nampaknya 
mcrasa puas karena ketidakmarnpuan Boedi Oetomo itu, tetapi 
G.A.J. Hazeu, penasehat pemerintah untuk urusan pribumi. 
merasa kecewa karena kelambanan organisasi itu. 

Tirtokusumo berhenti pada tahun 1912 dan ketua Boed.i 
Oetomo yang baru, Pangeran Noto. Di~odjo berusaha dengan 
sepenuh tenaga mengejar ketinggalan. Dengan ketua yang baru 
itu Boedi Oetomo pcrkembangannya tidak pesat lagi. Hasil-hasil 
yang pertama dicapainya oleh ketua berketurunan Paku Alam itu 
yalah perbaikan pengajaran d.i daerah kesultanan/kesunanan. 
Boedi Oetomo mendirikan organisasi dana belajar Da.rmoworo. 
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Tetapi hasilnya tidaklah begitu besar. SukseHukses yang kecil 
itu makin tidak berarti dan berada di bawah bayangan muncul­
nya organisasi nasionallainn]'a, terutama: 

1. Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 19.12, berazaskan 
dasar hubungan spirituil agama dan kepentingan perdagang­
a·n yang sama. berkernbang menjadi gerdkan rakyat yang 
pertama dan sebenamya di Indonesia. 

2. Indische Partij. yang berdiri pada masa yang bersamaan 
mempropagandakan "Nasionalisme Hindia" dan bergerak 
dalam bidang politik · 

Kedua partai tersebut menarik unsur-unsur yang tidak puas 
keluar dati Boedi Oetomo. Sungguhpun prinsip-prinsip utama 
tentang netralisasi agama dan aktivitas non-politik Boedi Oetomo 
membedakan dirinya· dengan organisasi-organisasi lain. tetapi ia 
harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama prinsip-prinsip 
itu dipertahankan dengan sifat yang pasif tidakJah dapat diharap­
kan pengaruhnya akan makin meluas. 

Mulai pecahnya Perang Dunia l pada tahun 1914, kelihatan 
ada usaha untuk mengembalikan kckuatan yang ada pada BoeJi 
Oetomo. Berdasarkan akan adanya kemungki11an intcrvcnsi ke­
kuasaa n ;1si ng lain , maka Boedi Octomo mclancarkan issue 
pentingnya pertahanan sendiri, dan yang pcrtama menyokong 
gagasan wajib militer pribumi.S Diskusi yang terjadi berturut-turut 

dalam pertemuan-pertcmuan setempat scbaliknya menggeser per­
hatian rakyat dari soal wajib militer ke arah soal perwakilan 
rd.kyat. Dikirim kannya scbuah misi ke Negeri Belanda oleh 
Komite "lndie Weerbaar" untuk pertahanan Hindia dalam tahun 
1916 - · 1917 merupakan pertanda masa yang amat berhasil bagi 
Boedi Oetomo. Dwidjosewoyo scbagai waki1 Boedi Oetomo 
dalam misi tersebut berhasil mengadakan pcn ckk<~tan dengan 
pemimpin-pemimpin Belanda tcrkemuka. Keterangan Mc nteri 
Urusan Dal:rah Jajahan h:ntang pcmbcntubn Vnfksra:~d fr>e '.van 
RakyaU. yang waktu itu s.:dang dihit.:arakan diJ<.~!: tm Dt.:w <.: ll 

Perwaki!Jn Rakyat Bdar1da. dimana ia merH.:kankan badan itu 
akan dijadikan Dt:wan Perwakihw Rakyat nan ti amat mcnggcm­
birakan anggota mis i maupun Boedi Odomo. Undang-und ang 

!S-t 

Mr A . K . l'rin!!~od i~dtt . • ':it·Jiaro h Pt'r . ...:~ ru ka ,., R'.llc .L·;If f · ··./un c ;;,/11 , l' ..:: • :: r~n r l ' .• ~ t.: ~: : t 
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wa.1ih m i:i tcr ~:.~g.JI. s..:balikn y;.. unJ. J ng.- :J:HLlng pt:mh.:t : ltt bll 
Volk::.raad disahkan pada bubn Dt.:::.~:tnb·~r 19!6. Bot:di o,~tomo 
st!g~.:ra membenruk s..:buah Komite Na:-.ional untuk mcngl1Jdapi 
pemilihan anggota Volksraad_ tetapi komitc itu tidak dapat 
berjalan ·sebagaimana mesttnya dan akhirnya bubar. 

Aktivitas-aktivitas itu memberi kesan kcpada kaum t•tika di 
kalangan pcmerinlahan. kolonial, bahwii Bot:ui Oc:tomo adalah 
satu-satunya organisasi yang bertanggungjawab dan dapat di­
percaya. Sebagai hasilnya partai kaum erika hekerjasama den£an 
Boedi Oetomo dalam kampany~ pcmilihan s~hingga Boedi 
Oetomo dapat mcnduduki jumlah kursi yang nomor uua bcsar­
nya diantara anggota pribumi di dalam Volksraad. 

Di dalam sidang Volksraad wakil-w:~kil Boedi Ot:tomo masih 
tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik tl'rha~li.ip kebij4ks:J­
naan politik pemerintah. Sebaliknya para ;mggota pribumi yang 
lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalam Volks­
r;,~ad melakukan kritik terhadap pemerint:1h . Dt:ngan lllt:makai 
kese111pa1an ·"iPanya krisis bulan N9vcmher 1918 ui Nt:gcri 
Belanda .• 11ereka mt:riuntut pt:rubahan bagi Volksraad cJan ke­
bijaksanaan politik Negeri Belanda umumnya sampai akhirnyJ 
ditentuk sebuah komisi pada tahuo 1919. 

Konsesi yang diberikan oleh Gubernur Jenderal dulam masi.J 
itu dan makin pentingnya gerakan politik di kalangan rnassa 
menyebabkan Boedi Oetomo pada akhirnya lxrkesimpulan bi.ih­
wa ia juga harus m~m:ari dukungan massa. Akibatnya unsttr yang 
lebih radikal di dalam BOt:di Oetomo mt!ndapat pengaruh y;mg 
lebih bcsar. Tetapi segera setelah itu, kebijaksanaan politik yang 
lebih keras dijalankan oleh Gubernur Jenderal yang b;uu. Mr. D. 
Fock. Juga anggaran bagi pendidikan dikurangi dengan dr<Jstis. 
Sebagai akibatnya terjadi perpecahan antard golongan modaat 
dan radikal di dalam Boedi Oetomo. yang baru kemuJian 
bcrakhir sewaktu diadakannya fusi ke dalam Parindra (Part<~i 
Indonesia Raya) pada tahun 1935. Kita lihat umpamanya dr. 
Sutomo sendi.ri karena merasa tidak puas blu mendiribn 
lndonesische Studieclub pada tahun 1924 di Surabaya. y<.~ng 
kemudian berkcmbang mt:njadi Persatuan Bangsa Indonesia . 
S:=hah utama dari didirikannya Indonesische Studit:club y :.dall 

kurena dr. Sutomo dan juga pemimpin nasionalis la.innya mc-n c:­
anggap aza.s ''Kehangsaan Jawa" dari Boedi Oetomo sudah ticlak 
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sesuai lagi dengan perkemhangan rasa kebangsaan waktu itu . 6 

Boedi Oetomo baru terbuka · bagi penduduk seluruh Indonesia 
sesudah kongres pada bulan Desember tahun 1930. 

Jelas kelihatan bahwa bila ditinjau masa sepuluh tahun 
pertama perkembangan Boedi Oetomo, adanya sikap yang lunak 
di kalangan priyayi dalam menghadapi perubahan sosial yang 
terjadi di Indonesia · patla awal abad 20. Pada tingkat pertama 
secara samar-samar Boedi Oetomo mcngemukakan keinginan 
golongan yang telah herpe·ndidikan tentang kemajuan nasional 
dan budaya. Kemudian perhatian dipusatkan kepada pendidikan 
sel:ard Bar.it yang dianggap satu-satunya jalan untuk mencapai 
promosi bagi golongan priyayi rendahan di dalam jenjang 
kepegawaian kolonial. Keinginan untuk pendidikan yang lebih 
tinggi sejajar dengan munculnya golongan menengah pribumi dan 
usaha-usa~a ke arah k~makmuran ekonomi. Usaha-usaha mernaju. 
kan kesejahteraan sosial di kalang-.m pribumi mak.in luas dijalan­
kan di daerah·daerah dan usaha·usaha di bidang ekonomi mulai 
berubah menjadi berpolitik. Bahaya yang m.enjllncam k.&rena 
perang membangunkan para pemimpin Boedi Oetomo tentang 
pentingnya pertahanan bagi negaranya sendiri. Tetapi kewajiban 
untuk mempertahankan negeri dibawah pemerintah Belanda mau 
tidak mau menimbulkan gagasan untuk menuntut hak perwakilan 
yang layak bagi rakyat. Langkah-langkah tersebut mcnyadarkan 
golongan priyayi tentang adanya cara-card yang berbeda didalam 
mendapatkan kebutahan sosial, pada mulanya melalui pendidik­
an akhimya dengan berpolitik. 

Perubahan itu sendiri mungkin sekali disebabkan tidak 
adanya program politik yang nyata, tidak adanya pemimpin 
tungga.l yang berwibawa seperti partai-partai lain. tidak adanya 
dana. Lain dari pada itu pard. anggota anggota Bocdi Oetorno 
mengetahui bahwa mereka mempunyai harapan baik bagi masa­
depannya karena itu tidak berani menanggung risiko. Tidak dapat 
dimungkiri bahwa Boedi Oetomo sebagai organisasi golonga.tL 
menct:nninkan kemampuannya yang luarbia.sa untuk melindungi 
dirinya. Seperti pemah dikatakan oleh Dwidjosewojo sebagai 
jawaban kepada dr. Tjipto Mangunkusumo: "Bertindak tenang 
dan lunak mcrupakan sifat Boedi Oetomo". Karakteristik se-

6 Prnf. J,...-a Kusuma s .. rnanlli SH, S~dj4rvh R~110lusi lndon~:sW. c.ljilid pertama . 
Ojak ... u. 196J. hal J9 dan 61. 
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macarn itu memang sudah merupakan naluri yang dalam berakar 
di dalam budaya Jawa. 

Karena Boedi Oetomo tidak pemah mendapat dukungan 
massa, kedudukannya secara politik kurana begitu pentina. 
Narnun suatu hal yang penting dari Boedi Oetomo adalah bahwa 
di da1am tubuhnya telah ada benih semangat nasional yana 
pertama dan karena jtu ia dapat dipandana sebapi Q"tduk 
pergerakan-- nasional, yana kernudian muncul didalam tubuh 
Sarekat Islam dan lndische Partij. 

2. Sllrekat Islam. 

Tiga tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 
1911 bapikan sesuatu yana kebetulan didirikanlah perkurnpulan 
Sarekat Islam 'di Solo. Latarbelakan& ekonomis perkumpulan ini 
yalah perlawanan terhadap dq8ng-antara (penyalur) oleh orana 
Cina. Sunguhpun demilcian kejadian itu merupakan isyarat bagi 
orana Mu.alim, bahwa telah tiba waktunya untuk menunjuk.kan 
kekuatannyL Para pcmdiri Sarekat Islam mendiriJr.an organisasi­
nya tidak semata-mata untuk mengada.kan perlawanan terhadap 
oran~rana Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua 
penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Ia merupakan reaksi 
terhadap rencana kresteninp·polltiek(politik penJ"kristenan) dari 
kaum zendina, perlawanan terhadap kecurangan.kecurangan dan 
penindasan-penindasan dari. pihak arnbten~ambtenar bumiputra . 

. dan Eropa. Pendeknya perlawanan Sarekat Islam ditujukan 
terhadap sctiap bentuk penindasan dan kesombonpn rasial 
berbeda denpn Boedi Oetomo yana merupakan organisasi dari 
ambtenar-ambtenar pemerintah, maka Sarekat Islam berhasil 
sampai pada lapisan bawah masyarakat. yaitu lapisan yana sejak 
berabad-abad harnpir tidak menplarni perubahan dan palinJ 
banyak menderita. 

Bila ditinjau menurut angarin dasamya, yang dapat 
dirumuskan seperti beri.kut: menaembangkan jiwa bcJ'dapna; 
memberi bantuan kepada angota-anggota yana menderita ke­
sukaran; mem~ pengajaran dan semua yang mempercepat 
naiknya de~t bumiputra; menentang pendapat-pendapat yana 
keliru tentang aaama Islam, maka Sl terana tidak berisikan 
politik. Tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat. 
bahwa Sl tidak lain melak.sanakan suatu tujuan ketatanegaraan. 
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Selalu d.iperjuangkan dengan gigih keadilan dan kebenaran 
terhadap penindasan dan lain-lain keburukan bagi. pihak pemerin­
tah, aksi mana disertai oleh wartawan-wartawan Indonesia yang 
berani. Tanpa diragukan, periode Sl itu dicanangkan oleh suatu 
kebangunan revolusioner . dalarn arti tindakan yang gagah-berani 
melawan stelsel-terjajah-penjajah. 

Pemerintah Hindia Belanda, menghadapi situasi yang demi­
kian hidup dan mengandung unsur-unsur revolusioner, menem­
puh jalan hati-hati dan mengirim kan ~ahseorang penasehatnya 
kepada o~ganisasi terse but. Gubemur Jenderalldenburg meminta 
nasehat-nasehat dari para residen untuk menetapkan kebijak­
sanaan politiknya. Hasilnya yalah untuk sementara SI tidak 
boleh berupa organisasi yang mempunyai pengurus besar dan 
hanya diperbolehkan berdiri secara lokal. 

Suwardi Suryaningrat mencatat pada tahun 1917, bahwa 
berhubung dengan jalan diplomatis yang ditempuh oleh pemerin­
tah itu, maka larnbatlaun unsur memberontak menjadi ber­
kurang, bahkan disana-sini . telah berubah menjadi mentalitet 
semangat Belanda. Penulisan lain (D.M.G. Koch) mengemukakan 
adanya tiga aliran didalarn tubuh SI, yaitu yang bersifat Islam 
fanatik. yang bersifat menentang keras dan golongan yang 
hendak berusaha mencari kemajuan dengan berangsur-angsur dan 
dengan bantuan pemerintah. Tetapi apabila cita-cita yang tidak 
adil dan tidak sah terhadap rakyat Indonesia begitu jelas. maka 
ciri kerohanian Sl tetap demokratis dan militant (sangat siap 
untuk berjuang). Memang bebe!apa aspek perjuangan terkumpu1 
menjadi satu di dalarn tubuh SI sehingga ada yang menamakan. 
bahwa SI merupakan "gerakan . nationalistis-demokratis-ekono­
mis." 

ltulah sebabnya lain daripada partai lainnya, maka kecepat­
an tumbuhnya Sl bagaikan meteor dan meluas secara horison­
tal, sehingga SI merupakan organisasi masa yang pertama di 
Indonesia, yang antara tahun 191 7 ·- 1920 sangat terasa 
pengaruhnya di dalarn politik Indonesia. Corak demokratis dan 
kesiapan untuk berjuang yang mendekatkan beberapa cabang Sl 
dan para pemimpinnya kepada ajaran Marxis. Terutama SI di 
bawah Semaun dan Darsono 7 merupakan pelopor yang meng-

7 l~bih lanjut lihal pas• I mencenai P KJ . 
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gunakan senjata baru dalam perjuangan melawan imperialisme. 
yalah teori perjuangan Marx. , 

Sudah barang tentu hal itu mcnimbulkan krisis dan per­
tentan~an timbul antara pendukung paham Islam dan paham 
Marx . Debat yang scru terjadi an tara H. A. Agus Salim · · Abdul 
Muis di satu pihak dengan Semaun - Tan Malaka di lain pihak. 
t<Jtkala p<!da tahun I 921 golongan kiri dalam tubuh SI dapat 
disinl.!kirkan. yang kemudian menamakan dirinya Sarekat Rak­
yat. Sl dan SR keduanya berusaha untuk mendapatkan 
sokong:.n massa dan dalam hal ini keduanya cukup berhasil. 
Keadaan demikian di dalam tubuh Sl yang menyebabkan 
pemimpin Sl , Tjokroaminoto. mengadakan studi perbandingan 
ajaran Islam dan Marxisme. Bukunya terbit pada tahun I 924. 

3. lndisc:he Partij. 

Setelah kita tinjau perkembangan gagasan yang menandai 
adanya kebangunan kesadaran kesadaran nasional dan kebangun­
an revolusioner bersifat kerakyatan yang berjiwa Islam, maka 
sebagai fase ketiga di dalam perkembangan sejarah pergerakan 
nasional pada awal pertumbuhannya. lahir konsepsi yang berco­
rak politik seratus persen dan prog;·arn nasional yang meliputi 
pengertian nasionalisme modem. Organisasi pendukung gagasan 
revolusioner nasional itu yalah lndische Partij yang didirikan 
pad a tangga1 6 September 1912. Organisasi ini juga ingin 
menggantikan Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan 
Eropa di Indonesia yang didirikan tahun 1898. Perumus gagasan 
itu yalah E.F.E. Douwes Dekker kemudian terkenal dengan nama 
Danudirdja Setyabuddhi, seorang Indo, yang melihat keganjilan­
keganjilan dalarn masyarakat kolonial khususnya diskrirninasi 
antara keturunan Belanda totok dan kaum Indo. Tetapi lebih 
daripada hanya membatasi pandangan dan kepentingan golongan 
kecil masyarakat Indo saja, Douwes Dekker meluaskan pandang­
annya terhadap masyarakat Indonesia umumnya, yang masih 
tetap hidup di dalam situasi kolonial. Nasib para Indo tidak 
ditentukan oleh pemerintah kolonial tetapi terletak di dalam 
bentuk kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Bahkan 
menurut Suwardi Suryaningrat ia tidak mengenal supremasi Indo 
atas penduduk bumiputra . malahan ia menghendaki hilangnya 
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golongan Indo dengan jalan peleburan ke dalam masyarakat 
bumiputra. Me1alui karangan-karangan di dalam Her Tijdschrift 
kemudian dilanjutkan di dalam De Express, maka propagan­
danya meliputi : pe1aksanaan suatu program "Hindia" untuk 
setiap gerakan politik yang sehat dengan tujuan menghapuskan 
perhubungan kolonial; menyadarkan go1ongan Indo dan pen­
duduk bumiputra. bahwa masadepan mereka terancam oleh 
bahaya yang sama, yaitu bahaya exploitasi ko1onial. Alat untuk 
melancarkan aksi-aksi perlawanan-perlawanan yalah dengan mem­
bentuk suatu partij : /ndische Parti/ Untuk persiapan pendirian 
lndische Partij, maka Douwes Dekker mengadakan perja1anan 
propaganda di pulau Jawa yang dimulai pada tanggal 15 
September dan berakhir pada tanggal 3 Oktober 1912. Di dalam 
perjalanan inilah ia bertemu dengan dokter Tjipto Mangunkusumo. 
yang segera mengadakan . pertukaran mengenai soal-soal yang 
berta1ian dengan pembinaan partij yang bercorak nasional. Lain 
daripada itu di Bandung ia mendapat dukungan dari Suwardi 
Suryaningrat dan Abdul Muis yang pada waktu itu telah menjadi 
pemimpin-pemimpin Sarekat Islam cabang Bandung. Di Yogya­
karta ia mendapat sambutan dari pengurus Boedi Oetomo. 
Redaktur-redaktur suratkabar Jawa Tengah di Semarang dan 
Tjahaya Timoer di Malang juga menyokong berdirinya lndische 
Partij. Begitupun di daerah-daerah Jawa Barat. Jawa Tengah dan 
Jawa Timur gagasannya mendapat sokongan . 8 Bukti nyata dari 
propaganda ini yalah didirikannya 30 cabang dengan anggota 
sejumlah 7300 orang. keb~nyakan Jndo-Belanda. Sedangkan 
jumlah anggota bangsa Indonesia ada!a.h 1500 orang. Bahkan 
seseorang sahabatnya pernah menarnakar. aksi·aksi Douwes Dek­
ker yang bergerak ke seluruh pulau Jawa "bagaikan sebuah 
tornado yang meninggalkan emosi-emosi yang meluap di kota­
kota, yang tidak pemah terjadi sebelumnya".9 Memang mereka 
dan beberapa orang lainnya tidak puas dengan langkah-langkah 
yang telah diam bil Boedi Oetomo, oleh karena itu golongan 
progresif mencari kepuasan politik dengan menggabungkan diri 
dengan Sarekat Islam . Pada tahun 1912 itu Sarekat Islam belum 
menunjukkan gerak revolusiont!rnya , okr karena itu gJgas:.m 

8 
Laporan lengkap pcr)ollanan pro pa~anda - lou.li"hc Partij dapal dib• c a sel<n ~ k·p -

nya dalam Hn Tijd scl; rif t . lll . tahun 1912 1913 . hal. 97 146. 
9 De Expres. Jahun 1914 . 
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perlunya satu partij pelopor berdasarkan konsepsi nasional yang 
luas mendapat sambutan dari mereka. 

Setelah pennusyawaratan wakil-wakil Indische Partij 
daerah di Ban dung pada. . tanggal 25 Desember 1912, . maka 
tersusunlah anggaran· dasar lndische Partij. Program revclusioner 
yang bersifat nasional dapat kita k~tahui di dalam pas.!l-pasal 
anggaran dasarnya, yang didalam bahasa lndqnesianya : w 
"Tujuan Indische Partij yalah untuk membangunkan patriotismt! 
semua "Indiers" terhadap ke~a Tanahair, yang telah member­
lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan 
untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk 
memajukan Tanahair "Hindia" dan untuk mempersiapkan ke­
hidupan rakyat yang merdeka". Cara-cara untuk mencapai tujuan 
terse but adalah : 
a. memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita­

cita kesatuan kebangsaan semua "Indiers"; meluaskan 
pengetahuan umum tentang sejarah budaya ''Hindia"; 
mengasosiasi.kan intelek secara bertingkat ke dalam suku 
dan inter-suku yang masih hidup berdampingan pada masa 
iiti; menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada 
diri-sendiri. 

b. memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan 
ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam 
bidang keruasyarakatan. 

c. membeia:Jltas usaha-usaha untuk inembangkitkan kebencian 
agama dan sektarisme yang bisa mengakibatkan "lndi~r" 
asing satU sama lain, sehingga dapat memupuk kerja sa:na 
atas dasai nasional. ·-

d. memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan memper­
kembangk.an individu kearah· aktivitas · yang lebih besar 
secara tehnis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal 
kesusilaan. 

e. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua 
orang Hindia. 

r. memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahan­
kan T anah Air dari serangan Asing. 

10 E. F. E. Douwea Dekker, De I tell' Parttj; H1111r -:~n "' luulr d<Xl. Bandoens. 
1913,hal.5l - 51 . 
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g. mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman dan meng­
hindiakan pengajaran, yang didalam semua hal harus disetu­
jukan kepada kepentingan ekonomis Hindia. d.irnana tidak 
diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras. sex 
atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang 
setinggi-tingginya yang bisa dicapai. 

h. memperbesar pengaruh pro-Hindia didaiarn pemerintahan. 

i. memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama 
dengan memperkuat mereka yang ekonorninya lemah. 

Tndische Partij berdiri diatas dasar nasionalisme yang luas menuju 
kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai "national home" 
sernua orang keturunan bumiputra, Belanda, Cina, Arab dan 
sebagainya, yang mengakui Hindia sebagai tanahair dan kebang­
saann-ya. Paham · ini pada waktu dulu dikenal sebagai /ndisch 
Nlltionalisme, yang kemudian hari melalui Perhimpunan Indo­
nesia dan PNI menjadi lndonesisch Nationalism e. a tau Nasional­
isme Indonesia. Pasal-pasaJ ini pulalah yang men.yatakan Indische 
Partij sebagai partai politik yang pertama di Indonesia. Bahwa 
lndische Partij adalah suatu partai yang radikal juga dinyatakan 
oleh Douwes Dekker bahwa didirikannya ini adalah merupakan 
"penantangan perang dari pihak budak koloni yang membayar 
belasting kepada kerajaan penjajah, pengaut pajak". 

Berbeda dengan sikap yang hati-hati terhadap Boedi 
Lietomo dan Sarekat Islam, pemerintah. Hindia Belanda bersikap 
tegas terhadap lndische Partij. Permohonan yang diajukan kepada 
Gubemur Jenderal untuk mendapat pengakuan sebagai badan 
hukum pada tanggal 4 .Maret 1913, ditolak dengan alasan karena 
organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak me­
rusak kearnanan umum. Juga setelah pihak pimpinan Indische 
Partij mengadakan audiensi kepada Gubemur Jenderal dan di 
ubahnya pasal 2 dari anggaran dasar, lndische Partij tetap 
merupakan partai ter1arang. Ini terjadi pada II Maret 1913 . 
Kejadian ini merupakan peringatan bagi Indische Partij, dan 
dengan demikian juga partai-partai lain, bahwa kemerdekaan itu 
tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pernerintah kolonial. 
Kernerdekaan itu harusJah direbut, sehingga makin jelaslah 
ucapan Douwes Dekker setahun sebe~umnya. bahwa "pengertian 
pemeriritah Hindia haruslah dipandang sebagai salahsatu dari 
pada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. 
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~~tah yang berkuasa di suatu tanah jajahan, bukanlah 
pemimpin narnanya melainkan penindasan, dan penindasan itu 
adalah musuh yang sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat, 
lebih berbahaya daripada pemberontakan yang meminta 
perubahan pemerintahan (revolusi). 12 

Sehubungan dengan maksud pemerintah akan merayakan 
ulangtahun ke- J 00 kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan 
Perancis, di Bandung dibentu.klah sebuah komite yang dikenal 
sebaghl "Komite Bumiputra". Komite ini bermaksud hendak 
mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda yang isinya mengan­
dung permintaan pencabutan pasal III R.R. (Reglement op het 
beleid der Regeering), dibentuknya majelis perwakilan rakyat 
yang sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di 
daerah jajahan. Salahseorang pemirnpin komite ini, Suwardi 
Suryaningrat, menulis sebuah risalah yang berjudtil "AJs ik 
eens Nederlander was ..... ", yang isinya merupakan sindiran tajarn 
atas ketidak-adilan di daerah jajahan. Karena kegi.atan komite ini 
dipandang berbahaya, pada bulan Agustus 1913 Douwes Dekker, 
dr. Tjipto Mangunkusumo dlm Suwardi Suryaningrat dijatuhi 
hukuman buangan, dan mereka memilih Negeri Belanda. 

Kepergian ketiga pemimpin tersebut membawa pengaruh 
terhadap kegiatan Indische Partij yang makin lama makin 
menurun. Kemudian Indische Partij berganti nama menjadi Partai 
Insulinde. Sebagai azas yang utarna dalam prograrnnya tertera: 
"m~ndidik suat1J nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita­
cita persatuan bangsa". Kepada anggota-anggota ditekankan 
supaya menyebut dirinya "lndiers", orang Hindia (Indonesia). 
Pengaruh Sarekat Islam yang kuat telah menarik orang-orang 
Indonesia, sehingga Partai Insulinde menjadi semakin lemah. 

Kembalinya Douwes Dekker dari negeri Belanda tahun 
1918 tidak begitu mempunyai arti bagi Partai Insulinde, yang 
kemudian pada bulan Juni 1919 berganti nama menjadi Nati<r 
naal Indische Partij (NIP). Dalarn perkembangannya, partai ini 
tidak pemah mempunyai pengaruh kepada rakyat banyak ba!tkan 
akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar. 

ll DMG. Koch. M~nudju Kt:mudr/luum : St:djarah Pt:'Bt:I'Gkkan Kt:bangStlan Indones/4 
StZmptli 1942. terdjemahan Abdul Muis, Jajaun Pembanpnan Djakarta, 1951 , hal. 
39. 
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4. Gerakan pemuda. 

Pergerakan Pemuda yang pertama didirikan yalah Boedi 
Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sungguhpun perkumpulan ini 
segera akan menjadi perkumpulan kaum tua, pada waktu lahimya 
sebag1an besar dari promotor-promotomya yalah pemuda, murid 
)>ebes:apa sekolah menengah, diantaranya R. Sutomo dan R. 
Gunawan Mangunkusumo. Cita-cita untuk melangsungkan per- · 
gerakan nasional untuk tanah Jawa itu muncul dari M. Wahidin 
Sudiro Husodo seorang dokter pensiunan yang tidak merasa puas 
akan keadaan bangsa dan tanahaimya. Akan tetapi pada kongres­
nya pertarna Boedi Oetomo di Yogya pada tanggal 5 Oktober 
1908, kelihatan bahwa perkumpulan tersebut bukan perkumpul­
an pemuda melainkan perkumpulan kaum tua, oleh karena 
semangat kongres itu bukan semangat pemuda dan yang meme­
gang pimpinan semua kaum tua. Sebagian besar dari anggota 
perkumpulan terdiri dari ambtenaar-ambtenaar dari golongan 
bangsawan. 

Ada satu hal yang dapat membuktikan, bahwa pada waktu 
itu rasa persatuan sudah mul4li tumbuh. Oleh karena anggota 
Boedi Oetomo terdiri dari penduduk Jawa, Madura dan Bali. 
maka pennusyawaratan dalam semua kongres memakai bahasa 
Indonesia. 

Lama kelarnaan golongan pemuda merasa tidak puas ter 
hadap Boedi Oetomo yang condong menjadi perkumpulan kaum 
tua. Makin disadarl bahwa pem.uda harus mempunyai perkum­
pulan sendiri, dimana pemuda dapat dididik. secara pemuda 
untuk memenuhi kewajibannya di kelak kemudian hari. 

Pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta dr. R. Satiman 
Wiryosandjoyo, Kadarman dan Sunardi dari beberapa pemuda 
lainnya bennufakat untuk mendirikan perkumpu1an pemuda 
dirnana yang diterima sebagai anggota hanya anak-anak sekolah 
menengah yang berasal dari pulau Jawa dan Madura. Perkum­
pulan yang diberi nama Tri Koro Dhanno merupakan gerakan 
remuda pertama · yang sesungguhnya. Pada tahun itu juga 
didirikan cabang di Surabaya. Pada mulanya cabang Jakarta 
mempunyai lebih-kurang 50 anggota. Majalah perkumpulannya 
juga bemama Tri Koro Dharmo yang diterbitkan buat pertama 
kalinya pada tanggal 10 November 1915. Tujuan perkumpulan 
yakni mencapai Jawa-Raya dengaii ·jalan memperkokoh rasa 

194 



persatuan antara pemuda Jawa. Sunda. Madura. Bali dan Lom­
bok. Tri Koro Dharmo berarti tiga tujuan yang mulia: sakti. 
budhi, bakti. 

Azas perkumpulan yaitu: 

1. menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputra pada 
sekolah menengah, dan· kursus perguruan uitgebreid dan 
sekolah vak; 

2. menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya: 

3. mem bangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala 
bahasa dan budaya Indonesia. 13 

Namun. karena sifatnya masih Jawa-sentris. pemuda-pemuda 
Sunda dan Madura merasa tidak senang. Untuk menghindari 
perpecahan, maka pada Kongres di Solo ditetapkan bahwa mulai 
tanggal 12 Juni 1918 nama diu bah menjadi long Jal'a. 

Menurut anggaran dasar yang ditetapkan tahun 1920. Jong 
Java bertujuan mendidik para anggota supaya ia kelak dapat 
memberikan tenaganya untuk pe~bangunan Jawa Raya dengan 
ja1an mempererat persatuan. menambah pengetahuan anggota 
serta berusaha menimbulkan rasa cinta akan budaya sendiri. 

Dalam kongres bulan Mei 1922 ditetapkan bahwa Jong Java 
tidak mencampuri urusan politik, anggota-anggota dilarang men­
jalankan politik atau menjadi anggota perkumpulan politik. Jong 
Java menjauhkan dirinya samasekali dari medan aksi dan pro­
paganda politik. Diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah 
setelah anggaran dasamya di ubah dan disesuaikan dengan 
permintaan pemerintah tahun 1923. 

Perkembangan gerakan politik ternyata juga menyeret Jong 
Java, sehingga masalah ini menjadi hangat dalam kongres ke-VIl 
tahun 1924. Ada usul supaya Jong Java tetap tidak dijadikan 
perkumpulan politik tetapi kepada anggota yang sudah cukup 
dewasa diberi kebebasan berpolitik. Sikap ini disokong oleh H. 
Agus Salim yang mencoba memasukkan soa1 agama dalam Jong 
Java dengan pendapat bahwa soa1 agama ini adalah sangat besar 
pengaruhnya dalam mencapai cita-dta. Usul ini ditolak, yang 
setuju berpolitik kemudian mendirikan long Islamicten Bond 

13 Lihal : G~Jenkbvek Jong .JaWJ : 1915 - 1930. dittrbitka n okh Pedo man Besar Jo ng 

Ja va. Djak<lrta. 20 April I 930. 
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dengan agama Islam sebagai dasar perjuangan. long lslamieten 
Bond juga menerbitkan majallah yang diberi nama A/-Noer. 
Untuk menggalang persatuan dengan perkumpulan pemuda­
pemuda Islam lainnya dibentuklah Pemuda Muslimin Indonesia. 

Sejalan dengan munculnya Jong Java, berdiri pula perkum­
pulan-perkumpulan pemuda yang bcrdasarkan kedaerahannya 
seperti Pasundan. long Sumatranen Bond, long Minahasa. long 
Ambon dan long Celebes (Sulawesi) yang kesemuanya bercita­
cita ke arah kemajuan Indonesia, terutama memajukan budaya 
dan daerah masing-masing. 

Jong Sumatranen Bond didirikan oleh murid-murid sekolah 
yang berasal dari Sumatra pada tanggal 9 Desem ber 191 7 di 
Jakarta, yang kemudian mempunyai cabang di Padang dan 
Bukittinggi. Tujuannya adalah mempererat hubungan diantara 
murid-murid yang berasal dari Sumatra, mendidik pemuda 
Sumatra untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempdajari dan 
mengembangkan budaya Sumatra. Di antara pemimpin-pcmimpin 
perkumpulan ini terdapat Mohammad Hatta dan Muhammad 
Yamin. 

Dapat. dilihat bahwa beberapa perkumpulan mengandung 
dalam susunannya atau bentuknya benih-benih yang dapat 
ditujukan kearah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu 
pemuda-pemuda Indonesia merctsa perlunya persatuan pemuda­
pemuda Indonesia yang dituangkan dalam satu wadah sehingga 
didapat satu derap-langkah yang sama dalam mencapai apa yang 
dicita-citakan oleh pemuda Indonesia umumnya. 

Kongres yang pertama untuk mencapai persatuan pemuda 
Indonesia yalah Kongres Pemuda Indonesia I yang diadakan pada 
tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Jakarta. Kongres 
tersebut dilantik oleh Jong Indonesia Kongres Komite di bawah 
pimpinan Tabrani. Komite ini dibentuk sehabis konferensi antara 
Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, pelajar-pelajar 
Minahasa, Sekar Rukun dan lain-lain pada tanggal 15 November 
1925, dan terdiri dari Bahder Djohan. Sumarto, Jan Toule. 
Soulehuwij, Paul Pinontoan dan Tabrani. Tujuan kongres yalah 
menanam semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di 
Indonesia untuk menjadi dasar bagi Persatuan Indonesia. dalam 
arti yang lebih luas. Pada kongres dimajukan usul okh P P P I 
(Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didiribn tahun 
1926 di Jakarta) untuk menggabungkan scgala pakumpuhm 
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pemuda daJam satu badan perhimpunan massa muda Indonesia, 
tetapi usaha ini tidak dapat dilaksanakan karena rasa kedaerahan 
masih kuat. Sehabis kongres. diadakan suatu konferensi pacta 
tanggal 15 Agustus 1926 oleh Jong Java. Jong Sumatranen Bond, 
Sekar Rukun, Jong lslamieten Bond, Jong Batak, Ambonsche 
Studeerenden, Minahassische Studeerenden dan Kongres Komite. 
Diusulkan agar mendirikan bal1an permanen untuk keperluan 
Persatuan Indonesia. Usul di terima terkecuali oleh J ong Islam ie­
ten Bond. 

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1926 di sahkanlah 
anggaran dasar perhimpunan baru yang bemama long Indonesia. 
dengan tujuan menanamkan dan meW\.Ijudkan cita-cita persatuan 
seluruh Indonesia, dengan dasar nasionalisme menuju ke arab 
terwujudnya Indonesia Raya. Perhimpunan ini terlepas dari 
semua perkumpulan pemuda Indonesia, bersifat permanen dan 
diurus oleh satu komite a tau dewan. 

Usaha perhimpunan baru itu tidak dapat berbuah seperti 
yang diharapkan. Pada awal tahun 1927 oleh Algemene Studie 
Club di kota Bandung didirikan perkumpulan pemuda yang juga 
dinarnakan Jong Indonesia, kelak diganti dengan nama Pemuda 
Indonesia. Tujuan perk.umpulan ini tidak banyak bedanya dengan 
Jong Indonesia. hanya susunannya berlainan. Tidak berpolitik, 
namun anggota-anggota secara perseorangan boleh. Ditetapkan­
pula bahwa ·bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Pemuda 
Indonesia bukan badan pusat s~mua persatuan perkumpu!an 
pemuda. 

Atas inisiatif P P PI kembali pada tanggal 26 - 28 Oktober 
1928 dilangsungkan Kongres Pemuda Indonesia ke-II untuk 
mempersatukan segala perkumpulan pemuda Indonesia yang ada 
dalam satu badan gabungan. Kongres menghasilkan sumpah 
pemuda yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isinya tiga 
sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanahair, bangsa dan 
bah as a. 

Dalam Kongres yang diadakan di Yogya pada tanggal 24 -
28 Desember 1928 diambil keputusan untuk mengadakan fusi 
(gabungan). Keputusan tersebut disetujui oleh Jong Java. Jong 
Sumatra (tahun 1928 menjadi Pemuda Sumatra). dan Jong 
Celebes. Kemudian dibentuklah suatu komisi, kelak disebut 
Komisi Besar Indonesia Mpda, untuk mempersiaf:'kan langkah­
langkah pelaksanaannya. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 
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1930 dalam konferensi di Solo ditetapkanlah berdirinya organi­
sasi Indonesia Muda. Pada saat berdirinya telah mempunyai 
anggota 2400 dan 25 cabang. diantaranya 4 di Sumatra dan satu 
di Sulawesi. long Islamieten Bond dan Pemuda Muslimin tidak 
mengpbungkan diri. 

Indonesia Muda memutus.kan tidak akan turut sepia aksi 
politik, dan anggota dilarang pula melakukan suatu pekerjaan 
yang berhubungan dengan politik. A.zasnya adalah kebangsaan 
dan tujuannya adalah Indo~esia Raya. Orpnisasi ini juga 
menerbitkan majalah yang diberi nama Indonesia Muda. 

Oleh karcna dinyatakan bahwa Indonesia Muda tidak 
berpolitik, maka tindakannya menjadi kurang kelihatan. Walau­
pun begitu pemerintah masih juga mencurigainya, sehinga murid 
bebcnpa sekolah pemerintah dilarang mcnjadi angotanya, bah­
kan banyak denpn alasan yana tidak meyaldnkan. 

Tekanan dan kekangan pemerintah terhadap perhimpunan 
atau organisasi-oJpni pemuda ini, seperti sulcar untuk men­
dapat pekerjaan dan larangan bersekolah . bagi anggota-anaota 
organisasi pemuda, menyebabkan banyak juga yang keluar dari 
organisasi. Akibatnya rasa tidak puas terhadap pemerintah makin 
dalam. Organisasi-organisasi bani yang muncul dengan sifat 
radibl seperti Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda 
Rakyat Indonesia yang mempunyai program Indonesia segera 

~-
Polidk ~ncr Gubemur Jenderal de Jonge (terutama 

tahun 1932 - 1931) tldak hanya melumpuhkan gerakan partai­
partai politik tetapi jup organisasi-organisasi pemuda: Artibl 
153 bis dan ter banyak menimbulkan korban bqi pemuda­
pemuda. Adanya ordonansi sekolah-sekolah liar juga menjadi hal 
yang sangat mcnghebohkan. Melihat hal ini Indonesia Muda · 
mencoba untuk mengadakan kongres pada tahun 1936, tetapi 
gagal karena tidak ada izin pemerintah. Banllah pada tahun 1938 
dapat diadakan Kongres Pemuda Indonesia ke-111 di Yogyakarta. 
Hasilnya yalah federasi organisasi-orpnisasi pemuda denpn 
nama Persatuan Pergerakan Pemuda Indonesia (Perpindo) dengan 
pusat di Jakarta. Kongres jup memutuskan mengenai kata 
"kemerdekaan Nusa dan Banpa" diganti dengan "me~Uunjuna 
martabat Nusa dan Banpa.,. bli disebabkan karena kala "kemer­
dekaan" tersebUt tabu bagi pemerintah Belanda. 

Disamping organisasi-orpnisasi pemuda yang bersifat nasi~ 
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nal, juga ada organisasi yang beruasarkan keagamaan seperti: 
Jong lslamieten Bond, Ansh<.'f Nahdatullilama, Pemuda Muham­
madiyah, : Persatuan Pemuda Kristen, dan. Persatuan Pt:muda 
Katholik, . yang kebanyakah adalah merupakan anak dari organt­
sasi yang lebih besar. Juga ada organisasi yang lebih terbatas 
lingkungannya seperti Voor Onze Jeugd (VOJ) yang ke-barat­
baratan, Unita.s Studiosorum lndonesiensis (USl) merupakan 
pecahan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia . Pcrscr~tan 

Pemuda Taman Siswa (didirikan tahun 1933) yang cukup 
mempunyai pengaruh, dan beberapa organisasi wanita yang tid ak 
begitu menonjol. 

Gerakan pemuda Indonesia tidaklah hanya tcrbatas di 
dalam-negeri saja tetapi juga di luac negeri terutama di Eropa dan 
neg-.u-a-negara Arab. Y ~g paling menonjol adalam Perhimpunan 
buionesill. berpusat di Negeri Belanda. yang banyak melahirkan 
pemimpin-pemimpin bangsa dikemudian hari. Konferensi· 
konferensi mternasional seperti Konferensi Pemuda Internasional 
(di Paris tahun 1973), 14 Konperensi Student Internasicnal ( di 
Paris 1937), Konferensi antar.t mahasiswa Belanda. Inggris, Cina , 
India dan Indonesia (di Leiden tahun 1938) dan Kongres Pemuda 
Sedunia (di Amerika Serikat tahun 1939) dihadiri oleh utusan­
utusan pemuda Indonesia. Kehadirannya tidak hanya metppro­
pagandakan nama· Indonesia di luar negeri tctapi juga mt!nggaJang 
persahabatan dengan pemimpin-pemimpin pemuda ban~a . lain 
dalam usaha mettcapai cita-cita Indonesia Merdeka: 

B. MASA RADIKAL 

1. Perhimpunan Indonesia. 

Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan pada tahun 1908 oleh 
oJeh orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda, 
diantaranya adaJah Sutan Kasayangan. R.N. Noto Suroto, mula· 
mula dt=ngan nama /ndiSche Vereeniging . u Tujuannya adalah 
untuk memajukari kepentingan-kepentingan bersama dari orang­
orang yang berasal dari {ndonesia, maksudnya orang-orang 
pribumi dan non-pribumi bukan Eropa, di Negeri Belanda dan 

14 

IS 
lndon~s/4 Rayc. Th. 9 no. 4. Ooesemb"r I 937. hal . 40 44. 

,,. /\. Riui, Student ludcmclill di Eropa. hal. 16. 
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hubungan dengan. Jndont:sill .. PaJa mulanya organisasi ini hanya 
bc:rsifar organisasi sosial Akan tctapi st:mcnjak berak.himya 
Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme 
dikalangan pcmimpin-pemimpin lndische Vereeniging makin me­
nonjol. Lebih-lebih . sejak adanya seruan Presiden Woodrow 
Wilson dari Amerika Serikat setelah Perang Dunia I bt:rakhir, 
kcsaoaran mcreka tentang hak. dari bangsa Indonesia untuk 
menentukan nasibnya sendiri dan merdeka . dari penjajahan 
Belanda makin kuat. 

Pt:rkem bangan baru dalam tu buh organisasi itu juga mem­
bawa perubahan nama yang kini diganti menjadi Indonesische 
Vereeniging pada tahun 1922. Dan pada tahun 1925 di samping 
nama dalam bahasa Belanoa dipakai juga nama Perhimpunan 
Indonesia dan lama-lama hanya nama PI saja yang dipakai 
Dengan demikian PI semakin tcgas bergerak memasuki bidang 
politik. Perubahan ini juga didorong olt:h bangkitnya se1uruh 
bangsa-bangs<J . terjajah di Asia dan Afrika untuk menuntut 
kemerdekaan. • · ··. ·- , -.. 1 

... 

Majalah .Hindia Poetra bulan Maret 1923 menyebutkan 
· keterangan azas PI sebagai berikut: · 

Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang 
·bertanggungjawab hanya kepada Rakyat Indonesia semata-mata. 
bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh 
orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapapunjuga; 
bah wa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan. 
supaya tujuan itu lekas ten:apai. 16 

Semenjak tahun 1923. PI aktif berjuang bahkan inemelopori dari 
jauh perjuangan kemerdekaan untuk sduruh rakyat Indonesia 
dengan bcrjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang 
murni Jan kompak. Berdasarkan perubahan ini PI keluar Jari 
lndonesisch Yerbond van Studeerenden (suatu perkumpulan 
yang bertujuaJV menggabungkan org:misasi-organisasi mahasiswa 
InJom:sia , Beldnda. Indo Belanda dan peranakan Cina yang 
beroricntasi ~ Indonesia dalam satu kerjasama) pada tahun 1923 
kun:na dianggap ridak. perlu lagi. Dalam tahun itu juga uiterbit­
kan suatu buku peringatan PI yang menggemparkan kaum 
koJinialis Belanda : Cedenkboek 1908 - 1923 Indonesische 
~ 'ac:en if(ing. Lmgkuh sdanjutnya dari sikap radikal PI ini yalah 

16 
M r..->. . K.I ' r in~~odi ;;; ao. c'P. cir .. hal. 54. 
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merobah nama majalahnya dari Hindia Poetra menjadi Indonesia 
M.erdeka tahun t 924. 

Meningkatnya aktivitas ke arah politik terutama sejak 
datangnya dua orang mahasiswa ke Negeri Belanda, yaitu A. 
Subardjo tahun 1919 dan Mohammad Hatta pada tahun 1921. 
yang kedua-duanya kemudian pemah mengetuai PI. Dengan 
bertambah banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di 
Negeri Belanda bertambah pula kekuatan PI. Pada permulaan 
tahun 1925 dibuatlah suatu anggaran dasar baru yang merupakan 
penegasan yang Iebih jelas lagi dari perjuangan PI. Di dalamnya 
disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi Indonesia hanya 
akan diperoleh dengan aksi bersama yang dilakukan serentak oleh 
seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. 
Untuk itu sangat diperlukan kekompakan rakyat seluruhnya. 
Yang menjadi soal terpenting di dalam segala penjajahan kolonial, 
yalah soal kepentingan antara pihak yang menjajah dengan pihak 
yang dijajah, yang memang sangat bertentangan. Penjajahan itu 
mema.ng meni-bawa pengaruh yang _merusak jasmani dan rohani 
orang Indonesia dan merusak kehidupan .lahir-batin. 

Sementara itu kegiatannya meningkat menjadi nasional­
demokratis, non-koperasi dan meninggalkan sikap kerjasama 
dengan kaum penjajah; bahkan menjadi in ternasional dan anti­
kolonial. Di bidasg inteinasional ini PI bertemu dan bekerjasama 
dengan perkumpulan-perkumpulan dan tokoh-tokoh pemuda 
serta mah~iswa yang berasal dari negeri-negeri jajahan di Asia 
dan Afrika yang mempunyai cita~ita yang sama dengan Indone­
sia. PI memang berusaha supaya masalah Indonesia mendapatkan 
perhatian dari dunia intemasional. Hubungan dengan beberapa 
organisasi internasionaJ diadakan seperti Liga Penentang Imperial­
isme dan penindasan kolonial. Komintem dan lain·lain. Dalam 
kongres ke 6 Liga Demokratie Intemasional untuk Perdamaian 
pada bulan Agustus 1926 di Paris (Pentncis). Moh. Hatta dengan 
tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia . . 17 

Kejadian ini meny.ebabkan Pemerintah Belanda bertambah curiga 
pada PI. Kecurigaaa ini bertambah lagi sewaktu Moh. Hatta atas 
nama PI menandatangani suatu perjanjian (rahasia) dengan 
Semaun (PKI) pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinp 
menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan 

17 Moh . Hatia, .. Onr.e buit.,nlan<hche propaganden· · dalam •{lldont!si<: M~rdeka , 

1926. hal. 14~ d:St. 
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dikembangkan menjadi suatu partai rakyat kebangsaan Indonesia, 
selama PI secara konsekwen tetap menjalankan politik untuk 
kemerdekaan Indonesia. 18 Perjanjian ini, karena dinilai oleh 
Komintern sebagai suatu kesalahan besar, dibatalkan kembali 
oleh Semaun. 

Dalam Kongres I Liga pada bulan Februari 1927 di Berlin 
yang dihadiri an tara lain wakil-wakil pergerakan di negeri jajahan, 
PI yang bertindak atasnarna PPPKI di Indonesia juga mengirim­
kan wakil-wakilnya, Moh. Hatta, Nazir PamOhtjak, Gatot dan A. 
Subardjo. Kongres mengambil keputusan antara lain : 

1. menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerak­
an kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha 
tersebut dengan segala daya. -

2. menuntut dengan keras ke'pada Pemerintah Belanda: 
kebebasan bekerja untuk pergerdkan rakyat Indonesia. 

Dalam kongres kedua di Brussel tal1Un 1927, PI juga ikut, tetapi 
sewaktu Liga didominasi oleh kaum komunis, PI keluar_ dari Uga. 

- Kegiatan PI di kalangan intern~nal jni menimbulkan 
reaksi yang keras dari Pernerin tah - Bela~tda. Atas tuduhan 
"dengan tulisan menghasut dirnuka umum untuk mernberontak 
terhadap pemerintah", maka pada tanggal 10 Juni 1927 empat 
anggota PI yairu Moh. Hatta, Nazir Parnontjak, Abdulmadjid 
Djoyoadiningrat dan Ali Sastroarnidjojo ditangkap dan ditahan 
sampai tanggal 8 Maret t 928. Narnun dalarn pemeriksaan dl­
sidang pengadilan di Den Haag tanggal 22 M~t 1928, karena 
tidak terbukti bersalah, mereka dibebaskan. 

Dalam kalangan pergerakan di Indonesia sendiri narnpak 
berangsur-angsur semakin berhasil dipengaruhi oleh Pl. Bahkan 
ada kejadian penting yang timbul di tanahair ya-ng secara 
langsung mendapat ilharn dari PI seperti JahirnY,afartai Nasional 
Indonesia ( PNJj tahun 19.3-7, Jong lndonesie (Pemuda Indonesia) 
talmn 1927 dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) 
tahun 1926. 

2. Partai Kom unis Indonesia. 

Benih-benih paham Marxisrne datang dari luar negeri dan 

18 Mr. A . K. Prinno(fi~do . op. cit. , hal. S6- S7 ; J . Th . Blumb~rg~r . ~ Cammunis­
ri.<ch~ M..-r_l(in[( in .V~dnlandsch~ lndi~. hal. 142 . 



mulai ditanamkan di bumi Indonesia pada masa sebelum Perang 
Dunia I, yititu dengan datangnya seorang pemimpin buruh Negeri 
Belanda bemama H.J.F.M. Sneevliet. fa adalah anggota Sociaal 
Dernoctatische Arbeiderspartij (SOAP) atau Partai Buruh Sosial-
Demokrat. . - .. · . 

Di Indonesia ia mula-mula bekerja sebagai anggota staf 
redaksi pada surat-kabar Soerabajaasch }{andelsblad. tidak lama 
kemudian pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang dan menjadi 

· sekretaris .pada Semarangse H:mdelsvereniging . . Bagi Sneevliet · 
tinggal di Semarang adalah menguntungkan karena Semarang 
adalah pusat daripada Vereniging van Spoor en Trarnweg . Perso­
neel (VSTP),serikat buruh yang tertua di Indonesia dan pada masa 
itu merupakan suatu perkumpulan ·yang sudah tersusun baik. 
Sebagai pernirnpin . sosialis yang berpengalaman dalam waktu 
Singkat ia _berhasil meml;>awa v~ .Ice ~rah yang lebih radikal. 
Atas prakarsanya pada tanggal_ 9 Mei 19:14 bersama-sama dengan 
orang-orang_ sosialis lainnya seperti JtJ\. · __ Brandsteder. H.W. 
Dekker dan P. Bergsma b~rhasil didirik~n suatu organisasi yang 
diberi nama . . Jndische Socialll-Democr~tische Vereniging ( JSD V ). 
Pada tahun 1915, ISDV menerbitkan majalah Het Vrije Woord 
dengan redaksi Sneevliet, Bergsma dan Adolf Baars. Sneevliet dan 
kawan-kawannya merasa bahwa ISDV . tidak dapat berkem bang 
karena tidak berakar di dalam·masyara)fat Indonesia. Oleh karena 
itu mereka menganggap adalah lebih ·efektif untuk bersekutu 
dengan gerakan yang lebih besar yang dapat bertindak sebagai 
jembatan kepada inassa rakyat Indonesia. Mula-mula bersekutu 
dengan lnsulinde yang mempunyai a~ggota l~bih besar daripada 
PSDV (tahun 1917 lebih kura11g 6000 orang). Te!api karena 
tidak memenuhi sasar.m tujuar. ISOV, sesudah satu tahun 
kerjasama itu buhar. 

Sasaran kemudian dialihkan kepada Sarekat lsJam yang pada 
masa itu ( 1916) mempunyai ratusan ribu anggota dan merupakan 
suatu gerakan raksasa di dalain pergerakan nasional lndont!sia. 
Dengan menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama 
"blok di dalarn .. ISDV berhasil menyusup ke dalam Sl. Caranya 
yalah dengan menjadikan anggota ISDV men}adi anggota Sl dan 
sebaliknya menjadikan anggota SI menjadi anggota ISDV. Dalam 
waktu satu tahun Sneevliet cs. telah mempunyai pengaruh yang 
kuat di kalangan anggota-anggota SL Mereka memperkuat penga­
ruhnya dengan jalan menunggangi keadaan buruk akibat Perang 
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Dunia I dan panenan padi yang jelek serta ketidak-puasan buruh 
· perkebunan sebab upah yang rendah dan membubungnya harga­

harga. 
Ada beberapa hal yang menyebabkan berh~ilnya ISDV 

melakukan inflltrasi ke dalarn tubuh SI: 

l. Central Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koo(dinasi pusat 
masih sangat lemah kekuasaannya. Tiap-tiap cabang Sl 
bertindak sendiri-sendift secara bebas. Para pemimpin lokal 
yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan didalam 
Sl cabang. 

2: Kondisi kepartaian pada masa itu meniungkinkan orang 
untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal 
ini disebabkan oleh karena pada mulanya organisasi-· 
organisasi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik 
melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung berba­
gai kepentingan sosial-budaya dan ekonomi. Di kalangan 
kaum terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk 
memasuki berba~ . macarn organisasi yang dianggapnya 
dapat membantu kepentingannya. 

Kemudian Sneevliet cs berhasil mengarnbilalih beberapa pemirn­
pin muda Sl menjadi pemimpin ISDV. Yang terpenting di antara 
pemirnpin muda itu adalah Semaun dan Darsono yang pada 
tahun 1916 menjadi anggota SI cabang Surabaya. Surclbaya pada 
waktu itu adalah pusat CSI. Tidak lama kemudian Semaun 
pindah ke s~marang, di mana Sl cabang Semarang telah 
mendapat pengaruh kuat dari ISDV. Semaun berhasil memper­
kem bangkan keanggotaannya dengan pesat, dari 1700 orang pad a 
tahun 1916 menjadi 20.000 orang setahun kemudian. Tetapi 
karena orientasinya yang Marxistis, di bawah pengaruh ISDV. 
mereka menjadi lawan daripada CSI yang dipimpin oleh HOS 
Tjokroarninoto. SI Semarang menyerang CSI sama sengitnya 
seperti mereka meny <:: rang pemerintah kolonial dan kapitalis 
2.sing. Olch karena campur-tangan ISDV dalarn pertikaian antara · 
CSI dengan Sl Semarang maka pada kongresnya dalam bulan 
Oktober 1917 Sarekat Islam memutuskan untuk menghentikan 
s.egcla nubungan dengan ISDV. 

Sementara itu didalam ISDV sendiri timbul perpecahan. 
Oleh k:.irena sikap pimpinannya yang terlaluradikal maka· goiong­
:.m yang moderat didalam ISDV mengundurkan diri. Pada tanggal 
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8 September 1917 mel"!ka mem bentuk SOAP cabang Hind: a 
Belanda yang kemudian menjadi /ndische Sociaal-Democratische 
Partij ( ISDPJ. 

Pada waktu pecahnya revolusi Bolsyewik di .Rusia. tubuh 
ISDV telah bersih dari unsur-unsur yang moderat dan dapat 
dikatakan sikapnya telah bersifat komunistis. Berita tentang 
kemenangan kaum Bolsyewik disambut dengan penuh antusiasme. 
Baars dengan berapi-api meilye!ukan agar revolusi Rusia diikuti 
selc3(ang juga di Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1917 ISDV 
mulai mengerahkan serdadu-serdadu dan pelaut- pelaut · Belanda 

· untuk aksi-aksi mereka Dalam waktu 3 bulan mereka berhasil 
mengumpulkan 3.000 orang kedalam gerakan tersebut. Kaum 
rnerah rnengorsani::.ir demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan 
oleh serdadu-serdadu dan pelaut-pelaut yang berkelahi de­
ngan f J lisi. Darsono melalui suratkabar ISDV menyerukan diko­
barkannya pemberontakan dan dikibarkannya bendera merah, 
sedangkan partai-partai yang .JJlOderat seperti Budi Utomo, 
Insulinde, SDAP:-Hindia Belanda dan Sl mendesak kepada 
pemerintah kolonial Belanda untuk menggantikan Volksraad 
dengan parlemen pilihan rakyat. Krisis November segera mereda 
ketika Gubemur Jenderal van Limburg Stirum menjanjikan ak~ 
dilakukan perubahan-perubahan yang luas. Ketika suasana dapat 
dikuasai maka pemerintah kolonial segera mengambil tindakan­
tindakan keras. Anggota;.anggota militer yang indisipliner dan 
menimbulkan kekacauan· dihukum berat, sedangkan pegawai 
negeri yang terlibat dimutasikan. Sneevliet diusir sedan8kail 
Darsono, Abdul Muis dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya 
ditangkap. Dengan tindakan ini ISDV mengalami depresi. Akhir 
1918 merupakan akhir daripada masa pertama pertum buhan 
ISDV, dai) ·dengan demikian maka pada akhir tahun 1918 
gerakan kaum sosialis dapat dikatakan mati. 

Masa tahun 1919 merupakan masa sulit bagi para anggota 
golongan Eropa didalam ISDV. Sebagai akibat tindakan besar 
pemerintah kolonial, maka banyak diantara yang dipenjarakan 
dan diusir dari Hindia Belanda. Karena kehilangan pirnpinan serta 
kegagalan-kegagalan gerakan mereka di Negeri Belanda _d@_ 
Hindia Belanda; peranan golongan Eropa di dalam ISDV menjadi 
berkurang. Muncullah aktivis-aktivis bangsa Indonesia di daJam 
pimpinan ISDV. Mereka itu antara lain adalah Semaun dan 
Darsono yang telah memperoleh didikan Sneevliet. Sebagai basil 
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kongres Sarekat Islam tahun 1918, maka diangkatlah Da.rsono 
sebagai propagandis resmi CSI dan Semaun sebagai komisaris 
wilayah Jawa Tengah. Penempatan ini menunjukkan kemajuan 
ISDV karena para pemimpin utamanya yang berhaluan kiri 
mempunyai kedudukan kuat dalam Sarekat Islam.Se1ama tahun 
1919_ para pemimpin ISDV dari golongan Indonesia meningkat-

.kan usahanya untuk mempengaruhi SI agar menjadi lebih radikal. 
-Dalam usahanya untuk menyalurkan aktivis partai-partai 

agar tidak membahayakan, pemenntah kolonial berusaha untuk 
mengalihkan kegiatan politik mereka kepada kegiatan ekonomi 
sebagai usaha untuk membantu menaikkan taraf hidup rakyat 
sesuai dengan "politik etis". Ketika pemerintah kolonial bermak­
sud · untuk mengalihkan SI menjadi organisasi buruh, hal ini 
sangat ditunggu dengan penuh minat oleh Isov·, karena hal ini 
akan dapat meningkatkan pengaruh SI Semarang yang lebih 
dekat hubungannya dengan persoalan buruh. Lagi pula hal itu 
mungkin akan menyebabkan para pemimpin CSl lebih memper­
hatikan ideologi kaum sosialis radikal dan mengurangi titik­
beratnya pada persoalan agama. Hal ini dianggap penting oleh 
ISDV oleh karena ISDV sendiri terbatas kemampuannya untuk 
mengorganisasi kaum buruh, sebab walaupun mempunyai peng­
iicut-pengikut di kalangan pekerja-pekerja perkebunan, kuli-kuli, 
dan buruh-buruh pertanian yang tidak mempunyai tanah dan 
yang merupakan jumlah terbesar kaum buruh Indonesia. 

Ketika SOAP di Negara Belanda pada tahun 1918 memper­
maklumkan dirinya menjadi--Partai Komunis Belan_da (CPN), 
maka beberapa anggota bangsa Eropa didalarn ISDV mengusul­
kan untuk·. mengikuti jejak itu. Sebagai basil gagasan mereka 
maka pada kongres ISDV ke-7 di bulan Mei 1920 dibicarakan 
usul untuk menggantikan ISDV menjadi Perserikatan Kommunist 
di Hindia. Di antara sponsor utama terdapat Baars. Baars 
menyatakan dirinya berbicara• atas nama para anggota yang 
menginginkan agar organisasi membedakan dirinya dari kaum 
sosialis revisionis dan menyatakan hubungan kekeluargaannya 
dengan partai yang kemudian menjurus ke arah "Komintem". 
Demikian pula Bergsma dan Semaun menyatakan keinginan 
untuk mengubah nama ISDV, dengan tujuan untuk membedakan 
diri dengan "kaum sosialis palsu" dan untuk mengidentifikasikan 
diri dengan Komintem. Sedangkan menurut Bergsma; ISDV 
sudah sejak lama menjadi komunis. 
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Dilain pihak golongan yang menentang yang diwakili oleh 
Hartogh menganggap bahwa walaupun ISDV menaruh simpati 
kepada revolusi Bolsyewik di Rusia, akan tetapi tidak semua 
unsur komunisme cocok bagi alam Indonesia seperti sistim 
diktatur proletar dan sistim Sovyet yang menurut Baars merupa­
kan program komunis yang paling esensill. Akhirnya diadakanlah 
pemungutan suara untuk menentukan keputusan. Ternyata ha­
nya cabang-cabang Surabaya, Bandung dan Ternate yang me­
:->entang perubahan nama ISDV. Dengan demikian Baars -
Begsina - Semaun cs. memperoleh kemenangan dan pada tanggal 
23 Mei 1920 ISDV rnerubah namanyl menjadi Partai Kommunist 
Hindia yang pada bulan Desember tahun yang sama menjadi 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam susunan pengurus baru 
terpilihnya a.l. Semaun sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil 
Ketua, Bergsma sebagai Sekreta~.s. Dekker sebagai Bendahara, 
Baars, :Sugono· dan lain-lain sebagai anggota pengurus. · 

Ketika Komintem dibentuk tahun 1919, pengaruhnya 
telah terasa dCindonesia. Sebagaimana diketahui, s.egala keputus- · 
an dari Komintem itu sebagian besar dipengaruhi dan ditentukan 
oleh pandangan Partai Komunis Rusia. Dalarn hal ini dapat 
diketahui bahwa sikap Rusia mengenai komunisme antara lain: 

a. Sangat memandang kecil potensi kaum tani di· dalam 
revolusi proletar. Hal ini didasarkan fakta bahwa revolusi 
Bolsyewik dimenangkan tanpa ikutsertanya secara akiif 
kaum tani. Mereka memandang kaum tani sebagai "borjuis 
kecil". Pandangan ini baru berubah ketika kelak Mao 
Tse-tung berhasil memperoleh kemenangan dengan men­
dasarkan diri kepada potensi kaum tani. Ketika itu gerakan 
komunis internasional baru menyadari bahwa di wiJayah 
Asia, petani dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan 
revolusi · proletaar dan bukan hanya alat saja untuk mem­
peroleh dukungan massa. 

b. Berhubung <;lengan politiknya terhadap negara-negara yang 
masih dijajah .di Asia, maka berlainan dengan sikapnya 
terhadap Islam di negaranya sendiri, Rusia menganggap 
bahwa agama Islam dapat dipergunakan sebagai alat pro­
pag:mda untuk menarik persahabatan dan simpo.ti nkyat­
rakyat yang beragarna Islam di negeri-negeri Timur. Akan 
tetapi Rusia menentang usaha-usaha pembentukan "Pan 

207 



Islamismt:" yang dianggap bersifat kenasionaJan dan ke­
agarnaan karena bertentangan dengan kepenting:m · K~ 
min tern. 
Oleh karena kegagalan-kegagalan dalarn rnerencanJkan pr~ 

gram komunis di Asia, maka Lenin kemudian menyatak:m bahwa 
untuk Asia, garis politik Kornintern harus mendekati dan 
bekerjasama dengan kaum borjuis nasional dan mempergunakan 
organisasi nasionaJ rakyat terjajah (yan-g ~imaksud dengan 
borjuis nasional yalah kaum inteligensia yang riierupakan pemim­
pin-pemimpin nasionalis Asia). Pada kongres Komintem kedua 
(Juli 1920) diadakan perubahan-perubahan tentang garis-garis 
politik Komintem terhadap negara-negara jajaban di dunia 
Timur. Dalarn kongres itu Sneevliet yang hadir sebagai Wakil 
Indonesia dengan nama samaran Maring menjadi • sekretaris 
komisi. Ia berusaha di dalam kongres itu urttuk meyakinkan 
Komintem akan perlunya kaum komunis di Indonesia mengada­
kan hubungan dengan Sarekat Islam di dalam usaha untuk 
mencapai kemenangan komunis. Dikatak.Jn SI adalah gerakan 
proletar, dan bahwa keagamaan Islam d.isitu baro'alah faktor,yang 
kedua. _Kongres Komintem kemudian menyetujui taktik kaurn 
komunis Indonesia untuk bekerja di dalarn tubuh SI ini. Kongres 
juga menganggap perlu untuk memperkenankan kerjasarna (un­
tuk semen tara waktu) dengan kaum borjuis untuk menggerakkan 
revolusi di Asia, dengan jalan menyokong ak.;i landrefonn yang 
memperjuangkan cita-cita "tanah untuk petani kecil penggarap 
tanah ... 

Penggantian nama dan pergantian susunan pengurus · sebagai 
basil kongres bulan Mei 1920 tidak mengubah program politik 
partai. Dengan perubahan nama, Partai tetap berpeg<1ng teguh 
kepada prinsip internasionalis dan menganggap nasionalisme 
sebagai salah-satu musuh utama. Pada kongres istimewa tanggal 
24 Desember 1920 PKI mengambil keputusan untuk berafiliasi 
dengan organisasi . Komintern. Afiliasi dengan Komintern me­
nyebabkan PKI harus menyesuaikan sikapnya sesuai dengan garis 
politik Asia daripada Komintem. Salahsatu pandangan yang 
harus diubahnya yalah sikap terhadap partai-partai non-komunis 
menurut garis Komintem yang diputuskan dalam kongres tahun 
1920 (yaitu taktik yang disebut "front persatuan dari atas", 
suatu taktik Komintem yang meliputi masa 1920 - 1927) maka 
PKI mulai bersiap-siap untuk berpartisi di dalam Volksraad. 
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Dalam usaha rnencapai "front persatuan" maka pada bulan 
Desernber 1919 partai-partai SI, Sarekat Hindia (dahulu Insulin­
de), dan ISOV/PK.l membentuk Persatuan Pergerakan Kemerde­
ka.an Ralcyat (PPKR). Akan tetapi tidak lama kemudian timbul­
lah perbedaan paharn di dalarn tubuh PPKR. Tokoh ISDV/PKI 
terlalu menonjolkan unsur intemasional dalam program perjuang­
an · PPKR, Sarekat Islam mengutamakan unsur "Islam" sebagai 
landasan untuk mempersatukan bangsa, sedangkan-Sarekat Hin­
dia (lnsulinde) justru menekankan kepada unsur "kenasionalan" 
sebagai unsur yang harus lebih dipentingkan <laripada pertim­
bangan-pertim bangan "keagamaan ", .. perjuangan kelas" dan 
"kedaei-ahan" dalam usaha \mtuk membangkitkan aspirasi nasio­
nal dan kesadaran sosial. Keputusan Kornintern yang menentang 
usaha-usaha ke arah cita-cita Pan-lslarnisme menyebabkan PKI 
menemui kesulitan dalarn hubungarinya dengan Sarekat Islam, 
oldl karena kelompok yang anti komunis didalarn Sl menuduh 
bahwa keputusan ini berarti memusuhi Islam secara keseluruhan .. 

Sementara itu dalam tubuh Sl terjadilah perpecahan yang 
disebabkan oleh karena perbedaan tujuan dan -taktik petjuangan 
antara golongan "kiri•• dan "kanan". Terhadap golongan SI kiri 
ini, yang d.isebut Afdeling B, -pemerintah kolonial Belanda 
mengambil tindakan yang keras. Diantara para pemimpin golong­
an kiri antara lain yalah Semaun, Alimin dan Darsono. Mereka 
merupakan pemhnpin-pemimpin SI dari cabang Sernarang -yang 
nota bene adalah pemimpin-pemimpin PKI setempat. Sedangkan 
yang berhaluan kanan berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oteh 
Abdul Muis, Agus Salim-dan Snryopranoto. 

Dalam hal ini peranan H.O.S. T~kroarninoto sangat menen­
tukan sebagai tenaga pemersatu terhadap kedua aliran yang 
berbeda itu. Akan tetapi pertentangan itu makin lama makin 
mendalarn jua. Dalarn usaha untuk menguasai buruh, timbullah 
kompetisi antara Semaun dengan Suryopranoto. Golongan kiri 
kemudian mendirikan organisasi yang dinarnai Revolutionnaire 
Vak-centrale ( R VC) dan berkedudukan di Semarang. 

Dengan rnunculnya pendirian Kornintern yang rnenentang 
cita-cita Pan-Islarnisme, rnaka jurang pertentangan antara goiong­
an kiri dan kanan rnakin meleba.r. Di dalam konferensi SI bulan 
Maret 1921, Haji Fachruddin, Wakil Ketua Muharnmadiyah , 
rnengedarkan brosur dimana dinyatakan bahwa Pan lslam isme 
tidak mungkin tercapai apabila tetap bekerjasarna dengan ko-
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munis; juga Agus Salim mengecam Sl-Semarang yang mendukung 
PKI. Berhubung dengan kecaman-kecaman Darsono (SI-Semarang) 
terhadap beleid keuangan Tjokroaminoto daJam bulan Oktober 
1920 dan penentangan SI-S.emarang yang menyatakan bahwa 
agama dan politik jangan dicampur-adukkan di dalam 51, maka 
Tjokoraminoto menjadi condong ke arah golongan kanan. 

Pengaruh golongan kanan ini makin lama makin ber­
kembang sehingga akhirnya kantor pusat CSI dipindahkan dari 
Surabaya ke Yogyakarta. Da1am kongres SI tanggal 6 - I 0 
Oktober 1921 pertentangan-pert~ntangan itu makin memuncak 
juga. Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan 
peraturan disiplin · partai yang melarang keanggotaan rangkap. 
Terhadap usul ini Tan Malaka meminta agar terhadap disiplin 
partai itu diadakan pengecualian terhadap PKI. Menurut Tan 
Malaka perjuangan Islam itu sedari perlJlulaan sudah bersama­
sama dengan komunis. Dalam usaha menggagalkan "disipHn 
partai", Semaun m~mberikan peringatan bahwa dengan tidilk 
ikut-sertanya tokoh-tokoh golongan kiri maka SI akan mengalami 
kemunduran seperti dulu pemah dialami oleh. Sarekat Dagang 
Islam. Akan tetapi disiplin partai diterima oleh kongres dengan 
mayoritas suara. Dengan demikian langkah pertama untuk 
mengakhiri intiltrasi dan pengaruh PKI kedalam tubuhnya tela.~ 
diambil oleh SI. 

Untuk ~nghindari penangkapan akibat kegiatan politiknya 
makin membahayakan pemerintah Kolonial, Semaun k.emudian 
meninggalkan Indonesia. Pimpinan PKI lalu jatuh ke tangan Tan 
Malaka. Ia berusaha sekuat-tenaga untuk memperbaiki kembali 
kerjasama dalam "kubu SI". Mengikuti pola yang digariska.., oleh 
Komintem, maka dalam kongres PKI tanggal 25 Desember 1921 
di Semarang, Tan Malaka rr.elal.-ukan usaha untuk mencapai suatu 
kerjasarna da1am Komite Federasi Nasional, sebagai pelaksanaa.., 
taktik front persatuan. Kongres Uti dihadiri oleh 14 SI-lokal dan 
delegasi dari CSI. Disamping pelaksanaan taktik front persatua.n, 
PKI mendesak pula kepada Komintern untuk meninggallon 
politik mene_!ltang gerakan Pan-Islamisme .. Dengan dilaksanakan-
nya keputusan disiplin partai di dalam tubuh SI, maka cabang­
cabang yang telah terkena pengaruh PKI kemudian memisahk1n 
diri dari organisasi induknya. 

Pada tanggal 25 Oktober 1922 PKI menggerakkan cr.( :mg­
c:J.bang yang pro komunis tersebut untuk mengimbangi pengafl.lh 
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SI-Tjokroarninoto. Mcreka mendapat nama julukan "SI-Merah ... 
Pada permulaan bulan November 1922 PKI menghimpun mereka 
kc dalam suatu organjsasi yang dinamakan Perserikatan . Islam 
(PSI). Nama ini kemudian d!ganti menjadi Sarel«lt Rakyat . __ . 

Sebagai ala'bat keterlibatan organisasi-organisasi politik SI 
dan PKI dalam pernogokan besar-besaran tahun 1922, maka 
Abdul Muis, Tan Mala1ca dan Bergsma ditangkap dan diasingkan. 
sehingga timbul kekosongan di dalarn kepemimpinan PKI. Tidak 
lama kemudian Semaun kembali dan mengambilalih pirnpinan 
PKI. Ia berusaha untuk mengkonsolidasikan dulu kedudukan PKI 
terutarna di kalangan organisasi buruh di samping untuk meng­
hindari clash dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia berusaha 
pula untuk memperbaiki kembali kerjasama ~lam "kubu SI" 
lapun berusaha untuk merealisasi taktik "front persatuan". Akan 
tetapi usaha untk memasuki kembali kubu SI mendapat kegagal­
an oleh karena pada kongres SI bulan Fcbruari 1923 di Madiun, 
TJOkroaminoto mempertajarn ketentuan disiplin partai dan me­
ningkatkan pen<tidikan leader SI dalarn usaha memperkuat 
organisasi partai. Sesudah kongres ini berakhirlah pengaruh PKI 
didalam SI yang asli. 

Sebagai akibat perpecahan · terbuka ini, PKI kemudian 
menggerakkan Sl-Merah untuk menandingi SI-Tjokroaminoto, 
dan di dalam kongres PKI bulan Maret 1923 diambillah keputus­
an untuk mendirikan "SI-Merah" ditempat-tempat dirnana ada 
''SI-Putih". Unt\lk membedakannya qari lawannya disarankan 
untuk mengganti narnanya menjadi "Sarekat Rakyat". Sare~at 
Rak)1at ini alupl berada dibawah komando PKI. Dengan sem­
boyan .. satu ·.benteng, satu tentara, satu front bersama UPtuk 
mempertahanbn kepentingan rakyat", PKI untuk pertama kali­
nya mulai memirnpin send.iri organisasi massa. Di tempat-tempat 
dim ana ada cabang SI-Merah; PKI . mendirikan pula cabangnya 
untuk mengkoordinasi dan mengendalikan gerakan massa SI­
Merah. Pada bulan April 1924 SI-Merah berganti nama menjadi 
Sarekat Rakyat. Mulai saat ini pendidikan ideologi komunis 
dilakukan secara iiltensif. 

Orpnisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari1923 
Darsono kembali dari Moskow atas perintah Komintem untuk 
mendampingi Semaun. Ditambah dengan tokoh-tokoh- Alirnin 
yang memirnpin SI-Merah dan Musso (dari PKI cabang Jakarta), 
maka peranan PKI daJarn percaturan politik di Hindia Belanda 
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semakin luas. Dalam melakukan propagandanya PKI tidak 
segan-segan mempergunakan kepercayaan rakyat kepada rarnalan 
Joyoboyo dan : Ratu . Adil, serta Hadith dan ayat-ayat Qur'an 
seperti umpamanya dilakukan oleh Haji Misbach dan Kiyai 
Sam in. Pada masa inilah P.KI mulai men gem bangkan tenaganya di 
seluruh kepulauan Indonesia. Dari pusat kekuatannya di ~awa 
Tengah (Semarang, Solo, dan Madiun) PKI meluaskan cabang­
cabangnya ke Minangkabau. Aceh, Makascir, Ternate, Bali· dan 
Lombok. 

Sesudah kongres bulan Juni 1924, PKI dengan giat berusaha 
membangun Sarekat Rakyat. PKI juga mulai membentuk organi­
sasi pemuda dengan nama Barisan Muda, dan mulai memper­
hitungkan partisipasi wanita didalam organisasi. P.KI kemudian 
..tumbuh menjadi suatu partai politik dengan jumlah massa yang 
saiigat besar. Akan tetapi disebabkan jumlah··_ anggota intinya 
kecil, maka partai kurang dapat melakukan xontrol . dan mena­
namkan disiplin ·serta ideologi partai kepada massanya. Hal ini 
akan terlihat akibatnya ketika pada akhir -tcthun I 924 beberapa 
cabang Sarekat Rakyat mengambil insiatif ~endiri menyelenggara­
kan aksi-aksi teror terhadap instruksi dari PKI. Sebagai akibat 
timbullah gerakan-gerakan anti-komunis di kalangan masyarakat 
Islam yang fanatik dan mengak.ibatkan diambilnya tindakan­
tindakan keras oleh pemerintah kolonial. Akhimya pada kongres 
PKI bulan Desember 1924 di Kota ~de Yogyakarta para 
pemimpin PKI mengambil praka.rsa untuk melebur Sarekat 
Rakyat kedalam PKI. . 

Setelah berhasil menempatkan dirinya sebagai partai ter­
besar, PKI merasa dirinya kuat untuk melancarkan suatu pe- . 
tualangan yang akan membawa malapetaka bagi ribuan patriot 
Indonesia. Penialangan itu adalah apa yang ilikenal dengan nama 
Pemberontalam 1926. Pemberontakan itu dirancang oleh pim­
pinan pada waktu itu, tetapi pada saatnya meletus, pemimpin­
pemimpin itu tidak ditempat. Pemimpin-pemimpin itu• adalah 
Sardjono, Budi Sutjitro·, Sugono ·dan lain-lain. Dalam · masa 
persiapan, jelas bahwa hanya sebahagian di antara jumlah 

- cabang-cabang yang setuju dengan pemberontakan. Sedangkan 
sisanya merasa bahwa PKI . belum mampu untuk mengadakan 
pem berontakan. _ 
- · · · Di sam ping itu ada tokoh · P"KI lainnya, yaitu Tan Malaka, 
yang waktu itu bertugas selaku wakil Komintern di Asia Tirnur 
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yang men~p bahwa pembcrontakan itu tidak mungkin 
bcrhasil, karena massa bclum siap; Tetapi Alimin cs. tetap 
meneruskan persiapan-persiapan ke arah pemberontakan. 

Akhirnya pemberontakan meletus pada tanggal 13 Novem­
ber 1926 di Jakarta~ disusul dengan tindakan-tindakan kek~rasan 
di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam wa.ktu satu 
hari pemberontakan di Jakarta telah dituinpas dan dalam waktu 
satu minggu di seluruh Jawa. Di Sumatra Barat baru·pada tanggal 
1 Januari 1927 pemberontakan meletus, tetapi dalam waktu tiga 
hari sudah dapat ditindas oleh pemerintah· Belanda. Kelihatan 
betapa benarnya perkiraan pemimpin-pemimpin P.Kl yang tidak 
menyetujui pemberontakan, sebab massa samasekali tidak siap 
dan organisasi PKI sendiri masih kacau. Dengan pem beron takan 
yang sejak semula sudah diperkirakan akan· gaga! itu,pemimpin­
pemimpin PKl telah mengorbankan ribuan pengikutnya serta 
ribuan patriot yang bukan pengikut mereka tetapi dapat dihasut 
untuk ikut berontak. Puluhan ribu ditangkap, dipenjarakan dan 
ada yang dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya. 

Sukar untuk menilai Pemberontakan 1926 itu sebagai suatu 
peristiwa ·yang dapat dibanggaka.ri dalam Sejarah Nasional Indo­
nesia. Bahkan sebaliknya, sebagai akibat petualangan PKI itu. 
dalam tahun-tahun berikutnya, Pergerakan Nasional Indonesia 
mengalami pe_nindasan yang luarbiasa sehingga samasekali tidak 
dapat bergerak. 

Hampir sepuluh tahun kemudian Gerakan Komunis Inter­
nasional mengirimkan seorang tokoh PKI kembali ke Indonesia. 
Tokoh itu adalah Musso, yang pada bulan April 1935 mendarat 
di Surabaya. Dengan bantuan Djoko Sudjono, Pamudji dan 
Achmad Sumadi ia membentuk organisasi yang diberi nama 
''PKI-Ilegal". 

Musso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan suatu 
kebijaksanaan baru dari Gerakan Komunis Intemasional yang 
kemudian dikcnal dengan nama Doktrin Dimitrov (Georgi Dimi­
trovadalah Sekretaris Jenderal Kornintem tahun 1935- 1943). 
Doktrin Dimitrov yalah, bahwa gerakan Komunis harus bekerja­
sama dengan kekuatan manapun jua, termasuk kaurn irnperialis, 
asal saja menghadapi kaum fasis . 

Sesuai denga.-J doktrin tersebut, tirnbul dugaan bahwa 
· pemerintah kolonial Hindia Belanda akan melunakkan sikapnya 
terhadap kaum komunis di Indonesia. Karena itulah digiatkan 
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kembali gerakan komunis di Indonesia. Tetapi harapan tersebut 
sejak datangnya Musso sampai masuknya Jepang ke Indonesia 
tidak terpenuhi, bahkan Musso sendiri pada tahun 1936 sudah 
meninggalkan Indonesia lagi. Kegiatan utama kaum komunis 
disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di mana 
tokoh mereka yang utama adalah Amir Syarifuddin. 

Pada masa pendudukan Jepang kaum komunis Indonesia 
tidak dapat berkutik. Amir Sjarifuddin yang ketahuan bekerja­
sama dengan pihak Belanda untuk menyusun jaringan U:ttelijen di 
Indonesia. ditangkap dan hendak dihukum mati oleh Jepang. 
Berkat bantuan Sukarno - Hatta ia tidak jadi dibunuh. 

3. Partai Nasional Indonesia. 

Sesudah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh 
Pemerintah akibat pemberontakkannya tahun 1926/1927, malta 
dirasakan perlunya suatu wadah baru untuk menyalurkan hasrat 
dan aspirasi rakyat yang tidak mungk.in ditampung oleh organi­
sasi-organisasi politik yang telah ada pada waktu itu. Sejalan 
dengan hal itu politik kolonial pemerintah Belanda yang reaksi­
oner dan tu.mbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia 
telah memberi jalan ke arab terbentuknya suatu gerakan yang 
bercorik nasional murni dan bersifat radikal. Penga.nibil inisiatif 
gerakan ini yalah lr. Sukarno pada tahun 1925 mendirikan Al­
gemeene Studie Club di Bandung. Pada tahun 1926, .dua tahun 
setelah terbitnya karya H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan 
Sosialisme, Ir. Sukarno memasukkan unsur kekuatan ideologi 
ketiga yaitu nasionalisme dalam karangannya "Nasionalisme, 
Islamisme dan Marxisme". Ketiga kekuatan ideologi itu merupa­
kan landasan pergerakan nasional secara garisbesarnya dan oleh lr. 
Sukarno juga dianggap dapat di pakai sebagai alat pemersatu 
pergerakan rakyat Indonesia. Ketiga kekuatan ideologi tersebut 
kemudian hari terkenal dengan singkatan Nasakom. 

Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie 
Club diadakanlah rapat pendirian Penerikatan Nasional Indone­
sia. 19 Rapat pembentukan partai ini dihadirioleh Ir.Sukarno,dr. 
Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mrs. lskaq Tjokrohadisurjo, Mr. 
Budiatto dan Mr. Sunario (ketiganya ex Perhimpunan Indonesia). 

19 Pada Konp-es I PNI, Mei 1928 di Sunbaya. kata ~ncrika ... n diangap lturana 
baik karena itu diganti denpn kata hr1ai. 
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Dalam rapat itu dr. Tjipto menyatakan tidak setuju dengan 
pembentukan suatu partai baru. Ia menyarankan lebih baik 
maksud inr disalurkan dengan nama baru, sebab PKI baru ditin­
das. 20 

Walaupun hubungan secara organisasi antara PNI dengan PI 
tidak ada, tetapi PNI mempunyai hubungan sangat erat dengan PI 
di negeri Belanda. Kegelapan • di daerah jajahan disoroti oleh 
geralcan ini yang mulai mengadakan propaganda yang intensif 
secara lisan dan tulisan. Sasaran pokoknya yalah tercapainya 
Indonesia Merdeka dan pembebasan para tahanan Digul. Caranya 
yalah dengan memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan 
nasional dengan memperdalam keinsafan rakyat dengan meng­
arahkan pada pergerakan rakyat yang sadar. Untuk memperoleh 
pergerakan yang sadar, maka perkumpulan perlu mempunyai azas 
dan tujuan yang terang dan tegas, perlu mempunyai suatu teori 
nasionalisme yang radikal yang dapat menimbulkan kemauan 
yang satu, kemauan nasional. Bila kemauan nasional cukup 
tersebar dan ~suk . menilalam ~ hati . .sanubari rakyat. maka 
kemauan nasionlil ini menjadi satu perbuatan nasional. lni yang 
disebut trilogi : nationale geest - national wil - riatioriale daad. 

Berdasarkan atas pengetahuan "ini, dalam anggaran da53I­
nya, 11 PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja 
untuk kemerqekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan 
azas "percaya pada diri sendiri". Artinya memperbaiki keadaan 
politlk, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dankebiasaan sendiri, 
antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik~ 

poliklinik, bank nasional, perkumpplan-perkumpulan koperasi 
dan lain-lain. ltulah · sebabnya PNI tidak mau ikut dalam 
dewan-dewan yang diadakan oleh ~merintah (silcap non-coope­
ration). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah semua orang 
Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun. 
Orang-orang Asia )ainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi 
hanya sebagai anggota luarbiasa. 

v Tindakan keras yang diambil pemerintah Belanda berupa 
penangkapan-penangkapan dan penggeledahan-penggeledahan ter-
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hadap pemimpin-pemimpin PI di negeri Belanda telah digerakkan 
oleh pimpinan PNI pada tahap pertama sebagai propaganda 
partai, disamping tujuan PNI untuk mencapai kemerdekaan 
Indonesia dengan kekuatan sendiri. Ditekankan juga bahwa 
untuk. menc<lPai tujuan itu perlu ada persatuan bangsa. Semen­
tara itu propaganda ini juga digunakan untuk mernperkenalkan 
diri kepada masyarakat. -

Cita-cita persatuan yang selaJu ditekankan dalam rapat-rapat 
umum PNI temyata dalam waktu yang singkat dapat diwujud­
kan. DaJam rap at tanggal 1 7 - 18 Desem ber 192 7 di Ban dung. 
PNI, Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Pasundan, Soematra­
nenbond., Kaum Betawi, lndonesische Studieclub dan Algeernene 
Studieclub sepakat mendirikan suatu federasi yaitu Pen_nuiakatan 
Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ( PPPKJJ. 

Dalam rap at PNI · di Bandung tanggal 24 - 26 Maret 
disumnlah Program azas ·dan daftar usaha. · (Bimginsel-en werk­
prograrn. 22 Program . azas dan daftar usaha. suatu anggaran 
dasar PNI, kemedian disahkan pada Kongres PNI J di S!!rabaya 
pada tanggal 2 7-30 Mei 1928. Program azas ini men gem ukakan 
bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada 
abad ke XVI yang membawa pula kebutuhan-kebutuhan ekono­
mi baru, . menyebabkan timbulnya irnperialisme Belanda. Oleh 
imperialisrne ini, Indonesia dijadikan tempat mengarnbil bahan­
bahan mentah, pasat untuk hasil industrinya dan ternpat pe­
nanaman modal; Bagi lndortesia ini berarti drainage kekayaan . 
Hal ini merusakkan struktur sosial, ekonorni dan politis Indonesia 
dan menghalang-halangi usaha memperbaikinya. Syarat utama 
untuk dapat memperbaiki kembali susunan masyarakat Indonesia 
yalah kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik berarti "ber­
hentinya pemerintahan Belanda". Karena alasan-alasan ekonomi 
dan sosial, Belanda tentu tidak akan dengan sukarela pergi dari 
Ind·onesia. Karena itu PNJ yakin bahwa hanya dengan kekuatan 
sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari luar, dengan persatuan 
Indonesia tanpa mernbedakan agama dan kelas, kemerdekaan 
akan dapat ilicapai. Imperialisme yang meriindas Indonesia pada 
hakekatnya adalah irnperialisme intemasionaJ yang juga mengu­
asai daerah-daerah lain di Asia. Oleh karena itu usaha bangsa 

22 · Teks lens kap dimua t dal;~m. so~loeh hl<i.Onl!sia Moed4, .4,.Pf"il 1918. n o . s, haL 1 1 <1 
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indonesia m~lawan imperiaiisme inremasional harus dipersatukan 
ctengan usaha bangsa-bangsa Asia Iainnya yang senasib. 

Dalam daftar usaha(rencana kerja) dicantumkan usaha-usaha 
perbaikan di bidang pol.itik, sosial dan ekonomi. Sesuai dengan 
rencana, Kongres PNI yang pertama diadakan di Surabaya pada 
tanggal 27 - 30 Mei 1928. Tujuan Kongres adalah mensahkan 
anggaran dasar, program azas dan rencana kerja PNI. Selain itu 
kongres juga bertujuan untuk memperkenalkari diri lebih jauh 
kepada masyarakat dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi 
pergerakan. 23 Kongres telah memilih lr. Sukamo sebagai Ketua 
Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara. 

Pengaruh PNI dalarn usaha mempersatukan seluruh kekuat­
an Indonesia dan persatuan Indonesia tidak hanya dalam orga­
nisasi-organisasi politik tetapi juga dalam gerakan pemuda. Dalam 
Kongres Pemuda Indonesia kedua 24 di Jakarta tanggai 26 - 17 
Oktober 1928 kelihatan pengaruh tersebut. Dan pada penutupan 
kongres tanggal 28 Oktober diucapkanlah Sumpah Pemuda yang 
terkenal itu. Dalam tahun 1930 harnpir semua perKumpulan 
pemuda Indon.!sia mempersatukan diri dalarn Indones1a :\-fuda. 

Pada organisasi-organisasi putripun kelihatan ke..:·· ..- :' : rungan 
untuk bersatu ini. Dalam Kongres Wanita Indc n:: ~ia yang 
pertama, pada tanggal 22 - 25 Desember 1928 di y··)gya.karta 
yang dihadiri oleh 9 organisasi wanita yang berpengaruh waktu 
itu dapatlah dihasilkan suatu organisasi persatuan wanita yang 
berbentuk federasi. Namanya yalah Perserikatan Perempuan 
Indonesia (PP/), dan da1am kongres kedua tanggal 28 - 31 
Desember 1930 namanya dirobah menjadi Perseri.katan Perhim­
punan Isteri Indonesia (PPPI). 

Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk 
memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu: 
kedalam, mengadakan usaha-usaha terhadap dan untuk lingkung­
an sendiri, yaitu mengadakan kursu~-kursus, mendirikan sekolah 
-seko1ah, bank-bank dan sebagainya; keluar memperkuat publik 
opini terhadap tujuan PNI, antara lain rnelalui rapat-rapat umum 
dan menerbitkan suratkabar-suratkabar Banteng Priangan (di 
Bandung) dan Persatoean Indonesia (di Jakarta). Kegiatan PNI 
yang dengan cepat dapat rnenarik massa itu, sangat mencemaskan 

2J 
24 

Soeara Publlk.No. 115, tanapl 19 Met 1928 ·dan no. 116. lan~&al 31 Mei 1928. 
Lobih lanjut lihat : M~d~d~dif16"" der 1"f!6•~rlf16 omtrf!ltt ~nluk ond•r-rpf!n ,.,,. 
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peml!rintah kolonial. Gubemur J:nderal pada waktu pem bukaa ~ 

sidang Vol :-:sraad tangal 1 S Mei 1928 mengharapkan kesadarar. 
rakyat terhadap nasionalisme yang extrirn. Dikemukakan juga 
bahwa sikap non-cooperation (yang dijalankan PNI) bersifat 
bermusuhan terhadap pemerintah. Walaupun ada peringatan 
halus itu, cabang-cabang PNI tumbuh di seluruh Indonesia. Tujuh 
cabang pertarna yalah di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Suraba­
ya, Malang, Pekalongan dan Palembang. Empat caJon cabang 
yalah Air-Itarn (dekat Palembang), Cirebon, Garut dan Semarang. 
Di sarnping itu juga ada beberapa "kring" (anggota pengurus 
belum lengkap) di Surakarta. Makasar (Ujungpandang), Buol dan 
Banyuwangi. :zs Hingga akhir tahun 1929 kandidat anggota PNI 
berjumlah ldra-kira 10.000 orang diantaranya 6.000 orang di 
daerah Priangan. 

Pada tanggal ·18 - 20 Mei 1929 diadakanlah Kongres PNI 
yang kedua di Jakarta. Disamping memilih kembali pengurus PB 
PNI yang lama juga telah diambil keputusan: 

L bidang ekonomi/sosial menyokong perkembangan Bank Nasio­
nal Indonesia, mendirikan koperasi-koperasi, studiefonds dan 
fonds-korban atau partijfonds (untuk anggota-anggota yang 
kena tindakan pengarnanan pemerintah), dan serikat-serikat 
sekerja, mendirikan sekolah-sekolah dan rumahsakit­
rumahsakit. 

2. bidang politik: mengada.kan hubungan dengan Perhirnpunan 
Indonesia (PO di Negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai 
wakil PPPKI di luarnegeri. 

Sesuatu yang menarik juga c;lalarn kongres ini yalah dising­
gungnya · ·masalah transmigrasi untuk mengatasi . kemelaratan 
rakyat (terutama di daerah yang berpenduduk padat). 

Semenjak kongres kedua ini kegiatan PNI makin meningkat, 
terutama untuk usaha kondolidasi kekuatan. Kepada anggota­
anggota diadakan kursus-kursus yang terbagi atas dua: 

1. kursus pimpinan, bisa diikuti oleh 10 - 12 orang. Hanya 
dia~akan di Bandung, dan gufu..gurunya adalah Ir. Sukarno, 
Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. Ali Sastroarnidjojo dan 
Manadi. 

Notosutudjo, .op.dt., hal. ll. 

218 



2. Kursus biasa di daerah-daerah yang diadakan oleh "Cursus 
Commissie" dimana pelajaran diberikan secara sederhana dan 
mudah di mengerti. Semua pengikut kursus ini kemudian diuji 
dan bila tutus barutah mereka diterima menjadi anggota. 

Di samping itu diadakan klub-klub diskusi yang melatih 
anggota-anggota memecahkan persoalan-persoalan dan mening­
katkan kemampuan . pengetahuan anggota. Jetas bahwa ~ara-cara 
yang dilakukan PNI ini tel$ memperkuat posisi dan pengaruh 
PNI di kalangan masyarakat. Sukses yang dicapai ini dalam waktu 
yang singkat juga berkat ftlsafat PNI yaitu Marhaenisme. Kemudi­
an marhaenisme ditafsirkan sebagai Marxisme yang ditrapkan 
sesuai dengan kondisi-kondisi dan situasi Indonesia. 16 

Propaganda PNI boteh dianggap rnenimbulkan suatu zaman 
baru dalam pikiran dan perasaan orang Indonesia. Propaganda itu 
sudah dirancang oleh Perhimpunan Indonesia dan· kemudian 
PNI-lah yang melaksanakannya. Ir. Sukarno (Ketua PNI) dalam 
usahanya selalu dibantu oleh orang-orang ex-anggota Perhimpun­
an Indonesia, tetapi ia menyangkal bahwa pemimpin PNI 
mendapat didikan dalam Perhimpunan Indonesia, sehingga Per­
hirnpunan Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam PNI. 17 

Bila dibandingkan dengan jumlah anggota S:1rekat Islam, 
anggota PNI sampai bulan Desember 1929 hanya lebih-kurang 
10.000 orang. Tetapi pengaruh lr. Sukarno · sebagai pemimpin 
PNI dan pemimpin Indonesia telah meluas dan meresap di 
seluruh Indonesia dan di dalam seluruh lapisan masyarakat. 

Kemajuan-kemajuan yang diperoleh PNI dalam usahanya 
membawa rakyat untuk memperoleh kemerdekaan telah mengu­
atirkan orang-orang reaksioner Belanda di Indonesia, yang ke­
mudian membentuk suatu organisasi bemama Vader/andsche 
Club tahun 1929 yang mendesak pemerintah agar segera meng­
ambil tindakan tegas terhadap PNJ.18 Begitupun suratkabar­
suratkabar Belanda mengadakan kampanye yang aktif melawan 
PNI. 

Sebenarnya Pemerintah Kolonial Belanda memang sudah 
mulai kuatir dan curiga terhadap kernajuan-kemajuan yang 

26 "Daklarui Marhunia" dalam PNI ~Hnqlllr Pttntftulll.. Dep. Penprop. DPP PNI. 
Djakarta, 1965, hal S -6. 

21 Mr. A. K. Prinuodiado, ·op.clt .•. hal. 66 
28 Bernard H. M. Vlcltltc, N,..n,.,., Bruulles. Let Editions A. Manteau S.A., 1961 , 

1\a.l. 374. .. 
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dicapai oleh PNI. Pemerintah dcngan terusterang pada tanggal 9 
Juli 1929 telah menyatakan kecurigaannya terhadap PNI. Selan­
jutnya pada tanggal 6 Agustus 1929 mengeluarkan ancaman­
ancaman terhadap PNI. 19 Walaupun ada ancaman dan propo­
kasi, PNI tetap jalan terus ·mengadakan kegiatan-kegiatan partai. 
Dalam rapat urn urn tanggal 1 5 September 1929 di Ban dung, 
Bung Karno mengatakan bahwa walaupun ada usaha-usaha untuk 
menghalangi pertumbuhan PNI dengan berbagai cara .. 30 PNI 
mitah semakin berbmbang subur. Juga diramalkan oleh Bung 
Karno bahwa Perang Pasifik akan pecah dan kalau orang 
Indonesia tidak bersiap-siap menghadapinya kemungkinan itu, 
bangsa Indonesia akan menjadi korban. Sebaliknya apabila 
dilakukan persiapan-persiapan tidak perlu merasa kuatir. 

Kecemasan Pemerintah Kolonial Belanda bertambah se­
sudah pemerintah mendapat laporan bahwa dikalangan tentara 
dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI. Karena itu 
tindakan yang lebih keras diarnbil, antara lain Gubemur Jawa 
Barat 3 • melarang polisi menjadi angg~ta PNI pada akhir bulan 
Oktober 1929. Begitupun panglima tentara kolonial Belanda 
mengeluarkan larangan serupa kepada semua anggota militer dan 
pegawai negeri yang berada di bawah wewenang Departement 
Van Oorlog. Bahkan tentara juga dilarang membaca suratkabar 
yang bemada perjuangan kemerdekaan. 32 

Kemudian tersebarlah desas-desus di kalangan rakyat bahwa 
PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena 
desakan kaum reaksioner Belanda di samping pemerintah Belanda 
sendiri bertambah kuatir, sesudah melakukan persiapan-persiapan 
yang luas. dan teratur kemudian pemerintah melakukan penang­
kapan-penangkapan dan pengeledahan-pengeledahan dimana­
mana. Pada tanggal 29 Desember 1929 lr. Sukamo cs ditangkap ,. 
oleh polisi di Yogyakarta dan selanjutnya dibawa ke Bandung. Di v 
samping itu di Jakarta dilakukan 50 penggeledahan dan penang­
kapan, di Bandung 41, di Cirebon 24, di Pekalongan 42, di 
Sukabumi dan Cianjur j I, di Surakarta 11, di Medan 25, di 

29 ti·hat Handeltnzen Volk.sraad, 6 AgUSIUS 1929, hal : 618. 

30 lr. Sukarno dilar3nl per1i keluar durah Jawa (lihat Binta1J6 Tlmoer. til. I 0 Ojoeli 
1929). 

31 

J2 

Kira-kira 95% anuo111 PNI tingpl di daenh lawa Buat, terutama Prianpn 
Tengah. lihat J.Th. Petrus Blumberaer, op.cir., h"l. 133. 

Lihat Bintang Timoer. tanual 24 Desembet 1929. 



Ujung Pa.ndang 18, Padang 2, di Semarang 30 di banyak tempat 
lainn'ya di Indonesia yang jumlah semuanya lebih dari 400 
penangkapan. Seluruh kaum pergerakan mengajukan protes, 
demiklan juga Perhimpunan Indonesia. serta partai buruh dan 
partai komunis di Negeri Bclanda.n 

Empat orang tokoh PNI, yaitu: lr. Sukarno (ketua PNJ) R. 
Gatot Mangkoeprddja (Sekrctaris 11 PB. PN[), Markot!n Soemadi­
redja (Sekretaris II Pengurus PNl c.:abang Bandung) dan Soepriadi­
nata (anggota PNI c.:abang Bandung) diajukan kedepan pengadilan 
di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 s/d ·29 September 
1930. Ir. Sukamo dalam pidato pembelaannya, yang terkenal 
dengan nama "Indonesia Menggugat", menandaskan: "Kini telah 
m·enjadi jelas bahwa Pergerakan Nasional di lndon~a bukanlah 
bikinan kaum intelektuil dan komunis saja, tetapi mt:rupakan 
reaksi wnum yang wajar . dari rakyat jajahan yang dalam 
bathilmya telah rnerdeka. Revolusi Indunesia adalah revolusinya 
7.aman sekarang, bukan rcvolusinya sekelompok-kelompok kecil 
kaum intclcktuil, tetapi rcvolusinya bagian terbesar rakyat dunia 
yang tcrbclakang dan diperbodoh". Berbeda dengan nasib pe­
mimpin PI, maka pemimpin-pernimpin PNI dijatuhi hukuman 
penjara oleh pengadilan kolonial pada tanggal 22 Deseml;ler 1930. 

Penangkapan atas pemimpin-pcmimpin PNI, temtama Ir. 
Sukamo yang mcrupakan jiwa penggerak PNI. ternyata merupa­
kan pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres .Luar 
Biasa ke U di Jakarta. diambillah k~putusan pada tanggal 25 
April 1931 UJltuk memhubarkan PNI k~~na keadaan m~maksa. 
Pembubardn ini mcnimbulkan perpecahan dr kalangan pcndu­
kung-pendukung PNI. yang masing-masing pihak mcndirikan 
Partai Indonesia (Partindo) oJeh Mr. Sartono cs, dan Pendidikan 
Nasional Indonesia (PNI-Baru) olch Moll. Hatta dan St. Syahnr 
cs. Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada hubung­
annya dengan persoalan pembaharuan sosial. Mereka setuju 
bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan utama yang 
harus dicapai dengan taktik non-kopcrasi. Tetapi apabila PNI­
Bant lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosiaf. maka 
Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa 
adalah senjata yang tcpat untuk mencapai kemerdekaan. 

Kedua organisasi itu tidak banyak herhasil dalam usahanya 

33 J . Th. Dlumberger.~p. clt .• hal. 2 "12; lndunnltl Merdtlr<t. 1930, hHI. 13 - 14. 
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oleh karcna politik ·;Jr.? sangrit kc!ot Jan kcras dari Gubernur 
Jio!micr.xj U!! Junge. Di sa.inping itu pemimpinnya kemudian 
tlibu;mg k.:bar Jawa. 

C. MASA BERTAHAN 

1. Frak.si Nasional. 

Idee pembentukan Fraksi: Nasional di dalam Volksraad 
muncul dari anggota Volksraad Moh. Husni Thamrin, ketua 
perkumpulan Kaum Betawi, karena pengaruh faktor-faktor yang 
timbul saat itu. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Sikap pemer .• ntah Hlndia Belanda terhadap gerakan politik di 
luar Volksraad, terutama terhadap PNI. 

b. Anggapan dan per!akuan yang sama oleh pemerintah terhadap 
semua gerakan nasional baik non maupun ko-operasi.Te.rutama 
dalam peristiwa penggeledahan tokoh-tokoh PNI yang juga 
uilakukan terhadap, anggota-anggota perkumpulan yang ber­
sifat moderat dan bersifat ko-operasi. 

~. r~idirikai111ya Vaderlandsche Club (V.C.) tahuit 1929 sebagai 
prote;; terhadap "ethisch bddd" Gubemur Jendera.l de 
Graef. 34 

Zentgraaff pendiri V.C. berpendapat bahwa kt!hidupan nasional 
Be!anda yang lebi.h kuat akan merupakan alat untuk "meng­
h:.td::lp:i tunt'..ltm-tuntutan gila dari nasionalisme timur .. u 

Frak:>i ini didirikan tanggal 27 Ja_nuari 1930 di Jakarta 
beranggotakan 10 orang anggota Volksraad yaitu wakil-wakil dari 
dacral1-Jaerah di Jawa, Sumatra dan Kalim:mtan. Menurut Moh. 
Ht:sni Tr,amrin yang ditunjuk sebag3i ketua, sedikitnya jumlah 
anggot:1 bubnlah men1pakan suatu rnasalah karena yang penting 
.ad:.Uah mutu dari anggota-anggota tersebut. 36 Dalam tindi1kan.­
nya Fr:.ksi N :1sional lebih memusatk:m usahanya di dalam 
lingkungan Volksraad. Sesuai dengar: keadaan yang mempenga-

Jb 

M.H. Th:;rnrin, "0.: Nationale Fractie in de Volksr:tad", 1rulonesUI. Jut>ileum -
11ummcr, uil!r~seven t~r sall"genhllid v1n het .30-~ric bestaan van de Perhimpunan 
lndone•ia 1908- 1938. hal. :207-210. 

lJr. J..',f. l'lu•·ier, Overzldtr 1-'Jn Jr? Onr wlkk<!liTif der Na:ionalisris~he /H;wgfrw in. 
/ru/one:ria. '-Gravenhaie - Bandung. 1953. hal. 36. 

Hanc/~lingm ~·an :.Je.'t Va!k.f~N.Jad, lljd~ns de buitengewon ~ittln& van het jaar 19'29 
19 30, haJ. 1646. 



ruhi timbulnya. Fraksi Nasional mempunyai tujuan sebagai 
berikut: 

Menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya, dengan jalan. 

a. mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. 

b. berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekono­
mi dan intelektuil sebagai_antithese ko1onial. 

c. mengusahakan kedua hal tersebut diatas dengan cara-cara yang 
tidak bertentangan dengan hukum. 37 

Meskipun pemakaian kata fraksi kurang tepat, sebab anggota­
anggotanya bukan berasal dari satu partai politik atau perkum­
pu1an yang sama bahkan ada yang tidak berpartai, tetapi hal 
tersebut te1ah biasa terjadi didalam Volksraad dirnana suatu 
golongan disebut fraksi. Dari tujuannya jelas kelihatan bahwa 
Fraksi Nasional condong bersifat radi.kal mesk.ipun mereka tetap 
duduk didalam Volksraad dan menjadi anggota daripada dewan 
itu. . 

Kegiatan pertama dari fraksi ini adalah pembelaan terhadap 
pemirnpin-pemirnpin PNI yang ditang.kap di dalam sidang-sidang 
Volksraad, terutama sebelum tokoh-tokoh PNI tersebut diadili 
pada bulan Agustus 1930. Anggota-anggota Fraksi Nasional, 
terutama Moh. Husni Thamrin, berpendapat bahwa tindakan 
penggeledahan dan penangkapan terhadap pemirnpin-pemimpin 
PNI oleh pemerintah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
bahkan banyak diantaranya bukan anggota PNI juga · digeledah 
dan dicurigai. Suatu daftar penggeledahan-penggeledahan dan 
penangkapan-penangkapan yang dilakukan polisi di beberapa 
tempat dan kota di Jawa, Sumatra dan Sulawesi oleh Thamrin 
telah diberikan kepada sidang Vol.ksraad. Dengan peristiwa ini 
terbukti bahwa pemerintah dalam tindakannya telah ber1aku 
tidak bijaksana dan tidak adil terhadap pergerakan rakyat 
Indonesia 

Thamrin berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa buruk 
yang sering menimpa pergerakan rakyat adalah · berpangkaJ 
kepada artikel 169 swb, juga artikel 153 bis dan 161 bis. Oleh 
karena itu ia mengajukan suatu mosi kepada Volksraad mengenai 
artikel-artike1 ini, mosi ini diterima oleh sidang setelah mendapat 

37 
Dr. J .M. Pluvier,op. cit., hal . 38. 

223 



t<:. r: r a :. ~1 ·1 dJri mosi Frui (VC). Kemudian dibentuk suatu komisi 
L' iil :.: k m.:ninjau kcmbali artikel-art(kel tersebut. Usul Thamrin 
ag.1r sidang perkara pemimpin-pemimpin PNI yang dituduh 
melanggar art ikel-artikel itu dilakukan dihadapan majelis yang 
lebih t inggi (HooggerechtschoO dan bttkan pada landraad. ditolak 
oleh pemerintah dengan alasan bahwa pengadilan tertinggi itu 
hanya untuk sesuatll penuntutan politik. sedang bukti-bukti 
sifatnya berkenaan dengan hukum pidana.la 

Sementara itu masalah r-.:rtahanan juga dibicarakan dalam 
sidang Volksraad. pada tahun 1930, dimana pemerintah ber­
maksud akan meningk.atkannya. Maksud ini ditentang oleh 
anggota-anggota Fraksi Nasional. Mereka berpendapat bahwa 
peningkatan kekuatan pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya 
besar sedangkan keadaan keuangan negara sangat buruk. dan lagi 
tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Oaerah-daerah di seluruh 
Indonesia tidak mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan 
juga tidak kemerdekaan, sedangkan yang dimaksud dengan 
pertahanan terhadap serangan musuh adalah pertahanan terhadap 
kemerdekaannya. Jelas ia tidak mempunyai kemerdekaan kare­
na Indonesia adaJah daerah jajahan. Oleh karena itu adalah lebih 
baik biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan 
sosial rakyat Indonesia. 39 

Terlandanya Indonesia oleh pengaruh malaise dan diangkat­
nya de Jonge seorang yang sangat reaksioner sebagai Gubernur 
Jenderal yang baru pada tahun 1931 ternyata teJah mem beri 
akibat yang sangat buruk bagi Indonesia. baik dal~ segi 
sosial-ekonomi maupun kehidupan politik. De Jonge menjalan­
kan pemerintahan dengan sikap yang sangat keras dan kaku, 
sehingga masa pemerintahannya dianggap masa yang ter· 
buruk.· 40 Oalam kehidupan politik. umparnanya Fraksi Nasio­
nal yang tidak radikal itu telah didorong kearah politik non, yang 
seharusnya pemerintah justru mendorong mereka kearah politik 
ko-operasi. 41 

Sesuai dengan keadaan kehidupan sosiaJ-ekonomi yang 

38 H«ndt~lingtm van dert Volwtuu1, jaar 1929-1930; Sedj«rah PertertJkllrt lndone~i4 
1929 - 1930, djilid I. Pembicaraan-2 di Volk.<ro~ad disalin dalem bahda lndone5ia 
oleh HOS. Tjokroamlnoto, Diterbitkan oleh : Fonds Nasional, Jac:arta, Desember 
U30, hal . 114. 

39 Hand•lbt6en van dm Vol/tmuut,jaar 1929 - 1930, hal. 2437. cbt. 
40 D.M.G. Koc:h , op. cit., hal . 141. 
41 Dr. S.l. van der Wal, op, cit., haJ. 109. 
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s::.ngat tertekan ak:ibat depresi ekonomi. maka kegiatan fraksi 
juga terutama ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial­
ekonomi rakyat. Apalagi kt:hidupan di bidang politik memang 
sangat ditekan sekali oleh pemerintah de Jonge. Masalah sosial 
yang banyak dibicarakan pada waktu itu adalah bidang pendidik­
an akibat dengan diumumkannya peraturan-sekolah-sekolah liar 
(wilde scholen ordonnantie) oleh pemerintah. Dijalankannya 
peraturan ini pasti akan menghambat kemajuan rakyat Indonesia 
bahkan juga dari golongan Cina, India dan Arab, karena itu 
dengan dipelopori o!eh Ki Hadjar Dewantoro peraturan ini 
ditentang dengan kerns. Anggota-anggota Fraksi Nasional di 
dalam sidang Volksrad juga menuntut agar pemerintah mencabut 
segara peraturan tersebut. Bahkan M.H. Thamrin bennaksud a.kan 
keluar dari Volksraad apabila tuntutan itu gaga!. Melihat ::emung­
kinan jejak Tharnrin akan diikuti ·pula oleh anggot~anggota 
lainnya, bila hal itu memang terjadi lx:rarti Volksraad akan 
kehilangan artinya oleh karena wakil-wakil bangsa Indonesia 
praktis tidak ada. Setelah melihat reaksi-reaksi baik di luar 
maupun di dalam Volksraad, yang dapat mengganggu keter:angan 

. masyarakat, pemerintah kolonial dengan terpaksa me:1cabut 
perdturan terse but. 4 2 

Di bawah tekanan politik Gubemur Jenderal ue Jonge 
politik non-kooperasi menjadi lumpuh, akibatnya muncul kaurn 
ko-operator yang di dalam Volksraad oleh Fraksi Nasional dan di 
luar Volksraad oleh Partai Indonesia Raya (Parinclra) yang 
diclirikan pada tahun 1935. Dalam masa itu rnuncullah Petisi 
S il tardjo pada tahun I 936, 43 yang berisi usullndonesia berdiri 
sendiri tetapi tidak lepas dari kerjasarna Belanda. Petisi yang 
menghebohkan kalangan pergerakan, ada yang pro dan ·kontra 
akhirnya gagal karena ditolak oleh Pernerintah Belanda. Dalam 
sidang Volksraad sendiri, suara Fraksi Nasional juga terpecah­
pecah dalam menanggapi petisi. 

2. Petisi Sutardjo. 

42 

43 

Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Karto-

Men&enai peratur .. n sekolab liar ini lebi.h tenakap dapat dlbaca dalam: T11m1U1 
SisWII JO Tahun. Yoayakuta, 19S6, hlll. 230-238; Dr. S.L. van Jer Wal, Hn 
Onderwij$b•~ld In Nederltt~~d$ lnd~: 1 900~1 940., een bronnenpublibtie, 
Groninaen, 1963, 

Lebih Janjut llhat paul mencenai Petisi Sutardjo. 
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hadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamongpradja 
Bumiputra (PPBB) dan . wakil dari organisasi ini di dalam sidang 
Volksraad pada bulan Juli 1936. Petisi ini diusulkan di luar 
tanggung-jawab PPBB. Landasan usul adalah pasal 1 Undans­
Undang Dasar Kerajaan · Belanda yang berbunyi bahwa kerajaan 
Nederland meliputi wilayah Nederlan.d, Hindia Belanda, Suri­
name dan Curacao; dan yang menurut pendapat Sutardjo 
keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai 
derajad yang sama. Usul didukung oleh Ratu Langie (Sulawesi/ 
Kristen): Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/ 
Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katholik) dan Ko Kwat Tiong (Cina/ 
Budha/Konfusius). Dukungan ini menurut Sutardjo mencermin­
kan keinginannya bahwa usul petisi· di dukung oleh berbagai 
golongan sukubangsa dan agarna yang ada di Indonesia.44 

Usul petisi, yang kemudian dikenal dengan nama Petisi 
Sutardjo, diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Pemerintah, 
Ratu serta Staten Generaal (Parlemen) di Negeri Belanda. Ada pun 
isi petisi yalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musya­
warah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda dimana 
anggota-anggotanya mempunyai hale yang sama. Tujuannya 
adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah 
pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri 
sendiri dalarn batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan 
Belanda. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berangsur-angsur · 
dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang alr.an 
ditetapkan oleh sidang permusyawaratan itu. 

Usul yang menyangkut perubahan susunan ketatanegaraan 
ini timbul karena makin meningkatnya perasaan tidak pu3.s di 
kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan 
politik yang dijalankan Gubemur Jenderal de .Tonge. Padahal 
menurut Sutardjo, hubungan baik antara Indonesia dengan 
Negeri Belanda perlu ditingkatkan untuk kepentingan kedua 
belah pihak lebih-lebih adanya bayangan bahaya pecahnya perang 
di Pasifik. Hubungan · itu akan berhasil apabila diusahakan 
perubahan-perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintahan 
Hindia Belanda (Indonesia). Adapun perusahan-perubahan itu 
dalam garis besamya adalah sebagai-berikut: 

Pulau Jawa dijadikan satu provinsi, sedangkan daerah-daerah di 

44 Lihat _lampiran. 
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IL::.u pubu Jav.·a dijadikan kdompok-kclompok da.:rah (grot:p~­
gt::meen.schappen) yang ben>ifat vlonom Jan bt:nlasa1k:m J~:­

mokrasi. 
- S.ifat dualisme dalam peme.rintahan daerah (Oimwzlan~ 

besruur) dihapus. 

- Gubl!rnur Jenderal uiangkat oleh Raja- dan mempunyai hak 
· , . kekebalan ( onscllendbaar ) . 

.....:... Direktur Departemen mempunyai tanggungjawab. 

- V olksraad dijadikan parlemen yang sesumzruhnya. 
- Raad van lndie: anggota-anggota biasa dan scorang Vice 

President diangkat oleh raja; di samping itu kctua dan wakil 
kerua Volksraad sebagai anggota mempuny.ll hak suara. 

- Di>·entuknya Dewan Kerajaan (Rijksraad) scbag:.ii bdan kr­
tinggi antara Negeri Bdanda dan Indonesia, yang anggota­
anggotanya terdiri dari wakil-wakil kedua daerah uengan satu 
pimpi.nan yang diangkat, pimpinan mana bukan st=orang 
menteri atau direktur atau salahseorang dari ketua parlemen. 

- P~nduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena keLihiran, 
a::al-usul dan cita-citanya adalah unruk lndone;;sia. T "'rhadap 
o: Jng--orang asing yang dilahirkan disini diad:Ikan ._,.h:.;:si yang 
k~tat. 4 5 

Usul yang dia.-;.ggap menyi.mpa.: g dari dta-cita !·:aJangan 
p~ rge rakan umumnya mendapat reaksi, baik dari pihak ' .Jonesia 
r:1 aupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti Preanger DJde, Java 
Bode, Her Bataviaasch Niewsblad, menuJuh usul pl!tisi sebagai 
suatu ~·pennainan yang berbahaya", revolusioner, bcl:..; .n waktu­
::ya, dan tid:lk sesuai dengan kcadaan. Golongan rcak~k·:-. :!r Belan­
t!a, seperti Vaderlamls..:he Club, berperidapat illdOn..:: .. :-1 belum 
matang untuk berdiri · scndiri. Tetapi ada juga orang-orang 
Belanda dari kalangan pcmerintah yang menyetujui petisi, derig;:m 
mengirirn surat kepada Sutardjo. Pihak Pemcrimah Hindja 
Belanda sendiri mcnyatakan bahwa pernerintah memang mempu­
nyai maksud untuk selalu mening.katkan peranan rak-ya t dalam 
mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup 
untuk mengurus segala sesuatunya. 40 

45 PelftJUidanpn. ranual 15 Juli 1936, salin.1n rek.s pidato Surardjo · K:lrToh:sdi· 
kusumo di sidan& Vul.kscud un~l9 Juli 1936. 

46 T/Ghtljo Tlmo,,, t.anual 3 A&ustus l936 .(s.linan teks pidato Rt1~rinp l!lemach­
d&de voor aJpmeoe zakeo bij de Volklned, W.G. Pe.tkema). 
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Oari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar 
Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. 
Beberapa anggota Volksrdad berpendapat bahwa usul petisi 
kurang .ielas. kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. 
Pers Indonesia, seperti suratkabar Pemandangan. Tjahaja Timoer. 
Pelita Andalo.s, Pewarta Deli. majalah Soeara Katholik me­
nyokong usul petisi. 47 Oleh karena itu usul petisi dengan cepat 
terscbar luas di kalangan rakyat. Dan sebelum sidang Volksraad 
membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia me­
nyokong usul ini. •s Mcnurut harian Pemandangan saat usul ini 
dimajukan aualah sangat tepat. yaitu saat akan digantinya 
Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal'Tjarda yang 
menurut pendapat waktu itu ia berpaham liberal. 

Akhirnya tanpa pemilihan suara dalam sidang Volksraad, 
usul pctisi diterima untuk dibicarakan dalam sidang khusus 4 '~ 

yang dimulai tanggal 17 September I 936. Dari perdebatan yang 
dilakukan di dalam sidang VoJksraad, di samping kclompok 
pengusul sendiri, terdapat .tiga kelcmpok yang mcmpunyai 
pendapat yang berbeda-bcda, bahkan daJam tiap kelompok itu 
sendiri terdapat pula perbedaan pendapat. 

l. Kdumpok vaR Helsdingen - Notosoeroto, so terdiri dari 
\\. :ql-wakil: Otristelijke Siaatspartij (CSP). Vaderumdsche 
Club. Orzdernemersgroep, Jndisclze Katholieke Partij d:m 
bcbcrJpa anggota partai/organis.asi lai.nnya yang menolak 
usul petisi ka.rena rakyat Indonesia bclum mampu (matang) 
unluk berdiri sendiri. Van Helsdingen (wakil CSP) mengusul­
kan supaya dibentuk suatu komisi (staatscommissic) yang 
terdiri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang ahli 
dalam soal-soal jajahan dengan tugas mengontrol tindakan 
Menteri Jajahan. Anggota Volksraad ini juga membantah 
adanya persatuan antara sukubangsa di Indonesia (seperti 
yang diakui oleh Sutardjo cs , yang menurut pendapatnya 
hanya ada hila tliikat olch Pax Necrlandica. 

2. Kelompok Sukardjo Wirjoprdnoto, yang terdiri dari beberapa 
anggota Fraksi Na.sional, yang Jcngan tegas rmmolak usul 

4'7 /.P.O .• nomor .H tllnn:sl .t Aiustus llllb. h:il. 4113 -4114. 
48 De Ond.,..leekenaan der Petlti•, lndon~sill Zel{tt;znding, h»l. tl. 

D<umakundo. unnal 21 Juli 1936. 
SO Lel:lih j(:b.s mcngen:ai perdebat:.n ini dllpat :1Uihat d"l:tm H. Agoes Salim. ({india 

berdirl s~ndirl. O~so~f Peri# S:>erardjo Kll.l'rohadilcoe1<J~mo, terjemahan . 
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petisi karena tidak ada gunanya. Sockardjo Wirjopranoto 
sendiri berpendapat petisi ini dapat melemahkan bahkan 
mematikan cita-cita Indonesia Merdeka. Dengan keras ia 
bahkan menuduh Sutardjo menjalankan politik "opportunis­
tische politiek~ '. 5t 

3. Kelompok Suroso, yanc terdiri dari wakil-wakil Fraksi 
N asional, Politiek- Economische Bond ( PEB ), lndo­
Europeesch Verbond (lEV) dan beberapa nasionalis lainnya. 
Mereka berpendapat bahwa Indonesia sudah cukup matang 
dan sudah sepantasnyalah pemerintah Belanda memberikan 
lebih banyak hak-hak kepada Indonesia. Indo-Europeesche 
Verbond pada tahap pertama meminta supaya dibentuk 
suatu Dewan Kerajaan (Rijksraad), anggota-anggotanya ter­
diri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda, yang bertugas 
akan menimbang setiap perselisihan antara Indonesia dan 
Belanda. 
Dalam membela usul petisi, Sutardjo mengatakan keadaan 

dalam negeri sebenamya bukanlah masalah primer tetapi sekun­
der. Masalah yang pokok adalah hubungan kerajaan antara negeri 
Belanda dengan Indonesia, untuk mana Indonesia harus berdiri 
sendiri sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih maju. 
Sedangkan masalah-masalah yang bersifat internasional dan yang 
menjadi kepentingan bersama akan tetap diurus oleh kerajaan. 51 

Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, 
diadakanlah pemungutan suara, 'dimana petisi disetujui oleh 
Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 
SUaJCl menolak. Dan pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi yang 
telah menjadi petisi Volksraad itu dikirimkan kepada Ratu, 
Staten- Generaal dan Menteri Jajahan di Negeri Belanda. 

Sementara itu reaksi terhadap petisi di dalam masyarakat 
tetap berlangsung . Dr. J.M. Somer berpendapat bahwa menurut 
keadaan dan interpretasi sejaiah, pasal 1 UUD Ke~jaan Belanda 
yang menjadi landasan petisi, adanya hanyalah karena terpaksa 
sebab kerajaan Belanda tidak pernah terdiri dari empat wilayah 
tersebut. 53 J.W. Mayer Ranneft, bekas Vice President Raad 
lndie, berpendapat bahwa kerjasama antar-golongan di Indonesia 

Sl H. AIOCS SaUm,op. dt., hal. 90- 97 dan 150- 155. 
51 Do Onderteekenaan der Petitie~op.dt.,hal. 19 dan 34. 

53 Dr. J .M. Somer, Het hrtrtevoontel Soet4tdio ca. hal. Ill - 114. 
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akan berkembang dengan baik, apabila ada kepastian bahwa 
Indonesia akan berdiri sendiri. Adalah sudah waktunya diadakan 
perubahan-perubahan kearah kemajuan bagi pemerintahan di 
Indonesia. 54 Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh 
W.G. Peekema dalam laporannya'kepada pemerintah, bahkan ia 
meminta supaya dibentuk suatu komisi kenegaraan untuk me­
nyelidikinya. ss Haji Agus Salim, yang menyetujui usul petisi, 
menyarankan kepada Sutardjo cs, agar dibentuk suatu organisasi 
yang berusaha untuk mendapatkan sokongan dari tiap-tiap usul 
Indonesia berdiri sendiri. 56 

Sewaktu an.ggaran belanja Indonesia (lndische Begrooting) 
tahun 1937 dibicarakan di dalam Staten Generaal pada bulan 
Februari 1937, petisi Sutardjo juga d.ibicarakan. Tetapi keputus­
an apakah petisi akan d.iterima atau ditolak masih menunggu 
saran-saran dari Gubemur Jenderal di Indonesia. Dan pada buian 
Mei 1937 di Jakarta dibentuklah Komite Petisi Sutardjo (CPS) 
yang akan memperjuangkan petisi. Untuk memperkuat dan 
memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad bulan 
Juli 1937 Sutardjo kembali memajukan usul rencana apa yang 
sebaiknya d.ijalankan pemerintah Belanda dalam usaha menuju 
Indonesia berdiri sendiri. Rencana tersebut d.ibagi dalam dua 
tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil 
pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab 
bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian kearah perbaikan 
pemerintahan di Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali 
maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri 
Belanda dan Staten Generaal. 57 . 

Sementara itu di negeri Belanda, petisi juga dipropaganda­
kan, antara lain oleh Perhimpunan Indonesia dengan menerbitkan 
brosur-brosur mengenai petisi. Atas sokongan Perhimpunan 
Indonesia itu, majalah Toejoean Rakyat (di Jakarta) menuduh . 
Perhimpunan Indonesia telah menyalahi anggaran dasamya. Atas 
tuduhan ini, Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa untuk 
menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri Belanda dan 

54 J .W. Ranneft, Holliutd fowt in lndil. hal. 37- 38. 
S5 Dr. S.L. van der Wal, Dl YollclrGIId •In d1 StiUitkundt,. Ontlwilcllce/Uv Nil 

Nt!dt!rltmrb lndie, Tweede stuk 1917 - 1941, hal . 122 - lSl. 
56 H.A. Salim, "Soeua dan Oesaha" daJam hmondlmtan, tanuall0-10-1936. 
57 Pt!mGndollftlll, tanr;pl 9-8-1937. salinan leks pidato Raperln~~cemachtilde 

voor Alaemeene Zaken, H.C. Hartevelt. 
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Indonesia maka adalah dipanda!lg perlu untuk memperbaiki 
l.ubungan yang telah ada antara kedua belah pihak. Anbra lain 
yalah agar pemerintah Belanda memenuhi maksud yang terkan­
dung dalam petisi yaitu mengadakan suatu konferensi antara 
wakil-wa.kil .Indonesia dan negeri Belanda. ~~ Juga Roekoen 
Peladjar Indonesia (Roepi) di. negeri Belanda memperkenalkan 
petisi kepada anggota-anggotanya dan orang-orang Be!anda.59 

Di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1937 dibentuk Central 
Comite Petisi Sutardjo (CCPS), dan di daerah-daerah dibentuk 
cabang Comite Petisi Sutardjo. Dalam CCPS tidak terdapat 
anggota-anggota Parindra dan orang Indo-Belanda yang menyo­
kong petisi. 60 Mr. Sartono yang mertiadi anggota CCPS 
berpendapat petisi Sutardjo menuju ke arah kemajuan bagi 
Indonesia. 61 · 

Partat Gerakan Indonesia (Gerindo) dalam pengumuman PB. 
Gerindo tanggal 5 Oktober 1937, menyatakan bahwa Gerindo 
hanya menyokong diadakannya konferensi dari wakil-wakil 
Indonesia dan negeri Belanda, tetapi tidak menyetujui isi 
petisi.tt! . Gerindo berkeyakinan bahwa CCPS akan lebih 
berhasil apabila terdiri dari wakil-wa.kil resmi perkumpu1an­
perkumpulan dan partai-partai di Indonesia. 63 

Untuk mendapatkan sokongan dari berbagai partai dan 
go1ongan terhadap petisi, CCPS pada tanggal 21 Nopember 
1937 mengadakan suatu rapat bersama dengan mengundang 
wakil-wa.kil: Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Arab Indo­
nesia, Persatuan Minahasa. Perkumpulan Politik Katholik di 
Indonesia (PPKI), PSII dan organisasi-organisasi dan pemimpin 
yang menyokong petisi. PSII karena tidak menyetujui petisi tidak 
mengirimkan wak:ilnya pada rapat itu. 64 Selartiutnya pada 
tanggal 28 November 1937 suatu rapat umum kembali diadakan 
di Jakarta. Dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, salahseorang 
pemiinpin Gerindo, menyatakan bahwa petisi ini sudah salah 

5a ToedjoerurR11kyat, luni 1939, ''Socrat Pcncoeroes Perhimpoenan llldonesia bpada 
Toed}oNn R11ky11t". 

59 hnuur.d4"811n, taaual 24-1-1937, aunt ktriman Sakretariat Roepi ·(yanc 
ditandatanaanl oleh Soedjono D. Poeaponcaoro). 

60 ·Pmwndllnpn, taniPI6-10-1937. 
61 lbttl tanaai9-I0-1937. 
6' I.P. 0. tanuai9-I0-1937,haJ.661. 
63 h1P1411d4np11, taniPI 5-10-1937. 

64 Soe.,. IC11thoU1t:, tangal 3-U:_I937; Dr. S.L. van der WaJ. op. ctr .• hal. 184 -
117. 
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j;.dan , yaint dari atas (Volk.sraadl turun kebawah (rakyatJ buk:ln 
seperti biasanya dari rakyat kc Volksraad. 65 

PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) menuduh gerakan 
yang se<.lang dijalankan oleh CCPS sebagai suatu gerakan yang 
naif, gerakan anak-anak kecil yang'menuntut perubahan politik 
tanpa mempunyai sandaran dan sendi organisasi rak.-yat yangkuat 
dan sentosa. PB PSI! melarang dengan keras semua anggota dan 
organisasi massanya untuk mencampuri gerakan CCPS. 66 Parin­
dra agak berbeda sikapnya dengan PSII . Keputusan rapat Prindra 
di Solo tanggal 12 Desem ber 193 7 berpendapat bah wa walau· 
pun Parindra menolak petisi, karena maksud petisi berlawanan 
dengan tujuan yang dicita-citakan oleh partai-partai politik 
bangsa Indonesia terutama yang dicita-citakan Parindra, tetapi 
maksud untuk mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil 
Indonesia dan negeri Belanda, disokong oleh Parindra. 67 

Sebelum ini yaitu pada bulan November 1936, Parindra menyeru­
kan supaya kaum pergerakan menyokong petisi. 68 Pendidikan 
Nas.ional Indonesia (PNI-Baru), berpendapat karena tujuan PNI­
Baru adalah Indonesia Merdeka jadi bukan berdiri sendiri dalam 
lingkungan kerajaan Belanda~ maka PNI-Baru menolak dan 
melarang anggota-anggotanya membantu petisi dengan jalan 
apapun. 69 

Walaupun petisi tidak disetujui oleh empat partai, 70 yang 
pada waktu itu cukup mempunyai pengaruh besar dalam per­
gerakan kemerdekaan Indonesia, petisi juga disoko·ng oleh ba­
nyak organisasi yaitu partai-partai/organisasi-organisasi: PBBB, 

· Chung Hua Hui, Groep lEV, PEB, Penyadar, Pasoendan, PPKI, 
PAl, dan Perserikatan Indonesia serta beberapa nasionalis seperti 
H. Agus Salim dan Mr. Sartono. 71 Juga Sarekat Ambon dan 
Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. 12 

Pada tangga119 Desember 1937, CCPS mengumumkan pada 
semua partai-partai/ organisasi-organisasi terse but diminta supaya 
pengurus-pengurus cabangnya, bekerjasama dengan penyokong-

65 !.P.O. tan1pl 4-12-1937; Dr. S.L. Van dc:r Wal,op.clt., hal 316- 318. 
66 Soe.t'fl PS/1, Dnember 1937. 
67 Soetll'fl Po.rtndra, Desember 1937. 

68 Onderteekenars der pc:titlc:,op. clt.,hal. 9 
69 .I .P .O.tanw1 It Desc:mbar 1937, hal. 809. 

70 Dr. S .L. van der Wal. op. cir .. JaO - J84. 
71 Ibid •• hal. J79 - 380. 
71 . Pc:mandii"6Gn, tanagalll-ll-1937, teka pcn~Umuman dari CCPS. 
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penyokong petisi untuk membentuk sub-komite petisi di daerah­
daerah. 73 Atas anjuran Kasimo, cabang-cabang PPKI dengan aktif 
telah mendirikan sub-sub komite tersebut. 74 Dan selama tahun 
1938, CCPS dan sub-komite telah melakukan sejumlah rapat­
rapat umum untuk menyokong petisi. 

Pada waktu pembicaraan mengenai rencana anggaran belanja 
Hindia Belanda dalam Tweede Kamer pada bulan Februari 1938. 
petisi Sutardjo juga dibicarakan. Ke banyakan anggota Tweede 
Kamer tidak menyetujui petisi. 7 5 Menteri jajahan, Welter, 
sebagru wakil pemerintah Belanda dalam sidang itu menyatakan 
bahwa jalan yang terbaik untuk perubahan pemerintahan Hindia 
Belanda adalah dengan menjalankan desentralisasi yaitu dengan 
meletakkan dasar otonom pada tingkat bawah (pemerintah 
daerah). 76 Dan mengharapkan supaya Tweede Kamer tidak Jagi 
mempersoalkan petisi Sutardjo. Sedangkan pandangan Gubernur 
Jenderal sangat diharapkan untuk dapat memberi advis pada 
keputusan Ratu akan petisi. 7 7 

Sesuai dengan laporan .Menteri Jajahan pada Tweede Kamer. 
maka pada tahun 1938 telah mulai dijalankan beberapa perubah­
an dalam pemerintahan di Indonesia. Pada hakekatnya perubah­
an-perubahan tersebut tidak sesuai dengan kemginan golongan 
nasionalis . 78 

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur 
Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa 
petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada Menteri 
Jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van 
Nederlands-lndie, Adviseur voor Inlandse Zaken 79 , Directeur 
van Onderwijs en Eredienst 80 telah menyarankan supaya petisi 
ditolak dengan alasan isi kurang terang. Juga mengingat akan 
ketidak-pastian akan kejadian-kejadian dimasa yang akan datang 
ini maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan 

73 /bid,tanggalll-12-1937. 
74 Soeara Katholik, April cbn Mei I 938. 
75 D.M.G . Koch, M~nuju K~merdeluJan, hal. 160 ; Dr. J .M. Pluvier. op.cit., hal. 12o 

76 Dr. J .M. Pluvier, op. cit .. hal. I 26 . 

77 Dr. S . L. van dcr Wal,op. cit. , hal. 377- 378. 

78 Dr. J .M Plu•il!r,op. cit .. hal. 126 - 127 . 

79 Ibid, hal. 2 52 - 261 . >ural rahasia Adviseur •·uor Jnlandse Zaken ( L . G<> h~c 1 
kepada Guh~rnur J~nd~ral Tjarda, tanual 25 Mei 1937. 

80 Ibid. hal. 261 -· 284. sur;ot raha>ia Dirl!cteur van Onder ... ijs en Erediemt (A .D. A. 
de Kat Angdino) kepada Gubcrnur Jcnder<sl Tjarda . tanggal S M<!i 1937 . 
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konferensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. 
Akhimya ia menyarankan bahwa bagaimanapun petisi harus 
ditolak sehingga perobaha11 prinsipiil bagi kedudukan Indonesia 
dan mengadakan konferensi itu tidak perlu diadakan . 81 

Akhimya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 
tanggal 16 November 1938, petisi yang diJjukan atas nama 
Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan p::nolakannya 
antara lain yalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk 
memikul tanggungjawab memerintah diri senJiri". 81 Surat 
keputusan itu disampaikan pada sidang Volskraad tanggal 29 
November 1938. 8 J 

Penolak.an yang diarn bil tanpa keputusan sidang Staten 
Generaal itu 84 sangat mengecewakan para pemimpin pergerak­
an rakyat Indonesia. 85 Sutardjo sebagai pencetus idee petisi 
menyatakan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap petisi 
telah memperlihatkan sikap sombong dan ceroboh pemerintah 
Belanda; disamping mendemonstrasikan sampai seberapa jauh 
sebenarnya kedudukan Volksraad dalam pemerintahan.86 Ia 
memperingatkan pemerintah Belanda, bahwa sikap yang diambil 
terhadap petisi adalah keliru.87 

Golongan yang menolak petisi seperti PSII dan Perindra. 
berpendapat bahwa ditolaknya petisi memang sudah diduga 
sebelumnya. Pertama karena tidak disokong sepenuhnya okh 
semua golongan pergerakan, kedua karena sikap pemerintah 
Belanda sendiri sejak semula petisi diajukan. 88 Sukardjo Wirjo­
pranoto, salah seorang yang menolak petisi, berpendapat bahwa 
se bagai anggota Volksraad ia me rasa kecewa at as penolakan 
petisi ,tetapi hal ini tidaklah merupakan suatu pukulan yang keras 
bagi pergerakan kemerdekaan. 89 

81 /bld. hal.382-391. 

82 .'"\a tiona/~ Comm~nt1uen. tanggal 16 ·- I 2 - 1938, Dr . S .L. V>n d•r Wal. op. cit .. hal. 
391 - 396 : 914 -- 920 . 

83 ,\'utlon;zle Catr.ment.:::ren. tangpl 16-12-1936. 

84 Sot'ara Karholik . tan~,: a l 23 - 12-1938: D . ~! . G . Koch. o p .cit .. hal. lbl: Dr. J.M . 

Plu•ier. op. cit . hal. I 2 8 . 
85 D . ~! G . Koch . ,!:id. : Dr . J . ~1. Plu•·i<r . ibid. 

Sb Dr . S .L. •·an der Wal. o p. cit .. hal. 398 - 400 : dJn '''3"'"'""" d•n~an B"~Jk 
Sut3rdju Kart o hJdiku>u'Tlo 

S7 Dr . J .!\1. Plu•oer , op. cit .. hal. 128 . 

88 So~.J r;z PSI/ , l~semt-er 1938 hal 145 : Soea ril Pam:dra. Oe•emb•r 193S . hal. JJc 

89 Subrdjo W~rjn rranoto. "Perjuanpn mcnJ•p•lbn hJk r e littk" , J J I:. m Su CJr,J 
P..;riri.Jra , Des.mt>er 1938. h:.l. 33b - 339 . 
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Central Comite Petisi Su~djo kemudian mengeluarkan 
suatu "surat terbuka" yang ditujukan kepada Pengurus Besar 
semua partai politik dan perhimpunan-perhimpunan bangsa 
Indonesia. isinya disamping menyesali cara-cara penolakan an 
at:Js petisi, juga mengajak seluruh partai-partai untuk menentu­
kan sikap atas penolakan petisi tersebut. dengan mengadakan 
suatu konferensi di Jakarta tanggal 27 - 29 Mei 1939 90 

Maksud CCPS untuk mengadakan suatu konferensi akhirnya 
tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu itu beberapa partai 
politik bermaksud akan mengadakan · Nationa/e Concentratie 
(yang kemudian setelah terbentuk bemama Gabungan Politik 
Indonesia atau disingkat GAPI). Sehingga Sutardjo kemudian 
memutuskan bahwa tugas untuk memperjuangkan petisi selesai­
lah sudah. Oleh karena itu dalam rapat pengurus CCPS yang 
diadakan pada tanggal 11 Mei 1939 di Jakarta telah diputuskan 
untuk membubarkan CCPS. 91 Keputusan ini diambil di sam­
samping adanya keinginan untuk mengadakan Nationale Concen­
tratie juga untuk menjaga jangan timbul salah paham atau 
kekecewaan di dalam masyarakat Indonesia. 

3. Gabungan Politik Indonesia (GAP/). 

Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai­
partai politik dalam bentuk federasi tirnbul kembali pada tahun 
1939. Menurut Mohammad Husni Thamrin pendiri federasi itu , 
pem bentukan federasi pada mulanya dianjurkan oleh PSII pada 
bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai 
Partai Politik Indonesia (Bapeppi). 01eh karena pem bentukannya 
kurang lancar. Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk 
kembali Konsentrasi Nasional. Sebagai alasan yang mendorong 
dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut adalah: 

Q 

a. kegagalan Petisi Sutardjo. 
b. kegen tingan in temasional akibat tim bulnya fasisme . 
.:. sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepenting­

an-kepen tingan ban gsa lndonesia. ·92 

/PO. t~n~pl: $ ~hr~t 1939 . hal. 218 . 

'I I /PO. tanggal 13 ~lei 1939. h"l. 335 - JJb ; So~ara Karholik . tanggal19 !'vl~i 1'<39 . 
' "lin~n 'ural k~putusan r~mt-ubaran CCI'S t~nggal II !'vlei 1939 . 

Dr . J. M Plu•ier .o p . cH .. hal. 132. 
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Ketiga hal tersebut merupakan tantangan bagi pemimpin­
pemimpin Indonesia, lebih-lebih makin gawatnya situasi interna­
sional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Kemenangan dan 
kemajuan yang diperoleh negara-negara fasisme, yaitu negara­
negara Jennan, Italia dan Jepang. tidaklah menggembirakan 
bangsa Indonesia.'93 Karena itu pers Indonesia menyerukan agar 
kekalahan dalam forum Volksraad (perjuangan Petisi Sutardjo). 
dianggap sebagai cambuk untuk menuntut dan menyusun 
barisan kembali dalam suaru wadah persatuan berupa konsentrasi 
nasional. 94 

Parindra berpendapat bahwa perjuangan konsentrasi nasio­
nal haruslah: kedalam, dapat menyadarkan dan menggerakkan 
rakyat untuk memperoleh suatu pemerintah sendiri; keluar. 
dapat menggugah pemerintah Belanda untuk menyadari cita-cita 
bangsa Indonesia dan kemudian memberikan perubahan­
perubahan dalam pemerintahan di Indonesia. 95 Kemudian . 
diadakan pendekatan dan perundingan dengan partai-partai dan 
organisasi-organisasi seperti PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Per­
satuan Minahasa dan Partai Katholik untuk mem bicarakan 
masadepan Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1939 di~alarn rapat 
pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasillah didirikan 
suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik 
dan organisasi-organisasi dengan diberi nama Gabungan Politik 
Indonesia ( GAPI ). Ditegaskan juga bahwa masing-masing partai 
tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerja­
nya masing-masing dan hila timbul pep;elisihan antara partai­
partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama kali 
pimpinan dipegang_ oleh: Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir 
Sjarifuddin, Abikusno Tjokrosuyoso. Di dalam anggaran dasar 
diterangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada: 

93 

94 

95 

'16 
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a. Hak untuk menentukan diri sendiri. 

b. Persatuan nasional dari sell;lruh bangsa Indonesia. dengan 
berdasarkan kerakyatan dalam faharn politik, ekonomi 
dan sosial. 

c. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. 9 6 

TjJhaja Timou. langgal 15-S-1938. 

Ti~h~ja Timou. 13ng~al 23-3-1939. 

S . L. van der Wal , op. cit. , hal. 411 -412. 

/PO,tahun 1939, hal. 389 ;So~ara PSI/ . Mei 1939, hal. I 7 - IIi . 



Di dalarn konferensi pertarna GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah 
dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia ber­
parlemen". Jelas tidak menuntut kemerdekaan penuh, rnelainkan 
suatu parlemen yang berdasarkan kepada sendi-sendi demo1crasi. 
Ditetapkan pula disiplin organisasi dirnana anggota yang dipecat 
oleh partainya otomatis juga keluar dari GAPI. 97 . 

Menilai situasi akibat meletusnya Perang Dunia ke-11, yaitu 
atas penyerbuan Jerman terhadap · Polandia, pada tanggal 20 
Septembe2' 1939 GAPI mengeluarkan suatu pemyataan yang 
kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya yalah 
mengajak rakyat-rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk 
bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama itu 
akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan 
.hak-hak baru dalarn urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerin­
tahan dengan parlemen yang dipilih daripada dan oleh rakyat, 
dimana pemerintahan terse but . bertanggungjawab kepada par­
lemen tersebut. 

Untuk mencapai tujuan yang dicita-dtakan, GAPI menyeru-
kan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua 1apisan rakyat 
Indonesia. Seman itu disambut . hangat oleh pers Indonesia 
dengan memberitakan secara panjang-1ebar mengenai GAPI bah­
.kan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya 
fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengada­
kan rapat-rapat Ull)um yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 
Desember 1939 dhnana . ~dak kurang dari 100 tempat di 
Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI. 
Sea.lcan-akan udara Indonesia gemuruh dengan seruail Indonesia 
berparlemen. Meskipun demikian gemuruhnya ada juga pma!c­
pihak yang tidak setuju dengan aksi-aksi GAPI ini seperti 
Penyadar, PNI-Baru, Perkumpulan Kristen Indonesia. Mereka 
berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman selama ini aksi yang 
sifatnya meminta-meminta kepada Belanda tidak akan ada 
gunanya. 

Sungguhpun kenyataannya memang demikian, untuk me­
nyokong aksinya, GAPI kemudian membentuk Kongres Rakyat 
Indonesia (KRl). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu 
diadakannya Kongres Rakyat Indonesia yang pertama tanAAal 25 

9? S.L. van dcr WaJ,op. clt •• b&J 414- 415;/PO. tahun 1939, hal470- 471 ; Tjahnj :J 
Tlnt<Hr, taAJPI6-7-1939. 

23 7 



.C;:;s~mber 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia ·Raya, 
berternakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempUr­
naan cita-citanya, dan sasaran pertarna yang hendak dicapai yalah 
lndonesi;4 berpar1emen penuh. 

Keputusan penting lain dari Kongres yalah penetapan 
bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera 
dan lagu persatuan Indonesia, serta peningkatan pernakaian 
bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. 

Kemudian dibentuklah badan-badan Comite Parlemen Indo­
nesia diseluruh Indonesia dengan maksud untuk lebih meningkat­
kan aksi-aksi GAPI. Kepada panitia-panitia di daerah dianjurkan 
rnengadakan kursus-kursus dan rapat-rapat yang bersifat tertutup 
dan- urnurn. Untuk menguatkan aksi tersebut, GAPI berusaha 
rneyaXinkan ra.kyat akan kewcijibannya untuk · bersama-sama 
m~wujudkan cita~ta bangsa. Meskipun tuntutan GAPI ini 
dibicarakan juga dalarn Tweede Kamer (ketika membahas anggar­
an belanja Hindia pada tanggal 26 Februari s/4 6 Maret 1940) 
ternyata sokongan hanya diperoleh dari Social Dernokratische 
Arbeiders Partij (SOAP), sedangkan partai-partai lainnya me­
nolak. Dan pers Belanda sendiri pada urnumnya juga menolak 
dengan alasan-alasan yang biasa..dikemukakan, belurn waktunya. 
Tetapi partai-partai dan pers tersebut juga berpendapat bah· 
wa perlu juga diadakan perubahan-perubahan di dalarn pemerin­
tahan di Indonesia mengingat situasi internasional yang meng­
gawat. Melihat kenyataan ini pada tanggal S Februari dan 5 Maret 
1940 GAPI rnengeluarkan pernyataan, bahwa walau bagaimana­
pun tuntutan IndoneSia berparlemen akan diteruskan sampai 
berhasil. 

P.ada bulan Agustus 1940, Waktu Negeri Belanda telah 
dikuasai oleh Jennan dan Indonesia dinyatakan dalarn keadaan 
darurat perang, GAPI kern bali rnengeluarkan resolusi yang 
menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia 
dengan menggunakan hukumtatancga:ra dalarn masa genting 
(r.. :Jod staatsrechtJ. lsi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan 
pailemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, 
merubah fungsi kepala-kepala departemen ( departemenshoofden) 
menja_dj menteri yang bertanggungj~wab kepada parlernen ter­
sebut. Dan kepada rakyat serta orga.:1isasi-organisasi poll~ sosial 
dan ekonomi yang tida!' tergabung dalam GAPI supaya rnenyo-
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kong usat.'u GAPI. 9 1S Res·:>lusi ini dikirimkm kepad:1 Gubemur 
Jenderal,, Volksraad, Ratu Wihelmina dan kabinet Belanda di 
London. 

Tuntutan yang dilakukan melclui aksi-aksi yang sangat gigih 
itu baik ·di luar maupun di acilam Volksraad akhirnya atas ·usul 
dari beberapa anggota bangsa lndonesi~ di Volksraad mengenai 
perubahan ketatanegaraan maka pemerintah berjanji akan mem­
bentuk suatu komisi yang bertugas akan mengumpulkan bahan­
bahan apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia. Atas 
persetujuan pemerintah pada tanggal 14 September 1940 diben­
tuklah Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke heroor­
mingen (komisi untuk menelidiki dan mempelajari perubahan­
perubahan ketatanegaraan). Komisi ini kemudian dikenal dengan 
·nama K_pmisi Yisman. karena diketuai o1eh Dr. F.H. Visman. 
Pembentukan komisi ini tidak mendapat sarnbutan baik dari 
anggota-anggota Volksraad, apalagi dari GAPI yang terang­
teranga.n menyatakan tidak setuju. 99 Ketidak-setujuan kalangan 
pergera.kan umumnya berdasarkan pengalaman akan komisi yang 
sejenis pada tahun 1918 yang tidak mengh.asilkan apa-apa bagi 
perbaikan nasib rakyat Indonesia. Untuk menghindari ketidak­
satuan pendapat dalam menghadapi Komisi Visman, GAPI 
mengumumkan bahwa anggota-anggota GAPI tidak dibenarkan 
memberikan pendapat secara sendiri-sendiri kepada komisi. Ke­
mudian GAPI mengambil silcap lunak setelah ada undangan resmi 
dari Komisi Vistnan. Sementara itu beberapa anggota Volksraad 
mengajukan suatu mosi yang sifatnya lebih ringan, yaitu keingin­
an untuk me11gadakan kerja-sarna antara -pemimpin-pemirnpi.n 
Indonesia dengan pihak pemerintah Belanda. 

Untuk lebih memperjelas tuntutan, dibentuklah suatu' pani­
tia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan 
Indonesia yang diinginkan. Hasil panitia ini kemudian disampai­
kan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dengan Komisi 
Visman pada tanggall4 Februari 1941 di gedung Raad van Indie. 
Jakarta. 

Pertemuan itu tidak menghasilkan hal-hal yang baru, malah-

91 
S.L. vu der Wal,op. ctt .• hal. Sl3 - 516; SoGfYI PSI/, Aauatus 1940; Soaua 
i'art1tdJW. Aauatua 1940. 

99 
S.L. van IMr WaJ.op.cft., hal. 519- S3l;Soealll Prlrindi'G, Oktobor 1940, hal. 114 

- 115. 
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an pertemuan itu sendiri yci.:1g banyakdibicarakanoleh kafangan 
pergerakan sehingga ada yang menganggap usaha GAPJ tidak 
radikal lagi. Harap~ kemudian ditornpukan kepada menteri 
Jajahan Welter dan van K.leffens yang akan berkunjung untuk 
melihat keadaan di Indonesia pada bulan April 1941. Temyata 
kunjdngan itu hanya menambah kekecewaan bagi kalangan 
pergerakan .karena Welter tidak memberikan _langkah-langkah 
baru ke arah perobahan ketatanegaraan. Malahan harapan itu 
makin sima dengan adanya pidato Ratu Wihelmina di London 
dan pidato Gubernur Jenderal di Volksraad mengenai haridepan 
Indonesia. 100 

Oleh karena situasi politik makin gawat akibat bayangan 
Perang Dunia ke-11, pemerintah kolonial memperketat izin 
mengadakan rapat-rapat. Kemudian kepada rakyat Indonesia 
disodoikan peraturan wajib bela (inheemse milite). 

100. S.L. van •WaJ,4p. dt .• JW. 6a'7- 690. 
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101 
LR:%!piran 1 

Oesoel Petisi Soetard,lo. 

Denpn tan.c:h 15 D;oell 1936 telah diaoronalwl kepada Volbtaad oesoel : 

K.amt Jana bertandatllnpo dibawah lilt danpD hocmat menjoronakan oeaoel, 
10epaja Volltlnad denpo Jnengoenallaq llak illna dlberlkan tepada macJje!il ltoe 
dalam pa&a1 6& daripada Oendanc-oendan1 lndl&che Staaweplln1, menpdjoekan 
permot.onan pada Pemerintllb Tlnui dan Staten General -paja -kaJah menolonc 
chja-oepaja apr soepaja dladatan satoe aidaaa permoe~jawallltaa dari watU-wakil 
Nederland dan wakil-wakU Hindla Nederland, Jaaa aidana petmoesillwaratan ltoe 
den:,.an niemakal ·atoeran hak benamaaa antara anpaoct.a-annaoetan.ill akan mens­
atoer soeatoe rentjana ba&f memberikan kepada Hlndla Nederland denpn djalan 
bennpoer dldalam sepoeloeh tahoen, ataoepoen didalam tempo jana oleh sldana 
permoea;.wvatan ltoe akan diangap dapet melaltoekan.nja. ltedudukan bwdiri sendiri 
didalam batu-batM pua1 I dari pada Grond-t. 

Soetardjo 
Ratoe Laqia 
Kuimo 
Catoe' Toe-aoeq 
K.o K'Mtnona 
Ala tilL 

101 H-A. SaUm,op. dt., haL(. 
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BABIV 

KOMUNihfSISOSIAL DAN EDUKASI 

A MENDIDIK BANGSA SENDIRI. 

1. Pendldllcan Wanita. 

Menjelang awal abad ke-20 terjadilah perubahan­
perubahan masyarakat di Indonesia, yang terutama disebabkan 
oleh terbukanya negeri ini bagi perekonomian uang. Pada 
pertamanya te.rjadil,ah suatu perubahan paildangan penduduk 
bumiputra dan bersamaan dengan itu gagasan tentang kemajuan 
mulai tumbuh: "Dan apabila gagasan tentang kemlijuan itu 
menjadi hal yang utama, maka semangat masyaraht tentulah 
akan berubah, ekonomi tradisionil dan etika sosial menjadi retak 
dan u.kuran-ukuran baru mesti diciptakan. Kemudiait terciptalah 
dorongan-dorongan untuk berusaha, terbangunlah rasa tanggung­
jawab dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada se­
suatu ..... ", demikian seorang ahli sossiologi menulis ten tang 
keadaan Indonesia pada awal abad ke-20. 1 

Dan gagasan tentang kem~uan itu terutama rnenjadi 
pemikiran pokok R.A. Kartini (1879 - 1904), seperti dicermin­
kan di dalam surat-surat pribadinya, yang diterbitkan pada tahun 
1912 atas usaha dan di edit oleh J.H. Abendanon dengan judul 
Door dulstemis tot IIcht (Habis Gelap Terbitlah Terang)i 
Penerbitan itu menimbulkan gelombang kesairahan dan sirn­
pati mengenal gerakan ernansipasi wanita di Indonesia dan 
negeri-negeri lain. Bagairnana kedudukan gadis-gadis semasa 

8. Sthriek.e (ed), Tltr El/rcr of Wrnrm lnfluntce on Nativr Clvtli.mtiom in tlw 
Mlll4y Archi{J*illgo, Batavia, 1919, hal. ::Z39. 

Terblt pertama Jail pada tahun 191l, dan menga1aml cetakulan1 berltall-kali . 
Cetakulan1 terjemahan dalam bahaq Incgb '(191l) oleh Aanes L. Symmen 
dcnpa kata penpntar Ny. E. Roosewlt dan pendahuluaa Mildred Geertz, 
berjudul Lrtk77 of 11 Jallfl/tU. Prtncr:u:• Radttfl Ad/111'18 ICtUtifll. New _ York,-
1964. Terjemahaa Armijo Pane, Habu Gelap Terbitl4h Tuaf18 .• Djakarta, 19 5 l-­
b.rena alasan on11toe dan harp ternyata banyak membuan1 h:~l-hat yanJ 
~el:aranJ ini justru penlinl uotuk mendapatkan pmbaran lengkap mencenai 
K2tinl dan maqoya. Karaaaaa teataa1 Karllni dalam bahasa Belaoda dapat 
I!H:w tt dalam ltuya Cora Vreede-de Stuen. The lndonuflvl Wonuzn: . Strualu · 
a'!d A.cht~··~ent~ '1-Gravenhace, 1960. Pramoedya Anania Toer, Panggil Aku 
Kwrtini SditJ, ::Z j!lid, Buklttlnut - Djakarta, 196::Z 
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Kartini menulis suratnya tertanggal 25 Mei 1899 kepada Stella 
Zeehandelaar, seorang gad.is Belanda, dikisa.hkan sebagai berikut: 
".Kami, gadis-gadis masih terikat oleh adat-istiadat lama dan 
sediltit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. 
Untuk . keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di 
sekolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa 
adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya 
berusia duabelas tahun, maka saya di.Icurung di dalam rurnah, 
saya mesti masuk "kurungan". Saya di.lcurung di dalam rumah, 
seorang diri, sunyi-senyap terasing dari. dunia luar. Saya tidak 
boleh ke luar .Ice .dunia itu lagi, bila tidak disertai oleh seorang 
suami. seorang laki-laki yang a.sing samasekali bagi saya, dipilih 
oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa 
sepengetahuan saya sendiri".l 

Keada.an gadis-gadis seperti dialami Kartini; juga terdapat 
di Pasundan. Seorang guru wanita Belanda, yang datang di 
Indonesia pada tahun 1913, menulis tentang wanita Sunda, 
bahwa mereka hidup dalam tiga periode: masa kanak-kanak 
yang penuh kegembiraan, masa kehidupan patuh sebagai istri dan 
ibu, masa penuh pengaroh · sebagai nenek. Mem bicarakan ling­
kungan gadis-gadis menak di Pasundan, ia menulis: ''Waktu saya 
mulai bekerja di sini, hampir tidak ada atau sedikit sekali 
gadis-gadis yang pergi ke sekolah ..... Sernua kebebasan yang 
dimiliki gadis-gadis hilang lenyap pada usia menjelang kawin, 
yaitu pada usia sepuluh atau duabelas tahun". 4 

Kehidupan gadis semacam itu sebenarnya hanya terdapat 
pada kalangaan menak dan berbeda dengan keadaan gadis petani 
maupun pekerja, namun keterbelakangan pendidikan menjadi 
pola yang wnum pada rnereka. Pada golongan petani dan pekerja 
perkawinan di bawah umur sering terjadi p-ula, sama halnya 
dengan kaurnnya dari golongan rnenak. Oleh karena itulah Kartini 
sangat rnendarnbakan pengajaran bagi gadis-gadis. Dalarn suratnya 
kepada Prof. dan nyonya F.K. Anton di Jena, tertanggal 4 
Oktober 1904, ia menulis: "Apabila kami dengan sangat meminta 
pendidikan dan penpjaran bagi gadis-gadis bukanlah sekali-sekali 
karena karni hendak menjadikan anak-anak perempuan itu 

l Lihat terjemahan Armljn Pane. op. eft., 
4 B.H. LaDJ, "De Soendanesaclw Y1'0uw in het Iicht YaA het heden, het Yer!edeu 

en de toelwmst", /fldiM:Iw GIIU l9l0, h_29 - S8; 5eperti dikutip oleb Cora 
Vreede-de Stuns. op, dt., bal. 21 · 



saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan 
karena kami.. .. hendak menjadikan perempuan itu lebih cakap 
melakukan kewajibannya. yaitu kewajiban yang diserahkan oleh 
Alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu - pendidik 
manusia yang pertama." 

lbulah yang menjadi pusat kehidupan rumahtangga, dan 
kepada ibulah terletak kewajiban pendidikan anak-anak yang 
berat itu: yaitu bagian pendidikan yang membentuk budi-pekerti­
nya ...... untuk keperluan keluarga yang lebih besar, yang di 
namakan Masyarakat, di mana ia kelak akan menjadi anggotanya. 
ltu1ah sebabnya karni minta pendidikan dan pengajaran bagi 
anak-anak gadis"s Kesadaran akan tugas-kewajiban itu1ah, yang 
dikatakan sebagai "kewajiban untuk membentuk masa yang akan 
datang". 

Usahanya yang pertama yalah mendirikan sebuah kelas 
kecil bagi kepentingan gadis-gadis. yang diselenggarakan empat 
kali seminggu. Murid-muridnya yang pertarna berjum1ah tujuh 
orang dan mendapat pe1ajaran membaca-menulis, kerajinan ta­
ngan, masak-memasak, dan menjahit. Sarnpai batas tertentu 
pengajaran itu diberikan dengan cuma-cuma.6 

Di Jawa Barat pada tahun 1904 berdiri pula sekolah oleh 
Raden Dewi Sartika ( 1884 - 194 7). Semu1a bernama Sekolah 
Istri dan kemudian Keutamaan Istri. Sete1ah ia menikah dengan 
B.A. Suriawinata pada tahun 1906 ia melanjutkan cita-cita dan 
pekerjaannya. Seko1ahnya tersebar di pe1bagai kabupaten dan 
pada tahun 1912 ada 9 sekolah gadis, yang berarti 50% dari 
seluruh jumlah sekolah di Pasundan waktu itu. Ia meninggal di 
pengungsian pada jaman revo1usi. Sarnpai akhir hayatnya ia tetap 
sibuk mengurus kepentingan seko1ah-seko1ahnya. 7 

5 
6 

7 

Dengan usaha-usaha perseorangan itu mu1ailah apa yang 

Lihat terjemahan Armijn Pane.op.cir .• 

Kartini dalam suratnya kepada Ny. Abendanon IIi . 4 Juli 1903. Bagian ini 
tidak ada dalam terjemahan Armijn Pane , tetapi di dalam terjemahan bahasa 
Belanda. Lihat Cora Vreede-de Stuers . op.cit .. hal. 50-58. 

Nani Suwondo, Kedudukan Wanita /ndonena. dal4m Hukum dan. Masjarakat, 
cetakan kedua , Djakarta, 1968, hal. 133. Menurut Kardinah Reksonegoro (adik 
Kartini) Raden Dewi Sartika dan adiknya Sari Pamerat penah mengunjungi 
sekolah "Wisma Pranawa ". yan11 didu-ikan di Tegal pada tahun 1908 oleh 
Kardinah. untuk mempelajari rencana pdajaran sekolah ttrsebut . Selama empat 
bulan ml!reka juga ikut mengajar di situ dan sdama itu menjadi tamu 
kllbupatl!n Tl!gal. Lihat Kardinah Rcksonegoro. "Karrini": Tiga Saudara, 
Salatiga 17 Agustu> 1964. hal. 17 Na,k~h stensil dalam bahasa Jawa . 
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kemudian dikenal sebagai gerakan wanita Indonesia. Terutama 
setelah terbitnya kumpulan surat-surat Kartika.Dewi Sartika juga 
merupakan salahseorang dari 9 wanita yang menulis gagasannya 
bagi sebuah panitia pemerintah Hindia Belanda yang menyelidik.i 
sebab-st:bab kemunduran kemakmuran penduJuk di Jawa: 
khusus dalam hubungan usaha meninggikan derajat kaum wani­
ta . .s 

Peningkatan derajat wanita merupakan salahsatu pokok 
da.iam masalah kesejahteraan umum. Dan perkembangan kecer­
dasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, 
apabila pendidikan bagi kaum wanitanya diabaikan. Di segala 
jaman kemajuan wanita merupakan faktor yang nyata pentingnya 
bagi perkembangan budaya suatu bangsa. 9 

Dal:lm jangkauan pandangan itulah dimulai tingkat kedua 
gerakan pendidikan wanita Indonesia, yang diawali dengan 
berdirinya sebuah perkumpulan Putri Mardika di Jakarta pada 
tahunl 912. Tujuan Putri Mardika yalah untuk mencari bantuan 
keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Di 

8 

9 
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Ond~r:o~lc naar de mind~re we/...aart du Inlandsch~ bevolking of )a ...a en 
.\1adoua, Deel IX b3 , 1914 . (selanjutnya disebut Onduzoek . IX bJ. 1914) 
Judul karangan De-...; Sartika yalah , De /nlandsch~ - Vrouw (Wanita Bumiputra). 
dimana ia mengemukakan tujuan pendidikan untuk mendapatkan kekuatan dan 
ke>ehatan kanak-kanak. baik secara jasmani maupun rokhani . )'ang disebut 
cageur-bageur (bahasa Sunda). Di samping pendidikan susila. maka pendidikan 
kejuruan merupakan pokok bagi kaum wanita. Jabatan sebagai bidang, 
juruketik dan pen~taruh rumahtangga baik untuk gadis. Gaji wanita haruslah 
sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perka...,inan anak-anak dan 
permaduan penyakit masyarakat. Karangan R.A. Siti Sundari. Redaktur 
Wanito Sworo berjudu1 " Javaanche Yolk k.an niet spoedig vooruitkomen. als 
de Ja,·aansche Vrouw onwetend blijft" (Penduduk. Jawa tidak akan segera 
maju, bila wanitanya tetap bodoh).la menganjurkan sekolah-sekolah dan pendi­
dii<an guru untuk gadis-gadis. baik dari kalangan petani maupun menak . 
Menurut pengamatannya maka wanita, isrri para pekerja lebih menaruh minat 
kepada pc:ngajaran dan mendapatkan pengetahuan praktis . Pcrmaduan tidak 
disetujuinya . Raden Ayu Sosro Hadikusumo (dulu R.A. Suma!ri. adik Kartini) 
menganjurkan pendidikan kejuruan untuk gadis -gadis dan wanita untuk 
pdbagai lapangan pckerjaan . Umi 1\.alsum, pulri Mas Budiardjo di Yo gya 
(salahseo rang r"mimpin BoeJi Oetomo), R .A. Ariu Surio Sugondu (1s1ri putra 
MJngkuneguro V) . R .A. Amiati, putri Paku Alam VI masing-masing mcnulis 
tentang usaha-usaha meninggikan derajal wanita mdalui sekulah umum 
maupun kejuruan . 'erla menolak permaduan dan p<la.:uran. scrla linlahJaral . 
Pengaran~ wanita Jainnya yalah R .A . 1\.arlinah (l'ulri Pangeran No lo dirodjo ) 
R .A. Jl.lJrlini danNy . Djasirak ('eorong t>1dan di Bandung). 

Lihat Onder:oek, IXbJ. 1914 . lnkiding uleh S . R. Steim<tz . Jug. J.H . 
Abenda non. Beyo rdering v.:m her -v rlderwijs •·an meisjes behaorende .. tot d e 
/ n lrt!en JSclu!· bel.'Oliflg \.'an 1\'cJ. lndie , Ll. 



samping itu juga memberi penerangan dan nasehat yang baik bagi 
kaum putri. 

Perkumpulan Kartini[onds (Dana Kartini) didirikan pada 
tahun 1912 atas usaha Tuan dan Nyonya C.Th. van Deventer, 
seorang penganjur politik etika. yang bertujuan untuk mendiri­
kan sekolah-sekolah "Kartini"! Sekolah yang pertama didirikan 
di Semarang pada tahun 1913, kemudian menyusul di kota-kota 
Jakarta, Malang. Madiun dan Boger. 10 

Sejalan dengan itu timbul banyak sekali perkumpulan 
wanita, seperti Madju Kemuliaan di Bandung, Pawijatan Wanita 
di Magelang, Wanito Susilo di Pemalang, Wanita Hadi di Jepara, 
Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, dan 
banyak lagi dipelbagai tempat. 11 Organisasi keagamaan pun 
mempunyai ·bagian wanitanya. seperti Wanito Kato1ik, Aisyiah 
dari Muhammadiyah, Nahd1atul Fataad dari NU dan Wanudyo 
Utomo dari Sl. 

Di Sumatra, Karadjinan Amai Setia didirikan di Kota 
Gadang pada tahun 1914, yang bertujuan: meninggikan derajat 
wanita dengan jalan pelajc;ran menulis, berhitung dan membaca; 
mengatur rumahtangga; membuat kerajinan tangan dan mengatur 
pemasarannya. Di Padang Panjang berdiri Kaoetamaan Istri 
.Minangkabau, yang bertujuan menyebarluaskan pengetahuan 
umum, pendirian sekolah industri dan kerajinan wanita. Di 
Bukittinggi berdiri Serikat Kaum lbu Sumatra. Di Gorontalo 
berdiri Gorontalosclze Mohamme.daansche Vrouwem,ereeniging 
dan di Ambon berdiri Ina Tuni, yang lebih bercorak po1itik, 
bagian dari Sarikat Ambon. 

Banyaknya perkumpulan itu menunjukkan. bahwa golong­
an wanita tidak sabar dengan dibukanya sekolah-sekolah. Mereka 
beraksi dalam perkumpulan sambil mendidik dan mengajar 
kaumnya. 

Bersamaan dengan perkumpulan, wanita Indonesia memi­
liki suratkabar dan majalahnya. yang berfungsi sebagai penyebar 
gagasan kemajuan golongannya dan juga sebagai alat praktis 

10 

II 

A.:>.f . Jo~kes , '"De O .ntwikkeling van htt onderv.ijs aan lnheensche meisjes in 
Jndie en het aandeel daarin van de Kartini - en van Deventerscholen ", De 
Opbouw, Juli 1937. hal. 75- 84. 

De lnhumsche (Je.q;dbeweg i ng en) Je,gdptrs in .'Ved. /ndie in i\'ede,i:mdsch ­
lndie. Publi~atie Dtpartement van Onderwij> en Eredienst. B"t avia 1931 -
1932 . 
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pendidikan dan pengajaran. Demikianlah terbit di Bandung pada 
tahun 1909 Poetri Hindia, tetapi dengan redaksi laki-laki. Wanita 
Swara, terbit pada tahun 1913 di Pacitan-Brebes dipimpin putri 
seorang guru di Ponorogo yang menetap di Brebes kurang lebih 
60 km sebelah timur Cirebon. Wanito Swara, terbit dengan huruf 
dan bahasa Jawa, tetapi kemudian sebagian berbahasa Melayu 
juga. lsinya mengenai soal-soal kewanitaan praktis, masalah-masa­
lah yang lebih luas nampaknya belum waktunya untuk rnenjadi 
isi rnajalah itu. 

Di Bukittinggi juga muncul Soenting Melayoe yang rne­
rupakan pusat kegiatan pemuda putri rnaupun wanita yang telah 
bersuami. Cara menyatakan pikiran para penulisnya yalah dalam 
bentuk prosa dan puisi. 

Poetri Merdika di Jakarta rnerupakan suratkabar yang 
sangat rnaju untuk tahun 1914. Artikel-artikelnya tertulis dalam 
bahasa Belanda, Melayu dan Jawa. Edisi Sunda terbit pada tahun 
1918 bemama Penoentoen lstri. 

Dengan terbitnya Poetri Merdika, rnaka minat kepada 
gerakan emansipasi tergugah dan bersarnaan dengan itu rnasalah­
masalah yang berkaitan dibicarakan pula. Pennaduan, pendidikan 
campuran laki dan wanita, pemberian kelonggaran bergerak kaurn 
putri, berpakaian Eropa, kesernpatan pendidikan dan pengajaran 
rnerupakan bahan perdebatan bagi rnereka yang setuju dan tidak 
setuju. Di samping uraian yang sangat maju terdengar juga "suara 
peringatan" dari pihak yang kolot. 

Selain itU di Sernarang terbit Estri Oetomo. di Padang 
Soeara Perempoean, dengan redaksi Nona Saadah, seorang guru 
HIS di situ. Perempoean Bergerak terbit di Medan dengan redaksi 
Parada Harahap. Sebagian besar pernbantu suratkabar dan maja­
lah wanita itu yalah guru-guru wanita. dan dengan demikian 
usaha pengajaran praktis di sekolah disambungkan dengan pe­
nyebarluasan usaha-usaha perbaikan kedudukan wanita. 

Sejak tahun 1920 jumlah perkumpulan wanita bertam bah 
banyak sekali: apabila dalam awal per kern bangan wanita berasal 
ningrat yang rnenonjol, maka dalam tahap ketiga batas keturunan 
ningrat tidak kentara lagi. Terjadi perluasan pengajaran b:~gi 

wanita dan kesediaan organisasi-organisasi untuk mem bentuk 
bagian wanita. Aisyah yang men1pakan bagian dari Muh:m1-
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madiyah pada tahun 1929 telah mempunyai 5000 orang ar.ggora 
dari 32 s~:kolah dengan 75 guru-guru putri. 1 ~ 

Perkembangan ke arah politik menjadi makin kentara paJa 
gc:rakan wanita setelah kaum wanita ikut ambil bagian dalam 
kegiatan SI, PKI. PNI dan PERMI. Wanita Indonesia telah 
mengikuti jejak Pergerakan Nasional. Kongresnya yang p~rtama 
pada tanggal 22 Desember I 928, yang melahirkan Perikatan 
Perhimpunan Istri Indonesia (PPil). Tanggal itu, yang kemudian 
dirayakan sebagai "Hari lbu" dapat dilihat sebagai hari lahirnya 
kesadaran yang mendalam wanita Indonesia tentang nasibnya . 
kewajibannya. kedudukannya dan keanggotaannya dalam masya­
rakat. 13 Gerak kegiatannya tidak semata-mata politik dan 
terutarna ditujukan untuk kerja kemasyarakatan dan kesejah­
teraan urnum. Majalahnya /strl, yang terbit mingguan. melarang 
penggunaan bahasa Belanda dalarn karangan-karangan yang akan 
dimuat, suatu bukti Istri rnelaksanakan salahsatu keputusan 
Sumpah Pemuda tahun 1928. 

Berbeda dengan PPII, maka Iszri Sed_ar yang didirikan ui 
Bandung pada tanggal 22 Maret 1930 semata-mata mentpakan 
organisasi politik. Pada tahun 1932. setelah kongresnya yang 
kedua, salahsatu programnya yalah "menyokong suatu pendidik­
an nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas 
dasar-dasar kernerdekaan dan percaya kepada diri-sendiri". Tahun 
itu adalah tahun perlawanan umum terhadap undang-undang 
"sekolah liar" yang kemudian dijadikan tema· sebuah nov~! 

Suwarsih Djojopuspito berjudul Buiten het goree/ (Di Juar 
kekangan). 14 Suwarsih adalah istri Sugondo Djojopuspito. yang 
waktu itu menjadi pemimpin sekolah Taman Siswa Bandung: 
Sebagai guru ia ikut mengalami hidup· di ''sekolah liar .. selama 
bertahun-tahun sebelum per.mg. Terpancar dengan jelas dari 
daJam buku yang "simpatik St!kali. diliputi oleh suasana melan­
cholik dari c~tlrra id~aJisme yang tidak luntur-lunturnya oleh 

12 

13 

14 

A. K. l'ringodiado, S~iJjorvlr ~'1/rnllum Rakjat /ndon~:Ji#, <.:<"t:>kan koetujuh . 
Diakart:s, I 970. hal. 89. 

"Hori Jbu". dalam Suora PrrwoJri, Ill. No .. S (P~bruariit9SJ . 

Suwusih Djojopoespito. :Buiun h<"t GarC"c>l. roman I 946. Semula romun olu 

d itulis dalam bahau Sunda . IC'Iapi ditulak olch 8Miai PuMMU , seh ing~ra ditulis 
kemb-ali dabm bahasa &.!Ianda . T~rbil di N<"derl3nd dc:ng:m k•l• pen'""' '" Du 
Pcrron . Rom;on iru loebih mC"ndc:ka li sebu•h dokumcn k"manusiun daripada 
sebuah rom01n , dcmik1;on W.loe F<'bte dalam bukunya · Tamrln SiS .... 'O iolllh. 
kr{Hrrjojoan lcrpoda k~/cuaton undirl untw/c tum/nth, Djakarta Sur»haja , 
1951. h~l. 37. Ter.iemahun I' .S . Naip<>•pos. 
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penderi taan ..... " 15 Kecuali itu · bukunya menggam barkan c;e­
ngan j::las betapa eratnya Taman Siswa dengan gerakan nasiC' lll 
serta pandangan penulisnya sebagai penganut feminisrne ..'1n 
nasionalisme yang terkandung dalam lstrl Sedar. 

Hasil-hasil gerakan warita, terutama di dalam hal p<!n­
didikan dan pengajatan, bolehlah dikatakan memuaskan. Demiki­
an juga kedudukan sosialnya mengalami perbaik.an dan dalam 
bidang politik bolehlah disebut ikut-sertanya wanita Indonesia 
dalam pemilihan keanggotaan dewan-dewan kotapraja pada tahun 
1938. 16 Namun bila dibandingkan dengan jumlah wanita dari 
go Iongan rendah, hasil-hasil usaha gerakan wanita · belumlah 
kentara benar. 

Dari ikhtisar singkat di atas nampaklah, bahwa setelah 
tingkJt pertama usaha _perseorangan berakhir, kaum wanita 
membanjiri organisasi-organisasi yang ada . dan kemudian masuk 
dalam aliran yang lebih besar: yang dalam aliran nasionalliberal. 
dalam gerakan reformis Islam dan aliran feminis-demokratis. 
Mungkin sekali karena terjadinya perubahan dan perkem bangan 
yang terlampau cepat, maka pendidikan wanita seperti yang 
dicita-citakan, tidak saja dalam bentuknya yang fonnil melalui 
perse kolahan tetapi juga dikaitkan dengan kegiatan kaum wan i~a 

dalam organisasi-organisasinya sendiri, terutama nampak sekali 
yalah dorongan dari pemuda putrinya. 

Di situlah letak perbedaan usaha mendidik bangsa sendiri 
yang diselenggarakan oleh kaum wanita dan usaha-usaha kaum 
pria, seperti yang akan terurai (ii belakang ini. 

2. · Taman Siswa. 

Sejarah Taman Siswa adalah sejarah kebangsaan Indonesia. 
Kelahirannya pada tanggal 3 Juli 1922 dinilai oleh seorang 
penulis sejarah Indonesia sebagai titikbalik dalam pergerakan 
Indonesia. 17 Karena kaum revoiusioner yang mencoba meng­
gerakkan rakyat dengan semboyan-semboyan asing dan ajaran­
ajaran Marxis terpaksa memberikan tempat untuk gerakan baru, 
yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap non­
kooperatif dengan pemerintah jajahan. 

IS 

16 
I 7 
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W.lot Febro: . ibid. 

Jubi leumnummu {ndonrri~ . 1938. haL 274 -l7S. 
Ra~· mond Kennedy. The A ngelerl Jndie,. tanp~ t~mpal, 1941, hal . 116 Jst . 



Bapak gerakan ini yalah R.M. Suwardi Surjaningrat 18 

atau yans kcmud.ian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. 
ICuena kcanggautaannya dalam 1ndlsche Partij dan aktivitasnya 
mencntana usaha-usaha perayaan 100 tahun kemerdekaan Belan­
da ~tas Ajahan Perancis Napoleon. maka ia d.ibuang ke negeri 
Bdanda bersama dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo 19 dan 
RF..E. Douwes Dekker 20 (Danudirdjo Setyabuddl:i, 1913-
September 1919). Dalam masa pembuangan itu ia memakai 
kesempatan untuk m~mpelajari masalah-masalah pendidikan dan 
berbasil merumus.kan pemyataan azas pengajaran nasional. 

Dengan mcndirikan sekolah Taman Siswa yang pertama, 
maka pada masa itu berarti ia mengesampingkan pendekatan 
politik. TctaPi temyata ia dapat mewujudkan keinginan bangsa­
nya, karma Usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa 
kebangsaan Indonesia merupakan bagian penting dari pergerakan 
Iadonesi.i dan dianggap mcrupakan dasar perjuangan meninggi-

. bn· derajat rakyat. BanyaJc perkumpulan dan partai-parrtai 
!Mmasukkan hal itu dalam programnya. · 

Pcmyataan azas Taman Siswa tahun 1922 11 berisi 7 
pasal yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal 
~1 dan ke-2 mcngandung dasar kemerdek~an bagi tiap-tiap 
orana untuk menptUI' dirinya sendiri. Dila ditetapkan kepada 
pelitqnaan pengajaratt, malca hal itu merupakan usaha mendidik 
murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja 

.. 
lO 

:u 

T ...... upe•• up.._ s.-cli Surjenln1Jel seleme 9 tahun, lihat Abdur­
...._ ~djo, "Suata anallsa tjita-tjita dan tindak perbuatan nasio­

. aeke•ol_,_ Su-cll SurjlullaP'ftl ( 1913 - 1922)". Medii" nmu h"'trti;ollu· 
-. Tia.IU, No.2 (April) 1962, heL 474- 514. 

-..,.ti "._llral •jeti" Ita dibnnc denpn beik oleh M. Balfas, Dr. Tjiptu 
." ~~~----: DM~Dirret~tl, . Dlalkarte, 1957. - · 

Aaro~ Do.- Dekk« Y•l kunn1 memadai susunannye terdapat dalam 
~.1-K-Ihwrtt,. Banda111. 1950, Profll dan keprib•diannya dikllrang 
..... beik. olell D.M.G. Kocb, a.n, Slot: Figunff ult Oude lnd~. 
~ ...... 1960, .... ~ 118- 129. 

,._.,.._ _.A.Aa ituc diMbut Nbapl "ua1 perjuanpn" oleh Ki Hadju 
Dewaat:.a, A.zaa.aua dan o-..suar Taman Siswa" dalem · Butcu Peringatan. 
T-&lnooir JO tcluul/921- l9J2, JOI.iekarta, 1951. hal. 46. Yana dimaksud 
..... ".-..ue" yelah pemyetaan azat Taman Siawe 1911 . sedang~.an 

· ~·---dee." yalala pnumaaaA kembaH sepia penplaman Taman Sisw;a ~ampa i 
...._ 1947, yana dikenel tcbapl Panca Dharme. hl&lil penelitian Panili" 
...... ~. yaitu: A&aa Kebanpaan, Azaa Kebudayaan. Azaa K"mudek""" · 
Au.~. Au. Kodntt A.lam. 
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merdeka didalam batas-batas tujuan mencapai tertib-damainya 
hid up bersama. Didalam pasal 1 teirnasuk juga dasar kodrat alam, 
yang diterangkan perlunya, agar kemajuan sejati dapat diperoleh 
dalam perkembangan kodrati, yang terkenal sebagai "evoh.isi". 
Dasar ini mewujudkan sisfim-among,22 yang salahsatu seginya 
yalah mewajibkan guru-guru sebagai "pemimpin yang berdiri di 
belakang'? tetapi mempengaruhi dengan · memberi kesempatan 
kepada anakdidik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut 
dengan semboyan 'Tut Wuri Handayani .. Di sarnping itu sud:ili 
barang ~entu guru diharapkan dapat membangkitkan pikiran 
murid, hila berada ditengah-tengah murid-murig dan mem beri 
contoh hila didepan mereka. 

Pasal ke-3 menymggung kepentingan-kepentingan sosial, 
ekonomi dan politik._ Kecendenmgan bangsa kita untuk menye­
suaikan , diri dengan hid up dan. ~ghidupan keoorat·baratan m~ 
nimbulkan pelbagai kekacauan. Sistim pengajaran yang timbul 
dianggap terlampau · ~ntingkan kecerdasan pikiran, yang 
melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat da1am kebudayaan 
sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat mem beri 
kepuasan. lnilah yang d}sebut dasar budaya. · 

Pasal · ke-4 mengandung dasar kerakyatan. ''Tidak ·ada 
pengajaraf1, . bagaiman~pun tingginya. dapat , l?et:guna, apabila 
hanya .diberikan kepada sebagian kecil oran.g da:l&Jl'l . pergaulan 
hjdup, Daerah pengajcuan .harus. diperluaS:''. Pasal ke-5 merupakan 
azas yang sangat penting bagi .semua orang yang ingin mengejar 
kemerd~:kaan hidup yang sepenuhnya. Pokok. dari azas ini yalah 
percaya kepada kekuatan sendiri. Pasal ke-6 berisi persyaratan 
dalam mengejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk 
membelanjai sendiri segala usaha. · ltulah yang disebut Zelfbe­
druipings-systeem. Pasal ke-7 . merigharuskan adanya keikhlasan 
lahir-batin bagi guru-guru untuk mehdekati anakdidiknya. 

22 

Pernyataan Azas yang berisi tujuh pasaJ itu disebut oleh 

S. Man~unsark.o~,. '• Leidende ~dachten hij het z.;r .'\monJ·systeem van de 
TamiUI Si.swW-si:hoten", Koloaiuli StKdlrm •. XXVU ;- 193&, hal. S9S li~t. Juga S . 
M"• nl!'on·Mrkorn, · ·l"ukok-polmr Ani0n1·Sisrini : Dasar !fni3uan 1\idup .. , <hl:lm 
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ningrat, A Pu!intiniuy Desc,iprion of th~ J•wzn~~t~e. Ki11Ship tl~m, . New Hav~n. 
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Dr. Gunning sl!bagai "manifest yang penting B Sa!ahsc:>orang 
pcmimpin Taman Siswa, Sarrnidi :Mangunsarkoro. 24 menycbut 
pernyataan azas sebagai "lanjutan cita-cita SuwarJi Surjaningrat 
dan kawan-kawannya yang tergabung daJam "Gerombolan Selasa 
Kliwon". :zs sebagai anak rohani gerakan politik kiri Nationaal 
lndische Parrij (1919 - 1921) dan gerakan kebatinan yang 
menganjurkan kebebasan". 

Sesungguhnyalah pemyataan azas itu merupakan perpadu­
an pengalaman dan pengetahuan Suwardi Surjaningrat tentang 
aliran pendidikan Barat dan aliran kebatinan yang mengusahakan 
"kebahagiaan diri. bangsa dan kemanusiaan". 

Reaksi masyarakat Indonesia atas Pemyataan Azas itu 
berbeda-beda. Ada yang menyambut dengan persetujuan, .ada 
yang mengatakan bahwa Pemyataan Azas itu berarti memutar 
jarum jam ke belakang dan ada yang menuduh Suwardi Surja­
ningrat akan rnendirikan sekolah kornunis. 

Selama delapan tahun sejak berdirinya, maka Ki Hadjar 
Dewantara dan pembantu-pembantunya bekerja · secara diam­
diam, dalam arti tidak melayani kritik~kriti.k dari masyarakat kita 
sendiri maupun dari fihak Belanda. yang bernada meremehkan 
usaha pendidikan itu. Narnun secara tcratur gagasan dan usaha 

2J 
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pendidikan yang ltidup itu dijelaskan melalui majalah pendidikan 
umurn yang diterbitkan, yaitu Wasita. 16 

Banyak sekolah yang telah berdiri terlebih dulu kemudian 
menyerahkan sekolahnya kepada Tam an Siswa, seperti sekolah 
Budi Utomo di Jatibaru, Jakarta 27 dan Sekolah Rakyat di 
Bandung. 18 Menjelang kongresnya yang pertama, maka pener­
bitan resmi pemerintah Hindia Belanda mencatat pada tahun 
1930!9 bahwa di Jawa terdapat :P~sat-pusat kegiatan pemetiharaan 
kesejahteraan penduduk yang diusahakan oleh bangsa Indonesia 
sendiri. Disebutnya ada tiga. pusat kegiatan, yaitu yang diusaha­
kan oleh· Muhammadiyah, brdonesische Srudieclub Surabaya 
dan Taman Siswa. 

Mengenai Taman Si.swa penerbitan pemerintah Belanda itu 
menguraikari sebagai berik.ut: 

"Semula didirikan pada tahun 1921 di Y ogyakarta, 
sekarang ini perguruan Taman Siswa rneliputi 40 cabang, 3 
diantaranya di Sumatra T!mur dan 4 di Keresidenan Kalimantan 
Selatan dan Timur, dengan jumlah murid 5. 140 orang. Ibu 
Pwiyatan di Yogyakarta terdiri dari sebuah MULO dengan 238, 
sekol:.1.fl rendah dengan 362 murid dan Schakelschool dengan 97 
murid. Sejak tahun 1925, pada waktu sekolah rendah untuk 
pertama kali meluluskart muridnya, rata-rata 70'-1{, dari merek3 
telah Iulus ujian pegawai negeri rendah dan ujian masuk .MULO 
atau sekolah tehnik. Banyak diantaranya yang melanjutkan 
pelaja.ran ke MULO atau ke Kweekschool. yang didirikan pada 
tahun 1924. 

Dari lulu san MULO pad a tahun 1928, lima dian tara 9, dan 
pada tahun 1929, enam diantara 14 telah hllus ujian masuk A..\1:5 
atau berarti rata-rata 45%. Sedangkan 24 lulusan Taman Guru 
(= MULO + 1 tahun teori + 1 tahun pendidikan praktek) sekarahg 
semuanya bekerja sebagai guru pada Taman Siswa atau lembaga 
pendidikan partikelir lainnya.. Pada tahun 1929 yang mencatat­
kan diri sebagai murid r-.-tULO begitu besar, seltingga banyak yang 

l7 

Iilid l, No. I terbit ljulan Oktober 1928 <Uiam dua bahau, Indonesia dan JawL 
Muiai A.-ustus 1931 5t-sudah Ko ngres Taman Siswa yana pertama . bern~ma 
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dito1ak. Ten tang Taman Siswa di Yogyakarta para ahli telah 
memberikan penilaiannya yang baik. 

Sukses-sukses juga te1ah dialami o1eh seko1ah-seko1ah di 
Surabaia, Jakarta, Tegal dan Malang. Di kota tersebut pertama itu 
terdapat seko1ah Taman Siswa di Kranggan, dan di Tumenggung­
an yaitu Taman lndriya dengan 7 guru dan 420 murid. sekolah 
rendah di Pacarkeling dengan 1 guru dan 32 murid. Tetapi disini 
sistim Yogya tak dapat dilaksanakan; anak-anak tidak tingga1 
menetap di sekolah; orang mulai mengajar dalam bahasa Belanda, 
pengajaran musik dan nyanyian harus berbeda dengan apa yang 
dapat terlaksana di pusat budaya Jawa itu. Banyak yang 
mementingkan Taman lndriya sebagai usaha regeneserasi anak­
anak kota. Hasil-hasil pengajaran adalah baik. Dari tahun kursus 
yang lalu te1ah lu1us 9 murid un~k ujian pegawai negeri rendah. 
4 untuk MULO, 10 untuk Burgera••ondschool. Dari tahun kursus 
sekarang te1ah 1ulus 12 untuk ujian pegawai rendah. 

Di Batavia terdapat Taman Anak-anak dengan 60 murid di 
Kemayoran dan sekolah rendah (semacam HIS) dengan 200 
murid di Jatibaru. Mu1ai tanggal 1 Juli sekolah rendah yang 
kedua didirikan di Kebon Jeruk. Sebuah asrama didirikan di 
Jatibaru. 

Sekolah di Tegal mampu menyiapkan beberapa murid 
untuk ujian masuk HBS, sedang seko1ah di Malang, yang telah 
menghasilkan calon-calon untuk MULO pemerintah, pada tahun 
1929 makin berkembang dengan mendirikan sekolah pertenunan. 
Lebih daripada itu ada sebuah Schake/schoo/, dan pada tahun 
1930 dilaksanakan sistim pondok disini. 

Mr. A. Jonkman, yang telah mengunjungi sekolah me­
nengah Taman Siswa di Bandung. menulis bahwa pada waktu itu 
( 1927) "seko1ah dipimpin oleh Sosrokartono, kakak R.A. Kartini 
dan sebagai guru-gurunya terdapat Ir. Sukarno dan Mr. Sunario. 
Sekolah itu kelihatan bercorak nasional Indonesia dalam arti, 
bahwa ia merupakan hasil kerja sendiri. Selanjutnya nampak 
sekolah itu mengikuti MULO pemerintah. Bahasa Belanda me­
rupakan bahasa pengantar. Diduga Mr Sunario. yang memberi 
pelajaran ilmu tata-negara dan sejarah, akan menitik-beratkan 
kepada corak Indonesia. Direktur Sosrokartono Jebih menyukai 
suatu AMS dengan bahasa-bahasa Timur klasik dan memikirkan 
sebagai ke1anjutan sebuah Fakultas Sastra Timur'~ 30 

30 van der Wal, Hn Onderwijsbeleid ...... hal. 425 nool I. 
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Kedudukan sastra timur dalam program pendidikan me­
mang tidak asing lagi di kalangan Taman Siswa, namun di dalam 
pemikiran dan pengetrapannya ternyata berbeda menurut ling­
kungannya. Demikianlah juga di kalangan Taman Siswa Jakarta. 
yang pada tahun 1933 mendirikan Taman Dewasa Raya sebagai 
lanjutan Taman Dewasa (SMP) dengan program yang disebut 
''liter~r-ekonomis". Sarmidi Mangunsarkoro, waktu itu sebagai 
pemimpin perguruan, menjelaskan program itu dalam karangan­
nya sebagai berikut: 

"Mengapa literer-ekonomis? Sifat kesusasteraan (Sastra 
Timur) menyatakan cita-cita pembangunan kebudayaan sendiri. 
Program ekonomis itu timbul dari pandangan, bahwa kalau tidak 
ada pengetahuan ekonomi tidak dapat bangsa Indonesia bertahan 
dalam perputaran rumahtangga dunia yang besar itu ..... Dengan 
sadar Taman Dewasa Raya bertujuan mendidik pekerja-pekerja 
untuk pergaulan hidup yang akan datang. berjiwakan cinta yang 
besar kepada bangsa dan tanahair". Jl 

Dari gambaran mengenai keadaan beberapa cabang Taman 
Siswa tersebut diatas, nyatalah bahwa sekolah sebagai alat 
ideologi yang begitu populer masa itu, segi politik praktisnya 
dihindari oleh Taman Siswa dan program kegiatannya lebih 
menekankkan nasionalisme kebudayaan. Nasionalisme kebu­
dayaan dalam Taman Siswa dijelaskan, "telah menjadi kepercaya­
an luhur, menjadi aliran jiwa (Ki Hajar Dewantara) dan yang 
bercorak religi" .Jl 

Pergerakan rakyat Indonesia sendiri tertarik kepada azas­
azas itu, dan di dalam Kongres Permufakatan Perhimpunan­
Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Surabaia 
pada tahun 1928,Suwardi (yang pada waktu itu berganti nama Ki 
Hadjar Dewan tara) diminta untuk memberikan prasaran. Prasaran­
nya berjudul "Pengajaran dan Penghidupan Rakyat"; "Pengajar­
an dan Kebangsaan" diterima oleh Kongres. Ki Hadjar Dewan tara 
sendiri kemudian duduk dalam komisi pengajaran PPPKI. Dengan 
ini maka sekolah-sekolah partikelir mendapat landasan bertolak 
untuk meneruskan usaha meningg.ikan derajat rakyat melalui 
pengajaran sendiri. 

31 
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hubungan gerakan politik dan sekolah-sekolah bangsa sendiri. 
'Taman Siswa dan segala lapangan usaha sosial lainnya merupa­
kan ladang atau sawah, dimana orang memupuk apa yang perlu 
bagi keperluan hidupnya. Gerakan politik merupakan pagar, yang 
melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang 
akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman". 
Pelaksanaan pernyataan azas itu di dalam praktek pengajaran 
ditujukan untuk dapat mcncapai tujuan pendidikan Taman 
Siswa. yaitu terwujudnya masyarakat tata-tenterem atau tertib­
damai. Metode pendidikan yang ditempuh adalah sebagai ber­
ikut: 

Pada tahun-tahun permulaan anak didik sebanyak mungkin 
dibiasakan dengan suasana rumah serta lingkungannya sendiri. 
Dasar-dasar bahasa dan aJam pikiran sendiri ditanam sekuat­
kuatnya, melalui nyanyian dan permainan anak-anak. sebelum 
anak-didik mendapat pengajaran daJam bahasa asing. 

Pendidikan diberikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan 
tanggung-jawab, agar anak-anak berkembang merdeka dan men­
jadi orang yang serasi, terikat erat dengan milik budaya sendiri 
dan dengan demikian terhindar dari pengaruh yang tidak baik 
dan tekanan hubungan kolonial, seperti umpamanya rasa rendah­
diri, ketakutan, kebencian, keseganan dan tiruan yang membuta. 
Lain daripada itu anak-anak diditlik untuk menjadi putra 
tanah-air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme 
Indonesia memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa. 

Untuk mengetrapkan dasar-dasar itu, maka pada pertama­
nya perlu dikembangkan sistim-pondok Indonesia. Murid-murid 
Ielaki dan perempuan tinggal bersama gururguru pria dan wanita 
dalam satu asrama. Tiap bagian perguruan harus diketuai oleh 
guru yang telah berkeluarga, yang bertugas untuk tetap memeli­
hara suasana kekeluargaan. Pusat dari perguruan, yang merupa­
kan masyarakat kecil itu , yalah guru (dan pada awaJ perkembang­
an perguruan Taman Siswa yalah Ki Hajar Dewantara sendiri). 
kepada siapa setiap guru atau murid dapat mengemukakan 
k~sulitan-kesulitan yang dihadapinya. 

Murid-murid yang lebih tua. di samping kebebasannya yang 
luas dalam menggunakan waktu bebas. diberi tanggungjawab 
untuk mdaksanakan tugas dalam bagian masing-masing. Sistim 
itu membawa serta ko-edukasi. yang diharapkan memberi penga-
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ruh baik kepada anak laki-laki dengan hadirnya anak-anak 
perempuan di dalam kelas dan lingkungannya. 

Untuk anak-anak, maka pengajaran dengan k<redukasi 
dilak.sanakan dengan sempurna. sedangkan untuk orang dewasa 
diadakan pembatasan dan pengawasan dengan penuh kebijak.sana­
an . Kepada gadis-gadis diterangkan, bahwa tugas mereka di masa 
depan sebagai caJon ibu akan berbeda dengan laki-laki, dan oleh 
karena itu mereka harus mengembangkan bakat-bakat sendiri 
secara serasi. 

Sangat penting ialah masa tiga tahun pertama bagi kanak­
kanak,iyaitu Taman lndriya, dimana bahasa asing tidak mendapat 
tempat dan pengajaran diberikan dalam bahasa sendiri. 33 Di 
Taman Indriya pengajaran terdiri dari banyak sekali permainan 
dan nyanyian nasional. Di kelas-kelas terendah ini pelajaran 
diberikan oleh guru-guru wanita , agar anak-anak merasa dekat 
dengan kehidupan rumah sendiri. Mereka duduk diatas tikar dan 
bangku-bangku yang rendah, dan pelajaran diberikan seperti 
dalam suasana bermain. 

Di kelas-kelas yang tinggi bahasa Indonesia diberikan dengan 
cukup luas dengan tidak melupakan seni dan sastra sendiri (waktu 
itu dalam bahasa Jawa). Sejarah diberikan dengan cara sendiri, 
meskipun kerangka urutan tahun dan peristiwa tidak banyak 
berbeda dengan sekolah pemerintah, tetapi keterangan dan tafsir 
diberikan "dari dalam". Kisah sejarah, sastra dan cerita-cerita 
wayang diberikan dengan tujuan tidak semata-mata sebagai 
pengetahuan, tetapi untuk memahami gagasan dan cita-cita 
kemasyarakatan. Tidak pula sebagai pedoman buta, tetapi sebagai 
gambaran bagi orang-orang yang terdidik mengenai kehidupan 
masalampau yang perlu disesuaikan dengan kehidupan sekarang. 

Agama diajarkan sebagai milik manusia yang paling ber­
harga. Tiap-tiap murid diperbolehkan menganut agama orang­
tuanya, sebaliknya penghinaan terhadap agama lain dilarang. 

Mengenai cita-cita menggunakan dasar-dasar budaya sendiri, 
itu tidak berarti menghilangkan nilai budaya bangsa lain. Di­
usahakan dalam pengajaran agar murid-murid mengetahui adanya 
saling-pengaruh dalam hal kerohanian di seluruh dunia dan 
menyadarkan mereka untuk mengambil unsur-unsur budaya asing 
yang baik menjadi miliknya sendiri. 

3 3 Hendaknya diinsyafi, ~ndirian ini dilaksanakan dalam suasana kolonial dimana 
bahasa Belanda dianggap sebaJai bahasa pendidikan salu·satuny:a yane sempurna . 
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Kerja-tangan diagungkan dan merupakan bagian utama 
dalam pendidik.an. "Seorang tukang yang baik jauh lebih ber­
harga dari pada seorang penulis yang jelek". Semboyan ini 
dikaitkan dengan usaha pendidikan kemerdekaan dan kepribadi­
an "Siapa yang telah menghasilkan karya dengan tangan, lebih 
tinggi nilainya dari seseorang yang telah menjiplak pikiran orang 
l . •• am. 

Kesemuanya itu disempumakan dengan pendi_dikan jasmani 
agar tercapai pendidikan ya.:1g serasi. 

Azas memberikan keleluasaan kepada anak-didik dijalankan 
dengan konsekwen dan sistim pondok dianggap dapat memberi­
kan tempat bagi pelaksanaan azas itu. Anak-anak menghormati 
guru tidak karena takut atau karena hulcuman. sedangkan 
guru-guru diberi keleluasan dan tanggungjawab. 

Seluruh pengajaran itu dilaksanakan tanpa bantuan dari 
pemerintah. Taman Siswa membuktikan dapat membiayai sendiri 
segenap usahanya dan dengan itu ditanamkan rasa percaya 
kepada diri sendiri dan rasa kemerdekaan. Sebagai akibatnya, 
maka hidup sederhana merupakan keharusan dan dengan demi­
kian generasi yang akan datang dapat mcngetahui. bahwa 
"kebutuhan kebendaan dapat diabaikan dan disadarkan ke­
unggulan rohani" atau kalau· menurut kata-kata Tjokrodir~jo. 
salah seorang pimpinan Taman Siswa: "Hanya ada satu nihi.i, yaittt 
nilin kerohanian ". 

Didalam perkembangannya, maka praktek azas-azas itu 
temyata bukan hanya merupakan dasar bagi pendidikan dan 
pengajaran, tetapi sejak taht.in 1930, ternyata bahwa azas-azas itu 
merupakan konsepsi sebuah aliran budaya. Sebanyak kepusta­
kaan yang menyinggung soal-soal budaya Indonesia pasti menem­
patkan nilainya terhadap Muhammadiyah, sebagai pem bawa 
aliran reformis-modemis Islam. dan Taman Sis,,.·a. sebagai pem­
bawa· aliran budaya Nasional. Karena kedudukan keduanya 
setingkat dan sejajaJ" dalam pergerakan Indonesia, maka pacta 
jaman penjajahan antara keduanya tidak terjadi pertentangan 
pendapat didalam usaha pengajaran bagi rakyat Indonesia. 
Sebaliknya ·· an tara Taman Siswa dan Pudjangga Baru terjadi 
diskusi tajam. Annijn Pane, bekas guru Taman Siswa Jakarta dan 
tokoh penting Pudjangga Baru menulis dalam tahun 1940 sebagai 
beri.kut: "Berlainan dengan cita-cita kebuuayaan Tam:111 Siswa. 
yang bersemboyan kembali Jari kebudayaan B;ua! k<~ kebud<1ya-
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an na:>iona!, Pudjanggu B.:ru mt:nganjurkan menuju . ke Barat". 
Aam·®rdiHg.\heginsel Jari Taman Siswa yang menurut Sujitno 
Mangunkusumo discbut"sikap hidup nerimo" yang dipermodern, 
ditentang oleh Pudjangga Baru dengan jiwa dinamis, kemampuan 
kreatif dan inisiatif. 

Taman Siswa hendak memperbaiki bangunan budaya yang 
sudah retak dengan mengganti genteng bocor, menambal dinding 
yang pecah dan memperbaharui salahsatu tiang pendopo, tetapi 
bentuk bangunan tetap itu-itu juga. Sebaliknya Pudjangga Baru 
akan bertindak: hancurkan bangunan itu seluruhnya kalau perlu, 
bangunkan yang baru menurut gaya-pengertian baru, sehingga 
cahaya dan udara dapat memasuki gedung itu. Taman Siswa 
berpijak dengan kedua kakinya pada masalampau. sebaliknya 
Pudjangga Baru berpijak pada masasekarang dengan memandang 
ke masadepan. 34 

Ketajaman kritik yang sedemikian pada waktu iru, sekarang 
telah kehilangari ket~amannya. Meskipun kadang-kadang masih 
dikemukakan teori tentang pembinaan budaya Indonesia Baru, 
beberapa ·orang menganggap· cita-cita Pudjangga Bam kurang 
pen ting lagi. Js . · 

Salah seorang pemimpinTama~ Siswa. Ki S. Mangunsarkoro. 
menjawab terhadap J,lraian Pudjangga Baru itu sebagai berikut: 
"Sebagai anak rohani gerakan poHtik kiri (Nationaal lndische 
Partij) dan gerakan kebatinan yang menganjurkan kebebasan, 
Taman Siswa merupakan masyarakat perjuangan ideologi yang 
mewujudkan hidup keluarga berdasar samarata-samarasa, mirip 
masyarakat"komunis. tl:tapi tidak mendasarkan susunan masyara­
katnya yang kecil itu pada adjanm Marx, mclainkan pada paham 
kekeluargaan dan gotongroyong yang masih selalu hid up di dalam 
kalangan bangsa kita. Taman Siswa mengcmukakan paham 
kebudayaan yangpositip dan paling terkemuka dikalangan bang.'ia 
kita. Ia tetap memelihara kebudajaan lama. tetapi anasir-anasir 
yang tidak se~uai lagi dengan jaman dibuangnya dan di samping 
itu mengambil (menerima) anasir-anasir baru dari mana juga 

34 !\rmijn Pane . "De Pot:djunag11 Baruc". dulam mujalah ~ Falekd, (Juli - Au&.) 
1941 . 

J5 Bandinskan umpamanya den&an pendapat H.B. Jas.\in dal3m IC'IUSQ.stt!raan . 
l>utone.siD Mod'rn da/4m Kririk dan Euay. Cetllk;on kcdu11. Djakarta. 1955, 
teruram .. hal. I 89- Z 12 . L1hat iu11a Heather Sutherland. " Pudjansga Baru : Aspect 
of lndun..,.ian Intellectual Life in the 1930's", llldOIIt:.Sia terbitan Cornell 
Uninrsiry, VI (October 1968, hal. 106- Jl7 . 
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asalnj;I. Yang menj :1di ukuran hanya baik dan tida!cJ1ya untuk 
hidup kemasyar:1katan kita sekarang. Tetapi walaupun begitu 
Taman Siswa jang tetap berpegangan pada filsafat hidup nasional 
itu ternyata sudah berjiwa universal . J6 

Pendapat seperti telah dikemukakan S. Mangu.."'lsarkoro. 
yaitu bahwa "Taman Siswa me.ngemukakan paham kebudayaan 
yang positif" dan "tetap berpegang filsafat hidup nasional yang 
berjiwa universal,. dinyatakan juga oleh W.F. Wertheim dalam 
analisanya "Cultural dynamics in Indonesia" (Dinamik buday!L 
di Indonesia) sebagai · berikut: "Hampir sem1~a novel (dari 
Pudjangga Baru) mengandung tujuan orang modern. Konsepsi 
Eropa mengenai kebebasan dalam perkawinan. individualisme 
dan nilai kemanusiaan dipertentangkan sebagai cita~ita terhadap 
konservatisme. yang masih berakar. di dalam masyarakat Indonesia. 

Tetapi sebaliknya justru kekaguman yang seringkali tanpa 
kritik terhadap jiwa Barat. dan tendens kemasyarakatan yang 
berlebihan merupakan kelemahan dari para kebanyakan hasil 
sas!fa Indonesia modem. Bahasa dipergunakan sebagai alat daya 
expresi yang kuat. Tetapi selama penulis~penulis lndonesia tidak 
dijiwai oleh panggilan hldup dan hanya meniru pola (cara gaya 
hidup) Barat, maka tidak terdapat anasir-anasir yang paling 
esensiil bagi kebangunan budaya. 37 

Sedang tentang ,.j~wa universal .. yang ada pada Taman Siswa 
dibulctikan oleh tulisaft seorang sejarawan. yang didalam kata­
pengantar bukunya berkata sebagai berikut: 

......... Nusantara, pertama kali dipakai oleh Ki Hajar Dewan­
tara, pendiri gerakan Taman Siswa di Jawa. Meskipun hal itu 
tidak mendapat pengakuan luas - dan barangkali tidak akan 
terjadi - (istilah ini) telah dipilih untuk titel buku sejarah Hindia 
Belanda mi sebagai sumbangsih kepada laki-laki dan wanita­
wanita Indonesia; yang seperti Dewantar~ mengerti, bahwa 
perkembangan seh.at budaya nasional harus berdasar penghargaan 
terhadap pertukaran cita~ita dengan budaya-budaya lain, dan 
yang bertujuan untuk membuat Indonesia sebagai tempat, 
dimana akhimya Barat d3,n Timur dapat bertemu, tanpa mcmper­
dulikan ramalan Rudyard Kipling yang pesimistis itu ... 38, 

36 S. Mangunsarkoro, /Cebudajllltln · Rakjat, Jot;ja . 1951 , ha !. 11 
37 W.F. Wertheim. Indonesian Society in Trrmsition. The H~~e/Bandu r! ;, 19S I'I , 

hal. 2H. 
3S B.H .M. Vlck.X.., ·N•..:c~n l"am: A History o; the East lndi4n Arcllipef<lgo, M 3suchu· 

set ts, 1 ll44 , Prerace . 
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Berdirinya Republik Indonesia, UUD '45 dan Pembukaan­
nya, yang bcrisi Pancasila, merupakan masa baru bagi pelaksana­
an azas-azas 1922. Konsepsi politik dan budaya Republik 
Indonesia pada hakekatnya m~rupakan resultante dari segala 
aliran -politik dan budaya diwaktu lampau. Baik dari mereka 
yang "mabuk sake budaya Timur" maupun "yang silau Barat" 
dihadapkan dengan konsepsi potitik budaya baru. Dasar-dasar 
pendidikan Indonesia Merdeka harus sanggup menga,dakan per­
ubahan revolusioner, yang ditujukan kearah terwujudnya har­
moni antara paham hidup kebatinan dan anta.ra hidup lahir, 
harmoni antara budaya estetis-religius Indonesia dan budaya yang 
be.rSifat tehnis dan ekonomi Barat. Salahseorang pemirn~n 
Taman Siswa mengatakan: .. Tinjauan hidup yang rnenomor­
satukan kebatinan yang luhur itu sekatang harus disertai realisasi­
nya di dalam perbuatan dalam ~unia kelahinin. 

Koilgres Tanian Siswa -pada tahim 1946 meiumuskan 
kern bali Pemyataan Azas 1922. · Diketernukant.lh Panca Danna 
sebagai Dasar-dasar Taman Siswa, yang bensi Kernerdekaan, 
Kodrat Alam, Kebudayaan, Kebangsaan dan Kemanusiaan.39. 

Ditempatkanny.~ Kernerdeban sebagai dasar pertarna yalah 
karena bahaya penjajahan pada waktu itu masih rnengancam. 
Sebetulnya. dan ini sesuai dengan tafsir Ki Hadjar Dewantara 
terhadap Pancasila, K.emanusiaari-lah dasar pe~ma Taman Siswa. 

· Tahun 1950 · bo~ehlah dianggap .akhir dari niasalainpau 
Taman Siswa, xbaliknya .nierup&kan aw31 masadepannya. Per~ 
soalan yang perlu dihadapi yllfah: bagaimana rnenyesuaikan 
azas-azas yang dicetuskan dalarn jarnan penj<Uahan itu dengan 
kondisi-kondisi baru. · 

Masalah "angkatan., pendukung yang silih berga.nti, dcngan 
pandangan-pandangannya .yang berbeda tentang pelaksanaan 
azas-azasnya merupakan unsur-unsur perubahan strukturil. bah­
kan rnungkin juga fllosofis. sesuai dengan jaman. 

Apabila antara tahun 1922 - 1940 Taman Siswa hidup 
daJam jaman Kebangunan Nasional, rnaka antara tahun 1942 -
1950 Taman Siswa berada dalarn jaman penang dan Revolusi. 
Sesudah tahun 1950, Taman S!Swa hidup dalam jaman kemer­
dekaan penuh. Partai-partai poli.tik yang dulu me&jadi pagamya, 

39 LU...t karanpn S. Ma~orc. deialft caeaa.n 14 baU ch• deqaa eacac.n 
l I tencbut di at». 

262 



sesudah kemerdekaan tidak demikianlah. Pemilihan Umum yang 
pertama memecah gerak us~ha , juga dibidang pcndidikan. 

Sebaliknya keinginan ur:tuk segera mcmbangun. memerlu­
kan tenaga-tenaga didik yang bukan hanya marang dalam fi!saiat 
pendidikan tetapi juga ketrampilan tehnis harus ditingkatkan 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Meninjau kegemilangan 
dengan sukses-sukses masalampau, tidak merupakan jalan keluar 
untuk terus maju dan menyempumakan diri. 

Suatu tugas telah dilaksanakan, suatu tugas ·yang besar, 
tetapi walaupun benih tanaman boleh dikatakan h<3mpir abadi, 
tanah, zat-zat makanan dan iklimnya kini kelihatan telah ber­
ubah. 4 0 

3. Sekolah-seko/ah Sarekat ISlam. 

Pada akhir Pebruari 192 t Tan Malaka dat:mg di Batavia .41 

setelah ia bekerja sebagai guru di sekolah yang diadakan oleh Deli 
& Snembah Maatschappij (1920 1921). Cita-cita untuk 
mendirikan sckolah sendiri telah ada padanya, tetapi ia masih 
memerlukan kebebasan unt'tk dapat bekerja, mendapatkan murid 
sendiri,ruangankelasdan alat-1!at. Kecuali itu ia menganggapperlu 
mendapatkan lingkungan masyarakat yang akan membantu u­
sahanya. Di Batavia ia membicarakan maksudnya itu dengan 

40 

41 

W.le Abre, Tama11 S~: lafilh upcrt(aitz,an UP!Jdll lcl!fcuatan sendiri wttuk. 
tumbuh, Djakarta, 1952. Buku itu merupakail waian O£pniJ mengenai pemi· 
kiran, cita-cita, penplaman dan kepribsdian tip pemimr;:in Tanun Siswa, yaitu 
Kl Hadjar Dewantata, S.Man1unsarkoro dan Moh. Said. · 

Biografi lengkap mengenal tokoh i:ti dengan liku -liku perjuangannys masih harus 
dlsusun. Rlwayathidupnya sampai lahun 1922 telah dipdlkan ~kri!l"l doktoral 
pada Fakultas llri'IU-41mu Sosial Universitas Amsterdam. Periksa Harry A. Poeze, 

·.Tan .'11'a/1Jka:; en lnclanesisch Re•-oludo~t~:ir: C.e•-erulcop ~ 1896 - 1922,. Am.s!er­
dam 197'2 . (naskah) Riwayat hidup itu mencakup rl\v.s.iat Tan Malaka dari mulai 
masa muda di Sumatra (l'.lmpai tahun 191 ;\), ma.<a .•ekolah di K,..·eclc.•chool 
Haartem (1914- 1916), masa tinggal di l$ussum selama perang Duniu I. s~~3pi 
guru di Deli, aktivitas politik dl Jawa sampai dibu3ngnya ke N~derbnd pada tahun 
1922 serta pencalonannya sebagai calon Part3i Komunis Nederl:1nd d31am 
pemilihan anggauta DPR Belanda pada tahun 1922. Riwa)·atnya sesudah itu serta 
~ranartnya dalam pergolakan politik terurai dalam studi Ruth T.McVey, 17reRis~ 
o[Indonesilm Communism. Ithaca --New York. 196~ . pa.ss.lm. p..,.nnnya dalam 
masa Revolusi Indonesia, lihat Geor1e Me Turnan Kahln , NatiorJalism and 
Re•·olutlon in lndonuia, llheca-New Y<)tk, 19Sl; juga dalam B. R.O'G .Andeuon, 
Java in a timtt of Revolurlon: Occupation and Resistance 1944-1946. Ithaca­
New York, 1971. Penilai3n Partai Murha tentan11 Tan Mal3ka t<..r,i3pat dalam 
Perlngatarr Sewindu Hll<zngnja Tan .41aU.Ic4. 8ap4lc M11rt>a Rt!puhUIC lndnttuiJJ, 
Djakuta, I ?57. 
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bekas gurunya 4 2 di Kweekschuolmur ln/andsche Onderwijzers 
(Sekolah guru untuk guru-guru bumiputra) di Fort de Kock, 
yaitu kota Bukittinggi sekarang ini. Bekas gurunya itumenyata­
kan persetujuannya dan rnemberikan dorongan. 

Kernudian ia pergi ke Yogya dan berternu dengan R. 
5utopo, ,.3 redaktur kepaJa suratkabar Boedi Oetomo. 5utopo 
rnenghendaki agar Tan MaJaka dapat memimpin suatu sekolah 
yang akan didirikan di kota itu. 5elain bertemu dengan 5utopo ia 
juga berjumpa dengan para pemimpin 51 yang sedang ber%ongres 
di kora itu, al. dengan H.O.S. Tjokroaminoto, 5emaun, Darsono. 
5emaun juga menawarkan kepada Tan Malaka untuk memimpin 
sekolah yang akan didirikan di 5ernarang. Ia menerirna tawaran 
5emaun itu dan menetap serumah dengan 5emaun di Sernarang. 

Potda bulan Maret 1921, di daJarn rapat anggota 51 
Semarang, 5emaun telah mengajukan pokok pembicaraann agar 
Jidirikan sekolah bagi anak-anak anggauta Sl. Pada tanggal 21 
Juni 1921 direncanakan pernbukaan sekolah itu, yang akan 
memakai mangan sidang gedung Sl 5emardng sebagai ruang kela.s. 
Pemimpin sekolahnya yalah Tan Malaka. 44 Murid pertarnanya 
berjumlah 50 orang dan sekolah itu rnendapat bantuan berupa 
buku-buku dari Nyonya Sneevliet. Residen Semarang menyebu~ 
kan dalam laporannya kepada Gubemur JenderaJ, bahwa sekolah 
itu didirikan "atas dasar komunistis". 

Kursus-kursus yang diadakan oleh Sl 5emarang dihaJang­
halangi oleh Residen Semarang. demikian juga usaha-usaha untuk 
mengadakan ma1am derma bagi seko]ah itu. Berhubung dertgan 
itu ma}(a pimpinan sckolah menyebarkan murid-muridnya untuk 
mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitarnya. Mereka masuk 
kampung keluar kampung dengan baju putih dan berselempang 
merah yang bertuliskan "Rasa Kemerdikaan'~ 4 S Pada bulan 
Agustus telah tercatat 120 murid sekolah Sl 5emarang. 

42 G .H . H<lrt:nsou , seba11ai guru ia hek~rt.J di Bukillinggi >ciak 1906. Ia yan11 
mcmt~ri anjuran $efla mengusahaluln agu T~n Malaka dap>~l dit.,rim;~ di 
Kw.:"k~.:h.,ol Haarl.em, •cball3i vrang p:rram• ln.Jnn~b )' an& helajar di ~dwlah 
ilu . 

43 R . Sutopo W(,nobojo pada .. wal Janu:~ri 1923 ia di3ngk31 meojadi ~01111"'" Majdi; 
Taman Siswa Ji Y ogyakar1.1 . 

44 
Surut Roi.Jcn Sc•nar.n11 lcrt•ng~"l 27 Oktvber 1921 No. 425 . lihat S .L van .Jrr 

45 

Wal , Het Ond~r-.•ijsb~li!id in Nedulandsch Jndil! 1900 - I 942. Een Hronn.,npu · 

blik;lli.: . Grooin~:en, 1963; hal. 36S ""''"'"" 9 . 
Reproduksi foto li&a Or40i murid y.ong herpakaian S4!poorti itu ,.,,d .. pat pa.:ia 
halam:~n sampul hr.>~UI l"rsebul lialam ,alalan 6 do hawah . 
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SLrkses yang telah dicapai Tan Malaka dengan sekolahnya 
dijelaskan dalam brosur, yang diterbitkan pada tahun 1921. 4 6 

Pada kulit sampul brosur terpancang moto: 
"Kekuasaan Kaum-Modal berdiri atas didikan jang berdasar 
kemodal-an. 
Kemerdekaan Ra'jat hanjalah bisa diperoleh dengan didikan 
Kera'jat-an ' ' . 

Ia menjelaskan, tidak saja ongkos yang lebih murah dan pelajaran 
yang lebih baik telah diterima okh muri C.-murid SL tetapi yang 
terutama yalah ·"karen a iklim kejiwaan di sekolah SI lebih sehat 
dan lebih dekat pada watak dan sifat anak asal dari timur, yakni 
kalau kita bandingkan dengan jiwa di sekolah-sekolah partikelir 
ataupun HIS Gouvernement ... 47 

Melalui sekolahnya itu ia ingin mencapai tiga tujU:an : 
Memberi bekal yang cukup, agar anak-anak didik dapat 

mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis (dengan memheri­
kan pelajaran berhitung. menulis, membaca, sejarah. ilmu bumi. 

_ bahasa Jawa, Melayu, Belanda dsb.); 
Memberikan hak kepada murid-murid untuk bersuka-ria 

melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan. 
Menunjukkan kewajibannya terhadap berjuta-juta Kaum 

Kromo. 
Tujuan yang \ pertama itu perlu dilengkapi dengan mem­

. bangunkan · "hati mei:dika'' serta pengembangan seni lukis kuna. 
yang terhalang karena "paberik gula dan kantor pos tidak suka 
memperhatikan bakat melukis anak-anak bumiputra". Jadwal 

· pelajaran tidak diadakan. Murid-murid diperbolehkan mencari 
cara belajar sendiri serta mengikuti tempo belajar menurut 
kemampuannya. Bahasa Belanda tidak dipergunakan sebagai 
bahasa pengantar, karena dapat menjadi p~nghalang pengajaran. 
Namun bahasa itu perlu dipelajari dengan baik, "karena kaum 
kapitalis menggunakan bahasa itu". 

Mengenai tujuan yang kedua dikatakannya. bahwa semangat 
pergaulan anak-anak . di sekolah masa sckarang tidak sesuai 
dengan umur anak-anak itu . Pekerjaan murid-murid seperti mesin 

46 Tan Malak.a, S.l S~marar1g dan Onderwljs, Semarang I 9l I . Asli brosur itu 
lersimpan pada Pecpils.laka~m Museum Pu.sal . 

47 Tan Malaka. ibid .• h.alaman l. Oalam buku ini ejaan lama oe diganti den,an u. 
/kliM lr6;iW<UJfl daltim kutipan adalah kata-kata penuli5 k.arangan ini . Dalam teks 
asli , Tan Malaka menggunak.an perkataan " hawa geest". 
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di paberik gula, siang-malam tak bcrhenti kerja. Pada waktu 
bermain, anak-anak kurang mendapat kescmpatan bergaul dan 
berkumpul, sehingga tak mendapat kesempatan meng-.itur hidup 
berkelompok. Untuk mengembangkan hidup berkelompok de­
ngan aturan-aturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri perlu 
didirikan "komite perpustakaan". "komite kebersihan", "komite 
sepakbola" dan scbagainya. Juga perlu diadakan rapat-rapat para 
murid, untuk rnemupuk keberanian bcrbicara dan rasa kemerde­
kaan. 

Dalam mengorganisasi semua kcgiatan itu, guru-guru tidak 
ikut serta, karena tujuannya tidak. untuk .mendidik anak-anak 
menjadi gramofon. Mereka harus sanggup berfikir merdek.1 dan 
mencari jalan sendiri. Di samping komite anak-anak tersebut. Tan 
Malaka menginginkan terbentuknya kelompok seni wayan·s 
dan ·nyanyian, demikian iuga kesempatan bagi murid untuk 
mengendalikan suratkabar. 48 

Tujuan ketiga. d_.ikatakan mudah untuk ditulis, tetapi sukar 
dalam pelaksamrannya. Segala day;:~-upaya perlu ditempuh supaya 
anak-an.a.k . !ulusan. se,Kolah Sl di kemudian hari tidak membela­
kangi rakyat. Didik~n · sekolah gubememen mengandung keku­
rangan . . Umpamanya_ ten tang pelajaran kebersihan. Anak·anak 
diajar tentang kebersihan, tetapi tidak dijelaskan mengapa Kromo 
tiq~)<. tahu apa yan_g bersih .serta bahaya nng timbul dari keadaan 
kqtor. Kalau murid ~udab. .besar. ia juga, tic.Ia"k tabu mengapa si 
Kromo tidak bers.lh dan kotor. malah. menganggap kedua hal itu 
sudah merupakan sifat .si Kromo. 

Didikan semacam itu, yang tidak disert;U kecintaan serta 
menanam kewajiban buat menaikkan derajat rakyat. menyebab­
kan didi~an IDS. terpisah dad rakyatnya. Sudah barang tcntu 
bukan . hanya .dalani soal kebersihan saja yang memisahkan 
inurid~murid HIS deng411 rakyat, bahkan bahan bacaan serta apa 
yang didengar mereka ten tang ilmu dan adat-istiadat. 
. · Pemisahan kerja~tangan dan kerja-otak di HIS juga mereng­
gan~an murid dengan rakyat. Sejak dulu dan sekarang juga, 
anak-anak di...desa turut mencangkul dan bertukang yang dilaku­
kan dengan senang hati. Tetapi sekarang kerja mencangkul dan 

415 ~.1ksud untuk mcn<!rbitkan sur~lkabu ~Ia<~ ma_ialah mund namp~kn ~ ., n\i:ra;>a · 
.kan· rcnt11ll~ sekulah-sekolal'l n.aslnnal. Hin!(g& kini ..u~atkaboor/ma.i;tl~h s.:kuiuh s: 
tali kami k•r.'ll. T<'lapi T~man Si~wa, Ksatrian .l<>slituut , d;m sekol.ah !NS 
!(a y., ran~m mc;ni! iki majalah murid . 
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bertukang itu hanya dilihat si murid waktu mereka sedang dalam 
perjalanan atau pada gambar-gambar di sekolah. Tidak menghe­
rankan pemuda-pemuda yang bemama terpelajar itu berpikiran 
kerjatangan itu rendah sekali. 

Perkumpulan anak-anak merupakan suatu sekolah _tersendi­
ri. yang besar artinya untuk mendidik rasa dan pikiran merdeka. 
mendidik untuk memikirkan dan menjalankan pertarungan dalam 
pergaulan hidup; mendidik untuk lancar dan berani berbicara, 
yang pada jaman penjajahan lebih be~r harganya daripada 
pengetahuan tentang berctpa banyak sungai-sungai di pulau 
Borneo (Kalimantan) umpamanya. 

Ringkasan Tan Malaka sendiri tentang apa yang ingin di­
capainya melalui sekolah SI adalah sebagai berikut: 

"Di sekolah, anak-anak Sl mendirikan dan mengurus sendiri 
pelbagai perkumpulan, yang berguna buat lahir dan batin. Dalam 
mengurus perkumpulan tadi anak-anak itu sudah belajar mem­
buat kerukunan dan mengerti serta merasakan baiknya pergaulan 
hidup bersama. 

Di sekolah diceriterakan nasibnya kaum melarat di tanah-air 
dan dunia lain serta dijelaskan sebab-sebab kemerdekaan itu. Lain 
dari pada itu dibangunkan rasa belas kasihan pada kaum terhina 
serta ditunjukkan kepada kewajiban, bahwa kelak hila telah 
dewasa. ia akan membela berjuta-juta bum proletar. 

Dalam rapat-rapat Sl dan buruh, maka murid~murid yang 
sudah cukup matang, diajak menyaksikan sendiri suaranya kaum 
Kromo dan diajak mengeluarkan pikiran atau perasaan, yang 
sesuai dengan umur mereka. 

Kelak setelah dewasa, maka hubungan pelajaran sekolah SI 
dengan ikhtiar membela Rakjat tidak merupakan isi buku dan 
kenang-kenangan belaka. tetapi sudah menjadi watak dan ke­
biasaannya masing-masing". 

Dengan demikian. maka sekolah SI tidak melaksanakan 
suatu sekolah semata-mata, tetapi mengjnginkan suatu "haluan 
pendidikan", yang sesuai dengan haluan Sl Semarang. Maksudnya 
yalah mencari suatu bentuk pendidikan yang bisa mendatangkan 
faedah bagi Rakyat, sedapat-dapatnya di seluruh Indonesia. 
DaJam hubungan ini pendidikan calon-calon guru sekolah SI 
mendapat perhatian khusus dari pengurus sekolah. 

Setelah ia dibuang ke Nederland, ·49 Tan Malaka menulis 
49 fUrry A. Poezc,op. cit., Bab V,d 
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satu seri karangan tentang sekolah-sekolah SI dan tindakan 
-tindakan pemerintah kolonial. so Sesuai dengan keadaannya se­
bagai orang buangan politik, maka karangannya itu lebih tajam 
perumusan serta penyajiannya dibandingkan dengan karangan Sf 
Semarang dan Onderwijs yang terbit di Indonesia. 

Di dalam karangannya itu diungkapkan tentang organisasi­
-organisasi sekolah Sl, yang dikatakannya sekolah-sekolah itu 
tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Harus ada kesatuan cialam 
tujuan dan organisasi. Pertama-tama harus ada ikatan keuangan 
an tara sekolah itu. Kebijaksanaan keuangan sekolah · yang me­
liputi penerimaan uang sekolah, pembayaran gaji guru-guru, 
pemeliharaan inventaris sekolah, supaya ada pada wewenang 
panitia setempat. Di atas panitia setempat ada panitia pusat, yang 
mempunyai kas pusat, yang kekayaannya berasaJ dari sisa 
pemasukan keuangan panitia setempat. Panitia pusat memper­
hesar keuangan dengan menarik sumbangan dari pencinta­
p~ncinta sekolah Sl. Keuangan sekolah terlepas dari administrasi 
politik Sl. sungguhpun semu:. anggota panitia terdiri dari anggota 
51. 

Lebih penting yalah adanya ikatan kejiwaan, yaitu adanya 
rasa saling bersatu. Untuk mencapai itu perlu diadakan kongres­
kon~s secara berkal~ untuk membahas kepentingan pengajaran 
bersama. Murid-murid terpandai dipindah untuk ditempatkan di 
sekolah lain, untuk belajar dari pengalaman. Kongres murid dan 
suratkabar murid perlu diadakan oleh para murid sendiri. 

I katan politik perlu dibil;la, karen a kenyataan bahwa scko­
lah-st!kolah didirikan dan diusahakan oleh Sl . Murid-muridnya 
berasal dari anak para anggauta SI, yang dididik dengan tujuan, 
bahwa mereka kelak akan berdampingan dengan rakyat dalam 
perjuangan ekonomi dan politik . 

. Pada waktu keberangkatan Tan Malaka ke Nederland 
sebagai buangan politik, di Indonesia telah ada 12 tempat 
(diantaranya satu di Temate) dimana ada sekolah SI. Tiap tempat 
rata-rata menampung lebih kurang 250 orang murid, sehingga 
jumlah murid seluruhnya ada lebih kurang 3000 orang. 

Rahasia kemajuan pesat sekolah Sl antara lain disebabkan 
karena pemerintah sendiri belum mampu untuk mengadakan 
sekolah yang mencukupi untuk penduduk bumiputra:- Tetapi 

50 "De Sarekst Islam Schools als pistool op de bOI'St der Kolonia!e Re~na", 
Tribruu, '29- JO !\lei 19::2 . 



lebih dari itu yalah kenyataan, bahwa berdirinya sekolah-sekolah 
itu sejalan dengan perkembangan SI sebagai organisasi-massa serta 
kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pentingnya pengajaran. 
Cara-cara yang dilakukan Tan Maiaka untuk mendirikan 
sekolahnya pun menggunakan media penerbitan dan pers serta 
propaganda langsung ke kampung-kampung·. Semua itu men.ipa­
kan unsur~unsur baru. dalam kehidupan di Indonesia. 

Para pendirinya sendiri, setelah mendapatkan kepercayaan 
untuk. melakukan usaha pengajaran menganggap kepercayaan 
rakyat sebagai suatu "hukum yang syah dan berkuasa ... .. Keperca­
yaan itu saja yang menumpu (mendorong) k.ita dari belakang 
untuk berjalan terus, dengan tiada menoleh kiri-kanan", demi­
kian Tan Malaka. s1 

Setelah terjadi.nya perpecahan didalam S.l., maka pada 
bulan April 1924 sekolah-sekolah Sl menjadi Sekolah Rakyat. 
Tindakan-tindakan pemerintah jajahan menyebabkan banyak 
Sekolah Rakyat ditutup atau diserahkan kepada badan lain. 
Sekolah Rakyat di Bandung umpamanya diserahkan kepada Ir. 
Sukamo, yang kemudian menyerahkan kepada Taman Siswa. 52 

4. Ksatrian lnstituut . 

.Pendiri dan pernimpin sekolah ini ialah E.F.E. Douwes 
Dekker, dikemudian hari lebih dikenal sebagai Dr. Damidirdjo 
Setyabuddhi. bekas pemimpin /ndische partij. S3 Sekembalinya 
· dari pembuangan di Nederland. maka ia berusaha bekerja sebagai 
guru pada sebuah sekolah rendah partikelir di J alan Kcbon 
Kelapa 17 Bandung, yang dipimpin oleh Ny. H.E. Mayer-Elen­
baas. Maksu_dnya itu diberitahukan kepada Residen Priangan. 
yang dalam suratnya kepada Gubemur Jenderal memberitahukan 
serta meminta pertimbangan kepa~a pemerintah kolonial itu . 
Antara lain disebutkan keberatan Residen. karena suami Ny. 
Mayer tercatat sebagai orang komunis. 

Namun Gubemur Jenderal berpendapat "lebih baik kepada 
orang-orang yang sedang gelisah seperti Douwes Dekker diberi 

51 Tan Malaka, ibid. 

S2 Sajop, "Ri'"yat Poerjuan1an Taman Siswa 1922 -· 1952", d.llam Taman Siswa JO 
raitun",loiJakuta 1952 : 194. 

SJ Tentan& Douwea Dekker dan lndische Partii lihat Hah Ill t> u ku rni . 
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kesempatan kerja tetap bagi penghidupannya dari pada ia, karena 
dihalangi kesempatannya, akan lebih condong untuk ntkyat". 
Sejak September 1922 Douwes Dekker diperkenankan sebagai 
guru pada sekolah Ny. Mayer itu. Pada tahun 1923 Jari bekas 
sekolah Ny. Mayer itu muncul "lnstitut Pengajaran Priangan dari 
Perkumpulan · Pengajaran Rakyat di Bandung" dalam bahasa 
Belanda Preanger lnstituut van de Vereeniging VoJksonderwijs, 
dimana Douwes Dekker berkedudukan sebagai kepala MULO. ~4 

Tujuan sekolahitu yalah ulffiik memberi kesempatan belajar 
yang lebih baik dan luas kepada anak-anak bumiputrd. Rencana 
pelajaran sekolah itu disesuaikan dengan ELS, dan tidak dengan 
HIS. Douwes Dekker sendiri sebenarnya tidak setuju dengan 
rencana pelajaran kedua sekolah pemerintah itu, karena dianggap 
tidak berdiri diatas dasar nasional. Tetapi karena orangtua murid 
mendesak agar bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pengantar. 
serta pengakuan mereka bahwa di dalam keadaan kolonial waktu 
it-u bahasa Belanda masih tetap penting dilihat dari sudut 
pertimbangan ekonomis. maka Douwes Dekker terpaksa menye­
tujliinya. 

Menurut laporan . .lnspektur HIS sekolah itu tidak mengan­
dung kecenderungati : politik, namun pada tanggal 8 Pebruari 
sekolah itu ditutup untuk memperingati hari wafat Panger.m 
Diponegoro. lnisiatif peringatan Diponegoro itu datangnya dari 
Ta111an Siswa, namun. bagi P.ouwes Dekl.<er scn<liri "Diponegoro 
dianggap sebagai tokoh, nasional tingkat perta.ma yang patut 
dihormati" ss. Berdasarkan penelitian .Mohammad Yamin hari 
wafat Diponegoro sebenamya jatuh pada tanggal 8 Januari 
1855. 56 

Daiam salahsatu suratnya kepada sco.rang kawan di Kara­
wang bouwes Dekker · menulis: "Yang terpenting didalam 
sekolahku yalah adanya rasa harga diri manu.<>ia dan kepercayaan 
kepada diri sendiri diajarkan sebagai bagian pendidikan untuk 

;;_4 Sural (;ubernur U11dc:~l tertailgpl. I_S Janu"'i i<J2J no. J Ax Geheim .· 

5 S .MailraJiporl . no. 66S 11./U. Nama-narrn~ guru l<ainn)!a ya)llh l'ffi, .A. WasiUngtolt, dan 
N y. D. r·. B<~ert --Gill . 

f'!> ~·hhamm .. d Yamin , St!djanh l'r!pt!runKan Dipont!goro: Pahlta-n Kt!m~rde/cQIJ'I 
1ndott~~ia. Djakarla,I9SO . Cctakan kedua . liha.t iUJta kepustak;oan dalam k~rangan 
SiXt.ni Se>i!fll-08tmodjo, "Psngern;> Ulpon.:-goro'', dalam Sartono Kartadirrlio 
(c:d:);· Sejarrfh pula.,.¥Jnan-puilzwGnan Urhadllp kolortiDiflmt!, Jakarh , 197 ) . hal. 
162. 
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membina watak. Batin sekolah itu kan berbeda dengan sckolah­
sekolah penjajah". 

Sejak Nopember 1924 sekolah itu disebut Ksatrian 
School. 57 "Instruksi Sekolah" itu memuat tujuan Pe.ru_lidikan 
Ksatnan lnstituut yang dirumuskan sebagai berikut : 

"Dalam arti susila, maka pengajaran selalu bertalian dengan 
kegembiraan hidup · dan diarahkan untuk memperkuat ·dan 
menciptakan rasa harga diri, pengembangan inisiatif dan 
kesadaran kemerdekaan·; meninggikan peradaban sendiri, satu dan 
lain hal berdasarkan rasa cinta kepada lingkungannya. tanah air 
<.ian bangsanya sendiri dan kemudian kepada kemanusiaan. 

Dalam arti kecerdasan otak, maka pengajaran terutama 
ditujukan untuk menarribah pengetahuan tentang sumba­
sumber-bantu bagi perkembangan tanahair' sendiri dan tentang 
kemungkinan-kemungkinan membangun apa yang berguna dan 
terhormat dimasa mcndatang. 

Pelaksanaan pengajaran akan bebas dari pengaruh agama dan 
renc.:ana ketata-negimtan partai politik". ss 

Dari kutipan tersebut diatas temyata, bahwa titikberat 
usaha Ksatrian lnstituut yalah pengajaran berdasarkan jiwa 
nasional dan pendidikan kearc~h manusia yang berpikiran 
merdeka. Sebagai kelengkapan bagi persiapan tugas murid-murid 
di masadepan, maka di sekolah rendah diajarkan bahasa lnggris 
mulai kelas 5. Gedung-gedung dibangun sesuai dengan tujuan 
kesehatan murld~murid, yang berada di bawah pengawasan dan 
perawatan dokter sendiri. Mereka mendapat sarapan pagi .yang 
bergizi di sekolah, karena "tak akan ada jiwa yang sehat di dalam 
tubuh yang. sakit". 59 Kecuali di Bandung, sekol~e_kolah 

rendah Ksatrian Instituut terdapat di Ciwidey dan Cianjur, serta 
terbuka bagi orang-orang Indonesia, keturunan Cina maupun 
lndo-Belanda. 

Sebagai kelanjutan pendidikan sekolah rendah, maka mu­
rid-murid dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki 
kejuruan, yang tidak dimiliki oleh para lulusan MULO, AMS dan 

57 Mailrapporl no.' 665 K/23. 

sa Mailrapp1rt no. 275 xf2S. Liluit jup P.F. Dahler. Het K•trl4n lnstitllut, zijn 
tnde,en zijn nhnkm. 3e druk, Banduna. 1936. D•lam kelcranpn ilu di~bulkan . 

bahwa aekolah dimulai denpn 60 Ofant murid pada lahun 1912 (SU:J. Lih•l jusa 
broaur dalam bahasa Sunda yana l«bil di Cianjur - Suk•bumi pada lahun 1935 

59 
clenpn dokumen&•si roto r•n1 unpl b•ik. 
P.F. Oahlet'. op.dt.,.flal. 9- 10. 
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HBS. Untuk keperluan itu didirikan MMHS atau Modeme 
Middelbare Handelsschool. yaitu sekolah menengah dagang mo­
dem. Orientasi pendidikan sekolah itu yalah pengalaman Ameri­
ka Serikat dalam membangun sekoiah kejuruan, yang baik dengan 
daya mampu effisiensi. 

Dengan memakai semboyan "Mengabdi Masa Depan 
Ra.kyat" maka: MMHS memberikan psikologi perdagangan, yaitu 
untok niengenal langganan dan pembeli. Rahasia penjualan, jiwa 
daripada reklame, dan ketrampilan untuk membuat keuntungan 
merupakan pengetahuan yang dapat membawa bangsa kita 
kearah kemajuan. Anak-anak kita akan lebih baik dan kaya dalam 
penghidupannya. berbeda dengan keadaan sekarang. 

Mereka juga diperlengkapi dengan alat perdag~ngan. yaitu 
bahasa-trahasa yang penting. umpamanya bahasa Cina dan Je­
pang. Tarnatan MMHS. di kemudian hari diharapkan dapat 
mengunjungi" negaia Cina dan Jepang. tidak saja untuk dapat 
meneruskan pelajaian di perguruan tinggi di sana. tetapi juga 
untuk dapat mengadakan hubungan dagang. Demikian juga 
bahasa Inggris sebagai bahasa dunia perlu dimiliki dengan baik 
oleh para murid MMHS. 

Di sam ping itu diberikan juga pelajaran teknik perdagangan. 
yang meliputi pengetahuan t~~a-buku, pengetahuan dagang. 
ilmu perusahaan dan ilmu biaya. Reklame perdagangan merupa­
kan ketrampilan untuk mengeruk keuntungan. yang perlu dihaya­
ti oleh murid-murid dalam hidupnya. Tinggallah untuk memberi 
arah dan bentuk agar ketrampitan · berdagang itu merupakan 
jaminan penghidupan cukup. 

Kesemuanya itu diperlengkap dengan pengetahuan umum 
·yang bertalian dengan manusia dan masyarakat. yaitu sejarah 
budaya dan pertumbuhan peractaban. Kemahiran untuk meru­
muskan pendapat dan cara-cara penyampaiannya di muka umum 
pun dijadikan latihan ketrampilan murid juga·•. 

Dengan rencana pelajar,m itu, maka Ksatrian Instituut 
bermaksud menghindari persamaan dengan sekolah-sekolah pe­
merintah. Lulusan MMHS diharapkan untuk "menjadi pckerja­
pekerja yang sanggup berdiri-sendiri, ·mula-mula sebagai pemim­
pin-pemimpin kecil, tetapi kemudian menjadi pemimpin-pemim­
pin perusahaan yang lebih besar ... ". Mereka harus membangun 
bagi masadepan tanahaimya dan menjadi tulang-punggung ma5ya­
rakat, karena kedudukannya sebagai golongan ~e·nengah. 



Untuk mencapai itu, maka MMHS di bagi dua, yaitu bagian 
bawah dan bagian atas, masing-masing selama 3 tahun dan 2 
tahun. Setelah 3 tahun mereka yang ingin langsung b~kerja di 
dalam masyarakat dapat segera_~_ilepaskan. Yang ingin meneru_s~ _ 
kan pelajaran lebih tinggi dengan spesialisasi dapat menerus­
kan dua tahun lagi. Mereka kemudian dapat melangsungkan 
pe)ajaran di sekolah tinggi di T ok.io, Osaka, Hongkong a tau 
Manila. Kecuali dekat dengan neg~ri sendiri, lingkungan di 
kota-kota itupun tidak begitu berbeda. Kesempatan untuk 
sekolah tinggi di Rotterdampun terbuka bagi lulusan MMHS. 

Bagi murid-murid yang ingin segera ikut serta dalam 
pembangunan masadepan nasionalnya, terbuka juga jurusan 
jumalistik. Negeri k.ita kay a akan suratkabar Indon~sia yang baik, 
tetapi kekurangan jurnalis-jumalis Indonesia yang baik. Sebagai 
jumalis yang menggunakan bahasa sendiri, maka dengan meng­
gondol kekayaan pengetahuan ' ekonomi dan budaya, . maka 
lulusan ini akan mendapat kedudukan yang baik. 

Menarik sekali yalah usaha-usaha untuk merencanakan dan 
menerbitkan sendiri buku-buku pelajarannya. Dalam pelaksanaan­
nya, maka ' telah dapat diselesaikan sejarah pertumbuhan lalu­
lintas manusia di dunia, sejak jaman-dulu kala. 60 Buku-buku 
bahasa. dimana diperhatikan juga "mentalitas bangsa", telah 
selesai dikerjakan jilid pertamanya. 61 Tatabahasa Jepang telah 
dipergunakan dalam pelajaran. Buku itu dikerjakan oleh seorang 
Jepang dan seorang guru Indonesia. 62 Sejarah kuna Indo-nesia 
merupakan buku yang digemari para murid 63 _ . demikian juga 
buku (>elajaran sejarah dunia. 64 Buku pelajaran statistik sedang 

60 E.F.E. Douwes Dekker, Schem~~ """de ontwilckeUng \1411 het metUltjlc verkeu op 
Qllrde, tanpa tahun. Dijual denpn harp n. 0. 50. 

61 

62 

63 

64 

Juga brosur Hl!t Menslijlc Verlceer op Aarde: De ~ehi$torische Tijd. yang 
merupakan uraiMn dari Schema .... tersebu·t di ara..-dijual dengan .harga n. 1.75 . 
H. Naga5hami B.A. dan M. Sabirin. Lurboefc van de Japan$che Taal. ) jilid 
!,;. r.E. Oouwea Dekk.,r. Vluchtt/( Overzicht ... ,. de Ge$chieden~ van lndonesill. · 
Deel 1: Oudheid 1!11 Antlektt, 11. l"tertl(d, Ill. Modemtt. Hanya jilid satu saja y3ng 
nampeknya sempat terbit dan pernah diterjem;ohkan oleh L. Hoerabarat dan L. 
Siahun, terbit dl Bandun1 ( 1942) dan di Medan ( 1949). 

E. F.E. Douwu Dekker, 'Wereld-Geschittdent.r: Leerboe~ voor Middellxlre Schokn 
in /ndonui4; 1: Oost Azie. Banduna. tanpa Ia hun ( 1963 ) Buku ini tenimpan di 
Perpustakaan Muaeum PUSIIt di Jakarta, tetapl di datam katalogus tertulis Nlet 
voor het publle" (Tidak untuk umum) d..n tersimpan sebaaai Arch ief. Menurul 
rencananya akan dituli3 buku sejarah dunia dalam 10 jilid. namun baru te; bil 1 
jilid telah df.sita oleh pemerinrah. Lihat s.k. l(ebGngoe/1411, 28 Juli 1936, lembar 
perlama. 
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dirancang pula. Semua penerbitan Ksatriaan Instituut itu tennuat 
sebagai iklan di dalam setiap penetbitan dan juga di majalah 
murid dan orang tua. 

P.F. Dahler, dengan menyanjung pendiri dan pemimpin 
Ksatrian Instituut. menulis seri karangan dalam suratkabar 
Binflmg Timoer. menegaskan: "lnstituut itu bemama Ksatria. 
tempatnya para Ksatria. Ksatria kita . . Seluruh Instituut bemafas­
kan kekuatan. semangat dan idealisme. tak mengenal luntur dari. 
Douwes Dekker". Selanjutnya ia mengutip uraian Douwes 
Dekker: "Bila kelak sekolah-sekolah liar telah merebut masa­
depan pengajardn. seperti yang telah direbutnya sekarang maka 
pemerintah akan meminta syarat-syarat lebih tinggi bagi gu­
ru-guru. Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan pengajar­
an, yang juga merupakan kepentingan kita. Kita akan menyam­
but bila. hal itu terjadi. Tetapi sekarang belum terjadi. waktunya 
belum tiba untuk itu. Tetapi kelak akan terjadi juga. Kita harus 
melihat kedepan. Persiapan yang telah dilakukan harus mampu 
menyiapkan guru-guru lulusan sekolah kita sebagai guru yang 
telah mendapat pendidikan baik serta berwewenang. Dalam 
jumlah besar, mereka harus siap memegang kewajiban memenuhi 
kebutuhan pengajaran. Apa yang tdah kita berikan. harus 
dilipatkan sepuluh kali kepada rakyat". 

Itulah maksud pendidikan sekolah guru, yang akan mulai 
dibuka pada tanggal 1 Agustus 1935. Dengan sekolah guru itu 
ingin dapat dicapai: 
1. pengajar-pengajar yangoaik dan spesialisasi; 
2. terbentuknya dengan segera bala-tentara guru-guru; 
3. pendidikan yang murah, yang berarti keuntungan bagi 

negeri, gaji rendah, tempo yang lebih cepat untuk perluasan 
sekolah rakyat, dan dengan demikian· membuat basis yang 
lebih luas bagi perkembangan bangsa. 
Dengan semboyan "Untuk tiap-tiap desa sekolahnya sen­

diri", maka dimulailah jurusan pendidikan guru, yang merupakan 
bagian bawah MMHS. Pendidikan guru meliputi pengetahuan 
umum yang lucls, ditambah dengan pengetahuan dagang, per­
hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian guru-guru lulus­
an Ksatrian Instituut hanya dipersiapkan bagi sekolah-sekolah 
partikelir Indonesia. Untuk mereka jabatan bukan tujuan utama, 
yang menjadi tujuan yalah sekolah itu sendiri. Mereka harus 
sanggup masuk pelosok dan menairikan · sekolah di desa-desa. 
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Bagaimana caranya membangun sekolah tanpa modal, kelak akan 
diajarkan. 65 Mereka juga harus berlaku sebagai seorang pe­
dagang, yang dapat memegang tata-buku, mengatur administrasi 
dan menggali sumber-sumber keuntungan bagi sekolahnya dan 
dirinya sendiri. Sekedar untuk perbandingan, maka para peminat 
sekolah guru dianjurkan untuk memperhatikan perkembangan di 
Cina dan Jepang. Disitu dorongan untuk lebih maju dibuktikan 
dengan mengadakan pembahan1an-pembaharuan. Dalam permula­
an pem baharuan dijalankan di de sa. dim ana "dalam be berapa 
tahun saja tidak ada lagi sebuah desa di Cina yang tidak 
mempunyai sekolahnya sendiri". Pembahan1an harus ditujukan 
ke segala arah. Tiada desa Jagi tanpa sekolah. Kita harus 
mengetahui ilmu-ii.Jnu dari dunia Barat, memahami Barat dan 
menguasai pengetahuan Barat. Bahasa-bahasa, industrinya, per­
dagangannya. pendek kata apa yang indah, baik dan kuat berasal 
dari Barat. 

· Dilihat dati sudut ini, maka Ksatrian lnstituut berusaha 
::!:mtuk mengalihkan tujuan pengajaran pada sekolah-sekolah 
Belanda. karena hanya menimbulkan pengangguran serta merupa-

·. kan persiapan sebagai pegawai negeri belaka. Kemampuan kerja 
nyata untuk membangun masyarakat dengan pengetahuan ekono­
mi dan budaya diharapkan dari para lulusan Ksatrian fnstituut. 
Satu segi lain yang penting dalam menyelenggarakan usahanya itu 
yalah majalah murid dan orangtua, yang berhasil diterbitkan oleh 
Ksatrian Instituut sejak bulan Agustus 193 7. 6 6 Majalah itu, 
k~cuali berisi berita-berita sekolah dan merupakan alat penghu­
bling imtar-murid. juga memuat berita-berita urn urn yang penting, 

. baik nasional maupun intemasional. 

5. Ruang Pendidik. Indonesisch - Nederlandsclze School ( hVS) 
di Kayutanam. 

Pendidik dan pendiri Ruang Pendidik, INS itu yalah 
Mohammad·Sjafei ( 1897 - 1969). seorang kelahiran Kalimantan 

65 

156 

S<tngat mcn;uik yalah buku pedoman yang berjudul Hoe krik ik, zonder kapitJa/ 
mljn eigen school (Sapimana c:uaaya tanpa modal dapat mendirikan sckolah ·~). 
Sayans sekali buku ini tak terdapal di dalam Perpu$taka.<n Museum Fus~l. 

D• Ksouill. . Maa.ndbl;u.l van de lccrlingen Vlln aile Ksatrian Scholen en hun Oud~n 
Redaksinya sc:orang bernAma R. M. Hocdojo Ho.,ksamadtman. Opla .. g :!000 c .~ . 
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Barat. 6 7 la adalah anak angkat Marah Sutan , 68 yang kemudi­
an dikenal s~:bagai guru yang terkemuka dan ulet. Ia pernah 
menjadi murid sekolah Raja di Bukittinggi ( 1908 - · 1914) dan 
merantau ke Jakarta. kemudian tercatat sebagai guru yang 
pertama mengajar pada Sekolah Kartini disi"tu. ·ae-nama Marah 
Sutan ia ikut aktif dal.Un Boedi Oetomo dan 1-nsulmde. Selain itu 
ia juga membantu perkumpulan wanita Putri Merdika. 

Di Sekolah ~.artini itu ia diberi kebebasan untuk mengada­
kan percobaan. yang tanpa diketahuinya sejalan dengan apa 
yang telah dipraktekkan di Amerika me1alui sistim Dalton dan 
teori kerja-tangan. Direktur sekolah Kartini, Ny. Evenhuis. 
dipujinya dalam pidato pembukaan sekolah di Kayu.tanam pada 
tanggal 31 Oktober 1926 untuk kesempatan yang telah diberikan 
kepadanya. Juga dikena~g jasa guru gambar HBS Jakarta. de 
Graaf. yang telah memberikan pelaja.ran tneluk.is padanya, 

Pada tahun 1920. bertepatan dengan kongres NIOG diada­
kan pameran pendidikan;· Sjafei mendapat _kesempatan pula 
untuk ikut rnemi:unerkan hasil-hasil percobaannya dan mendapat 
pujian dari beberapa:kalangat1 pendidikan. 6 9 

Pada tahun _1922 ia menuju ke Nederland dengan biaya 
sendiri, hasil kegiatannya menulis dan meilterjemahkan buku. 
Dalam pidato pembukaan tersebut diatas ia mengisahkan bagai­
rn-ana ia- mempelajari sistim pendidikan di Nederland dan terut~ 
n'ia:- pe-ndidikan rendah. Semua proV"insi Nedemnd dijelajahi, dan 
dipelajarinya pendidikan sekolah rendah di pelosok-pelo5ok. Ia 
melihat juga betapa peranan pendidikan di Nederland dipegang 
oleh 1embaga-lembaga partlkelir. Disanalah ia mulai yakin, bahwa 
bagi kemajuan negeri dan rakyat pendidikanlah yang hams 
memegarig peranan. 

Sekembalinya dari Nederland, pada tahun 1926 maka atas 
perrnintaan pengurus Perkumpulan Bumiputra SS (Staatspoor = 
perusahaan kereta api negara) di Sumatra Barat, ia diminta untuk 

6 7 Taufik Abdullah. Sclwou IJnd P~litiu: The Xaum Muda Mo...ement 1-a West 
Sumatra (1927- 193Si, Ithaca. 1971 , h31. 1:1.7. 

63 Marah Subm pcmah m•njadl ruru di Taman Sis"'"' Jakarta den men]lldi ana~sora 
pcngewas ujian Percutuan Ralr.yat di Jalr.arta pula. Banyall rnrnen guru dan bekas 
mutidn)·a deng.an kagum dan hormat . mengenang kepada keulefan. keberariian dan· 
kecerdasannya. lihat Buku Perlngatan Taman SlsWG D;alcarta 5 tahoen 19 29 - 14 
Dioell- 1934. jup dalam Boekoe ~npnn PergOC'I'oean Kebanpnn lndonesiil 
"Pef'goer-oNn Raltiat" 1 De.rembe,. !~]If- 11 Dese,.,ber 1933. Djakarta . 

69 "Pideto Pemboekaan Sekolall di KajoetaMm pade ten~Pf31 <ktobet- 1926'" olell 
Mohammad Siafei, dt dalam SON.rfl Boemipoe~,.., SS. 7 Nopernbet "19"26 . 
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memimpin sekolah yang akan didmkan oleh perkumpulan itu. 
Kesempatan itu disambutnya dengan senang hati dan karena 
bahasa Indonesia merupakan aiat pendidikan yang utama, maka 
ia menamakan sekolahnya, yang mengikuti HIS itu, lndonesisclz 
- Neder/andsche School Sekolah dimulai tanpa perbekaJan· yang 
berarti, namun dijelaskan olehgya keadaan miskin itu amat perlu 
bagi mereka yang akan mendirikan sekolah, agar anakdidik 
maupun para penyokong sadar akan keadaan sebenamya. 

Dalam rencana pelajaran, yang berbeda dengan rencana 
pelajaran pemerintah, ia ingin melaksanakan pengajaran praktek, 
yang berasal dari dan untuk rakyat banyak. "Cara kesadaran 
berpikir Barat" mendapat tempat di dalam pengajarannya. 
Anakdidiknya tidak akan menjadi "cendekiawan setengah rna­
tang yang angkuh, tetapi a.kan menjadi pekerja cekatan yang 
rendahhati". Anak-anak dibiasakan bekerja secara teratur dan 
intensif; perbuatan haruslah menjadi tujuan, karena di timur 
terlalu banyak orang yang bersemadi. Mereka harus belajar 
mengenal dan menolong diri-seridiri. Olahraga merupakan mata­
pelajaran yang penting. Kerja-tangan, ilmu-bumi, ilmu-alam dan 
menggambar, semuanya itu harus dapat dipergunakan untuk 
menajamkan day a pengamatan, sedangkan pelajaran bahasa heke­
katnya ditujukan untuk mencapai kesanggupan berpikir dan 
merumuskan ·secara tajam dan teratur .. ' 

"Murid yang ideal yalah ia yang memiliki cinta kebenaran 
dalam hatinya, pengetahuan dalam otaknya. Antara keduanya 
terjadi hubungan timbal-balik; kegembiraan kerja, yang memer­
lukan otot-ototnya bekerja dan memberikan kesehatan; mencintai 
tanah-airnya, tetapi selalu sadar sebagai bagian dunia", demik.ian 
Mohammad Sjafei. 1o 

Semua itu ingin · dicapainya melalui tiga unsur pendidikan: 
pembentukan watak, membiasakan murid kepada kerja sistimatis 
dan intensif dan rasa setiakawan an tara mereka. 

Seperti juga terdapat pada Dewantara, .Mohammad Sjafei 
menganggap pengajaran pemerintah Hindia Belanda bercorak 
berat sebelah, yang hanya mementingkan kecerdasan saja. Prak­
tek pendidikan dan pengajaran pada waktu itu kurang atau sam a 
sekali tidak memperhatikan perkembangan rasa , kecakapan dan 

10 l . F.H. Albclrt ~ Ill Court, Pan~t~~owtM:~tc Rkhtll/nnt 110or lndone-., Dewn ter , 
1945, hal. S7. 
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ketangkasan. Apa yang disebut "matapelajaran expresi". yaitu 
mata pelajaran menggambar, menyanyi, · bahasa. dan kerja tangan 
sangat dipentingkan, jadi sesuai dengan semboyan: Hoo[d. Hart 
en Hand (kepala, hati dan tangan). 71 

INS dapat bertahan sampai pendudukan Jepang. Pada 
Perang Kemerdekaan sekolah ditutup. Baru setelah pemerintah 
RI kembali. maka Departemen P & K telah mendirikan SGB 
(= Sekolah Guru Bantu) yang pimpinannya diserahkan kepada 
Mohammad Sjafei, yang mendapat tugas untuk memberi latihan 
kepada guru-guru sekolah rakyat dalam mempraktekkan mata­
pelajaran expresi tersebut. 72 

Sangat menarik yalah cara Sjafei menyambungkan sekolah­
nya dengan masyarakat sekitar. Kecuali dengan jalan hubungan 
pribadi dengan para orangtua murid dan penderrna, juga dengan 
cara menyebarluaskan apa yang diajarkan sekolah itu di dalam 
"Roeang Pendidik" yang dimuat secara teratur dalam Soeara 
Boemipoetra, yang terbit di Padang. Juga diterbitkan majalah 
sekolah Rantai Mas,73 yang dihiasi dengan hasil kerja-tangan para 
murid kelas atas, terutama produksi ukiran kayu. 

Bagaimanakah tujuan pendidikan itu dituangkan dalam 
praktek pengajaran di sekolah? Kerja-tangan mengambil bagian 
besar '!Vaktu dalam kelas. Untuk ldas I, II dan III masing-masing 
I Y2, 1 ~ dan 3 jam sehari/seminggu sedangkan pada kelas terendah 
terutama ditekankan kepada kerja mencontoh, jadi untuk me­
latih pengamatan si murid." Gedung sekolah, asrama yang seder­
hana tempattinggal beberapa murid, bangku-bangku sekolah, 
semua keperluan sekolah dikerjakan oleh murid-murid sendiri 
dibawah pengawasan seorang tukang kayu yang dibayar untuk 
itu. Menolong diri sendiri merupakan azas sekolah itu, walaupun 
untuk itu sekolah harus dalam keadaan kekurangan hingga gaji 
guru-guru pun berada di bawah ukuran umum. Sjafei sendiri 
memberi contoh menyerahkan honorarium karangan-karangan-

Sutedjo Bradjanepra, Sed~,..,. hndtdlluut lfldottnltl, J opkxta, 19 56, hal. !Jl . 
72 Sutodjo Bradjanepra,lbld.; Mohammad Sjafei pernah D\OmanJku jabatan Monteri 

Pendidikan ·dan Kebudllyaan R.I. ke-J (ll M.-et sfd l Oktober 1946). Nesldpun 
ia ·rak pernah monduduld ll:unl eli ll:omentoriun, namun potntnya termual dlllam 
buku Dasar Pendidikaa dan Penpjana, Djakarta, lt54,hal.l4~et'bitanDep.P. 
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lndonesis<:he wcnld", dalam 0~: lfl416clt Tqd.rcllrlft' 1100r ~~~­
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nya untuk kepentingan sekolahnya. karena ia ingin tetap m~m­
pt!rtahankan sifat bangsanya yang ingin bemsaha sendiri. Untuk 
menciptakan orang-orang Indonesia yang aktif. maka sejak kccil 
anak-anak harus dibuat aktif pula. 74 Uinpamanya dalam hal 
pengajaran membaca. Setdah diterangkan secard umum untuk 
seluruh kelas. maka pada giliran membaca hanya satu murid saja 
yang tinggal dikelas, yaitu yang mendapat giliran. sedangkan yang 
[ain-lainnya berada di ruang kelas yang berdekatan untuk 
bekcrja lain. Cita-cita Sjafei yalah agar untuk setiap kelas ada dua 
ruangan yang tersedia, satu untuk pelajaran teori dan satu untuk 
praktelc Dengan itu ia ingin mencegah hilangnya waktu pada 
anak-anak. yang seringkali mengantuk karena harus mendengar­
kan temannya membaca dari bahan pelajaran yang sama. 

Bertani diberikan setelah sekolah cukup mempunyai tanah 
untuk digarap. Olahraga.termasuk di dalamnya permainan rakyat, 
menghabiskan 2Y2 dari 18 jam (lima jam pelajaran). Perhatia11 
istimewa -dibetikan pada pelajaran menyanyi, yang berlangsung 
lY2 jam untuk setiap kelas, juga .di kelas dua dalam bahasa 
Belanda, yang seringkali diiringi oleh murid-murid sendiri dengan 
biola, seruling dan gitar. Terutama perkembangan pendengaran 
diperhatikan dalam hubungan itu. Murid-murid telah membentuk 
sebuah orkes model Barc1t. Lebih bai1yak lagi yalah jam pelajaran 
menggambar (2, 3.~ dan _l Y2 jam), yang diberikan dengan metode 
sendiri. Sudah sejak kelas satu murid-murid diharuskan menggam• 
bar, di luar kepala. benda-benda yang dilihatnya. Ini sebagai 
latihan ketajaman mengamati dan mengingat sesuatu. Di kelas 

· tiga barulah dipergunakan cat-air dan kapur. Di kelas yang lebih 
tinggi dipelajari ukir-mengukir kayu dan hasilnya. yang baik 
dimuat sebagai illustrasi dalam majalah-sekolah Rantai ;\-las. di 
kelas tiga telah diadakan latihan drama berdasarkan naskah-kecil 
sandiwara. Layar dan dekornya dibuat oleh murid-murid sendiri. 
Dengan metode sendiri pula diajarkan ilmu-bumi di kelas tiga, 
yang dimulai secara umum: dengan bola-dunia, benua-benua lain 
dan kemudian n~geri sendiri, agar_ dirasakan murid negerinya 
sebagai bagian dunia. Kejadian sehari-hari diterangkan juga, 
untuk membangkitkan minat dan sebagai obat mengantuk. 

Matapelajaran pokok yalah ballasa Indonesia. tidak kurang 

-:"-1 , -.m dcr Plas. ibid. hal. 18 ; Pada tattun 1953. Sj~fei mengeluark:tn bukunya nng 
t~judul ••Atah Aftif", (Djakarta. fB. Wollen). [};kutip oleh Taufik Ah<lu lbh , 
<-'P.cit . . , h.ll . IZ7. 



dari 7\12 jam dipl!rgunakan di kelas rl!ndah dan 6 jam di kelas tiga. 
Apabila dalam pelajaran bahasa asing. yang dipentingkan pada 
mulanya hanya pengamatan si murid , maka pada pelajaran bahasa 
itu sejak semula murid dibiasakan untuk merumuskan sccara 
tajam pikirannya dan dengan itu ingin dicapai berpikir secara 
teratur. Sebagai bahan pelajaran harus dipakai kisah dan kejadian 
disekitamya. 

Bahasa Belanda hanya diberikan satu jam di kelas satu. yang 
ben1pa Iatihan ucapan, kemudian di kelas dua 6 jam dan di kelas 
tiga 7~·~ jam. Maksud pengajaran yalah penguasaan pasif. Rencana 
pelajaran sekolah itu berada di tengah-tengah rencana pelajaran 
pemerintah dan rencana p~lajaran Taman Siswa. 

Ilrnu hayat diajarkan sejalan dan dikaitkan dengan pelajaran 
menggambar dan kerja-tangan, dan terutama untuk membangkit­
kan perhatian, mengenal ictan meneliti .· sendtri. Orang muiai 
dengan menerangkan tumbulHumbuhan dan binatang di sekitar­
nya. Corak agama menjadi ciri pengajaran, yang untuk Sumatra 
Barat berarti agama l<>Iam, namun titik-berat yalah agar anak­
anak leb.ih menghayati agama; tidak . untuk pengetahuan mau­
pun menjalank<ln Jbadat Cinta kepada kebenaran didengung· 
dengungkan kepad• murid sebagai suatu kebajikan yang besar. 

Diatas telah c:tiswggung persamaan dan. perbedaan INS dan 
larnan Siswa, maka · setelah mengetahui praktek pcngajaran 
seperti tersebut dia~ -dapat. ditarnbahkan bahwa pada sekolah 
Sjafei "ciri ftlsafat dap tepekur" seperti di Taman Siswa tidaklah 
nari1pak, demikian juga orlentasi kepada budaya sendiri tidak 
begitu menonjol. Dalam pelaksanaan pengajaran seperti telah 
ctisebutkan diatas, maka · "untuk sernuanya praktis, dari dan 
untuk-ralcyat" 75 -

6. Perguruan Rakya{ 

Perguruan itu didirikan pac.la tanggal 1 I Desember 1928 "76 

dan -merupakan gabungan dari dua perkumpulan yang bergerak 
dalam .bidang-ijendidikan-, yaitu- Pustaka Kita dan Perhin1punan 
Untuk Bc:ajar. Yang pertama adalah perkumpulan yang dipimpin 

··s ' · . y111 der Plu,op. cit., hal. lO. 
76- M~dt!dee~e,. der R~ttritt(l omtrent 'enlce~ ondUWtYf'l!ll 11011 algerneen btt/4f\f, 

l..ini, 1930. hal. llkLibat &HiuH hri11,fCit411 ••.. " l'2f'loeT-Ciean R&kjat ". (catatan di 
alas). 
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oleh Mr. Sunario dan A. Mononutu Wilson (didirikan pada bulan 
Agustus 1928) dan bertujuan membangun perpustakaan serta 
mengadakan seri ceramah yang penting bagi pengetabuan dan 
kemajuan bagi anggota-anggotanya. Yang kedua didirikan oleh 
sembilanbelas orang, diketuai oleh Sudarmoatmojo dan Sarah 
Thaib. 77 Tujuan perkumpulan itu yalah untuk memb.ika kursus 
bahasa-bahasa asing. Jerman, lnggris dan Perimcis serta ilmu 
jurnaJistik. Mula-mula Drs. Sosrokartono akan memberi pelaja­
ran, tetapi karena sesuatu haJ maka sebagai penggantinya yalah 
Mr. Sunario dari Pustaka Kita. 

Kemudian timbul cita-cita untttk mempersatukan kedua 
perkumpulan itu dan terwujudlah Perguruan Rakyat. Berhubung 
dengan peristiwa itu sebuah penerbitan resmi · pemerintah men­
catat, bahwa penggabungan itu merupakan hasil dorongan p~;~ra 
pimpinan PNl di Jakarta. 78 Pengurus baru yang dipilih terdiri 
dari: Mr. Dr. Muhammad Nazif (ketua), A. Mononutu Wilson 
(penulis 1), Sudarmoatmojo (penulis II), B. Tomowardoyo 
(bendahari 1), S. Martadisastra (bendahari 11) dan anggotanya 
terdiri dari Dr. W.K.R.D. Asikin, Mr. Muhammad Yamin, 
Njonoprawoto dan Sunarko. Saeroen diserahi tugas untuk me­
mimpin perpustakaan. Di samping pengurus terdapat juga badan 
pengawas, yang terdiri dari R.A.A. Kusumo Utojo (ketua), D. 
Kusuma Subr.tta (penulis) dan para ~nggota yang terdiri dari Mr. 
Hadi, Dahlan Abdullah, Mr. Sartono~ Dr. Kajadu dan Muh. Husni 
Thamrin. 

Deretan nama itu bagi para pembaca yang telah mengetahui 
pergerakan nasional tidaklah asing lagi. Beberapa diantaranya 
hingga tercapainya Kemerdekaan dan daJam masa pembinaan 
Republik Indonesia tetap memegang peranan yang penting dan 
t.erhormat. Lain daripada itu juga merupakan sebuah contoh 
diantara banyak kegiatan di Jakarta - betapa kota itu memberi­
kan lingkungan, iklim sosial dan politik yang memungkinkan 
usaha-usaha bersama. Usaha bersama itu di dalam jangkauan serta 
rencananya jelas-jelas mengatasi asal-usul merek.a. baik secara 
keturunan maupun kesukuan. 

Tujuan semula yalah membuat Perguruan Rakyat sebagai 

77 Pendlri-pe9diri lalnnya An~tonsudirdjn. Njonoprawoto. Ac:hiTUid Amir. Sadiman , 
Stpr, Sunario, Sjahbudin, Saeroen, Bahaudin Effendi, B. Tomowardojo, B. 
Tomohudojo, Buuki; Sutarjo, Supnl, Sukarto. 

78 · ~edftleell,..oe ..... l9l0. 
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suatu Volks-Universiteit (Universitas Rakyat), yang menyeleng­
garakan kursus-kursus lanjutan mengenai bahasa-bahasa, ilrnu 
bangsa-bangsa, sosiologi, tata-nega.ra, tata-buku dan stenografi. 
Pelajaran diadakan sore hari dengan rnemakai gedung Muham­
maddiyah, di jalan Krarnat 97. Seri ccram.ah diadakan seminggu 
sekali, diantaranya oleh Ki Hadjar Dewantara tentang Perguruan 
dan pendidikan, Dr. Sardjito tentan& penyakit malaria. Dr. 
Porbatjaraka tentang bahasa Indonesia, Kusumah Subrata tentang 
Dewan Kabupaten, Dr. Asikin membahas tentang kesehatan,. 
Saeroen dan Djamaloedin Adinegoro tentang jurnalistik. Dalam 
penyelenggaraan pengajaran, perguruan dibantu oleh banyak 
mahasiswa di Jakarta, yang sengaja diikutsertakan sebagai latihan 
tanggungjawab · sosiaJ dan caJon-calon pemimpin yang akan 
datang. DaJam waktu singkat Perguruan Rakyat sebagai Universi­
tas Rakyat dapat menarik 300 orang peserta kursus. 

Hasil-hasil pennulaan itu mendorong dua mahasiswa, Sigit 
dan Sugondo untuk mengajukan usul, agar didirikan sekolah 
rendah, Schake/schoo/ dan MULO. Perluasan pengajaran itu 
memerlukan ruangan yang lebih luas pula. dan untuk selanjutnya 
sekolah diselenggarakan pagi dan sore (khusus untuk MULO bagi 
orang dewasa) di gedung gang Kenari 15. 

Berhubung dengan perkembangan itu, maka dirasa perlu 
untuk membentuk pimpinan harlan sekolah, yang kemudian 
diserahkan kepada Dr. Samsi dan A. Mononutu Wilson, masing­
masing sebagai direktur dan wakil direktur. Pada tahun t 932 
Perguruan Rakyat berhasil mendirikan sebuah sekolah guru yang 
dahulu bernama Perguruan Umum Pendidik. Lulusan pertama 
MULO Perguruan Rakyat dihasilkan pada tahun 1933 dan 
kemudian diadakan persiapan untuk mendirikan Perguruan Ting­
gi Indonesia. Sebagai jembatan kearah itu didirikanlah POPTI 
(Persediaan Oentoek Pergoeroean Tinggi Indonesia), lamanya 3 
tahun sesudah MULO. 

Berdirinya Perguruan Rakyat menarik perhatian para cen­
dekiawan dan pimpinan di tempat lain, yang kemudian mendiri­
kan Perguruan Rakyat di Jatinegara, Semarang, Surabaya, Ban­
dung, Makasar, Matararn, Madiun dan Palembang. Mereka itu 
berdiri sendiri tanpa hubungan organisatoris dengan Perguruan 
Rakyat di Jakarta, namun telah dikandung maksud untuk 
mempersatukan mereka dalam satu organisasi di waktu yang akan 
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datang. ltulah p~rkemhangan Perguruan R~tkyat dalam masa 5 
tahun. 

Dalam mellksanakan pcng-Jjaran dan pcmlidikan Pergun1an 
Rakyal herpeduman kepada .. Sendi-sendi Perguruan Rakyat". 
Pertama·tama yalah dasar Kebangsaan Indonesia. yang menyatu· 
kan dtlnia pemuda dengan dunia yang lebih besar, yaitu 
masyarakat yang bersemangat dan insaf tentang kebangsaan 
Indonesia. Didalam pengajaran yang diberikan, maka mala 
pdajaran dib~sedemikian rupa agar uapat rndenyapkan tlkiran 
dan perasaan kcdac-rJhan. Dengan pusitif ditanamkan dalam otak 
dan hati para pclajar supaya berdunia Indonesia, oleh karena itu 
pengajaran Sejarah Indonesia dan bahas3 Indonesia merupakan 
matape)ajaran yang penting. 

Sendi yang kedua yalah mengutamakan pendidikan jas­
mani. yang tidak saja bcrtujuan untuk mendapatkan kesehatan 
yang baik, tctapi jt1ga memperkuat sifat-sifat yang mulia, sifat 
keperwiraan. sifat ksatri::l. pendek kata sifatooSifat sportif. 

Sendi ketiga yalah pembentukan watak. yang unsur-(msur­
nya terdiri Jari kecakapan, tahu hargadiri dan kewajiban, 
kl!kuatan s .. :nJiri dan kckuatan rohani. Sifat dan bakat murid 
<.lihmbangkan sc:demikian rupa ualam hati sanubari para pemuda 
agar bcrguna bagi masyardkat Indonesia. 

Kemudian dianggap amat penting yalah pendidikan yang 
diarahkan untuk terwujudnya pendirian dan pengetahuan yang 
berdasar kenyat:l..m. Pendidikan yang menggantungkan nasib 
semata-mata i' .:l• ~ .t angan-angan, misalnya dengan termenung­
menung, scm..:.:i dan konsentrasi haruslah dikilds habis. Para 
pcmuua haru~lah uiuiJik untuk berdll~ melihat kenyataan dan 
bcrani mencari kcmenangan diantara keadaan yang nyata. 

Sendi kdima yalah pendidikan yang dapat menimbulkan 
"haluan hidup", yang bersemangat kemajuru1 dengan mengharga­
kan kebajikan bangsa kita dahulu cian sekarang. Menurut 
k.eyakinan Perguruan Rakyat sikap kolot haruslah disiPgkirkan 
dan perasaan yang bersemangat kemajuan ditanam. Pendidikan 
ini yalah pendidikan kaum muda, yang berhaluan modemisme 
daiam arti yang baik. Haruslah disad.arkan kepada para pemuda 
untuk dapat rnelihat perubahan·perubahan yang akan terjadi atau 
kepada sus-unan masyarakat yang baru, disamping Hu juga perlu 
ditimbulkan pcnghargaan kepada kebaikan dan kebajikan yang 
tcrdapat dalam masyarakat. 
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Pendidikan masyarakat merupakan sendi keenam. Yang 
dimaksudkan disini yalah usaha menghubungkan anakdidik 
dengan masyarakatnya, dengan jalan menghidupkan rasa cinta 
kepada tanahair dan Bangsa Indonesia. 

Pokok-pokok pikiran tentang "Sendi-sendi Perguruan Rak­
yat" dan ketcrangannya tersebut dikatakan oleh pengurus Pergu­
ruan Rakyat, bahwa hal itu tidak merupakan suatu program 
pendidikan yang bulat-lengkap. tetapi yang dibuat sekedar 
sebagai usaha pembatasan suatu "IImu Pendidikan Indonesia 
yang sedang diwujudkan". Suatu sistim pendidikan yang lengkap 
dan tetap belum waktunya diadakan, mengingat pertumbuhan 
ilmu pendidikan yang dicita-citakan, karena menurut pendapat 
pa ~ : ' pengurus keadaan pengajaran Indonesia, seperti juga ke­
hidupan masyarakat lnd'Onesia, masih dalam taraf untuk diteliti 
dan dikembangkan, dengan singkat masih harus dibangun kern­
bali, dari alam kolonial ke a1arn kemerdekaan. Cita-cita yang 
terkandung didalarn keterangan tentang "Sendi-sendi Perguruan 
Rakyat" yalah untuk bersikap kritis terhadap usaha sendiri dan 
ke '!daan sekeliling serta selalu mencari cara-cara yang sesuai 
un r'; k mencapai tujuan-tujuan baru. Untuk itu dengan sadar 
Per~· ' ruan Rakyat menghindari pemikiran fllsafat yang kabur 
t~ntang pengertian-pengertian yang dalam dan yang berada di 
luar kehidupan yang sebenarnya. "Haluan pendidikan"-nya di­
tujukan kepada bangsa Indonesia untuk berperasaan dan berfikir 
guna menjawab rnasalah-masalah yang nyata dihadapi oleh 
masyarakatnya. 

Berhubung dengan itu, apabila dari keterangan "Sendi­
sendi Perguruan Rakyat" itu perlu ditarik suatu kesimpulan 
sesuai dengan ilmu pendidikan, maka satu-satunya yang dapat 
dikernukakan yalah "bahwa pendidikan itu dalam orientasinya 
lebih bercorak sosiologis dari pada condong ke filsafat metafi­
sis". 79 Dari kesimpulan pendidikan itu, maka ternyatalah 
perbedaan antara Perguruan Rakyat dan Taman Siswa, sungguh­
pun antara keduanya terdapat hubungan yang baik. 

Bagaimana perkembangan Perguruan Rakyat selanjutnya 
kuranglah jelas namun · berita-berita ten tang Perguruan Rakyat 
termuat di dalam surat kabar KebangoeTUZn, yang terbit di 
Jakarta sejak tahun 1936 dengan redaksi Sanusi .Pane dan 

,,. •·3n :J.,r P!3•, •lp.cir., hal. 13 : ;k Ia Cnurl, op.cit .. hal . §7. 



Muhammad Yamin. Pada akhir November 1936 suratkabar itu 
memberitakan kemunduran yang terjadi pada Perguruan Rakyat. 
Dalam laporan yang diberikan oleh pengurusnya, waktu 1tu 
disebutkan Mr. Hendromartono dan Dr. Subroto, dalam suatu 
rapat yang dihadiri juga oleh P.F. Dahler dari Ksatrian lnstituut 
di Bandung, antara lain disebutkan kemunduran itu sebagian 
disebabkan kurangnya dana-dana yang diperlukan. 

B. INDONESIA DAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
IDENTITAS BANGSA 

1. Perkembangan Bahasa Indonesia. 

Perkembangan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia, 
yang sekarang ini merupakan Bahasa Nasional Republik Indo­
nesia, sejak lama telah menjadi bahan pembicaraan luas. 80 

Bahasa Melayu yang aslinya merupakan bahasa kelompok suku­
bangsa di kepulauan Indonesia, telah lama menjadi bahasa 
perdagangan di daerah pelabuhan di Indonesia. Disamping itu 
dipergunakan pula dalam penyebaran agama Islam dan Kristen. 

Pertentangan-pertentangan setempat yang timbul ber­
hubung dengan kedatangan pedagang-pedagang Belanda dan 
berakhir dengan perjanjian-perjanjian dagang maupun politik juga 
menggunakan Bahasa Melayu disamping Bahasa Belanda. 

Sekolah-sekolah bumiputra yang kern udian didirikan oleh 
pemerintah Hindia Belanda direncanakan untuk memakai bahasa 
Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi sejak awal abad-20 
kepentingan daerah jajahan, yang memerlukan tenaga-tenaga 
rendahan yang mengerti bahasa Belanda mmenggeser bahasa 
Melayu. Sekolah di kota-kota lebih banyak mengajarkan bahasa 
Belanda. 81 

Sebaliknya perkembangan sosial di kota-kota menumbuh­
kan kelompok elite baru yang amat peka terhadap perubahan. 
Tanda-tanda pertama kepekaan terhadap perusahan itu dapat 
dilihat dengan lahirnya organisasi bercorak politik, yang men-

80 
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Periksa luuanaan Takdir Alisjahbana Dtlri Perdiutmgan dll!! pertumbuiuJn Bah<WJ 
lndoneDIL Ojaluuta. 1957; 1966 ; Semua karanaan tentans Bahasa Mo:layu dan 
Bahasa Indonesia menjadi pet!tatian khusus A. Teeuw ( 1961) dalam men yusun 
survey bibibliografi seC<~r:l kritis. 

l .J. Brucmans. G~schied~nls ..an het o"derwij$ i n Nederla,dsch lndi~. Groningcn 
- Boitavia, 1938. 
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cita-citakan kemajuan dan kemerdekaan bangsa, seperti Boedi 
Oetomo, 82 Sarekat Islam, 83 lndische Partij. 64 

Sangat menarik untuk dicatat yalah mengenai bahasa yang 
dipergunakan didalam kongres-kongres maupun publikasi organi­
sasi itu. Boedi Oetomo mempergunakan bahasa Jawa, Melayu dan 
Beland a. 1ndische Partij. · dalam bahasa Be Ianda dan Melayu, 
Sarekat Islam menggunakan bahasa Melayu dan Jawa juga. 
Terutama didalam kongres-kongres Sarekat Islam, bahasa itu 

· mendapat "isi nasional". Hal ini disebabkan, bukan karena nama 
kongres-kongres SI itu sebagai kongres Nasional, tetapi juga 
karena wakil-wakil SI yang mengunjungi kongres-kongres datang 
dari pelbagai penjuru lndonesia.8s 

Seorang wakil pelajar Indonesia di Nederland, yang telah 
aktif daJam gerakan nasional, dalam kongres /ndonesisch Ver­
bond van Studeerenden (Perserikatan Pelajar Indonesia) pada 
tahun 1918 di Wageningen telah mengusulkan agar bahasa 
Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah 
Indonesia. Maja1ah pelajar-pelajar di Nederland berjudul Hindia 
Poetra (! J 86 

Di Indonesia sendiri perkembangan pers berbahasa Melayu 
dinilai sangat penting peranannya, karena pers itu langsung dapat 
mencapai penduduk bumiputra, golongan penduduk yang ter­
banyak jumlahnya disamping golongan Belanda dan Cina. Pada 
mulanya. pers berbahasa Melayu itu adalah inilik modal Belanda 

81 

83 

84 
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AnQota-ana:~ota Bocdi Oetomo terutama terdiri dari golonpn terpelajar, priyayi 
dan banpawan Jawa, Mengenal kecenderungan pemikiran mereka tentana politik 
dan budaya sampal tahun 1918, lihat Dr. Altira Napzumi, The DaM111 of 
lndonesilln NtJtionallsm. Tlte£uly YecrsoftlteBudl Utomo, 1908-1918. Tokyo, 
1971. 

Sarekat Islam adalah organisasi yana paling tenebar di seluruh Indonesia. lni 
dapat dijelukan karena sejak penyebaran aaam11 Islam pada a bad ke-1 6 di 
Indonesia, bahasa Melayu tehoh merupakan bahasa perantara. Mens.:nai S..rekat 
Warn p~riksa studi Harry Benda (19S8) dan Oeliar Noer (1963). Mengenai 
jumlah cabana Sl di seluruh ·Indonesia t"rdapat dalam laporan resmi pejabat. 
p"jabat Hindia Btlanda. Lihat untuk ini penerbitan sumber yang dikerjakan oleh 
S.L. van der Wal {1965). Kalkulasi pengik~>l Sl yana perlu dipertimbanakan 
yalah kalkulasi Bernhard Dahm. SuktJrno~ KGmpt um lndonrsi~ns UfiiJbluznK 
gfglcelt, W~rdegang urtd ldnn ~ines tuitJti:tchen NtJtioltiJiisten, Berlin, 1966. 

lndische Partij a!hlah OI'Janlsaai golongan Indo (Eurasia) yana berhasil menarik 
sekelompok intclektuillndonesiayanl memutkl keccnderunpn politilt yana kuat. 
Pentlna untuk dicatat yalah publikasi-publikasi J.P. yan1 terblt dalam bahasa 
Belanda, Ja- dan Melayu. 
Betrurd O.hm. op.clt. 
Llhat publikasl Eerne Koloniul Onde,.,•li/1 COif8~# ( 1919). 



maupun Cina, tetapi tidak jarang redaksinya merupakan campur· 
an. Umumnya ada guru bahasa Melayu yang duduk dalam dewan 
redaksi. Peranan pers berbahasa Melayu itu diperhatikan oleh 
pengarang terutama -tentang · pers Indonesia, seperti karahgan 
E.F.E. Douwes Dekker dan seorang sarjana Perancis Antoine 
Cabaton, kedua-duanya menulis pada tahun 1909. 87 

Medan Prijaji, mingguan dan kemudian harlan, adalah yang 
terpenting dalam rangkai<m perkembangan awal pers Indonesia. 
Bukan saja karena modal dan penerbitnya adalah or.ang Indonesia 
tetapi nada isinya yang jelas menunjukkan kesadaran penggunaan 
bahasa Melayu sebagai media untuk membentuk pendapat umum 
mengenai berbagai perroalan_ masyarakat dewasa itu. Pemimpin­
nya R.M. Tirtohad.isuryo, kemudian diserahi tugas untuk memim­
pin-surat kabar Sarekat Islam pertama, yaitu Sarotama. a a 

Sejak tahun 1924 elite baru yang terdiri dari mahasiswa 
Indonesia di Nederland memimpin dan mengarahkan idea Indo­
nesia sebagai pengertian politik. Organisasi mereka berganti nama 
menjadi Perhimpunan Indonesia dan majalahnya Indonesia lHer­
deka. 89. Kata Indonesia yang semula hanya dikenal mereka 
dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan sebagai istilah identitas 
mereka. Sebagai kelanjutan idea Indonesia itu, maka di Indonesia 
pada tahun 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Dari 
namanya saja sudah merupakan identitas politik baru, yang 
mengatasi pengertian dan batas-batas sukubangsa di Indone­
sia. 90 Elite Indonesia baru, yang semula hanya pandai bahasa 
daerah dan bahasa Belanda, bahkan banyak yang hanya pandai 
berbahasa Betanda, melihat kemungk.inan pemakaian bahasa 
Melayu sebagai alat komunikasi politik. Hal inipun secara 
bersamaan disadari oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda. Banyak-

87 
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E.F.E. Douwa Dekker (1909) dan Antoine Cabaton ( 1909). Peranan pers dan 
hubunpnnya densan perkembangan Bahasa Indonesia masih harus dit~lit i. 

Mensenai pen Indonesia Cina yang men&~unakan Bahasa Malayu Pasar, k~dudu k· 

an dan perannya di tenph-tenph porkembangan pen dl Indonesia. tcrdapat 
dalam studi Leo Suryadinata ( 1971 ). Lihat selanjutnya pa.sal c bab ini. 

Penyu&un pertama S.jarah Sucat K.bar Indonesia, meskipun b:uu merupa .:3n 
penjajapa bahan 1aoa t-dia. yalah Sudarjo Tjokrosiswo.o. Kenar.giUI Selint;;J 
SedjaNJh PerdjUGfi6Gfl Pt:,J Sebangx. SPS, Djakarta , I 9 58. 

Terbit dalam bahaaa Belanda, tetapi &ejak t2hun l9ll tel.ah ada ltarangan didal3m 
bahaaa Indonesia. LL dari Narir O.tuk Pamuntjak. l'erMh pcla t~bit dalam edis i 
bahMa · Melayu, tetapi hanya MmDet ctua nomor. Mc:ng~nai. F~rhimp uoa a 

lndoneaia dan penunn1a didahm per;cerakan r~ional, perib.a lt.r .o ;, ·;;,n 
Soenario (I 970). 

David Jo" l Stcint>-r: ·ill .• i11 S·:<~.rch v / -=:o <~trs~.r. A .W. 1 o ·n. '1 tl . :-:;_, < 



nya kasus pers-delict dimasa Hindia Belanda, larangan terbit bagi 
brosur dan pers, antara lain karena kekhawatiran penggunaa­
bahasa Melayu yang dipahami· oleh penduduk bumiputra. Suatu 
contoh yang terkenal yalah terbitnya risalah A Is ik - eens 
Nederlander was dalam bahasa Belanda dan Melayu pada tahun 
1913, yang dilarang untuk diedarkan. Risalah itu diterbitkan 
untuk mengecam perayaan seratus tahun kemerdekaan Nederland 
yang akan diadakan di Indonesia. 91 · Demikianlah beberapa 
contoh peristiwa sebelum diadakannya Kongres Pemuda Indo­
nesia kedua di Jakarta. 

Pada bulan Oktober 1928 pemuda-pemuda Indonesia 
mengadakan kongresnya kedua, yang keputusan~keputusannya 
kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda Indonesia Raya. Dalam 
hubungan karangan ini, keputusannya bahwa ,.Karni putera dan 

. puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indo­
nesia, merupakan perumusan yang tepat sekali dari kesadaran 
yang secara lambat berkembang pada tahun-tahun sebelum­
nya. 91 

Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai 
kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas Indonesia. Latar­
belakang budaya dan sosial pemakai bahasa Indonesia tercermin 
dalam karangan-karangan mereka. Karya Sastra Indonesia sebagai 
basil "arsitek-arsitek Bahasa Indonesia", baik sebagai terbitan 
Balai Pustaka . maupun di lua.mya menuju kearah kesempumaan 
bahasa Indonesia. Pujangga Ba_!U_ yang terbit sejak 1933 merupa­
kan cermin kegiatan intelektuil elite baru yang dengan sadar 
menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modem 
di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi. 93 

Gerakan pendidikan Taman Siswa, yang oleh banyak orang 
disebut "mulai perjalanan hidupnya yang aneh itu dengan aksi 
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Abdutrachman Sutiomlhardjo: "Suatu analisa tjita·tjila dan tindak perbuatan 
nasional-revoiU»ioner Suwardl Surjaningrat, 1913 - 1922". M~1111 llmu P~nge­

rllhulltt, Ttl. Ill no.2, April 1962, hal. 471 - 514. 

Soenario: "Perhhnpunan lndonaia. dan peranannya dalam perjuanpn kemcr­
dekaan kita". hl'ft dalam Seminar s.djarah :otuional II, 26 - 19 A&U5Iua 1 970 
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Menaenal karya-karya ustra Indonesia moderen, llhat k.aranpn-karenpn Takdil 
Allajahbana. Arnri.in Pane dan H. B. Jusin. Biblioarafi karya mereka termuat 
dalam buku . A. Teeuw (I 967) tentana kesuauteraan lndonala Modarea. Periksa 
.iua• daft• karanpn pada karya Ajip Rosldi. JclrtUiu SeditVtJh .sutr. ltrdortelf.ll • 
...,nerbit Binatjipta, Banduna, I 969. Stedi mod~J'eil tentana Poedjanga Baroe 
lal:illh He:illther Sutherlaed ( 1968). ' 



untuk melindungi budaya Jawa", an tara tahun 1930 - 1940 para 
pemimpinnya "telah meninggalkan cita-citanya dan menerima 
prioritas kepentingan Bahasa Indonesia". 94 

Sebuah Kongres Bahasa diadakan di Surakarta pada -tahun 
1938. 95 Keputusan-keputusannya yang penting yalah gagasan 
untuk mendirikan sebuah Iembaga dan sebuah fakultas untuk 
mempelajari bahasa Indonesia. Disamping itu membuat tata­
bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi 
didalam struktlir bahasa. Bahasa Indonesia hendak.lah dipakai 
sebagai bahasa Hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran 
didalam dewan-dewan perwakilan waktu itu. Tetapi keputusan­
keputusan itu hanya diatas kertas dan tidak satu lembagapun 
yang didirikan untuk melaksanakan keputusan-kongres itu. 96 

Dalam pada itu pers dan majalah yang mewakili ideologi 
agama, politik maupun budaya terbit terus dengan bahasa 
Indonesia yang makin sempuma. lkutilah umpamanya rangkaian 
polemik tentang budaya Indonesia antara tahun 1935 - 1939, 
dimana seorang sarjana hukum dan sastrawan, Sutan Takdir 
Alisjahbana, dua orang dokter/pglitikus, Dr. Sutomo dan Dr. M. 
Amir, dua orang wartawan, Adinegoro dan Tjindarbumi, seor,mg 
guru dan sastrawan, Sanusi Pane, seorang politikus, pendidik dan 
budayawan, Ki Hadjar Dewantara, dan akhirnya seorang sarjana 
sejarah dan budaya kuno, Dr. Purbatjara~ menggunak4ln Bahasa 
Indonesia dengan gaya masing-masing. 9 7 

Fraksi riasional didalam Volksraad (Dewan Rakyat Hindia 
Be1anaa) dibawah Mohamad Husmi Thamrin, Abang Betawi, 
yang telah menjadi pemimpin politik terkemuka tatkaTa itu, 
melancarkan aksi menggunakan Bahasa Indonesia didalam pi­
dat<rpidato dimuka sidang. 98 R~aksinya cukup hebat, baik 
di dalarn Volksraad maupun di dalam pers Belanda. ltulah usaha 
pertama untuk mendobrak penggunaan Bahasa Belanda dalam 
hukum selama ini. Keberatan pejabat-pejabat Belanda berhubung 
aksi Fraksi Nasional itu terutama yalah karena penggunaan 

94 
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C.B; &er~. 

Pwikaa lapcn-u KonpN Bah- itu. 
TakdlrAllsjahbana./lldonc.n." CulfW'tll R•110lutlon. 1966. 
Ac:hdLit K . Mlhardja, Pol•milc Kduda)IG4n, Djalurta. 1954. 
Cukup menseaankan dfin menlmbulkan reaksi meluas ialah pidato M.H. Thamrtn 
dl~lam Volksraad pacla tahun 1938. Lihat ba,ian ter~hulu Dab i.ni. 
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Bahasa Indonesia itu akan segera dapat ditangkap makna dan arti 
perdebatan-perdebatan oleh pers Indonesia di luar Volksraad. 

Apa artinya usaha-usaha itu di dalam situasi kolonial, di 
dalam daerah yang begitu luas sungguh tak terkirakan. Belum lagi 

-bila di}ih,at dari jumlah pulau-pulaunya, daerah-daerahnya yang 
.d.ipisahkan oleh hutan-hutan, gunung-gunung dan lautan, se­
hingga!curang lebih 250 diaJek terdapat di negeri kita. 

Nyatalah dari uraian di atas bahwa dari pemakai Bahasa 
Melayu yang semula terbatas pada suku-bangsa, lambat-laun 
menjadi bahasa golongan masyarakat yang silih berganti muncul 
dan berkembang sepanjang sejarah Indonesia. Dari bahasa per­
gaulan kemudian menjadi bahasa perdagangan, bahasa untuk 
menyebarkan agama, bahasa perjanjian dagang dan politik, 
bahasa pers, sastra dan politik dan atas dorongan pemuda dan 
elite Indonesia b·aru menjadi bahasa pem binaan nasional Indone­
sia. Gaya dan bentuknya sesuai dengan golongan masyarakat atau 
perorangan yang memakainya, sehingga usaha dokumentasi peng­
blmaan bahasa itu dari jaman kejaman amatlah berguna. Gaya 
dan bentuk. isi dan motivasi menggunakan bahasa Indonesia 
sebenamya mencerminkan perkem bangan masyarakat Indonesia 
sendiri. Sejarah perjuangan penggunaan Bahasa Indonesia me­
rupakan salah satu saluran perkembangan nasional. 

2. Indonesia : Identitas Bangsa. 

Sejalan dengan perkembangan Bahasa Indonesia, satu 
aspek yang .11enting pula yalah perjuangan pemakaian kata istilah 
Indonesia untuk menunjukkan identitas nasio (bangsa) yang 
dicita-citakan oleh cendekiawan Indonesia. Semula berasal dari 
pelbagai suku-bangsa, maka tatkala di Nederland mereka bersama 
memerlukan satu penanaman asal Bangsa. 

Majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhim­
punan Indonesia di Nederland, mencatat didalam kata pengantar­
nya : "Kita memasuki tahun baru dengan pakaian baru dan 
nama baru. Perga}-ttian nama itu bukanlah merupakan ha~il 
khayalan secara tiba-tiba, tetapi itu hanya merupakan penarikan 
sebuah garis, yang dimulai dengan perubahan lndische Vereeni­
ging menjadi lridonesische Vereeniging"_ 99 

99 Ma~lah lndoflesi4Merdl!k4. No. 1. 1h. l~ M~ a~ f . 1924: "Vr>orwoord" ( V~ ~ -t 
Pt! n ..,.., '! :.t_r). 



Jndische Vereeniging adalah perkumpulan para mahasiswa 
Indonesia di Nederland, didirikan pada tanggal 1 5 Nopember 
1908, yang berganti nama menjadi Undonesische Vereeniging 
( 1922) dan kemudian Perhimpunan Indonesia ( 1924). Majalah­
nya yang semula bernama Hindia Poetra berubah menjadi 
Indonesia Merdeka. 

Dalam nomor pertama itu pula dicatat, bahwa: Jnaonesia 
Merdeka merupakan suara Indonesia Muda yang sedang belajar, 
suara yang pada waktu ini mungkin tidak terdengar o1eh 
penguasa, tetapi yang pada suatu saat pasti akan didengar ..... 
Ada1ah suatu kesalahan untuk menganggap remeh suara itu, 
sebab di belakang suara itu berdiri kemauan pasti untuk tetap 
merebut ke~bali hak-hak lambat atau cepat untuk menetapkan 
kedudukan atau keyakinan di tengah-tengah dunia, yaitu lnd~ 
nesia Merdeka. 

Peristiwa pergantian nama itu dan peJjuangan untuk 
mengganti nama Nederlandsch-Indie menjadi Indonesia, dicatat 
oleh penyusun pertama Sejarah Pergerakan Nasional, J.Th. Petrus 
Blumberger (193l).la mencatat bahwa sekitar tahunl925 banyak 
organisasi yang berorientasi nasional memakai nama Indonesia 
dan ingin memberi isi ketatanegaraan ke dalam kata itu. 100 

Pemakaian nama Indonesia sejak itu secara luas terdapat 
pada suratkabar, organisasi-organisasi, judul-judul karangsn dan 
sebagainya. Judul-ju~ul seperti "Indonesia in de Wereldgemeen­
schap" (Indonesia di tengah-tenph pergaulan dunia), "Indonesia 
di tengah-tengah Revolusi Asia" dan "De Vakvereeniging in 
lndonesie" (Serikat Sekerja di Indonesia) tennuat didalam nomor 
lustrum I 5 tahun berdirinya lndonesische Vereeniging ( 1908 -
1923). 

Nazir Datuk Parnuntjak, sebagai wakil PI didalam kongres 
Liga Anti Penindasan lmperialisme dan Ko1onialisme di Brussel 
( 10 - 1 5 Pebruari 1927) berpidato· dengan judu1 "Indonesia en 
de Vrijheidsstrijd" (Indonesia dan perjuangan Ketllerdekaan). 
Nama Indonesia yang dipakainya itu dijelaskan kepada para 
pengunjung kongres sebagai berikut: "Indonesia adalah nama 
kepulauan Hindia, terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, 
Sulawesi dan banyak pulau-pulau kecil 1ainnya dengan jumlah 

100 
J. Th. Petrus Blumberaer. De Natiorullisruch~ s.-1#116111 N~d~rlluldscll Indt•, 
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penduduknya sebanyak 50 juta". Didalam majalah Indonesia 
Merdeka terdapat artikel anonim (tanpa nama pengarang) lets 
over de naam Indonesia (Sedikit tentang nama Indonesia), yang 
menguraikan asal-usul pemakaian kata Indonesia, sejak dipakai 
oleh J .R. Logan dalam arti geografis ( 1850), kemudian dalam arti 
ethnologis sejak A. Bastian ( 1884) dan kemudian diusulkan 
dalam arti politik ketata-negaraan oleh kaum nasionalis. 101 

SeoFang penulis didalam Het Koloniaal Weekblad, ( 1927) 
adalah yang pertama mempersoalkan dari mana asal nama 
Indonesia itu. 102 Ia menunjukkan kekeliruan-kekeliruan pada 
beberapa ensiklopedi pada waktu itu, yang masih mencatat A. 
Bastian sebagai pencipta nama Indonesia. Ia menunjukkan, 
bahwa jauh sebelum itu J.R. Logan seorang pegawai pemerintah­
an lnggris di Pinang dan redaktur Journal of the Indian 
Archipelago and Eastern Asia dalam karangannya di dalam 
majalah tersebut ( 1850) telah mengusulkan kata Indonesia. 

Karangan Logan berjudul" The Ethnology of the Indian 
Archipelago: embracing enquiries into the Continental Relations 
of the Indo-Pacificlslanders."103 Pengertian Logan tentang kata 
Indonesia itu sama dengan arti kata pulau-pulau atau kepulauan 
Hindia dan penduduknya yalah bangsa Indonesia. Menurut 
kata-kata Logan sendiri: " .. .1 prefer the purely geographical tenn 
Indonesia. which is merely a shorter synonym for the Indian 
Islands or the Indian Archipelago. We thus get Indonesian for 
Indian Archipelagian or Archipelagic, and Indonesians for Indian 
Arcchipelagians or Indian Islanders". 

SePetulnya sebelum itu seorang etnoloog Inggris lainnya G. 
Windsor Earl 104 di dalam majalah yang sama · itu, menulis 
tentang ciri-ciri utama penduduk Irian, penduduk asli Australia 
dan Melayu-Polinesia. Ia mengusulkan dipakainya isti1ah Indu.s­
nesians dan Melayu-nesians bagi penduduk kepulauan Hindia. 

101 
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Selanjutnya ia memberi pertimbangan, bahwa: "the term 
"Indian Archipelago" by which our group of islands is generally 
known, cannot supply a concise and appropriate term for the 
native inhabitants (lstilah kepulauan Hindia yang telah dikenal 
umum sebagai kelompok pulau-pulau. tidak memberikan penger­
tian tepat dan jelas bagi penduduk pribumi). 

Kata-kata a concise and appropriate term tersebut digaris­
bawahi oleh penulis tak bemama dalam majalah Indonesia 
i4.terdeka tersebut. Tetapi Earl lebih suka kepada pemakaian 
istilah .Melayu-nesians. oleh karena istilah lndu-neslun-; terlalu 
luas. karena termasuk di dalamnya yalah pendulluk Sailan, 
kepulauan Maladiva dan Lakadiva. 

Sebelum karangan tersebut, A. Bastian ctianggap sebagai 
pencipta kata Indonesia. Sekarangpun masih terdapat kesalahan 
itu pada buku-buku pelajaran iJmu-bumi dan bangsa-bangsa pada 
sekolah menengah kita. 

Sebenamya Bastian memak;u kata fndonesien dan itupun 
hanya terdapat pada judul bukunya lndonesien oder die bzseln 
des malayischen Arclzipels ( 1884), 105 tigapuluh empat tahun 
sesudah karangan J. R. Logan tersebut diatas. Yang dimaksud 
oleh Bastian dengan kata itu tidak lain yalah kepulauan Melayu 
(Hindia). Semenjak itulah istilall itu terpakai didalam ilmu 
ethnologi, hukum adat dan ilmu bahasa. Dalam hubungan 'ini 
besarlah jasa guru-guru besar Universitas Leiden, seperti R.A. 
Kern, Snouck Hurgronje, van Vollcnhoven dan lain-lain yang 
menyebarluaskan pcmakaian kata lndonesie'-!ndonesier-lndone­
si8ch di dalam karya mereka. Sudah barang tentu para pelajar 
Indonesia di Nederland, yang tergabung dalam PI, mengetahui 
ten tang istilah-istilah itu. 

Sejak awal pergerakan nasional terasa keperluan memakai 
sesuatu kata untuk menunjukkan tujuan pokok pergerakan. 
Perkumpulan-perkumpulan yang bercorak kedaerahan pada mula­
nya tak merasa perlu untuk mencari kata pemcrsatu itu. Tetapi 
sekali perkumpulan itu mengatasi batas-batass kcdaerahan. _maka 
menjadilah masalah untuk mencari nama organisasinya. 

Demikianlah dapat dicatat, tatkala para .'llahasiswa di 
Nederland pada talnm 1908 akan mendirikan perkumpulannya, 
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R.~l. );orosurotc m~ngusu!kw nama Boc:ui Oetomo cahang 
NcJaland. Tdapi hal itu d1tolak oleh dokter Apitulcy dari 
~bluku, karena para mahasiswa tidak semua berasal dari Ja­
wa. 106 Ditt=tapk:mlah kemudian nama Jndische Verceniging. 
Orang-orang Indo di Indonesia. menamakan crganisasinya ln­
sulillc.le. yang telah dipakai oleh Multatuli dalam abad 19. Tatkala 
mt!reka mendirikan partai bersama dt:ngan penduduk prihunti, 
maka partainya bemama De Indi.scht' Parttj, sedangkan konsep 
kewarganegaraannya yalah Imliers atau kaum Hindia. 

Sebagai istilah ptmgetahuan, nama Indonesia makin populer 
dipakai, disamping istilah NusantarJ. Sebuah biro pers di llidiri­
kan di Nederland oleh Suwardi Surjaningr.it (Ki Hadjar Dewan­
tara) pada tahun 1913, bernama Indunesisch Pcrshureau. 107 Dr. 
Ratulangi diberitakan mendirikan k:mtor asuransi di Bandung 
pada tahun duapuluhan dengan nama Assurantie indonesia. loa 

Nusantara jug-.1 b:myak dipakai, antara lain oleh Ki Hadjar 
Dewantard, Sanusi Pane dan lain-lain. 

Dari semun itu, muka Perhimpunan lndonesialah yang 
melantingkan kata lndont!sia dida1am pengertian politik-kctata­
negaraan. Perumusannya tertuang dalam artikcl pt!ngarang tak 
b~rnama tt=rst=but diatas dengan singkat dan jelas: "Indonesia 
sama artinya dengan Nederlalldsch-/ndie, sebagai pengertian 
ketata-negar.ian bagi negara Indonesia yang akan datang. 
Indonesia ti<.lak hanya berarti relah tercapainya tujuan, tetapi 
kesatuan, kekuasaan untuk mcwujudkan diri sen<.liri!'' 

Sambutan dari~da propaganda PI di Nederland yalah 
berdirinya partai Nasional Indonesia (1927) di Bandung dan juga 
lahirnya P.::·11impunan Pcmuda Pelajar Indonesia (PPPI) <.li 
Jakarta, yang terdiri li<o.-! ~1dajar-pclajar Sekolah Tinggi Hukum 
dan Sekolah Tinggi Kedoktcran. Berhubung dcngan berdirinya 
PPPI itu, Petrus Blum berger ( 1931) mencatat: "PPPI berusaha 
untuk sedikit banyak mengisi tempat PI di Nederland dan dalam 
majalahnya . Indonesia Raja mcmpropagandakan usaha kearah 
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Indonesia Raya yang merdeka" .. Atas prakarsa PPPI itulah 
diadakan Kongres II Pemuda Indonesia, yang pada tanggal 28 
Oktober 1928 menyatakan kebutalatan tekadnya dengan "Sum­
pah Pemuda" yang tcrkenal itu. 

Masadepan Indonesia Merdeka juga menjadi perspektif para 
gurubesar Belanda pada Perguruan Tmggi Hukum di Jakarta. 
Pandangan mereka itu akan disebarluaskan melalui majalah De 
Stuw. 109 Tetapi pada masa Gubemur Jenderal - de Jonge, 
majalah dan kelompok yang menerbitkan majalah itu meng­
undurkan diri dengan sukarela dari panggung sejarah. Alasannya 
antara lain untuk tidak membahayakan masadepan anggota­
anggota- dan penyumbang-penyumbang karangan yang masih 
muda dan belum mempunyai kedudukan pasti di dalarn 
masyarakat. Prof. Resink mengungkapkan, bahwa adanya 
pem bedaan marginal dari satu huruf saja antarc1 istilah ilmiah 
"lndonesie" dan istilah politik "Indonesia" dapat menimbulkan 
kesulitan-kesulitan tatkala itu. 110 

Masa krisis sejak tahun 1930 tidak mengurangi usaha-usaha 
pemakaian kata Indonesia dalam arti politik kenegaraan itu. Di 
dalam Volksraad (Dewan Rakyat), Frakst Nasional dibawah 
pimpinan Mob. Husni Tharnrin .inengumumkan akan meinper­
gunakan bahasa Indonesia di dalam sidang-sidang. Maksud Fraksi 
itu telah mendapatkan perhatian Road van lndie (Dewan Pe­
nasehat Gubernur Jenderal), yang dalam suratnya (1 · Juli 
1938) 111 kepada Gubemur Jenderal memperingatkan, bahwa 
maksud Thamrin · akan menimbulkan kesulitan-kesulitan politik, 
yang dapat menjurus ke arah keadaan gawat. Penggunaan bahasa 
Indonesia (dalam teks surat tertentu tertulis het Maleis). karena 
sifatnya menurut Raad van lndie akan mempunyai arti propagan­
da bagi pergerakan nasional dan hal itu akan merupakan Iangkah 
pertama kearah penggunaan bahasa itu secara luas didalam 
Yolfcsraad. 

Pidato-pidato yang diucapkan dalam bahasa Indonesia 
secara harfiah akan mendapat tempat di dalam pers Indonesia. 
Sulitlah bagi ketua Volksraad (orang Belanda) untuk mengontrol 
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pemyataan-pemyataan dan pandangan-pandangan politik yang 
tidak disukai di dalam pidato-pidato · Volksraad itu. Aksi-aksi 
Fraksi Nasional itu berkaitan dengan keputusan-keputusan Kong­
res Bahasa Indonesia di Surakarta pada tanggai I Juni 1938, k.l. 
I 0 tahun seteiah Sumpah Pemuda di Jakarta. 

Dari usul penggunaan bahasa Indonesia, anggota-anggota 
lndoryesia didaiam Volksraad meningkatkan aksinya berupa 
mosi-mosi ketatanegaraan, yang terkenai dengan mosi-Wiwoho, 
mosi-Sutardjo dan mosi-Thamrin. Pada pokoknya didaiam ·ketiga 
mosi itu tercantum perlunya perubahan ketatanegaraan dan 
adanya kewarganegaraan Hindia ( Indisch Burgerschap). Didalam · 
mosi-Thamrin jelas diusu1kan agar kata-kata Nederlandsch-lndie 
dan Inlander dihapuskan dari semua undang-undang, peraturan­
peraturan dan diganti dengan Indonesi~. Indonesie"r dan lndone­
sisch. lni terjadi dalam tahun 1940. Sudah barang tentu 
pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menyetujui itu, bahkan 
memberitahukan, bahwa sidang Volksraad tidak bisa membicara:­
kari usuJ..usul yang bermaksud menuju Indonesia Merdeka. 

Dalam pada itu, perang di Eropa te1ah melanda Nederland 
disusul dengan Perang Pasifik. Barulah setelah me1etusnya Revo­
Iusi Agustus 1945, istilah Indonesia resmi mendapat arti politik­
kenegaraan, baik secara nasional maupun internasional. Perjuang­
an pengesahan nama Indonesia merupakan satu segi yang penting 
dan menarik didalam sejarah Pergeralcan Nasional. 

C. PERKEMBANGAN PERS INDONESIA 

1. PerkembaJZgan awal : pers daerah dan bahasa Melayu 

Dalam sebuah uraian awal tentang pers di Indonesia pada 
tahun I909, E.F.E. Douwes Dekker (dikemudian hari Iebih 
dilcenal sebagai Dr. Danudirdja Setyabuddhi, yang waktu itu 
menjadi editor-pembantu suratkabar Bataaviaasch Niewsblad di 
Jakarta, telah menilai kedudukan pers berbahasa Melayu lebih 
penting daripada pers Belanda. Karena pers itu langsung dapat 
menarik pembaca-pembaca pribumi. 

· Dalam waktu yang singkat pers itu dapat meluas ke segala 
arah, sungguhpun kecepatan perkembangan di pengaruhi oleh 
pers Belanda dan Melayu-Tionghoa di Indonesia. Pers Belanda itu 
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sendiri telah pula rnengalarni perjuangan yang panjang untuk 
tercapainya kebebasan pers. 

Perkembangan pers burniputra atau yang berbahasa Melayu 
menimbulkan pemikiran di kalangan pemerintah kolonial untuk 
menerbitkan sendiri suratkabar berbahasa Melayu yang cukup 
besar dan dengan surnber-sumber pemberitaan yang baik. Ciri-ciri 
pers berbahasa Melayu yalah lingkungan pernbacanya yang dituju 
atau yang menjadi langganan. 

Pertarna, stiratkabar yang berisi berita atau karangan yang 
jelas hanya untuk golongan keturunan Cina, seperti terjadi 
dengan suratkabar yang terbit di Jakarta, Surabaya dan beberapa 
yang terbit di Semarang. 

Kedua, suratkabar berbahasa Melayu, yang dibiayai dan 
dikerjakan oleh orang-orang Cina, namun Iingkungan pembaca­
nya terutama yalah penduduk bumiputra. 

Ketiga, surat-kabar yang terutama dibaca oleh kedua 
golongan itu. 

Menurut Douwes Dekker, secara kronologis suratkabar 
berbahasa Melayu yang tertua yalah Bintang Soerabaja ( 1 861 ). 
Isinya selalu menentang pemerintah dan berpengaruh di kalangan 
orang-orang Cina dari partai modern di Jawa Timur. Lain 
suratkabar di Sur,abaya yang senada yalah Pewarta Soerabaja 
( 1902), pembacanya terbanyak yalah golongan Cina. Pemimpin 
redaksi kedua suratkabar itu masing-masing yalah Courant dan H. 
Hom mer. 

Dalam pada itu salahsatu suratkabar yang terpenting yalah 
Kabar Perniagaan, yang didirikan oleh perusahaan Cina di Jakarta 
pada tahun 1902. Redaksinya yalah seorang Indonesia dan 
seorang Cina, yaitu F .D.J. Pangemanan dan Gow Peng Liang. 
Suratkabar itu rnungk.in sekali pembaca:nya tersebar luas di 
seluruh Jawa dan menyuamkan cita-dta gerakan Cina modem. Di 
Bogor juga terbit mingguan oposisi Ho Po di bawah pimpinan 
Tan Tjien Kie. 

Pelopor per8 nasional yalah Medan Prijaji (waktu itu terbit 
sebagai mingguan), yang sesuai dengan namanya merupakan suara 

,. golongan priyayi. Pemimpin redaksinya yalah R.M. Tirtoadi­
suryo. Terbit pada tahun 1907 dan sejak tahun 1910 sebagai 
harlan. 

Suratkabar yang penting di Semarang yalah Warna Warta 
dibawah Pimpinan J .P.H. Pangemanan . Karena seringnya me-

297 



nyerang pemerintah, maka redakturnya beberapa kali diadili 
karena tulisan-tulisannya. 

Di Sumatra Barat suratkabar--suratkabar yang terkemuka 
yalah Sinar Soematra dibawah redaksi Urn Soen Hin, Tjahaja 
Soematra ( 1897) dengan reda.ksi R. Datoek Soetan Maharadja, 
Pemberita Aceh dibawah pimpinan Dja Endar Moeda. Yang 
keempat yalah suratkabar Pertja Barat. yang dipimpin oleh 
Soetan Negeri. Keempat suratkabar itu diken.;i._~bagai progresif, 
sungguhpun masih banyak lagi suratkabar lainnya dalarn bahasa 
Melayu. Tetapi yang terakhir- itu tidak dianggap mengganggu 
penguasa. 

Di Jakarta menjelang a bad ke-20 terbitt Taman Sari( 1898) 
di bawah F. Wiggers,Pemberita Betawi (1874) dipimpin oleh J. 
Hendriks. Di Bandung Raden Ngabehi Tjitro Adiwinoto sejak 
tahun 1894 memimpin Pewaita Hindia. sedangkan di Semarang 
Bintang PaGi ( 1907) dan Sinar Djawa · ( 1899) masing-masing 
dipimpin oleh The Mo Hoat dan Sie Hiang Ling. Bintang Pagi 
terutama populer dikalangan Cina modem karena oposisinya 
yang keras terhadap pemerintahan Manchu. 

Sebuah penerbitan yang khusus ditujukan lcepada kaum 
wanita yalah Poetri Hlndia ( 1907) dipimpin oleh R. Tirtokoe­
soemo. Juga Soe/oeh Keadilan dan Soeloeh Pengajar terbit di 
Jakarta dengan pimpinan Raden Sosro Danoekoesoemo. 

Di Bogor sejak tahun 1905 terbit ' mingguan Tiong Hoa Wie 
Sin Ho dibawah pimpinan Tan Soei Bing. Di Surakarta terbit 
Taman Pewarta 190 I) dengal) Thjie Sian Ling dan mingguan 
Cina-Melayu lk Po ( 1904) di bawah redaksi Tan Soe Djwan. 
Surat kabar berbahasa Djawa-Me1ayu Djawi-Hisworo ( 1905) 
dipimpin oleh Dirdjoatmodjo. Semarang memiliki surat kabar 
Slompret Melayoe dipi.mpin o1eh A. Appel, dan Taman Pengajar 
yang dipirnpin oleh seorang guru, Mas Boediardjo. Raden 
Djojosoediro memimpin Tjahaja Timoer ( 1907) di MaJang. Sutan 
Raja Nan Gadang memirnpin Warta Brita di Padang, sedangkan di 
Sibolga Lim Boen Sian memimpin Bin tang Pasir ( 1907). di 
Menado J .A. Worotikan memi.mpin Pewarta Menado, sedangkan 
di Banjarmasin muncu1 Pewarta Borneo dengan seorang lndo­
Belanda M. Neys sebagai redaktur. 

Selain itu ada suratkabar yang dikenal membawa suara 
pemerintah dalam bahasa Melayu. Dua terbit di Jakarta, yaitu 
Pancaran Wart a (190 1) dengan P. Salomons sebagai pemirnpin 
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redaksi dan Bentara Hindia (1901), yang diterbitkan oleh gereja 
dengan seorang perodeta sebagai pemimpinnya. Sebuah lagi terbit 
di Makasar, yaitu Slnar Matahari. 

· Demikianlah garisbesar perkembangan awal pers berbahasa 
Melayu an tara tahun 1861 - 1907 seperti diuraikan o1eh Dou wes 
Dekker. Bila disirnpu1kan dalam angka, maka dapat disusun tabe1 
seperti berikut: 

Kota Jumlah Redaktur 
Surabaya 2 Be Ianda 2 
Jakarta 8 Belanda 4 

Cina 1 
Indonesia 3 

Semarang 5 Belanda 1 
Cina 3 
Indonesia 

Surakarta 3 Beland a 
Cina 2 
Indonesia 1 

Bogor 3 Be1anda 
Cina 2 
Indonesia 1 

Ban dung 2 Be Ianda 
Cina 
Indonesia 2 

Malang 1 Indonesia I 
Padang s Belanda 

Cina 1 
Indonesia 4 

Sibolga Cina 1 
Banjarrnasin Belanda (Indo) 
Makasar talc jelas 
Menado Indonesia 

1 2 kota di Indonesia 33 Belanda 8 
Cina )(} 
Indonesia 14 
tak jelas 1 

Beberapa tahun sebelum Bintang Soerabaja sebena.mya telah 
ada usaha-usaha untuk menerbitkan suratkabar bagi penduduk 
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pribumi. Yang pertama yalah suratkabar Bromartani (1855), 
mingguan dalam bahasa Jawa, terbit di Surakarta. Kemudian 
menyusul Soerat Kabar Bahasa Melaijoe (1856), mingguan di 
Surabaya. Yang ketiga ialah Soerat Chabar Betawie (J 858) di 
Jakarta. 

Sebelum terbit secara teratur, maka Bromartani lebih dulu 
meneFbitkan nomor-nomor contoh sebagai perkenalan dan ajakan 
kepada pembaca agar suka berlangganan dan memasang iklan. 
Usia suratkabar yang pertama itu tidak panjang, ·karena tidak 
dapat menutup ongkos, sungguhpun tercatat langganan sejumlah 
350 orang. 

Delapan tahun setelah matinya Bromarta11i terbitlah Djoe­
roemartani ( 1865), yang kemudian atas permintaan Susuhunan 
Paku Buwono IX diganti namanyaa dengan Bromartaui lagi pada 
tahun 1871 . Selama hidupnya sampal tahun J 932, redaktur 
Bromartalli berganti sampai empat kali. mula-mula dipimpin oleh 
Jurubahasa F.W. Winter dan Ch. Moody kemudian Soedarmanto 
dan Raden Hardjopoespito ( J 925). S<~mpai akhir hidupnya nama 
redakturnya tak disebutkan, me:;kipun namanya diket:.th•_d yaitu 
Rad.cn Ngabei Tjondropradoto. 111 

Mengenai Bromartani ini Rinkes pada tahun 1912 mengata­
kan: ,.Dalam tahun-tahun akhir ini suratkabar itu menjadi 
suratkabar kraton .... yang berisi berita tentang pengangkatan dan 
pemindahan pegawai-pegawai kraton, dari orang-orang magang 
yang bergaji f 2.50 sampai p_~gawai tinggi yang bergaji f 600,­
sebulan, dan kecuali berisi berita-berita lpkal, juga berisi berita­
berita "Jua-:-· negeri", berita dari daerah luar kerajaan. Berita 
lainnya yalah men~enai berita keluarga kraton ....... Pada umurn-
nya kesan mengenai suratkabar ini yalah J~yaal terhadap pe-
merintah .... ...... . " 

Suratkabar yang lebih baik yalah Djawi Kanda dan Djawi 
Hiswara yang secara bergantian hari terbit di Surakarta , di bawah 
redaksi dan penerbit yar.g sama. Meskipun dikatakan , oleh 
Rinkes, bahwa redaktur, wartawan dan korektornya terdiri dari 
orang yang "kurang pendidikannya", namun berita-berita yang 
dimuat di situ menunjukkan perbedaan dengan Bromartani. 
Antara lain yang digemari yalah berita-berita tentang orang Eropa 

111 
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yang diadili karena perbuatannya yang kotor dan melanggar 
hukum atau peraturan-peraturan pemerintah. Lain daripada itu 
berita perang Turki-Italia, yang kebanyakan merupakan kutipan 
dari pers Belanda, dikutip dengan berat sebelah yang lebih 
banyak mengemukakan kekalahan-kekalahan yang diderita oleh 
pihak Italia. Di situlah kelihatan sikap reaksinya -mengenai 
hubungan timur dan bar.tt, di mana kekalahan barat dalam 
perang itu dapat merupakan berita kebanggaan, tanda kekuatan 
timur. 

Soerat Kabar Bahasa Malaijoe ditujukan kepada "orang­
orang yang suka membaca serta sebagai perantara pedagang­
pedagang". Surat kabar itupun tidak berumur panjang, hanya tiga 
betas nomor. Yang perlu dicatat disini yalah pemakaian huruf 
Latin dan Jawi (huruf Arab berbahasa Melayu). Demikian juga 
Soerar Chabar Betawie, yang memberi penjelasan mengenai 
bahasa yang dipakai sebagai "bahasa yang tiada terlalu tinggi, 
tetapi tiada lagi terlalu rendah, supaya segala orang boleh 
mengerti, siapa juga yang mengerti bahasa Malaijoe, adanya". Bila 
ada satu karangan mengenai pengajaran, diharapkan memakai 
"bahasa Melaijoe tinggi", tetapi dengan memberi daftar kata-kata 
dalam "bahasa Melaijoe rendah", sebagai penjelasan kepada 
pembaca. Kedua suratkabar terakhir itu tidak menyebut nama­
nama redaktumya 

Perkembangan surat-suratkabar di Indonesia itu kecuali 
dipengaruhi oleh pers Belanda juga adanya penerbit-penerbit dan 
percetakan-percetakan yang dimiliki orang-orang Belanda dan 
Cina di kot.rkota terpenting. Keadaan itu merupakan indikator 
munculnya unsur-unsur perubahan masyarakat kota, terutama di 
Jawa. Hal itu barang tentu bertalian pula dengan maldn ber­
kembangnya ekonomi. terutama perdagangan yang memerfukan 
konsumen dan nasabah. 

Mungkin sekali Raden Mas Tirtohadisoeryo adalah peng­
usaha pertama Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan dan 
percetakan. la juga dianggap sebagai wartawan Indonesia yang 
pertarna-tarna menggunakan suratkabar sebagai alat untuk mem­
bentuk pendapat umum. Rupa dan andam (oprnaak) suratkabar 
yang diterbitkan memberi kesan menyegarkan pada jaman itu, 
karena pe.muatan ka.rangan. wartaberita, pengumuman, iklan dan 
sebagainya disusun secara baru. Sebagai haluan suratkabar Medan 
Priiaii ( 1907) yang dipimpin tercantum dibawah judul dengan 
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huruf tebal "Organ boea: segala bangsa yang terprentah di liO. 
(HJndia O!anda. pen) Tc:np:lt akan memt-oeka swaranya Analc­
Hindia". Kota Bandung merupaJcan tempat lahirnya Medan Prijaji 
itu. 

Kecuali Medan Prijaji, R.M. Tirtohadisoeryo juga menerbit­
kan Soe/oeh Keadilan, yang pertama semula sebagai mingguan 
dan baru tiga tahun kemudian terbit sebagaj harlan sedangkan 
yang kedua sebagai bulanan. Sebelum mendirikan N. V. Medan 
Prijaji itu selama e91pat tahun Tu1ohadisoeryo pernah bekerja 
pada suratkabar JJintang Betawi, dimana J. Kieffer adalah 
redaktur administratur dari fll1na Van Dorp & Co. 

Ketika menulis buku kenang-kenangannya pada tahun 
1952, Ki Hajar Dewantara mencatat tentang diri Tirtohadisoeryo 
sebagai berikut: "Kira-kira pada tahun berdirinya Boedi Oetomo 
ada seorang wartawan modern, yang menarik perhatian karena 
lancarnya dan tajarnnya pena yang ia pegang. Y aitu almarhum 
R.M. Djokomono, kemudian bemama, Tirtohadisuryo, bekas 
murid Stovia yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harlan 
Bintang Betawi (yang kemudian bemama Berita BetawO 1alu 
memimpin Medan Prijaji d4n Soeloeh Pengadilan. Beliau oo1eh 
disebut pe1opor dalam 1apangan joumalistik". 

Tokoh Tirtohadisoeryo temyata mendapat tempat yang 
banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia Belan­
da, terutama Japoran Dr. Rinkes. lni disebabkan, karena kemudi­
an Tirtohadisoerjo memegang peranan pula dalam pembentukan 
Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang 
merupakan asal-mula Sarikat Islam yang kemudian ber':embang 
memancar diseluruh Indonesia. Anggaran Dasar Sl yang pertama 
mendapat persetujuan Tirtohadisoerjo sebagai ketua Sarikat 
Islam di Bogor dan sebagai redaktur-redaktur suratkabar Medan 
Prijaji di Bandung. 

Hanya lima tahun 'Medim Prljaji dapat terbit dan dalam 
masa jayanya an tara tahun 191 0 - 1912 dapat mencapai oplaag 
hingga 2.000, suatu iumlah yang untuk suratkabar Belanda 
sendiri tatkala itu sudah terrnasuk besar. Karena karangan­
karangannya yang tajarn terhadap penguasa, maka Tirtohadi­
soe.rjo pernah dibuang ke Larnpung. Tetapi dari tempat pem­
buangan itupun ia masih terus menulis karangan-karangan yang 
bercorak membela nasib rakyat kecil serta melawan praktek yang 
buruk dari pemerintah setempat. 
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S'JR .. .!..TKABAR YANG DISEBUT D! DALAM KARANGAN 
K .. .c\RANGAN AWAL TENTANG PERS DI INDONESIA 

Nama Kota .., 3 4 5 6 .. 
Bintang Soerabaja Surabaya X X X 
Pewarta Soerabaja Surabaya X X 

Kabar Pemiagama .Jakarta X X X X 

HoPo Bog or X 
M.edan Prljaji Bandung X X X X 
Warna Warta Semarang X X X X 
Sinar Soematra Padang X X X 
Tjahaja Soema_tra Padang X X X 

Pemberita Atjeh Kotaradja X 
Pertja Barat Padang X X X X 
Pemberita Betawi Jakarta x·. X X 

Taman Sari Jakarta X X 
Pewarta Hindia Bandung X X 
Bintang Pagi Sernarang X 
Sinar Djawa Semarang X X X 
Bintang Pagi Semarang X 
Poetri Hindia Jakarta X X 
Soeloeh Keadilan Jakarta X X 
Soe/oeh Pengajar Jakarta X 
Tiong Hoa Wie Sin Ho Bogor X X 
Taman Pewarta Surakarta X X 
lkPo Surakarta X 
Djawi Hiswono Surakarta X X X 
Slompret Melajoe Semarang X X X 

Taman Pengajar Semarang X 
Tjahaja Timoer Malang X X X 

Warta Brita Padang X 
Bintang Pasir Sibolga X 
Pewarta Menado Menado X 
Pewarta Borneo Banjarrnasin X 

Pantjaran Warta Jakarta X X X-
Bentara Hindia Jakarta X 
Sinar Mataluut Makasar X 
Pertja Timor Deli X X 

Bendera Wolanda X 
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Nama Kota I 2 3 4 5 6 

Bintang .MataraM X 

Darmo Kondo X X X X 

-Oetoesan Hindia X 

Saroetomo X X 

Kaoem .Maeda Bandung X X X 

Djawa Tengah Semai'ag X X 

Wasito Swara X 

Goentoer Bergerak X 

1855 Bromartani X 

Djawi Kanda X 

Oetoesan Me/ajoe Padang X. X 

Goeroe Desa X 

Tjahaja Hindia X 

Boedi Oetomo X X 

AI Moenir Padang X 

Pewarta S. S. X 

Pewarta Pegadean X 

Soeara Pegadean X 

Soeloeh Pengadi/an X 

Sinor Pasoendan X 

1842 Biang/a/a Jakarta X X 

1858-1872 Biangla/a Jakarta X X 

1856 Soerat Kabar Bahasa 
Melajoe Surabaya X X 

1862 Bint~ng Timoer Surabaya X X 

1869 Matahari Jakarta X X 

1869 Bintang Barat Jakarta X X 

1864 Djoeroemartani Surakarta X 

1879 Darmowarsito Surakarta X 

1895 Retnodoemilah Surakarta X 

Djawi Kanda Surakarta X 

1873 Bintang Djo_har X X 

1869 Tjahaja Siang · Menado X X 

Pelita Andalas X 

Pemberita Makasar Makasar X X 

Doenia Bergerak X 

Medan Bergerak X 
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Nama Kota I 2 3 4 5 6 

Padjadjaran (b. Sunda) X 

Modjopahit X 

Sri Diponegoro X 

Sri Mataram X 

Soeara Merdeka Surabaya X 

Soeara Ra /at X 

1920 Soeara Bekelai X 

1869 - 1871 lnsulinde X 

1872 -1893 Hindia Nederland X 
1881 - 1896 Pemberita Bahroe X 

1 882 - 1887 Tjahaja India X 

18~3 - 1884 Tjahaja Moelia X 
1878 -1879 Wazier India X 

1885 Tjaraka Wolanda X 
1885 Dinihari X 

1899 - 190 I Penghentar X 

1900 -1901 .Prim bon Soerabaja X 

1888 Sinar Terang X 
1893 -1906 Bintang Betawi X 

S;n Po Jakarta X 
Neratja Jakarta X 

Bintang Hindia Jakarta X 

Pantji Poestaka Jakarta X 
Mataluiri Bandung X 
Kemadjoean Hindia Ban dung X 
Palito Surabaya X 
Inter Ocean Sura bay a X 
Mecum Moeslimin Surakarta X 
Bintang Islam · Surakarta X 
Panggoegah Yogyakarta X 
Soeropati Sukabumi X 
Djaman Kwari Garut X 
Halilintar Pontianak X 
Persatoean Banjarmasin X 
Warta Hindia Padang X 

Dunla Achirat Bukittinggi X 

Pemandangan (slam Padang Panjang X 
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---------~-------------------- -----

Catatan 

Nama 

Soeara Bctak 
Benih Timoer 
Pantjara.n Berita 
Pewarta Deli 
Andalas. 

I) Douwes Dekker 
2) Cabaton 

_3) Rinkes 
4) Later 
S) Harahap 

S.M. Zwemer 
6)--Drewes 

Kota 

Tarutung 
Me dan 
Me dan 
Me dan 
Medan 

1909-34 sk. 
1909- 22 sk. 
1912- 20 sk. 
1915- 8 sk. 
1924 -- 56 sk. 

1934-29 sk. 

1 
.., 3 4 5 6 .!.. 

X 

X 

X 

X 

X 



2. Pus pembawa suara organisasi politik 

Perkembangan pers berbahasa daerah atau Melayu, yang 
dinilai oleb Douwes Dekker dalam awal karangan ini menduduki 
tempat yang Jebih penting daripada pers Eropa, dan terutcima 
setelah berdirinya organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam 
dan Indische Partij menimbulkan pemikiran di kalangan pemerin­
tah Hindia Belanda untuk menetralisasi pengaruh pers bumiputra 
itu. Jalan yang ditunjukkan Dr. Rinkes yalah dengan mendirikan 
suratkabar berbahasa Melayu oleh pemerintah sendiri serta 
memberikan bantuan kepada suratkabar yang dinilai lunak dalam 
pemberitaannya. 

Berdirinya Boedi Oetomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 
1908 dan persiapan-persiapan kongresnya yang pertama, yang 
akan diadakan pada awal Oktober tahun itujuga mendapat tempat 
dalam pers Belanda dan Melayu. Surat edaranyapun di.muat 
dalam suratkabar De Locomotlef dan Batavlaa.sch. Nieuwsblad, 
demikian juga dalam m;Qalah Jong lndl~ Memang sejak kelah.ir­
annya, organi.sasi pertama ini memperhatikan pentingnya pener· 
bitan dan surat·kabar sebagai penyambung suara organisasi. 
Sesuai dengan sikap Boedi Oetomo pada awal pertumbuhannya 
sejak golongan tua menjadi pemimpin-pemimpinnya, maka surat­
kabarnyapun bercorak lunak, namun satu segi yang menarik 
yalah kesadaran redaktumya menulis dan memberitakan yang 
penting bagi kem~uan dan kesejahteraan. Pentingnya suratkabar 
berbahasa Me1ayu terbukti juga dari ikhtisar-ikhtisar yang muncul 
dalarn majalah dan suratkabar Belanda, seperti Tropisch Neder­
land, Koloniaal Tijdschrlft dan Java Bode. 

Semenjak berdirinya Sarekat Islam, nampak adanya pener­
bitan baru suratkabar, diantaranya ada yang menonjo1 dan ada 
pula yang kurang berarti. Juga beberapa terbit di luar pulau Jawa. 
Mul~mula Darmo Kondo1 merupakan suratkabar yang utama di 
Jawa, tetapi sete1ah beriirinya Sl, di Surabaya terbit Oetoesan 
Hindia. yang isinya lebih hidup dan kuat condong "ke kiri". 
Darmo Kondo sendiri tetap tenang dan kurang menurijukkan 
kepekaannya mengenai tanda-tanda zarnan, meskipun lingkungan 
pembacanya cukup besar. "Darmo Kondo sebelum tahun · 1910 
dimiliki dan dicetak oleh seorang keturunan Cina, Tab Tjoe 
Kwan dan redaksi ada ditangan Tjhie Siang Ling, yang diketahui 
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mahir didalam soal sastra Jawa. Sejak itu dibeli oleh Boedi 
Oetomo cabang Surakarta dengan modal f. 50.000,-

0etoesan Hindia lahir setelah Sl mengadakan kongresnya 
yang pertama di Surabaya, 26 Januari 1913 di bawah pirnpinan 
Tjokroaminoto, Sosrobroto serta Tirtodanudjo. Tirtodanudjo 
merupakan penulis yang tajam menarik perhatian umum, demi­
kian · juga karangan seorang be mama Samsi dari Semarang. 
Kedua-duanya merupakan pemegang rekor delik pers dan sering 
kali berurusan dengan pihak pengadilan. Tjokroaminoto sendiri 
mengimbangi dengan tulisan-tulisan yang tinggi mutunya dengan 
nada yang tenang, juga bila dia menulis untuk menangkis 
serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Selama tigabelas 
tahun Oetoesan Hindia. isinya mencerminkan dunia pergerakan, 
politik, ekonomi dan perburuhan, khusus yang dipimpin oleh 
Central Sarekat Islam. Karangan para pernimpin Indonesia 
lainnya muncul dan mengisi suratkabar itu . serta merupakan 
perhatian pembaca. Singkatan nama-nama mereka O.S.Tj. 
(Oemar Said Tjokroaminoto), A.M. (Abdul Muis), H.A.S. (Haji 
Agus Salim), Tj.Mk. (Tjipto Mangunkusumo), A.P. (Alimin 
Prawirohardjo), A.H. W. (Wignjadisastra) dan Surjopranoto silih 
berganti mengisi suratkabar itu, yang pengaruhnya sering nampak 
di suratkabar yang terbit di kepulauan lain. 

Narnun kelemahan suratkabar bumiputra yalah kurangnya 
pemasang iklan, sehingga dengan uang langganan saja tidak cukup 
untuk dapat bertahan. Ditarnbah lagi banyak perkara SI mengu­
rangi ketekunan pengurusnya untuk tetap memikirkan kelang­
sungan suratkabamya. dan setelah Tjokroarninoto terkena per­
kara politik sehingga ia dijatuhi hukuman dan perpecahan di 
dalam tubuh Sl sendiri tak terhindarkan lagi, maka Oetoesan 
Hindia tutup usia pada triwulan pertama tahun 1923. 

Suratkabar Sl lainnya yalah Siruu Djawa di Semarang, 
Pantjaran Warta di Betawi dan Saroetomo di Surakarta. Yang 
terakhir itu adalah suratkabar .. asli .. Sarekat Islam sejak kelahiran 
organisasi itu pada bulan Agustus 1912. Mula-mula Saroetomo 
merupakan suratkabar yang kurang berarti, tetapi berangsur­
angsur nampak pengaruh Oetoesan Hindia, sehingga rnakin 
bennutu. Terutama dengan muncul Mas 'Marco Dikromo, seorang 
berasal dari Bodjonegoro, yang waktu itu baru berumur 23 
tahun, maka karangan-karangannya mewaltili gaya-tulis tersen-
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diri. 111 Terkenui dalam h ubunga:~ ini ;:Glah komentar \ i as 
Marco mengenai cara kerja Mindere Wd~·c:.:;rts Commissie (Ko.-nisi 
untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran kemakmuran r:1kjat 
bumiputra), sehingga -menirribulkan lleboh besar. Setelah -tuliSan­
tulisannya mendapat halangan di dalam Saroetomo. terutama 
karena campurtangan pemerintah, m::tka ia mendirikan suratkaqar 
sendiri bernaraa Doenia Bergerak~ Meskipun suratkabar itu 
disebutkan sebagai usaha. sendiri dari lnlc.ndsche Joumalisten 
Bond (Perserikatan Jusnalis Bumiputra), namun pihak pemerin­
tah sendiri menduga, bahwa kelangsungan suratkabar itu ter­
utama karena mendapat bantuan dari bekas pendukung lndische 
Partij serta diduga Suwardi Sul)'aningrat yang sedang dibuang ke 
Nederland sering pula menulis disitu. 

'Tjaja Timuer di Malang dan juga Kaoem Moeda di Ban dung, 
masing-masing dengan redaktur Raden Djojosoediro dan Abdul 
Muis menunjukkan kecondongannya kepada lndische Partij dan 
makin lama makin· baik mutunya. Tentang lndische Partii .. 
meskipun partai itu pendek usianya, tetapi usaha penerbitan dari 
pendirinya, yaitu berupa majalah dua mingguan Het Tijdschrift 
dan suratkabar De Expres. pentlng artinya dalam rangkaian 
perkembangan pers nasionalis. Majalah itu merupakan persiapan 
terbitnya suratkabar harian yang terbit untuk pertama kali pada 
tanggaJ 1 Maret 1912, yaitu De Expres. jadi beberapa bulan 
sebelum 1ndische Partij resmi berdir: pada tanggaJ 12 Desember 
1912. Baik di dalam Het Tijdschrift maupun De Expres terdapat 
karangan-ka~ngan Douwes Dekker, yang dengan kemahirari 
pena, kecerdasan otak dan semangatnya serta tujuan polit-iknya 
membuat kedua media pers itu merupakan contoh dari beberapa 
suratkabar bumiputra. Perjalanan propagandanyapun mendapat­
kan tempat di dalam suratkabar itu, yang sudah barang tentu 
diikuti dengan seksama oleh para pemimpin pergerakan y:mg 
pandai membaca dalam bahasa Belanda. Meskipun majalah dan 
suratkabar itu terbit dalam bahasa Belanda. namun isinya. 
terutama yang berhubungan dengan masadepan Hindia Belanda, 
jelas merupakan pokok-pokok pikiran yang ternyata kemudian 
merupakan landasan kesatuan dan pcrjuangan kemerdekaan 
Indonesia. ~Karangan-karangan Dr. Tjipto Mangunkusumo di-
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d<Jhm Her Tidschrift di angp p berni~ai tin.::-_gi dan mampu 
m-embawa pernikirnn y:mg kritis, te!)a.'"'lg dan terarah para 
pembaca.."lya. 

Sctelah pembuangan ketiga pernimpin 'lndische Partii ke 
Nederland, maka dua dian tara mereka masih dapat menerbitkan 
dua rnajalah dalam _ bahasa Belanda. Tjipto Mangunkusumo 
dengan majalah Ve /ndii!r: (1913 - 1914) dan R.M. Suwardi 
Surjaningrat dengan majalah Hindia Poetra ( 1916) berhasil dalam 
mempertahankan arah perjuangan mereka. 

Abdul Muis umpamanya menaruh minat kepada Hindia 
Poetra dan mengusulkan _agar terbit juga dalam bahasa Melayu 
{baca bahasa Indonesia). agar isinya dapat sampai ke pembaca 
bumiputra. Lahirnya PKI pada tahun 1920 menambah jumlah 
sutatkabar partai.Terutama setelah partai itu me_rijalankan agitasi 
dan propaganda u'ntuk membangkitkan kegelisahan sosial, maka 
pengaruhnya menjalar sampai ke tingkat lokal di sel.uruh pelosok 
tanah air. Golongan masya.rakat yang selama itu teriso1asi dari 
bacaaif, kini mulai mendengar dan melihat ·media yang tidak 
sepenuhnya dipaharni itu. Lambat laun kelihatan juga pengaruh 
pers lokal yang dikendalikan oleh PKI. 

Pada akhir tahun I 926 tercatat lebih dari 20 penerbitan 
PKI, tersebar di kota·kota seoagai berik.ut: 

Semarang 4 yaitu Sinar Hindia. Soeara Ra'iat, Si Tetap; Barisan 
J1oeda 

Surakarta 

Surabaya 
Yogyakarta 

6 

3and!lng 4 
latavia 2 
>ekalongan 
~rwokerto 

'adang 2 
•adang Panjang 2 
lukittinggi 1 
olok I 
awahlunto 1 
.a.ngsa 2 

3W 

Islam Bergerak ( Ra 'yat Bergerak), Medan Moesli· 
min, Persatoean Ra'jat. Senopati, Hobromarkoro , 
Mowo. 

. Proletar 
Kromo Mardiko · 
!rtataha.ri, Mataram, Soeropati, Titar 
Kijahi-Djagoer, Njala 
Sendjata Ra /at 
Doenia Merdeka 
Petir, Torpedo 
Dfago! Djago!, Pemandangan Islam 
Doeni.a Achirat ,. 
Sasaran Ra 'iat 
Signal 
Oetoesan Ra /at, Batterij 



Sibolga 1 Persamaan 
Me dan 1 Goentoer 
Palembang 1 Djam 
Pontianak 3 Ha/ilintar. Berani. Warta Borneo 
Makasar 1 Pelita Ra 'jat 
Temate l &n4era Merah 

Terutama bertalian dengan penerbitan Islam, maka seorang 
penulis mencatat pada tahun 1925. "Sejalaa. dengan kebangun­
an itu, maka seperti terjadi ditempat-tempat lain, pers berada di 
mana-mana, rnenunjukkan daya-usaha, waspada dan berpengaruh 
pada bidang kehidupan lain,. 

Dihubungkan dengan jumlah penduduk. Indonesia pada 
waktu itu ( 1920) mempunyai 50 juta penduduk. Di Jawa dan 
Madura terdapat 35.017.204 penduduk, Sumatra lebih dari 
5.800.000 dan sisanya tersebar di kepulawm--lain.-Di Jawa saja 
terdapat 39.000 -penduduk . bum.iputra yug telah beraga.ma 
Kristen~ orang Eropa ada 135.214 -dan orang Cina · 386: 112. 

Rapat Zend!np Band. di Yogya ·pads akhir· Agustus 1922, 
memperk.i.rakan jumlah . penduduk Jawa yang pandai · membaca 
bahasa Melayu kurang lebih 1.000.000, yaitu ~engah juta dapat 
membaca bahasa Jawa, 400.000 membaca bahasa Jawa dan 
200.000 bahasa Sunda. Huruf Latin telah...mulai dikenal dan 
menggantikan huruf Jawi dan Jawa dalam: percetak;m buku dan 
majalah. Bahasa Belanda lebih dikenal oleh penduduk Jawa yang 
telah berpendidikan. 

Mengalimya . buk\r.buku berbahasa Arab dan Mesir ke 
Sumatra Barat saja, pada tahun 1916 be:tharga fl. I 0. 000. Bany ak 
buku standard, seperti dari Al-Ghaz.ali, dijual dalam dua bahasa, 
Jawa-Arab, Melayu-Arab, Sunda-Arab dan seterusnya. Penyebar­
an buku-buku Islam · terbukti juga dari terdapatnya kios-kios 
buku di banyak stasiun kereta api yang memperjual-belikan itu. 
Suratkabar merupakan saksi hidup tumbuhnya banyak organi­
sasi, baik yang · berdasarkan agama, nasioniil, sosial maupun 
ekonomi. Kegiatan· penerbitan Islam terbukti juga beiorientasi 
luas, ·· temyata dari adanya iklan ' menawarkan majalah dalam 
bahasa Perancis Echos de 1'/s.lam (Paris) dan bahasa lnggris The 
Muslim Standard (London). Mas MaFCo diketahui juga membuat 
risalah Pan lslamisme bahasa Melajoe. 

Cara pengildanan yang khas ditempuh oleh penerbit Islam 
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Mardi Kantaka di Surakarta, dengan menempatkan daftar buku 
di belakang amplop untuk mengirimkan surat-surat, dimana 
terbukti juga terdapatnya kepustakaan dalam bahasa asing. 
Perdagangan buku Islam terutama berpusat di Surabaya dan 
Batavia. Namun terdapat juga di tempat tiarah seperti Gresik dan 
Demak, bahkan di kota kedl seperti Blora dijajakan· buku 
cetakan India dengan penjual dari Bombay. Seorang pengamat 
juga melihat adanya buku-buk.u agama cetakan dari fstam bul, 
Beirut, Meka~ bahk.an dari Kazan (Rusia) yang diperdagangkan 
di pelbagai kota lain . 

Menurut daftar yang dibuat oleh B. ·Schrieke, penasehat 
pemerintah urusan bumiputra, maka dari 107 suratkabar dan 
majalah, yang terbit sek.itar tahun 1920 corak surat kabar/ 
majalah digolongkan menjapi nasional, liberal, radikal dan kom~ 
nl5tis. Ada juga yang bercOi'ak netral, pOUtik dan petdagangan. 
Judul-judulnyapun menarik perhatian, banyak. yang memakai 
kata "sinar'". "Jong'', .. kebangoenan", "bafhe''. dan sebagainya. 

Dari jumlah ·uu 16 buah diterbitkan di We_ltevreeen-Batavia, 
1 0 buah masing-masing di Semarang dan Padang, 9 di Y ogya, 7 di 
Sala, S masing-masjng di Semarang, Surabaya dan Merian. Dengan 
adanya suratkabar Islam, yang beraneka ragam dan jumlah berdda 
di tengah-tengah masa depreSi dan krisis ·urn urn di dalam dunia 
persuratkabaran,. merupakan pertanda bahwa Islam telah bangun. 

Suatu usaha untuk · mengimbangi· keadaan · itu yalah ..usaha 
pemerintah. Hindia · Belarida,.. untuk · mengedark.aH buku-buku 
netral (Golsd.ienstlrios) sebanyak satu juta buku setahunnya, yang 
disebar di 1. 700 perpustakaan cuma-cuma di seluruh Hindia 
Belanda. 608 judul tertern dalam katalogus di Balai l'oestaka, 
yang dengan secara cermat menghindari kepustakaan kristen. 

· Bulanan Sri Poestak.a yang diterbitkan Balai Pustaka berisi 
karangan-karangan tentang pendidikan, kesehatan dan pengetahu­
an populer. Bulanan itu mempunyai 3. 500 langganan. Bulanan 
golongan kristen Mardi mengedarkan 45.000 buah. 

Adanya penerbitan itu menunjuk.kan, bahwa di Indonesia 
itu sedang terjadi suatu evolusi yang bergeralccepat. Suratkabar 
telah menyatakan itu . dengan nada yang cukup jelas. Proses­
proses y~ng di Eropa terjadi berabad~abad, terjadi di situ dalam 
b~berapa puluh tahun. Generasi yang satu dipisahkan dengan 
generasi lain oleh gelombang mental dan spirituil. 

Dalam perjuangan mendat:mg untuk lebih banyak "cahaya" 

312 



lebih banyak kebebasan, untuk hidup lebih makmur, pers berada 
dimuka sebagai pusat perhatian dan sebagai pelopor. Media pers 
yang membawakan suara nasionalisme Indonesia yalah majalah­
nya- para maliasiswa di . Nederland, yang melantingkan kata 
Indonesia dalam kat~pengantat ·oomor pertama Indonesia Me,. 
deka (IM) pada tahun : 1924. · 

Corak IM · dengan karangan-karangannya me:rupakan aksi 
-.mtuk mencapai tujuan PI, terutama untuk memperkuat cita-cita 
kesatuan Bangsa Indonesia. Majalah itu terbit dalam dua bahasa, 
bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Terbitan bahasa Indonesia 
hanya lima nomor, kemudian terhenti Redaksi dipegailg oleh 
pimpinan PI para pengarangnya tidak dicantumkan, karena 
setelah dirundingkan dengan anggota pirnpinan. maka karangar. 
yang dimuat itu merupakan pendapat Pl. 

Dari be.kas laporan pejabat pemerintah Belanda, setelah 
terjadi penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen PI 
tfltlyata .bahwa btdon~itl Merdeka mencatat 280 langganan, 236 
diantaranya berada di lftdonesia-sedang.44:0rang lainnya tersebar­
ru Nederland, Jerman, mdia,. Mesir~· Malaya dan Perancis. Perinci­
an eli Indonesia sendiri adalah sebagai -berikut, eli Aceh (3), 
Sumatra ·utara (18), Sumatra Barat (37), ~{1), Bengkulu (2). 
Sumatra Selatan (3),Jakarta ( 45), Jawa Barar' (29), Jawa Tengah 
(68),Jawa Tirnur (21}, Kalimantan (7) dan Sulawesi (2). 

Penyebarannya dilakukan secara rahasia dan sebagai pe­
nyebamya yalah 'Sudjadi, yang diartgkat sebagai pro pagan dis PI di 
Jakarta. Dengan segata cata ia berllasil rnenyebarkan IM kepada 
para langganan · dan penganu t gag;t,satt PI. Dari sis tim kartu 
langganan yang disita Aari arsip PI itu temyata -angka-angka 
seperti terse but di atas, suatu data yang langka mengenai jumlah 
dan penyebaran langganan suatu majalah. Dari daftar itu pula 
dapat kita ketahui lapisan sosial para langganan IM yang 
bermacam-macam, dari gurubesar sampai mahasiswa, dari pejabat 
Belanda dan Indonesia, kaum partikelir, redaksi suratkabar dan 
sebagainya. 

Yang menyebabkan makin meluasnya paham PI sudah 
barang tentu yalah majalah dan suratkabar yang dimiliki oleh 
pergerakan nasional. Demikianlah meskipun PI secara resmi tak 
mempunyai cabang di Indonesia, n~un melalui Sudjadi sebagai 
"unsur kerja" di Indonesia dan bekas anggota-anggota PI di 
beberapa kota, maka mata-rantai gagasan nasionalisme Indonesia 
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dan a.ksi-aksi untuk mencapai Indonesia Merdeka terdapat pula di 
Indonesia. Kelompok-kelompok setempat bekas anggota PI de­
ngan koordinasi komite pusat yang terdiri dari Mr. Sartono, 
lskaq, Sunario. Budiarto dan Sudjadi mempeniapkan suatu 
kongres nasional. Kongres nasional itu merupakan persiapan 
kearah terbentuknya sebuah partai keraky_atan, yang didasarkan 
atas . azas-azas nasionalistis yang mumi, yang ak.an bemarna 
Sarekat Rakyat Nasional Indonesia. Pemberontakan PKI 1926 -
27 dan larangari kepada PKI sedi.kit menghambat persiapan 
pembentukan partai bai-u itu, tetapi pada bulan April telah 
diadakan rc1pat-rapat dan pada tanggal 4 Juli . -1927 berdirilah 
PNI. Dari enam orang pendirinya. empat orang adalah bekas 
anggauta Perhimpunan Indonesia. 

J. Sebuahpandanga,f profesionll 

Dari sudut profesioniL M. Tabrani YaH& menutis dalam 
tahun 1929, telab ,memberikan gambaran tentang keadaan :pers­
lndoJteSia. Dilih~t idari penilaian meQgenai · mutu, tingkat pers 
Indonesia masih dianggap rendah. Tidak · saja dilihat dari sudut 
redaksi tetapi j\{ga dari sudut tehnis perdagangan. Tidak satupun­
suratk.abar yang-.terbit ditunjang dengan kel~ngkapan tiga unsuf' . 
penting, yaitu redakii yang berwewenang, administrasi yang baik­
dan tea~tenaga . percetakan yang_ terdidik. Kekurangan itu 
tidak s~ai dengan perkernbangan rnasyarakat dihtamya, se­
hingga banyak langganan 1ari ke pers Belanda, karena beranggap­
an dapat memenuhl k.ebutuhan membaca berita-berita bermutu. 
Rubrik-rubrik dalam surat-kabar mengenai seni dan sastra, 
perdagangan dan pertanian, untuk wanita, ilmu dan tehnik tidak 
d.ijumpai disitu. 

Untuk mengatasi kekurangan 1tu, Tabrani mengajukan 
seruan kepada kaum intelektuil Indonesia untuk mengisi surat­
kabar Indonesia, karena hanya dunia intelektuil Indonesia yang 
bertanggungjawab atas tinggi-rendahnya mutu suratkabar Indo­
nesia. Masalah pet:S harus mendapat perhatian khusus, tanpa ada 
perbedaan aliran politik. keyak.inan maupun agaroa-

Kaum dokter, ahli hukurn, insinyur, seniman, ahli pertam­
an dan kehewa.na14 para pendidik diharapkan kl;!sadarannya, 
bahwa dengan menulis didalarn pers Indonesia berar_ti ikutserta 
dalam pendidikan nasional bagi penduduk. Baru sedikit dian tara 
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merelca yang berhubungan dengan dunia pers, masih terbatas 
pada tokoh pemimpin Pergerakan Nasional. 

Selain itu belum adanya golongan menengah yang sadar, 
tidak sedikit pula menghambat perkembangan pers-:.. Advertensi 
dan reklame, yang dapat :merupakan tulang-punggung sebuah 
suratlcabar, kurang sekali terdapat. Para pelanggan banyak pula 
yang tidak setia membayar uang Jan$8anan· Lingkungan pemba­
canyapun terbatas, karena banyak yang telah bersekolah Belanda 
lebih suka membaca dalam bahasa itu. · 

Dilihat dari penilaian kwantitatif, maka jumlah suratkabar 
Indonesia sesungguhnya sedikit sekali bila dibandingkan dengan 
suratkabar Cina dan Belanda. Nampak sekali perbedaan itu di 
Surabaya dan Bandung, dua kota yang merupakan pusat Per­
gerakan Nasional waktu itu. 

Kota 
Surabaya 
Semarang 
Sa I a 
Yogyakarta 
Ban dung 
Batavia 
Me dan 
Palembang 
Padang 
Makassar 
Jumlah 

lkhtisar Suratkabar di Indonesia 
tahun 1928. 

sk. Indonesia sk. Cina 
0 3 
I 2 
I 0 
I 0 
0 0 
2 3 
I I 
0 I 
1 2 
I 0 
8 12 

sk. Belanda 
2 
2 
0 
2 
2 
4 
I 
0 
0 
0 

13 

Tugas pers nasional tidak hanya mem beri penerangan 
kepada para pembaca tentang kejadian-kejadian setiap hari di 
sekitar kita, menunjukkan arti beberapa fakta, mendidik pem­
bacanya; tetapi juga untuk memperhatikan dan menunjukkan 
kebobroklcan dan kekurangan-kekurangan dalam masyarakat. 
Pen nasional sewajamya ikutserta dalam pem bangunan nasional 
tanahaimya. 

Dengan menguraikan ttigas pen nasional itu, maka ~.:orak 
pen telah ditentukan pula. Pertama harus bercorak nasional 
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dalam arti seluas-lua.snya. Kedua. m..enjadi pendnbmg PC -" 
kemerdekaan, namun harus ~pat luas · ~ mens I dn 
peristiwa dan fakta, yang di dabm masyarakat .WU tadapat 
perbedaan pandangan. Ketiga, tengang-menen&PJIC.. 

Suatu pen nasional Yana netral tidak aka dapa laidllp 
lama. Dikecualikan dari kea<Sa. itu yalah SUJ'ldbbar J5 p 4' 
Timoer dari Parada Harahap, yma suJcses..su~ tau• e 
terletak pada keuletan Parada Harahap sebagai penpaha da 
organisator. Oleh karena itu sebaibya bentuk pen J1a1ioDa1 yaWl 
bercorak politik umum, dan tidak merupakan suatu aaa«blw­
partai. Sukses pers bercorak politik umum tidak saja daa.. uti 
perdagangan, tetapi juga untuk dapat mencapai masa YBK 
lebih luas. 

4. Masa akhir Hindia Beland4 

Hubungan pers dan pergerakan nasional J*1a atlliF .,. 
merintaharl Hindia Belanda dapat Jebih jelas kita pa'"'Pi d s• 
pengungkapan keadaan kehidupan pemikiran dan pcnsaa ma­
syarakat itu. 

Seorang ahli hukum Indonesia dalmt anaJiP tent s 
aliran-aliran dan gagasan di kalangan politik In.c:hw=sia. ,_. 
dibuatnya pada tahun 1940, menyatakan bahwa me::.-. I:Jalar" 
kehidupan politik pemikiran dan perasaan orm& Ill"""••• 
tatkala itu dapat dikatakan telah "penuh ... Apa JUS ~ di 
sekitarnya, baik masalah kecil maupun besar, diamali -=-a 
cermat. Kemudian dibicarakari bersama dengan pc:uull ta • -
aan dan kesan-kesan yang diperolehnya disimpan set-pi bb.y. 
an pengetahuan yang berharga. 

Keadaan perang disambut oleh pergerakm den& z ~ 
kesetiaan maupun ketidak-setiaan terhadap pemainbb W ft 
Belanda. Waktu itu pada golongan yang selamajamaa p j i t= 
mendapat perlakuan istimewa sedikit sek.ali mcmiha a:ndrt;~ 
awan. Sebaliknya pada golongan yang tidak mendapat pcrlaba 
istimewa terdapat banyak cendekiawan Indonesia. 

Golongan . terakhir ini dapat dibedakan dalam •+ a 
yang ber9rientasi politik dan mereka yana tidak bc:Ra~ 
politik. Mereka yang berorientasi politik terutama ~ ~ 
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan M~ Is&.. A""la 
Indonesia (MIAI). Dengan semboyan-semboym palitik dlla s. 
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sial, mereka mengutara.kan tujuannya agar dapat pengikut lebih 
banyak diantara ra.kyat. Sungguhpun cara dan gayanya ber­
beda-beda, namuan tujuan akhir semboyan golongan itu yalah 
Indonesia Merdeka. Di dalam semboyan golongan itu yalah 
Indonesia' Merdeka. Di dalam GAPI yang berpengaruh y:Uah 
Parindra daJi Gerindo, sedangkan di dalam MIAI MUhammadiyah 
dan PSII. Pemimpin-pemimpin• Parindra menunjukkan minatnya 
yang luarbiasa kepa,da apa yana se~g terjadi di India dan Asia 
Tenaaia. 

Kedatangan delegasi Jepang pada tanggal 12 September 
1940 dibawah pimpinan I. Kobayasyi di Jakarta memberikan 
kesempatan kepada beberapa pirnpinan nasionalis Indonesia 
untuk membicarakan berbaiai soal politik dan ekonomi. Tersiar 
desas-desus, bahwa telah terjadi pertukaran rencana antara 
delegasi itu dengan para pemimpin nasionalis mengenai bentuk 
pemerintahan Hindia Belanda didalam kerangka "susunan baru" 
Jepang. Kedatangan mereka juga disertai tindakan bantuan 
kongkrit berupa keuangan kepada pen Indonesia dalam bentuk 
pemasangan iklan di suratkabar Indonesia. 

Anggota Indonesia disa1am Volk.sraad menunjuk.kan si­
kapnya yang "keras,. dldalam pidato mereka. Ketidakpercayaan 
terhadap kemampuan pemerintah Hindia Belanda untuk me­
nguasai situasi politik dan kesejajaran pikiran mereka dengan 
kaum nasionalis di luar Volk.sraad melatari sikap para anggota itu. 
Suatu spekulasi bahkan disebut-sebut, bahwa bisa terjadi peng­
umuman berdirinya suatu pemerintahan Indonesia di luar negeri 
sebagai alcibat perang Jepang-Amerika. 

Organisasi Indonesia sendiri menunjukkan aktivitasnya, 
mereka juga masih melihat adanya perbedaan perlakuan pemerin­
tah Hindia Belanda terhadap umat Kristen dan Muslim. Mereka 
mengetahui juga bantum pemerintah British India yang lebih 
baik kepada umat Islam lndi~ dibandingkan dengan perlak:uan 
pemerintah.Hindia Bdanda kepada kaum Muslim di Indonesia. 

Jumlah orang Indonesia yans berorientasi politik dan 
terorganisasi dalam partai-partai. menurut analisa itu yalah: 

A. Yang tergabuna dalam GAPI .• . . . . . . .. . ......... . . 47.300 
( 1 0 partai dan orpnjpsj) 

B. Yang tergabuns dalam MIAI .. . ... . .... . . ... . . . . .. 22.000 
(5 partai dan orpnjrrj) 
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C. Tidak tennasuk A a tau B ..... : ................... 80.700 
(6 partai dan organisasi) 

Dengan pembulatan jumlah menjadi 200.000 orang yang ber­
orientasi politik, maka itu berarti pada setiap 300 orang terdapat 
I orang yang berorientasi politik. 

Dari 31 suratkabar dan majalah yang tercatat waktu itu, 11 
diantaranya adalah suara Parindra, dengan jumlah oplagnya 
semua 17.500 ~uah, 20 lainnya jumlah oplag yalah. 26.900. 
Sehingga bila dicari hubungan antara 200.000 orang yang 
berorientasi politik, maka terdapat 44.400 buah surat-~bar/ 
,.~ajalah . a tau kurang lebih 5 : 1. Suatu perhitungan pengaruh 
pen nasional terhadap masyarakat Indonesia dapatlah diukur 
secara kwantatif dari perbandingan itu. 
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RALAT BUKU SFJARAH NASIONAL INDONESIA JILID v 

Hal Baris Tercetak Seharusnya dibaca 

I. Siasat Tanam Paksa 1. Sistim Tanam Paksa 

2 22 negeri jajahan mendo- negeri jajahan pada piha~ 

rong lain mendorong 
3 20 Thomas Stamford Raf- Thomas Stamford Raffles 

fles ( 1811-1816) 
4 11 sedangkan hal itu karen a hal i tu 
4 12 diserahkan kepada/ma- diserahkan kepada bidang 

suk kedalam bidang 
4 17 Para Komisaris J en de- Para Komisaris J enderal 

ra1, (1818-18 1 9) ' 
4 18 CapeUen dan Capellen ( 1819-1826) dan 
4 38 Disamping itu Pada pihak lain 
5 21 diantara cara-cara , dimana cara-cara 
7 3 1516 1816 
7 29 dihidupkan/diperkem- dihldupkan dan diperkem-

bangkan bangkan 
11 24 petani kebebasan petani diberi kebebasan 
13 32 Schoepman Schaepman 
14 2 pengeluaran , dan pengeluaran 
14 12 Gids De Gids 
17 19 tiga kota pelabuhan tiga kota pelabuhan besar, 

besar, Pengadilan yaitu di Batavia, Serrrarang 
dan Surabaya. 

21 21 pedesaan. Perbedaan pedesaan; perbedaan 
29 4 sebagai rakyat Kristen bagi rakyat Kristen 
29 12 dari Belanda, negeri Belanda, 
19 13 Demikian kaum Demikian program kaum 
29 21 dan tulisan atau dalam tulisan dan 
30 32 Indonesia Belanda 
32 7 (bank 103, . .. kurang (bank I 03 juta, .... kurang 

lebih 123, lebih l 23 juta, 
32 8 perdagangan 143). perdagangan 143 juta). 
33 9 perind1'h perintah 



33 10 atabil sta !Jil 
34 29 berpengkal berpangkal 
37 26 1872- 1903 1872- 1902 
38 39 politik juga politik ini juga 
39 disingkat di sini 
39 2 , sour vous, , pour vous, 
43 bulu buku 
49 14 'Ontvoogding' dari 'Ontvoogding' (pembebas-

an dari perwalian) dari 
49 16 sutu Panitia suatu Panitia 
54 37 kontrolis kontrolir 
55 36 patriakal patriarkhal 
56 12 dihubungkan dibungkam 
58 30 Etheik, Ethiek, 
59 21 pada tidak Jain pada pihak lain 
64 10 moderet moderat 
65 21 -menyarankan lembaga menyarankan pendirian 

lembaga 
68 1 2 . . . . . politik profr~ 2 .... . politik progresif 
72 9/10 sif 

72 9/10 perkembangaini perkembangan ini 
74 18 patriakhal patriarkhal 
76 8 Snouck 'Snouck Hurgronje 
76 19 Snouck Snouck Hurgronje 
76 21 Snouck Snouck Hurgronje 
76 37 Snouck Snouck Hurgronje 
77 33 tarekat Islam Sareka t Islam 
78 25 kiyayi kyai 
85 12/13 Tjarda van Starken- Tjarda van Starkenborgh 

borg Stachouwer Stachouwer 
96 37 Dibanding sengan Diban~_ing dengan 

102 28 pulau Jawa yalan pulau Jawa yalah 
103 13 daerah2 yang daerah~aerah yang 
107 7 miliknya mernilikinya 
112 3 pemilihan tanah pemilikan _tanah 
125 39 Hoogere Burgetschoo1 Hoogore Burgerschool 
126 27 akhir abad ke 20 akhir abad ke 19 
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